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KATA PENGANTAR

i

Alhamdulillah disertasi ini telah dapat diselesaikan, dan telah sampailah pada |
_ beﬁghujﬁng paradoksial akédemilv(,b‘ fnenghan“tarkan saya menuju gelar tertinggi di dunia
akademik yang serba mungkin. Oleh karena kita percaya. tidak ada satu halpun yang secara logis
dapat menjamin meraihnya, jika saya tidak dipertemukan dengan UIl Yogyakarta. Bukan
kebetulan, tapi dengan upaya menyingkirkan yang serba mungkin melalui kegiatan penelitian
yang pada akhirnya dapat menghasilkan sebuah disertasi. Disertasi ini akan menjadi sebuah
tiang pancang ilmiah yang kokoh bila telah melewati pengujiar} keilmuan dari sebuah perjalanan
panjang studi S-3 pada Pasca Sarajana Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

Bagaimana mungkin dari kondisi dan situasi krisis moneter tahun 1997/1998, hak tagih
(cessie) pemerintah RI terhadap ﬁtang BLBI sebesar Rp. 145 triliun, penyelesaiannya menelan
biaya Rp. 1000 triliun. Biaya sebesar itu dibebankan pada APBN dari tahun 2002 sampai dengan
tahun 202 1.. Peristiwa hukum 1ni .adalaﬁ sebuah kasus gagal bayar piutang negara tak tertagih
yang sangat luar biasa (extraordinbiy default) dalam perjalanan waktu berdirinya negara
Republik Indonesia, meskipun. telah melewati era pemerintahan lima Presiden, penyelesaian
~ utang BLBI tak kunjung selesai.

Keberadaan hukum di negara ini tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban, tetapi
bagaimana mungkin “ketertiban” harus dimenangkan agar utang BLBI dapat diselesaikan secara
efektif dan efisien. Fakta empiris inilah yang menggugah diadakanny;i »penelitiar-l disertasi
dengan kajian teori yang memberikan pisau analisis, bagaimana memenangkan ketertiban. Teori
ini digagas oleh Philippe Nonet —Philipe Selznick yang menyatakan bahwa pene_:gakan‘ hukum

bergantung pa‘da situasi dan kondisi yang berbeda, sehingga dalam situasi dan kondisi tersebut




bagaimana memenangkan “ketertiban”. Ada tiga pilihaﬁ hukum yaitu Represif, Otonom dan
Responsif . Ini unik, sehingga menarik perhatian pehulis untuk mengangkatnya menjadi topik
disertasi dengan judul “Penyelesaian uténé BLBI deﬁgan_ kajién hukum Represif dan Hukum
: -ReSponsif’. Beruntung penulis telah mendapat bimbin’ganv’dari dua guru besar yang ahli di
bidangnya, sehingga tema yang berat ini dap-at diselesaikan dengan teliti dan telah menjadi
dirseﬂasi. Untuk itu dalam kesempatan ini, izinkénlah penulis ‘menyampaikan ucapan terima
kasih kepada mereka yang pemikiran dan »kar}vfa‘-karya, dan pandangan-pandangan mereka yang
~penulis kerﬁas untuk mendukung analisis terhadap tema disertasi ini.

Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaaan yang setinggi-
tingginya kepada :

1. Prof. Dr Bagir Manan, S.H , MCL,yang di tengah-tengah k_esibukan beliau sehari-hari
sebagai akademisi, masih memiliki waktu dan perhatian khusus terhadap penulis dalam
penyelesaian disertasi ini, Denganv téi(un .beliau membaca ,mengoreksi, dan memberi
saran maupun ktitik terhadap disertasi ini sejak dari penulisan proposal hingga selesainya
disertasi ini. |

2. Prof. Dr. Ridwan Khaerandy, S.H., MH., yang telah memberikan bimbingan di tengah-
tengah kesibukannya, beliau dengan penuh perhatian dalam meneliti dengan cermat dari
bab per bab dan memberikan saran serta masukan pada disertasi ini.

3. Dr. Nikmatul Huda, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Program S3 Ilmu Hukum FH Ul],
yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan disertasi ini, dan
tak kalah pentingnya adalah dorongan morilnya untuk tetap tegér apapun yang dihadapi

dalam penulisan disertasi ini.
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7 4. Prof. Dr. Adi Sulistyo, SH., Prof Df Nindyo Parmono, SH‘., MH, dan Dr. Surah winarsih,
SH., MH., yang memberikan banyak masukan dan saran dalam erum ujian tertutup.
| 5. l-lektor dan Wakil Univeréi;caé Cokroaminoto,_‘,Dekan dan Pfodi Fakulfdis Hukum, yang |
| telah memberikan motivasi unfuk 'meny'elesaikan disertaéi _ihi. :

6. Istriku tercinta dan anak-anak yang selalu memberikan dorpngan doa dan kesempatan
pada penulis; baik ketika meﬁgikuti program saat rhelakﬁkan penelitian, penulisan dan
penyelesaian disertasi ini.

7. Pada temanku khusus Yusri, di Program Pasca Sarjana S-3 Fakultas Hukum UII yang
dengan semangat dan ‘dorongannya membuat penulis tetap bersemangat untuk
menyelesaikan disertasi ini .

Akhirnya ,penulis ingin 4menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada
semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam pengantar disertasi ini. balam
'ketﬁluéanya dalam rentang masa di_mana penulis kuliah di S-3 Fakultas Hukum UII adalah
bagian tak terlupakan akan jeﬁh payahnya menjadi lebih semendai dalam alur hidup penulis
menjérami ilmu di kampus tercinta. Kelak semua adalah tanda yang tiada ada batas kebaikan

pasti mendapat ridho selain daripada-Nya.

Yogyakarta, 12 Mei 2014

Agus Pandoman
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ABSTRACT -

-

Event of default law for doubtful accounts of Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI) originated from the response to the monetary crisis hit Indonesia in
1998, -transformed.into a case of failure to pay extraordinary large, after the rights of
to collect submitted from Bank Indonesia to the government, 6f the amount of Rp.
145 trillion, the cost of the solution is gréater tﬁan the value of the rights to collect.
Accumulated costs BLBI d¢bt settlement, following the bank restructuring costs,
amounted to Rp. 1000 trillion. charged to the budget from year to year, and has
already passed the age of five presidents of the Republic of Indonesia government has
yet to be resolved.

Failure .BLBI debt settlement is riot‘ an integ'ral.part of the failure of legal
purposes. The purpose of the law is “order”. Therefore, to think about is how the
“order” can be won. Just the concept of a responsive legal theory Philippe Nonet -
Philip Selznick, state and lawless situation it can be enforced. Keywords of law
- enforcement is dependent on the circumstances and situations, this dimension is often
referred to as the normal state and a state of crisis (emergency).

There are three patterns of law enforcement that “order” can be won, through
a pattern of repressive law e_nforcement, enforcement patterns autonomous
(procedural) and responéive law enforcement patterns. Therefore BLBI debt default
cases occurred in the conditions of crisis, then the application of the law is different

from the normal condition. Misapplication of the law have an impact on the purpose



]

of the law, that order will not be won. The reality is that patterns can successfully win

- .

legal order depends on different conditions and situations. BLBI debt occurred during
the financial crisis. When the solution using legal patterns in normal circumstances,
the purpose of attracting back the money the state does not succeed, so the order is

getting away from victory. This legal events transformed into endless cases of

“historical monuments.
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ABSTRAK

Peristijva hukum gagal -bayaf piutang tak tertagih 'Ba‘ntubani Likuiditas Bank Indonesia
 (BLBI) berawal dari upaya penanggulangan krisis moneter tahun 1998 di Indonesia, menjelma
ﬁlenjadi kaéus gagall bayar yang s'angat -1uér bi'asav bésar, setelaﬁ h‘a‘1.< tagihﬂya diserahkan dari
Bank Indonesia kepada pemerintah, dari jumlah Rp. 145 tﬁliuﬁ, biaya .penyelesaiannya lebih
besar dari nilai hak tagihnya. Akumulasi biaya penyelesaian utang .BLBI, berikut biaya
restrukturisasi perbankan, sejumlah Rp. 1000 triliun dibebankan pada APBN dari tahun ketahun,
dan sudah melewati lifna era pemerintahan presiden Republik Indonesia hingga kini belum dapat
diselesaikan.

Kegagalan penyelesaian utang BLBI adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan
kegagalan dari tujuan hukum. Tujﬁan hukum adalah “ketertiban”. Oleh karena itu, yang perlu
dipikirkan adalah bagaimanakah’“kete_rtiban” dapat dimenangkan. Hanya dengan konsep teori
hukum responsif Philippe Nonet - Philip Selznick, keadaanldan situasi berhukum dapatlah
ditégakkan. Kata kunci dari penegakan hukum adalah bergantung pada keadaan dan situasi,
. dimensi ini sering disebut dengan keadaan noﬁﬁal dan keadaan krisis (darurat).
~Tersedia tiga pola penegakan hukum agar “ketertiban” dapat dimenangkan, yaitu melalui
: poia penegakan hukum represif, pola penegakan otonom (prosedural) dan pola penegakan hukum
responsif, Oleh karena kasus gagal bayar utang BLBI terjadi dalam kondisi krisis, maka
penerapan hukumnya berbeda dengan kondisi normal. Kesalahan penerapan hukum membawa
dampak pada tujuan hukum, yaitu ketertiban tidak akan bisa dimenangkan. Realitasnya adalah
pola hukum dapat berhasil memenangkan ketertiban bergantung pada koﬁdisi dan situasi yang
berbeda. Utang BLBI terjadi pada saat krisis moneter. .Ketika penyelesaiannya menggunakan

pola hukum dalam keadaan normal, maka tujuan menarik kembali uang negara tidak berhasil,



xiii

sehingga ketertiban semakin jauh dari kemenangan. Peristiwa hukum ini menjelma menjadi

monumen sejarah kasus tiada berakhir.
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Motto

Hanya setelah prinsip-prinsip .ilmiéh yan‘g. berlaku dipahami, kita
bisa memiliki aplikasi hukum yang rasional, karena hukum yang baik dan
peraturan yang baik tidak dapat didasarkan pada kemungkinan dan dugaan
untuk menentukan apakah seseorang melakukah perbuatan kelalaian -
(default ) atau perbuatan melawan hukum ( forts ), kemungkinan dan dugaan

harus disingkirkan.

(Jerry E. Smith — dalam buku Weather Warfare, 2013)
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BAB 1

§

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian piutang negara perbankan adalah kebijakan penegakan hukum

penagihan piutang negara tak tertagih yang disebabkan oleh Bantuan Likuiditas Bank

Indonesia (BLBI) berm_zgalah dan berpotensi merugikan negara, untuk itu diperlukan

n——

pegakan hukum yang efektif dan efisien.

BLBI sebagai terjemahan dari konsep liguidity supports dalam perbankan,
baru dikenal di Indonesia sejak awal 1998. Bantuan likuiditas untuk bank, yang di
dalam perekonomian negara-negara berkembang, seperti Indonesia merupakan
pelaksanaan paling vital terhadap sistem pembayaran nasional adalah sangat penting
untuk menjaga kestabilan dan mendukung perkembangan ekonomi nasional. Oleh
karena itu, berbagai skim yang diguhakan BI untuk menyelenggarakan kegiatan ini-

melekat pada posisinya sebagai bank sentral.’

! Istilah BLBI memang baru muncul dan langsung menjadi bahan
pergunjingan di masyarakat, semenjak Indonesia menjalankan program pemulihan ekonomi dengan
dukungan IMF dalam rangka pinjaman siaga. Dalam dokumen IMF, berbagai fasilitas yang diberikan
BI dalam membantu perbankan ini disebut liquidity supports. Untuk membedakannya dengan istilah
yang sangat dikenal masyarakat, Kredit Likuiditas BI (KLBI), berbagai skim fasilitas bantuan BI
kepada perbankan ini disebut Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). KLBI adalah istilah yang
digunakan untuk menggambarkan berbagai skim kredit likuiditas BI untuk mendukung program
pemerintah, seperti skim-skim kredit KUD, Kredit Usaha Tani, kredit koperasi, kredit pengembangan
BPR-Syariah, kredit kepada Bulog, dan sebagainya.



BLBI adalah fasilitas -Bank Indonesia yang digunakan untuk menjaga

kestab&a_n_ sistem pembayairan dan sektor perbankan agar jangan terganggu karena
ketidakseimbangan (niz'smatch) antara penerimaan dan penarikan dana pada
bank-bank, baik jariéké pendek maupun panjéng. Dalam operasinya, fasilitas yang
dimasukkan dalam kategori ini banyak jenisnya, masing-masing disusun untuk
membantu bank menyelesaikan masalah kekurangan likuiditas sesuai dengan kondisi

" bank serta sifat masalah yang dihadapi.

BLBI adalah terminologi yang digunakan untuk mengelompokkan seluruh

bantuan likuiditas Bank Indonesia kepada perbankan, di luar Kredit Likuiditas Bank

Indonesia (KLBI). Dilihat dari besarnya dana dan perhatian masyarakat, BLBI adalah

———

bantuan likuiditas BI kepada sejumlah bank yang terjadi pada waktu krisis keuangan

2 Dalam arti yang luas, BLBI merupakan bantuan likuiditas Bank Indonesia di luar

KIBI. Akan tetapi, bantuan likuiditas yang termasuk dalam pengertian tersebut sebenamya
meliputi 15 macam fasilitas yang dapat dikelompokkan ke dalam 5 jenis 1) Fasilitas dalam
rangka mempertahankan kestabilan sistem pembayaran terhadap gangguan dari timbulnya
kesenjangan atau mismatch antara penerimaan dan penarikan dana yang dihadapi bank-bank.
Yang termasuk dalam fasilitas ini adalah fas:litas diskonto atau Fasdis I, yang berjangka sangat
pendek, dan Fasdis II, yang berjangka lebih panjang. 2)Fasilitas dalam rangka Operasi Pasar
Terbuka (OPT) untuk mendukung bekerjanya program moneter, dalam bentuk pembelian
Surat-surat Berharga Pasar Uang (SPBU) atau surat utang yang dikeluarkan bank-bank
dilakukan melalui lelang. 3) Fasilitas dalam rangka penyehatan (nursing atau rescue) bank
bermasalah dalam bentuk Kredit Likuiditas Darurat (KLD) dan kredit subordinasi (SOL). 4)
Fasilitas untuk menjaga kestabilan sistem perbankan dan sistem pembayaran untuk
menanggulangi dampak dari penarikan dana perbankan secara besar-besaran dan sistemik (bank
runs), dalam kaitan fungsi BI sebagai lender of the last vesort. Fasilitas ini berupa pemberian
izin penarikan dana dari giro cadangan wajib atau Giro Wajib Minimum (GWM), saldo negatif
atau saldo debet atau overdraft rekening bank di BI. 5) Fasilitas untuk mepertahankan
kepercayaan masyarakat pada perbankan dalam bentuk dana talangan untuk mebayar kembali
dana nasabah bank-bank yang dicabut izin usahanya atau Bank-bank Dalam Likuidasi (BDL),
untuk pelaksanaan sistem penjaminan menyeluruh (blanket guarantee), dan pembayaran
kewajiban luar negeri bank perbankan nasional (frade finance dan interbank debt exchange
offer). Lihat - HLB. Hadori dan Rekan bekerjasama dengan Law Office Soehandjono &
‘Associate International Development Management Advisory Group-Canada PT Grant



melanda sektor kenangan, BLBI timbul karena adanya ketidak seimbangan likl:iditas
(mismatch) dalam likuiditas, karena adanya saldo negatif terhadap BI, sedangkan
pemberian Kredit Likuiditas IBI berdésarkan '.pertimbanga.ri peﬂunya ‘mendorong
kegiatan atau sektor tertentu dalam Perekonomian dalaﬁ kredit program.

Penyaluran BLBI pa&a hakikatnya adalah pelaksanaan fungsi pokok BI seperti
halnya fungsi pokok Bank Sentral di negara-negara lain di dunia sebagai lender of
last resort dalam meﬂy_ediakan bantuén likuiditas perbankan, baik dalam keadaan
normal atau dalam keadaan kﬁsis bagi bank-bank yang mengalami kesulitan
likuiditas. Hal ini diatur pula pada Pasal 7 dan Pasal 32 ayat (3) UU No. 13 Tahun

1968 Tentang Bank Sentral.’

Thorton Indonesia, BI Dan BLBI Suatu Tinjauan Dan Penilaian, Aspek Ekonomi
Keuangan dan Hukum, (Jakarta: penerbit Bank Indonesia, 2002), him 81-83.

* Saldo debet yang dialami sejumlah bank kemudian dikonversikan menjadi fasilitas diskonto
agar persyaratan dan pengikatan jaminannya lebih jelas. Pada akhir 1997, Gubernur BI mengirim surat
kepada Presiden untuk mengatasi masalah saldo debet yang makin banyak dialami bank untuk
dikonversikan ke dalam instrumen yang jangkanya lebih lama dengan persyaratan yang lebih tegas,
yaitu SBPU Khusus. Hal ini diajukan sebagai usul kepada Presiden karena disadari bahwa krisis yang
berjalan tampak tidak dapat berlalu dalam waktu singkat. Usulan tersebut disetujui Presiden yang
dituangkan dalam surat Mensesneg kepada Gubernur BI No. R 183/M. Sesneg/12/ 1997, tanggal 27
Desenber 1997. Pada April 1998, diambil tindakan oleh BPPN untuk membekukan 7 bank menjadi
Bank Beku Operasi (BBO), dan mengambil alih 7 bank menjadi Bank Take Over (BTO). Pada Agustus
1998, dilakukan pembekuan operasi terhadap 3 bank dan tetap memberlakukan BTO terhadap 4 bank
dengan rencana untuk merger. Ternyata reaksi pasar terhadap langkah-langkah ini tidak seburuk waktu
dilakukan penutupan terhadap 16 bank. Mungkin pasar telah terbiasa dengan kebijakan pencabutan
izin usaha bank. Pelaksanaan pembekuan operasi bank juga tampak dapat diterima pasar dan tidak
menimbulkan kegoncangan. Masalah ini, setelah semuanya terjadi, memang mengganggu untuk
kembali dipikirkan. Penutupan bank yang tidak solven memang harus dilakukan. Akan tetapi, kapan
sebaiknya dilakukan dan bagaimana cara penutupan dilakukan tanpa menggoyahkan sistem perbankan,
memerlukan persiapan yang benar-benar matang dan hati-hati. Secara teoretis, penutupan bank sangat
tidak tepat untuk dilakukan pada waktu kepercayaan pasar sedang goyah. Akan tetapi, pada waktu
tidak ada masalah, menutup bank juga tidak mudah. Dalam memper-siapkan tindakan menutup bank,
perlu diperhitungkan pula mengenai dampaknya terhadap sistem pembayaran — menyangkut
pembekuan operasi atau tidak ikut kliring terlebih dahulu sebelum pencabutan izin usaha, atau
langsung menutupnya; menyangkut bank sebagai lembaga keuvangan yang vital dalam
penyelenggaraan sistem pembayaran nasional atau lembaga keuangan non bank. Demikian pula,
pertanyaan mengenai ada tidaknya jaminan terhadap pemilik dana bank dan pinjaman bank, ada



BLBI tersebut pada awalnya ailalah tagihan - Bank indonesia kepada
bank-bank yang terjadi, dalarﬁ kapasitas Bank Indonesia yang merupakan bagian dari
pemerintah berfungsi sebagai Lender of the .last- resort sesuai Pasal 32 ayat (3)
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral menyediakan dana
kepada bank-bank untuk menutup kesulitan likuiditaé yang dihadapi, dan sebagai
pelaksana program penjaminan Pemerintah tefhadap pembayaran kewajiban
bank-bank umum berdasarkan Keppres No 26 | Tahun 1998 dan pembayarén
kewajiban kepada luar negeri berupa intefbank debt  arreas dan trade
finance berdasarkan Keppres No 120 Tahun 1999.*

Pemberian bantuan likuiditas kepada perbankan memang merupakan
kewenangan, bahkan m¢rupakan salah satu pél‘aksanaan tugas bank sentral yang

memberikan bantuan kepada pe.rbankanrpada waktu menghadapi masalah kekurangan

 likuiditas ,terjadi sebagai imbas dari krisis moneter yang melanda dunia kurun waktu

tahun 1997/1998. Timbulnya perasaan tidak adil, bahwa BLBI hanya dinikmati

pemilik bank dan konglomerat, oleh sebab itulah menimbulkan pertanyaan mengapa

| sekarang pembiayaannya dan kerugian harus dipikul oleh masyarakat melalui

tidaknya skim asuransi deposito, apakah diperlukan skim penjaminan menyeluruh (blangket
guarantee). Lihat J. Soedrajad Djiwandono, Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis, (Jakarta:
LP3ES, 2001), hlm 237,

* Oey Hoey Tiong, Apakah Tepat MSAA Dibatalkan, Makalah disampaikan pada lokakarya
Tinjauan Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Undang-Undang Bank Indonesia,
Bogor, 27-28 Februari 2002.



APBN.hingga-tahun 2021 Dari persoalan itu memuhculkan'persoalan baru dibidang

likuiditas .
1. Bank Indonesia yang mefnberi béﬁtﬁan likuiditas
2. Pemeﬁnfah yang seolah-olah melakukan bail-out. v ‘

Lembaga-lefnbaga ‘im' dalam sisfem kenegaraan, mempunyai fungsi dan
tanggung jawab masing-masing, meskipun yang ‘satu terkait dengan yang lain. Jadi,
bukan yang satu bikin salah dan yang lain yang harus menebué kesalahan tersebut.®

Bantuan likuiditas dilaksanakan bukan hanya untuk membantu pemilik bank

atau menyelamatkan sistem pembayaran dan sistem perbankan yang mendekati

3 Pada awalnya, BI menangani bank-bank yang bermasalah dengan mengacu pada UU No. 7
Tahun 1992 pasal 37 ayat 2 bank mengalami masalah yang membahayakan kelangsungan usahanya,
maka BI dapat melakukan berbagai langkah, yakni dari menambah modal sampai sampai mendorong
adanya akuisisi oleh bank lain atau melakukan tindakan lain sesuai ketentuan perundangan yang
berlaku. Sedangkan kalau bank tersebut membahayakan sistem perbankan dan tindakan yang
dilakukan belum mencukupi, maka BI dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar dilakukan
pencabutan izin usahanya. Pada April 1997, hal yang sama diajukan lagi kepada Presiden dengan
pertimbangan telah diterbitkan peraturan yang lebih memadai untuk pelaksanaan likuidasi bank. Pada
akhir Desember 1996, telah dikeluarkan PP No. 68 Tahun 1996 Tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank sebagai landasan pencabutan izin usaha bank.
Sejumlah bank mengalami masalah yang kondisinya sulit untuk disehatkan kembali. Beberapa di
antaranya sebelumnya pernah akan dibeli oleh berbagai pihak, tetapi pada akhirnya sulit untuk
dilakukan. Karena itu, jalan yang paling baik ditempuh adalah melikuidasi bank-bank tersebut.
Terhadap usulan ini, Presiden memberikan persetujuan, namun pelaksanaannya agar menunggu setelah
Pemilu Mei 1997. Malangnya, krisis keuangan mulai menyerang Indonesia pada Juli 1997, sebelum
likuidasi sejumlah bank benar-benar dilaksanakan. Perlu dikemukakan di sini, bahwa ketujuh bank
tersebut akhirnya merupakan bagian dari keenam belas bank yang dilikuidasi pada Nopember 1997.

5 B, Mengurai Benang Kusut BLBI, Edisi 2002, him 82. Pada awalnya, BI menangani
bank-bank yang bermasalah dengan mengacu pada pasal 37 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan secara kasus per kasus. Menurut ketentuan tersebut, kalau BI menilai suatu bank-bank yang
mempunyai CAR minus 25% atau lebih rendah, kalu tidak dapat meningkatkan CAR-nya akan
dilikuidasi; bank-bank kelompok B akan direkapitalisasi dengan modal sendiri minimal 20% dan bank
pemerintah maksimal 80% agar CAR-nya menjadi 4%. Pada Maret 1999; dilakukan langkah yang
menyangkut: Membekukan 38 bank dari kelompok C; dan merekapitalisasi 7 bank.

6 Jbid, him 86, Dalam April 1998 sebagai langkah restrukturisasi perbankan dilakukan
pengelompokan bank-bank menjadi tiga kelompok: A, bank-bank yang mempunyai CAR 4% dan
lebih; B, bank-bank yang mempunyai CAR di bawah 4% sampai dengan minus 25%; dan C,
bank-bank yang mempunyai CAR lebih rendah dari minus 25%.



kebangkrutan, tetapi yang diselamatkan adalah. sister_h,-- suatu kepentingan yang

bersifat nasional dan bukan para pemilik bank atau nasabah. Jadi, para pemilik
depoéito, bahkan pemilik bank dan perusahaan ﬁasébah bank yang menerima manfaat
dari fasilitas ini, termasuk juga pembayar pajak.’

Mengapa Pemerintah seolah-olah melakukan bail-out, padahal realitasnya
hanya sebagai pembel@ atas tagihan utang BLBI. Tagihan utang BLBI oleh
Bank Indoﬁesia dijual kepada Pemerintah, pada tanggal 22 September 1999 dengan
akta pengalihan (cessie), nilai tagihan macet yang dialihkan tersebut sebesar Rp.
144.536.094.294.530,00. Pembelian Cessie oleh pemerinta}; dilakukan dengan surat

utang jangka panjang (obligasi ) senilai Rp 641 triliun, dengan tingkat suku bunga 12

8

-14 persen
Peristiwa hukum pengalihan tagihan piutang (cessie) dari Bank Indonesia

kepada Pemerintah, penyelésaianya diserahkan kepada BPPN , upaya penyelesaian

piufang negara oleh BPPN selanjunya dilakukan dengan tindakan hukum yang sama

yaitu menjual tagihan-tagihan piutang milik Bank BTO dan BBO kepada pihak

7 Menurut Soedradjat Djiwandono kalau ada pembiayaan atau kerugian yang timbul, mereka
ini merupakan bagian dari penyebab terjadinya kerugian, tetapi juga bagian dari yang memikul beban
kerugian J. Soedrajat Djiwandono, Mengelola.op.cit, him 34.

¥ Obligasi itu dikeluarkan oleh pemerintah kepada Bank Indonesia selain pembelian hak tagih
utang BLBI , juga guna rekapitalisasi perbankan dan mengambil alih non perfoming loan (NPL) ke 16
bank yang ditutup sebesar Rp 422,6 triliun, yaitu Bank Andromeda,Bank Anrico,Bank Astria, Bank
Citra, Bank Dwipa, Bank Guna International, Bank Harapan Sentosa, Bank Industri,Bank Jakarta,Bank
Kosa,Bank Majapahit, Bank Mataram,Bank Pasific, Bank Pinaesaan,Bank Sejahtera, Bank South East
Asia, Ini Penutupan pertama dari Jumlah 243 bank yang ada pada saat itu — Program Penjaminan
sebesar Rp 53, 8 triliun, Penjamin Bank Exim sebesar Rp 20 triliun ,- Lihat Hendy Herijanto,
Selamatkan Perbankan Demi Perekonomian Indonsia (Expose Jakrta 2013 ) halm 4.



ketiga . Mekanisme jual beli cessie yang dilakﬁkan oléh BPPN dengan pihak ketiga

baik perorangan maupun badan hukum sebaglan besar adalah menyimpang d@

( ketentuan norma hukum cessie ‘lf

DlSlSl lain terhadap ongkos atau biaya penyelesaian utang BLBI yang

dilaksanakan oleh BPPN jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan hasil yang

ditagihnya. Dengan hanya memperoleh tmgkat pemulihan atau penarikan kembali

uang negara sebesdr 26,8 % berarti terdapat se]umlah besar uang negara yang tidak

“dapat ditagih,dan jumlah ini merupakan bagian yang kosong dari obligasi yang

notabene tidak akan pernah terbayarkan kembzﬁimun , pemerintah tetap harus

membayar keseluruhan jumlah yang tersisakan itu dalam bentuk bunga pada setiap

tahun seterusnya dimasa depan melewati beberapa kali pergantian presiden. '

Pada kenyataannya BLBI dilahirkan oleh beberapa produk hukum didasarkan

atas ketentuan perundangan yang meliputi ;
1. Undang-Undang Nomor 13. Tahun 1968 tentang Bank Sentral, pada pasal 29
ayat (1) dan bpasal 32 ayat (3), serta Penjelasan.Ur-numnya. Ketentuan-ketentuan

tersebut mehgatakan bahwa “BI dapat memberikan kredit likuiditas kepada

° Komentar Nidyo Pramono (ujian Tertutup) Upaya-upaya penarikan dana yang dilakukan
oleh BPPN dengan sistem jual beli piutang (cessie) adalah batal demi hukum, karena akta cessie
yang dibuat oleh BPPN sebagian besar tidak mengindahkan norma pengalihan piutang sebagaimana
diatur didalam pasal 613 KUH Perdat ( kewajiban pemberitahuan pada debitur ).

'% Sebelum dibubarkan pada Tahun 2002 , Pemerintah (BPPN) hanya berhasil memperoleh
tingkat pemulihan (recovery) sebesar 26,8 persen atau berjumlah Rp 172 ,47 triliun. Bunga yang
dibayarkan keseluruhanya pertahun total Rp 100 triliun, untuk tahun APBN th 2009 saja adalah
sebesar Rp 170 triliun. ( Hendy Herijanto.op .cit halm 34 )



bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaaﬁ darurat” dan

=

bahwa....sebagai lender of last resort Baﬁk Sentral dapat memberikan kredit
likﬁiditas ke?ada ba‘nk—b.ank. untuk menéatasi | kesulitan—kesulitan likuiditas
kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan-kesulitan likuiditas yang dihadapi
dalam keadaan darurat. |

. Pasal 37 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 yang mengatakan bahwa
“Dalam hél suatu bank mengalam_i kesulitan yang membahayakan.
kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat men.gambil tindakan lain
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasannya
dikatakan bahwa BI dapat melakukan langkah untuk menyelamatkan bank yang
mengalami masalah yang membahayakan kelangsungan‘usahanya, sebelum
dilakukan pencabutan izin | usahanya dan/atau tindgkan likuidasi. Langkah
penyelamatan tersebut dilakukan terhadap baﬁk sebagai lembaga kepercayaan
masyarakat.

. Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1998 yang mengatakan
“Bank Indonesia dapat memberikan jaminan atas pinjaman luar negeri dan/atau
atas pembiayaan perdagangan iﬁtemasionai yang dilakukan oleh bank”.

. Pasal 1 Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 yang mengatakan “Pemerintah
memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran bank umum kepada pemilik

simpanan dan krediturnya akan dipenuhi”.



5. PasEl 2 ayat (1) Keputusaﬁ Presiden No. 1998 yang mengatakan “Pemerintah
memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan
Rakyat”. |

6. Petunjuk-petunjuk dan Keputusan Presiden pada Sidang Kabinet Terbatas
Bidang Ekkuwasbang dan Prodis pada tanggal 3 September 1997. Keputusan
tersebut antara lain menyebutkan, “Krisis di beberapa negara menunjukkan
bahwa sektér keuangan, khususnya perbankan — mgrupakan unsur yang sangat
penting dan dapat menjadi. pemicu serta mempefburuk keadaan. Untuk itu
kepada Saudara Menteri Keuangan dan Saudara Gubernur Bank Indonesia,
sebaiknya mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Bank-bank nasional yang sehat, tetapi mengalami kesulitan ikuiditas untuk
sementara supaya dibantu;

b. Bank-bank yang nyata-nyata tidak sehaf supaya diupayakan penggabungan
atau akuisisi dengan bank-bank. lainnya yang sehat. Jika upaya ini tidak
berhasil, supaya dilikuidasi sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku dengan mengamankan semaksimal rﬁuﬁgkin para deposan, terutama
para deposan k¢ci1”.

Berdasarkan ketentuan undang-undang di atas, BLBI adalah wujud dari
sebuah perikatan yang bersumber dari undang-undang karena memiliki tiga hal aspek
hukum perikatan :

1. Merupakan lex spesialis dengan tatanan dan penyelesaian yang memiliki

karakter hukum administrasi, untuk terjadinya perikatan di atas, undang-undang
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tidak mewajibkan dipenuhinya syarat-syarat seb}agai'mana ditentukan untuk
terjadinya petjanjian (pasal 1320 BW), oleh karena perikatan ini bersumber dari
undang-.undang, sehingga sifat hukumnya sangéf feprésif tériepas dari kemauan
para pihak karena telah diatur dan ditentukaﬁ oleh otoritas negara. Apabila ada
suatu perbuatan hukum yang memenuhiv beberapa unsur tefsebut,
undang-undang lalu menerapkan perbuatan itu adalah suatu perikatan. Perikatan
ini adaiah konsep pémbayaran tanpa utang sebagaimana di_atur pada pasal 1359
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW) menyatakan, bahwa
seorang yang membayar tanpa adanya utang, berhak menuntut kembali apa
yang telah dibayarkan. Dan yang menerima tanpa hak berkewajiban untuk
mengembalikan.'! Oleh kareﬁa itu, BLBI sebagai bentuk périkatan bersumber
dari undang-undang, sehingga BLBI wajib dikembélikan lagi oleh penerima
BLBI dengan jumlah ,éuku bunga, jangka waktu dan j éminan seperti tercantum
‘dalam Surat Direksi No 30/50/DIR/UK yang merupakan perwujudan
pelaksanaan pasal 32 ayat (3) UU no 13 Tahun 1968 .

2. BLBI pada hakikatnya adalah pinjaman/kredit, maka wajib dikembalikan oleh
penerima BLBI. Namun secara faktual tidak terdapat perjanjian/akad kredit
antara BI dengan bank penerima. Pengertian kredit ini berbeda dengan
pengertian kredit pada umumnya. Pengertian kredit pada perbankan adalah

seperti apa yang dimaksud dengan pasal 1 angka 12 UU No 7 Tahun 1992

" Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010),
hlm 280.
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tentang Perbankan, yang berbunyi: “Kredz"t adalah  penyediaan uang atciu
. taguhan yang dapdt dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakdtan | pinjdm meminjam antara ZJank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi Iutangﬁya setelah jagka waktu
tertentu dengan jumlah bunga,imbala.n atau pembagian hasil keuntungan.'
Kredit pada ketentuan ini adalah perikatan yang bersumber dari perjanjian,
berbeda jauh dengan pengertian Kredit dalam BLBI, timbulnya hubungan
hukum antara penerima BLBI dengan pemerintah bersﬁmber dari peraturan

. perundang-undangan.
—_— - 3. BLBI sebagai bail-out secara umum fasilitas dana talangan yang merupakan
bégiaﬁ_,dari BLBI adalah perwujudan atau pelaksanaan Keppres No. 24 Tahun
1998 tanggai 23 Janﬁari 1998 tentang Penjaminan dan Pinjaman Luar negeri
dan L/C dan Keﬁpres No 26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 Tentang
Penjaminan atas Dana Deposan dan Kredit 16 BDL. Keppres No. 24 dan No 26
telah ditkuti ‘pula oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KMK.017/20
tanggal 28 Januari 1998 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan

Pemerintah terhadap kewajiban Pembayaran Bank Umum. Sebagai realisasi

dari Keppres No. 26 /1998 Menteri Keuangan telah menulis surat kepada BI

12 Pada hakikatnya BLBI adalah pinjaman atau kredit, sehingga wajib dikembalikan lagi oleh
penerima BLBI. Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia-Hasil riset Bank Indonesia (Satgas
BLBI) dengan HLB Hadori &Rekan bekerja sama dengan Law Office Soehandjono & associate
Indonesia-Internatinal Development Management Advisory Group-Canada, BI dan BLBI Suatu
tinjauan Dan Penilaian Aspek Ekonomi, Keuangan dan Hukum (Jakarta: Penerbit Bank Indonesia,
2002), hlm 69.
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pada tanggal 8 Februaari 1998 tentang gembayaran kepada Depbsan 16 BDL.
Sebagai tindak ‘lanjut Keppres No. 24 Tahun 1998 tanggal 23 Januari 1998 telah
terjadi proses dalam upaYa untuk mengembalikan kepercayéan kreditur dan
investor luar negeri terhadap sistem perbakan Indonesia dan pada tanggal telah
dicapai kesepakatan antara debitu daiam negeri Indones‘ia dan Pemerintah
Indonesia dengén kreditur dan investor luar negeri di Frankfurt Jerman yang
kemudian dikenal sebagai “Frankfurt Agreemeﬁt” yang intinya antara lain |
bahwa Perbankan Indoneésia harus melunasi tunggakan trade finance pada
tanggal 30 Juni 1998, Untuk melaksanakan kesepakatan itu Direksi telah
mengeluarkan SK Direksi BI No. 31/53A/KEP/DIR tanggai 19 Juni 1998
tentang Dana Talangan untuk Tunggakan Iﬁtérbank Debt and Trade Finance
untuk memperkuat posisi Indonesia dalam pérdagangan internasional yang
sesuai dengan kemampuanya, maka Kepp_reé No. 24 Tahun 1998 diganti
dengan Keppres No. 120 Tahun 1998 tanggal 12 Agustus 1998 Téntang
pemberian jafninan oleh BI atas Pinjaman Luar Negara dan Pembayaran
Perdagangan oleh bank. Sebagai pelaksanaan Keppres No. 120 Tahun 1998,
Direksi BI telah menerbitkan SK Direksi VBI No. 31/89/KEPDIR tanggal 27
September 1998 tentang Jaminan Pembiayaan perdagangan Internasional dan
SK Direksi BI No 31//90/KEP/ DIR tanggal 7 September 1998 tentang Jaminan
Pinjaman Luar Negeri antar bank sebagai penegasan penyelesaian tunggaka
interbank debt dan trade finance. Direksi BI telah menerbitkan SK Direksi Bl

No. 31/174/KEP/DIR tanggal 22 Desember 1998 sebagai pengganti SK Direksi
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-BI I\io., 31/89/ KEP/DIR tahggal 7. September 1998 yang diikuti oleh surat -
Gubernur BI No. 31/31/GB/BSK tanggal 23 Desember 1998.13
| Berdasarkan rangkaian ketentuan dan ketetapan peraturan perundang-
undangan tersebut dalam penyaluran fasilitas dana talangan inj, maka perikatan yang
terjadi antara pihak. BI dengan pihak bank penerima adalah sah karena
undang-undang tid';_lk mewajibkan dipenuhinya ketentuan pasal 1320 BW. Dan dalam
pengertian Hukum Tata Usaha Negara adalah merupakan bagian} dari administrasi
negara juga dapat disejajarkan dengan dehgan pengertian Surat Keputusan menurut
pasal 1 angka (3) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang
menyatakan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
* dikeluarkan oleh Badan atau pejabdt Tata Usaha Negara yang berdasarkan
peraturan ;;e;;undang—undangan yang berlaku, yang bersiféi konkrit, individual dan
final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata’”.
BLBI juga disebut sebagai piutang.negara berdasarkan kesepakatan bersama .
antara Pemerintah dan BI yang ditandatangani pada 6 Februari 1999, dimana
Pemerintah bersepakat untuk menerbitkan surat utang kepada BI, dan BI
ményerahkan sepenuhnya penagihan piutang BLBI (cessie) kepada Pemerintah, saldo
akumulatif BLBI sampai dengan 29 Januari 1999 sebesar Rp. 144.536.086.

000.000,00.

B3 Ibid, hlm 86.
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| Piutang BLBI akhirnya-diainbil alih sepenuhnya ol_ehiPemerintah dari Bank
Indonesia menjadi piutang negara perbankan. Dengan demikian piutang negara
perbankan BLBI sudah seharusnya menjadi terikat .dengan' prinsip-prinsip hukum
piutang negara s'ebagaimana' diatur pada ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor

49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). !4 Karakter norma

W
hukum ini merupakan suatu norma khusus yang menunjukan kedudukan kreditur
lebih tinggi dibandingkan dengan debitur (asas sub-ordinat). Asas sub-ordinat adalah -

sebagai prinsip hukum penyelesaian piutang negara melalui suatu badan khusus yang

diberikan kewenangan untuk menagih sesuai prinsip-prinsip hukum penyelesaian

piutang negara diselesaikan dengan pola represif melalui jalur dan mekanismg PUPN.

BLBI yang disalurkan oleh Bank Indonesia kepada perbankan nasional yang

—
sudah menjadi piutang negara, > tidak diselesaikan melalui PUPN.} Akan tetapi,

selanjutnya hak tagih tersebut(diserahkan pemerintah kepada BPPN yang dibentuk

berdasarkan KEPPRES Nomor 27 Tahun 1998, Sejak diserahkan hak tagih Bl kepada

pemerintah, berakhirlah wewenang BI untuk menarik kembali BLBI dari bank

.. e———

1 Bandingkan dengan makna piutang negara pada Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960
Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dijelaskan di dalam pasal 8, yang mengatakan bahwa
yang dimaksud piutang negara oleh peraturan ini ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara
atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan
suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

15 Berdasarkan ketentuan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 49/PRp /1960 tentang PUPN -
BI sebenamnya tidak petlu dengan penyerahan hak tagihnya kepada pemerintah dengan mekanisme
Cessie (penyerahan piutang) cukup piutang tersebut diserahkan langsung pada PUPN. Karena Piutang
BLBI masuk dalam katagori piutang negara perbankan.



penerima, diselesaikan mél_a]ui jalur dan mekanisme non-litigasilé dan penyelesaian
tidak menggunakan hukum répresif.

Piutang negara BLBI vadalah kasﬁs gagal bayar yang jumlahnya luar biasa
besar (extraordinary defaulf), tetapi penyelesaiannya oleh BPPN dilaksanakan

_ dengwsampmgkan tindakan represif dan tidak menerapkan prinsip-prinsip

hukum penyelesaian piutang negara terhadap debitur penerima BLBI, sehingga dalam

perjalanannya kasus ini juga menelan biaya penyelesaiannya luar biasa besar.

Menurut pendapat Abhee Antara, biaya penyelesaian BLBI adalah sebegar Rp. 1.000

Triliun.’

BPPN merubah status hukum BLBI yang semula perikatan yang bersumber

ey

dari undang-undang menjadi perikatan bersumber dari peérjanjian. Perikatan yang

-bersumber dari perjanjian memiliki sifat responsif karena adanya asas kebebasan
berkontrak. Kebebasan berkontrak (freedom of making contract) ialah asas yang
sangat penting didalam hukum perjanjian. Asas yang terpenting lainnya adalah asas

keseimbangan  yang bertumpu pada “itikad baik®'* yang berarti memberi

' Pengertian paradigma Litigasi menurut pendapat Adi Sulistiyono-menggunakan

pendekatan konsensus untuk menyelesaikan sengketa dan hasil keputusanya mendasarkan pada konsep
win-win solution , pendapat Laura Nader mengatakan bahwa penyelesaian ini berlandaskan pada
orientasi membagun hubungan yang berkesinambungan menyebutnya gives little, gets a little (dipetik
dari Karya Tulis Adi Sulistyono, Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia, (Solo:
penerbit UNS Press, 2007), him 144) Bandingkan dengan pendapat Philippe Nonet-Philipe Selznick,
" penyelesaian non litigasi adalah bagian dari tipologi penegakan hukum responsif ialah dengan
penyelesaian di Inar pengadilan, yaitu dinegosiasikan dengan cara-cara menyusun kembali perjanjian,

7 Abhe Antara, Skandal BLBI menjerumuskan Indonesia Hingga Rp. 1000 triliun, Teori
Konspirasi, Peristiwa Kasus, Isu Politik Indonesia & Dunia. (Jakarta: Mediakita, 2013), hlm 72.

¥ Menurut PL Wery makna pelaksanaan dengan itikad baik/uitvoering te goedr trouw dalam
pasal 1374 ayat 3 di atas itikad baik mengacu kepada jika ada suatu hubungan hukum perjanjian, itikad
baik bermakna bahwa kedua belah pihak tidak hanya melihat kepentingannya sendiri saja, tapi juga
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*. perlindungan _pada debitur dan kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi

———

seimbang.
Akhirnya . BLBI tidak lagi sebuah perikatan yang bersumber déri

undang-undang, oleh BPPN dibuat perjanjian secara tertulis antara pemerintah

(BPPN) sebagai kreditur dengan Bank penerima BLBI. yang disebut sebagai

penyelesaian kewajiban pengendali sahanf (PKPS) melalui mekanisme pengampunan
‘ PR st e s

Release and Discharge jalam bentuk Perjanjian MSAA, MRNIA, dan APU, teks

perjanjiannya menggunakan bahasa Inggris, dan model perjanjian semacam ini lazim
digunakan dalam sistem common law. Dengan pola penyelesaian demikian, maka
kedudukan hukum kreditur menjadi setara dengan debitur dan negara harus tunduk
pada prinsip-prinsip hukum perjanjian common law'”.

Pola penyelesaian tersebut adallah‘ bukan sébagai tonggak kebebasan
berkontrak yang bertanggung jawab, tetapi sebagai titik awal bencana keuangan

e

negara terbesar di abad ke 20 negeri ini yang ditengarai sebagai mega skandal (méral
e sy

kepentingan pihak lainya juga. Lihat Ridwan Khaerandi, ltikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak,
(Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2003), hlm 154-157.

% BPPN menyusun Terms of Reference dibantu oleh beberapa konsultan dalam negeri
maupun Juar negeri, yaitu:

1. International Legal Advisor: Orix, Allen & Gledhill, Brown & Wood, Coudert Brothers,
Morgan, Lewis & Bokius, White&Case.

2. Local Legal Advisor: Lubis Ganie Surowidjojo, Makarim & Taira, Soemadipradja & Taher,
Wiriadinata & Widyawan.

3. International Accountants: Arthur Andersen, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young,
KPMG Peat Marwick, Pricewaterhouse Coopers.

Di samping konsultan-konsultan itu, BPPN juga menunjuk suatu tim profesional yang terdiri
dari JP. Morgan, Lehman Brothers, Danareksa, dan Bahana Securities yang bertugas untuk
melakukan berbagai negosiasi. Termasuk, melakukan appraisal atas aset PPS bank yang akan
diserahkan kepada BPPN sebagai pembayaran kewajibannya kepada pemerintah. Hasil akhir dari
negosiasi tersebut selain sebagai pemenuhan komitmen pemerintah kepada IMF dalam LOI juga
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hazard) yang begitu menyatu dengan kasusnya.”® Fakta membuktikan bahwa dalam
perkembangannya penyelesalan kasus gagal bayar yang luar biasa (extraordinary
default), sebagalmana dlkatakan oleh Faisal Basrz menelan biaya penyelesaian

v

Kronologi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bermasalah dan

sebesar Rp. 1.000 triliun.*!

~ berpotensi merugikan negara, muncul di masyarakat semenjak Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) mer;gumumkan.hasil audit investigési dari aspek ekonomi, dengan
disertai pernyataan tentang adanya penyimpangan penggunaan. Bila saja tinjauan
'BPK berdasarkan aspek hukum perikatan bersumber dari undang-undang, yaitu pasal
1359 BW. Istilah “penyimpangan”, menurut pendapat Djony Edward ada indikasi
Extraordinary C"ri;vne,z-2 tapi perumusan demikian adalah tidak tepat karena unsur
“motif” BLBI bukan kepentingan Bank - Indonesi_a, tapi kepentingan nasional.
Pengembalian uang yang terlambat dan penggunaan BLBI tidak tepat sasaran oleh
penggunanya (bank-bank penerima BLBI) adalah faktor error ommison dan error

commision = bukan kemungkinan adanya unsur pidana. Hal itu dikarenakan

berupa pembayaran kembali kewajiban bank-bank kepada pemerintah yang pada gilirannya akan
membantu proses pemulihan perekonomian secara nasional.

2 Munir Fuady , Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih, (Bandung: Citra Aditya
Bhakti, 2004), hlm 76.

2 Faisal Basri, Lanskap Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 210.

22 Perbuatan terhadap BLBI ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan extraordinary crime).
Lihat Djony Edward, BLBI Extraordinary Crime, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm 29.

2 Error Ommission (EO) adalah timbulnya kredit macet karena memanfaatkan lemahnya
peraturan atau ketentuan yang memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas. Error Ommission
jelas motifnya sejak awal tidak baik, dengan kata lain sejak awal niatnya melanggar. Model ini lebih
mudah dideteksi karena alat pembuktiannya mudah. Error Commission (EC) yang memang tidak
adaaturan dan ketentvannya yang dilanggar, tetapi ada motif untuk memanfaatkan beluma danya
ketentuan aturan-aturan, sehingga dengan mudah para pejabat bank mengeluarkan kebijakan yang
didasari oleh unsur-unsur tertentu. Modus EO sering terjadi pada saat mengambil keuntungan dari
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-bagaimanapun terjadinya -penyimpangan adalah sasafan .penggunaannya yang
disebabkan bukan oleh karena penyalurannya, tetépi akibat pénggﬁnaan dari para
penerimé.ﬁya yang kemudian tidak biéa mengembalikan uang. BLBI kepada Bank
Indonesia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Terdapat
perbedaan makna antara paham extraordinary default dengan extraordinary crime.**
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada banyak bank menjadi masalah
yang banyak diperhatikan dan dibahas di masyarakat setelah munculnya disclaimer
dari BPK yang dipahami sebagai extraordinary crime bukan sebagai extraordinary
default. Pertama BPK menganggap bahwa telah terjadi penyimpangan yang

kemungkinan adanya unsur pidana (extraordinary crime), dan yang kedua karena

kasus gagal bayar BLBI ini merupakan piutang tak tertagih menyangkut dana dalam

jumlah sangat besar dengan kemungkinan kefugian negara sangat besar

(extraordinary default) dan ketiga pembebanannya dirasakan tidak adil karena

penerimaan kredit.Permainan ini sebenarnya sebagai modus klasik, misalnya dalam pemberian
liguidity support dalam kasus BLBI, telah dengan sengaja diselewengkan oleh begitu banyak bank,
sehingga bukannya kebutuhan dari nasabah yang mendapatkan prioritas.Akan tetapi, justru kebutuhan
dari bank itu sendiri beserta kebutuhan dari pihak yang terafiliasi dengan bank sedangkan modus EC
ini digunakan sangat rapih dan melibatkan pejabat bank.Misalnya, kasus Bank Mandiri yang menyeret
direktur utamanya Neloe, fasilitas kredit yang diberikan pada PT. Citra Graha Nusantara (PT. CGN)
sebesarRp 160 milyar dinyatakan macet. Berdasarkan pengalaman kasus-kasus perbankan nasional
yang berkaitan dengan kredit macet persoalannyatidak akan lepas dari EO dan EC. Lihat Krisna
Wijaya, Analisis Kebijakan Perbankan Nasional, (Jakarta: Elex Media Komputindo, Kompas
Gramedia, 2010), hlm 206.

2 Menurut pendapat Johanes Ibrahim, dalam buku — Cross Default & Cross Colleteral, .
perbuatan yang bermuara kepada “Defauilf” lalai memenuhi kewajibannya, karena jumlahnya sangat
besar maka dikatakan sebagai perbuatan “lalai” yang banyak melibatkan banyak pihak dan jumlahnya
luar biasa (extraordinary defaulf). Sedangkan menurut pendapat Djony Edward —proses melawan
hukum itu tidak tangung-tangung melibatkan 100-an pejabat BI, 203 pemilik dan pengurus 48 bank
dan puluhan pejabat di BPPN. Jadi, ini selain melibatkan banyak orang ,banyak modus, juga
melibatkan likuiditas yang sangat besar, yakni Rp. 144,54 triliun. Maka menurut pendapatnya adalah
dapat digolongkan sebagai Extraordinary Crime, sehingga bukunya diberi judul BLBI Extraordinary
Crime. :
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dibebankan pada anggaran ﬁegara; Dan yang keempat édalah penyelesaiannya hingga B
saat ini sangat lamban dan tidak efektif.

Penyelesaiaﬁ késus .gagall'bvayar BLBI sebagai piut.arvig negafa perbankan tak
tertagih tidak dilakukan melalui PUPN, melainkan pemerintah membentuk badan
khusus béru, yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasidnal (BPPN) sebagai badan
yang diserahi untuk mengelola pengembalian vang negara dari tangan para bankir,
pemegang saham, maupun débitur masing-masing bank..yang mendapatkan dana
BLBI. Sekurangnya terdapat tiga pola perjanjian yang dibuat BPPN untuk membuat
penyelesaian kasus BLBI, pertama mengalihkan kewajiban bank menjadi kewajiban
pemegang saham pengendali (PSP). Pemerintah bersama pemegang saham bank beku
operasi (B_BO), dan bank beku kegiatan usaha (BBKU), menandatangani master
'I settlement and acquisition agreement (MSAA) dan master refinancing agreement
and not issuance agreemeﬁt (MRNTA). Tujuan dari dua perjanjian itu adalah untuk
mengembalikan BLBI, baik melalui penyelesaian aset maupun pembayaran tunai
melalui BPPN. Kedua pengkonversian BLBI pada bénk-bank take over (BTO)
menjadi penyerahan modal sementara. Ketiga, mengalihkan utang kepada bank
pemegang saham pengendali melalui penyelesaian kewajiban pemegang saham
pengendali (PKPS). Caranya dengan menandatangani akta pengakuan utang (APU).
Akan tetapi, dalam perjalanannya BPPN lebih memerankan sebagai agen dari pihék
penerima bantuan dari pada sebagai wakil pemerintah yang berhak menarik atas
bantuan likuiditas yang telah diberikannya. Di dalam perjanjian yang terdapat pada

MSAA, MRNIA dan APU, pada dasarnya posisi pemerintah dalam menghadapi para
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obligor memvangvlemah. Jadi, jika PKPS tidak dipetpanjang dan membawa kasus

utang piutang itu ke pengadilan, pemerintah tidak hanya bersiap-siap untuk kalah,
tapi harus bersiap-siap juga untuk rugi. Pefkéra yéng diajukan oleh BPPN ke
pengadilan sebanyak 2.400 kasus dan tidak ada jaminan bahwa pemerintah menang
perkara.®

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah skema bantuan (pinjaman)
yang diberikan Bank Iﬁdonesia kepada bank-bank yang meﬁgalami masalah likuiditas
pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan
berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada
bulan Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp. 147,7 triliun kepada
| 48 bank. Akan tetapi, Kejaksaan Agung saat dipimpinv‘MA‘ Rachman menerbitkan
SP3 terhadap 10 tersangka kasus BLBI pada 2004. Hasil audit BPK menyebutkan,
dari Rp. 147,7 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional,
Rp. 138,4 triliun dinyatakan merugikan negara.

Penggunaan daﬁa-dana tersebut kurang jelas. Jaksa Agung MA Rachman
menerbitkan SP3 atas dasar SKL (Surat Keterangan Lunas) yang dikeluarkan BPPN
berdasar Inpres No. 8/2002. SKL tersebut Berisi tentang pemberian jaminan kepastian
hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum
kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyélesaian
kewajiban pemegang saham. Berdasarkan Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap

sudah menyelesatkan utang walaupun hanya 30 persen dari jumlah kewajiban

2 Revrisond Baswir , Di bawah Ancaman IMF, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm 93.
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pemegang sahfl.m (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat
bukti hak kepada BPPN. Negara menanggung kewajiban tersebut. Atas dasar bukti
itu, méreka yang diperiksa dalam penyidikan akan mendapétkan surat perintah
penghentian perkara (SP3).26
Di sisi lain, dampak penye.lesairan kasus gagal bayar BLBI yang tidak kunjung
selesai adalah menimbulkan sengketa politik. Tarik-menarik antara pemerintah, Bank
Indonesia, dan Dewan.Perwakillan_ Rakyat, bagaikan suatu kumpulan aturan-aturan
yang dikombinasikan antara konsensus dan penggunaan paksaan. Bagi Bank
Indonesia dan Pemerintah untuk sementara waktu persoalan BLBI mungkin dapat
| dipandang selesai, tetapi bagi DPR persoalan kasus BLBI justru sedang memasuki
babak baru untuk membuka kembali kasus BLBI salah satunya yang tak terhindarkan
adalah terungkapnya putusan Mahkamah Agung yang mengkaitkan peran Wakil
Presiden Boediono, antara lain putusan MA bemomor 981 K/PiD/2004 tentang
permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,
terkait tersangka BLBI, Paul Soetopo itu memutuskan:
“Bahwa atas dasar keputusan rapat direksi Bank Indonesia tanggal 15 dan 20
Agustus 1997 yang tidak sah dalam hal ini bertentangan dengan SK direksi Bank
Indonesia Nomor: 26/162/Kep/Dir tanggal 22 Maret 1994 tersebut, terdakwa
(Paul Soetopo-red) bersama-sama dengan Boediono dan Drs. Hendrobudiyanto
telah menyalahgunakan kewenangan dengan mengizinkan dan/atau menyetujui

pemberian dispensasi kliring, dan atau fasilitas saldo debet terhadap bank-bank
yang telah overdraft.” % '

% Tim Redaksi Pustaka Timur, Kasus BLBI Tragedi Korupsi Terbesar di Indonesia,
(Yogyakarta: Penerbit Pustaka Timur, 2008), hlm 13.

%7 putusan MA ini mémbuktikan Boediono terlibat kasus BLBI. Petisi 28

menemukan indikasi keterlibatan Wakil Presiden Boediono dalam kasus skandal Bantuan Likuditas

Bank Indonesia (BLBI) berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA). Dalam surat putusan
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Tanggdf)ah kalangan DPR atas terungkavpvrvly-a.pllltusan MA tersebut adalah
‘me‘nyoroti tentang "Keputusan rapat Direksi tanggal 15 dan 20 Agustus 1997 itu
bertentangan dengan ketentuan sanksi berupa penghentian sementara kliring lokal
terhadap bank yang tidak dapat menyelesaikan saldo BI. Kéterlibatan Boediono dan
direksi BI lainnya seperti Hendro Budiyanto, Heru Soepraptomo, Mukhlis Rasyid,
Haryono dan Soedrajad Djiwandono dalam praktik .korupsi yang mengakibatkan
- kerugian negara sekira obligasi»rekapitulasi_ mencapai Rp. 650 triliun dan sebesar Rp.
144 triliun dalam bentuk obligési BLBI. Ini sudah sangat jelas dan mesti segera
diadili, baik secara sendiri dan bersama-sama. Pasalnya dalam putusan tervopis Paul
Soetopo Tjokronegorov korupsi itu dilakukan secara bersama-sama.?®
Selanjutnya padé ténggal 12 Januari 2013 muﬁcul usulan politik DPR untuk

mengajukan Hak Menyatakan Pendapat, jika KPK menetapkan status tersangka,

maka DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya melalui Hak Menyatakan

MA terkait putusan terhadap Direktur Bank Indonesia Paul Sutopo No. 979 K/PID/2004, putusan No.
977 K/PID/2004, dan putusan No. 981 K/PID/2004 itu mengungkap keterlibatan Boediono. Ahmad
Suryono mengatakan, pada 15 Agustus 1997, Boediono bersama-sama dengan anggota Direksi BI
membuat keputusan dalam rapat Direksi yang intinya menyebutkan mengizinkan memberi bantuan
likuiditas dengan memberikan fasilitas kelonggaran berupa fasilitas saldo debet kepada kantor pusat
atau cabang Bank yang mengalami kesulitan likuiditas hingga gejolak mereda. Artinya, nasabah
penyimpan dana bank dibolehkan untuk menarik dana secara tunai di Bank BI walau bersaldo negatif.
Kemudian pada 20 Agustus 1997, Boediono juga bersama anggota Direksi BI kembali membuat
keputusan untuk kembali melakukan bantuan likuiditas dengan alasan perbankan belum pulih. Bantuan
diberikan kepada Bank Danamon dan bank lainnya, yang disebut mengalami penarikan dana cukup
besar oleh pihak ketiga. Sekira 18 Bank diberikan diberikan fasilitas tersebut.

2 DPR melihat ada kesalahan Boediono karena MA mengatakan korupsi itu dilakukan
bersama-sama, ini menyangkut pada vonis Paul Soetopo Tjokronegoro. Kenapa Boediono tidak
diproses, siapa Boediono, kenapa begitu kebalnya dia. Itu disposisi mereka berdua Paul Soetopo dan
Boediono. Maka, menurut pendapat anggota DPR keterlibatan Boediono sudah terang benderang dan
dapat dibuktikan dugaan perannya yang melakukan tindak pidana pasal 1 ayat (1) sub b jo.pasal 28
ji.Pasal 34 sub ¢ Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1)ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1)
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Pendapat (HMP) untuk “mengadilinya” dengan mekaniéme politik. Namun, hal ini
akan sulit jika penetapan status hukum bagi Boediono berjalan di tempat karena
faktor tekanan benguééa. Kalaﬁ’ Boediono menjédi tersangka,. maka memungkinkan
peluang DPR menggunakan HMP.

Konstelasi politik hukum dengan sederet peristiwa yang digambarkan diatas
adalah sebagai akibat lemahnya penegakan hukum yang bersumber dari beberapa
kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Kebijakan ﬁenegakan hukum pada
masing-masing era pemerintahan presiden Republik Indonesia mengandung
kontradiksi dengan Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 dan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia yang
menyebabkah mekanisme penagihan dan penyelesaian piutang negara tidak bisa
| dilaksanakan secara éfektif.

Langkah;langkah perﬁerintah menangani penyelesian kasug BLBI dari era
pemerintahan Presiden Habibie sampai dengan Pemerintahan Presiden Soesilo
Bambang Yudéyono »pada kurun waktu tahun 1998 sar‘np.ai'dengan 2013 dapat
d.igambarkan sebagai berikut;

Pada awal masa reformasi tahun 1998 (masa pemerintahan Presiden Habibie)
banyak terjadi kemacetan penyelesaian piutang negara perbankan. Pada masa ini
kebijakan penegakan hukum péﬁyelesaian ' piutang negara diselesaikan sebatas

kesulitan likuiditas. Mekanisme penyelesaian piutang negara perbankan dilaksanakan

KUHP jo. Pasal 43 A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahaan Undang-Undang No.
31 Tahun 1999 tentang Tipikor.  ( http:/www.detik.com/berita/, Maret 2013 )

§
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mélalui-dua mekanisme penegakan hukum, yaitu;d,ehgan mekanisme PUPN dan
mekanisme penyelesaian melalui BPPN yang meﬁgikuti prosédur dalam masa krisis.

Péda masa pefnéﬁntéhan Presiden Abdurréhman ‘Wahid, dikeluarkan
Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 84 Tahun 2001 yang antara lain mengatur
pembentukan Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Négafa (KP2LN) sebagai
penggant.i BPULN dan tidak mengubah secara substansial mekanisme pengurusan
piutang negara, tetapi hanya mengganti nama lembaga BUPLN menjadi KP2LN dan
hanya menekankan pentingnya aspek “pelayanan” dalam pengurusan piutang
negara. Oleh karena itu, praktis lembaga ini tidak efektif dalam penyelesaian piutang
negara perbankan. Sedangkan mekanisme penegakan hukum yang diiaksanakan
» ‘melalui BPPN, hanya digunakan dalam mekanisme perlihdungan hukum pengusaha
besar pengemplang (wanprestasi) BLBI. ‘Hal ini tercémiih dari penegakan hukum
penyelesaian piutang negara ﬁerbankan yang disebabkaﬁ oieh Béntuan Likuiditas
Bank Indonesia (BLBI), dimana lembaga PUPN vyang diberlakukan, tapi tidak
difungsikan maksimal. Sedangkan bentukan lembaga khusus yang lainnya, yakni
Badan Penyelesaian Perbankan Nasional (BPPN) tidak didukung oleh legislasi yang
kuat, sehingga penggunaan lembaga ini kufang efektif dapat menyelesaikan Piutang
Negara Perbankan.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati penyelesaian piutang negara
perbankan lebih banyak mengedepankan negosiasi dengan debitur atau obligor
melalui mediasi terutama terhadap penyelesaian piutang negara BLBI, berdasarkan

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
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30 Desember 2(102 dan lebih dikéﬁal déngan istilah Inpres tentan_g R&D atau Release
and Discharge. Mekanisme ini menerapkan “pengampunan” bagi yang dapat
melunasi dan “penyanderaan”, déngaﬁ ancaman penjara terhédép mereka yang tidak
dapat memenuhi skema perjanjian MSAA dan MRNIA. Inpres ini sangat

controversial.?’

Pada era pemerintahan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, penyelesaian

piutang negara perbankan (penyelesaian piutang macet di Bank BUMN) tidak lagi

diselesaikan melalui “Mekanisme Negara” (melalui PUPN),'tetapi harus diselesaikan
melalui “Mekanisme Korporasi” (tanpa melalui PUPN) berdasarkan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2003 tentang BUMN, dan péréturan perﬁndaﬁg;undangan di bidang
perbankan. -

Pada dasamya penyelesaian piutang negara perbankan yang dilakukan
pemerintahan presiden SBY lebih mengedepankan kebijakan “bengampunan” sebagai
upaya penyelamatan kredit pada bank-bank BUMN, yaitu dengan program
restrukturisasi dan penghapusan kredit, dan apabila penyelamafan kredit ini tidak

berhasil, maka penyelesaian piutang negara perbankan melalui jalur pengadilan,

*® Menimbulkan gerakan penolakan terhadap Inpres No. 2 Tahun 2002 oleh Koalisi Tolak
Pengampunan Konglomerat Pengemplang Utang. Mereka mengajukan uji materi ke Mahkamah
Agung. Langkah mereka juga mendapat dukungan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
(YLBHI) pada tanggal 26 Februari 2003 yang mengajukan juga judicial review kepada Mahkamah
Agung. Permohonan itu akhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung pada tanggal 3 Mei 2006. Dengan
ditolaknya permohonan uji materi ini menurut YLBHI penyelesaian melalui R&D sangat merusak rasa
keadilan, sebab para konglomerat telah jelas melanggar ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit
(BMPK). Perbuatan ini merupakan tindak pidana perbankan yang dapat diancam pidana kurungan.
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arbi.trasi, penyerahan kredit macet melalui kejaksaan dan penyerahan pengurusan
kredit macet melalui BUPLN/PUPN.

Pemberlakuan PP Nofnor 14/2005 dan PP Nomor ._.73/2006 dalam praktiknya
mengalami hambatan terutama masih kuatnya pemahaman aparat penegak hukum
yang menganggap piutang perusahaan negara atau piutang BUMN adalah bagian tak
terpisahkan dari piutang negara. Pemahaman ini masih melekat selama 54 tahun,
yaitu sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960.

Pada bulan September 2011, pemerintah telah mengajukan Rancangan
Undang-Undang tentang Piutang Negara dan Piutang Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dan sampai saat ini belum disahkan. Akan tetapi, konsep
dasar pembuatan RUU tentang Piutang Negara dan Piutang Daerah ternyata tidak
menganut asas kewenangan tunggal, berbeda dengan 1616] tcﬁtang PUPN. Badan ini
memiliki kewenangan tunggal untuk menyelesaikan seluruh piufang negara, baik
perbankan rﬁaupun non perbankan. Pada RUU tentang Piutang Negara dan Piutang
Daerah, badan khusus yang dibentuknya yang diberi nama Pejabat Pengurus Piutang
tidak berhak mengurus piutang negara lainnya.

Pada RUU tersebut, piutang negara dibedakan menjadi tiga dan
pengurusannya juga berbeda-beda. Di sisi lain, konsep dasar RUU ini telah terjadi
pergeseran terﬁadap asas sub-ordinat sebagal prinsip hukum piutang negara
perbankan, berubah menjadi asas keseimbangan atau kedudukan yang sama antara

kreditur dan debitur. Oleh karena itu, penyelesaian piutang negara perbankan di
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dalam konsep. hukum RUU ihi, tidak lagi berdimensi hukum publik melainkan
tunduk pada hukum privat.

Konsep piutang negaré péda RUU tentérig Piutang Negara dan Piutang
Daerah hanya ditunjukkan pada tagihan terhadap penghasilan négara bukan pajak
(PNBP), sedangkan penyelesaian piutang negara perbankan diselesaikan melalui
mekanisme korporasi. Substansi hukum demikian akan menjadi rumit berbelit-belit,
tidak efektif dan efisien, bila dih_adapi(an pada kondisi krisis. Sebagaimana pada
kasus gagal bayar BLBI tahun 1997/1998 dan pada kasus Bank Century tahun 2008,
meskipun telah banyak dikeluarkan kebijakan pemerintah, tetapi persoalan ini tak
kunjung selesai.

Penyelesaian piutang negara Secara efektif dan efisien adalah menjadi sangat
penting. Kekuasaan dan.kewenavngan untuk melakukan tindakan hukum penagihan
piutang negara harus sepenuhﬁya ditegékkan melaiui kekuasaan yang diberikan pada
suatu lembaga yang memiliki kewenangan tunggal (khusus) untuk mengurus dan
menyelesaikan piutang negara. Akan tetapi, selama ini penegakan hukum
pényelesaian piutang negara perbankan di Indonesia terjadi persinggungan
(overlapping) pelaksanaan tugas dan wewenang dalam upaya penagihan piutang
negara.

BPPN dan Kejaksaan yang juga mempunyai wewenang untuk melakukan
penagihan terhadap piutang negara perbankan. Penegakan hukum yang demikian
adalah tidak efektif karena berpotensi menambah beban kerugian negara.

Penyelesaian kasus gagal bayar Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang diselesaikan

4
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oleh Kejaksaan Agung, pada akhirnya menimbulkan Pelmasalahan baru karéna sisa
piutang yang belum dibayar oleh obligor harus ditagih dengan upaya hukum lainnya.
Selain pehyelesaian piutang negara pérbankan téﬁadi overlapping, muncul
pula konsep regulasi yang belum sepenuhnya menggunakan ésas subordinat, sebagai
prinsip dasar penagihan piutang negara, dan ternyaté menyimpah sejumlah masalah

besar dalam segi penegakan hukum. Asas yang demikian sangat diperlukan selain

_dapat dipandang sebagai identifikasi prompter treatment, tetapi juga dapat dipandang

sebagai quasi judicial settlement, yang mempunyai ciri~ciri pokok, memberikan
kekuasaan dan kewenangan pada pemerintah untuk melakukan penagihan piutang
negara'sécara efektif dan efisien. |
Apabila penagihan piutang negara perbankan dapat diukur melalui efektivitas

penegakan hukum, maka persoalan ini bisa didekati dengan kajian hukum responsif.
Ciri yang bisa dikenali dari teori hukum.responsifso adélah bahwa penyelesaian
secara efektif dan efisien tergantung pada keadaan yang dihadapi, dan pada banyak -
hal harus dianggap sebagai wilayah terpisah antara dua keadaan, Nonet dan Selznick
mengetengahkan suatu teori mengenai tiga keadaan dasar hukum dalam masyarakat,
yaitu : |

1. hukum represif, yaitu hukum yang merupakan alat kekuasaan represif;

2. hukum otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menjinakén

represi dan melindungi integritasnya sendiri, dan;
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3. hukum responsif atas kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi masyarakat.
Sejalan dengah pemikiran di atas, maka sebagai pendekatan alternatif terhadap

penyelesaian utang BLBI, konsep ini menguraikan pilihah pola penegkan hukum

- dalam konteks situasi negara , penempatan kelompok-kelompok kasus gagal bayar

piutang negara tak tertagih, dalam i’uang dan situasi krisis moneter terutama para
obligor sebagai pemegang saham pengendali ( PSP ), yang tidak bisa mengembalikan
pinjamannya pada negara harus diselesikan dengan tihdakan hukum yang tegas
dengan pilihan pola sebagaimana diuraikan ditas. Peran penting mereka yang
menimbulkan kasus gagal bayar dalam proses penyelesaian piutang negara, berkaitan
dengan kepentingan-kepentingan mefeka. Konsep 1ni mensyaratkan perlunya
diciptakan kondisi-kondisi tertentu yang 'dé_f)at memberikan kesempatan bagi
pen'egakan hukum | menarik kembali ‘uang negara yang dipinjamkan kepada
kelompok-kelompok mereka , dibawah kendali otoritas kepentingan negara . Dalam
kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum penyeléseﬁan piutang negara hal tersebut,
maka kesempatan kelompokaelompok merg:ka ( penghutang uang negara/ debitor )
untuk melu_nasi utangnya didiberikan akses yang lebih besar melalui badan penagih
piutang negara, aksés diberikan hanya terhadap pelunasan utang. Apabila tujuanya
hendak memenangkan ketertiban dalam bidang piutang negara , doktrin hukum
responsif menawarkan tiga pilihan hukum, ketertiban akan terbentuk simetfis dengan

pola-pola hukum tersebut diatas . Pola-pola hukum diatas dapat digunakan sesuai

30 Philippe Nonet and Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive
Law, Tetjemah, Raisul Muttaqiem, Hukum Resposive Philippe Nonet dan Philip Selznick, (Nusamedia,
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dengén kondisi dan situasi negaré.vPenegakan hukum dalam kondisi normal akan
berbeda dengan kondisi darurat (tidak normal)v.{ Dan hal ini sejalan dengan penelitian
disertasi mengenai .pe‘nyelesaian utang BLBI dimané prosés péﬁgambilan keputusan
dan kebijakan dalam bidang penyelesaian dan pengurusan piutang negara yang
menitik beratkan pada ajaran hukum responsif harus memperhatikan hal-hal sebagai
berikut : !

1 Apabila tindakan tersebut teﬁadi dalam keadaan darurat yang dirasakan secara
luas, seperti dalam situasi krisis moneter atau situasi sejenis, maka tindakan
harus dengan model hukum represif vyaitu dibuat suatu peraturan
perundang-undangan yang didalamnya mengandung unsur-unsur hukum
mateﬁil dan unsur-unsur hukum formil, dan dilaksanakan oleh suatu badan
khusus yang diberikan kékuasaan dan legitimasi penﬁh .oleh. negara (lembaga
superbody), kedudukannya setara dengan. péngadilén (quasi judicial treatment).

2. Apabila‘yang dihadapi dalam keadaan normal, maka tindakan yang diperlukan
dalam penegakan hukum adalah penegakan déngan model hukum otonom
(prosedural) dan penegakan dengan model hukum responsif. Penegakan dengan
model hukum otonom ialah penagihan piutang negara perbankan diselesaikan
dengan mekanisme prosedural melalui pengadilan, sedangkan penegakan

hukum responsif adalah penegakan hukum yang hanya beffungsi untuk

2007), him 1-32. _
3! Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),
hlm 78.
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mengejar tujuan (purf)osihg), yaitu'dengan mekanismebpeny_elesaian internal (di
luar pengadilan) atau dinegosiasikan kembali dengan debitur, seperti
memberikan peﬁgamﬁunan bagi. para obligor dengar.l- kebijakan Release and
Discharge yang dinegosiasikan dengan cara-cara menyusun kerhbali perjanjian,
dengan MSAA, MRNIA, APU, atau dengan restrukturisasi, yaitu perubahan
syarat-syarat kredit, seperti penjadwalan kembali (rescheduling) dan
persyaratan kembali (recondft;’oning), penghapusan (write off) atau dengan
pengimpasan pinjaman (set off).

Karakteristik teori hukum Responsif dari Philippe Nonet-Philip Selznick
adalah sejalan dengan pandangan teori hukum ekonomi (Pareto Efﬁciency)3 ? yang
mengindikasikaﬁ bahwa .sistem hukum pada saatnya akan dihadapkan pada situasi

dimana tiada seorangpuh dapaf membuat lebih baik tanpa membuat orang lain lebih
buruk. Masing-masi‘ng tipe hukﬁm terikat dengan situasi dan keadaan yang dihadapi
dalam kehidupan bernegara, di samping itu jﬁga penegakan hukum terikat oleh
keadaan dan konteks tertentu. Bahwa agar penegakan hukum berfungsi efektif, bukan
dari pelaksanaan kebebasan atau keleluasaan yang ada pada lembaga-lembaga yang
merespon  tuntutan-tuntutan yang bersifat reduksi kekuasaan, tetapi perlu
ditegakkannya otoritas pada lembaga yang merupakan subordinat.

Menurut Philipp? Nonet dan Philip Selznick, meski téﬁib hukum dapat

menggunakan paksaan dalam pemenuhan kepentingannya kembali atas sesuatu yang

32 James A.Coporaso and David P Livine Teori-teori Ekonomi Politik. Diterjemahkan oleh
Suraji. ( Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008 ) hlm 252.

i
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diinginkannya haruslah bergantung pada kekuasaan - tertinggi untuk melakukan
paksaan tersebut, sehingga perlu dibentuk suatu badan khusus yang kedudukannya
sama dengan pengadilan, dan mémiiiki kekuaéaan hak eksekusitorial, maka jika
debitur wanprestasi/gagal bayar kreditur mendapat kekuasaan tertinggi untuk
melakukan apa saja menjual atau melelang tanpa mengikuti aturan (prosedur) dalam
hukum acara perdata.

Dengan pemahaman seperti itu, represi tidak 'ha:us melibatkan penindasan
dengan kasar (blatant appression) karena perlakuan seperti ini adalah di luar kontrol
penggunaan kekerasan seperti halnya menegakkan perintah menghentikan proses.
Represi juga bisa sangat halus dan masuk ke dalam bentuk doktrin, asas-asas yang
otoritatif, misalnya konsep keadilan atau prinsip tidak ada orang yang boleh-

mengambil keuntungan dari kesalahannya sendiri.

Meskipun model hukum represif adaiah konsep hukum primitif,*® tetapi
ketika pemegang kekuasaan berada dalam situasi yang sangat sulit betapapun negara
itu  superliberal dan ﬁodem, pasti mereka akan berpaling kepada

mekanisme-mekanisme represif

¥ Yang membedakan manusia beradab dengan yang primitif terutama adalah prudensi (dari
kata “prudence” sikap yang seksama dan senantiasa penuh pertimbangan), dalam istilah yang lebih
luas, berwawasan ke depan. Ia bersedia menahan penderitaan saat ini demi kesenangan nanti, bahkan
walaupun kesenangan nanti itu masih agak jauh. Bertrand Russell, History of Western Filosphy and its
Conection with Political and Social Circumtances from the Erliest Times to Present Day,Sejarah
Filsafat Barat (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm 18.
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Mereka melakukannya tidak harus bertujuan jahat, tetapi karena mungkin

o

tidak melihat jalan untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Dalam situasi sulit
atau tidak normal-tindakan represif adalah pilihan yang tepat bagi pemerintah untuk
melaksanakan penegakan hukum, karena tujuan utama penegakan hukum adalah
ketertiban, maka yang perlu dipikirkan ketika negara dihadapkan dalam situasi
darurat ekonomi /krisis moneter adalah bagaimana agar ketertiban harus
dimenangkan |

B. Rumusan Masalah

- Dari uraian di atas permasalahan yang dapat dimunculkan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Mengapa pemérintah menjelesaikan piutang BLBI melalui mekanisme MSAA,
MRNIA dan APU ?
2. Mengapa penyelesaian piutang BLBI harus menggunakan pola penegakan

hukum represif ?
C. Tujuan Penelitian

Atas dasar perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :
1. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penggunaan teori Philippe Nonet -
Philip Selznick dalam menyelesaikan piutang negara.
2. Untuk mengetahui alasan dijadikannya teori Philippe Nonet - Philip Selznick
sebagai pilihan dalam menyelesaikan piutang negara. |

3. Untuk menemukan kemanfaatan teori Philippe Nonet - Philip Selznick sebagai
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instrumen pengukur efekti\}itas- penyelesaian . Bantuan Likuiditas Bank

Indonesia b_ennasalah.

D. Landasan Teori

Mengkaji mengenai Kebijakan Penyelesaian Utang BLBI dan arah penagakan

hukumnya dengan proiritas tunggal pemikiran Phulippe Nonet dan Philip Selznick

dalam konsep berhukum, paling tidak ia membedakan tiga jenis hukum, yaitu hukum

represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

dalam tabel berikut :

Tabel 1.1. Tiga Jenis Hukum

HUKUM HUKUM HUKUM
L REPRESIF OTONOM RESPONSIF
]
1 2 3 4
Tujuan Hukum - | Ketertiban Legitimasi Kompetensi
Legitimasi Ketahanan sosial Keadilan Kadilan substanstif
Dan tujuan negara | prosedural
Peraturan Keras dan rinci Lusa dan rinci Subordinat dari
namun berlaku mengikat penguasa | prinsip dan
lemah terhadap maupun yang kebijakan
pembuat hukum dikuasai
Pertimbangan Ad hoc; Sangat .melekat Purposif
Memudahkan pada otoritas legal; | (berorientansi
tujuan dan bersifat | rentan terhadap tujuan) perluasan
partikuler formalisme dan kompetensi
legalisme
Diskresi Sangat luas; Dibatasi oleh Luas, tetapi tetap
oportunistik peraturan; delegasi | sesuai dengan
yang sempit tujuan
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Paksaan Ekstensif; dibatasi- | Dikontrol oleh - -~ | Pencarian positif
secara lemah batas-batasan bagi berbagai
bukum alternatif seperti
L insentif sistem
kewajiban yang
mampu bertahan
Moralitas Moralitas komunal; | Moralitas Moralitas sipil;
moralisme hukum; | kelembagaan yakni | moralitas
moralitas dipenuhi dengan kerjasama”
pembatasan” integritas proses
hukum
| Politik Hukum subordinat | Hukum Terintegrasinya
terhadap politik “indenpeden” dari | aspirasi hukum dan
kekuasaan politik; pemisahan | politik;
kekuasaan keberpaduan
: kekuasaan
Harapan akan Tanpa syarat Penyimpanan Pembangkangan
ketaatan ketidaktaatan harus | peraturan yang dilihat dari aspek
dihukum sebagai dibenarkan bahaya substantif
pembangkangan | misalnya untuk dipandang sebagai
S menguji validitas | gugatan terhadap
undang-undang legitimasi
atau perintah
Partisipasi Pasif; kritik dilihat | Akses dibatasi oleh | Akses diperbesar
sebagai prosedur baku; dengan Integrasi
ketidaksetiaan munculnya kritik advokasi hukum
' atas hukum | dan social

Periksa Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition; Toward

Respons Law

Bertolak dari teori Phlippe Nonet dan Philip Selznick menyatakan bahwa

kunci utama pembentukan hukum yang mengarah pada perobahan sosial terletak dari

implementasi hukum. Di sini, perlu dibedakan antara tujuan sosial hukum serta

dimensi-dimensi tata hukum, dan pada pihak lain kebutuhan akan suatu kerangka

bagi alternatif penataan hukum. Berangkat dari teori ini, maka permasalahan

penyelesaiaan utang BLBI akan lebih menunjukkan keberhasilannya apabila

4
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E penanganannya berangkat tidak adanya tertib hukum disebabkan adanya penyalah
gunaan keuangan, baik dalam distribusinya maupun penggunaannya, sehingga perlu
penaﬁganan khusus .dban lembaga khuéus yang ﬁostulatnya .adalahk hukum represif,
. sedangkan institusi penegakannya didasari pada kondisi krisis/tidak tertib (disorder).
Dengan demikian, maka tata penyelesaian piutang negara BLBI adalah dengan
membangun menggunakan teori hukum Nonet dari sisi bagaimana ketertiban dapat
dimenaﬁgkan sehingga uang negara dapat diselamatkan .

Perihal yang diuraikan pada tabel di atas, diperlukan sebagai pedoman
kebijaksanaan pemerintah dan arah penegakan hukumnya agar penyelenggaraan
penyelesaian piutang negara dapat ditangani secara cepat dan berhasil guna. Dalam
kaitan ini, Nonet dan Selznick mengetengahkan suatu teori rﬁenggnai tiga keadaan
dasar hukum dalam masyarakat, yaitu :

1. hukum represif, yaitu hukum yang merupakan alat kekuasaan represif;

2. hukum otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menjinakan
represi dan melindungi integritasnya sendiri, dan;

3. hukum respons atas kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi masyarakat.

Pada hukum represif, tujuan hukum adalah ketertiban dan dasar keabsahannya
adalah pengamanan masyarakat. Aturan-aturan bersifat bersifat terperinci namun
kurang mengikat pembuat aturan, sehingga seringkali terjadi dikresi. C}'agasan Hukum
represif mengandaikan bahwa setiap tata hukum merupakan “keadilan yang beku”
dan mempunyai potensi represif oleh karena terikat pada status quo dan dengan

menyelimuti otoritas hukum membuat kekuasaan lebih efektif.
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Kaitannya dengan kekuasaann bentuk sistematik hukum represif mempunyai

ciri-ciri sebagai berikut :

1.

Pranata-praﬁata Hukum secara langéung disédiakén 'bagi kekuasaan politik,
hukum diidentifikasikan dengan negara dan tunduk kepada kepentingan
negara. |

Kelestarian kekuasaan negara adalah tugas dari penegakan hukum.

Alat-alat pengendalian khusus seperti polisi menjadi pusat kekuasaan‘yang
bebas.

Kelembagaan keadilan kelas.

Hukum pidana merupakan perhatiaﬂ penegak hukum.

Produk-pruduk hukum maupun pelaksahaannyé dirasakan represif oleh

masyarakat oleh karena hukum :

1.

Melembagakan disjri?ilege dengan menekannyav kewajiban dan tanggung
jawab, bukan pada hak-hak yang dipunyai oleh vgolongan—golongan yang tidak
berkuasa

Melembagakan ketergantungan khususnya, golongan miskin yang menjadi
sasaran bekerjanya lembaga-lembaga atau birokrasi tertentu, maupun
distigmatisasi oleh klasifikasi-klasifikasi resmi .

Mengorganisasi pengaman sosial atas kelas-kelas berbahaya dengan
mengkriminalisasikan perilaku-perilaku tertentu.

Melaui pemikiran di atas jelaslah bahwa hukum merupakan salah satu alat

bagi negara untuk mempertahankan cita-citanya dan oleh karena negara pada
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dasarnyé tatanan politik suatu masyafakat, maka cita-cita hukum suatu negara secara
ideal merupakan akibat lebih lanjut dari cita-cita politiknya. Negara sebagai suatu
tatanan politik péda dasarnya merupakan suatu alat dari 'ofang atau golongan-
golongan yang memegang kekuasaan di negara tersebut. Dengan perkataan lain,
maka hukum yang berlaku di dalam suatu negara mengandung cita-cita politik dari
orang-orang étau goglongan-golongan negara. Dengan demikian, sifat dan wujud
hukum didasari oleh cita-cita atau aturan-aturan yang berpengaruh besar terhadap
orang-orang atau golongan-golongan yang berkuasa dan hukum sebagai salah cara
untuk mengatur perilaku warga masyarakat secara ideal, selalu di dalam keadaan

yang mengalami proses perubahan sesuai dengan pola-pola politik yang menjiwai

‘masyarakat yang bersén_gkutan.

Menurut Nonet dan Selznick maka perwujudan—perwujudéan hukum represif
menampilkan dua garhbaran pokok , vaitu : |
1. Keterpaduén yang erat antara hukum dan politik dalam bentuk sub-ordinasi
langsung pranata-pranata hukum pada elit yang memerin.tah dengan menjadi
semacam, “Instrumeritalisme primitif” yang siap mehgkonsolidasikan
kekuasaan, menjamin, hak istimewa (privilege), dan memenangkan
konformitas.
2. Merajalelanya diskresi, baik sebagai hasil maupun sebagai cara untuk
menjamin bekerja peranan hukum sebagai alat di atas.
Pada tipe hukum otonom tujuan hukum adalah legitimasi yang didasarkan

pada kejujuran procedural. Aturan-aturan mengikat baik bagi penguasa maupun yang
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dikuasai; dan diskresi (.libatas.i oleh» hukum -serta hukum lebih terbebas dari politik.
Hukum otonom memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Hukum aipisahkan daﬁ politik déﬁgan pemisahan ‘ﬁlrrrlgsi-rf.ungsi;
2. Tata hukum mendukung “model aturan-aturan”; |
3. Prosedur adalah pusat hukum;
4. Kepatuhan pada hukum dipahami sebagai kepatuhan yang ketat pada hukum
positif. |
Sumber transisi dari hukum represif ke hukum otonom adalah kepentingan
pemerintah untuk memperoleh ]egitirﬁasi. Oleh karena itu, strategi pokok legitimasi
pada hukum otonom adalah pemisahan hukum dari politik yang mempunyai dua
aspek yaitu :
1. Politik tunduk pada hukﬁm, oleh karena hukum melembagakan prinsip
pembatasan penggunaan kekﬁasaan,
2. Peradilan menekankan fungsi non politis.
Sedangkan cirt yang berpusat pada aturan hukum otonom didvasan' oleh:
1. Aturan-aturan adalah sumber daya yang kuat untuk mengabsahkan kekuasaan.
2. Diskresi dipersempit.
3. Menyebarluasnya aturan mengandung kompleksitas dan masalah konsistensi
yang memerlukan kemampuan profesional.
4. Orientasi pada aturan-aturan cenderung membatasi tanggung jawab sistem

hukum.

)
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5. Walaupun - menjinakkan represi hukum otonom t‘e.:tap mempunyai gagaéan
bahwa hukum adalah alat pengendalian sosial.

Hukum Resﬁonsif yang bextujﬁan agaf ‘hukum lébih tanggap terhadap
kebutuhan terbuka pada pengaruh dan lebih efektif dalam menangani
masalah-masalah sosial, memiliki ciri-ciri, yaitu :

1. dinamika perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan.

2. mengendalikan tuntutan pada kepatutan serta mengurangi keiakuan hukum
3. baﬂman hukum menampilkan dimensi politik

4. terdapatnya perencanaan pranata-pranata hukum secara lebih kompeten.

Padaikeadaan terdapatnya hukum responsif, kesempatan untuk berpartisipasi
dalam pembentukan hukum lebih terbuka. Dalam pengertian ini arena hukum menjadi
semacam forum politik dan partisipasi hu.kum. mengaﬂdung dimensi politik.
Sementara itu, aspirasi-aspirasi hukum dan aspirasi-aspirasi poiitik menyatu karena
terjadinya penyatuan antara hukum dengan politik, dimana pemerintah tidak lagi
berperan sebagai “‘aktor politik™”, tetapi juga sebagai “aktor hukum”. Dengan
demikian ,maka suatu aksi hukum merupakan- wahana bagi kelompok-kelompok, atau
organisasi-organisasi untuk berperan serta dalam n.lenentukan.kebijksanaan publik.**

Berpijak pada konsep Nonet dan Selznick ,maka penelitian ini mengajukan

gagasan bahwa apabila hukum mempunyai makna normatif, maka harus pula bernilai

3 Ibid, him 23.
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praktis, artinya harus gikémbangkan konsepsi.hukum sebagai upaya politik yang akan
menjadi dasar hukum responsif.

| Dalafn teori ‘ini merunut padé tabel di at'asb, misalnya peran paksaan pada
keberadaan hukum hak eksekusi dalam Piutang Negara, meskipun peran paksaan ini
ada dalam tiap tipe, tingkatah péksaan itu berbeda-beda, paksaan dominan dalam
hukum represif. Sedangkan dalam hukum yang otonom, dan kurang dalam hukum
responsif. Sekali lagi, peran tujuan harus_ diperhitungkan dalam setiap sistem; ada
paham instrumentalisme represif dimana hukum tunduk pada keinginan penguasa;
ada suatu langkah mundur dari tujuan ketika berupaya untuk mencapai hukum yang
otonom; dan ada pembaharuan instrumentalisme.

Dari bingkai pemikiran yang dipaparkan di atas kaitan dengan penegakan
hukum Penyelesaian Utang BLBI dengan beberapa problemat_ika dan solusinya yang
penulis paparkan di muka, sebénarnya sangatlah rumit unfuk menuntut kajian yang
komprehensif. Namun betapapun demikian penﬁlis yakin setidaknya dapat
menerangkan pengalaman masa lalu ke masa depan berhukum dapat menjawab arah
penegakan hukum bahwa hukum sebagai sarana kebijakan publik.

Masaléh keabsahan hukum muncul dalam dua relasi, yaitu :

1. Dalam hubungannya dengan pemerintah dan pendukungnya dimana pemerintah
harus menampilkan citra tertentu dalam bentuk perundang-undangan dan
ketetapan-ketetapan yang merumuskan kebijaksaan untuk memikat kelompok

kelompok pendukung tersebut.



4

42

2. mehyangkut tantangan terhadap perundangan—undangan ters.ebut di atas oleh
kelompok-kelompok lawan politik dan organisasi-organisasi masyarakat yang
dapat menjadi korban hukum itu. Untuk mengﬁadapi ini terjadi
konsensi-konsensi terhadap radikalisasi undang-undang dan cara-cara
pengendalian sarana untuk mencapai sasaran kebjaksanaan. Dalam kaitannya
dengan peran hukum sebagai sarana’ kebijaksanaan publik dalam
permasalahan disertasi ini, maka tiﬁe hukum harus mengalami perubahan atau
dari tipe-tipe hukum di atas atau perlunya suatu konsep yang mengakomodasi
kepentingan keuangan negara dalam situasi chaos atau krisis moneter.

Hubungan yang erat penegakan hukum represif adalah sejalan apa yang
dibayangkan pada pefnikiran Charles Stanford *’tentang situaéi ketidak teraturan
bahwa masyarakat terus-menerus. bérgerak secara dinamis. Hal demikian itu terjadi
karena dalam masyaréka.t banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, misalnya
kekuatan—kekuatar.l. (kekuasaan) dan saling tarik-menarik dan berbenturan di
dalamnya. Oleh karenanya bagaimana mungkin dalam éituasi krisis dimensional
seperti krisis keuangan global yang demikian itu dikategorikan sebagai situasi yang
serba tertib dan teratur. Pandangan demikian itu hanya akan mereduksi realitas yang

sesungguhnya dari masyarakat® 6.

** Charles Stanford, The Disorder of Law : A Critic of Legal Theory ,( Oxford : 1995
Basil Blackwell) (dipetik dari Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Penyunting Ahmad
Gunawan, peneribit Pustaka Pelajar, Cetakan 2, 2012, Yogyakarta, halm 35 )

*® Bandingkan dengan pendapat Nouriel Roubini dalam bukunya Crisis Economics A4
Crash Course in The Future of Finance , 2010 The Penguin Press, New York - krisis kini telah
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Manusia seb agai subyek. hukum yang cara hidupnya berkélompok dalam suatu
‘gugus yang disebut rﬁasyarak_at ternyata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang
bertumpu pa&a perhiturigaﬁ untung daﬁ rﬁgi akan éelélu beﬁhtéfaksi dengan anggota
masyarakat lain. Hanya dengan cara itulah kebutuhan hidup itu dapat dipenuhi relatif
lebih mudah ketimbang dilakukan sendirian tanpa berhubungan sesamanya.
Berinteraksi semacam ini, berarti paling tidak melibatkan dua pihak, nuansanya
diliputi oleh semangat kerjasama dalam arti mésing—masi‘ng pihak berkeinginan untuk
memperoleh manfaat atau keuntungan. Hal ini mengakibatkan kedua belah pihak
menjadi saling terikat karenanya. Disebabkan gaya hidup seperti ini dilakukan oleh
segenap 'anggota kelompok yang sudah barang tentu ikatan-ikatan yang muncul akan
- memerlukan aturan. Sebab .kalau tidak | ada aturannya jelas akan ‘menimbulkan
chaos/krisis yang dapat merigakibatkan disintegrasi eksistensi kehidupan kelompok.®’

Mengingaf manusia sebagai subjeki hukum yang berinteraksi, sehingga
menimbulkan ikatan di antara mereka yang jelas kegiatan ini bersifat privat. Untuk
urusan yang sifatnya privat ini‘di Indonesia aturannya dijumpai dalam Burgerlijk
Wetboek (BW = Kitab Undahg-Undang Hukum Perdata), maka masalah ikat
mengikat yang dilakukan oleh segenap masyarakat tersebut, kalau dirujuk dalam BW,

dijumpai aturannya ada dalam Buku III yang berjudul Hukum Perikatan. Mana kala

menjadi keteraturan baru ( new norm ), bukan perkecualian , jika pada masa lalu , yang disebut masa
normal adalah tanpa krisis , kini sebaliknya , masa normal adalah masa yang dipenuhi krisis . Jika dulu
krisis adalah abnormal kini krisis adalah normalitas.

4
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Buku III BW ini tercermin dengan seksama dalam’ ketentufn'awalnya, yakni Pasai
1233 dinyatakan bahwa perikatan itu dapat lahir dari und'ang-undang dan perjanjian.
Dehgan demikian berrarti'bahiwa “ Setiap anggéta mésyarakat dalam kesehariannya
akan selalu terikat dengan pihak lain, bisa karena undang-undang, tetapi juga bisa
dikarenakan oleh perjanjian.”

Apabila seseorang terikat dengan yang lain dikarenakan oleh undang-undang,
maka unsur kehendak dari mereka yang terkait tidak mengambil peran. Berbeda kalau
mereka itu terikat akibat berinteraksi karena perjanjian, pasti hal itu secara sadar dan
sengaja memang dikehendaki. Terlebih dalam hubuhgan seperti para pihaknya ingin
memperoleh manfaat atau keuntungan yang sejak awal sudah diperhitungkan dengan
cermat. Benturan karena satu sisi seseorang terikat dengan yang lain karena
undang-undang, tapi di satu sisi seseorang ini terikat karena perjanjian yang
dipaksakan karena kondisi dan situasi yang juga tidak dikehendaki, maka terang saja
perikatan yang demikian menimbulkan suatu krisis ekonomis dimana masing-masing
pihak telah kehilangan kemanfaatan/keuntungan dari perjanjian yang dibuatnya
dalam medan harta kekayaan. Situasi disintegrasi_ dalam perikatan baik yang
ditimbulkan karena undang-undang maupun karena f)elj anjian Berakibat pada konflik
penyelesaian. Konflik pada tataran ini haruslah disikapi sebagai sesuatu yang
memiliki fungsi untuk pemeliharaan ikatan-ikatan dalam perjanjian, penciptaan

dinamisasi hubungan antar kelompok, dan tentu saja fungsi komunikasi yang dibuat

37 Moch Isnaei, tulisan dalam judul Bagian 1 Hukum Perikatan Dalam Era Perdagangan
Bebas. dimuat dalam kumpulan buku berjudul Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia,
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berdasarkan - undang—uridang dapat ditegakkén baik secara represif, otonom
(prosedural) maupun dengén responsif.

Tanpa pératuran sérhacam itu, suatu kélorﬁpék .akan'l.)_erisiko untuk terus
dicemaskan oleh keraguan tentang kewajiban sésial apa yang sesungguhnya bersifat
mengikat, sehingga kalaupun ada, maka norma itupun harus ditangkap pada
pengertian otoritas, apakah norma-norma primer perlu diakui sebagai kewajiban yang
-otoritatif. Oleh karena itu, tidak semua kontrol sosial adalah hukum. Hukum bersifat
selektif dalam hal pengakuannya terhadap norma-norma sosial. Sebagai contoh
penyelesaian sengketa merupakan hal yang biasa dalam kehidupan perbankan, maka
pembagian otoritas diterima sebagaimana adaﬁya, dan perbankan tidaklah membuat
suatu tertib hukum. Hukum baru timbul bila muncui pertanyaan-pertanyaan seperti
siapa yang merﬁpu_nyai “hak” untuk menentukan dan meri_afsirkan kewajiban-
kewajiban perbankan dengan naéabahnya /debiturnya yang didasarkan pelaksanaan
otoritas. Suatu tanda hadirnya hukum adalah ketidakmampuan pada debitur,
bagaimanapun terbatasnya ia telah diberi kepercayaan. Untuk mengklaim bahwa ia
sebagai kreditur_ tidadk mempunyai “hak” membebankan kewajiban tertentu
kepadanya, untuk menagih dengan paksa (hak eksekusi) karena misalnya izin
usahanya dicabut, atau mismanagement, atau karena terjadinya krisis moneter,
sehingga piutang tidak lagi memiliki hak eksekusinya. Walaupun debitur tidakﬂ'

memenuhi kewajiban membayar hutangnya. Pendekatan terhadap definisi hukum

(Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm 1-2.
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seperti ini adalah bagaimana ketertiban dalam penyelesaian utang BLBI dapat
ditegakkan.

Penegakan hukum Représif dalam penyelééaién .ute-mg BLBI adalah
serangkaian variabel yang terkait dengaﬁ hukum; peran paksaan dal.ﬁm bentuk Hak
Eksekusi , hubungan prinsip-prinsip hukum penyelesaian piutang negara dengan
kebijakan Bantuan Likuiditas (Bail Out) , adalah kajian dalam lingkup hukum
perikatan bersumber undang;undan g |

Kajian hukum represif dari teori hukum responsif Philippe Nonet- Selznick

[13

tolok ukurnya adalah bagaimana *“ memenangkan ketertiban “, peraturan terkait
erat dengaﬁ pola otoritas dalam tertib hukum. Suatu rezim peraturan membatasi
diskresi pengelola piutang negara dalam institusi ﬁukum kéuangan negara, sehingga
otoritas terkonsentrasi pada level atas.‘Hal ini memelihara identikﬁya hukum dengan
negara dan dipahami sebégai monopoli kekuasaan peﬁeﬂntah, sehingga siapapun
pengelolanya di ménapun keberadaannya dinamakan sebagai pegawai neger
(pejabat). Demikian juga tentang keuangan negara, maka di rﬁanapun disalurkannya,
baik untuk modal ataupun untuk membayar nilai satu rupiah pun hilang, maka ia akan
disebut merugikan keuangan negara. Keterkaitan semacam ini bersifat kontingen
tergantung pada kondisi politik dan probabilistiknya mengandung banyak
kemungkinan. N.amun kalau keterkaitan ini terjadi, tertib hukum akan membentuk

“sistem”, dengan suatu susunan karakter-karakter yang mempunyai keterkaitan secara

internal. Dalam pengertian itu, berbagai sistem mewakili berbagai campuran khas
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variabel-variabel dasar - yang berkait‘ -dengan  hukum, yaﬁg masing-masing
mengandung nilai sesuai dehgan sistem yang lebih besar. |

Perkembangan penegakan hukum >dralam konsep Noﬁét dan Selznick
mengabstraksikan perkembangan hukum dalam tiga hukum, yaitu hukum represif,
hukum otonom, dan hukum represif, maka secara perspektif akan dapat diketahui
gambaran pergerakan situasi menuju arah penegakan hukum yang bagaimana
kebijakan penyelesaian piutang BLBI yang diberlakukan oleh pemerintah, dan sesuai
dengan konsep hukum responsif apakah benar dengan berhukum reponsif arah
penegakan hukumnya juga responsif dan para penegak hukumnya juga responsif, atau
mungkin sebaliknya. Untuk menyoroti hal tersebut 'kajian hukum dalam disertasi ini
untuk menilai -' seberapa jauh perkembangan hukum responsif dan represif sejalan
dengan perkembangan penyelesaian utang BLBI yang pada akhirnya menimbulkan
beberapa permasalahan. Mengapa penyelesaianya menggunakan hukum responsif
dan mengapa tidak menggunakan hukum represif.

Untuk mencapai tahapan-tahapan evolusi penegakan hukum terhadap piutang
negara terutama kaitanya dengah pemahaman kajian disertasi ini mengenai
penyelesaian piutang negara BLBI, maka menurut pandangan hukum ini:

1. Perubahan hukum akan datang melalui proses politik, bukan dari pelaksanaan
kebeb;isan atau keleluasaan yang ada pada agen-agen hukum yang merespon
tuntutan-tuntan yang bersifat partisan.

2. Perkembangan sejarah mengenai kelembagaan penyelesaian piutang negara

khususnya penyelesaian utang BLBI tampaknya memerlukan pemahaman
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: mengenai kepastian arah,.pertumbuhan atau kehancurannYa, Jadi hal yang tepat |
adalah untuk memikirkan tahap-tahap perkembangan penyelesaian utang BLBI
dalam sistem penega.tkan'hukﬁn.m'ya. |

Menurut Philippe Nonet meski tertib hukum dapat mengdnakan paksaan
dalam pemenuhan kepentingannya kembali atas sesuatu yang diinginkannya haruslah
bergantung pada kekuasaan tertinggi untuk melakukan paksaan tersebut. Dalam
piutang negara, kalau debitur wanprestasi, maka kreditur mendapat kekuasaan
tertinggi untuk melakukan apa saja untuk menjual atau melelang tanpa mengikuti
aturan hukum main dalam hukum acara. Dengan pemahaman seperti itu, represi tidak
harus melibatkaln penindasan dengan kasar (blatant appression) karena perlakuan
seperti ini adalah di luar kontrol penggunaan kekerasan _se_:pgrti halﬁya menegakkan
perintah atau menghentikan proses. Akan tetapi, repres-i juga bisa sangat halus dan
masuk ke dalam bentuk doktrin, dimana menurut hukum represif dikatakan sebagai
represi tidak langsung yang mendorong penegakan persetujuan atau perjanjian secara
pasif. |

Doktrin hukum represif sebagai ajaran yang mdindungi pemegang otoritas
sejalan dengan pemikiran Stanford yang melahirkan téori chaos; masyarakat selalu
berada pada jalinan hubungan-hubungan yang tidak dapat diprediksi dan tidak
sistim'e'itis.38 Masyarakat terus menerus bergerak secara dinamis. Hal demikian itu

terjadi karena dalam masyarakat banyak sekali faktor yang mempengaruhinya,

# Otje salman .S dan Anton F Susanto, Teori Hukum, (Jakarta: Refika Aditama, 2004),
him 28.
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misalnya kekuatan-kekuatzgl (kekuasaan) dan Salihg tarik-menarik dan benturan di
yang menimbulkan konflik . Situasi demikia'; dalam peristiwa hukum perikatan
bisa saja terbukti ketiké perbuatan hukum itu rhengékibétkan wanprestasi yang
akhirnya menimbulkan konflik Aak melawan hak® . Oleh k'arena.itu bagaimana
mungkin situasi yang demikian itu dapat dikatakan sebagaiv ketératuran dan tertib, dan
dapatkah diselesaikan dengan legal system di atas basis sosial dimana hukum
wanpresatasi berdiri, yaitu di tengah-tengah masyarakat tidak teiatur yang ingkar
Jjanji. |

Ketidakteraturan dalam komunitas wanprestasi utang BLBI , karena utang
BLBI bukan saja menciptakan kekacauan sistem moneter , casflow atau return
banking dan rating bank. Akan tetapi juga, piutang - hegara perbankan macet ini
menjadi benturan hék antara jumlah kewajiban membayar utang dengan jumlah
aset-aset penghutang yang di guﬁakéﬁ sebagai pembayaran utang .

Ontologi * dari pembahasan disertasi ini adaléﬁ “setiap utang*' wajib

dibayar si berhutang”, demikian halnya utang BLBI, diandaikan bahwa si berhutang

Disini terdapat sebuah antinomy (kontradiksi dalam hukum, hak melawan hak,yang
sama-sama membentuk hukum pertukaran. { Dalam pertukaran ) antara hak-hak yang sama bobotya
Jkekuatan kekerasanlah yang menentukan ( lihat A.A. G. Peters, Hukum dan Perkembangan Sosial,
(Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1985 ) , halm 255

*  Ada tiga wilayah filsafat, pertama epistimologi adalah kebenaran dan struktur ilmu

pengetahuan, kedua ontology atau realitas, ketiga adalah axiology atau nilai, seperti kebaikan dan
keindahan, penghutang wajib mengambilakan utang adalah suatu realitas. ( lihat Frasminggi Kamasa
The Age of Deception (Gema Insani , Jakarta, 2012, halm 249 )

* Utang esensinya merupakan tindakan konsumtif yang menggunakan penghasilan dimasa
depan yang masih dalam bentuk harapan ( lihat Hendy Herijanto, Selamatkan Perbankan Demi
Perekonomian Indonesia , ( Jakarta, PT Mizan Indonesia , 2013 ) halm 228
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sudah sulit diﬁarapkan untuk dapat memenuhi kgwajibannya dengan sukarela, oleh -
karena utang ini dikatagorikan sebagai piutang negafa_ dengan éifatnya yang memiliki
hak eksekusitbﬁal, mz.ll.(a- péhyelesaian piutang negara rﬁacét ini harusiah
berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum penyelesaian piutang negara dengan
menggunakan pola penegakan hukum represif 2.

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, fungsi peﬁegakan hukum terikat
oleh problem dan konteks fertentu (keadaan ‘yang dihadapi), ketika keadaan
benar-benar parah, atau dalam keadaan bahaya, tertib hukum harus memiliki potensi
represif, kondisi-kondisi demikian memerlukan persyaratan bagi efektivitas
penegakan hukum, yaitu: menjamin tegaknya keadilan yang benar-benar mampu
untuk memperkuat nilai hukum yang menunjukkan ’altemati.f-altematif pemaksaan,
dan memberikan otoritas kepéda p'e‘nguasa untuk melakukan tindakan-tindakan
hukum dengan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang
menguntungkan negara-.

Setiap tindakan yang dilakukan atau kebijakan yang diBuat oleh pemerintah
mensyaratkan beberapa kepentingan. di. bawah kepentingan yang lainnya. Sebuah
keputusan dari sebuah kebijakan yang merugikan kepentingan lain dan bahkan

menyakitkan, bukan merupakan suatu represi sepanjang keputusan itu dimaksudkan

2 Karakter piutang negara tidak sama dengan piutang non negara oleh karena itu
tindakan hukum otonom / hukum formil yang ditentukan di dalam HIR tidak digunakan. ( lihat M.
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.316.
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untuk menghindari timbulnya- bahayé (kerugian negara). Prosedur diperlukan hanya
untuk menghormé.ti hak-hak seseorang atau mencari cara yang dapat mengurangi atau
membatasi akibat yang membahéyakaﬁ. - |

Di sisi lain, dalam pandangan Philippe Nonet dan Philip Selznick paksaan
tidak harus represif, demikian juga represif tidak harus bersifat memaksa secara
langsung ketika pemerintah mendapatkan legitimasi untuk menegakkan ketertiban
umum dalém keadaan krisis (krisis ekonomi/krisis moneter) yang berpotensi
merugikan keuangan, maka tindakan hukum pemerintah harus mengesampingkan
asas keseimbangan karena yang diperlukan adalah badan khusus yang disesuaikan
dengan ketertiban yang memiliki otoritas subordinasi sebagai lembaga superbody,
sehingga dengan demiki_;dn tindakan hukum pemerintah dapat dirasakan bukan
sebagai tindakan represi. Bentuk represi yang paling potensial yang dilakukan oleh
lembaga superbody ini adalah‘ penggunaan kekuasaén yang diberikan undang-undang
untuk menyidikan dalam upaya melaksanakan kekuasaan. Misalnya, untuk menyita
barang jaminan atau menahan seseofang, menekan pihak yang tidak patuh atau
menghentikan protes, tapi represi juga bisa dilakukan dengan sangat halus, yaitu
mendorong tahapan-tahapan prosedur dan menggali isi perjanjian untuk mendapatkan
suatu penyelesaian yang diakibatkan oleh adanya wanprestasi.

Dalam model hukum represif, implementasi kebijakan akan menghasilkan
penegakan hukum yang efektif bila memenuhi persayaratan sebagai berikut:

1. Tersedianya alat-alat pemaksa untuk melaksanakan tindakan hukum yang dapat

memberikan alternatif-alternatif penggunaan paksaan.



52

2. Dibentuknya institusi hukum - dan prosedur pelayanan,
3. Aturan hukum membgrikan corak otoritéé’bada kekuasaan. ~

Sedéngkah peréturaﬁ pefundaﬁg—undangan dipeﬂukan 'sebagai instrumen
kebijakan publik pada sasaran tunggal. Tujuan serta kepentingan yang beragam
disingkirkan karena program-program publik mengambil alih pola dimensi tunggal
dengan lembaga resmi yang dibentuk sebagai pemegang otoritas yang keputusannya
tidak dapat diganggu gugat (invisibilitas).

Philippe Nonet dan Philip Selznick juga menepikan bila ketertiban dihasilkan
dart hukum otonom, yaitu legitimasi. Legitimasi berarti orientasi dan kelekatan yang
ketat pada prosedur hukum, maka ketertiban tidak lagi dominan dan keadilan menjadi
lamban dan tidak efisien. Oleh karena itu, terhadap kondisi yang sulit atau krisis
moneter _.yang mengakibatkan banyaknya piutang yémg macet, pénegakan hukum
lebih mengutamakan pada sasaran-sasaran yang kongkret harus lebih dominan
dibanding pada orientasi prosedur.

Philippe Nonet dan Philipv Sélzhick juga mengorientasikan teorinya pada
model hukum responsif. Dalam hukum responsif mendorong suatu pendekatan yang
berpusat pada masalah dan integratif secara sosial terhadap krisis yang terjadi. Untuk
mengatasi dampak krisis diperlukan resolusi krisis (iengan tindakan-tindakan hukum
integratif yang mengutamakan asas keseimbangan melalui upaya atau cara
pengampunan atau bernegosiasi yang bertujuan untuk menyusun kembali di mana
agar kerangka kerja atau perjanjian yang sudah dilakukan tetap berjalan, dengan

demikian menempatkan kreditur (Pemerintah) dan debitur dalam kedudukan yang



53

sama, sehingga berbagai m‘asa_lah dapat diselesaikan secara internal, antara lain
dilakukan dengan: restrukturisési, penghapusan (Write Off), pengimpasan pinjaman
(Set Off) dan dana talangan (Bail Out). | |

Menurut Philippe‘Nonet dan Philip Selznick upaya penegakan hukum dalam
model hukum responsif selalu dimenangkan dengan menegakkan asas keseimbangan
melalui cara-cara bernegosiasi, yaitu bila para pihak memiliki kedudukan yang
sama,sedangkan penegakan hukum dalam model_ hukum represif adalah ketertiban
dapat  dimenangkan dengan menegakkan asas subordinat (kedudukan
kreditur/pemerintah lebih tinggi daripada debitur atau para pihak tidak mempunyai
kewenangan atau hak yang sama).

Masing-masing tipe hukum terikat dengan situasi dan keadaan yang dihadapi
dalam kehidupan bémegara. Pénegakan hukumnya juga terikat oleh keadaan yang
dihadapi (problem dan konteks tefteﬁtu). Bahwa agar penegakan hukum berfungsi
efektif, bukan dari pelaksanaan kebebasan atau keleluasaan yang ada pada
lembaga-lembaga yang merespon tuntutan-tuntutan yang bersifat reduksi kekuasaan,
tetapi perlu ditegakkannya otoritas pada lembaga yang merupakan subordinat.

Menurut Phiiippe Nonet dan Philip Selznick; meski tertib hukum dapat
menggunakan paksaan dalam pemenuhan kepentingannya kembali atas sesuatu yang
diinginkannya haruslah bergantung pada kekuasaan tertinggi untuk melakukan
paksaan tersebut, sehingga perlu dibentuk suatu badan khusus yang kedudukannya

sama dengan pengadilan, dan memiliki kekuasaan hak eksekusitorial. Jika debitur
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wanprestasi, maka kreditur mendapat kekuasaan tertinggi untuk melakukan apa saja
menjual atau melelang tanpa mengikuti aturan (prosedur) dalam hukum acara perdata.

Dengah Iﬁemahaman seperti itu, represi tidak harus melibatkan penindasan
dengan kasar (b?atant appression), karena perlakuan seperti ini adalah di luar kontrol
penggunaan kekerasan seperti halnya menegakkan perintah menghentikan proses.
Represi juga bisa sangat halus dan masuk ke dalam bentuk doktrin, asas-asas yang
otoritatif, misalnya konsep keadilan atau prinsip tidak ada orang yang boleh
mengambil keuntungan dari kesalahannya sendiri. Dengan demikian menurut
Nonet-Selznick, meskipun model hukum represif adalah konsep hukum primitif.

Namun, ketika pemegang kekuasaan berada dalam situasi yang sangat sulit betapapun

" negara itu superlibéral dan modern, pasti mereka akan berpaling kepada

mekanisme-mekanisme represi. Mereka rhelakukannya tidak harus bertujuan jahat,
tetapi karena mungkin tidak melihat jalan untuk memenuhi tanggung jawab mereka®.

Menurut Pendapét Philippe Nonet - Philip Selznick, meskipun hukum represif
menyediakan alat lembaga superbody untuk memaksakan ketertiban, ia sangat tidak
kompeten untuk mengamankan klausul-klausul di dalam perikatan perdata. Oleh
karena itu, dalam situasi kondisional, model hukum ini digunakan bukan dalam

kompetensi asas keseimbangan, tetapi dalam kompetensi asas sub-ordinasi, sehingga

* Bandingkan dengan pendapat Nouriel Roubini, bahwa krisis kini menjadi norma baru (new norm
),jika pada masa lalu,yang disebut masa normal adalah tanpa krisis,kini sebaliknya,masa normal adalah masa
dipenuhi krisis, jika dulu krisis adalah abnormal,kini krisis adalah normalitas ( lihat ;Roubini,Nouriel and Stephen
Mihm,2010, Crisis Economics : A Crash Course in The Future of Finance, The Penguin, Press, New York )
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penegakan hukum akan ‘efektif bila badan khusus yang -merupakan lembaga

superbody tidak rhelakukan tindakan hukum deﬁgén dialogis atau dengan negoisasi

E. Konsep
Untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah-istilah dalam
disertasi ini,berikut definisi operasionalnya dari istilah tersebut :
1. Piuténg negara atau hutang kepada negara aaalah jumiah uang yang wajib
dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak

langsung dikuasai oleh. negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau

sebab apapun. Dari pengertian tersebut, maka piutang negara ada dua jenis
piutang negara, yait_ﬁ Piutang Negara Non Perbénkan dan Piutang Negara
Perbankan. -

2. Piutang Negara Pérbankah adalah piufang tak fertagih yang berasal dari tagihan
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bermasalah dan menimbulkan kasus
gagal bayar yang berpoténsi merﬁgikan negara.

3. Gagal b'ayar yang berpotensi " menimbulkan kérugian (negara) adalah
disebabkan ketidaksediaan penerima pinjaman untuk melunasi atau
ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi
utang yang telah disepakati. Ketidaksediaan untuk membayar naik turun dengan
keberuntungan ekonomi sebagai peminjam. Dalam masa cerah, keinginan untuk
membayar pinjaman lebih besar daripada masa sulit. Ketidakinginan membayar

pinjaman erat kaitannya dengan depresi ekonomi, masa pengangguran, dan
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penurunan laba.
4. Piutang tak tertagih bermasalah dan yang berpontesi kerugian adalah

ketidakmampuan peminjam untuk mewujudkan pendapatan dari kegiatan bisnis

yang normal, kesempatan kerja, atau penjualan hartanya.
F. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan

Tema ;;enelitiaﬁ disertasi ini adalah penelitian hukum nommatif, yaitu penelitian
yang bertolak dari postulat-postulat normatif disebut dengan hukum positif dan
doktrin-doktrin yang berkembang. Segi normatif difokuskan pada penelitian ini
dengan menggunakan parameter teori hukum responsif Phillippe Nonet - Philip
Selznick adalah penelitian hukum  terhadap pefatufan hukum  dengan
mendayagunakan data dan bahan lapangan yang secara normatif dapat membantu
menjelaskan persoalan penegakan hukum penyelesaian piutang negara perbankan
pada kasus gagal bayar BLBI. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif
(peraturan perundang—undangan) yang mengkaji sistem norma penegakan hukum
dalam aturan perundang-undangan sebagai landasan penagihan piutang negara pada
kasus gagal bayar piutang tak tertagih BLBI.

Penelitian ini mencoba melakukan pengujian falsifikasi*?, yaitu mencari dan

“ Membandingkan teori itu dengan penerapan hasil penilitian, apakah bersifat positif atau
negatif - suatu putusan positif dapat mendukung teori itu untuk sementara waktu , atau menjatuhkan teori 1tu,
karena tidak mampu diterapkan pada kesimpulan eksperimen praktis. ( Karl R. Popper, The Logic of Scientific
Discovery- diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Saut Pasaribu & Aji sastrowardoyo dengan judul
“logika Penemuan Ilmiah ** 2008, penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta )
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- mengumpulkan data-data Idexigan menggunakan pafameter dua model penegakan
hl;kum, yaitu model penégakan hukum represif dan model penegakan hukum
responsif, sehingga dapét .Vdike.,tahui pada bagian mana penegakan hukum
penyelesaian piutang negara yang efektif dapat dilaksanakan dan pada bagian mana
vang tidak efektif. Parameter ini memandang bahwa penegakan hukum dapat
dilaksanakan dengan tindakan represif oleh lembaga khusus yang memiliki otoritas
dan legalitas hukum materiil dan hukum formil, ataukah dengan tindakan responsif
yang hanya memiliki legalitas semata yang pelaksanaannya sangat terikat dengan
hukum privat. Tujuan kedua penegakan hukum ini adalah sama-sama untuk dapat
menemukan jawaban efektivitas penyelesaian piuténg negara perbankan mengapa
penyelesaiannya harus menggunakan hukum represif.

Metode pendekatgnnya | menggunakan ajaran hukum responsif untuk
mempelajari dan menemukan jawaban dari suatu persoalan penyelesaian piutang
negara perbankan, yaitu piutang tak tertagih yang berasal dari pemberian kredit
likuidasi Bank Indonesia atau Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) yang
berpotensi merugikan negara. Penelitian ini dilengkapi pula dengan pendekatan
historis dan filosofis piutang negara sebagai dasar pemikiran dan perkembangan
peraturan undang-undang keuangan negara yang melandasi filosofis konstitusinya
yang menjadi objek penelitian. Dengan pendekatan historié akan diketahui benang
merah faktor-faktor apa vyang mempengaruhi efektivitas hukum kebijakan

penyelesaian piutang negara BLBI.
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2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah-masalah’hukum ([egal issues), yang diangkat
dalam penelitian ini .dan' suatu rumusan masalah sebagai bertkut:
a. Mengapa pemerintah rﬁenyelesaikan piutang BLBI melalui mekanisme MSAA,
MRNIA dan APU. |
b. Mengapa penyelesaian piutang BLBI harus menggunakan pola penegakan

hukum represif.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini mempergunakan bahan hukum primer (primary sources or
authorities) dan Bahan hukum sekunder (secondary sources or authorities). Penelitian
kepustakaan (library research) dilakukan untuk memperoleh :

Pertama, bahan hukum primer yang berupa :

a. Undang—Undaﬁg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

f  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pérubahan Atas Nomor 23

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
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. Undang-Undang Nomor- 10 vTahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Norﬁor 49 Prp. Tahun 1960 tentang .Par.l.itia Urusan Piutang
Negara (PUPN).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
(BUMN).

. Undang-Undang Nomior 20 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

. Keppres (Keputusén Presiden) Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga
Pembiéyaan.

. Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan
Piutang dan Lelang Negara.

. Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 26 Tahun 1998 tentang Program
Penjaminan Pemerintah.

Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 9§ ‘Tahun 1998 tentang Pengadilan
Niaga.

Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 27 Tahun 1998 tentang Badan

Penyehatan Perbankan Nasional.
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Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 84 Tahun 2001 tentjmg Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di
Lingkilﬁ gan Departemen ‘Keuangan. | |

Keppres (Képutusan Presiden) Nomor 56 Tahun 202 tentang Restrukturisasi
Kredit Usaha Kecil dan Menengah.

Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan
Kepasﬁan Hukum Keﬁada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya
atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajiban
Pemegang Saham.

Peraturan . Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Penghépusan Piﬁtang Negara/Daerah.

aa.

bb.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005.
KMK (Keputusan Menteri Keuangan) Nomor 61/KMK.08/2002 tentang Panitia

Urusan Piutang Negara (PUPN).

KMK (Keputusan Menteri Keuanganj Nomor 300/KMK.01/2002 tentang

Pengurusan Piutang Negara.

KMK (Keputusan Menteri Keuangan) Nomor 305/KMK.01/2002 tentang
Pejabat Lelang.

KMK (Keputusan Menteri Keuangan) Nomor 306/KMK.01/2002 tentang Balai

Lelang.
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PMK (Peraturan Menteri‘Keuangan) Nomor 31 ‘/PMK.07/20_05 tentang Tata
Cara Pengajuan Usul, ' Penelitian, dan Penetapan -Penghapusan Piutang
Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara /Daerah.

PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor‘ 112/PMK.07/2005 tentang
Perubahan Atas PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 31/PMK.07/
2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan
Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/ Daerah.
PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 84/PMK.012/2007 tentang
Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah.

PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 6/-10/PBI/2004 tentang Sistem

Penilaian Kesehatan Bank Umum.

PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 7/12/PBI/2005 tentang Penilaian
Kualitas Aktiva Bank Umum.
.PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 8/15/PBI/2006 tentang Mediasi

Perbankan.

PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 9/16/PBI/2007 tentang Perubahan
Kedua Atas PBI Nomor 7/2/PB12005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank
Umum.

PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umnum.

. SE-BI (Surat Edaran Bank Indonesia) Nomor 6/ 23/ DPNP tanggal 31 Mei

2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat kesehatan Bank Umum.
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Il Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud20/VII/2006 tanggal 16
Agustus 2006.

Melalui bahaﬁ-bahén hukum inilah diharapkén akan ditemukan ke arah mana
perkembangan penegakan hukum penyelesaian piutang negara perbankan BLBI,
apakah. menuju penegakan hukum responsif ataukah menuju penegakan hukum
represif, sehingga dapat diketahui falsifikasi, mengapa penerapan model penegakan
hukum yang dilaksanakan pemerihtah tidak efek"ﬁif dibandingkan dengan model
penegakan hukum represif.

Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum pﬁmer, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah dari
kalangan ahli hukum dan non hukum yang relevan dengan obyek penelitian ini,
risalah persidangan pembentukan Undang-Undang,.

Ketiga, bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primér dan sekunder berupa kamus dan ensiklopedi.
4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka.
Penelitian kepustakaan (library research) dilakukan untuk memperoleh bahan hukum
primer (primary sources or aquthorities) dan bahan hukum sekunder (secondary

sources or authorities).
5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
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Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan
sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi
~ terhadap bahan-bahan hukum tersebuf untuk memudahkan pekerjaan analisis dan
konstruksi.

Data yang berupa peta jumlah BLBI bermasalah pada BPPN yang sudah dan
belum diselesaikan, putusan Mahkamah Agung tentang Piutang Kasus BLBI,
kemudian data mengenai penyelesaian dan dokurﬁgan penyelesaiaﬁ utang BLBI yang
bermasalah yang masih ditanggung oleh debitur dan dalam proses akan disusun
dalam bentuk tabel. Data yang sudah disistematisasi kemudian dianalisis secara
kualitatif dengan cara menginterpretasikan, menguraikan dan menyusun secara

sistematis logis sesuai dengan tujuan penelitian.

G. Keaslian Penelitian.

Disertasi dengan Judul Penyelésaian Utang BLBI dalam kajian Hukum
Represif dan Responsif adalah asli dibuat oleh peneliti dan setidaknya menurut
pengetahuan penulis, belum pemnah ada penelitian yang menggunakan kajian hukum
represif dan responsif. Walaupun pernah diadakan penelitian yang dilakukan oleh
Hassanain Haykal dimana disertasinya lebih menitik beratkan pada kajian substansi
MSAA, yang diberi judul “Perjanjian Penyelesaian Kewajiban BLBI Dalam Bentuk

MSAA Dan Pergeseran Hukum Privat Ke Hukum Publik Dalam Penerapan Klausula
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- R & D. Disertasi 1ni telah dipertahankan di depan dewan penguji, pada Pendidikan

Pasca Sarjana S-3 Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan Bandung. Penelitian
lainya adalah daﬁ Bank Indonesia ierhadap kasus BLBvaRiset 'Bank‘Indonesia/Satgas
BLBI dengan HLB Hadori & Rekan bekerjasama dengan Law Office Soehardjono &
Asssociates — Indonesia, dengan judul “BI dan BLBI Suatu Tinjauan dan Penelian
Aspek Ekonomi, Keuangan dan Hukum Banttuan Likuiditas Bank Indonesia” pada
Desember 2003 daﬁ kemudian juga ada penelitian dari aspek tindak pidana yang
merupakan hasil pengolahan dai’i sebuah buku yang berjudul BLBI Ekstraordinary

Crime.yang ditulis oleh Djony Edward.
H. Sistematika peneiitian

Penulisan disértasi berjudul “Penyelesaian Utang BLBI dalam Kajian Hukum
Responsif dan Represif, ” dibagi dalam empat bab.

Bab pertama “Pendahuluan” yang secara singkat mengemukakan latar
belakang terjadinya penyelesaian utang BLBI dan kesulitan menyelesaikan utang
BLBI yang disebabkan oleh beberapa kelemahan penegakan hukum termasuk
permasalahan lemahhya badan khusus yang menyelesaikan utang BLBI , sehingga
dirasa perlu untuk melakukan penelitian mendalam mengenai penyelesaian utang
BLBI dalam kajian hukum represif dan responsif dengan menggunakan teori
Philippe Nonet - Philip Selznick. Penelaahan perlu dilihat dari langkah-langkah
tindakan hukum dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini dipilih dua tindakan hukum,

yaitu tindakan hukum responsif dan represif.
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1. Mekanisme penyelesaian; dengan pola tindakﬁn ~hukum responsif yang
dilaksanakan pemerintah untuk menarik kembali uwang negara dari BLBI
yang disélufkan oléh Bank Indonesia kepéda perbankéﬁ vyanvg mengakibatkan
kasus gagal bayar berpotensi merugikan negara, yang ternyata penyelesaian
lamban tidak efektif dan berbelit—belit; sehingga sampai sekarang kasus gagal
bayar BLBI ini belum dapat diselesaikan dan menambah beban kerugian
kerugian negara.

2. Mekam;sme penyelesaian dengan pola tindakan hukum represif yang justru
selama ini dikesampingkan oleh pemerintah, padahal badan khusus untuk
menagih piutang piutang negara ini sudah tersedia, kedudukan hukumnya
lebih kuat dibandingkan _-deﬁgan bentukan baru pemerintah era reformasi.
Akan tetapi, oleh Mah_kamah Konstitusi norma hukum kewenangan lembaga
ini sebagai penagih piutang negafa pérbankan telah dihapuskan.

" Penelitian akan beranjak dari dua pertanyaan: |

1. Mengapa pemerintah menyelesiakan utang BLBI melalui mekanisme MSAA,
MRNIA dan APU.

2. Mengapa penyelesaian Utang BLBI seharusnya menggunakan pola penegakan
hukum represif.

Dalam bab ini pembahasan akan dilakukan berdasarkan landasan teori ilmu
hukum responsif dan analisis teori ilmu hukum ekonomi dan untuk mendapatkan
gambaran permasalahan di atas, maka digunakan beberapa konsep yang menunjang

teori agar pembahasan penelitian disertasi ini dapat menjawab argumen kajian teori
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‘hukum responsif dan sekaligus mengkonstruksi teorinya. Konsepnya -sendiri tetap

berguna untuk membangun'landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini.
Dalam bab ini juga dijélaékaﬁ menggunakan data kuatitétif dan menerapkan dua
metode penelitian yuridik normatif dan penelitian lapangan.

Bab Kedua dengan judul Penyelesaian Utang BLBI, yaitu untuk mempelajan
pengertian piutang negara, Prinsip-Prinsip Penyelesaian Piutang Negara, kewenangan
BI dan Pengertian BLBI dan Bl dalam merespon kasus gagal bayar yang disebabkan
oleh kredit likuiditas yang kewenangannya diambil alih oleh pemerintah melalui
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), penyelesaién BLBI mengenai

MSAA, MRNIA dan APU sampai sejauh manakah penyelesaiannya. Dan untuk

" mengetahui efektivitas hukum terhadap pola penyelesaian yang telah dilakukan oleh

pemerintah (BPPN).

Bab ketiga dengan judul Penyelesaian Piutahg BLBI Dengan Pola Hukum
Represif, sehingga akan diketahui seberapa efektif regulasi dapat menyelesaikan
permasalahan perbankgn dan mekanisme tindakan hukum dengan pola hukum
represif adalah bagaimana sinkronisasi tindakan hukum pemerintah agar tetap
menggunakan prinsip-prinsip hukum penyelesaian piutang negara dan sebagai bahan
perbandingan dikemukakan juga penyelesaian dengan hukum represif yang dilakukan
oleh negara Jepang.

Bab keempat Penutup, yaitu menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran
yang menguratkan mengenai jawaban permasalahan yang diajukan dalam disertasi ini

dan ada beberapa saran terhadap pemerintah.
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BABII
PENYELESAIAN UTANG BLBI

A. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
1. Pengertian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

BLBI adalah terminologi yang digunakan untuk mengelompokkan seluruh
bantuan likuiditas BI kepada perbankan, di luar Krédi_t Likuiditas Bank Indonesia
(KLBI). Dilihat dari besarhya dana dan perhatian masyara-kat, BLBI adalah
bantuan likuiditas BI kepada sejumlah bank yang terjadi pada waktu krisis
keuangan melanda sektor perbankan.

Kirisis yang melanda Indonesia mulai menyangkut sektor perbankan pada
waktu timbul masalah kekurangan likuiditas '(Ziquidity rﬁismatch), semula hanya
menyangkut beberapa baﬁk, tetapi kemudiap menjadi sistemik. Krisis likuiditas
secara sistemik yang dialami perbankan dimulai sekitar pelaksanaan kebijakan
pencabutan izin usaha atau likuidasi térhadap 16 bank. Kepercayaan terhadap
rupiah yang menurun sejak terjadi gejolak moneter bulan Juli 1997 menjadi Iebih
buruk lagi setelah diterapkan sistem nilai tukar yang mengambang secara bebas
pada pertengahan Agustus 1997. Pembelian mata uang dolar (dollar AS) atau
penjualan aset rupiah banyak dilakukan yang dimulai oleh pelaku pasar asing,
tetapi kemudian diikuti oleh pelaku pasar dalam negeri dan akhirnya ﬁa_ra pemilik
dana yang menyelamatkan aset rupiah mereka dari kemerosotan nilainya sebagai
akibat depresiasi yang drastis. Pemerintah berusaha mempertahankan nilai rupiah

dengan melakukan pengetatan moneter, melalui tindakan fiskal — pengurangan
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pengeluaran rutin maupun pembangunan dari APBN; kebijakan moneter —
langkah BI menghentikan pembelian Surat ber_harga Pasar Uang (SBPU) bank-
bank dan meningkatkan suku bunga SBI sampai lebih daﬁ dua kali lipat; dan
tindakan administratif — instruksi Menteri Keuangan kepada berbagai Yayasan
dan BUMN untuk mengalihkan deposito mereka menjadi SBL'

Sebagai akibat dari kebijakan pemerintah di atas, masalah keketatan
likuiditas sangat dirasakan perbankan selama periode Oktober-Désember 1997.
Dalam periode sebelum pencabutan izin usaha 16 bank, goncangan di masyarakat
dimulai dengan banyak beredarnya selebaran gelap yang memuat daftar nama
bank yang diberitakan bermasalah dan akan ditutup. Setelah 16 bank likuidasi,
beredar lagi berbagai selebaran éelap yang menunjukkan daftar bank yang akan
terkena likuidasi tahap kédua.

Keputusan likuidasi sendiri, semula memperoleh tanggapan positif, tetapi
reaksi yang tidak proporsional dani berbagai pihak, seperti penuntutan Gubernur
BI dan Menteri Keuangan ke PTUN oleh pemilik Bank Andromeda dan Bank
Jakarta bersamaan dengan beredamya berita akan dilakukan penutupan bank tahap
kedua, telah ﬁlenimbulkan suasana panik di antara para nasabah bank. Semua ini
telah mendorong proses penyelamatan dana oleh para nasabah bank, yang
kemudian mendorong perbankan yang sudah beberapa lama mengalami distress
masuk ke dalam krisis, terutama bagi bank-bank yang mengalami penarikan dana
nasabah secara besar-besaran atau bank runs. Proses penarikan dana secara besar-

besaran dan bersamaan berlangsung dari bank-bank yang dipandang kurang aman

"l Soedrajat Djiwandono, Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis, (Jakarta:
LP3ES, 2008), him 250.

Y
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atau “berisiko tinggi” ke bank-bank yang dianggap lgbih aman, termasuk proses
pemindahan dana dan rupiah ke dolar AS. Dfari yang terakhir sebagian ditransfer
ke luar negeri menjadi Bagian dari pelarian modal. | .

Keketatan likuiditas terjadi secara umum sebagai implikasi dari
pelaksanaan kebijakan pemerintah mempertahankan niléi rupiah serta karena
adanya tindakan penyelamatan dana nasabah menghadapi gejolak dan
‘ketidakpastian di masyarakat. Untuk sebagiaﬁ bénk—bank, kekurangan likuiditas
diatasi dengan meminjam dari sesama bank melalui Pasar Uang Antar Bank
(PUAB) dengan suku bunga yang sangat tinggi, sampai mendekati 100 persen.
Untuk bank-bank yang lain, satu-satunya jalan yang terbuka adalah mengajukan
permintaan bantuan likuiditas kepada BI.

Pada waktu itu, rupiah terus menderita tékanan karena perkembénga.n
masalah yang jugav menyangkut ketidakpastian lsosial politik, seperti beredamya
isu memburuknya Presiden pada minggu ketiga Déseinber 1997, dan preferensi
Presiden mengajukan Prof. Habibie sebagai calon wakil presiden, pada Januari
1998. Pada waktu itu, perbankan luar negeri mulai menunjukkan ketidak-
percayaan mereka terhadap bank-bank nasional, ditkuti dengan penghentian
pembenan fasilitas kredit kepada banyak bank nasional serta penolakan L/C yang
dibuka bank-bank nasional. Mendekati akhir Januann 1998, ketidakpastian pasar
diperkuat dengan munculnya isu akan diterapkannya sistem nilai tkar tetap

dengan suatu dewan mata uang (CBS).2

2 Ibid, him 256-267.
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Situasi mulai lebih memanas setelah makin banyak tuntutan untuk
refon;asi ekonomi, sosial, dan politik di masyarakat. Tuntutan-tuntutan tersebut
dalam wakﬁ cepat berkembang menjadi kerusuhan sosial dengan aksi
pembakaran, perampokan dan pemerkosaan di J akarta dan di berbagai kota lain,
yang berakhir dengan mundurnya Presiden Soeharto tanggal 20 Mei 1998.

Ketegangan dan kerusuhan sosial terus berlangsung, bahkan setelah pergantian

oleh Presiden B.J. Habibie, dan baru mereda akhir Agustus 1998.
2. Jenis-Jenis Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Perlu kiranya dilihat lebih lanjut apa sebenarnya BLBI, definisinya,
landasan peraturannya, dan maksud yang dituju. BLBI adalah fasilitas Bank
Indonesia yang digunakan untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan
sektor perbankan agar jangan terganggu karena ketidakseimbangan (mismatch)
antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank, baik jangka pendek
maupun panjang. Dalam operasinya, fasilitas yang dimasukkan dalam kategori ini
banyak jenisnya, masing-masing disusun untuk membantu bank menyelesaikan
masalah kekurangan likuiditas sesuai dengan kondisi bank serta sifat masalah
yang dihadapi.’

Bantuan likuiditas untuk bank, yang di dalam perekonomian negara-negara
berkembang, seperti Indonesia merupakan pelaksanaan paling vital sistem
pembayaran nasional adalah sangat penting untuk menjaga kestabilan dan

mendukung perkembangan ekonomi nasional. Karena itu, berbagai skim yang

3 Ibid, him 23.
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- digunakan BI untuk menyelenggarakan kegiatan ini melekat pada posisinya
sebagai bank sentral. | o

Bantuan Likuiditas BI (BLBI), sebagai teljemahaﬁ dari konsep liquidity
supports dalam perbankan, baru dikenal di Indonesia sejak awal 1998. Berbagai
pemberitaan di media massa, seolah-olah menggarisbawahi kecuﬁgaan adanya
keanehan praktik dalam pemberian bantuan likuiditas ini dengan mengatakan,
bahkan pemberian bantuan likuiditas ini telah diiakukan BI sebelumnya (sebelum
krisis).

Istilah BLBI memang baru muncul dan langsung menjadi bahan
pergunjingan di masyarakat, semenjak Indonesia menjalankan program pemulihan
ekonomi dengan dukungan IMF dalam rangka pinjaman siaga. Dalam dokumen
| IMF, berbagai fasilitas yang diberikan BI dalam membantu perbankan ini disebut
liquidity supports.

Untuk membedakahnya dengan istilah yang sangat dikenal masyarakat,
Kredit Likuiditas BI (KLBI), berbagai skim fasilitas bantuan BI kepada perbankan
ini disebut Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sedangkan pengertian
KLBI adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai skim kredit
likuiditas BI untuk mendukung program pemerintah, seperti skim-skim kredit
KUD, Kredit Usaha Tani, kredit koperasi, kredit pengembangan BPR-Syariah,
kredit kepada Bulog, dan sebagainya.

Dalam artt yang luas, BLBI merupakan Bantuan Likuiditas Bank

Indonesia di luar KLBI. Akan tetapi, bantuan likuiditas yang termasuk dalam



72

pengertian tersebut sebenarnya meliputi 15 macam fasilitas yang dapat
dikelompokkan ke dalam 5 jenis, yaitu :

a. Fasilitas dalam rangka mempertahankan kestabilan sistem pembayaran
terhadap gangguan dari timbuilnya kesenjangan atau mismatch antara
penerimaan dan penarikan dana yang dihadapi bank-bank. Yang termasuk
dalam fasilitas ini adalah fasilitas diskonto atau Fasdis I, yang berjangka
sangat pendek, dan Fasdis II, yang bexjangl@ lebih panjang.

b. Fasilitas dalam rangka Operasi Pasar Terbuka (OPT) untuk mendukung
bekerjanya program moneter, dalam bentuk pembelian Surat-surat Berharga

Pasar Uang (SPBU) atau surat utang yang dikeluarkan bank-bank dilakukan

melalui lelang.

c. Fasilitas dalam rangka penyehatan (nursing atau rescue) bank bermasalah
dalam beﬁtuk Kredit Likuiditas Darurat (KLD) dan kredit subordinasi
(SOL). |

d. Fasilitas untuk menjaga kestabilan sistem perbankan dan sistem pembayaran
untuk menénggulangi dampak dari penarikan dana perbankan secara besar-
besaran dan‘sistemik (bank runs), dalam kaitan fungsi BI sebagai lender of
the last resort. Fasilitas ini berupa pemberian izin penarikan dana dari giro
cadangan wajib atau Giro Wajib Minimum (GWM), saldo negatif atau saldo

~ debet atau overdraft rekening bank di BI.

e. Fasilitas untuk mepertahankaﬁ kepercayaan masyarakat pada perbankan

dalam bentuk dana talangan untuk mebayar kembali dana nasabah bank-

bank yang dicabut izin usahanya atau Bank-bank Dalam Likuidasi (BDL),
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untuk pelaksanaan sistem penjaminan menyeluruh (blanket guarantee), dan

pembayaran kewajiban luar negeri bank ~perbankan nasional (trade finance

dan interbank debt exchange offer).

3. Landasan Hukum BLBI*

BLBI kepada perbankan didasarkan pada beberapa peraturan perundang-

undangan:

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bénk Sentral, pada pasal 29

ayat (1) dan pasal 32 ayat (3), serta Penjelasan Umumﬁya. Ketentuan-
ketentuan tersebut mengatakan bahwa “BI dapat memberikan kredit
likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam
keadaan darurat” dan bahwa....sebagai lender. of last resort Bank Sentral
dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi
kesulitan-kesulitan likuiditas kepada bank-bank untuk méngatasi kesulitan-

kesulitan likuiditas yang dihadapi dalam keadaan darurat.

. Pasal 37 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 yang mengatakan bahwa

“Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan
kelangsungan usailanya, maka Bank Indonesia dapat mengambil tindakan
lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasannya
dikatakan bahwa BI dapat melakukan langkah untuk menyelamatkan bank
yang mengalami mas;ilah yang rhembahayakan kelangsungan usahanya,

sebelum dilakukan pencabutan izin usahanya dan/atau tindakan likuidasi.

* Ibid, hlm 14.



74

Langkah penyelamatan tersebut dilakukan terhadap bank sebagai lembaga
k;percayaan maéyarakat. |

Pasal 2 abyat- (1) Keputuéaﬁ Presiden No. 120 Tahﬁn 1998 yang mengatakan
“Bank Indonesia dapat memberikan jamiﬁaﬁ atas pinjaman luar negeri
dan/atau atas pembiayaan perdagangan internasional yang dilakukan oleh
bank”.

Pasal 1 Keputusan | Presiden No. 26 Tahun 1998 yang mengatakan
“Pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran bank umum
kepada pemilik simpanan dan kreditumya akaﬂ dipenuhi” dan

Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden No. 1998 yang mengatkan ‘“Pemerintah

memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan

Rakyat”.

. Petunjuk-petunjuk dan Keputusan Presiden pada Sidang Kabinet Terbatas

Bidang Ekku Wasbang dan Prodis pada tanggal 3 September 1997.
Keputusan tersebut antara lain meﬁyebutkan, “Krisis di beberapa negara
menunjukkan bahwa sektor keuangan — khususnya perbankan — merupakan
unsur yang sangat penting dan dapat menjadi pemicu serta memperburuk
keadaan. Untuk itu kepada Saudara Mentéli Keuvangan dan Saudara
Gubernur Bank Indonesia saya minta untuk mengambil langkah-langkah
sebagai berikut:

1) Bank-bank nasional yang sehat, tetapi mengalami kesulitan ikuiditas

untuk sementara supaya dibantu;
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2) Bank-bank vyang nyata-nyata tida_k_ se_hat supaya diupayakan
penggabungan atau akuisisi dengan bank;bank lainﬁya yang sehat. Jika
upaya ini tidak berhasil, supaya dilikuidasi sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku dengan mengamankan semaksimal mungkin

para deposan, terutama para deposan kecil”.

4. Hubungan Kebijakan Pemerintah Dengan Bantuan Likuiditas Bank

Indonesia®

Keketatan likuiditas semenjak dilakukan langkah-lar-lgkah untuk
memperkuat nilai rupiah bulan Agustus 1997 menimbulkan tekanan pada sektor
perbankan dan sektor riil perekonomian nasional. Menghadapi masalah yang
meluas ini disadari bahwa langkah-langkah kebijakan pemerintah juga harus
menyangkut keseluruhan perekonomian nasibnal. -Oleh karena itu, dalam Sidang
Kabinet Terbatas 3 September 1997 diputuskan kebijakan yang bersifat
menyeluruh, menyangkut 10 butir langkah. Untuk sektor perbankan diputuskan
sebagai berikut:

a. Bank-bank nasional yang sechat, tetapi mengalami kesulitan likuiditas
sementara sﬁpaya dibantu.

b. Bank-bank yang nyata-nyata tidak sehat, supaya diupayakan penggabungan
atau akuisisi dengan bank-bank yang sehat. Jika upaya ini tidak berhasil,
supaya dilikﬂaidasi sesﬁai dengan perundangan yang berlaku dengan

mengamankan semaksimal mungkin para deposan, terutama para deposan

> Ibid., hlm 275.
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kecil. D1 dalam Lol I, 31 Ok_tober 1997, disebutkan beberapa hal sebagai

berikut : |

1) Pemerintah tidak menjamin pembayaran kembali kewéjiban bank-bank
dalam likuidasi (BDL), kecuali untuk depoéan kecil sampai maksimal
Rp. 20 juta. Pengembalian dana deposan kecil ini akan dilaksanakan oleh
BI dengan pembiayaan pemerintah.

2) Pemerintah akan secara bertahap menghilangkan operasi fiskal secara
terselubung yang dilakukan BI, seperti pemberian KILBI untuk berbagai
program pemerintah, dan akan menunjukkan semua subsidi yang
diberikan pemerintah dengan mencantumkannya secara transparan di
dalam APBN (butir 35).

3) BI akan menyempurnakan fungsinya sebagai lender of last resort (butir
36).

Di dalam Lol II,.15 Januan 1998, antara lain disebutkan: pada pertengahan
Nopember 1997, banyak bank mengalami masalah kekurangan likuiditas, dan
tidak dapat memperoleh likuiditas dari pasar uang antar bénk, meskipun bersedia
membayar suku bunga lebih tinggi dari 75 persen. Pada waktu yang sama,
sejumlah bank menjadi sangat likuid melakukan transaksi likuiditas antar bank
dengan suku bunga Jakarta Inter-Bank Offer Rate (JIBOR) sekitar 15 persen.
Sementara -segmentasi 1ni berlangsung dan tekanan terhadap perbankan
berlangsung terus, Bank Indonesia terpaksa harus mengambil tindakan, yaitu
memberikan bantuan likuiditas kepada bank-bank yang dalam keadaan distress,

sambil menarik likuiditas dari bank-bank lain yang mempunyai kelebihan

i
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likuiditas. Dengan cara ini, suku bunga JIBOR naik _sampai menjadi 30 persen
pada Desember (butir 15). -

Butir-butir tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembeﬁan bantuan
likuidasi kepadé perbankan yang diberikan BI pada waktu terjadi krisis likuiditas
pada sejumlah bank mefupakan "langkah yang terpaksa >diambil BI dengan
mengacu kepada kebijakan pemerintah serta peraturan perundangan  yang
mendasari kegiatannya sebagai bank untuk selﬁruh perbankan., Keadaan yang
dihadapi merupakan masalah sangat besar yang memerlukan penanganan segera.
Akan tetapi, sekaligus disadari bahwa langkah ini merupakan suatu tindakan yang
terpaksa karena berkembangnya suasana distress menjadi krisis dalam perbankan.

Di dalam butir 36 dari Lol I dinyatakan. bahwa segala sesuatu yang
berkaitan dengan penyelenggaraan lender of last resort dari B akan diperbaiki
dan disempurnakan. Petunjuk Presideﬁ 3 Septembef 1997 dan Lol tersebut
menjelaskan kebijakan membantu likuiditas bank—bank yéng menghadapi masalah
likuiditas secara jelas. Dalam kaitan ini, pernyataan para mantan Menkeu setelah ‘
memberikan penjelasan kepada Panja BLBI-DPR, bulan Februari, bahwa BI salah
menginterpretasikan kebijakan pemerintah sebetulnya tidak tepat. Tindakan yang
dilaksanakan BI memberikan BLBI kepada perbankan yang mengalami masalah
likuiditas bukan salah menginterpretasikan kebijakan pemerintah. Langkah
tersebut - sebagal kebijakan, bukannya tanpa ketentuan perundangan yang
mendasari.

Menghadapi masalah perbankan yang secara sistem terancam kebangkutan

dan ambruknya sistem pembayaran nasional, maka pada 26 Januari 1998
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pemerintah mengcluarkan peraturan tentang penjaminan secara menyeluruh dana
nasabahgdan pinjaman perbankan nasional dengan Keppreé No. 26 Tahun 1998.
Pemerintah juga membentuk Bédan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang
ditugaskan untuk melaksanakan sistem penjaminan ményelumh tersebut serta
melaksanakan langkah-langkab untuk menyehatkan atau melikuidasi bank-bank
bermasalah yang diserahkan oleh bank Indonesia. Pemerintah juga berjanji untuk
meningkatkan transparansi di dalam penyelenggaraan kebijakan yang dilaksana-
kannya. |

Pada Juni 1998, pemerintah mengeluarkan keputusan tenfang penjaminan
atas pinjaman luar negeni bank-bank nasional dengan Keppres No. 120 tahun
1998. Skim penjaminan ini disediakan untuk trade finance dan interbank debt
vexchangeb Oﬁ’e;; sesuai dengan kesepakatan Frankfurt dalam rangka penyelesaian
pinjaman korporasi yang menyangkut sektor perbankan, bulani Juni 1998. Sebagai
kelanjutan restmkﬁﬂsasi perbankan, pada Agustus 1998 pemrintah mengu-
mumkan paket restrukturisasi perbankan }}ang menyeluruh yang terdini dari dua
bagian :

a. Membangun kembali perbankﬁn yang sehat melalui:

1) Menyusun program rekapitalisasi

2) Menyempurnakan ketentuan perbankan

3) Meningkatkan penegakan ketentuan

b. Melakukan percepatan restruktunsasi perbankan.
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a. Kebijakan Bank Indonesia tentang BLBI

Pada awalnya, BI menangani _bank_—bank yang bermasalah dengan
mengacu pada pasal 37 ayat 2 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan secara
kasus per kaéus. Menurut ketentuan tersebut, kalau BI .menilai suatu bank
mengalami masalah yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka BI dapat
melakukan berbagai langkah, yakni dari menambah modal sampai sampai
mendorong adanya akuisisi oleh bank lain atau melakukan tindakan lain sesuai
ketentuan perundangan yang berlaku. .Se.dangkan _ kalau. bank tersebut
membahayakan sistem perbankan dan tindakan yang dilakukan belum mencukupi,
maka BI dapat mengusulkan kepada Menteri Keuvangan agar dilakukan
pencabutan izin usahanya.® |

Pada akhif 1996, Gubernur B.I dengan dida'nipingi_ dua Direktur BI bidang
pengawasan bank dan Mensesneg ﬁlengajukan sejumlah _kasus bank-bank
bermasalah kepada Presiden, termasuk usulan untuk mencabut izin usaha tujuh
buah- bank. Petunjuk Presiden adalah agara terlebih dahulu diselesaikan peraturan
likuidasi bank. Pada waktu itu, peraturan tentang likuidasi bank belum ada.
Likuidasi bank.haru.s didasarkan pada peraturan likuidasi pérusahaan biasa. Salah
satu kendalanya adalah bahwa menurut ketentuan kepailitan yang ada, tidak
dimungkinkan menentukan bank yang dilikuidasi memberi hak pemegang
deposito dan tabungan untuk memperoleh kembali dana mereka lebih dahulu dari
tagihan-tagihan lain terhadap bank. Selain itu, agar pelaksanaan likuidasi bank

memperhatikan suasana sosial-politik menjelang pelaksanaan pemiliban umum.

‘ 8 HLB Hadori & Rekan, Studi Keuangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, B1, 2002
him 45.
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Pada April 199’_7, hal yang sama diajukan lagi kepada Presiden dengan
pertimbangan telah diterbitkan peraturan yang lebih memadai untuk pelaksanaan
likuidasi bank. Pada akhir Desember 1996, telah dikeluafkan PP No. 68 Tahun
1996 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan
Likuidasi Bank sebagai landﬁsan pencabutan izin usaha bank. .Sejumlah bank
mengalami masalah yang kondisinya sulit untuk disehatkan kembali. Beberapa di
antaranya sebelumnya pernah akan dibeli oleh berbagai pihak, tetapi pada
akhirnya sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, jalan yaﬁg paling baik ditempuh
adalah melikuidasi bank-bank tersebut. Terhadap usulan ini, Presiden memberikan
persetujuan, namun pelaksahaannya agar menunggu setelah Pemilu Mei 1997.
Malangnya, krisis keuangan mulai rﬁenyerang Indonesia pada Juli 1997, sebelum
likuidasi sejumlah bank benar-benar dilaksanakan. Perlu dikemukakan di sini,
bahwa ketujuh bank tersebut akhimya mérupakan bagian dari keenam belas bank
yang dilikuidasi pada Népember 1997.

Sebagai bagian dari program stabilisasi dan pemulihan ekonomi-keuangan
Indonesia dengan bantuan IMF, di dalam restrukturisasi perbankan, dimasukkan
suatu rencana pencabutan usaha sejumlah bank bermasalah yang tidak ber-solven.
Di dalam pembahasan untuk mempersiapkan pinjaman siaga, BI mengajukan
masalah perbankan dan langkah-langkah yang terbuka untuk dilakukan, termasuk
pencabutan izin usaha bank-bank tidak solven, di hadapan tim Indonesia untuk
mempersiapkan program dengan mengajukan permintaan pinjaman siaga kepada
IMF. Dalam pembahasan akhirnya disepakati untuk mengajukan usul pencabutan

izin usaha terhadap 16 buah bank kepada Presiden. Langkah pencabutan usaha
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bank-bank ini dilakukan pada tanggal 1 Nopember 1997 sebagai langkah awal
dari program restrukturisasi dan reformasi den_a; dukungan IMF.

Keketatan likuiditas yaﬂg semula disebabkan‘ kebijakan pengetatan

likuiditas bulan Agustus, ternyata meningkat menjadi krisis likuiditas setelah
dilaksanakan likuidasi 16 bank tersebut. Banyak bank meﬁgalami saldo debet
dengan BI. Menghadapi masalah ini, Bl mengambil langkah untuk mepertahankan
kestabilan sistem pembayaran nasional dan i)erbankan denganv memberikan
dispensasi bank-bank yang mengalami saldo debet untuk ikut kliring.

Saldo debet yang dialami sejumlah bank kemudian dikonvérsikan menjadi
fasilitas diskonto agar persyaratan dan pengikatan jaminannya lebih jelas. Pada
akhir 1997, Gubermnur BI mengirim surat kepada Prg;siden untuk mengatasi
masalah saldo debet yang makin banyak dialami bank untuk dikonversikan ke
dalam instrumen yang jangkanya lebih lama dengaﬁ pérsyaratan yang lebih tegas,
yaitu SBPU Khusus. Hal ini diajukan sebagai usul képada Presiden karena
disadari bahwa krisis yang berjalan tampak tidak dapat berlalu dalam waktu -
singkat. Usulan tersebut disetujui Presiden yang dituangkan vdalam surat
Mensesneg kepada Gubernur BI No. R 183/M.Sesneg/12/1997 tertanggal 27
Desember 1997.

Pada April 1998, diambil tindakan oleh BPPN untuk membekukan 7 bank
menjadi Bank Beku Operasi (BBO), dan mengambil alih 7 bank menjadi Bank
Take Over (BTO). Pada Agustus 1998, dilakukan pembekuan operasi terhadap 3
bank dan tetap memberlakukan BTO terhadap 4 bank dengan rencana untuk

merger. Ternyata reaksi pasar terhadap langkah-langkah ini tidak seburuk waktu
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dilakukan penutupan terhadap 16° bank. Mungkin pasar telah terbiasa dengan
kebijakanépencabutan 1zin usaha bank. Pelaksanaan pembekﬁan operasi bank juga
tampak dapat diterima pasar dah vtidak menimbulkén kegoncangan.

Masalah ini, setelah semuany'a terjadi, mér_nang mengganggu untuk
kembali dipikirkan. Penutupan bank yang tidak solven memang harus dilakukan.
_ Akan tetapi, kapan sebaiknya dilakukan dan bagaimana cara penutupan dilakukan
tanpa menggoyahkan sistem perbankan, memérlukan persiapan yang benar-benar
matang dan hati-hati. Secara teoretis, penutupan bank sangat tidak tepat untuk
dilakukan pada waktu kepefcayaan pasar sedang goyah. Akan tetapi, pada waktu
tidak ada masalah, menutup bank juga tidak mudah. Dalam mempersiapkah
tindakan menutup bank, perlu diperhitungkan pula mengenai dampaknya terhadap
sistem pembayaran karena menyangkut pembekuan operasi atau tidak ikut kliring
terlebih dahulu sebelum pencabutan izin usaha, atau vlang;sung menutupnya,
kemudian juga mehyangkut bank sebagai lembéga keuangan yang vital dalam
penyelenggaraan sistem pembayaran nasional atau lembaga keuangan non bank.
Demikian pula, pertanyaan mengenai ada tidaknya jaminan terhadap pemilik dana
bank dan pinjaman bank, ada tidaknya skim asuransi deposito, apakah diperlukan
skim penjaminan menyeluruh (blangket guarantee). |

Pada bulan April 1998 sebagai langkah restrukturisasi perbankan
dilakukan pengelompokan bank-bank menjadi tiga kelompok;

1) Kelompok A bank-bank yang mempunyai CAR 4% dan lebih.
2) Kelompok B, bank-bank yang mempunyai CAR di bawah 4% sampai

dengan minus 25%.
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3) Kelompok C, bank-bank yang mempunygi CAR lebih rendah dari minus
25% | |
Bank-bank yang mempunyai .CAR minus 25% atéu lebih rendah, kalau
tidak dapat méningkatkan CAR-nya akan dilikuidasi; bank-bank kelompok B
akan direkapitalisasi dengan modal sendiri minimal 20% dan bank pemerintah
maksimal 80% agar CAR-nya menjadi 4%.
Pada bulan Maret 1999; dilakukan langkéh yaﬁg menyangkut:
1) Membekukan 38 bank dari kelompok C
2) Merekapitalisasi 7 bank
Dalam menyiapkan langkah ini sempat terjadi rush terhadap berbagai

bank, akan tetapi tidak seburuk sebelumnya.
b. BLBI Untuk Kondisi Mismatch

Suatu bank sehat dapat menghadépi masalah kekurangan likuidasi kalau
dalam operasinya sebagai perantara keuangan harus melakukan pembayaran yang
jumlahnya lebih besar daripada penerimaannya. Posisi likuiditas bank ini
dikatakan mengalami mismatch, artinya ada kesenjangan likuiditas karena jumlah
kewajiban membayamya (liabilit?es) lebih besar daripada flaknya untuk dibayar
(assets).

Aliran dana antar bank berlangsung sebagai konsekuensi dari pelaksanaan
tugas perbankan melayani sektor riil sebagai proses penyelesaian pembayaran atas
transaksi yang terjadi antar nasabah bank. Hak menerima bayaran dan kewajiban

membayar harian yang terjadi karena transaksi yang dibayar melalui dokumen
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(non-cash payments) pemberian bantuan likuiditas kepada perbankan, yang

menyangkut pembiayaan sangat besar.

1) Peniiaian terhadap langkah yang dilakukan dalam memberikaﬁ BLBI harus
dikaitkan- dengan kondisi krisis keuangan yang sangat berbeda dengan
kondisi normal. Pemberian BLBI secara besar-besaran teljadi karena krisis
yang terjadi, di mana banyak bank mengalami krisis likuiditas. Dalam
keadaan normal, tidak masuk akal terjadi permintaan bantuan likuiditas dari
perbankan secara besar-besaran. Oleh karena itu, tidak mungkin terjadi
perﬁberian BLBI dalam jumlah yang sangat besar. Dalam keadaan normal,
perbankan tidak mempunyai dorongan maupun kepentingan untuk
mengajukan permintaan bantuan likuiditas karena besarnya suku bunga
yang harus dibayar dan keengganan untuk diketahui bank-bank lain.
Sebaliknyé, BI tidak akan memberikan bantuan likuiditas, kalau bank-bank

tidak mengajukan permintaan untuk menggunakan fasilitas tersebut.

2) Sebelum krisis — antara akhir 1996 dan April 1997 — BI telah mengajukan

usul ‘untuk menutup sejumlah bank. Akan tetapi, izin untuk pelaksanaannya
tidak diperoleh dari Presiden. Kemudian sebagai langkah untuk mengatasi
krisis, dalam program dengan dukungan IMF (stand-by arrangement) akhir
Oktober 1997, diizinkan untuk melakukan likuidasi 16 bank. Malangnya,
dampak dari penutupan bank terbalik dari yang diharapkan, dan
kepercayaan pasar dan masyarakat terhadap perbankan dan manajemen
pemerintah justru hilang. Dalam keadaan demikian, pemeriﬁtah kembali

tidak berani melakukan penutupan bank. Ketakutan pemerintah untuk

i
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menutup bank diumumkan kembali} oleh Presiden pada Januari 1998,
diperkuat dengan pengumuman mengenZi- benerapan sistem jaminan
menyeluruh (blanket guaraﬁtee). Pemberian b‘antuaﬁ likuiditas perbankan
merupakan alternatif yang aaa ‘karena tidak dimungkinkan melakukan
penutupan bank.

3) Mengenai ada atau tidaknya penyelewengan penggunaan fasilitas bantuan

- likuiditas, ini sepenuhnya ada pada tindakan bank-bank penerima BLBI. BI
akan mengetahuiv penggunaan bantuan likuiditas ini berdasarkan laporan

bank-bank penerima yang dalam pelaksanaan pengawasan bank oleh BI

wajib menyampaikan laporan kegiatan mereka.

— Tabel 2.1 Bantuan Likuiditas BI 1997-1999 (Posisi akhir periode, dalam miliar
rupiah) . :
1997 (Juli) | 1997 1998 (Feb) 1998 1999
KREDIT
Subordinasi 7.954 9.422 9.383 8.915 7.237
I. Darurat 351 475 475 449 421
Talangan' | - 1.706 1.706 5.335 -
S DEBET
"Overdraft 1.394 15.343 48.385 16.859 1.000
F Overdraft’ - - - 54.573 -
FASDIS '
Fasdis I - 678 - - -
Fasdis II - 748 747 - -
Fas Baru® - - - 30.610 -
SBPU
Lama 1.167 5.079 5.856 1.018 -
Khusus® - 29.479 29.477 23.903 7.242
LAIN
Arrears’ - - - 11.781 -
Obligasi P - - - 20.000 162.712
JUMLAH 10.866 62.929 96.029 173.443 178.612
Keterangan:

! Pertama kali merupakan dana talangan kepada pemerintah untuk membayar pemilik deposito dan
tabungan sampai maksimum 20 juta rupiah pada 16 bank yang dilikividasi 1 Nopember 1997.

? Untuk menutup saldo debet bank-bank dalam bentuk Fasilitas Fasdis, pertama diberikan bulan
Agustus 1998.

3 Fasilitas diskonto bentuk baru diberikan mulai Maret 1998.
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* Untuk menggantikan Fasdis 1, [I dan overdraft yang diberikan Bl kepada perbankan sebelumnya.
_ SBPU Khusus ini diberikan pada akhir Desember 1997.
> Diberikan pada perbankan untuk menutup tunggakan pinjaman trade financing dalam rangka

Frankfurt Agreement, Juni 1998.

Sumber: diolah dari IMF, IndoneSia.' Statistical Appendix, (Washington DC: IMF), Oktober 2000,
him 33.

Tabel 2.2. Jenis Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Jenis Jangka Suku Bunga Peruntukan Keterangan
Waktu
1 Fasilitas diskonto | 2 hari Tak berlaku
| lagi
2 | Fasilitas Diskonto | 90 hari Tak berlaku
1I ' lagi
3 | Kredit Likuiditas | 6 bulan 16%/tahun Penyehatan bank | Tak diberikan
Darurat lagi
4 | Kredit 20 tahun 6% capping Penyehatan bank | Tak diberikan
Subordinasi lagi
5 | SBPU Lelang 3 bulan Diskonto 2% di | Pelonggaran
atas SBI likuiditas
bilateral
6 | SBPU tanpa 3 minggu Rata-rata Memenuhi
Lelang sampai 3 tertimbang likuiditas harian
bulan diskonto SB1
) lelang terakhir
7 | Saldo giro Kondisi hari 125% dari rata- | Menjaga
negative/debet terjadi saldo rata JIBOR kestabilan
debet ' sistem
'| perbankan
8 | Fasilitas Diskonto | 7 hari Diskonto 28% Membantu bank
I Repo sehat yang tidak
memiliki SB1
tetapi kesulitan
likuiditas
9 | SBPU Khusus 3 ¢/d 18 bulan | Diskonto Pengalihan
27%/tahun Fasdis I repo,
Fasdis 11 repo
dan saldo deb
10 | Fasilitas Diskonto | 1 bulan 125% dari rata- | Menutup
rata JIBOR pelanggaran
overnight satu GWM atau
bulan mengantisipasi
sebelumnya saldo giro
-negatif
11 | Fasilitas dana Pembayaran
talangan bank terhadap
likuidasi dan nasabah bank
bank dibekukan likuidasi dan
BBO
12 | Jaminan Blanket Sejak
Pemerintah guarantee 26/1/1998 s/d
.| terhadap 31/1/2000
| kewajiban
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[ pembayaran bank - o]
umum -
13 | Jaminan Blanket 26/1/1998 s/d
Pemerintah guarantee 31/1/2000
terhadap
keéwajiban
pembayaran BPR
14 | Dana talangan Maksimum 2 | Valas: LIBOR 1 | Pulihkan Pembayaran
untuk bulan tahun + 10% kepercayaan setelah
pembayaran Rupiah SBI 1 terhadap 30/6/1998
kewajiban luar tahun + 2% perbankan
negeri bank nasional
dalam rangka
trade finance dan
interbank debt
arrears
15 | Jaminan Untuk
pembiayaan menggairahkan
‘fdagangan perdagangan
internasional internasional

S. BLBI Perikatan bersumber Undang-Undang

Buku III Bw berjudul * van verbintenissen * Istilah verbintenis dalam Bw
merubakan salinan istilah obligatian dalam Code Civil Perancis, istilah mana
diambil dari hukum. Romawi yag terkenal dengan istilah obligatz'on.7 Istilah
verbintenis dalam BW ternyata diterjemahkan berbeda-beda dalam kepustakaan
hukum Indonesia. Ada yang menterjemahkan dengan perutangan ),8 ada yang
menterjemahkan peg'anjian)f dan ada pula yang menterjemahkan dengan
perikatan)."® Dari beberapa terjemahan verbintenis tersebut, penggunaan istilah

perikatan lebih umum digunakan dalam kepustakaan hukum di Indonesia. Di sini

7 R.Soetojo Prawirchamidjojo, Hukum Perikatan, dalam Riduan Syahrani, Seluk—Beluk
dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung: Alumni, 1985), hlm 203,

8 HFA Vollmar, Inleiding Nederlands Burgerlijk Recht dalam Sri Soedewi M Sofwan,
Hukum Perutangan, terjemahan verbintenssenrecht, (Y ogyakarta: FH UGM, 1975), dan lihat buku
Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, cetakan Keempat (Jakarta: lkhtiar, 1957), hlm 252.

® Achmad Ihsan, Hukum Perdata IB, Jakarta: Pembimbing Masa, 1969, him 7 dan 14

° Subekti dan R. Tjiptasudira, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan
Burgerlijk Wetboek dalam Mariam Darus Badrulzaman, Buku Il Hukum Perikatan dengan
Penjelasan, (Bandung: Alumni,1985), hlm 34.
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“perikatan - .tida_k ada dirumuska;i dalam undang-undang, tapi dirumuskan
sedemikian rupa dalam ihﬁu pengetahuan hukum.

Délam ilmu pehgetahuan 'hukﬁm perikatan diartikan sebagai hubungan
hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan
harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya
wajib memenuhi prestasi. Menurut Hofman, perikatan adalah suatu hubungan
hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek ’hukum sehubungan dengan itu
seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan din'nyé untuk bersikap
menuntut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain yang berhak atas sikap yang
demikian itu. Adapun menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa perikatan adalah
hubungan hukum yang terjadi antara -orang satu dengan orang lain karena
perbuatan, peristiwa atau keadaan. |

~ Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa perikatan itu dikenal dalam arti
luas daﬁ dalam arti sempit. Pengertiah perikatan dalam arti luas adalah perikatan
yang terdapat dalam hubungan hukum harta kekayaan (law of property), bidang
kelvarga (family law),dan dalam bidang hukum pribadi (law of personal).
Sedangkan dalam arti sempit hanya dalam bidang hukum harta kekayaan (law of
property) saja.

Pendapat lain yang lebih tegas adalah pendapat dari Salim HS sebagai
berikut: perikatan (hukum perdata) adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang
mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum

yang lain dalam suatu bidang tertentu (harta kekayaan), dimana subjek hukum

4
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yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain
berkewajiban untuk memenuhi prestasi. -

Subekti dalam blﬂcunya Pokok-Pokok Hukum Perd;cl.ta berpendapat bahwa
perikatan adalah suatu bubungan hukum antara dua orang atau dua pihak
berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang
lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Perikatan sendiri merupakan
suatu pengertian abstrak. Dikatakan abstrak karena perikatan itu tidak terbatas
timbul ada disebabkan oléh perjanjian atau persetujuan dua pihak saja, namun bisa
juga dari ketentuan undang-undang, dari syara atau dari undang-undang karena
perbuatan manusia.

Menurut Pasal 1233 .BW, perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-
undang. Perikatan yang bersumber dari perjanjian diatur délam titel IT (pasal 1313
s/d 1351) dan titel V s/d VIII (pasal 1457 s/d 1864) Bukﬁ ITT BW. Sedangkan
perikatan yang bersumber dari undang-undang diatur dalém titel III (pasal 1352
s/d 1380) Buku III BW.

Perikatan yang bersumber dari undang-undang menurut pasal 1352
dibedakan atas perikatan yang lahir dari undang-undang saja (uit de wet allen) dan
perikatan yang lahir dari undang-undang karenaa perbuatan manusia (uit det wet
door’s mensen toedoen). Kemudian perikatan yang lahir dari undang-undang
karena perbuatan manusia menurut pasal 1353 BW dibedakan lagi atas perbuatan
yang sesuai dengan hukum (rechtmatige) dan perbuatan yang melawan hukum

(onrechtmatige). Sumber-sumber perikatan dan pembedaannya tersebut dapat

diskemakan sebagai berikut :
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Perikatan
1233 BW bersumber dari

|

v v

Perjanjian Undang-undang
1313 BW 1352 BW
Undang-Undang saja Undang-Undang Karena Perbuatan

Manusia 1353 BW
Perbuatan yang sesuai dengan hukum (rechtmatige) Perbuatan yang melawan hukum
1354 & 1359 (onrechtmatige) 1365 s/d 1380

Gambear 2.1. Skema Sumber Perikatan dan Pembedaannya

Menurut Van Brakel, Losecaat - Vermen dan Hofman - Opstaal, kedua
macam perikatan itu ada perbe_daannya.ll Pada perikatan yang bersumber dari
undang-undang, perikatan itu diciptakan secara langsung karena suatu keadaan
tertentu perbuatan atau kejadian dan memikulkan suatu»kewajiban dengan tidak
menghiraukan kehendak orang yang harus memenuhinya. Sedangkan perikatan
yang bersumber dari perjanjian, meskipun mendapat sanksi dari undang-undang,
tetapi keharusan untuk memenuhi kewajiban barulah tercipta setelah yang
bersangkutan yang harus memenuhinya memberikan persetujuannya atau
menghendakinya. 12

Perikatan yang terjadi antara Bank Indonesia dengan Bank Nasional
sebagail penerima BLBI adalah perikatan yang bersumber dari undang-undang
saja, dimana perikatan diciptakan secara langsung karena suatu keadaan krisis

tanggal 23 Januari 1998 Tentang Penjaminan, Pinjaman Luar Negeri perbankan

"' Ibid, him 22.
"2 Ridwan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, cet 111 (Bandung:
Alumni), hlm 210.
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dalam bentuk pemberian fasilitas khusus. Secara umum fasilitas dana talangan
yang merupakan bagian dari BLBI adalah perwujudan atau pélaksanaan dari
| Keppres No. 24 Tahun 1998 dan L/C, dan juga Keppres No. 26 Tahun 1998
tanggal 26 Januari 1998 Tentang Penjaminan atas Dana Deposan dan Kreditur 16
BDL (blanket guarantee). Keppres No. 24 dén 26 Tahun 1998 tersebut telah
diikuti pula oleh Keputusan Menteri Keuangan No.26/KMK.017/1998 tanggal 28
Januari 1998 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemernintah
Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Sebagal realisasi dari Keppres No. 26/1998 Menteri Keuangan telah
menulis surat kepada BI pada tanggal 8 Februari 1998 tentang pembayaran kepada
deposan 16 BDL. Pada tanggal 20 Februari 1998 Menteri Keuangan telah
mengirim surat kepada Direksi BI Tentang Pengembalian Daﬂa Deposan 16 BDL.

Sebagai tindak lanjut Keppres No. 24 Tahun 1998 tanggal 23 Januari 1998
telah terjadi proses dalam upaya untuk mengembalikankkepercayaa'n kreditur dan
investor luar negeri terhadap sistem perbankan Indonesia, Pemerintah Indonesia
dengan kreditur dan investor luar negeri Frankfurt, Jerman yang kemudian dikenal
sebaga1r “Frankfurt Agreement” yang intinya antara lain ibahwa “perbankan
Indonesia harus melunasi tunggakan trade finance pada tanggal 30 Juni 1998.
Untuk melaksanakan kesepakatan itu Direksi BI telah mengeluarkan SK Direksi
BI No. 31/53A/KEP/DIR tanggal 19 Juni 1998 tentang Dana Talangan untuk

Tunggakan Interbank Debt Trade."

BB, op.cit., hlm 10.
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Untuk lebih memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan
internasional yang sesuai dengan kemampuannya, maka Keppres No. 24 Tahun
1998 telah diganti dengan Keppres No. 120 Tahun 1998 tanggal 12 Agustus 1998
tentang Pemberian Jaminan oleh BI atas Pinjaman Luar Negeri dan Pembayaran

- Perdagangan oleh bank. Sebagai pelaksanaan Keppres No. 120 Tahun 1998,
Direksi BI telah menerbitkan SK Direksi BI No. 31/89/KEP/DIR tanggal 7
September 1998 tentang Jaminan Pembiayaan Pérdagangan Internasional dan SK
Direksi BI No. 31/90/KEP/DIR tanggal 7 September 1998 tentang Jaminan
Pinjaman Luar Negeri antar bank sebagai penegasan penyelesaian tunggakan
interbank debt dan trade finance, Direksi BI telah menerbitkan SK Direksi BI No.
31/174/KEP/DIR tanggal 22 Desember 1998 sebagai pengganti SK Direksi BI
No. 31/89/KEP/DIR tanggal 7 September 1998 yang diikuti oleh Surat Gubernur
BI No. 31/31/GBI/BSK tanggal 23 Desember 1998.

Berdasarkan rangkaian ketentuan dan ketetapan peraturan perundang-
undangan tersebut di muka, dalam penyaluran fasilitas dana talangan ini,
perikatan yang terjadi aﬁtara pihak BI dengan pihak bank penerima bantuan
tersebut adalah perikatan yang bersumber dari undang-undang, sehingga tidak
diperlukan perjanjian tertulis.

Di dalam perikatan yang lahir dari undang-undang ini asas kebebasan
mengadakan perjanjian tidak berlaku. Suatu perbuatan menjadi perikatan adalah
karena kehendak undang-undang. Untuk perikatan yang lahir dari undang-undang
dimana pembentuk undang-undang tidak memberikan aturan-aturan umum.

Artinya apabila hendak mengetahui peraturan-peraturan dari beberapa figur

4
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perikatan-perikatan tersebut, maka hal ini harus dilihat dari peraturan-peraturan
yang mengetahui materi yang bersangkutan send:-iﬁ, .’ misalnya pengaturan
penyaluran BLBI harus dilihat materi pengaturannya: bagahﬁana pemberian itu
dilakukan. Oleh karena itu, qntuk terjadinya perikatan di atas, undang-undang
tidak mewajibkan dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana ditentukan untuk
terjadinya perjanjian (seperti syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam
pasal 1320 BW). Oleh karena perikatan ini, BLBI.bersur.nber dari undang-undang,
sehingga terlepas dari kemauan para pihak. Apabila ada suatu perbuatan hukum
yang memenuhi beberapa unsur tersebut, undang-undang lalu menetapkan
perbuatan hukum itu adalah suatu perikatan.

Perikatan yang bersumber pada undang-undang dalam pasal 1352 sampai
dengan pasal 1380 BW, yaitu suatu perikatan yang timbul atau lahir atau adanya
karena telah ditentukan undang-undang itu sendiri. Untﬁk térjadinya perikatan
berdasarkan undang-undang harus selalu dikaitkan dengan s.uat'u kenS/ataan atau
peristiwa tertentu.

Dengan demikian, kebijakan BLBI dari Bank Indonesia adalah perikatan
yang lahir dari undang-undang, maka sesuai dengan pasal 1359 BW, yang
menyatakan bahwa seorang (atau Bank Indonesia) yang membayar tanpa adanya
utang, (kepentingan utang perbankan yang dibayar oleh Bl/dana talangan) berhak
menuntut kembali apa yang telah dibayarkan dan yang menerima tanpa hak

berkewajiban untuk mengembalikan."

" Maksud darj pembayaran di sini adalah setiap pemenuhan prestasi, baik pembayaran
utang uang yang tidak diwajibkan, penyerahan benda tidak diwajibkan, memberikan kenikmatan
maupun mengerjakan sesuatu pekerjaan.
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Hall lain, misalnya perikatan antara BI dengan eksportir Indonesia dan
debitur luar nege?i sudah jelas merupakan perikatan yang bersumber dari undang-
undang karena peraturan perundang-undangan memerintéhkan untuk pembayaran
perdagangan internasional. Yang paling penting dalam pen'kat_ah itu adalah sebab
atau alasan adanya peristiwa tertentu, yaitu demi m.enjaga kestabilan
perekonomian knegara dan kepen’tingan negara pada umumnya.'®

Sebagaimana telah ditegaskan di muka. bahwa tindakan BI dalam
menyalurkan BLBI pada tahun 1997-1998 adalah melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah sesuai dengan posisi BI seperti diatur dalam UU No. 13 Tahun 1968
Tentang Bank Sentral dalam upaya pemerintah mengatasi krisis keuangan dan
ekonomi. Penyaluran BLBI pada hakikatnya adalah pelaksanaan fungsi pokok BI
(seperti halnya fungsi pokok Bank Sentral di negara-negara lain di dunia sebagai
lender of lﬁst resort dalam menyediakan bantuan likuiditas pérbankan, baik dalam
keadaan normal atau dalam keadaan krisis bagi bank-bank yang mengalami
kesulitan likuiditas. Hal ini diatur pula pada Pasal 7 dan Pasal 32 ayat (3) UU Nq.
13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral.

Kebijakan Pemerintah dan pelaksanaan BLBI pada saat itu, secara sadar
dan jelas dilakukan oleh Pemerintah dan BI dalam upaya mengatasi krisis
ekonomi dan keuangan atau perbankan nasional. Oleh karena itn, sejak awal
pemerintah merasa bertanggung jawab penuh dalam mengatasi krisis perbankan

yang menjadi sistemik sifatnya antara lain dengan pembentukan BPPN pada bulan

' Riset Bank Indonesia/Satgas BLBI dengan HLB Hadori & Rekan bekerja sama dengan
Law Office Soehardjono & Asssociates — Indonesia, BI dan BLBI Suatu Tinjauan dan Penelian

Aspek Ekonomi, Keuangan dan Hukum Banttuan Likuiditas Bank Indonesia, Jakarta, Desember
2003.
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Januari 1998 melalui Keppres No. 26 Tahun 1998 dan serangkaian kebijakan-
kebijakan pemerintah dan Bl sesudahnya. Tentang pelaksanaan dalam mengatasi
Bank—bank yang tidak sehat diserahkan oleh BI kepada pemerintah pada tanggal
14 Februari 1998 menunjukkan pula kesungguhan pemerintah dalam mengambil
tanggung jawab penuh kebijakan BLBI yang memang sesuai dengan keputusan
kebijakan ekonomi dan politik pada waktu itu.

Sebagian besar kebijakan di bidang ekonbmi dalam mengatasi krisis, tidak
bisa lepas dari kebijakan yang disarankan dan bantuan yang diberikan IMF dan
lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya, seperti ADB dan World Bank.
Keterlibatan IMF secara formal adalah dengan serangkaian Letter of Intent (LOI)
yang ditandatangani oleh Pemerintah dan IMF sejak bulan Oktober 1997, Januari
1998 dan seterusnya sa.mpai dengan akhir tahun 2002.

Tanggung jawab atas peﬁgémbilan kebijakan BLBI oleh Pemerintah juga
ditegaskan dengan persetujuan bersama antara Pemerintah dan BI yang
ditandatangaﬂi pada 6 Februari 1999, dimana Pemerintah bersepakat untuk
menerbitkan surat utang kepada BI, dan BI menyerahkan sepenuhnya penagihan
piutang BLBI (cessie) kepada Pemerintah, saldo akumulatif BLBI sampai dengan
29 Januari 1999 sebesar Rp. 144,536 triliun. Pada akhirmya menimbulkan kasus
gagal bayar yang sangat luar biasa (extradionary default) sebagai piutang negara
perbankan tak tertagih yang berpotensi merugikan negara

Pada hakikatnya BLBI adalah kredit, persepsi “kredit” yang terkandung
dalam makna kredit pada pemberian kredit likuiditas oleh Bank Indonesia pada

perbankan, berbeda dengan pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10
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Tahun 1998 tentan_g_P¢rubahan_ atas _Undang—Undang Nomor 7 Tahun 1992
tenfang Perbankan, pasal 1 bufir 11, kredit adal_ah : “Penyediaan uang atau tagihan
yang dapat dif)ersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepékatan
pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang Iﬁewajibkan pihak
peminjam untuk melunas utangnya sefelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga”.

Sedangkan pengertian pembiayaan dalam Pasal 1 butir 12 adalah:
“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan ifu ,berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah
jangka waktu tertentu dengan imbalan atau baéi hasil™.

Dari pengertian kredit' di atas,' terdapat beberapa hal yang patut
diperhatikan dengan pengéﬂiaﬁ kredit pada Bantuan Likuditas Bank Indonesia
(BLBI) sebagai beﬁkut: |

a. Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagiban yang nilainya
diukur dengan uang, misalnya bank memberikan kredit untuk pembelian

rumah atau mobil, dalam BLBI tidak ditentukan spesifikasinya.

18 Kredit terdiri atas unsur-unsur: Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank
atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah dibitur yang akan dilunasinya sesuai jangka waktu
yang diperjanjikan: waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan
pelunasannya dan jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu telah disepakati bersama
antara pihak bank dan nasabah debitur; prestasi, yaitu adanya obyek tertentu berupa prestasi dan
kontra prestasi pada saat tercapainya persetujua atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit
(pada BLBI tidak didahului adanya kesepakatan) antara bank dan nasabah debitur berupa uang dan
bunga atau imbalan; Resiko, yaitu adanya resiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu antara
pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan
menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah, maka diadakan pengikatan jaminan
atau agunan-akan tetapi dalam pemberian BLBI tanpa adanya agunan. Lihat Johane Ibrahim,
Cross Default & Cross Collateral sebagai penyelesaian Kredit Bermasalah, (Bandung: Refika
Aditama, 2004), him 23.
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b Adanya kesepakatan antara bank atau kreditur dengan penerima kredit atau -
nasabah debitu‘r‘yang dituangkan dalam suatu pexj;njién atau akad kredit,
yang mencakup hak danr kewajiban masing-masing pihak. Pada kredit
likuiditas (BLBI) tidak terdapat perjanjian tertulis.'”

c. Adanya perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank yang berdasarkan
prinsip konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank

. berdasarkan prinsip syariah. Bagi bank befdasarkan prinsip konvensional,
keuntungan diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang
berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil. Pada BLBI

_ keuntungan tidak dicantumkan.

P_'enyelesaian BLBI yang dilaksankan oleh BPPN dengan konsep perikatan
bersumber dari perjanjian adalah identik dengan penyelesaian kfedit antara Bank
Umum konvensional dengan nasabahnya yang merupakan produk dari snatu
perikatan yang bersumber dari perjanjian. Pemberian fasilitas kredit likuiditas
dapat dikatakan hanya bersifat konseptual diberikan dalam fasilitas diskonto, giro,
sehingga hubungan hukum terbentuk Karena adanya peraturan perundang-
undangan yang dikeluarkan .oleh otoritas moneter dalam hal ini adalah bank
sentral atau Bank Indonesia, sehingga sifat hukumnya adalah merupakan suatu lex
spesialis dengan tatanan dan penyelesaian yang memiliki karakter hukum
administrasi, yang diatur secara khusus dalam beberapa peraturan. Oleh karenanya

jika mengalami kegagalan pengembalian (gagal bayar) seharusnya diselesaikan

'7 Lihat hasil penelitian Bank Indonesia bahwa BLBI diberikan tidak didahului dengan
perjanjian. .
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melalui pola represif dan diselesaikan melalui mekanisme administratif yang
ditentukan oleh un(i:lné-undang tentang pengurusan piutang negara yaitu PUPN.
Akan tetapi, ketika penerima BLBI tidak mau mengembalikan dana
talangan BI menyerahkan hak tagih BLBI kqpada pemerintah dan' kemudian
pemerintah membentuk BPPN, sehingga BLBI diselesaikan melalui jalur out of
courtsettlement dengan pola pengampunan Release and Discharge dalam bentuk
Perjanjian MSAA, MRNIA, dan APU; Dengan péla ini sumber hukum perikatan
yang semula adalah undang-undang dirubah menjadi perjanjian dan dalam
perkembangannya penyelesaian ini pada akhirnya menimbulkan gagal bayar yang

luar biasa, menelan biaya penyelesaian sebesar Rp. 1000 triliun.'®
B. Piutang Negara dan Prinsip-Prinsip Penyelesaian Piutang Negara
1. Piutang Negara

Pendekafan konsepsi penyelesaian piutang negara berdasar pada kasus
gagal bayar debitur penerima kredit likuiditas Bank. Indbnesia yang berpotensi
merugikan negara, maka diperlukan penyelesaian secara efektif dan efisien karena
pada hakikatnya piutang negara adalah piutang seluruh rakyat. Dengan démikian
yang memiliki tagihan terhadap debitur adalah seluruh rakyat dalam negara yang
bersangkutan. Oleh karena itulah, maka tepat apabila pengaturan eksekusi piutang
negara dibedakan dengan eksekusi piutang non negara. Proses penanganan
piutang negara dibedakan dengan penanganan piutang non negara sejak tahap
penentuan sampai dengan tahap eksekusi. Dalam penanganan piutang negara oleh

negara harus diadakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi keberadaan

18 Faisal Basri, Lanskap Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), him 210.
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lembaga, ketentuan tentang prosedur dan syarat eksekusi. Negara berwenang
membuat ketentuén yang demikian karena negara adalah pemegang kedaulatan,
dehgan demikian negara merupakan pemegang oto.ritvas untuk membuat peraturan,
mengadakan lembaga, menentukan syarat dan prosedur eksekusi. Dalam hal ini

adalah eksekusi piutang negara yang diatur terpisah dari eksekusi piutang non

negara,'’

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Nomor 49 Prp Tahun 1960
Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang dimaksud dengan piutang
negara atau utang kepada negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai
oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Menurut Muhammad Djafar Saidi, piutang negara adalah jumlah uang
yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat dan/atau hak pemeﬁntah pusat yang
dapat- dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan pefaturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang
sah.%

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara dalam pasal 1 angka 6 diuraikan sebagai berikut:

Piutang negara adalah jumlah vang yang wajib dibayar kepada pemerintah

Pusat dan /atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai

' Muhammad Dja’is,“Hak Eksekusi dan Manfaatnya dalam Penyelesaian Piutang
Negara dalam Perspektif Hukum Bisnis Indonesia pada Era Globalisasi, (Semarang: Genta Press,
2007), hlm 275.

2 Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 23
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akibat perjanjian atau berdasarkan peraturan perundang- undangan yang
berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan hukum yang
akan disebut sebagai piutang negéra adalah perikatan yang dapat menimbulkan
tagihan negara dan bersumber dari :

a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ;
b. Perjanjian yang sah.! |

Sedangkan yang dimaksudkan utang, adalah utang kepada :

a. Langsung terutang kepada negara dan oleh karena itu, harus dibayar kepada
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

b. Terutang kepada badan-badan yang urﬂumnya kekayaan dan modalnya
sebagian atau seluruhnya milik negara.

Berdasarkan pengertian di atas ada dua jenis piutang negara, yaitu piutang
negara non perbankan dan piutang negara perbankan. Piutang negara perbankan
adalah piutang yang berasal dari bank-bank yang dimiliki pemerintah pusat seperti
Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara
Indonesia 46 (BNI 46), Bank Mandiri dan bank-bank yang dimiliki Pemerintah
Daerah seperti Bank Pembangunan Daerah, Bank Perkreditan Rakyat/Bank,
Kredit Kecamatan Kabupaten. Piutang negara non perbankan berupa tagihan-
tagiban dari lembaga atau instansi atau badan pemerintah pusat dan daerah selain

bank, seperti tagihan macet dari departemen dan lembaga non departemen atau

2! Ibid, hlm. 24
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dinas daergh dan tagihan dari BUMN non bank, yaitu PLN, TELKOM, Pegadaian
dan lain sebagainya termasuk tuntutan ganti rugi. .

Sedangkan utang pajak tetap merupakan piutang .negara, tetapi
diselesaikan tersendiri dengan Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan
SuratiPaksa.

Pemahaman bahwa piutaﬁg negara dikelompokkan menjadi piutang negara
perbankan dan piutang negara non perbankaﬁ ditinjau dari aspek hukum perikatan,
sebagaimana diuraikan di atas timbulnya tagihan negara adalah bersumber dari
perikatan. - Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi karena peristiwa
hukum, yang berupa perbuatan, kejadian atau keadaan dalam lapangan harta
kekayaan- yang dapat dinilai dengan uang.*> Menurut pasal 1233 KUH Perdata,
sumber hukum perikatan berasal dari undang-undang dan perj anjién.

Piutang negara perbankan adalah tagihan negara yang diakibatkan oleh
perbuatan hukum dari Bank Indonesia dan bank-bank milik negaré (bénk BUMN)
yang bersumber dari penyaluran bantuan Kredit Likuidasi Bank Indonesia
(BLBI) dan perjanjian kredit bank.

Pemahaman antara “kredit” dalam kredit likuidasi, berkenaan dengan
peristiwa hukum yang berhubungan dengan perbautan, kejadian, keadaan subjek
hukum mengadakan perikatan dalam lapangan kekayaan yang dapat dinilai

dengan uang. Bank Indonesia dan bank BUMN adalah subjek hukum yang

berhubungan dengan subjek hukum lainnya dalam pelaksanaan dan wewenangnya

2 Titik Triulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana
2008), him 239.
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sebagai badan pengelola keuangan negara. Dilihat dari fungsinya secara yuridis
dan makro ekonomi,?iua badan ini sangat berbeda. -

Bank Indonesia dikategorikan sebagai badan hukum “nirlaba” dimana
surplus diperoleh tidak untuk menambah kemampuan ekonomi. Akan tetapi,
semata-mata digunakan untuk memperkuat cadangan devisa negara dalam rangka
mencapal, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah sebagaimana
ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang .Nomor 23 Tahun 1999 Tentang
Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun
2004. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk meﬁdukuﬂg pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan (sustainable development) serta meningkatkan
kesejahteraan rakyat.”>

Sementara itu, kedﬁdukan Bank-Bank Milik Negara tbank BUMN) adalah
tunduk pada prinsip-prinsip hukum bisnis yang mencari laba, diinana surplus yang
diperoleh untuk menambah kemampuan ekonomi. Pengertian “bank” menurut
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal langka 2 adalah
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank BUMN adalah bank yang termasuk Badan Usaha Milik Negara.
Menurut Undang-Undang -No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki

oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan

3 Andrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 56
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negara, salah satu tujunnya adalah mengejar keuntungan.”* Dengan memberikan
pinjaman atau memberikan kredit. |

Pengertian “kredif” selalu berpasangan dengan ut~ang.25 Kredit dan utang
merupakan istilah-istilah untuk suatun perbuatan ekonomi (perbuatan yang
menimbulkan akibat-akibat ekonomi) yang dilihat dari arah yang berlawanan.
Oleh karena itu, tidak benar jika _dikatakan bahwa kredit ‘berguna bagi
perekonomian, sebaliknya utang tidak berguna bagi perekonomian.

Kredit adalah penyerahan barang dan jasa atau uang dari satu pihak
(kreditur/atau pemberi pinjaman) atau atas dasar kepercayaan kepada pihak lain
(nasabah atau pengutang/borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit
kepadé pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.*

Beberapa definisi lain tentang kredit adalah sebagai berikut:

Encyclopedia of Economic — Credit is opposite, debt, are transactions in
Wich command over resources is obtained in the Present in exchange for a
promise torepdy in the future normaly with a payment of interest as
compensation to the leader ™

Sedangkan pengertian ‘“kredit” dari Undang-Undang Pefbankan dan

Undang-Undang Bank Indonesia terdapat beberapa hal yang patut diperhatikan

* lswi Hariyani, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, (Jakarta: Kompas
Gramedia, 2010), hlm 155.

 Jstilah Credit berasal dari perkataan lain credo, yang berarti | believe, I trust, saya
percaya menaruh kepercayaan. Perkataan credo berasal dari kombinas perkataan sankerta cred
berarti kepercayaan (trust) dan perkataan latin do, yang berarti saya menaruh, sesudah kombinasi
tersebut menjadi bahsa latin, kata kerjanya dan kata bendanya masing-masing menjadi credere dan
creditum. Lihat H. Veithazal Rivai, Credit Management Handbook, (Jakarta, Raja Grafika
Persada, 2007), him 3.

% Ibid, blm 4.

" Encyclopedia of Economic, (New York : Mc Graw-Hill Book Company, 1982).
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pertama menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 butir 11, kredit adalah:
“Penyediaan uangv atau tagihan yang dapat dipersémakan dengan itu
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian
pembiyaan dalam pasal 1 butir 12 adalah penyediaan uang tagihan yang
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara
bank pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan
uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau
bagi hasil.” :

Pengertian Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) keduanya sering dianggap sama. BLBI adalah
fasilitas likuiditas untuk perbankan dengan berbagai sarana peruntukannya di luar
KLBI, sedangkan KLBI adalah kredit Bank Indonesia untuk membantu kegiatan
atau sektor'yang diprioritaskan atau kredit untuk program-program pemerintah,
seperti pengadaan pangan melalui Bulog, Kredit Koperasi Unit Desa (KKUD),
Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Koperasi Primer bagi anggotanya (KKPA)
yang suku bunganya mengandung subsidi karena lebih rendah dari suku bunga
bank.*®

Ada dua unsur pokok perbedaan sumber hukum yang membedakan Kredit
Likuiditas Bank -Indonesia/Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan
Kredit Bank. Dari segi perikatan, kredit perbankan bersumber dari perjanjian,

sedangkan KL.BI dan BLBI bersumber dari peraturan perundang—undangan.29 Dua

28 J. Soedrajad Djiwandono, Mengelola...op.cit., him 258

2% Perbedaan pemberian BLBI dan KLBI terletak pada inisiatif, BLBI datang dari bank
yang mengajukan permintaan bantuan BLBI kepada BI — sebagai Jender of last resort — karena
menghadapi masalah ketidakseimbangan likuditas (mismatch) antara penerimaan dan pembayaran
dan pembayaran dana yang tidak bisa ditutup dengan sumber dana lain yang lazim dalam
perbankan. Dalam hal KLBI inisiatif datang dari Bank Indonesia, yang membantu pelaksanaan



105

hubungan hukum ini yang menimbulkan tagihan negara dapat disebut sebagai

-

piutang negara perbankan.

Piutang negara dalam Bank Indonesia tetap merupakan piuiang negara,
konsepsi ini dapat dilihat dari kedudukan keunangan negara dalam Bank Indonesia
yang modalnya beras.al dari negara.30 Konsekuensi logis adanya modal negara
pada Bank Indonesia, pemerintah sebagai representasi negafa harus ikut menjaga
agar Bank Indonesia tetap mempunyai struktur rﬁodal yang kﬁat dan didukung
oleh™ cadangan umum yang m.ampu menanggung resiko yang kemungkinan
muncul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, sehingga
menjadi kewajiban pemerintah dalam turut menjaga cadangan umum Bank
Indonesia t-etap pada upayanya menjaga kestabilan perekomian secara
keseluruhan. Oleh karena itu, tindakan pengelolaan piutang' Bank Indonesia
dipandang sebagai bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara,
sebagaimana diatur dalam pasal § Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960
tentang Panitia Urusan Piutang Negara dalam penjelasannya dikatakan bahwa
piutang negara meliputi pula piutang badan-badan yang umumnya kekayaan dan
modalnya sebagian atau seluruhnya milik negara. Kemudian dijelaskan dalam

pasal 12 ayat (1) mewajibkan instansi-instansi pemerintah dan badan-badan

program pemerintah (sebagai agent of development) memberi kredit kepada bank pelaksana agar
menyalurkan kredit tersebut kepada sector atau kegiatan atau kelompok yang diprioritaskan dalam
program l)emerintah (lihat Ibid., hlm 259)

? Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 ditetapkan sekurang-
kurangnya Rp. 2 triliun. Modal tersebut harus ditambah, sehingga menjadi paling banyak 10 %
dari seluruh kewajiban moneter dengan dana yang berasal dari cadangan umum atau dari revaluasi
aset. Pengertian kewajiban moneter menurut penjelsan pasal 6 ayat (2) adalah kewajiban Bank
Indonesia kepada masyarakat, bank dan pemerintah yang terdiri atas uang kartal yang diedarkan,
saldo kredit rekening milik bank, milik pemerintah, dan pihak lain seperti simpanan pegawai yang
tercatat di Bank Indonesia serta surat utang yang diterbitkan Bank Indonesia.
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negara sebagaimana dimaksud pasal 8 untuk me'ny_erahkan piutang-piutang yang
adanya dan besarnya :;elah pasti n‘lenurut’ ‘hukum. Akan t.etapi, penanggung
utangnyav tidak- mau melunasi sebagaimana méstinya kepada Panitia Urusan
Piutang Negara (PUPN) dan utang negara tidak terlepas dari pengelolaan
keuangan negara karena tergolong dalam pengertian keuangan negara.’’

Dalam arti piutang negara dan utang negara merupakan bagian dari
keuangan negara sehingéa harus dikelola berdaéarkan ketentuan undang-undang
yang berlaku. Hal ini didasarkan bahwa piutang negara dan utang negara dalam
kedudukan sebagai bagian dari hukum keuangan negara.3 2 Oleh karena itu,
penyelesaian piutang negara yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan
harus dilakukan melalui PUPN.

PUPN diberikan kewenangan untuk mengelola piutang negara
mengusahakan agar setiap piutang negara diselesaikan seluruhnya dan fepat
waktu. Jika piutang negara_yangv.tidak dapat diselesaikan selurubnya dan tepat
waktu, diupayakan penyelesaiannya dilakukan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk member perindungan hukum
terhadap piutang negara yang berada pada pemerintah pusat/daerah, badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah agar dapat diselesaikan secara efektif dan
efisien dengan menerapkan prinsip hak ekskusi atas piutang negara.”

Hak eksekusi atas piutang negara, telah diadopsi di dalam Undang-

Undang Perbankan, dimana Hak Eksekusi dalam Piutang Negara dicantumkan

dalam rumusan pasal 31 A pasal 3 huruf I daalam dalam penjelasan Undang-

31 Andrian Sutedi. Hukum... op.cit., hlm 65.
32 Muhammad Djafar Saidi, Hukum. ..op.cit., hlm. 25
33 Ibid, him. 25.
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Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentaﬁg Perbankan, menyatakan bahwa:

“Menurut ketentuan ihi atas piutang Bank terhadap ?ihak ketiga yang diambil
alih penagihannya oleh badan khusus, maka badan khusus dapat melakukan
tindakan penagihqn huiang dengan menerbitan surat paksa.”

Dalam hal tindakan penagihan piutang tidak diindahkan oleh pihak
berhutang, maka badan khusus dapat melakukan penyitaan atas hak kekayaan
milik pihak yang berhutang dan selanjutnya dapat melakukan pelelangan atas -
barta pihak yang berutang untuk diperhitungkan sebagai pengembalian piutang.
Walaupun badan khusus ini diberi kewenangan untuk melakukan penagihan
paksa, fetapi tata cara pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek kepastian
hukum dan keadilan.* - |

Menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeni,” kedudukan PUPN merupakan
peradilan semu (quasi rechipraak) karena PUPN mempakan badan peradilan yang
dilakukan oleh pihék ketiga yang tidak memihak atau berkepentingan dalam
menyelesaikan sengketa utang piutang negara. Kemudian oleh Arifin P
Soeriaatmadja dikatakan bahwa PUPN selintas memang mirip lembaga peradilan

yang semu, tetapi pada hakikatnya PUPN tidak melakukan pengadilan terhadap

% Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/Dir Tanggal 12
November 1998 tentang kualitas Aktiva Produksi sebagaimana telah diubali. Peraturan Bank
Indonesia Nomor 4/6/PBI/2005 tanggal 6 Septeber 2002 Tentang Kualitas Aktiva Produktif,
diantaranya kredit termasuk kategori macet (/ose). Kredit tersebut menjadi piutang negara macet.
Piutang Negara macet dimungkinkan dulu diselesaikan secara intern oleh bank pemerintah
dimaksud.Jika belum juga debitur menyelesaikan, piutang negara macet diserahkan pengurusnya
oleh bank pemerintah kepada PUPN dan DJPLMN/KP2N.

* Lihat Sutan Remy Sjahdeni, “Masalah jaminan Dalam Pemberian Kredit” Makalah
disajikan dalam pertemuan ilmiah “Penyqjian Hasil Penelitian tentang Aspek-Aspek Hukum
Masalah Jaminan Kredit®, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik
Indonesia, Jakarta, 28-30 September 1999, him 65.
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debitur yang menunggak hutang. Anggapan tugas PUPN sama dengan tugas
pengadilan adalah bahwa tindakan yaﬁg dilakukan oleh PUPN memiliki ¢iri yang
hampir sama dengan penagihan Grosse Akta,® ‘yaitu ‘dapat menagih langsung
tanpa proses dan campur tangan pihak pengadilan dan mengefektifkan penagihan
piutang negara.37 Pola penanganan piutang negara yang sesingkat-singkatnya
(prompter treatment), maka hubungan hukumnya bersifat sub-ordinat, artinya
kedudukan kreditur lebih finggi daripada deBitur, atau para pihak tidak
mempunyal kewenangan atau hak yang sama. Pihak kreditur melalui PUPN dapat
menggunakan upaya paksa, misalnya dengan penerbitan surat paksa, surat sita,

pemblokiran dan sandera.”®

Oleh karena itu, jika debitur tidak memenuhi
kewajibannya, maka kreditur melalui PUPN dapét mempergunakan alat-alat
keknasaan negara. Upaya paksa- tersebut sepé_rti halﬁya suatu keputusan hakim
dalam perkara perdata disebut “Quasi Judicial Settlement”, artinya tindakan-
tindakan yang dapat dipaksakan mclalﬁi penggunaan kekuasaan negara (title
eksekmorial).39

Dari sisi lainnya yang bersifat keperdataan, piutang negara memiliki hak

pendahuluan terhadap piutang lainnya dan juga terhadap pemegang Hak

% Akta bertitel ckskusitorial “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,
Kreditur dapat langsung memohon eksekusi kepada Pengadilan untuk memaksa debitur meimbayar
utang kepada kreditur. Dengan cara demikian dalam praktek sangat membantu penyelesaian
piutang/kredit macet berjalan lancar karena Pengadilan Negeri selalu mengabulkan eksekusi
grosse akta berdasarkan pasal 224 HIR.

*7 Bagian pertimbangan Undang-Undang Prp 49 Tahun 1960 menyatakan: “bahwa untuk
kepentingan keuangan negara, hutang kepada negara atau badan-badan, baik yang langsung
maupun yang tidak langsung dikuasai oleh negara, perlu segera diurus” Bagian penjelasan atas
Undang-Undang Prp 49 tahun 1960 dalam alinea keenam menyatakan supaya penagihan piutang.

% Surat Paksa berdasarkan pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960
diberikan suatu title eksekusitorial

* Purnama Tioria Sianturi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan
Tidak Bergerak Melalui Lelang, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm 70.
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Tanggungan dapat dilihat dari penjelasan umum pasal 20 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Ata: Tanah beserta
Benda-Benda yang be'rkaitan'd'engan tanah dijelaskan Bahwa hak kreditur yang
menjadi hak tanggungan sekalipun diutamakan terhadap hak tagihan kreditur-
kreditur lain, tetapi harus mengalah terhadap piutang-piutang negara. Dengan kata
lain hak negara.lebih utama dari kreditur pemegang hak tanggungan,’® sehingga
penagihan dan pembayarannya harus didahulukan daripada ‘piutang-piutang
keperdataan lainya. Oleh karena piutang negara dapat digolongkan sebagai
piutang yang memiliki hak preveledge dan digolongkan sebagai kreditur separatis
yang secara langsung memiliki hak eksekusi.*!

Pengad_ilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mencegah atau
membatalkan suatu pelelangan yang diperintahkan oleh PUPN dan dilaksanakan
oleh BUPLN karena hal tersebut adalah merupakaﬁ een .a'a_aa' van executie dan
termasuk tugas lembaga yang diberikan kewenangan khusus tidak menggunakan
prosedur biasa seperti dalam HIR.*

Sedangkan penyelesaian melalui perdamajan adalah mengenai bagian
piutang yang tidak disepakati dan penghapusan piutang ,kecuali menengenai

plutang negara yang penyelesiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.*

“* Berdasarkan hasil rapat yang diadakan pada tanggal 25 April 1996 antara BPULN
dengan Direksi Bank-Bank Pemerintah mengemukakan bahwa yang dimaksudkan piutang negara
dalam UUHT tidak hanya terbatas berupa pajak saja, tetapi juga termasuk semua piutang negara
sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara (PUPN).

4! Muhammad Djafar Saidi, Hukum...op.cit., him 26.

*? Diskusi Panel, Munas IKAHI ke IX, Maret 1994.

4* Kriteria piutang negara dalam kenetuan Undang-Undang Nomor 49/Prp /1940 tentang
PUPN
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a. Penyelesalan piutang negara sebagai bagian piutang yang tidak disepakati
adalah selisih antaraejumlah tagihan piutang menurut pemerintah dengan
jumlah kewajiban yang diakui ditetapkan oleh : '

1) Menteri Keuangan, bila piutang negara tidak disepakati tidak lebih Rp
10.000.000.000,00 ; |

2) Presiden bila bagian pintang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp
10.000.000.000,00,- sampai dengan Rp 160.000.000.000,00 ”

3) Presiden setelah mendapat pendpat pertimbangan Dewan. Perwakilan
Rakyat bila bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp
100.000.000.000,00,-.

b. Piutang negara dapat dihapuskan secaré mutlak atau bersyarat dan
pembukuan kecuali mengenai piutang negaré yang secara penyelesianya
diatur tersendiri dalam undang-undang. Penghapusan piufaﬁg negara
sepanjang menyangkut piutang pemermtah pusat ditepkan oleﬁ :

1) Menteri kenangan bil bgian piutang negara tidak disepakati tidak lebih
dari Rp. 10.000.000.000,00.

2) Presiden bila bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp.
10.000.000.000,00,- sampai dengan Rp 100.000.000.000,00.

3) Presiden setelah mendapat pendapat pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat bila bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp.
100.000.000.000,00.

Pengelolaan piutang negara dan penghapusan piutang negara diatur dalam

Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
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atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan

Piutang Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut menghapuskan pasal 19

‘dan pasal 20 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005.**

Pada era pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudoyono piutang
negara perbankan sebagai tagihan negara dari bank-bank milik negara (Bank
BUMN) yang mengalami gagal bayar dikategorikan bukan sebagai piutang
negara, pemisahan ini muncul berdasarkan FatWa Mahkamah Agung Nomor
WKMA/Yud/20/VIIT/2006, menyatakan bahwa tagihan bank BUMN bukan
tagihan negara karena bank BUMN Persero tunduk pada Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (kasus ini terjadi pada saat belum lahir
Undang - ‘Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Dengan
demikian, Mahkarﬁah Agung berpéndapat kekayaan négara terpisah dari BUMN
Persero, maka piutang BUMN Persero ‘adalah bukan piutang negara.

Pendapat tersebut kemudian dikuatkan dengan oleh putusan Mahkamah
Konsititusi pada bulan September Tabun 2011, diajukannya uji materi Undang-
Undang No. 49/Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara,
permohonan uji materi ini kemudian dikabutkan berdasarkan Putusan Mahkamah

Konstitusi dalam Perkara Nomor 77/PUU-IX/2011 yang menolak keberadaan

* Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 pasal 19 menyatakan bahwa penghapusan
secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang negara/daerah dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pasal 20 menyatakan
bahwa tata cara dan pengahapusan perusahaan negara/daerah yang pengurusan piutang diserahkan
kepada PUPN ,diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pada peraturan ini tidak
memisahkan antara kekayaan BUMN Persero dan kekayaan Negara sebagai pemegang saham.
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PUPN.* Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa piutang bank milik negara
adalah bukan piutang negara.

Implikasi dan putusan Mahkamah Konstitusi- dan fatwa Mahkamah
Agung ini berpengaruh pada piutang negara tak tertagih dari bank-bank BUMN
yang berpotensi merugikan negara sebagai salah satu unsur pidana korupsi tidak
dapat lagi dikenakan pada bank milik negara, hal imi sesuai dengan communis
opinion doctrin dalam teori hukum universai. Maksudnya, suatu kekayaan
termasuk keuangan badan hokum adalah terpisah dai kekayaan pengurus dan
pemiliknya atau pemegang saham.*¢ Dengan demikian, piutang tak tertagih bank-

bank BUMN adalah bukan piutang negara perbankan.
2. Rancangan Undang-Undang Piutang Negara dan Piutang Daerah

Rancangan Undang-Undang tentang Piutang Negara dan Piutang BUMD
yang diajukan oleh Menteri Keuangan kepada DPR pada bulan Oktober 2011.
Materi RUU ini tidak lebih baik dengan Undang-Undang No. 49/Prp/1960 tentang
PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara). Argumentasi amandemennya adalah:
pertama, UU tentang PUPN dianggap sudah ketinggalan jaman. Argumentasi
kedua, undang-undang tersebut dibuat negara dalam keadaan darurat ekonomi
dimana piutang negara atau hutang kepada negara sangat kritis karena banyaknya
piutang negara macet, lalu bagaimana dengan kondisi negara sekarang yang
dihadapkan pada persoalan kredit macet, penghapusan kredit macet pada Bank

BUMN/BUMD, saldo debet skandal BLBI dan bai/ out Bank Century serta

45 Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 023/PUPN-
1V/2006 yang mengakui keberadaan PUPN
*¢ Andrian Sutedi, Hukum...op.cit., him 35.
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skandal perbankan Jainnya yang sampai sekarang pun _masih belum dapat
diselesaikan. RUU 1ini secara terang-terangan melegitimasi per:oalan tersebut
adalah bukan persoalan piutang negara. Sangat disayangkan asumsi dasar
penerapan norma ini berseberangan dengaﬁ filosofi dasar hukum keuangan
negara. Semestinya makna piutang negara/hutang kepada negara yang bermasalah
tidak berbeda dengan perbuatan korupsi. Keduanya berbicara tentang bagaimana
menyelamatkan keuangan negara yang disebabkan adanya kehilangan uang
negara karena dalam norma hukum keuangan negara kehilangan uang satu rupiah
adalah merupakan kerugian negara. Kerugian negara dapat disebabkan oleh :

a. Hutang kepada negara yang tidak dapat dikembalikan atau piutang negara

macet/kredit bermasalah.

'b. Korupsi.

Titik berat penyelamatan keuangan negara yang disebabkan adanya
kerugian negara adalah “hasilnya”, bukan pada prosedur, sehingga pelaksa-
naannya harus melalui lembaga khusus. Dalam kajian hukum responsif Philippe
Nonet-Selznick, penyelesaian secara efektif dan efisien tergantung pada keadaan
yang dihadapi apabila tindakan tersebut terjadi dalam keadaan darurat secara luas
seperti banyaknya kredit bermasalah dan dalam kondisi krisis moneter, maka
diperlukan tindakan represif dilaksanakan oleh lembaga khusus yang bersifat sub-
ordinasi. Instrumen hukumnya harus memuat unsur hukum materil dan hukum
formil berorientasi pada hasil. Sedangkan apabila tindakan hukum otonom adalah
mengutamakan prosedur dan berpusat pada juris, dan orientasinya bukan pada

hasil melainkan pada ditaatinya rutinitas administrasi yang digariskan, sehingga
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penyelesaiannya memakan waktu lama dan berbelit-belit. Kemudian ada
penegakan hukum lain y:ng disebut dengan penegakan hukum responsif,
penyelesaian tindakan hukum ini berorientasi “pﬁrposif’, yaitu pada tujuan yang
hendak dicapai dengan cara pengampunan, misalnya dengan upaya-upaya
restrukturisasi, penghapusan hutang (wriie off) atau set off, dan memakan biaya
cukup banyak, tetapi biaya penyelamatannya membebani APBN.

Sebagai contoh biaya penyelamatan BLBI sebesar Rp.. 650 triliun kalau
kita bandingkan kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi, berapa banyak
uang piutang negara yang tidak bisa diselesaikan ketika terjadi krisis 1997/1998
dan berapa jumlah kredit macet pada bank BUMN yang masuk kategori
penghapusan.

Lalu bagaimana rumusan .RUU pengertian piutang negara dan piutang
daerah, materi VRUU piutang negara dan piutang daerah tidak menjangkau
pengertian kerugian negara secara luas dan sangat diskriminatif. Dalam Undang-
Undang No. 49/Prp/1960, makna piutang negara menjangkau semua sektor
kerugian negara yang diakibatkan oleh piutang bermasalah, baik yang terjadi di
perbankan maupun di non perbankan (baik pada BUMN/BUMD maupun Non
BUMN/BUMD).

Tentang badan khusus yang mengurus piutang negara bergeser dari
orientasi independen kepada berorientasi birokratif, Bab II Kewenangan
Pengurusan Piutang Negara pasal 3: (1) Menteri Keuangan berwenang melakukan
.Pengurusan Piutang Negara dan Piutang daerah yang telah diserahkan oleh

Penyerah Piutang; (2) Pengurusan Piutang Negara dan Piutang daerah
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dilaksanakan oleh Pejabat Pengurusan Piutang. Tugas badan ini lebih sempit dani
Undang-Undang yang lama, kalau dulu bis{a' melakukan pengawasan terhadap
piutang-piﬁtang/kredit yaﬁg felah dikeluarkan oleh negara/badan-badan negara,
tetapi dalam naskah RUU sekérang ini hanya sebata tagihan PNBP (Penghasilan
Negara Bukan Pajak), mengﬁrusi denda yang belum dibayar karena Pejabat
Pengurusan Piutang dibatasi dengaan adanya pasal 2 ayat (2) Pengurusan Piutang
Negara dan Piutang Daefah tidak termasuk pengﬁrusan piutang negara dan daerah
yang cara penyelesaiannya diatur dalam undang-undang tersendiri, serta
pengurusan piutang badan hukﬁm yang cara penyelesaiannya. diatur dalam
undang-undang pembentukannya.

Pertanyaannya kenapa disebar di berbagai Undang-Undang, kenapa bukan
merupakan badan khusus 'yang berdiri sendiri seperti KPK. Pada peraturan
perundang-undang yang 1ama.penyelesaian piutang negara lebih tegas, yaitu
dilaksanakan oleh Panitia Urﬁsén Piutang Negara yang anggotanya diambil dari
berbagai unsur penegak hukum dan birokrat serta tugasnya hanya satu, yaitu
menyelesaikan piutang negara macet, baik yang berada di BUMN/BUMD
maupun Non BUMN dan perbankan atau non perbankan.

Konflik norma keuangan .negara yang selama ini menjadi perdebatan
akademis, yaitu tentang apakah kredit macet pada bank BUMN /BUMD termasuk
piutang negara. RUU ini langsung memberikan legitimasi dalam pasal 2 ayat 1
huruf d pengurusan piutang negara dan piutang daerah meliputi piutang badan

hukum yang dibentuk oleh negara atau daerah selain BUMN dan BUMD.
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Dalam penjelasan RUU yang dimaksud badan hukum antara lain LPE dan
LfPSA Nuansa RUU ini sangat jelas bahwa penghapusan kredit macet pada Bank
BUMN/BUMD bukan.termasuk piutang negara? Lalu bagaimana dengan uang
yang trillunan itu? Jelas tidak terjangkau oleh RUU, bahkan lembaga
penyanderaan yang hendak dihidupkan dalam RUU ini sangat menguntungkan
para obligor karena peraturan penyanderaan tidak diberlakukan bagi para debitur
kredit macet piutang negara perbankan.

Konsep hukum RUU Piutang Negara dan Piutang Daerah ini tidak
memahami prinsip hukum: pengelolaan piutang negara, yaitu Value for Money"
yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penanganya yaitu ekonomi,
efisiensi, efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan
sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah.
Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana penyelesain dapat menghasilkan output
yang maksimal. Efektivitas, berarti penggunaan anggaran untuk penyelesian
piutang harus mencapai targct-farget atau tujuan kepentingan publik.*®
Pemahaman terhadap keuangan negara bermakna ganda dan dipahami sebagai
fungsi “wang” yang diterjemahkan menjadi uang negara dan uang perusahaan
negara/BUMN (dianggap uang Persero identik dengan PT swasta) pertanggung-
jawabannya pada rakyat karena di bawah pengawasan BPK, sedangkan uang
BUMN tanggung jawab perseroan, kedudukannya sama dengan uang swasta
karena dilepaskan dari pengawasan BPK. Oleh karena itu, jika dalam

pengelolaannya berpotensi merugikan negara, maka penyelesaiannya juga

*” Mardiasmo, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta: Andi Offset,
2002), hlm 105.
*® Ibid, him 106.
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berbeda-beda. RUU ini tidak sinkron dengan Undang—Undang BUMN, Undang-
Undang Keuangan Negara, Undang-Undang' Perbendaharaan Ne;ara. dan juga
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pemerintah dan DPR seharusnya memahami tentang hakikat- pengurusan
_piutang negara/hl_lténg kepada negéra. Pada hakikatnya, pengurusan piutang
negara adalah mengamankan keuangan dan aset negara, dengan demikian
pengurusan piutang negara bertujuan untuic meningkatkan pengembalian
(recovery rate) piutang negara dan mempercepat perolehan hasil pengembalian
tersebut.** Perubahan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan
konsep Valﬁe for Money (VEM)* merupakan ekspresi pelaksanaan lembaga
sektor publik yaﬁg mendasarkan ada tiga elemen dasar, ekonomi, efisiensi dan
efektivitas. Elemen ini merupakan perbandingan antara penegakan dengan harga
yang murah, standar kerja yang cepat dan hasil yang maksimal. Karena kontribusi
dari tugas pe;lgurusan piutang negara, yaitu dalam bentuk pengembalian dana
segar kepada ‘perbankan BUMN/D yang sangat dibutuhkan untuk membantu
menggerakan kembali sektor riil dalam‘perekonomian nasional, di samping itu
juga untuk meningkatkan penerimaan negara.

Badan khusus yang melakukan penagihan piutang negara dihadapkan pada
pihak-pihak yang pada umumnya dalam keadaan insolvent, sehingga hasil
kerja/penegakan hukum penyelesaian piutang negara harus mengandung elemen
value for money, apabila dirinci alokasi hasil kerja badan khusus ini adalah

sebagai berikut:

% Heru Subiyantoro dan Singgih Riphat, Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan
Implementasi, (Jakarta: Kompas, 2004), him 291.
30 Mardiasmo, Otonomi...op.cit., him 232.
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a. Hasil pembayaran/pelunasan utang oleh debitur dikembalikan kepada
kreditur (yaitu instansiepemerintah, lembaga negara, dan/atau BUMN yang
menyerahkan pengurusan piutang macetnya pada badan ini).

b. Hasil lainnya yang disetorkan kepada negara adalah :

1) Biayé administrasi pengurusan piu‘éahg negara sebesar prosentasi yang
ditentukan dari jumlah utang debitur ,yang dibayar debitor sebagai
tambéhan atas utangnya; dan

2) Bea lelang jaminan yang dipungut dari setiap pelaksanaan lelang.

Materi peraturan perundang-undangan tentang piutang negara harus
sejalan dengan konsep keuangan negara, pertanggung-jawaban keuangan negara
merupakan konsekuensi logis dari kesediaan pemerintah melaksanakan APBN
yang telah diéemjui oleh DPR adalah menjadi undang—undaﬁg yang tunduk pada
pertanggung jawaban publik. Dengan demikian, penyerahan piutang negara di
dalamnya diatur juga pada makna keuangan negara sebagaiman ditentukan oleh
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan' Negara. Dalam
Undang-Undang ini secara jelas dikatakan “kekayaan negara/kekayaan daerah
yang dikelola sendini atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang,
barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan
yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Kemudian ketentuan lainnya yang merupakan sebagai hukum primer

dalam rangkaian atau hirarki keuangan negara adalah Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menegaskan bahwa perbendaharaan

negara adalah pehgelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan negara, termasuk
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investasi dan keékayaan yang dipisahka_ln yang ditetapkan dalam APBN dan
APBD. Pemahaman tentang kekayaan yang dipisahkan dipertegas dalam Undang-
Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negé.ra (BUMN) pasal
1 angka 10 menyatakan “kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan
negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk
dijadikan penyertaan modal negara ‘pada perseroan/perum serta perseroan terbatas
lainnya.

Berdasarkan ketentuan undang-undang dalam rumpun keuangan negara
di atas, ternyata keuangan negara tidak mengandung prinsip perbedaan terhadap
pertanggung-jawaban keuangan negara yang semuanya adalah menjadi
akuntabilitas pemerintah, sehingga apabila terjadi kerugian atau kelalaian dalm
" pengelolaaanya baik oleh instansi pemerintah, lembaga-lembaga negara dan badan
usaha negara menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, analogi
hukumnya kekayaan negara yaﬁg dipisahkan pun adalah kekayaan negara dan
Jjuga utang negara pada badan-badan /lembaga negara adalah juga utang negara.

Paham tentang kekayaan negara dipisahkan untuk kepentingan BUMN/
BUMD harus tunduk pada hukum korporasi bukan pada hukum keuangan negara
dan bahwa kekayaan negara yang sudah terlanjur dipisahkan untuk BUMN adalah
bukan Jagi menjadi kekayaan negara. Sintesis hukum seperti ini menurut Van

Vallon Hoven “Hetakeligste en verwaandiste jurisdische maaksel dat met zich den
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I3

kenkan" produk hukum yang paling mengerikan/berbahaya dan paling sombong

yang orang dapat bay'angkan.“
3. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Piutang Negara

a. Prinsip kewenangan.

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum
administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga
F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebutnya sebagai kqnsep inti dalam hukum
tata negara dan hukum administrasi, “Het begrip bevoegdheid is dan ook een

kernbegrip in het staats-enadministratief’>*

Kewenangan yang di dalamya
mengandung hak dan kewajiban, yang menurut Bagir Ma‘nén wewenang dalam
bahasa hukum tidak samav dengan kekuasaan (machf).”® Kekuasaan hanya
menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbﬁat. Dalam hukum wewenang
sekaligus berarti hak dan kewajiban (richten en plichten). Dalém kaitan dengan
keuangan negara, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur dan
mengelola adalah pejabat, sedangkan kewajiban 'secara horizontal berati

kekuasaan untuk menyelenggarakan atau menggunakan keuangan negara

sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan

" A.C van Vollen Hoeven, Het Adatrecht van Nederlandse Indie dalam Abdurahman,
Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia, Akademika Presindo,
1994, him 39,

52 Stroink, F.A.M , en J.G Steenbeek. Inleiding in het Staats-en Administratief, Alpha aan
den Rijn. Samsom HD. Tjeenk Willink dalam Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan
peradilan Administrasi,, (Y ogyakarta: FH UII Press, 2009), him 65.

* Bagir Manan, Wewenang Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam rangka Otonomi
Daerah, Makalah pada Seminar Nasional, Fakuitas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, him
12.
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penyelesaian piutang negara dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara

-

keseluruhan.

Pergeseran pemahaman Negara Kesejahteraan délam konsep teori politik
ekonomi dewasa ini, mengenai hubungan negara, masyarakat, dan pasar. Sangat
berpengaruh tefhédap konsep hukum dalam peraturan perundang-undangan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), tata kelola menganut sistem aparatur
pemerintahan, ﬁiénuju pada Good Governance, basal 2 Undang-Undang No. 17
Tahun 2003, tentang keuangan negara, yang ternyata di dalam Undang-Undang
Tindak Pidana Kofupsi diketemukan juga pengertian keuangan negara, yang
memiliki pengertian yang sangat ekstensif, meliputi kekayaan negara yang
dipisahkan dan yang tidak dipisahkan. Sedangkan pengertian Keuangan Negara
yang dipisahkan menjédi penyertaan modal BUMN menurut Undang-Undang No.
| 14 Tahun 2003 tentang BUMN di dalam pasal 4 ayat (1) tunduk pada hukum
privat. |

Pemahaman berkaitan dengan “staatsbeleid” (kebijakan negara dengan
asas-asas umum pemerintahan yang baik atau 4/gemene Beginselen van Behoolijk
Bestuur) dan menurut Nonet penerapan perundang-undangan seperti ini termasuk
kelompok atau model hukum birokratif. Apabila seorang bejabat membuat
kebijakan tidak memenuhi sasaran dan mengakibatkan kerugian bagi instansinya
apakah itu BUMN atau bukan, maka yang bersangkutan dikenakan perbuatan
Tindak Pidana Korupsi. Tuduhan utamanya adalah detournemnt de pouir, yaitu
telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya

wewenang tersebut.
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_ Tugas dan kewenangan suatu lembaga dengan Iingkup bpekexjaan sendiri
yang dibeﬁtuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan w’ewznang.
Kewehangan yang dimaksud dalafn konteks ini adalah kemampuan untuk
melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu di bidang publ&. Jabatan itu seperti
halnya b.adan hukum merupakan suatu abstraksi. atau fiksi yang diakui
keberadaannya dalam lalu lintas pergaulan hukum (rechtsverkeer) dan dapat
melakukan perbuatan hukum atas dasar kewenangan yang bersifat hukum publik
(publiekrechtelzjke bevoegdheden). Adanya kewenangan publik inilah yang
membedakan subjek hukum publik dengan subjek hukum privat. Subjek hukum
publik itu melakukan perbuatan hukum atas dasar kewenangan (bevoegdheid),
sedangkan subjek hukum privat bertindak atas dasar kecakapan (bekwaam).
Denéan kata lain, validitas atau keabsahan perbuatan hukum publik
(pitbliekrechtelijke handelingen) ditentukan oleh ada atau tidaknya kewenangan,
yang secara teoretik dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat.
Sedangkan validitas perbuatan hukum perdafa (privaatrechtelijke handelingen)
ditentukan oleh ada atau tidaknya.kecakapan yang dimiliki subyek hukum.

Sebagai suatu abstraksi, jabatan hanya dapat melakukan perbuatan hukum
melalui suatu perwakilan, yakni pejabat (ambtsdrager) atau organ. yakni orang
atau sekelompok orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar
berwenang mewakili badan hukum (atau jabatan) untuk terlibat dalam pergaulan-

hukum, atau setiap orang yang dilekati kewenangan itu berkuasa untuk melakukan

perbuatan hukum atau sesuatu yang sejenis dengan itu.
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b. Prinsip Prompter Treatment (pen’yelesaian-sesingkét-singkatnya)

-

Pola penanganan piutang negara yahg sesingkat-singkatnya (prompter
treatmen.t) supaya 'p-enégihan piutang negaré itu padé Satu'pihak berlaku secara
cepat dan eﬁsien, apabila kreditur menyerahkan penahgananya pada suatu badan
khusus yang dibentuk oleh pemerintah maka hubungan hukumnya bersifat sub-
ordinasi, artinya kedudukan para pihak tidak 1.nvempuny‘ai kewenangan atau hak
yang sama dalam penanganan piutang negara, kedudukan kreditur melalui badan
khusus akan mempunyai kewenangan yahg lebih ‘tinggi dari debitur, berbeda
dengan penyelesaian biasa pada perbankan swasta yang. mengenal asas
keseimbangan ataun kedudukan yang sama aﬁtara kreditur dengan debitur, bila
penyelesian ini dilakukan maka sudah tentu memakan waktu yang lama, karena
menggunakan landasan hukum acara pérdata, dan keﬁutﬁsﬁnya tidak mudah untuk
dieksekusi.

Prinsip hukum promptér treatment™* ﬁlenegaskan bahwa badan khusus
diberi tugas untuk mengurus dan menagih piutang négara dengan prose&ur hukum
tanpa mencabut kekuasaan'.pengadilan umum untuk mengadili utaﬁg-piutang pada
umumnya. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, menyatakan kedudukan badan khusus
merupakan peradilan semu (éuasi rechtspraak) karena badan khusus merupakan
badan peradilan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak atau
kepentingan dalam menyelesaikan sengketa utang piutang negara. Tindakan badan

khusus ini adalah yang dianggap sama dengan pengadilan karena memiliki ciri

54 purnama Tioria Sianturi, Perlindungan...op.cit., hlm‘70.
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‘yang hampir sama dengan penagihan grosse akta, yaitu dapat menagih langsung
ﬁtaﬁpa proses dan campur tangan pihak pengadilan.”
| Menurut pendapat Arifin P Soeriatmadja, prinsip penyelesaian sesingkat-
singkatnya dimungkinkan _karena keperluan yang khusus, yaitu penyelamatan
keuangan negara. Keuangan negara dalam arti makro ekonomis, yaitu keuangan
negara secara keseluruhan, maka dari aspek hukum terjadinya perubahan dari hak
perdata menjadi publik. Kondisi ini bisa dibeﬂarkan dengan suatu alasan yang
kuat, yaitu adanya undang-undang yang mengatur permasalahan perubahan aspek
hukumnya dan dibuat untuk suatu kondisi khusus pada masa negara dalam
keadaan tertentu (krisis atau gawat darurat), maka permasalahan perdata yang
menyangkut permasalahan keuangan negara diperlukan penyelesaian yang
- sesingkat-singkatnya karena'rﬁenunjukkan kondisi khusus diperlukan perubahan
demensi terhadap penegakan hukumnya dari dimensi perdata menjadi dimensi

publik, terutama sebatas mana otoritas publik dapat menangani piutang negara

secara efektif dan efisien dengan fetap menganut prinsip hukum 1ni.
¢. Prinsip hak eksekusi atas piutang negara®®

Mengenai piutang negara, ketentuan eksekusinya diétur tersendiri, yang
terpisah dari eksekusi piutang non negara baik eksekusi piutang perseorangan atau
piutang perkumpulan non negara. Pemisahan pengaturan tentang eksekusi
demikian sangat berguna, untuk mencegah persaingan atau perebuta;i siapa yang
harus didahulukan pelaksanaan eksekusinya antara piutang negara dengan piutang

non negara.

> [bid, him 72.
3¢ Muhammad Dja’is, Hak...op.cit., him 270
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Piutang negara pada hakikatnya adalah piutang seluruh rakyat. Dengan
demikian yang mémiliki .tagihan terhadap debituf adalah seluruh rakyat dalam
negara yang bersangkutaﬁ. Oleh karena itulah, maka tepét apabila pengaturan
tentang eksekusi piutang negara dibedakan dengan eksekusi piutang non negara.
Proses penanganan piutang negara dibedakan deﬁgan penanganan piutang non
negara sejak tahap penentuan sampai dengan tahap eksekusi.

Dalam penanganan piutang negara, oleﬁ negara telah diadakan peraturan,
yang menjadi dasar hukum bagi keberadaan lembaga, ketentuan tentang prosedur,
dan syarat eksekusi. Negarab berwenaﬁg membuat ketentuan yang demikian karena
negara adalah pemegang kedaulatan. Dengan demikian negara merupakan
pemegang otoritas untﬁk membuat peraturan, mengadakan lembaga, menentukan
syarat dan prosedur eksekusi, yang dalam hal ini adalah'ek‘sekusi piutang negara
yang diatur térpisah dan eksekusi piutang non ﬂegara.

Macamnya hak eksekusi piutang negara dapat dibedakan menjadi Piutang
Negara Perbankan dan Piutang Negara Non Perbankan. Untuk melaksanakan
eksekusinya, maka ada beberapa jenis eksekusi yang antara lain mengenai
pelaksanaan eksekusinya yang disesuaikan. dengan penegakan hukum dalam
memﬁksakan suatu realisasi undang-undang dalam penyelesaian piutang negara
yang berkaitan dengan non perbankan dan perbankan, yaitu dengan cara:”’

1) Eksekusi Piutang Negara Non Perbankan
a) Pemutusan/penyegelan meteran, tindakan pemutusan/pen&egelan meteran

pada langganan listrik, air minum, atau telepon, didasarkan pada isi

57 Ibid, hlm 275.
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_perjgmjian langganan. Tindakan 1m tidak lain daripada upaya paksa oleh
penyelenggara terhadap pelanggan yang nunggak dengan tujuan terbear
vlﬁnasnya tuﬁggakan. Hsil upaya paksa ini adalah dorongan terhadap
pelanggan untuk segera melunasi tunggakan. Oleh karena itu, eksekusi
ni dikategoﬁkan sebagai .eksekusi realisasi tidak langsung. Dengan
demikian, sebenarnya tindakan pemutusan atau penyegelan meteran
‘merupakan sarana bagi penyelenggara untuk menghentikan pasokan
obyek perjanjian (arus listrik, vair minum atau sarana komunikasi). Bagi
pelanggan yang membutuhkan pasokan obyek perjanjian, dhinya akan
segera melunasi tunggakan sehingga dapat menikmati kembali pasokan
yang dibutuhkan; - |

5)- Surat pemberitahuan barang di pabean dinyatakan sebégai barang tidak
dikﬁasai. Dalam surat pemberitahuan tersebut diterangkah bahwa barang
disimi)an ditempat penyimpanan pabean, dan pemilik dépat mengurus
dalam jangka waktu 30 hari disertai ancaman jika dalam 30 hari tidak
diurus maka barang akan dilelang (Pasal 65-66 Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, selanjutnya
disebut UU Kepabeanan);

c) Pencegahan barang dan/atau sarana pengangkut untuk pemenuhan

kewajiban pabean (Pasal 77 UU Kepabeanan). Untuk dipenuhinya
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kewajiban pabean, maka pejabat beav dan cukai berwenang mencegah
barang dan/atau sarana penganggkut;

d) Penguncfan, pc;,nyegelan dan/atau pelekataﬁ tanda pengaman yang

. diperlukan terhadap benda impor yang belum diselesaikan kewajiban

pabean dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi yang

berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan, atau tempat lain oleh

pejabat bea dan cukai (Pasal 78 UU Kepabeanan);

€) Menolak memberikan pelayanan kepabeanan oleh pejabat bea dan cukai
dalam hal orang yang bersangkutan (importir atau eksportir) belum
memenuhi kewajiban kepabeanan [Pasal 83 (3) UU Kepabeanan].

2) Pelaksanaan Eksekusi Piutang Negara Non Perbankan dapat dilaksanakan

secara langsung terutama mengenéi :

a) Eksekusi oleh din sendiri terhadap benda jaminan pemohon banding
pada Direktur Jenderal Bea Cukai .ataé penetapan Pejabat Bea Cukai
tentang tarif dan nilai pabean untuk penentuan bea masuk atau sanksi
administrasi (Pasal 93-94 UU Kepabeanan). Pemohon banding harus
menyerahkan jaminan sebesar bea masuk atau sanksi administrasi. Dalam
hal permohonan banding ditolak, maka barang jaminan dicairkan oleh
Bea Cukai guna melunasi kewajiban pebean yang terutang,

b) Eksekusi oleh diri sendiri terhadap obyek gadai pada Perum Pegadaian.
Apabila nasabah pemberi gadai (pada Perum Pegadaian) tidak menebus

obyek gadai, maka penerima gadai (Perum Pegadaian) dapat menjual
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_ secara lelang obyek gadai yang hasilnya diperhitungkan untuk melunasi

]

utang pemberi gadai (Pasal 17-22 Reglement Pegadaian) -

c). Eksekusi oleh diri sgndiri terhadap obyek jaminan pélaicsanaan dalam
Vpengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemenang lelang (pelaksana)
pengadaan barang dan jasa pemerintah, wajib menyediakan jaminan
pelaksanaan. Dalam hal pemenang lelang (pelaksana) pengadaan barang
dan jasa pemerintah melakukan wanpres‘tasi, maka nang jaminan tersebut
dicairkan oleh pengguna barang/jasa guna pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah (Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
" Presiden Nomor 85 Téhun 2006 tentang Perubahan Keenam Keputusan
Presiden Nomor &80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Péngadaan Barang/Jasa Pemerintah) Keputusan Presiden‘Nomor 80
tahun 2003 tentang peﬂoman pelaksanaan pgngadaan barang/Jasa
pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Presiden No 85 Tahun 2006 Perubahan Keenam Keputusan
Presiden No. 89 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa pemerintah.
d) Eksekusi Utang Pajak dan Penagihan biaya pajak. Juru sita pajak diberi
wewenang pelaksanaaan surat pemerintah penagihan seketika dan
sekaligus, memberitahukan surat paksa, dan melaksanaan penyitaan atas

barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan
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penyitaan. (Pasa} 5 (D Undgmg-undang 19 Tahun 2000  tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nombf 19 Tahun 1997 tentang
Peﬁagihan Pajak dengan Surat Paksa). Selanjutnya. penjualan lelang oleh
Kantor lelang Negara atas barang penanggung pajak objek sita, hasil
dipergunakan untuk pelunasan utang pajak daﬁ biaya' pénagihan. Jika ada

kelebihan dikembalikan kepada penanggung pajak.
~¢) Pelaksanaan penagihan utang kepabeénan dan menghapuskan utang
kepabeanan yang tidak dapat ditagih oleh Direktor Jendral Bea dan Cukai

(UU Kepabeanan Pasal 41 Beserta Penjelasannya).

3) Pelaksanaan Hak Eksekusi Piutang Negara Perbankan:
Menurut Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 Tentang Panitia Urusan
Piutang Negara, Panitia Urusan Negara berwenang mélakukan pengurusan
piutang negara yang diserahkan kepaddnyé oleh Bank BUMN, dengan cara
memanggil Debitur dan pembuatan surat pernyataan bersama. Apabila
penanggung uang tidak datang saat dipanggil atau datang tetapi tidak
tercapai kesepakatan dengan PUPN untuk dituangkan dalam surat
permyataan bersama atau setelah membuat surat pemyataan bersama tetap
tidak mau secara suka rela memenuhi kewajibanya maka PUPN
menerbitkan surat paksa dilanjutkan dengan penyitaan dan pelelangan

kekayaan debitur oleh KLN.*®

*® Pada tanggal 8 Juni 2006 berdsar Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan
Tugas Esselon 1 Kementrian Republik Indonesia, PUPN dan KLN bersama dengan Bidang
Kekayaan Negara berada dibawah Direktorat Jendral Kekayaan Negara ( DJKN ) yang
menggantikan Direktorat Jendral Piutang Dan Lelang Negara ( DJPLN ) , sedangkan DJPLN
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a) Paksa badan terhadap debitor penunggak piutang negara. Debitor
.penunggak piutang negara dapat dimasukkan dalam rumah tahari‘an
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan meor: 336/1(MK 01/2000
tanggal 18 Agustus 2000 tentang Paksa Badan dalam rangka pengurusan
plutang negara sebagaimana telah diubah dengan képutusan Menteri
Keuangan Nomor: 506/KMK.01/2000 tanggal 14 Desember 2000;

b) Pencegahan bepergian ke luar negeri. Peﬂanggung utang (debitor piutang
negara) yang jumlah utang minimum 500 juta rupiah atau kurang dari itu
tapi sering bepergian ke luar negeri, atau yang beritukad tidak baik,
maupun yang barang jaminannya diperkirakan tidak mencukupi untuk
membayar utang, da-pat dicegah untuk bepergian ke luar negeri (Pasal 93-
105 Keputusan Kepala BUPLN Nomor: 38/PN/2000 tentang Petunjuk
Teknis Pengurusan Piutang Negara);,

Berdasaf uraian tentang prosedur eksekusi tersebut diketahui bahwa jalur
eksekusi yang ditempuh untuk penyelesaian piutang negara berbeda dengan
piutang non negara. Dalam bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 49 Prp
1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara antara lain disebutkan bahwa
penagiban Piutang Negara melalui prosedur yang biasa seperti disediakan oleh

HIR (S 1941 Nomor 44) Pasal 195 dan seterusnya, pada umumnya tidak

memuaskan. Hal ini berbeda dengan penagibhan Piutang Negara dengan

sendiri adalah pengganti dari Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN ). Pada tanggal
6 Oktober 2006 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/
Daerah ,wewenang PUPN dikurangi,yaitu Pengurusan Piutang Perusahaan Negara /Daerah tidak
lagi menjadi wewenang PUPN, melainkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang perseroan terbatas dan badan usaha milik negara/
daerah beserta peraturan pelaksanaannya.
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menggunakan kekuasaan. Kekuasaan yang tercantum dalam Peraturan Penguasa

-

Perang Pusat yang padzi umumnya berhasil secara memuaskan.”® Hak eksekusi

terhadap Piutang’ Negéra Perbankan BLBI menggunakan ketentuan yang diatur

dalam pasal 37 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Menggunakan

instrumen lembaga BPPN yang diberi kewenangan:

1

2)

3)

Menguasai, mengelola dan/atau tindakan kepemilikan terhadap Aset
Res’m.iktun'sasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi, Kekayaan milik
dan/atau Hak Bank dalam Penyehatan;

Melakukan tindakan hukum langsung atau tidak langsung atas/atau
sehubungan dengan debitur, bank dalam penyehatan, aset dalam
rekturisasi, kewajiban dalam rekstruktﬁfisasi dan/atau kekayaan yang akan
diserahkan atau dialihkan kepada BPPN meskipun telah diatur secara lain
dalam suvatu kontrak, perjanjian atau peraturan perundang-undangan
terkait, dan perusahaan teraviliasi terhadap bank dalam penyehatan
(apabila terdapat indikasi bahwa perusahaan terevaliasi tersebut turut serta
melakukan pelanggaran ketentuan perbankan, atau turut mengambil
keuntungan dari hasil pelahggaran tersebut);

Dalam rangka penyehatan perbankan dan pengelolaan kekayaan yang
berbentuk portofolio kredit, BPPN dapat melaksanakan penyertaan modal

sementara;

% Muhammad Dja’is, Hak...Opcit, him. 34.
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4) BPPN setiap waktu dapat melakukan divestasi (pengalihan modal)

- pemyataan modal sementara dengan cara menjual. saham kepada pihak
' léin. |

5) BPPN berwenang meninjau ulang mengakhiri dan/atau mengubah setiap

kontrak yang mengikat Bank Dalam | Penyehatan yang menurut

pertimbangan BPPN merugikan;

6) BPPN berwenang mengosongkan tanah darn/atau bangunan milik atau yang

menjadi hak Bank Dalam Penyehatan dan/atau yang dikuasai BPPN oleh
pihak lain;

7) BPPN berwenang menjual atau mengalihkan aset dalam restrukturisasi dan
kewajiban dalam restrukturisasi secara langsung atau secara tidak langsung

dengan harga di bawah nilai buku.

4. Penegakan Hukum Responsif Pada Piutang Negara

 Hukum responsif mempunyai visi harmonisasi kekuasaan-kekuasaan dan

dihilangkanya batas-batas institusional, pembedaan antara ketentuan undang-

undéng dan keputusan hukum tidak dihapuskan, sebaliknya proses hukum yang
bertujuan memperbesar kompentensi institusi hukum:*°

., a. Desain kelembagaan dalam Penyelesaian piutang negara di bidang
perbankan dapat dibangun di atas premis-premis yang diterima menentukan

tujuan yang dilayani hukum.

8 Philippe Nonet-Philip Selznick, Law and Society: Toward Responsive Law,
Terjemahan, Raisul Muttaqiem, Hukum Responsif , (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2007), hlm
176.
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b. Penegakan hukum dalam penyelesaian piutang negara le_bih memberi ruang
pada tawar menawar (negosiasi) bagi débitur dan dengan tetap
menggunakan asas késeimbangan kedudukan ,kredirtuvr dengan deb.itur
mengesampaikaﬁ Hak eksekusi yang melekat pgda piutang negara.

Penegakan hukum dalam pandangan hukufn respoﬁsif, penyelesaian
piutang negara perbankan BLBI adalah dalam ranah hukum privat bahwa dalam
hukum responsif pemerintah bertindak dalam kapasitas imperatif.?! Dalam
kaitannya dengan bidang piutang negara perbankan pemerintah mengemban
tanggung jawab untuk menentukan tujuan-tujuan yang akan dikejar dalam
perjanjian yang disiapkan oleh perbankan dan untuk bertindak dalam menangani
permasalahan-permasalahan seperti pengendalian kredit macet dan penegasan
pelaksanaan penjualan obyek' jaminannya. Keputusan—kepufusé.n ini menyatakan
dan menetapkan suatu kehendak kebenaran doktriﬁ dalam kontark dan keputusan-
keputusan ini mencerminkan dengan baik perlindungan hukum,v dan bagaimana
kekuatan kebenaran isi kontrak itu dikendalikan dan diaplikasikan _sebagai
kewajiban hukum.®* Pemerintah harus terus mengkondisikan sebagai aktor hukum
untuk menetapkan badan-badan dan mekanisme—mekanisme dalam rangka
merealiéasikan tujuan-tujuan dalam perikatan. Pada prinsipnya, walaupun hanya
dengan keberhasilan yang terbatas dalam praktiknya, institusi-institusi yang
dibangun untuk menyelesaikan piutang dirancang untuk memberi obyektifitas

yang maksimal bagi elaborasi kepentingan individual, termasuk definisi yang

%' Perintah yang ditegaskan dalam undang-undang harus dilaksanakan oleh debitur.

82 Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 77/PUU-
IX/2011 yang menolak keberadaan PUPN. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa piutang
bank milik negara adalah bukan piutang negara.
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lebih pasti mengenai tujuan yang diterima secara progresif terhadap pilihan-
pilihan kebenaran dokirin serta pilthan-pilihan penegakan hukum. -
Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan  Piutang Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah  tersebut
menghapuskan pasal 19 dan pasal 20 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14
| Tahun 2005. Memiliki kesamaan dengan doktrin hukum responsif dimana faktor
utama penyelesaian piutang diletakkan pada distribusi kehendak para pihak. Pihak
debitur diberi keleluasaan untuk memenuhi persyaratan kemampuanya melunasi
utang pada negara dengan mendapat reward berupa penghapusan utang.
hdikator-mdikator untuk penghapuan utang secara virtual telah ditentukan
oleh. pemerintah dari skor fendah sampai sangat tinggi menurut tingkat
perkembangan uatangnya. Bilamana cara penyelesaian PP seperti itu berhasil,
berjélan dengan suatu sistem negosiasi dengan pretense memenangkan ketertiban
yang rendah.63 Pada hakikatnya memberikan hasil akhir yang sama saja dengan
mendoréng | kontraktual yang berubah dengan penghancuran vitalitas
pengembélian utang yang penuh kompromi. Dari sudut pandang teori hukum
-responsif lainnya adalah teori apalisis hukum ekonomi yang disebut,
“responsive regulation” (RR). Teori RR memiliki perbedaan signifikan dengan
konsep “regulatory formalism” (RF) yang selalu menuntut proses peradilan harus
sampai kepada tujuanﬁya, yaitu mengadili dan menghukum seseorang pelaku

kejahatan. Konsep RR meletakkan tanggung jawab untuk memelihara dan

8 Menurut Nonet tujuan hukum adalah ketertiban, ketika tujuan menertibkan itu
dimenangkan dengan skala responsif, maka hasilnya tidak maksimal. Penegakan hukum menjadi
tidak efektif.
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mengatur aktivitas diletakkan kepada para pelakunya bukan diletakkan kepada
seberapa besar pengaruh negara dala;l - mengatur >perbuatan seorang atau
korporasi. | | |

Konsep RR melihat seberapa jauh kesalahan seseorang atas perbuatannya
masih dapat diperbaiki tanpa harus melalui penuntutan dan penghukuman
sepanjang “track record” yang bersangkutan menunjukkan adanya celah untuk
perbaikan. | |

Bertitik tolak pada konsep RR dan RF tersebut- di- atas Braithwaite

mengemukakan konsep ‘“Piramida Peraturan Perundang-undangan” (regulatory

pyramid) sebagai berikut:

Lincese
Revocation

' - Lincese
Suspension

Criminal Penalty

/ Civil Penalty
Warning Letter \
Persuasion \

Sumber: Ayres and Braithwaite, 1992

Gambar 2.2. An example of a regulatory pyramid

Penjelasan:
Piramida Regulasi (RR) menerangkan bahwa akar penyelesaian suatu
tindak pidana khususnya di bidang korporasi, yaitu harus digunakan model

responsif. Tindak pidana seserius apapun harus dimulai dengan negosiasi atau
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dialog, kemudian __melalui peringatan tertulis, s_an_kéi p_erdata_, sanksi pidana,
penzngguhan izin usaha, sampai kepada pencabutan iziﬁ usahé.

Untuk memberkuat model dialogis, diperlﬁkan suatu hukum yang bersifat
responsif (responsive regulatory). Hukuman séberat apa pun yang akan dijatuhkan
mulai dengan sanksi perdata sampai kepada pencabutan karena telah diawali
dengan persuasi dan dialog (pada teori hukum responsif Phjlippe Nonet - Philip
Selznick disebut sebaéai upaya negosiasi), dan tidak menimbulkan perasaan tidak
adil dan sewenang-wenang.

Brathwaite yakin bahwa, konsep piramida pada gambar di atas dapat
bekerja efektif dan efisien dalam aktivitas bisnis karena konsep piramida tersebut
menawarkan biaya yang murah dan sangat dihormati oleh para pelaku bisnis
. karena masih memberikan kesempatan kepada korporasi/pelaku bisnis untuk tetap
menjalankan aktivitasnya tanpa harus “terusik” oleh Iproses hukum yang sedang
dilakukan‘ terhadapnya, dan masih dapat mencegah timbulnja daml.;)ak negatif
secara sosial ekonomis dari korporasi yang bersangkutan. Braithwaite selanjutnya
menjelaskan sebagai berikﬁt:

“Business regulatory agencies all over the world are today deploying the idea
of the responsive regulatory pyramid. It is influential policy idea because it
comes up with a way of reconciling the clear empirical evidence that
sometimes punishment works and sometimes it backfires, and likewise with
persuasion.”

Sekalipun demikian, Braithwaite mengakui konsep RR tidak selalu

berhasil ketika tindak pidana korporasi tetap meningkat dan jika hal tersebut

terjadi, maka jelas bagi Braithwaite bahwa pelaku bisnis yang bersangkutan ialah

8 John Braithwaite ,Retorative Justice and Responsive Regulation,Oxford University
Press, 2002, hlm 29-30 dikutip dari Romli Atmasasmita , Globalisasi Kejahatan Bisnis, Kencana
2010, him. 147.
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“rational acior” yang memahami risiko yang akan dihadapinya dibandingkan
dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Berangkat dari
pemahaman ini, maka Braithwaite mengemukakan ‘k'onsep' 'telpadu antara,

restoratif, penjeraan, dan penghukuman dalam bentuk piramida berikut ini:

Incapacitation
ASSUMPTION

Incompétent or
Irrational Actor Deferrence _

Rational Actor

Virtuous Actor , Restorative justice -

Gambar 2.3. Toward Integration of Restorative, Deterrent and Incapacitative Justice

‘Penjelasan:

Teor integrasi yang merupakan perpaduan antara keadilan restoratif dan retributif
(deterrence dan penghukuman) merupékan model ideal untuk menyelesaikan
masalah tindak pidana dalam aktivitas perekonomian, perbankan dan yang
melibatkan BUMN dengan‘ asumsi bahwa, terhadap pelaku yang beritikad baik,
tetapi telah berbuat lalai, sehingga mengékibatkan kerugian (virtuous actor) cukup
dengan diberikan persuasi (dialog) dengan hukuman peringatan. Terhadap pelaku
yang fnelakukan tindak pidana dengan kalkulasi untung dan rugi (rational actor),
 maka perlu dan pantas dijatuhi hukuman agar jera, yaitu dengan sanksi perdata

atan pidana kurungan. Terhadap pelaku yang sulit untuk diperbaiki lagi karena
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memang recidive,. maka pantas dan layak dibeﬁic_an sanksi penghukuman atau
diasingkan semenfara waktu dari masyarakat.

Seperti ekonomi, sistem hukum juga adalah ‘mengenai. tingkah laku yang
rasional. Hukum ingin mempengaruhi perilaku melalui sanksi, seperti hukuman
penjara .atau ganti. rﬁgi. Asi)ek yang memaksa dari hukum meﬂgasumsikan bahwa
orang tahu akan konsekuensinya. Selanjutnya bagaimana konsep-konsep mikro
ekonomi tersebut diterapkan terhadap masalah-rﬁasalah hukum.

Analisa Ekonomi adalah menentukan pi]ihaﬁ délam kondisi kelangkaan
(scarcity). Dalam kelangkaan ekonomi diasumsikan bahwa individu atau
masyarakat akan atau harus berusaha untuk memaksimalkan apa yang mereka
ingin capai ciengan melakukan sesuatu sebaik mungkin dalam keterbatasan
sumber dayé. Dalam hub_uﬁgan ini dua konsep eﬁéiensi menjadi penting: Pareto
Efﬁciencyv(na.ma seorang ahli ekonomi Italia abad yang lalu) dan “Kaldor-Hicks
Efficiency” (nama (iua ahli ekonomi Ing,gris).65 Paretto efficiency akan bertanya
apakah kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut membuat seseorang lebih
baik .dengan tidak mengakibatkan seseorang bertambah buruk ? Sebaliknya
Kaldor-Hicks Efficiency akan mengajukan pertanyaah apakah kebijaksanaan atau
perubahan hukum tersebut akan menghasilkan keuntungan yang cukup. bagi
mereka yang mengalami perubahan itu, sehingga ia secara hipotesis dapat
_memberikan kompensasi kepada mereka yang dirugikan akibat kebijaksanaan atau
perubahan hukum tersebut. Pendekatan yang terakhir ini adaléh cost-benefit

analysis.

% Richard Posner, “Economics Analysis of Law” dipetik dari Erman Rajagukguk, Butir-
Butir Hukum Ekonomi, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), him 13.

4




139

Pendekatan “analisa ekonomi atas hukum” menekankan kepada cost-
benefit ratio, yang kadang-kadang olehf’ sebagian érang dianggap tidak
mendatangkari keadilah. Hai ini  tentu dibantah oleh peﬁganut—penganut
pendekatan “analisis ekonomi atas hukum”. Pertama dikatakan, bahwa tidak benar
ekonom tidak memikirkan keadilan. Dalam usaha menentukan klaim normatif
mengenai pembagiaﬁ pendapatan dan kesejahteraan, seseorang mesti memiliki
filosofi politik melebihi pertimbangan ekonomi semata-mata. Kedua, ekonomi
menyediakan kerangka di dalam pembahasan di mana keadilan dapat dilakukan.
Bila melihat sebab-sebab terjadinya kredit macet unsur—unéur error omission
(EO) dan error commision (EC)66 seperti halnya, proses pemberian kredit yang
menyimpang, kelalaian dalam mengembalikan vkredit, dan keputﬁsan pimpinan
perbankan dalam menentukan persetujuan kredit yang mengaki_batkan kredit
macet maupun pelanggaran prinsip Kehati-hatian Perbankan (Prudential
Banking). Faktor-faktor gagal bayar pada kredit macet pada sebuah bank adalah
faktor Error Omission dan Error Commision. Error Ommission (EO)® adalah
timbulnya kredit macet karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan
yang memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas.

Error Ommission jelas motiﬁya sejak awal tidak baik, dengan kata lain
sejak awal niatnya melanggar. Model ini lebih mudah didéteksi karena alat
pembuktiannya mudah. Error Commission (EC) yang memang tidak ada aturan -

dan ketentuannya yang dilanggar, tetapi ada motif untuk memanfaatkan belum

% Dari pengalaman praktik apaila terjadi piutang tak tertagih/kredit macet pada sebuah
bank penyebabnya hanya ada dua error omission dan error omossion. Krisna Wijaya, Analisis
Kebijakan perbankan Nasional, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm. 151.

§7 Ibid., hlm. 206.
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adanya ketentuan atau aturan, sehingga dengan mudah’ para ‘pejabat bank
mengejuarkan kebijakan yang didasari olehr unsur-unsur tertentu. Modus EO
sering terjadi pada saat ﬁlengambil keuntungan dari peneriméan kredit. Permainan
ini sebenarnya sebagai modus klasik, misalnya dalam pemberian liquidity support
dalam kasus BLBI,.felah dengan sengaja diselewengkan oleh begitu banyak bank,
sehingga bukannya kebutuhan dari nasabah yang mendapatkan prioritas. Akan
tetapi, justru kebutuhan dari bank itu sendiri bésena kebutuhan dari pihak yang
terafiliasi dengan bank, sedangkan modus EC ini digunakan sangat rapih dan
melibatkan pejabat bank..

Berdasarkan pengalaman kasus-kasus perbankan nasional yang berkaitan
dengan kredit macet persoalannya tidak akan lepas dari EO dan EC. Potensi
kerugian negara adalah perbuatan melawan hﬁkum, baik sengaja atau lalai yang
dapat meﬁgakibatkan resiko terjadinya kerugian négara di rhasa yang akan datang.
Potensi kemgiaﬁ-negara pada kasus gagal bayar BLBI adalah dipandang sebagai
perbuatan gagal bayar. Hukum respbhsif memberikan solusi bagaimana
menemukan cara pendistribusian keuntungan dan kerugian. Terhadap kontrak,
bisa saja di antara principal mengandung unsur perkiraaan, yang dengannya para
‘pihak membayangkan seberapa besar nilat sesuatﬁ bagi mereka di masa datang.
Nilai sesuatu dari perluasan berganda ini bergantung kepada kekuatan tawar-
menawar yang setara. Pemahaman teori hukum responsif terhadap kontrak adalah
tidak berbeda jauh dengan doktrin tekanan paksaan ekonomi bahwa apabila

terdapat ketidak seimbangan yang mencolok terkait daya tawar diantara para

pihak adalah dengan menarik garis batas antara kontrak-kontrak yang bisa
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dibatalkan dengan yang tidak bis.a(’_8 sesuai hak dan kewajiban’. Masalah hubungan
kewajiban diajukan untuk melakukan tawar -menawar dengah itikad baik ini
dengan pencermatan judisial da:n adminisﬁasi térhédap proposal dasar yang dibuat
selama tawar menawar.

Permasalahan yang sering timbul dalam proses ini adalah kekuatan di luar,
yaitu paradoks pertimbangan manajerial. Acuannya yang paling terkenal di dalam
hukum adalah isu tentang hak-hak yang dipertaheinkan apakah hak dan kewajiban
tetap tidak tertentukan dalam kesepakatan tawar menawar yang mengakibatkan
adanya kehendak untuk mengajukan arbitraéi ataukah rﬁempakan permasalahan
yang ada didalam lingkup otoritas manajerial. Zona inti kontrak harus terlindungi,

masalah hak-hak yang dipertahankan' dan itikad baik dalam tawar menawar
| (negosiasi) berhubungan secara langsung -satu dan lainnya .adalah untuk
menentukan hak mana yangrberada dalam lingkup 'keraj ib.an dengan unsur itikad
baik pada batasan norma demikian kadar kualitasnyé telah ‘tersedia, yaitu sesuai
déngan pasal 1338 KUH Perdata. Usaha untuk memperoleh presatasi dalam suatu
kontrak yang default, keadilan berarti tidak memperlakﬁkan para pihak dan tidak
membiarkan mereka para debitur memperlakukan satu sama lain sebagai murni
principal yaﬁg memenuhi prestasi akan tetapi sebagai petaruh yang dalam situasi
macet /default bertindak dalam situasi dengan resiko terbatas dibandingkan resiko
/loss everssion kreditur yang begitu besar.
Loss everssion /kerugian terhadap kontrak saling pengaruh antara yang

telah dan dapat diterima, maka hukum akan mulai memulibkan kesepadanan

88 Roberto Mangabeira Unger, The Critical Legal Studies Movement, London Cambridge
University Press 1983 ,diterjemahkan oleh Narulita Yusron, Gerakan Study Hukum Kritis,
(Bandung: Nusa Media, 2012), him. 116-117.
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terkait penunaian atau paltisjpasi keuntungan dan kerugian, akan tetapi bisa juga
terlihat hukum sangat membingungk_an dan tidak jelas, sehingga gagasan keadilan
akan berubah, yaitu saling memenuhi préstasi menjadi peﬂghubung kesepadanan
perolehan hasil. Prinsip yang terkait keadilan dalafn dua wilayah ini mengatur
pembebasan untuk keadaan‘ terhadap pembuatan sebuah kontrak yang diikuti
kewajiban pelaksanaanya bila terjadi kerugian. Membiarkan kerugian ditempat
mereka berada saat peluncuran kontrak adalah uﬂtuk mengantisispasi bagaimana
pengandaian sebuah transaksi itu dapat - diselesikan. Apakah melekat dalam
penunainya ataukah para pihaknya.

Sebagai bahan pierbandingan di negara Amerika Serikat regulasi
penyelesaian gagal bayar antara bank dan non-bank menganut paham
diskriminasi litigasi.®® |

a. Penyelésién kepailitan/gagal bayar pada perbankan dilaksanakan oleh
badan pengawas perbankan federal (Federal Deposit Insurance Corporation
[FDIC]).

b. Penyelesaian gagal bayar dan kebangkrutan non-bank melalui jalur
pengadilén federal. .

Jadi, dalam persoalan penegakan hukum utang piutang ( keuangan )
bukan saja tergantung pada jenis kontrak akan tetapi dilihat juga bagaimana
kontrak itu dilakukan , dan siapakah subjek hukumnya .

Pemerintah Amerika Serikat melalui badan FDIC secara ketaf melakukan

pengawasan kredit sangat penting, tata kelola pengawasan secara intensif :

@y Bergman, C Bliss, A.JJonson. G Kaufman, Netting, Financial Contracts, and Banks:
The Economic Implication.- Paper Federal Reserve of Chicago, 2003.

4
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a. Pemantavan terhadap pemberian kredit yang beresiko dan yang dapat

mefnpengaruhi pelaku pasar. T

b. informasi Ipa‘da perilaku pengambilan risiko * debitur pada pefusahaan yang
dijalankanya yaitu bagaimané pengambilan keputusan manajerial untuk
.dapat menghindari pengambilan risiko berlebihan.

Di samping itu juga, pengawasan ini berkaitan dengan adanya perbedaan
penyelesaian prioritas hukum terhadap pengéﬁbilalihan aset perusahaan yang
bangkrut oleh kreditur, kreditur berisiko tidak akan semua memiliki bagian yang
sama untuk : |

a. Pengambilalihan aset perusahaan yang bangkrut/gagal bayar tergantung
pada kapan perjanjian kredit itu dilaksanakan, sehingga pengambilalihan
aset oleh kreditur berdasarkan senioritas kontrak.

b. biaya-biaya yang dikeluarkan perlu diperhatikan karena adanya
penseleksian berdasarkan senioritas kontrak , sehingga untuk mengetahui
hal ini maka biaya sangat mahal.

c. bila terjadi gagal bayar, pada jenis kontrak yang sama tidak akan mendapat
manfaat yang sama karena pengambilalihan aset debitur tergantung pada
kedudukan kreditur dan debitur gégal bayar.

d. Kontrak yang sama dalam pengisian suku bunga untuk perusahaan yang
sama sesuai dengan kerugian diperkirakan, jika terjadi . default.
Pengurusannya tidak akan mendapatkan manfaat yaﬁg sama. Sebagai

contoh, tidak menjamin bahwa kreditur belakangan (junior) mengenakan

suku bunga yang lebih rendah dapat mendorong kemajuan debitur
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dibandingkan dengan kreditur terdahulu (senior) yang mengenakan tingkat
bt?nga yang lebih tinggi, akan dapat K pengembalién aset sesuai dengan
pengaruhnya yang intené terhadap jumlah pemberian -kredimya.

Hubungan antara stru_ktur- modal dan intensitas pengawasan sangat penting
terutama untuk perbankan oleh karena itu pemerintah sebagai penerima dan
pengelola pembayar pajak harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Kreditur beresiko harus dijamin dengan pényediaan asuransi deposito (oleh
FDIC di AS).
b. dan penyediaan jasa.klin'ng pembayaran oleh Bank sentral. kerugian kreditor

swasta (deposan) yang sering menjadi perhatian kebiakan publik sebagai

efek bisa tumpah ke sektor ckonomi lainnya dan mempengaruhi aktivitas
ekdnomi'makro, yang disebut "risiko sistemik".

c¢. Dalam hal kegagalan bank yang tidak diasufansikan _rekening deposan juga
mungkiﬁ sementara beku dan akses ditolak selama proses penyelesaian,
sebagai catatan diverifikasi dan/aiéu aset dilikuidasi dan hasil yang
dikumpulkan oleh penerima. Ini mungkin menjadi beban khusus pada
kreditur bank-bank bermasalah, banyak yang dapat diharapkan nilai jangka
pendek,. sifat yang sangat cair dari banyak deposito mereka dan klaim
lainnya. Setiap berkepanjangan, pembekuan umum account tersebut
mungkin memiliki efek spillover negatif yang signifikan terhadap pasar

keuangan dan ekonomi makro.
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C. Mekanisme Penyelesaian Utang BLBI.

Mekanisme penyelesaian utang B_LBI séngat di.pengalfuh‘i oleh teori hukum
ekonomi, yaitu digun.akanvnya teori. piiihaﬁ raéional.70 Pola pendekatan analisis
ilmu ekonomi terhadap kebijakan hukum akan berhasil dengan baik jika tidak ada
intervensi terhadap proses pelaksanaannya, seperti contoh berikut ini, yaitu
mengenai penerapan teori pilihan rasional.

Teori pilihan rasional dalam pemberantasan korupsi di Indonesia pernah
dikemukakan ketika masa pemerintahan .Megawati dimana Jaksa Agung M
Rachman menghadapi kaéus BLBI. Ketika itu, pemerintah dihadapkan pada
“keadaan dilematis” dengan berbagai inteweﬁsi terutama dari IMF dan Bank
Dunia untuk segera menyelesaikan masalah krisis ekonomi dan keuangan, yaitu
melalui prosedurk “Release and Di._scharge”.. Adapun pada saat yang sama,
kepolisian dan kejaksaan agung tengah ﬁlelakukan penyidikan terhadap para
bankir yang telah ditetapkan sebagai tersangka. -

Pertanyaan yang diajukan oieh Jaksa Agung dalam sidang kabinet ketika
itu adalah persoalan BLBI akan diselesaikan dengan tujuan memenjarakan pelaku
perbankan atau uang yang dikembalikan 7! Jawaban pemerintah ketika itu, yaitu
pengembalian uang lebih diutamakan dan’péda memenjarakan pelakunya. Namun,
dalam pelaksanaan kebijakan ini karena kurang pengawasan telah terjadi
manipulasi bukti dokumen dan perilaku koruptif dari pelaku, oknum BPPN dan

penegak hukum. Pemerintah telah dihadapkan pada dua pilihan terhadap

7° Ibid, hlm 208.
' Romli Atmasasmita, Globalisasi Kejahatan Bisnis, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 87.
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bpenyeleisaign keWajiban para pemegang saham b_ank penerima BLBI, yaitu
melalui penyelesaian o
| 1. dengan ou.t'of court settle}nent atau negosiasi bersama untﬁk mencari solusi;
2. dengan court settlement secara perdata atau pidana atau ketatanegaraan.72
Pendapat saat itu meﬁgemukakan bahwa pemerintah dihadapkan pada
suatu  kondisi yang dilematis karena satu sisi pemerintah harus
mengaktualisasikan supremasi hukum yang dapét memberikan kepastian yang
menjadi paradigma kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dengan konsekuensi
tindakan yang melanggar hukum harus diselesaikan melalui proses hukum yang
berlaku. Namun, di sisi lain pemerintah dihadapkan pada kondisi bahwa judicial
court bukan merupakan jaminan utama untuk mengamankan aset yang harus
dimiliki oleh negara dalam .kerangka mengembalikan kekayaan negara yang'
berada ditangdn pihak swasta dengan jumlah yang sangat besar. Pemerintah
kemudiaﬁ memilih alferﬁatif menerapkan kebijakan yang menyelesaikan

kewajiban para pemegang saham lama mayoritas melalui mekanisme MSA44,

MRNIA, APU Dan Realese And Discharge.
1. Master Settlement and Aquisition Agreement (MSAA)

MSAA merupakan suatu perjanjian penyelesaian kewajiban lewat
penyerahan aset. Penyerahan itu langsung melalui akuisisi oleh aset BPPN atau

lewat yang ditunjuknya. MSAA ini berlaku tefhadap pemégang saham pengendali

"2 M. Ali Said Kasim, BPPN dan BLBI, Sebuah Rekontruksi Periode Awal Penyelamatan
Perbakan Nasional. Dalam Pertemuan yang dipimpin oleh Menkeu Ekkuwasbang Ir Hartarto, pada
akhir Agustus 1998 yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubemur Bank Indonesia, Ketua
Bappenas, Kapolri, Jaksa Agung dan BPKP, dalam Kusumaningtuti SS, Peranan Hukum
Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm 188.

1

4
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(PSP) bank yang masih memiliki harta cukup untuk menyelesaikan kewajibanya
terhadap pemerintah. - |
MSAA ini dibedakan me.nj adi dua :

a. MSAA terhadap pemegang saham pengendali bank berstatus bank beku
operasi (BBO) dan bank beku kegiatan usaha (BBKU) di dalamnya diatur
bagaimana penyerahan BLBI dan kredit yang- melanggarbatas minimal
pemberian kredit (BMPK).

b. MSAA terhadap pemegang saham pengendali bank take over seperti Bank
Central Asia. Disini hanya dimuat penyelesaian kredit yang melanggar
BMPK. Penyelesaian BLBI pada bank jenis ini dilakukan melalui proses
rekapitulasi, yaitu dengan cara mengkonversi tagihan BLBI menjadi
penyertaaﬁ pemerintah pada bank.

Sebagai contoh kasus MSAA Sjamsul Nursbalim pemilik saham mayoritas
Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) klaus_uia rélease and discharge
(pembebasan dan penghentian ) dalam pasal 2 dan 5 MSAA. Secara ringkas pasal .
itu ményatakan bahwa bank setelah dilakukan penyelesaian oleh Sjamsul
Nursalim, maka BPPN akan:

a. membebaskan dan mengembalikan jaminan BLBI kepada pemegang saham.

b. membebaskan pemegang saham dari kewajiban BLBI, membebaskan bank
dar1 kewajiban pembayaran BLBI,

¢. membebaskan direktur dan kémisaris bank dari kewajiban sebagai akibat
tindakan yang dilakukan atas perintah BPPN setelah tanggal 21 Agustus

1998.
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1) Substansi MSAA
Su:;stansi penting pada perjanjian penyelesaian kewajiban BLBI melalui
pola MSAA yang dibuat a'ntaravpen»legang’ saham daﬁ bénk—bank penerima BLBI
dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (selanjutnya disebut BPPN), yang
disebut juga dengan perjanjian penyelesaién akuisisi utama, dengan memuat
substansi sebagai berikut :

a. Penyelesaian Tran§aksi “dan Pembebasan Kewajiban Pemegang
Saham, Pada bagian ini disepakati adanya pemenuhan prestasi oleh
Pemegang Saham secara penuh. Pemenuhan préstasi ini adalah pemenuhan
atas pinjaman afiliasi dan dukungan likuiditas. Selanjutnya, pada bagian
im diatur mengenai pembayaran (preétasi Pemegang Saham) tunai awal,
yang dilénjutkan dengan pémbéﬁan kuasa untuk semua sabam akuisisi,
dengan adanya pembayaran tunai awal (presfasi Peme_:vgang‘Saham), maka
telah ada. indikasi itikad baik dari Pemegaﬁg Saham untuk ményelesaikan
keseluruhan kewajibannya. Pada bagian ini juga telah disepakati adanya
kontrak manajemen dalam melaksanakan kewajiban pengelolaan, yang
berkelanjutan, bisnis. Hassanan Haykal berpendapat bahwa dalam kontrak
manajamen ini Para Pemegang Saham harus memegang prinsip-prinsip
pengelolaan dalam penyelesaian kewajiban (akuisisi utama). Kemudian

masih pada bagian ini, diatur penetapan pengaturan jaminan holdback’

i Yang dimaksud dengan holdback berarti saham-saham dan aset tambahan yang
dimiliki oleh Para Pemegang Saham dan Pihak Terkait mereka dalam Perusahaan Akuisisi atau
aset lainnya yang tercantum dalam perjanjian Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA)
ditambah semua hak kepemilikan dan kepentingan Para Pemegang Saham dalam CJ Holdco.
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dan pembentukan CJ. Holdco™ yang selanjutnya mengatur penyelesaian
pinjaman afiliasi dan pengakhiran hutang ant;ar perusahaan. Pada bagian
pengakhiran hutang ini, terdépat beberépa klausula peméaf.
“ ..b.memaaﬂ(an dan atau menyebabkan semua hutang antar
perusahaan yang tidak dikonversikan dari perusahaan akuisisi
tersebut tidak laik untuk dibayarkan.”
Menurut Hassanain Haykal,75 unsur pemaaf pada klausula di atas,
bertujuan untuk menghapuskan utang antar‘perusahaan. Maka, dengan
demikian perikatan mengenai utang antar perusahaan tersebut menjadi
hapus pula. Menurut Pasal 1381 KUHPerdata, perikatan hapus karena :
1) karena pembayaran;
2) karena penawaran pembayaran funai, diikuti dengan penyimpa;nan
atau penitipan;
3) karéna pembaharuan utang;
4) karena perjumpaan utang atau kompensasi;
5) karena percampuran utang;
6) karena pembebasan utang;
7) karena musnahnya barang yang terutang;
8) karéna kebatalan atau pembatalan;

9) karena berlakunya suatu syarat-batal ;

10) karena lewatnya waktu.

7% perusahaan Perseroan Terbatas Indonesia yang didirikan untuk mengelola aset-aset
yang dijaminkan eks Pemegang Saham dalam rangka menyelesaikan kewajibannya, terutama yang
melalui mekanisme atau pola Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA) atau Master
Refinancing Note Issuance Agreement (MRNIA).

® Hassanain Haykal , Perjanjian Penyelesaian Kewajiban BLBI Dalam Bentuk MSAA
Dan Pergeseran Hukum Privat Ke Hukum Publik Dalam Penerapan Klausula R & D , Disertasi
Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan , 2007 . halm 201 -232.
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Klausul serupa diatas terdapat dalam kutipan pasal berikut ini :

“ ...berdasarkan pemenuhan syarat-syarat BPPN atas kebijakannya

- sendiri, maka setiap transaksi yang dispesifikan di dalam ketentuan

....sampai....di sini telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan

syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian, dan bahwa semua syarat-

syarat yang preseden dengan penutupan transaksi dari setiap transaksi

semacam im yang dispesifikan dalam perjanjian ini, termasuk semua

. Syarat-syarat yang dispesifikasikan dalam bagian...dan.... Di sini, telah

dipenuhi (atau, apabila tidak diselesaikan, dikesampingkan oleh BPPN,

maka: pelanggaran undang-undangan dan peraturan sehubungan dengan

pinjaman afiliasi dan pinjaman-pinjaman lainnya yang digolongkan dan

kategorisasikan sebagai melebihi batas peminjaman sah (pinjaman

BMPK) akan dianggap telah direktifikasi dan diselesaikan.”Berdasarkan

" rumusan klausula di atas, menurut Haykal memberikan analisa bahwa

dengan dipenuhinya transaksi (kewajiban) dari para Pemegang Saham,

maka hal yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-

. undangan akan dikesampingkan. Upaya mengesampingkan pelanggaran

terhadap peraturan perundang-undangan telah menggambarkan adanya

unsur publik yang termasuk perikatan bersumber undang-undang .

Namun dengan dihapuskannya pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan oleh perjanjian seakan-akan bukum privat memiliki
kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum publik.

b 'Penutupén transaksi, mengatur tentang penutupan transaksi, penyerahan
umum Pemegang Saham, berikut tenggang waktu penyerahan. Pada bagian
ini juga terdapat klausula pemaaf, yaitu;

“ Pembebasan oleh BPPN berdasarkan persyaratan BPPN atas
kebijakannya sendiri, bahwa semua penyerahan yang disyaratkan sesuai
dengan ketentuan bagian-bagian sebelumnya dari bagian...telah dibuat
sesuai dengan syarat-syaratnya, dan dengan tunduk pada bagian..., maka
- BPPN akan menyerahkan pembebasan tersebut yang ditentukan dalam
- ketentuan bagian...” .
Pembebasan oleh BPPN berdasarkan atas kebijakannya sendiri di atas
merupakan bentuk komp-ensasi atasdipenuhinya syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan oleh Pemegang Saham dalam penutupan transaksi.

Dengan demikian, dapat digambarkan bahwa kewajiban dari Pemegang

Saham adalah pemenuhan syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan mengenai

4
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penutupan transaksi, sedangkan hak dari Pemegang Saham adalah
memperoleh pembebasan. -
¢. Pernyataan dan Jaminan Umum dari Pemegang Saham
Bagian ini mengatur tentang kekuasaan dan wewenang pemegang saham,
berikut pihak terkaitnya untuk melaksanakan perjanjian. Di samping itu,
bagian ini mengatur pula tentang hak atas saham akuisisi, kapitalisasi dan
pemegang saham-saham akuisisi, valuasi, ijin dan persetujuan. Lebih
lanjut pada bagian ini terdapat suatu pernyataan dari Pemegang Saham
mengenal pernyataan secara tertulis mengenai pelanggaran ketentuan
hukum perundangundangan. Adapun rumusan tersebut :
“ Para Pemegang Saham telah sepenuhnya mengungkapkan secara
tertulis kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) fakta
dan semua fakta material dan informasi yang berkenaan dengan bank
yang sejauh pengetahuan Pemegang Saham sesungguhnya akan
mengindikasikan adanya dari atau semua yang relevan dengan
pelanggaran ketentuan hukum perundang-undangan, keputusan,
peraturan, pedoman atau persyaratan lainnya yang mengikat atas atau
secara biasa mensyaratkan untuk diamati oleh bank dan/atau bank-bank
di Indonesia secara umum dan/atau masalah pemegang saham mereka,
komusaris, direktur, pejabat, karyawan, wakil dan agen.”
Rumusan klausula di atas merupakan salah satu bentuk pengungkapan atau
pengakuan Pemegang Saham atas. dilakukannya pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan, di mana fakta-fakta yang diungkapkan
merupakan bukti telah adanya suatu tindakan pelanggaran. Tindakan
pelanggaran tersebut, oleh beberapa pasal dalam perjanjian MSAA akan

dibebaskan. Di samping itu, bagian ini mengatur tentang negosiasi, pialang

dan penemu, dukungan likuiditas, serta daftar pengungkapan.
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d. Pernyataan dan Jaminan Pemegang Saham sehubungan dengan

-

perl;sahaan akuisisi
Bagian ini mengatur tentaﬁg organisési dan llcualliﬁkasi,. laporan keuangan,
tentang kewajiban material dari perusahaan akuisisi, perubahan neraca
perusahaan akuisisi, litigasi proses hukum, kesesuaian dengan ketentuan
undang-undang, hak kepemilikan properti, instalasi dan perlengkapan,
asuransi, lindung lingkungan, hak kekayaan, perpajakan. Di samping itu
bagian ini juga mengatur tentang kontrak dan komitmen tentang
pernyataan perusahaan akusisi yang tidak terlibat‘dalam:

a) hutang, hak tanggungan, nota, kewajiban cicilan, perjanjian atau
instrumen lainnya berkenaan dengah peminjaman ﬁang atau jaminan
atas kewajiban untuk peininjaman uang; peljanjian kontrak untuk
pembeliém penjualan untuk barang-barang. jasa~ja§a yang diadakan
dalam ‘keléngsungan bisnis biasa yang melibatkan penerimaan atau
pembayaran lebih dari daftar pehgungkapan perjanjian yang akan
membatasi kebebasan dari perusahaan akuiéisiiuntuk bersaing dalam
bidang usahanya atau dengan pihak manapun;

b) nilai tawar menawar bersama atau kontrak bersama atau perjanjian
bersama. Selanjutnya bagian ini mengatur tentang kepentingan
Insider, hutapg antar perusahaan, jaminan kontrak, rekening piutang,
pénaksiran aset-aset material, kontrak usaha, inventaris, kendaraan,
pembukuan dan catatan. Pasal-pasal dalam bagian ini menurut Haykal,

merupakan suatu bentuk prestasi (kewajiban) yang harus dilakukan
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oleh Pemegang Saham. Kewajiban tersebut merupakan salah satu
unsur dari perjanjian, yang mana dengan sendirinya kewajiban
tersebut akan mengikat Pemegang Séham.

Pernyataan dan Jaminan Badan Penyehafan Perbankan Nasional
(BPPN) . Pada bagian ini, hanyé terdapat substaﬁsi yang menyatakan
keberadaan organi;asi Badan Penyehatan Perbankan Nasional, beserta
kewenangan dan pengaruh mengikatnya terhadap perjanjian MSAA
ini. Substansi yang terdapat pada bagian merupakan berupa bentuk
penegasan dari BPPN sebagai badan Pémerintah Republik Indonesia,
di mana dengan kedudukannya BPPN cakap dan wenang untuk
melaksanakan segala syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yarig
terdapat pada MSAA. Sehingga, dengan kedﬁdukan masing-masing
pihak yang mefnpqnyai kecakapan'dan keWenéngan (sebagai salah
satu syarat sahnya perjanjian), maka peﬁanjian akan .Iriengﬂ(at para
pihak.

Kewajiban dari perusahaan yang dikéndali]kan, pihak terkait dan
Pemegang Saham. Bagian ini mengatur tentang akses infonnasi yang
harus diberikan oleh Pemegang Saham beserta pihak terkaitnya
kepada BPPN. Di samping itu diatur pula mengenai pengungkapan,
pemberitahuan dan pemulihan (di sini para Pemegang Saham akan
memberikan informasi kepada BPPN mengenai pemulihan-pemulihan
atas pelanggaran perjanjian). Selanjutnya bagian ini mengatur tentang

pelaksanaan usaha akuisisi perusahaan sebelum tanggal penutupan
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transaksi, 'non-kompetisi, serta asuransi dan kerjasama pasca
penutupan asuransi, penunjukan direksi, .manajemen CJ Holdco dan
perusahaan-perusahaan yang dikentialﬂcan, négosiasi |
Syarat-syarat atas kewajiban Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN). Bagian. ini rﬁeﬁgatur tentang penyelesaian trahsaksi dari
BPPN mengenai pelepasan jaminan likuiditas atau dukungan
likuiditas, yang tunduk kepada syarét-syarat dan ketentuan pexjanjiah
ini, terkecuali dibebaskan oleh BPPN. Di sémpmg itu bagian
fnengatur tentang pernyataan dan janji akad, pemeriksaan yang
memenuhi persyaratan, tidak ada perubahan yang merugikan secara
material, pelepasan hak gadéi, Penasihat Hukum, hak kepemilikan
saham akuisisi, survai lingkungan dan dokumen-dokumen lainnya.

Operasi CJ Holdco. Bagian ini mengatur tentang hak suara, penjualan

perusahaan akuisisi, batas atas dividen, pembelian saham BPPN di CJ

Holdco, penjualan saham Pemegang Saham.

Indemnifikasi/Ganti Rugi. Pada bagian im  datur mengei_lqi‘f-[_;

keberlakuan menerus jaminan dari Pemegang Saham, ganti rugi,

keberlakuan menerus kewajiban indemnitas, holdback, prosedur untuk
indemnifikasi bagi klaim pihak ketiga, prosedur untuk indemnifikasi
(menjaga untuk tidak dirugikan dari klaim-klaim lain), prosedur dan
berlakunya pemutusan, penunjukan kembali perusahaan yang tidak

dikendalikan.

A
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h) Ketentvan Lain. Pada bagian ini diatur mengenai pembebasan,
sehinggé terdapat klausula pembebas yané berbunyi :

- b. “ Pihak manapun di sini dapat dengan pemberitahuan tertulis
kepada pihak lainnya di sini dan sejauh diijinkan oleh ketentuan
hukum perundang-undangan, (i) salah satu syarat-syarat atas
kewajibannya dibawah ini atau memperpanjang waktu untuk
kinerja dari salah satu kewajiban atau tindakan apapun dari pihak
lainnya disini; (i1) membebaskan Kketidakcermatan dalam
pernyataan dan jaminan apapun yang dibuat kepada pihak yang
terlibat di sini atau dalam dokumen apapun yang diserahkan
sesuai dengan ketentuan -di sini; dan (iii) membebaskan
kesesuaian pemenuhan dengan janji atau dari pihak lainnya disini
yang tercakup dengan Perjanjian ini namun hanya sejauh bahwa
pihak tersebut memberikan pembebas ini merupakan wakil orang

; yang melakukan Perjanjian ini.

& c. Tindakan apapun sesuai dengan Perjanjian ini tidak akan diambil

termasuk namun tidak terbatas pada penyidikan atau oleh atas

: nama pihak di sini akan dianggap untuk merupakan suatu
pembebas oleh pihak yang mengambil tindakan untuk disesunaikan
dengan pernyataan, jaminan, syarat, Perjanjian yang terkandung
di sini. S ' '

d. Pembebasan dan pelanggaran dari satu atau lebih ketentuan
Perjanjian ini tidak akan dianggap atau ditafsirkan sebagai suatu
pembebas atas pelanggaran lain apapun atau pelanggaran
berikutnya dari ketentuan yang sama. Tanpa mengabaikan apapun
yang tercakup disini yang bertentangan, maka tidak ada satupun
ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan dianggap untuk
merupakan satu pembebas oleh BPPN atau salah satu dari haknya
sesuai dengan ketentuan atau berkenaan dengan Pinjaman
Afihasi,

e. Dukungan Likuiditas dan/atau Jaminan Likuiditas terkecuali dan
sampai pembebas atau pelepasan ini dinyatakan dengan tegas oleh
BPPN secara tertulis.” _

f. Di samping itu, bagian ini juga mengatur tentang pembayaran
pajak, pengeluaran transaksional, kewajiban bersama, non-
recourse, undang-undang yang mengatur, wilayah yuridiksi,
duplikasi, pihak-pihak ketiga dan keberlakuan.

Substansi dalam MSAA sebagaimana dikemukakan di atas telah memenuhi
unsur sepakat yang tunduk pada hukum perikatan bersumber perjanjian dalam

kaidah pasal 1320 BW. Hal ini dapat dilihat dari beberapa prestasi yang dilakukan
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oleh para pihak yang merupakan pernyataan kehendak dari keduanya.
mendasarkan - -kesepakatan ~ para  pithak  pada  teori  pengetahuan
(vernemingsstheorie), di mana meﬁurut teori ini bahwa kesepakatan itu terjadi
padé saat pihak yang menawarkan sudah 'm.engetahl.liv 1b‘vahwa penawarannya
diterima. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesanggupan Pemegang Saham
memehubhi syarat-syarat dan ketentuan—ketentuan yaﬁg ditetapkan oleh BPPN’®,
Salah satu bentuk konkrit dari pemyataan‘ kehendak dari para pihak adalah
adanya kesepakatan untuk menyelesaikan transaksi (hal 1n1 terdapat pada bagian
penyelesaian transaksi dan pembebasan kewajiban pemegang saham). Sedangkan
bila dilihat dar unsur kecakapan, para pihak dalam perjanjian MSAA dianggap
telah cakap dan wenang. Adapuh objek dari perjanjian MSAA adalah
penyelesaian kewajiban Bantuan 'Likﬁiditaé Bank ‘Indonesia. Pada dasarnya
substansi perjanjién penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui pola
MSAA merupakan pernyataan kehendak dari para pihak. Namun demikian, pada
substansi perjanjian MSAA tersebut pemyataanv kehendak dari salah satu pihak

mengandung unsur perbuatan yang dikehendaki.

2) Rumusan Perjanjian MSAA
a) Pembebasan dan Pelepasan BPPN.
Berdasarkan atas pemenuhan syarat-syarat BPPN atas kebijakannya

sendiri, maka setiap transaksi yang dispesifikasikan dalam ketentuan’’

" Lihat jurisprudensi Mahkamah Agung 1973 Nomor 791 /Sip /1972 * Pasal 1338 BW
masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian ,oleh sebab itu sesuai dengan Putusan Pengadilan
Tinggi pihak-pihak harus mentaaati apa yang telah mereka setujui ,dan yang telah dikukuhkan
dalam akta otentik, (dipetik dari Hassanain Haykal, op.cit., him. 234 )

7 Bagian 2.2 sampai 2.11 memuat pengakuan PPDS, Pembayaran Tunai Awal, Kontrak
Manajemen, Surat Kuasa Pemegang Saham, Penetapan Pengaturan Jaminan Holdback,
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'telah,diselesaikan sesuai dengan ketentuan dén' Syarat-syarat yang ditentukan
dalam Perjanjian ini, dan bahwa semua syafat-s’yarat .yang preseden dengan
penutupan transaksi-dari setiap transaksi semac;m ini yang dispésiﬁkasikan dalam
Perjanjian ini, termasuk semua syarat-syarat yang dispesifikasi telah dipenuhi
(atau apabila tidak disélesaikan, 'rr_laka dike_sa‘mpingkan oleh BPPN). Pelanggaran
perundang-undangan dan peraturan sechubungan dengan Pinjaman Afiliasi dan
pinjaman-pinjaman lainnya yang digolongkan | dan dikategorisasikan sebagai
melebihi batas peminjaman sah (Pinjaman BMPK) akan dianggap telah
direktifikasi dan diselesaikan. BPPN dan Kantor. Jaksa Agung (sehubungan
~dengan Kantor Jaksa Agung, sejauh bahwa Jaksa Agung telah mengetahui atau
meratifikasi Perjanjian ini secara tertulis dan menandatangani halaman tanda
téngan di sini étau lainnya), tidak akan memulai atau melakukap tuntutan tindakan
hukum apapun, atau men_egakl;an hak hukum yang BPPN étau.Kantor )Jaksa
Agung dapat miliki terhadap Bank tersebut, para pemegang saham, para
komisaris; direksi, dan para pejabat sehubungan dengan masalah-masalah apapun
yang terkait dengan pelanggaran undang-undang dén peraturan terkait dengan
Pinjaman Afiliasi atau masalah apapun yang terkait dengan Dukungan Likuiditas.

BPPN akan melepaékan dan membebaskan:para Pemegang Saham berkewajiban
selanjutnya sesuai dengan ketentuan Jaminan Likuiditas dan sesuai dengan
ketentuan jaminan agunan atau pengaturan dan jaminan yang diberikan oleh para
Pemegang Saham berkenaan dengan pinjaman afiliasi  ( yang tunduk kepada

hold back aset ) yang sesuai dengan ketentuan dan hak BPPN untuk

Pembentukan CJ.Holdco, Penyelesaian Pinajaman Afiliasi, Pengakhiran Hutang Antar Perusahaan
Pada Perusahaan Akuisisi, Pembayaran Kembali dari Pinjaman Afiliasi dengan Saham Akuisisi,
dan-Saham Akuisisi Terdaftar. :



mereinstate (mengembalikah kepada kondisi/posisi seinula) liabilitas/kewajiban,
atas kebijakannya sendiri, apabila (x) BPPN'mempﬁnyai alasan untuk meyakini
bahwa pernyataan atau jaminan apapun oleh para Pemegang Saham di sini
tidaklah benar, ketika dibuét atau disui)lementasikaﬂ, atau (y) Pemegang Saham
atau Pihak Terkait telah melanggar kewajiban apapun di sini, atau dokumen
apapun yang dimaksudkan di sini, atau (z) transéksi apapun yang dimaksudkan di
sini yang telah dihapuskan, dibalikkan, atau dinyatakén sebagai tidak absah oleh
ketentuan perédilan apapun atau lainnya); Bank dari kewajiban/liabilitas lebih
lanjut untuk pembayaran kembali dukungan likuiditas dan sesuai  dengan
ketentuan jaminan likuiditas; dan para peminjam yang relevan dan para Pemegang
Saham liabilitas/kewajiban lebih lanjut untuk pembayaran kembali pinjaman
afiliasi kepada Bank. |

Contoh Pembebasan Syamsul Nursalim oleh BPPN.

Berdasarkan ketentuan yang disepakai dalam perjanjian yang tercantum

pada Realease and Discharge sebagaimana dimaksudkan pada formulasi di atas
dengan demikian atas kewenangannya maka BPPN dengan kebijakannya sendiri
pada tanggal 25 Mei 1999, mengeluarkan surat keputusan yang ditandatangani
oleh Deputy Ketua BPPN tentang perintah yang menegaskan bahwa Sjamsul
Nursalim dan BDNI dibebaskan dari kewajiban BLBI . Jumlah BLBI yang telah
diselesikan melalui mekanisme MSAA telah memenuhi persyaratan sehingga
akan menyerahkan pembebasan tersebut kepada yang bersangkutan dan bank-

bank yang dimaksudkan pada keputusan tersebut dalam katagori masuk dalam

§
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bank beku operasi, yakni BDNI , Bank Surya, Bank H~okindo, Bank Modem serta

Bank Umum Nasional adalah sebesar Rp. 53,6 triliun’®

1)

2)

3)

4)

5)

b) Prosedur Pola Penyelesaian MSAA :

PPS bank mengambilalih kewajiban atas pinjaman kepada pihak terkait
(BMPK), sehingga pinjaman dari bank kepada pihak terkait beralih menjadi
pinjaman kepada PPS bank.

Bank melakukan pengalihan kredit yang melanggar BMPK (qaffiliated
loan/pinjaman kepada pihak terkait) tersebut kepada BPPN. Dan atas
pengalihan ini, BPPN/Menteri Keuangan membayar dengan menerbitkan
—obligasi Pemerintah. Setelah pengalihan ini, BPPN berstatus sebagai kreditur
dari PPS bank.

PPS bankl(sekarang debitur dari BPPN) meﬁy(:rahkan asetnya (berupa saham-
saham) kepada AV/Holding Company dengan suatu transfer agreement. Atas
penyerahan aset ini, PPS bank menerima pembayaran berupa Promissory
Notes yang dapat dikonversi menjadi Convertible Bond, yang sewakfu—waktu
bisa dikonversi menjadi saham pada AV/Holding Company.

PPS bank menyerahkan Promissory Notes yang diterima dari AV/Holding
Company kepada BPPN sebagai pembayaran atas kewajiban yang terhutang.
Pada saat dilakukan penyerahan aset oleh PP.S bank seperti diuraikan pada
huruf 3 di atas, konsultan BPPN melakukaﬁ penelitian atas aset yang

diserahkan mengenai kesesuaiannya dengan Disclosure, Reprensentation &

78 Bank Indonesia, Mengurai Benang Kusut BLBI, (Jakarta: Penerbit BI, 2002), hlm 100.
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Warranties yang dinyatakan oleh PPS bank atas assets tersebut. Disclosure

merupakanﬂpernyataan mengenal kondisi aset yang diserahkan, yang dibuat
oleh PPS bank sebelum penyérahan aset “dan dilekatkan pada MSAA.
Representation and Warranties merupakan pernyataan yang dibuaf oleh PPS
bank yang ménjamin bahwa tidak ada gug;citan dari pihak ketiga atas aset
yang diserahkan dan apabila ada gugatan, maka pihak yang menyerahkan
(PPS bank) akan mengganti aéet dengan asef lain atau menanggung gugatan
tersebut Sebagai jaminan atas kebenaran dari Disclosure, Representation &
Warranties, PPS bank menyerahkan aset selain dari aset yang digunakan
untuk membayar kewajiban, kepada pihak ketiga yang independen. Misalnya,

BDNI menyerahkan aset kepada Chase Manhattan Bank Singapore. Aset

- yang diserahkan untuk menjamin kebenaran Disclosure, Representation &

6)

7)

Warranties diéebut sebagai Holdback Assets atau Escrow. Pencairan aset ini
hanya dapat dilakﬁkan atas permintaan BPPN.

Setelah aset diserahkan kepada AV dan BPPN melalui AV/Holding Company
menerima penyerahan tersebut (closing), berarti para pihak telah
melaksanakan kewajiban dan meneﬁma haknya. Sehingga, PPS bank
dianggap telah menyelesaikan kewajibannya secara tuntas (settlement).
MSAA juga mengatur mengenai Release and Discharge (R & D). R & D
dapat diterbitkan selama proses penyelesaign atap setelah proses penyelesaian
berakhir (closing). Namun demikian, R & D yang dapat disamakan dengan

kuitansi adalah yang jumlahnya sesuai dengan jumlah yang diterima sebagai
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- Pembayaay, Artinya, kalau jumlah yang dibayar baru 30% maka R & D juga

-

vhanya menyebutkan angka 30%.

%) Pr(SSGdur Penilaié.n Aset
Aset yang diserahkan sebagai pembayaran kewajiban PPS bank,
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dinilai oleh konsultan yang
independen dengan menggunakan asumsi "normal economic condition". Artinya,
penilaian dilakukan dengan dasar kondisi ekonomi yang normal/wajar, bukan nilai
pada waktu krisi dengan dasar pemikiran sebagai berikut :

D digunakan karena setelah aset diserahkan, perubahan nilai aset, naik maupun
furun, tidak lagi bergantung pada para pihak yang menyerahkan dan _
Menerimanya, melainkan bergantung pada kondisi ekonomi dan politik yang
téljadi. Dengan demikian apabila pemerintah berharap agar nilai aset tidak
Wrun atay bahkan naik, pemeﬁntah harus .berus.aha untuk mencip’takan
kondis; kegtabilan ekonomi dan politik tersebut.

2) adalah pemlalan aset dilakukan dalam mata uang Us Dollar dengan
Penetapan kurs untuk AS$1 sama dengan Rp11.075. Kewajiban PPS" bank
dalam AS pollar juga ditetapkan menggunakan kurs yang sama. Dengan

. demikian apabila sekarang dilakukan pengungkapan jumlah kewajiban
(hutang) dan jumiah pembayaran (aset) dalam rupiah, tentunya harus dengan

Memperhatikan perbedaan kurs asumsi dan kurs sekarang.
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2. Master Ref_inanci_ﬁg Note Inssuance Agreement (MRNIA) atau disebut

juga Master Recognation Arrangement (MRA)

MRNIA berlaku térhadéi) pemegang saham péngehdéli bank, yang asetnya
tidak mencukupi untuk membayar utangnya kepada pemerintah. Dalam perjanjian
ini pemegang saham mengakui bahwa penyelesaian kewajibanya belum selesai
tuntas karena sebagaian uangnya telah dibayar tunai dan sisanya belum bisa
dibayar penuh lewat penyerahan aset. Oleh karena itu, maka pemegang saham
pengendali menyerahkan daftar aset yang dimasukkan dalam jaminan pribadi
(personal guarantee) bank untuk melunasi kewajibannya, sesuai batas waktu yang
ditetapkan.

Penyelesaian dengan mekanisme MRNIA ini ,belum ada yang sudah
menyelesikan/membayar 'kewajibannya. Misalnya dalam kasus Bank Danamon,
i)emegang saham baru membaye_u sebagian kewajibanya secara funai. Penyerahan
aset untuk melunasi utang sisanya belum dilakukan karena aset yang diserahkan
itu oleh konsultan independen harganya dinilai tidak mencukupi. Aset ini
kemudian dimasukan dalam daftar personal guarantee pemegang saham
péngendali sebagai untuk jaminan pelunasan utangnya dalam batas waktu yang
ditetapkan.

Release and Discharge (R & D)

Sebagaimana dikemukaka'nv di atas bahwa dalam MSAA, BPPN

mengeluarkan Release and Discharge (R & D) apabila PPS bank telah memenuhi

kewajibannya kepada Pemerintah. R & D pada intinya berisi 2 (dua) hal, yaitu:
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B 1) BPPN atas nama pemerintah menyatakan telah menerima pembayaran/
pelunasan atas kewajiban PPS bank, _baik berupz hedit yang melanggar
BMPK saja (dalam hal bank berstatus BTO) maupun Eerupa kredit yang
melanggar BMPK dan BLBI sekaligus (dalam hal bank berstatus
BBO/BBKU).

2) Karena adanya pembayaran/pelunasan tersebut, maka sesuai dengan janji
dalam MSAA, BPPN, Menteri Keuangan dan ‘pemerintah tidak akan
menuntut secara pidané PSP bank dan pengurus seﬁa karyawan bank atas
pelanggaran BMPK dan BLBI.

Makna pernyataan pada huruf 1 sama dengan kuitansi pelunasan. Karena

BPPN- selaku kreditur mewakili pemerintah menyatakan bahwa kewajiban PSP

‘ i)ank, béik berupa kredit yang melanggar BMPK saja atau kredit yang melanggar

BMPK dan BLBI telah lunas. Pernyataan dalam MSAA bahwa kewajiban BLBI

dan PSP bank telah lunas ini menarik karena pada kesempatan lain pemerintah

menyatakan bahwa sebagian besar BLBI yang dialihkan oleh BI dianggap tidak
layak untuk dialihkan kepada pemerintah. Bagaimana mungkin di satu sisi
pemerintah telah menerima lunas pembayaran atas tagihan BI kepada bank-bank
berupa tagihan BLBI yang dialihkan. Namun di sisi lain, pemerintah masih
menganggap bahwa sebagian besar BLBI tidak layak untuk dialihkan kepada
pemerintah.

Masalah lain yang maéih diperdebatkan berkenaan dengan R & D adalah
apakah boleh diperjanjikan dalam MSAA bahwa pemerintah tidak akan menuntut

secara pidana terhadap PSP bank yang telah menyelesaikan kewajibannya kepada
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Pemerintah. Ada pihak yang berpendapat bahwa janji itu tidak sah karena soéI
pidana tidak dap;t' diperjanjikan. Namun, pihak lain berpendapat bahwa janji itu
sah karena salah satu i)ihak yang térikat dalam peranjian (MSAA) adalah
pemerintah termasuk Jaksa Agung yang merupakan anggota Kabinet. Jaksa
Agung menurut Undang-undang Nomor 51 Tahun 1991 Pasal 32 huruf c
mempunyai wewenang artinya hak untuk mengesampingkan perkara demi
kepentingan umum. Hak untuk mengesampingkan perkara inilah yang menurut
pihak lain itu diperjanjikan dalam MSAA untuk tidak digunakan atau dengan kata
lain hak untuk menuntut tersebut dilepaskan.”

Implementasi Perjanjian MSAA, MRNIA, APU, dan pemberian SKL
berakhir dengan ketidak mampuan para obligor melaksanakan isi perjanjian
dengan pemerintah sehingga para obligor telah melakukan wanprestasi atau

default.
3. Mekanisme Akta Pengakuan Utang (APU )

Mekanisme penyelesaian utang BLBI melalui MSAA temyata
mengundang banyak komentar negatif. Untuk menyempurnakannya kemudian
muncul cara baru, yakni penyelesaian kewajiban pemegang saham pengendali,
melalui penandatanganan Akta Pengakuan Utang (APU). Penyelesaian Kewajiban
Saham Pengendali (PKPS) dalam perjanjian APU ini menempuh jalur yang mirip
MSAA. Perbedaaany-.a ~dalam PKPS, Pemegang Saham pengendali tetap

bertanggung jawab bila penjualan aset yang diagungkan/dijaminkan belum

_ ® Oey Hoey Tiong Tinjauan Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
(BLBI) dan UU Bank Indonesia, Makalah bagian I dari dua tulisan, disampaikan pada lokakarya
Bogor, 27-28 Februari 2002.
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mencukupi hutang BLBI-nya. Tanggung jawab itu dilakukan dengan cara

[

memberikan personal guarantee (PG) dan atau corporate guarantee (CG). Model
PKPS hanya berhasil menyelesaikan BLBI pada bank-bank Beku Kegiatan Usaha

(BBKU) menarik uang Rp. 3,3 triliun,
4. Konversi BLBI menjadi Penyertaan Modal Sementara (PMS)

Mekanisme ini mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun

2007 pasal 3 telah memasukkan ketentuan bahwa :

1) pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi >atas
perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas
kerugian persefoan melebihi saham yang dimiliki.

—_— ' | 2) akan- tetapi ketentuan tersebut tidak diberlakukan jika dipenuhi empat

| keadaan yang ditentukan secara alternatif, antara 1ain pemegang saham yang
b.ersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk
memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.

3) atau pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan
hukum yang dilakukan perseroan.

4) atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan,
mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi

- utang perseréan.

Konversi BLBI menjadi penyertaan modal berdasarkan Surat Keputusan
Bersama (SKB) Nomor 117/KMK.017/1999 dan Nomor 31/15/KEP/GBI, Menteri

Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia mengenai rekapitalisasi bank-bank
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dengan status BTO. Untuk menindaklajuti keputusan bersama tersebut pada
tanggal 29 Mei 1999, pemerintah melalui BPPN merekapitalisasi bank-bank
berstus BTO. Mereka adalah BCA, Bank Tiara, Bank Danamon dan Bank
PDFCL. Rekapitalisasi dilakukan dengan jalan mengkonversi BLBI menjadi
penyertaan modal.

Konversi BLBI menjadi penyertaan modal sementara mempunyai arti
sebagai berikut: |

1) Pemerintah mengakui pengalihan BLBI baik jumlah maupun syarat-
Syaratnya.

2) Posisi pemerintah berubah dari kreditur menjadi pemegang saham.

3) Perubahan posisi pemerintah itu berarti BLBI lunas karena terjadi saatu
restrukturisasi .- berdasarkan pembaruan perjanjian yang menyebabkan
hapusnya perjanjian lama.

4) Hapusnya peI;janjian lama dalam rangka BLBI membuat semua jaminan
yang melekat pada BLBI hapus demi hukum. Hapusnya perikatan BLBI
beserta jaminan yang melekat pada perjanjian tersebut dibuktikan dengan
surat dari Ketua BPPN kepada Bank Indonesia, No. PB-75/BPPN/0100
tanggal 24 Januari 2000 Perihal status jaminan BLBI dari BCA. Isi surat
tersebut secara tegas dikatakan bahwa saat ini eks BLBI tersebut telah
dikonversi menjadi Penyertaan Modal sementara (PMS) pemerinfah di Bank
Central Asia (BCA). Oleh karena itu, BPPN telah mengembalikan seluruh
jaminan eks BLBI tersebut. Jumlah BLBI untuk bank-bank BTO yang

dikonversi menjadi penyertaan modal oleh pemerintah melalui BPPN pada

4§
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tanggal 29 Mei 1999 adalah sebesar Rp. 54,6 triliun. BLBI dengan pola

mekanisme melalui rekapitulasi MSAA, dan MENIA/MRA serta Akta
Pengakuan Utang. | |

Pola penyelesaian melalgi MSAA. Kewajiban yang harus dibayar oleh

PPS bank dengan status BBO/BBKU, misalnya BDNI, adalah sebesar kewajiban

BLBI yang terhutang dikurangi nilai aset bank. Nilai aset bank ini adalah clean

assets, yaitu setelah diperhitungkan dengan kewajiban kredit kepada pihak terkait

“yang melanggar BMPK dan NPL. Sementara kewajiban yang harus dibayar oleh

PPS bank dengan status BTO dan direkapitalisasi, misalnya BCA, adalah sebesar
total kewajiban kredit yang melanggar BMPK kepada pihék terkait. Dengan
demikian dalam MSAA, bank BBTO tidak mempunyai kewajiban BLBI. Sesuai
MSAA, pembayaran kewajiban bank tersebut dilakukan oleh PPS bank secara
tunai dan in kind, yaitu dengan menyerahkan ase-t. BPPN menetapkan besarnya
pembayaran secara tunai, tanggal akhir pembayaran dan rekenin,g.r BPPN yang
digunakan untuk menampung pembayaran tersebut. Pembayaran dengan aset ini
dilakukan melalui suatu transfer agreement, yaitn bank menyerahkan saham-
saham dari perusahaan yang dimiliki, yang nilainya telah disepakati sebelumnya
kepada suatu perusahaan yang dibentuk untuk itu-(Holding' Company yang juga
disebut sebagai Acquisition Vehicle-AV). |

Pada awalnya komposisi pemegang saham dari AV ini ditetapkan 75%
dimiliki oleh BPPN dan 25% oleh PPS Bank. Tetapi kemudian, pada November
1998 dilakukan amandemen dengan mengubah kepemilikan wham di AV menjadi

100% dimiliki oleh PPS Bank. Pertimbangan perubahan komposisi kepemilikan
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saham ini adalah kekhawatiran BPPN apabila BPPN sebagai pemegang saham
mayoritas, AV/Honing Company akan mengalami “ﬂasib" yang sama dengan
kebanyakan BUMN yang terus merugi.‘Dengan demikian, séat ini BPPN tidak
menjadi pemegang saham pada AV/Holding Company. Namﬁn,_ sebagai tindakan

pengamanan BPPN telah meminta seluruh saham AV berikut hak suaranya

digadaikan kepada BPPN.
5. Masalah Kepemilikan Saham Sementara Pemerintah -

Salah satu bagian dari program penyehatan perbankan adalah divestasi
saham kepemilikan pemerintah pada bank-bank rekap. Setelah melakukan
serangkaian restrukturisasi dan divestasi terhadap bank-bank di bawah BPPN,
maka komposisi kepemilikan pemerintah pada bank-bank tersebut adalah sebagai
berkut: | -

Tabel 2.3. Sisa Kepemilikan Pemerintah di bank-bank BPPN (Per 31 Desember 2003)

Bank % Kepemilikan Saham
{ BCA 6.60 %
Niaga 26.15% ]
Danamon 28.40 % |
BII 93.69 % |
| _Lippo 52.05 % |
| Permata 97.66 %

Sumber: Berbagai sumber dan BPPN
Sesuai dengan PP17, SKB 53, SKB 117, dan konsep dasar penyertaan
modal sementara yang menyatakan kepemilikan pemerintah pada bank-bank
tersebut di atas bersifat sementara, maka seluruh kepemilikan pemerintah atas
bank-bank tersebut harus dilepas atau dijual. Tetapi kapan waktu yang tepat untuk

melepas sisa kepemilikan saham pemerintah tersebut? Bagaimana dengan obligasi
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rekap pada bank-bank tersebut? Sebandingkah biaya bembayaran bunga obligasi
yang dikeluarkan APBN dengan penerimaan dari divestasi sisa kepemilikan
saham bank tersebut?

Dalam hal ini pemerintah menghadapi dilema, di satu sisi pemerintah
membutuhkan dana segera untuk memenuhi kebutuhan APBN dengan melepas
sisa kepemilikan saham. Namun di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban
pembayaran bunga obligasi rekap tersebut, yang juga sumber dananya dari APBN.
Sementara upaya untuk mengurangi atau menarik obligasi pemerintah belum
optimal dilakukan karena keterbatasan keuangan negaré, sehingga pemerintah
telah menjadi bandar yang terus-menerus merugi.”

Meski Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPENAS) melalui Tim Pengkajiannya telah memberikan alternatif solusi
permasalahan obligasi rekapitalisasi perbankan, tetapi belum banyak yang
diperhatikan apalagi diupayakan pemerintah. Skema alternatif solusi yang
disampaikan oleh Tim Pengkajt BAPENAS tersebut antara lain adalah penukaran
obligasi dengan aset (asset to bond swap), yaitu menarik obligasi rekap dari
neraca bank dan menukar dengan aset kredit yang berada di BPPN, penyesuaian
CAR dan lainnya. Tentunya dengan berbagai prakondisi seperti bank tidak
didivestasi dulu, obligasi rekap tidak dijual ke pasar, dan lain sebagainya, serta
kelemahan dan kelebihan dari skema tersebut. Tetapi hingga kini prakondisi itu
justru telah dilakukan pemerintah maupun bank itu sendiri. Artinya rekomendasi

itu tidak dipakai.

% A Denny Darury dan Djony Edward, BPPN Gerbage IN Garbage Out, (Jakarta: Center
For Banking Crisis (CBC), 2004), hlm 132.
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Sebagai ilustrasi dan mengingatkan kembali bahwa b¢ban pembayaran
bunga obligasi rekap yang ditanggung pemerintah sangatlah besar belum lagi
pembayaran pokok nanti pada saat jatuh temponya, sepérti dalam kajian BPPN
dalam Economic Review edisi April 2002. Mengutip isi kajian férsebut, estimasi

beban pembayaran bunga obligasi pemerintah termasuk obligasi pada bank-bank

rekap, yaitu hampir Rp. 7.000 triliun dengan asumsi dilakukan roli-over atau

penundaan pembayaran pokok dan bunga. Seperti diketahui Departemen
Keuangan menerbitkan obligasi pemerintah pada tahun 1999 dalam rangka
rekapitalisasi sistem perbankan. Per 25 Januari 2002 pemerintah telah
menerbitkan obligasi sebesar Rp. 698,99 triliun, yang terdiri dari Rp. 268,29
tnliun yang ditempatkan pada Bank Indonesia dan Rp. 430,70 triliun yang

ditempatkan pada bank komersial. Obligasi pemerintah yang ditempatkan pada

Bank Indonesia digunakan untuk mendanai bantuan likuiditas dan program

penjaminan deposito bank serta program kredit. Sedangkan untuk bank komersial
digunakan untuk rekapitalisasi bank dalam upaya untuk meningkatkan CAR bank.

Tabel 2.4. Biaya Restrukturisasi (Data per 25 Januari 2002)

Jumlah Obligasi Y ang Diterbitkan (Rp. Triliun)

Pemerintah 258.32 ]
Program Kredit 9.97 |
Rekapitalisasi: -

Bank Pemerintah 281.97

Bank Swasta 29.68

Bank Diambil Alih (BTO) 117.83

Bank Pembangunan 1.23

Jumlah : 698.99

Sumber: BPPN

Dan total obligasi yang diterbitkan porsi terbesar, yaitu 38% merupakan

obligasi yang diindeksasi terhadap inflasi dan 36%-nya merupakan obligasi
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dengan suku bunga mengambang adalah struktur pendanaan program
restrukturisasi perbankaln.81 -

Obligasi yang diterbitkan tersebut terdiri dari empat tipe,.yaitu obligasi
dengan suku bunga mengambang (variable rate), hedge bond, dan bunga tetap,
serta obligasi yang diindeksasi terhadap inﬁasi. Untuk keperluan rekapitalisasi
bank didanai dari vobligasi berbunga mengambang dan bunga tetap, sedangkan
untuk program penjaminan dan bantuan likuiditas yang dibenkan Bank Indonesia
didanai dari obligasi yang diindeksasi terhadap inflasi.

Dalam hitungan Tim Pengkaji Bappenas, disimulasikan enam skenario
profil jatuh tempo dari obligasi pemerintah yang telah dikeluarkan per data
tanggal 25 Januari 2002. Skenario pertama hingga ketiga mengasumsikan
pemerintah tidak akan menunda pembayaran pokok dan cicilan dari obligasi
pemerintah yang jatuh tempo, sedangkan pada skenario empat hingga skenario
enam mengasumsikan bahwa pemerintah melakukan penundaan untuk
pembayaran pokok dari obligasi pemerintah selama satu periode kemudian (roll

over).

Tabel 2.5. Pendanaan Restrukturisas:

Jenis Obligasi Jumlah Suku Bunga Tetap | Suku Bunga Indeks
Obligasi Mengambang |
(Rp. Tk Suku Jatuh Tk Jatuh Tk Jatuh
Triliun) Tempo Tempo | Suku Tempo | Suku Tempo
(s/d) Tempo | (s/d) Tempo | (s/d)
Pemerintah - 125832 {10% 5 thn SBI 3 10thn | 3% 20 thn
bln
Program Kredit 9.97 12% 5 thn SBI 3 10 thn
bln
| Rekapitalisasi 430.70
Bank Pemerintah 14 % 10thn | Sibor3
| bln ] | ]

8 Ibid, him 123.
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Bank Swasta 12125% |6thn ]
Bank Diambilalih | _ 12250% | 8 thn - )
(BTO) .
Bank 16.5 % 5 thn
| Pembangunan )

Sumber : BPPN

Pada skenario pertama, diasumsikan suku bunga SBI tiga bulanan flat
pada rata-rata 17%, nilai inflasi 10%, dan SIBOR (Singapore Bank Offere Rate)
tiga bulan masing-masing adalah 1% (2002), 1,75% (2003), 2,25% (2004)‘ dan
2,35% (2005). Skenario kedua,. mengasumsikan suku bunga SBI tiga bulanan flat
pada rata-rata 14%, nilai inflasi 8%, dan SIBOR tiga bulan masing-masing adalah
1% (2002), 1,75% (2003), 2,25 % (2004) dan 2,35% (2005). Skenario ketiga,
mengasumsikan suku bunga SBI tiga bulanan flat pada rata-rata 19%, nilai inflasi
12%, dan SIBOR tiga bulan masing-masing adalah_ 1% (2002), 1,75% (2003),
2.25% (2004) dan 2,35% (2005).%?

Skenario keempat mengasumsikan suku bunga SBI tiga bulanan flat pada
rata-rata 17%, nilai inflasi 10%, dan SIBOR tiga bulan 'masiﬁg-masing adalah 1%
(2002), 1,75% (2003), 2,25% (2004) dan 2,35% (2005). Skenario kelima,
. mengasumsikan suku bunga SBI tiga bulanan flat pada rata-rata 14%, nilai inflasi
8%, dan SIBOR tiga bulan masing-masing adalah 1 % (2002), 1,75% (2003),
2,25% (2004) dan 2,35% (2005). Dan terakhir, skenario keenam, mengasumsikan
suku bunga SBI»tiga bulanan flat pada rata-rata 19%, nilai inflasi 12%, dan
SIBOR tiga bulan masing-masing adalah 1% (2002), 1,75% (2003), 2,25% (2004)

dan 2.35% (2005).

82 A. Denny Daruri dan Djony Edward, BPPN...op.cit., him 135.
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1) Faktor Kelemahan MSAA Dan MRNIA _
a. Kelemahan MSAA

Mengapa dengan pola MSAA? MSAA itu‘ timbul sebagai upaya
pemerintah untuk membantu mempercepat proses pemulihan krisis ekonomi yang
sedang dihadapi melalui pengembalian utang negara berupa BLBI dan atau kredit
yang melanggar BMPK dari pihak tgrkait bank melalui langkah hukum di luar
pengadilan (out of court settlement) berupa peﬁanjian pembayaran secara tunai
dan dengan penyerahan aset yang disebut Master Settlement and Acquisition
Agreement. Negosiasi anfara Pemerintah RI yang diwakili oleh BPPN, dibantu
oleh konsultan dan tim profesional, lebih cenderung menerapkan hukum
responsif, yang banyak melakukan tindakan pada proses negoisasi dengan
membuat »korﬁitmen perjanjian dengan PPS bank , yang kemudin menghasilkan 2
(dua) perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

MSAA i diBerlakukan terhadap PPS bank ‘-yang ‘rr.lasih memiliki aset
yang cukup untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pemerintah. Penyelesaian
kewajiban PPS bank ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1) PPS bank yang berstatus BBO/BBKU (seperti BDNI), melakukan
penyelesaian BLBI dén kredit yang melanggar BMPK

2) PPS bank yang berstatus BTO (seperti BCA) menyelesaikan kredit yang
melanggar BMPK saja karena penyelesaian BLBI pada bank BTO
dilakukan melalui proses rekapitalisasi yaitu dengan cara konversi tagihan

BLBI menjadi penyertaan Pemerintah pada bank.
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3) Penjualan piutang (cessie) me_langgar ketentuan pasal 613 KUH Perdata
“penyerahan akan piutang—piﬁtaﬁg atas nama dan kebeﬁdaan tak bertubuh
lainnya ,dilaicukan dengain jalan membuat sebuah akta'otéﬁﬁk atau dibawah
tangan ,dengan mana hak-hak atas kebendaan itu djlimpahkaﬂ kepada orang
lain. Penyerahan yang demikiah bagi siberutaﬁg vtiada akibatnya ,melainkan
setelah penyerahan itu diberitahukan kepadannya, atau secara tertulis
disetujui dan diakuihya_ 4> Transaksi jual beli cessie yang dilakukan oleh
BPPN tidak sesuai dengan ketentuan pasal tersebut diatas apalagi jual beli
seccle selanjutnya yang dilakukan oleh pembeli cessie pertama , kedua dan
ketiga . dan ketika sampai dengan jual beli cessie yang terakhir ternyata
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak tanggungan seperti sertifikat
hak atas tanah dan sertifikat hak tanggungan hilang . eksisteﬁsi kehilangan

dibuat statement dari f)ihak pembeli pertama.

4) Jual beli cessie berakibat seluruh tagihan dikonversi menjadi jual beli biasa
dan berakibat pada posisi_ jual beli barang jaminan yang masih terpasang
pembebanan Hak Tanggungan, sangat menyulitkan proses balik nama,
karena barang Jaminan yang Terikat Hak Tanggungan tidak bisa di jual

dibawah tangan kecuali melalui lelang.

¥ Data penelitian disertasi ini ditemukan bahwa jual beli piutang (cessie) kebanyakan
dilakukan lebih dari satu kali atau dilakukan berkali-kali, disamping itu juga barang jaminan
sebagai jaminan utang banyak yang hilang misalnya sertifikat hak tanggungan dan sertifikat hak
atas tanahnya, sehingga menyulitkan pembeli cessie terakhir yang akan menjual barang
jaminannya. Kasus kehilangan sertifikat hak atas tanah dan sertifikat hak tanggungan menyulitkan
pembeli barang jaminan karena sebagian besar barang jaminan ini diperjualbelikan melalui
perorangan yang pada akhirnya mengeluarkan biaya lebih besar.
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5) Pembubaran BPPN. juga menyulitkan bagi para pembeli cessie terakhir> ,
terutama dokumen surat roya pelunasanbutang tidak pelﬂnaﬁ ada, sedangkan
lembaganya sudah dibubarkan. |

b. Kelemahan MRNIA.
| MRNIA ini diberlakukan terhadap PPS bank yang asetnya tidak

mencukupi (setelah dinilai) untuk memenuhi kewajibannya kepada pemerintah.
PPS bank ini mengakui bahwa penyelesaian kéwajiban PPS bank belum selesai
tuntas karena walaupun telah melakukan pembayaran sebagian kewajibannya
secara tunai, sisanya belum bisa dibayar penuh dengan cara penyerahan aset. Aset
int kemudian dimasukkan dalam daftar Personal Guarantee (PG) dari PPS bank
untuk menjéimin pelunasan kewajibannya denvgan batas waktu yang ditetapkan.
Pada dasarnya dalam MRNIA (misalnya untuk Bank Danamon) belum
terdapat suatu penyelesaian kewajiban PPS bank,secéra.tuntas. PPS bank telah
melakukan pembayaran kewajibannya sebagian .secara tunai. Namun, sisanya
yang akan dibayar dengan cara penyerahan aset belum dilakukan. Karena pada
waktu dilakukan penilaian oleh konsultan independen, ternyata aset yang akan
diserahkan tersebut nilainya tidak mencukupi, sehingga tidak diserahkan sebagai
pembayaran. Aset ini kemudian dimasukkan dalam daftar Personal Guarantee
(PG) dari PPS bank untuk menjamin pelunasan kewajibannya dengan batas waktu
yang ditetapkan. Jadi, perbedaan antara MSAA dan MRNIA/MRA antara lain
dalam MSAA terjadi pembayaran kewajiban menggunakan aset. Aset tersebut
dapat dijual oleh dan atas perintah BPPN melalui Holding Company/AV tanpa

memerlukan persetujuan dari PPS bank yang menyerahkan aset tersebut.
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Sebaliknya dalam MRNIA/MRA, penjualan aset yang termasuk dalam daftar PG

oleh BPPN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PPS bank atau

dilakukan sendiri oleh PPS bank. Permasalahan yang ditimbulkan dengan pola ini

adalah seba_gai berikut:

1)

2)

Setelah penutupan BPPN, sebagian aset tersisa berupa aset kredit, baik yang
diserahkan berkaitan dengan PKPS maupun AYDA (Aset Yang Diambil
Alih) yang tidak terjual dalam program penjualan aset BPPN. Seperti pada

tabel estimasi sisa aset BPPN sampai dengan Desember 2003 yang terbesar

“adalah sisa aset AMC, baik berupa aset kredit (aset intt - core asset)

maupun aset non kredit atau non inti (non core asset). Sisa aset tersebut
diperkirakan sekitar Rp. 43 triliun, tentunya‘ dengan tidak mengabaikan
usaha BPPN untuk .mel'aksanakan program-programnya dalam waktu dua
bulaﬁ menjelang penutﬁpén karena diperkirakan masih ada aset yang belum
terjual .dalam waktu sesingkat 1tu. Belakangan diketahui _asef yang ditransfer
BPPN ke PPA mencapai Rp. 108,49 triliun.

Dalam program penjualan aset kredit sampai dengan Oktober 2003 saja,
dari portofolio senilai Rp. 310,41 triliun (belum termasuk litigasi
&potensiaz ouf) dengan jumlah 296.198 debitur, BPPN télah berhasil
menjual aset kredit senilai Rp. 208,05 triliun dengan jumlah debitur
sebanyak 152.004. Sedangkan jumlah portofolio yang belum terjual adalah
sebesar Rp. 73,29 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 97.154 dan
jumlah portofolio yang telah dilunasi adalah sebesar Rp. 29,06 triliun

dengan jumlah debitur sebanyak 47.760. Komposisi total portofolio aset
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kredit sebesar Rp. 310,41 triliun, sebanyak 90,6% diantaranya berasal dan
kredit korporasi dan komersial senilai Rp. 281,22 triliun dengan jumlah
debitur sebesar 3.478. Sedangkan sisanya 9,4% ‘se'nilai Rp. 29,16 triliun
berasal darni kredit UKM dan ritel déngan jumlah debitur sebanyak
293.440 %

3) Namun dari penjualan total aset kredit senilai Rp. 208,051 triliun di atas
sekitar 56% atau Rp. 116,492 triliun dan jumlah debitur 1.876 yang berasal
dari aset kredit yang tidak direstrukturisasi (unrestructured) dan seluruhnya -
berasal dari sektor korporasi dan komersial. Begitupula sisa aset BPPN
yang belum terjual (unsold) sebesar Rp. 73,29 triliun dimana sekitar 41%
atau Rp. 29,85 triliun termasuk aset kredit yang tidak direstrukturisasi
(unrestru&ured).

4) Besarnya aset kredit unrestructured yang telah dijual ke perbankan maupun
di lingkungan pasar modal cukup signifikan, yakni sekitar 56%. Oleh
karena itu, otoritas perbankan perlu mencermati secara mendalam dampak
atas penjualan portofolio aset kredit tersebut terhadap sektor perbankan
maupun institusi kewangan mengingat masih rentannya sektor perbankan
nasional dan belum pulihnya sektor riil.

5) Restrukturisasi oleh BPPN juga berjalan lamban dimana nilai buku aset

yang masuk ke dalam tahap implementasi restrukturisasi per 13 September

84 persoalan yang timbul dalam penyelesaian asset ini adalah tidak lengkapnya dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan tanah dan peroyaan hak tanggungan, kontruksi hukum yang tepat
adalah dengan subrograsi tapi hal ini juga tidak dapat dilakukan karena dokumen yang hilang
harus dibuat duplikasinya terlebih dahulu. Setelah BPPN dibubarkan seluruh dokumen diserahkan
pada Arsip Negara akan tetapi untuk menemukan dokumen perbankan memakan waktu, sehingga
jalan pintas dilakukan dengan laporan kehilangan dari Polisi sebagai salah satu syarat untu
membuat sertifikat pengganti (duplikatnya).
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178

2002 hanya mencapai 13% (berdasarkan nilainya) dari total aset kredit yang
harusnya direstrukturisasi oleh BPPN, sedangkan jumlah debitur yang

masuk dalam tahap implémentasi restrukturisasi baru'mencapai 0,06%.

. Sejak BPPN didirikan tahun 1998 hingga 27 Februari 2002 bukanlah waktu

yang sebentar untuk menapaki prestasi restrukturisasi.

Kredit macet yang ga'gél direstrukturisasi dapat mengancaim perbankan.
Penjualan aset kredit BPPN yang beluﬁ rampung direstrukturisasi tak
terhindarkan bagi perekonomian nasional. Peraturan Bank Indonesia (PBI)
No. 4/2000 yang melarang bank untuk membeli aset kredit BPPN lebih dari
separuh modal inti bank tak akan mampu menghalangi masuknya aset
kredit tak berkualitas di bawah kendali BPPN ke dalam necara bank.

Dalam Jangka pendek aset-aset BPPN yang berkualitas rendah itu akan
dibeli oleh agen-agen péral.ltara. dan dalam jangka menengah akan kembali
dibeli oleh bénk melalui agen—ageﬁ tersebut.

Yang menjadi permasalahan adalah besarnya aset kredit berkualitas rendah
yang dijual oleh BPPN yang nilainya diperkirakan antara Rp. 94 triliun
hingga Rp. 250 tljiliun (aset yang belum direstrukturisasi), sedangkan modal
perbankan per Desember 2002 hanya sebesar Rp. 93 triliun. Artinya aset
berkualitas rendah BPPN ini akan menuntut provisi yang sangat tinggi yang
membebani modal perbankan nasional di kemudian hari. Seandainya
diasumsikan secara konservatif aset-aset senilai Rp.. 250 triliun ini telah
dibeli oleh pihak ketiga dengan discount sebesar 80%, dan diasumsikan

pula bahwa perbankan membelinya kembali dengan nilai yang sama yang
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berani perbankan harus menyediakan provisi sebesar Rp. 50 triliun. Karena

rendahnya kualitas aset kredit BPPN ini, bukan tidak m—ungkin kredit ini

. akan kembali macet total di masa depan, sehingga mengakibatkan modal

9

perbankan berpotensi untuk terpangkas sebesar Rp. 50 triliun dan itu lebih
daﬁ separuh nilai-modal keseluruhan perbankan tahun 2002. Jadi, risiko
yang ditanggung pembeli aset tak direstrukturisasi berbanding terbalik
dengan besamya discount dari harga aset. Semakin besar discount semakin
rendah risiko bagi sektor perbankan, demikian sebaliknya.

Persoalannya akan menjadi bertambah parah jika ternyata pembelian aset

BPPN ini menggunakan kredit dari sektor perbankan sendiri. Perbankan

terancam kerugian yang sangat besar akibat macetnya aset-aset BPPN yang
mereka beli dan macetnya kredit yang telah mereka kucurkan untnk

pembelian aset tersebut.

10) Data konfidensial internal BPPN sendiri mengatakan bahwa jumlah aset

yang belum direstrukturisasi yang dijual BPPN adalah Rp. 116.50 triliun.
Aset yang belum direstrukturisasi yang belum dijual sebesar Rp. 29,8

triliun.

11) Dialibkan atau tidaknya sisa aset kredit BPPN dalam suatu entitas baru atau

yang sering disebut holding company, perlu dicermati bahwa apakah aset
tersebut nantinya akan dikelola, direstrukturisasi, atau dijual lagi seperti

program-program yang selama int dilakukan BPPN atau alternatif lain
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seperti disekuritisasi yang lebih dikenal sebagai Efek Beragun Aset

(EBA).®
D. Piutang BLBI sebagai Extraordinary Default

Pengertian “default” atau kegagalan/kelalaian adalah kegagalan untuk
melakukan atau memenuhi suatu kewajiban sebagaimana tércantum di dalam
kontrak ,sekuritas, akta atau transaksi lainnya. Dalam pengertian “default”, pelaku
kegagalan dinam.akan “defaulter”, yaitu orang yang gagal atau lalai memenuhi
kewajibannya; orang yang menyalahkan uang yang dipercayakan kepadanya
untuk disimpan, sehingga dengan demikian membawa akibat ketidak mampuan
untuk membayar atau disebut sebagai gagal bayarA86

Gagal bayar didifinisikan sebagai ketidaksediaan penerima pinjaman untuk
melunasi atan kétidak sénggupan ﬁntuk memperoleh pendapatah yang cukup

untuk melunasi utang yang telah ‘disepakati.m Menurut Edward W. Reed dan
Edward K. Gill, kedua persoalan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
ketidaksediaan untuk membayar naik turun dengan keberuntungan ekonomi
sebagal peminjam. Dalam masa cerah, keinginan untuk membayar pinjaman lebih
besar daripada masa sulit. Ketidakinginan membayar pinjaman erat kaitannya

dengan depresi ekonomi, masa pengangguran, dan penurunan laba.

¥ Peraturan mengenai EBA ini telah dituangkan dalam Keputusan Ketua Bapepam No.

Kep-53/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997. EBA- didefinisikan- sebagai “Unit Penyertaan
Kontrak Investasi Kolektif yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang
timbul dari surat berharga komersial, sewa guna usaha, perjanjian jual beli bersyarat, perjanjian
pinjaman cicilan, tagihan kartu kredit, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau
apartemen, efek bersifat hutang yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan kredit (credit
enhancement), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset
keuangan tersebut. Dengan demikian EBA bukan merupakan reksadana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pasar Modal.”

% Elly Erawati dan J.S. Badudu

%7 Johanes Ibrahim, Cross...op.cit., hlm 51.
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Dalam saat seperti itulah, maka sifat kredit menjadi semakin penting. Pada
masa sulit sifat pembeﬁ pinjaman yang kejam menekan mangsanya, dan dalam
masa ‘su.lit iﬁila_h -pemberi pinjaman dalam pandangan péminjam seharusnya
bertindak sebagai penyelama.tt.. Alasan utama adanya pinjaman bermasalah dan
kemungkinan kerugian adalah ketidakmampuan peminjam untuk mewujudkan
pendapatan'zvdari kegiatan bi;m's yang normal, kesempatan kerja, atau penjualan
hartanya”.88

Kebijakan Release and Discharge adalah sebagai dasar perjanjian
pengimpasan (set off), yang berkaitan dengan istilah “termination dan discharge”
sebagai lazimnya digunakan dalam lingkup hukum kontrak dalam sistem hukum
common law.*

Kitab Unciang-Undang Hukum Perdata (KUH perda';a) tidak mengatur
masalah yang berkaitan dengan termination realese discharge dalam suatu
perjanjian. Dalam pasal 1381 KUH Perdata memuat cara—cara‘ beraichir atau
hapusnya (discharge);

1) Karena pembayaran

2) Karena pembayaran tunai ,diikuti dengan penyimpanan atau penitipan ;
3) Karena pembaharuan hutang (novasi).

4) Karena perjumpaan hutang atau kompensasi.

5) Karena percampuran utang.

6) Karena pembebasan utangnya.

7) Karena musnahnya barang yang terutang.

8 Edward W. Reed dan K Gill, Commercial Bank, diterjemahkan oleh St Dianjung, Bank
Umum (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm 303.
% Ibid, hlm 45.
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8) Karena pembatalan atau pembatalan
9) Karena berlakunya suatu syarat betal
10) _Karenar lewatnya waktu
Ketentuan-ketentuan di atas berbeda jauh dengan sistem hukum kontrak
berbasis pada termination. Pengertian .tentang “termination” dirumuskan sebagai
berikut :
1) Black’s Law Dictionary :
Termination adalah “end in time or existence close; cessation; conclusion
2) Sedangkan “Termination of conditional contract” adalah :

— _ “To abrograte so much of it as remains unpe}formed, doing away with
existing agreement under agreed terms and consequence. To put an end to all
of the unperformed portion thefeof “

3) Elly Erawati dan J.S .Bédudu secara singkat menjelaskan bahwa “fermination
«“ adalah “berakhir”.

4) Peter Salim merumuskan “termination” adalah “Penghéntian ,pengakhiran
atau pembatalan.

5) Black’s Law Dictionary :

Pengertian “discharge * dirumuskan :

“ To realese, liberate , annual unburden, disincumber,dismiss, to extinguish an
obligation (e.g. a person’s liability on an instrument ); terminate employment

of person ; realese, as from prison, confinement or military service"'.

‘Sedangkan pengertian “discharge” yang berkaitan dengan kontrak adalah :
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“To cancel the obligation of a contract ; to make an agreement or contract
null and inoperative As a noun ,the word means the act or ins?rument by wich
the binding force of a contréct is terminated, irrespective of wther the conctract
is carried out to full extent contemplated (in ehich case the discherge is the
result of performance ) or i;v broken off before comj)“lete exucation *
1) Elly Erawati dan J.S Badudu menguraikan discharge adalah
Pemberhentian, pelepasan, pemenuhan; pemberhentian atau pengakhiran
suatu perjanjian; pelepasan kewajiban atau tanggung jawab seseorang dalam
penarikan surat berharga karena telah dipenuhinya pembayaran;
pemberhentian atau pemecatan pekerja oleh majikannya; pembebasan debitur
dari utang-ﬁtangnya.
2) Collin Dictionary merumuskan pengertian “ disharge * adalah
The realease (whether trough payment or otherwise) from an obligation, debt
or liability.
Pengakhiran suatu perjanjian dalam sistem hukum ini dapat disebabkan
oleh terminasi (termination) atau cara-cara yang diatur dalam hapusnya suatu
* perikatan (discharge). Pengakhiran suatu kontrak yang dikategorikan sebagai
S terminasi, dimana pengakhiran suatu kontrak dilakukanv sebelum berakhirnya
- masa berlaku kontrak tersebut pada tanggal yang semula disepakati bersama.
Pengakhiran yang bersifat mendahului itu dapat dikembalikan pada tiga sebab:
1) Kegagalan atau kelalian (default) yang dialakukan oleh salah satu pihak yang
memberi alasan kepada pihak lainnya untuk mengakhiri atau membatalkan

berlakunya kontrak.
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2) Force majeur yang dialami oleh salah satu atau semua pihak pada suatu
kontrak dan yang berlfangsung secara berkepanjangan sehingga mendorong
bara pihak untuk sepakat menéakhiri saja koﬁtrak yang men.gikat mereka.

3) Ketentuan hukum yang mengatasi kehendak dan kesepakatan .para pihak,
yang dapat terjadi jiké misalnya pada suatu ketika undang-undang yang
melarang dibuatnya kontrak-kontrak tertentu.

Sedangkan berakhimya yang diatur dalam cara-cara hapusnya suatu
perjanjian (discharge), dalam sistem common law didasarkan atas :

1) By performance
Pihak yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, dihentikan
dari tanggung jawab memenuhi perjanjian di kemudian hari.

2) By agreement | |
Perjanjian diakhiri berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak,
misalnya dengan pembaharuan kontrak setelah memenuhi' prestasi dan
kontrak prestasi.

3) By frustation
Seringkali terjadi bahwa ketika perjanjian sedang dilakukan terjadi suatu
peristiwa yang .dapat diduga terjadi, sehingga pelaksanaan prestasi yag
disepakati dalam perjanjian menjadi tidak dapat atau tidak mungkin
dilaksanakan (impracticable or impossible), contoh: sakit, kecelakaan, perang
dan sebagéainya.

4) By breach
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Bila salah satu pihak dalam perjanjian gagal melaksa.n»akan prestasi yang telah
disepakati dalam perjanjian, maka pihak lainya dapat menanggalkan
(repudiate) perjanjian fe_rsebut, dan 1a menjadi tidék harﬁs melakukan
kewajibannya untuk memenuhi prestasi. Kegagalan/k¢la1aian (default) adalah
kegagalan untuk melakukan atau memenuhi suatu kewajiban sebagaimana
tercantum dalam suatu kontrak, sekuritas akta atau transaksi lainnya. Dalam
pengertian “default’, pelaku kegagalan dinamakan “defaulter”, yaitu orang
yang gagal atau lalai memenuhi kewajibannya atau orang yang
menyalahgunakan uang yang dipercayakan kepadanya untuk disimpan atau
dipinjam.90
1. Unsur-Unsur Extraordinary Default

Pola penyelesaian BLBI yang digunakan oleh BPPN berdésarkan fakta-
fakta yang akan diuraikan lebih lanjut adalah dépat dikategorikan sebagai
terminasi gagal bayar yang luar biasa (extraordinary a’efault)m, karena :

a. Unsur Terms and Condition
Realease Discharge yang diberikan oleh BPPN pada defaulter tidak
memperhatikan terms and condition, yaitu pémyataan dan jaminan yang
diberikan oleh pihak defaulter kepada BPPN dengan dimiﬁtakan ganti rugi,
sehingga pengakhiran suatu kontrak yang seharusnya dapat memberikan
manfaat bagi pihak kreditur sebagai pihak yang dirugikan (dalam hal ini

pemerintah yang diwakili BPPN), tidak dilakukan.

" Elly Erawaty dan J.S Badudu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Aksara,
2001), him 32.
*! Johannes Ibrahim, Cross... op.cit., him 63.
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b. Unsur Core Asset

Setelah penutupan BPPN, sebagian aset tersisa berupa aset kredit, baik yang
diserahkan berkaitan dengan PKPS maupun AYDA (Aset Yang Diambil
Alih) yang tidak terjual dalam program penjualan aset BPPN. Seperti pada
tabel estimasi sisa aset BPPN sampai dengan Desember 2003 yang terbesar
adalah sisa aset AMC, baik berupa aset kredit (aset inti - core asset) maupun
aset non kredit atau non inti (non core asset); Sisa aset tersebut diperkirakan
sekitar Rp. 43 triliun, tentunya dengan tidak mengabaikan usaha BPPN untuk
melaksanakan prograrﬁ-programnya dalam waktu dua bulan menjelang
penutupan karena diperkirakan masih ada aset yang belum terjual dalam
waktu sesingkat itu. Belakangan diketahui aset yang ditransfer BPPN ke PPA

mencapai Rp. 108,49 triliun.

. Unsur potensidl out.

Dalam program penjualan aset kredit sampai dengan Oktober 2003 saja, dari
portofolio senilai Rp. 310,41 triliun (potensial outf) dengan jumlah 296.198
debitur, BPPN telah berhasil menjual aset kredit senilai Rp. 208,05 triliun
dengan jumlah debitur sebanyak 152.004. Sedangkan jumlah portofolio yang
belum terjual adalah sebesar Rp. 73,29 triliun dengan jumlah debitur
sebanyak 97.154 dan jumlah portofolio yang telah dilunasi adalah sebesar Rp.
29,06 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 47.760. Komposisi total
portofolio aset kredit sebesar Rp. 310,41 triliun, sebanyak 90,6% diantaranya
berasal dan kredit korporasi dan komersial senilai Rp. 281,22 triliun dengan

jumlah debitur sebesar 3.478. Sedangkan sisanya 9,4% senilai Rp. 29,16
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triliun berasal dari kredit UKM dan ritel dengan jumlah debitur sebanyak
293.440. Namun dari penjualan total aset kredit senilai Rp. 208?)51 triliun di
atas sekitar 56% atau Rp. 116,492 triliun dan jumlah debitur 1.876 yang
berasal dari aset kredit yang tidak direstrukturisasi (unrestructured) dan
' seluruhﬁya berasal dari sektor korporasi dan komersial®>.
d. Unsur Unsold

Sisa aset BPPN yang belum terjual (unsold) sebesar Rp. 73,29 triliun dimana
sekitar 41% atau Rp. 29,85 triliun termasuk aset kredit yang tidak
direstrukturisasi (unrestructured). Besarnya aset kredit unrestructured yang
telah dijual ke perbankan maupun di lingkungan pasar modal cukup
signifikan, y-akni sekitar 56%_. Karena itu otoritas perbankan perlu
mencermati secara mendalam dampak atas penjualan portofolio aset kredit
tersebut terhadap sektor perbankan maupun institusi keuangan mengingat
masih rentannya sektor perbankan nasional dan belum pulihnya sektor riil.
Oleh karena itu, pemerintah menelorkan kebijakan penyehatan perbankan

dalam pola restrukturisasi yang dilaksanakan oleh BPPN.%
Faktor Penyebab Extraordinary Default

Menurut pendapat Krisna Wijaya:94 Berdasarkan pengalaman praktik
perbankan apabila terjadi gagal bayar pada kredit macet pada sebuah bank,

penyebabnya hanya ada dua, yaitu karena Error Omission dan Error Commision.

%2 A Denny Daruri dan Djony Edward, BPPN...op.cit., hlm 143.

%3 Jbid, hlm 132.

* Krisna Wijaya, Analisis Kebijakan Perbankan Nasional, (Jakarta: Elex Media
Komputindo, Kompas Gramedia, 2010), hlm 206.
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a. Error Ommission (EO) adalah timbulnya kredit macet karena memanfaatkan

o

lemahnya peraturan atau ketentuan yang memang belum ada atau sudah ada,

tetapi tidak jelas. Error Ommission jelas motifnya sejak awal tidak baik,

dengan kata lain sejak awal niatnya melanggar. Model ini lebih mudah

dideteksi karena alat pembuktiannya mudah.

b. Error Commission (EC) yang memang tidak ada aturan dan ketentuannya

yang dilanggar, tetapi ada motif untuk memanfaatkan belum adanya
ketentuan atau aturan, sehingga dengan mudah para pejabat bank
mengeluarkan kebijakan yang didasari oleh unsur-unsur tertentu, Modus EO
sering terjadi pada saat mengambil keuntungan dari penerimaan kredit.
Pénnainan ini sebenamya sebagai modus klasik, misalnya dalam pemberian
liquidity sﬁppo'rt dalam kavsusrBLBI, telah deng;aln' éengéja diselewengkan
oleh begitu banyak bank, sehingga bukannya kebutuhan dari nasabah yang
mendapatkan prioritas. Akan tetapi, justru kebutuhan dari bank itu sendiri
beserta kebutuhan dari pihak yang terafiliasi dengan bank, ;sedangkan modus
EC ini digunakan séngat rapib dan melibatkan pejabat bank. Berdasarkan
pengalaman .kasu_s-kasus perbankan nasional yang berkaitan dengan kredit
macet persoalannya tidak akan lepas dari EO dan EC.%

Dalam temuan penyimpangan penyaluran maupun penggunaan BLBI,

baik di Bank Indonesia, bank pemerintah dan bank swasta ataupun pihak ketiga

yang terkait, baik yang ditemukan oleh BPK maupun BPKP tidak tertutup

%% Ibid, hlm 207.
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kemungkinan bahwa kasus-kasus yang terjadi disebabkan adanya faktor EO dan
EC.
a. Faktor Error omission

Dari sisi penggunaan dana BLBI, sebagian besar para peneﬁma BLBI
memanfaatkan faktor FError omission dengan - adanya unsur kelemahan
persyaratan Surat Direksi BI No. 30/50/DIR/UK tanggal 30 Desember 1997 dan
bahkan sampai saat ini belum sepenuhnya mengefnbalikan pinjaman yang berupa
BLBI tersebut. Dalam hubungan ini sebagian besar bank penerima BLBI yang
tidak memenuhi persyaratan Surat Direksi BI No. 30/50/DIR/UK tersebut telah

melakukan wanprestasi.

b. Faktor Error Comission

Berdasarkan 'témuan BPK dan BPKP, penyaluran BLBI berpotensi
menimbulkan kerugian negara karena dana yang disalurkan berasal dari keuangan
negara dan oleh bank-bank penerima teléh digunakan tidak sesuai
peruntukkannya, seperti antara lain untuk membayar kewajiban pihak terkait,
membayar dana pihak ketiga, membiayai kontrak derivatif, membiayai
penempatan baru di PUAB, eckspansi kredit dan lain-lain. Mengingat bahwa
penyimpangan penggunaan BLBI oleh bank-bank penerima adalah suatu
perbuatan extraordinary default yang penyelesaiannya digunakan dengan
penekanan pengembalian bukan tindakan perbuatan melawan hukum.

Pada hasil audit BPK 31 Juli 2000 disebutkan, dari Rp. 144,5 triliun BLBI
yang dikucurkan ke 48 bank umum nasional itu, sebesar Rp. 138,4 triliun atau 96

persen dinyatakan berpotensi merugikan negara karena kurang jelas



190

penggunaannya. Dari jumlah itu, auditor resmi pemerintah itu menemukan
penyimpangan Rp. 84,8 triliun. Yang mengengangkan, sebesar Rp. 22,5 triliun di
antara BLBI yaﬂg menyimpang itu digunakan untuk'membiayai kontrak derivatif
alias spekulasi valas. Pembelian dolar AS besar-besaran tahun 1998 yang
menghancurkan nilai'rupiah hingga lew./el Rp. 16.000 per dolar AS, antara lain,
dipicu oleh tindak spekulasi ini. Bank manakah yang melakukan spekulasi valas
dengan rupiah sebesar itu ? Meski belum adé informasi yang jelas, yang pasti,
langkah itu efektif diambil oleh pibak yang memiliki akses tinggi ke pusat
kekuasaan atau pengambil keputusan penting di bidang politik dan ekonomi.
Audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
terhadap 42 bank penerima BLBI, 17 Juli 2000, menemukan penyimpangan
sebesar Rp. 54,5 triliun, - terdiri atas Rp. 53,4 triliun penyimpangan yang
beﬁndika;i tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana perbankan (TPP) dan
Rp. 1,159 triliun penyimpangan non-TPK ataﬁ non-TPP. Penyimpangan non-TPK
atau non-TPP adalah perbuatan yang melanggar ketentuan berlaku, tapi tak masuk
kategori TPK/TPP.

Faktor-faktor Itikad tidak baik pada kasus BLBI berdasarkan hasil audit
BPKP itu: Spekulasi valas, membiayai ekspansi kredit. Membayar kewajiban
kepada pihak terkait, dan sangat patut diduga, sebagian besar BLBI itu justru
masuk ke kantung pribadi. Berdasarkan penelitian Humanika yang dilakukan oleh

lembaga perusahaan terancam bangkrut, tapi pengusaha justru kaya raya.”®

. " Humanika, Tipu Muslihat Menghapus BLBI, Fakta Sejarah, (Jakarta: Yayasan
Humanika, 2012).
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Pertanggung-jawaban perbuatan Extraordinary Default seharusnya
diselésaikan melalui PUPN pengelola dan pemilik bank serta debitur.eSedangkan
kewajiban untuk mengembalikan BLBI adalah para perhegang saham mayoritas di
masing-masing bank. Untuk BLBI. yang diterima BCA, misalnya, tanggung
jawabnya ada di tangan p.emegang s'alham mayoﬁtas, yakni Soedono Salim,
Anthony Salim, dan Andre Halim. Temuan penyimpangan penyaluran maupun
penggunaan BLBI, baik di Bank Indonesia, bank pémen'ntah dan bank swasta
ataupun pihak ketiga yang terkait, baik yang ditemukan oleh BPK maupun BPKP
dikategorikan sebagai kasus Extraordinary Default ini terjadi disebabkan adanya
Error Omisssion dan Error Comission;

a. Mismanajemen i)engelolaan dana pinjaman.

b. Dari sisi penggunaan dana BLBI, sebagian besar para penerima BLBI tidak
memenuhi persyaratan Surat Direksi BI No. 30/50/DIR/UK tanggal 30
De‘sember 1997

¢. Belum' sepenuhnya mengembalikan pinjaman yang berupa BLBI tersebut.
Sebagian besar bank penerima BLBI yang tidak memenuhi persyaratan Surat

" Direksi BI No. 30/50/DIR/UK tersebut dapat dikatagorikan wanprestasi skala
besar atau telah terjadi perbuatan extraordinary default. |

d. Berpotensi menimbulkan kerugian negara karena dana yang disalurkan
berasal dari keuangan negara dan oleh bank-bank penerima telah .digunakan _
tidak sesuai peruntukannya, seperti antara lain untuk: membayar kewajiban
pihak terkait, membayar dana pihak ketiga, membiayai kontrak denvatif,

membiayai penempatan baru di PUAB, ekspansi kredit dan lain-lain.
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Mengingat bahwa penyimpangan - penggunaan BLBI oleh bank-bank
penerima adalah bukan suat; pérbuatan_‘ melawan hukum, tetapi perbuatan
wanprestasi karena telaﬁ didahulu dengan MSAA, méka sudah tidak sepantasnya
perbuatan ini dapat diproses dengan menerapkan UU No. 3 Tahun 1971 Tentang
Tindak Pidana Korupsi, dan atau UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun
1998 Tentang Tindak Pidana Perbankan. Apabila terjadi penyimpangan dalam
penyaluran dan/atau penggunaannya, kemudiaﬁ pemerintah melakukan tindakan
bernegosiasi dengan pola MSAA, maka jumlah kerugian negara tidak dapat
dipertanggung-jawabkan secara pidana.

Penyaluran BLBI sebagai suatu perbuatan extraordinary default yang
berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan
tindakan hukum represif , karena pényaluran BLBI dilakukan dengan alasan,
yaitu karena sebab-sebéb yang dilakukan dalam keadaan krisis dan darurat
dan/atau karena melakukan ketentu_aﬁ Uhdang—Undang dan atau karena perintah
jabatan, beroeprecht dan atau demi kepentingan umum. Tindakan yang dilakukan
dengan pertimbangan tersebut mempunyai alasan pembenar dan pemaaf dalam
tindakan represif pemerintah bukan dengan kategori-kategori sifat perbuatan
melawan hukum materil karena landasan hukumnya adalah hukum administrasi
negara, maka penyelesaianya juga harus melalui badan khusus dimana undang-
undangnya mengandung unsur-unsur hukum materil dan hukum.formil.

Dengan demikian apabila terjadi krisis serupa di masa yaﬁg akan datang,
Pejabat BI dapat bertindak tegas tanpa ragu-ragu untuk melaksanakan tugasnya

tanpa dibayang-bayangi kehawatiran akan adanya ancaman pidana. Penyaluran



193

maupun penggunaan BLBI apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang

4

berlaku bukanlah suatu tindak pidana. Akan tetapi, penyimpangan penyaluran dan

penggunaan dengan itikad baik tentunya harus mendapatkan penilaian yang

rasional, obyektif, proporsional dan professional, sedangkan yang dilakukan

dengan itikad tidak baik kepada pelakunya dapat diminta pertanggung-jawaban

secara pidana.

Tabel 2.6. Proses Peradilan Kasus BLBI

No | Nama Perkara Kerugian Negara Tingkat Pemeriksaan
1 Hendrawan Bank Aspac 583.478.957.594 Pengadilan Negeri
Haryono Vonis 1 tahun kasast
Vonis 4 tahun
2 Setiawan Bank Aspac 583.478.957.594 Pengadilan Negeri
Haryono Vonis 5 tahun
Pengadilan Tinggi
Vonis 6 tahun
3 David Nusa Bank Servitia 1.306.430.307.777 Pengadilan Negeri
Widjaja Vonis 1 tahun Banding
Vonis 4 tahun
| Mahkamah Agung
Vonis 8 tahun
Pengadilan Negeri
Vonis bebas
Mahkamah Agung
- Vonis 4 tahun penjara
4 Samadikun Bank Modermn 80.742.270.581 Pengadilan Negeri
Hartono Vonis Seumur Hidup
5 Hendra Bank Harapan 305.345.074.000 Pengadilan Negeri
Raharja Santosa dan USD 2.304.809,36 Vonis Seumur Hidup
6 Eko Adi Bank Harapana 305.345.074.000 Pengadilan Negeri
Putranto Santosa dan USD 2.304.809,36 Vonis 20 tahun penjara |
7 Sherny Bank Harapan 305.345.074.000 Pengadilan Negeri
Konjongian Santosa dan USD 2.304.809,36 Vonis 20 tahun penjara
8 Bambang Bank Surya 1,5 triliun Pengadilan Negeri
Sutrisno Vonis Seumur Hidup
-9 Andrian Kiki Bank Umum 1,5 triliun Pengadilan Negeri
Ariawan Nasional Vonis Seumur Hidup
10 [ Leonard Bank Umum 6.738.632.426.680 Pengadilan Negeri
Tanubrata Nasional Vonis 10 tahun
Pengadilan Tinggi
Vonis Bebas
11 | Kaharudin Bank Umum 6.738.632.426.680 Pengadilan Negeri
Ongko Nasional Vonis Bebas
12 | Hendri South Eas Asia 280 milyar Pengadilan Negeri
| LSunardyo bank Vonis 10 bulan
[ 13 | Jemy Sutjiwan | South Eas Asia 280 milyar Pengadilan Negeri
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Bank j Vonis 8 bulan
14 | Leo Ardyanto [ -South Eas Asia =~ | 280 milyar Pengadilan Negeri
- Bank Vonis bebas
15 | Supari Dhirjo Bank Ficorinvest 305 milyar Pengadilan Negeri
Prawiro ' Vonis 1 tahun 6 bulan
| 16 | Soemeri Bank Ficorinvest 305 milyar _ Pengadilan Negeri
L ‘ Vonis | tahun 6 bulan
17 | Sjamsul BDNI 6.926.369.324.999,80 dan | SP3
Nursalim LUSD 96.700.000

E. Pola Penyelesaian Model Hukum Responsif

Penjelasan mengenai pola penyelesaian utang BLBI menggunakan pola
penegakan hukum responsifat dapat dilihat dari arsitektur gégasan harmonisasi
dengan mekanisme perjanjian R & D adalah pola keberpihakan pada debitur.”’
— Release and Discharge (R & D ) dan Tuntutan Penghapusaﬁ Pidana. Penerapan
klausula Release and Discharge dalam penyélesaian kewajiban BLBI pada

dasarnya dilandasi oleh pertimbangan bahwa pengembalian dana BLBI lebih

7 Secara umum, pendekatan. hukum untuk penyelesaian gagal bayar  dapat

diklasifikasikan sebagai pro-kreditur atau pro-debitur. Sebagian besar negara-negara yang
memperoleh hukum mereka dari Inggris tradisi common law, termasuk Inggris, sebagian besar
negara-negara Persemakmuran, dan Inggris-berafiliasi pusat keuangan lepas pantai, memiliki
hukum pro-kreditor, yang kita istilahkan "Inggris” pendekatan atau kerangka kerja. Jerman, Italia,
Cina dan Jepang memiliki pendekatan serupa, meskipun mereka tidak berbagi warisan hukum
yang sama.Negara-negara yang memiliki kerangka hukum asal-usul mereka dalam Kode Napoleon™

e umumnya pro-debitur dalam pendekatan mereka untuk gagal bayar/kebangkrutan , yang disebut

"Franco-Latin". Negara-negara termasuk Perancis, Spanyol, sebagian besar dari Amerika Latin,
- serta sebagian besar Timur Tengah dan Afrika. Sedangkan anteseden hukum AS terletak pada

tradisi common law Inggris (kecuali Louisiana hukum, yang berasal dari tradisi Perancis), AS
) telah berkembang sistem hibrida hukum umum dan undangkan yang luas pro-debitur dengan
- pengecualian pro-kreditur yang signifikan.

Undang-undang Pro-kreditur mengakui hak kreditur-untuk melindungi diri terhadap
default melalui perjanjian kontrak yang sebelumnya sehingga memungkinkan para pihak untuk
menutup kontrak dengan pengimpasan utang.

Pendekatan Franco-Latin, di sisi lain, berusaha untuk memaksimalkan asset perusahaan
dengan mengusahakan pegimpasan berdasar kesepakatan , dan. Penolakan selektif seperti kontrak
dikenal sebagai "cherry picking." Pendekatan Franco-Latin sering mengabaikan pribadi
dinegosiasikan sesudah kontrak sebelumnya, yang akan mendukung salah satu kreditur atas yang
lain. ( Lihat William J Bergman, Bliss, A. Johnsons .G Kaufman- Netting, Financial Contract ,
and Bank The Economic Implication, Paper, Federal Reserve Bank of Chicago, 2003.




195

penting daripada penerapan sanksi hukum terhadap para debitur. Di samping itu,

=

pertimbangan lainnya :
1) pemerintah menggunakan manajemen biasa (ordinary management),
bukan manajemen dalam keadaan krisis ;
2) tidak terdapat kebijakan yang menjadikan perkara yang berhubungan
dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sebagai perkara prioritas.
Akibatnya penyidikan, penuntutan dan perkara Bantuan Likuiditas
Bank Indonesia berjalan dengan lamban.”
Rumusan Klausula Release and Discharge dalam perjanjian penyelesaian
kewajiban Bantuan Likuiditas Bank Indonesia secara rinci sebagai berikut :

Pembebasan dan Pelepasan BPPN :

-Berdasarkan atas atas pemenuhan syarat-syarat BPPN atas kebijakannya
sendiri, maka setiap transaksi yang dispesifikasikan dalam ketentuan di sini
telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan
dalam perjanjian in, dan bahwa semua syarat-syarat yang preseden dengan
penutupan transaksi dari setiap transaksi semacam ini yang dispesifikasikan
dalam perjanjian ini, termasuk semua syarat-syarat yang dispesifikasikan
dalam bagian 3 dan 8 di sini, telah dipenuhi (atau, apabila tidak diselesaikan,
kesampingkan oleh BPPN), maka :

a. Pelanggaran perundang-undangan dan peraturan sehubungan dengan

. pinjaman afiliasi dan pinjam meminjam lainnya yang digolongkan dan

dikategorisasikan sebagai melebihi batas peminjaman sah (Pinjaman
BMPK) akan dianggap telah direktifikasi dan diselesaikan;

b. BPPN dan Kantor Jaksa Agung (schubungan dengan Kantor Jaksa

Agung, sejauh bahwa Jaksa Agung telah mengetahui atan meratifikasi

% Hudory and Pertner - Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, (Jakarta: Bank
Indonesia, 2002), him 96.
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Perjanjian ini secara tertulis dan menandatangani halaman tanda tangan

di sini atau lainnya), 'Eidak akan memulai atau melakukan tindakan

. hukum apapun, atau menegakkan hak hukum yang BPPN atau Kantor

- Jaksa dapat miliki terhadap Bank tersebut, para pemegang saham,

komisaris, direksi dan para pejabat sehubungan dengan masalah-

masalah apapun yang terkait dengan pelanggaran undang-undang dan

peraturan terkait dengan. Pinjaman Aﬁiiasi atau masalah apapun yang
terkait dengan Dukungan Likuiditas; dan |

BPPN akan membebaskan :

1) Para Pemegang Saham berkewajiban selanjutnya sesuai dengan
ketentuan Jaminan Likuiditas dan sesuai dengan ketentuan jaminan
agunan atau pengaturan dan jaminan 'yang' dibeﬁkan oleh para
Pemegang Saham berkenaan dengan pinjaman afiliasi (yang tunduk
pada hold back aset dan hak BPPN mereinstate (mengembalikan
kepada  kondisi/posisi  semula) liabilitas/kewaj'iban, atas
kebijakannya sendiri, apabila BPPN mempunyai alasan untuk
meyakini bahwa pernyataan atau jaminan apapun oleh para
Pemegang Saham di sini tidaklah benar, ketika dibuat atau
disuplementasikan, atau Pemegang Saham atau Pihak Terkait telah
melanggar kewajiban apapun di sini, atau dokumen apapun yang
dimaksudkan di sini, atau transaksi apapun yang dimaksudkan di
sini yang telah dihapuskan, dibalikkan, atau dinyatakan sebagai

tidak absah oleh ketentuan peradilan apapun atau lainnya);
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2) Bank ‘dani kewajiban/liabilitas lebih lanjut untuk pembayaran

4

kembali dukungan likuiditas dan sesuai dengan jaminan likuiditas;
daﬁ : ,

3) Para peminjam yang relevan dan Para Pemegang Saham
liabilitas/kewajiban labih lanjut untuk pembayaran kembali
pinjaman afiliasi kepada bank.

Penghapusan tuntutan pidana melalﬁi depenalisasi, didasarkan atas
pertimbangan manfaat dan biaya (cost and benefit analysis), di mana dengan
dibapuskannya tuntutan pidana atas penyimpangan dana BLBI, maka
pemenntah akan memperoleh kembali dana BLBI sebagai kompensasinya.
Upaya ini akan _memperoleh manfaat dan biaya yang efisien dibandingkan
apabila pemerintah -méﬁerapkan sanksi pidana. Berdasarkan hal tersebut di
afas, Hassanain Haykal berpendapat bahwa dalam kebijakan hukum pidana di
masa yang akan datang, pemerintah sebaiknya memperhatikan aspek manfaat
dan biaya (cost and benefit) dalam penerapan hukum pidana dalam peraturan
perundang-undangan, khususnya  peraturan-perundang-undangan  yang
berkaitan dengan penyelesaian kewajiban BLBI.

Menurut Hassanain Haykal | yang mengutip pendapat M. Cherif
Bassiouni, menyatakan bahwa keputusan untuk melakukan dekriminalisasi
harus  didasarkan  pada  faktor-faktor  kebijakan . tertentu . yang

mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk: >

» % Hassanain Haykal mengutip dari Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan
Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2005), hlm 162.
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a. keseimbangan sarana-sarana yang digunakan_dalar_n hubungannya dengan
hasil yang dicari atau yang ingin dicapai (the proporsi and anality of the
means used in relationship to the outcome .Obtaimed);‘ ‘

b. analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya
dengan tujuan-tujuan yang dicari (?he cost anélysis of the outcome in
relationship to the objective thought);

c. penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya
dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia (the appraisal of the
objective thought in relationship to other priorities in the allocation of
resources of human power);

d. pengaruh sésial dari kriminalisasi dén dekriminalisasi yang berkenaan
dengan (dipandang dari segi) pengamh—pengamfxnya yahg sekunder (the
social impact of ‘criminalization avnd decriminalization in term of its
secondafy effect).

Lebih lanjut Hassanain Haykal menganalisa bahwa dengan kehadiran
Release and Dicharge dalam MSAA merupakan suatu ultimum remedium. Hal ini
dapat dilihat dari rumusan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 Tentang
Pémben'an Jaminan XKepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah
Menyelesaikan Kewajiban Atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak
Menyelesaikan Kewajiban Berdasarkan Kewajiban Pemegang Saham,
menyatakan :

“ Terhadap debitur yang kooperatif dalam melaksanakan perjanjian

dimaksud perlu diberikan jaminan kepastian hukum dan bagi yang tidak
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menandatangani atau tidak melaksanakan perjanjian dimaksud perlu diberi

-

tindakan hukum yang tegas dan konkrit..”

Berdasarkan rumusan Instrﬁksi Presidén Nomor 8 Tahuﬁ 2002 Tentang

Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah

Menyelesaikan Kewajiban Atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak

Menyelesatkan Kewajiban Berdasarkan Kewajiban Pemegang Saham, maka

dengan dengan dipenuhinya kewajiban perdata oleh Pemegang Saham, maka

Pemegang Saham akan diberikan jaminan kepastian hukum, dalam hal ini

, berupa pembebasan dah pelepasan tuntutan pidana. Namun apabila Pemegang

— Saham tidak dapat memenuhi kewajibannya secara perdata maka tuntutan
pidana akan terus berlangsung dan digunakan sebagai upaya terakhir.

Di samping sebagai ultimum remedium, kehadiran Release and
Dischargé dalém perjanjian MSAA merupakan suatu ancaman yang digunakan
untuk rflengingatkan orang, di mana bila Perﬁegang Saham tidak memenuhi
kewajiban perdata maka akan terkena ancaman pidana berdasarkan pada
argumentasi ad baculum. 100
- Meski demikian, perjanjian penyeleséian kewajiban BLBI pada
dasarnya berada dalam ruang lingkup hukum perdata, sehingga hukum publik

dengan adanya perjanjian penyelesaian kewajiban BLBI akan tunduk pada

'® " Argumen tersebut diatas dikutip oleh Hassanain Haykal dari pendapat Philipus M.
Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, drgumentasi Hukum, (Y ogyakarta: Gadjah Mada Press, 2005),
him 17. Lebih lanjut dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan argumentasi ad baculum adalah
menerima atau menolak suatu argumentasi hanya karena suatu ancaman. Ancaman itu membuat
orang takut. Dalam bidang hukum, cara itu tidak sesat apabila digunakan untuk mengingatkan
orang tentang suatu ketentuan hukum. Sebagai contoh di Surabaya di seluruh pojok kota dipasang
papan kuning yang berisi ancaman bagi pelanggar PERDA. (dipetik dari Hassanain Haykal )
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kaidah-kaidah dan asas-asas hukum perdata/privat. Penerapan Release and
Discharge adalah perikatan ber:umber undang-undang dengan mengacu pada
perjanjian .MSAA bergeser menjadi peﬁkatan bersumber perjanjian adalah
merupakan salah satu upaya pemerintah -untuk _menghapuskan tuntutan

1 Melalui Release and Discharge, maka tuntutan terhadap Bank,

pidana.
Komisaris, maupun Direksi akan dibapuskan. Hal ini dapat dilihat dari
rumusan di bawah ini : |
“ BPPN dan Kantor Jaksa Agung (sehubungan dengan Kantor Jaksa
Agung, sejauh bahwa Jaksa Agung telah mengetahui atau meratifikasi
Perjanjian ini secara tertulis dan menandatangani halaman tanda tangan di
sini atau lainnya), tidok akan memulai atau melakukan tindakan hukum
apapun, atay menegakkan hak hukum yang BPPN atau Kantor Jaksa dapat
miliki terhadap Bank tersebut, para pemegang saham, komisaris, direksi
dan para pejabat sehubungan dengaﬁ masalah-masalah apapun yang
terkait dengan pelanggaran undang-undang dan peraturan terkait dengan
Pinjaman Afiliasi atau masalah apapun yang terkait dengan Dukungan
Likuiditas “
Penyelesaian Bantuein.Likuiditas Bank Indonesia melalui perjanjian MSAA
merupakan perbuatan hukum yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata,

namun dengan adanya klausula Release and Discharge sebagai penghapusan

tuntutan pidana, maka telah terjadi perubahan perikatan bersumber undang-

ol Kebijakan tersebut adalah tidak taat asas karena Penghapusan tuntutan pidana adalah suatu
norma khusus untuk melepaskan seseorang dari suatu tindak kejahatan. (disalin dari Hassanain HAykal
opcit..)
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undang  menjadi perikatan bersumber perjanjian . Perubahan norma hukum

-

demikian dapat digunakan untuk membedakan antara perikatan bersumber

perjanjian dan perikatan bersumber undang-undang adalah sebagai berikut :

a.

dalam perikatan bersumber undang-undang, salah satu pihaknya adalah
penguasa, dan tidak ada unsur kehendak sedangkan dalam hukum privat
kedua belah pihak adalah perorangan tanpa menutup kemungkinan bahwa
dalam hukum perdata pun dapat menjadi pihak juga;

perikatan bersumber undang-undang adalah  hukum publik sifatnya

memaksa, sedangkan perikatan bersumber perjanjian adalah peraturan

" hukum privat pada umumnya bersifat melengkapi, meskipun ada juga

yang bersifat memaksa,
semula pembédaan hukum publik dan hukum pﬁvat berdasarkan

tujuannya. Tujuan hukum publik adalah melindungi kepentingan umum,

'sedangkan hukum privat tujuannya adalah melindungi kepentingan

perorangan atau individu;'® Bellefroid mengemukakan bahwa, hukum

publik adalah kaidah-kaidah yang mengatur hal-hal Ketatanegaraan,

khususnya yang rﬁenyangkut cara-cara:

1) Badan—badan/lembaga—lembagé negara menjalankan tugasnya dan
wewenangﬁya;

2) perwujudan hubungan hukum antara pemerintah (negara) dengan

masyarakat;

192 gudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,

1999), hlm 122-123. (dipetik dari Hassanain Haykail , op cit..... )
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3) perwujudan hubungan hukum antara l(_ambaga-lembaga
negara/pemerintahan. | |

Sedangkan hukum privat mengatuf tata - tertib .‘ maéyarakat yang
menyangkut kepentingan individual perseorangan para warga masyarakat,
khususnya dalam urusan-urusan fentang : | |

1) hubungan kekeluargaan;

2) pengurusan kekayaan pribadi,

3) hubungan-hubungan antar pribadi/perorangan di dalam masyarakat;

4) hubungan-hubungan yang menyangkut.

Pergeseran perikatan bersumber perjanjian sebagai hukum privat ke dalam
perikatan bersumber undang-undang sebagai hukum publik dalam perjanjian
penyelesaian kewajiban BLBI melalui pola MSAA tidak terlepas dari substansi
yang terkandung délaﬁl peljanjian tersebut, disebabkan :

1) bank adalah suatu lembaga infermediasi, di mana di dalamnya terdapat
kepentingan masyarakat. Pada penyelesaian kewajiban BLBI, fungsi dan
peran intermediasi sangat berpengaruh terhadap kemampuan bank untuk
mengembalikan dana BLBI;

2) perjanjian penyelesaian kewajiban BLBI merupakan penjabaran dari
beberapa peraturan dan kebijakan publik, antara lain : Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propenas, Instruksi Presiden Nomor 2
Tahun 2002 Tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur
yang Telah Menyelesaikan Kewajiban atau Tindakan Hukum Kepada

Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajiban Berdasarkan Kewajiban
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Pemegang Saham, dan  Keputusan KKSK Nomor 02/K.KKSK/03/2002
Tenténg | Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi ?Jtang
'Perus-ahaan; ' | -

3) adanya keterlibatan badan hukum pubvh'k dalam perj anjiaﬁ MSAA

Di samping itu, pengaturan' isi perikatan yang semula bersumber udang-
undang dengan dikeluakan kebijakan R & D berubah menjadi responsif
bersumber perjanjian adalah usaha represif ~ responsif hanya untuk menjaga
keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Pergeseran
demikian dalam kajian hukum responsif Philip Nonet, disebut sebagai seni
membolak balikan hukum.

Dalam pexjanjian. penyelesaian kewajiban Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia melalui pola MSAA, pemerintah yang dalam hal ini. diwakili olehv'
BP.PN‘tidak mengawasi kepentingan salah satu individu dalam suatu perjanjian,
melainkan rﬁengawasi kepentingan dirinya sendiri, di mana pengembalian dana
Bantuan Likuiditas éank Indonesia akhirnya belum juga dapat memulihkan
perekonbmian masyarakat. Akan.tetapi, justru menimbulkan gagal bayar yang
sangét luar biasa (extraordinary default).

Dana talangan dari pemerintah yang dikeluarkan untuk mérﬁbeli piutang
macet (Cessie) BLBI dibayar dengan menjual surat utang negara (SUN) jangka
panjang (obligasi) senilai Rp. 641 triliun (kegunaannya terbagi atas program BLBI
Rp. 144,5 triliun, program penjaminan Rp 53,8 triliun, penjaminan Bank Exim
Rp. 20 triliun, program rekapitulasi bank Rp. 422,6 triliun) dengan tingkat bunga

12-14 %, obligasi tersebut masih memberikan beban bunga Rp. 35 triliun
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pertahun pada APBN 2009, _sehjngga pembayaran utang pokok dan bunga

keseluruhanya mencapai Rp. 170 triliun. Sebelum dibubarkan pada tahun 2002,

- BPPN hanya berhasil memperoleh tingkat pemulihan (recovery) sebesar 26,8 %

atau sejumlah Rp. 127,47 triliun dengan hanya memperoleh tingkat pemulihan
sebesar itu berarti terdapat sejumlah NPL yang tidak dapat ditagih dan jumlah ini
merupakan bagian yang kosong dari obligasi yang notabene tidak akan pernah
dibayarkan kembali. Akan tetapi, pemerintah tetap harus membayar keseluruhan

yang tersisakan itu dalam bentuk bunga pada setiap tahun seterusnya di masa

103

depan sampai dengan tahun 2021.

Bandingkan dengan recovery Bank Century tahun 2008 biaya krisis
meningkat dari Rp 6,7 triliun menjadi Rp 8,01 triliun , nilai jual ( akuisisi )
kepada perusahaan Jepang , J Trust Co. Lid , sebesar Rp 4,4 triliun , dengan
demikian total biaya krisis peﬂyelesaian bank century adalah sebesar Rp 3,6
triliun atau 55 % hanya bisa ditarik oleh negara , tapi tidak dapat dikatagorikan
sebagai kerugian negara , penjualan 1ini mengacu pada ketentuan Unang-Undang

nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan'’ norma yang

193 Sumber lain mengatakan bahwa surat utang negara/obligasi itu adalah Rp. 700 triliun,
pembayaran bunga Rp. 110 triliun untuk luar dan dalam negeri mencapai 15 perseniliun, atau
keseluruhannya mencapai Rp. 170 triliun, bandingkan dengan total anggaran untuk enam
departemen, yakni Depatemen Pertahanan Rp. 35 triliun, Polri Rp. 25 triliun, Departemen Agama
Rp 20,7 triliun, Departemen Kesehatan Rp. 19,3 triliun, Departemen Perhubungan Rp. 16,1 triliun,
Total anggaran berjumih Rp. 151,8 triliun). Lihat Hendy Herijanto, Selamatkan Perbankan Demi
Perekonomian Indonesia, (Jakarta: PT Mizan Indonesia, 2013), him 34.

1% Berdasarkan pasal 42 Ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dijelaskan saham bank dalam penanganan harus terjual
paling lama tiga tahun sejak penanganan bank gagal . Tingkat pengembalian harus sama dengan
dana penempatan. Namun ,setelah lima tahun bisa dijual dibawah nilai penyertaan. Pasal 81 Ayat
(2) menyebutkan , Kekayaan LPS merupakan aset negara yang dipisahkan. Oleh karena itu tidak
bisa dinilai menjual dengan sebutan merugikan negara juga tidak bisa dikatakan jika penjualan
Bank Mutiara dibawah nilai bail out seperti mengkonfirmasikan kerugian negara. Sebab ,LPS
bukan lembaga investasi bank . Jika ia investasi bank , tentu tidak akan membeli bank yang rusak
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BAB III
PENYELESAIAN UTANG BLBI DENGAN POLA HUKUM REPRESIF

A. Penegakan Hukum secara Represif

Represif berasal dari bahasa Inggﬁs “repressivé” yang berarti
penindasan/menindas. Bersifat represi menurut kamus besar bahasa Indonesia
berarti menekan, mengekang, fnenahan, atau ménindas.’

Hukum represif menurut Philippe Nonet - Phlilip Selznic:.k2 dapat dilihat
dari adaptasi institusi-institusi hukum terhadap lingkungan kekuasaan atau
otoritas. Kata “adaptasi” menunjukkan hukum berada pada kondisi subordinat (di
bawah pengaruh) kekuasaan. Kekuatan penguasa }nenjadi kekuatan oforitas
sebagai pengendali legifhnas,i 'yaﬁg dapat menembus semua pintu masuk ke dalam
“sistem” hukum. Hukum dikendalikan oleh suatu kekuatan otoritas yang paling
berkuasa di negara itu. Pénerapan ancalhan pidaﬁa adalah sebagai bentuk yang
paling mendominasi dite.r'apkan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam
mengontrol warga masyérakat agar selalu menaati kehendék‘»pemerintah. Di

sinilah wajah represif itu muncul. Hukum tampil dengan wajah tunggal yang

! Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Kedua, Balai Bahasa: Departemen Pendidikan
Nasional, Jakarta, 1989.

? Philippe Nonet lahir dan besar di Belgia. Ia mendapat pendidikan hukum dan meraih
doktor di bidang ini pada tahun 1961. Setelah itu ia belajar dan mengajar di bagian sosiologi UC
Berkeley sebelum bergabung di Boalt Faculty pada 1977. Nonet adalah Charge de Cours pada the
Universite Catholique de Louvain dari tahun 1966 sampai dengan 1970, seorang visiting professor
di Universitas Bremen pada 1981. Sementara itu, Philip Selznick adalah professor emeritus of law
and society pada UC Berkeley. la meraih gelar doktor tahun 1947 dari Universitas Columbia,
tempat ia menimbah ilmu dari Robert K. Merton. Selznick dikenal sebagai penggagas teori
organisasi, sosiologi hukum, dan administrasi publik. Philippe Nonet dan Philip Selznick adalah
dua nama yang dikenal luas sebagai pencetus Teori Pembangunan Hukum (Development Theory of
Law), suatu teori yang diangkat dari kajian hukum menurut perspektif ilmu politik. Dua nama ini,
Nonet & Selznick kerap diperbincangkan karena mereka memperkenalkan tiga tipe hukum dalam
teori pembangunan hukumnya, vyaitu tipe hukum represif, otonom, dan responsif.
Hukum Represif.
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menjunjupg tinggi asas sub-ordinat, dan tanpa kompromi atau menyingkirkan asas
keseimbangan. Sebaliknya akses untuk negosiasi dan jalur dua a;':lh (partisipasi)
dalam hukum dibatasi sangat sémpit. Kéberadaan’ dan keberlakuan hukum tidak
perlu harus memperhatikan kepentingan warga yang diperintah. Pada tipe ini
hukum dan politik merupakan satu kesatuan di dalam sistem pemerintahan.

Gagasan hukum' represif menurut Nonet dari sebuah.anggapan bahwa
tatanan hukum tertentu dapat berupa ketidakadilan yang tegas. Keberadaan hukum
tidak menjamin keadilan apalagi keadﬂan substantif. Sebaliknya, setiap tatanan
hukum memiliki potensi represif sebab hingga tingkat tertentu ia akan selalu
terikat pada status quo dan dengan memberikan baju otoritas pada penguasa,
hukum membuat semakin efektif.

Kekuasaan pemerintah bersifat represif manakala kekuasaan tersebut
menekan kepentingah orang-orang yang diperintah, yaitu _ketika kekuasaan
dilaksanakan tidak untuk kepentingan mereka atau dengan mengingkari legitimasi
mereka. Benar bahwa setiap keputusan pemerintah dapat mensyaratkan
tergantungnya pemenuhan beberapa kepentingan pada kepentingan lainnya. Tidak
semua tuntutan dapat dikabulkan dan setiap kepenting’an diberi pengakuan yang
sama. Akan tetapi, jika kita mengesampingkan suatu kei)entingan ketika kita
memberikan keleluasaan bagi suatu hal yang memang harus diprién'taskan, maka
hal itu dapat dikategorikan sebagai sebuah represi. Sebuah keputusan yang
merugikan bukan merupakan sebuah represi sepanjang keputusan itu tidak

membahayakan, misalnya dengan mengikuti prosedur yang menghormati hak-hak



207

seseorang atau dengan mencari cara yang dapat mengurangi atau membatasi
akibat yang membahayakanf : |

Paham represif Nonet sejalan dengan'pemz‘ihainan dari jurgen Habermas,
seorang filsuf jerman mengatakan bahwa represif ’ merupakan lawan dar
delibefatif. Deliberatif berarti menimbang-nimbang, konsultasi atau musyawarah.

Sedangkan represif merupakan kekuasaan yang menindas, memaksakan kehendak

~ perundang-undangan kepada masyarakat, Hal tersebut bisa bcnipa penghambatan

terhadap individu atan komunitas dengan alasan pelaksanaan paksa, terutama
sekali bertujuan untuk membatast atau mencegah kemampuan mengajukan protes
atau upaya hukum lainnya untuk mengambil bagian dari kepentingannya untuk
berdialog atau bernegoisasi atas kelalaian tindakan;nya,3

Rakyat yang konfrontatif ‘terhadap pemerintah 'diawasi dan ketertiban
harus dimenangkan. Demikian puia mereka yang berhaluan dan bersebrangan
dengan pemerintah. Kebijakan repreéif menekankan pa_da penggunaan hukuman
terhadap kesalahan. Ciri lainnya adalah menggunakan materi daiam hukuman dan
imbalan, berisi perintah, serta komunikasi satu arah. Tindakan represif int bisa
direpresentasikan dengan kebijjakan sub-ordinat dimaﬁa kedudukan pemerintah
lebih kuat dari pada kepentingan perseorangan, sehingga penegakan hukum harus
dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus dengan penekanan kepada tujuan
tunggal. -

Meﬁumt Philippe Nonet dan Philip Selznick, fungsi penegakan hukum

terikat oleh problem dan konteks tertentu (keadaan yang dihadapi), ketika keadaan

? Budi Hardiman, Filsafat Fragmentaris, (Jakarta: Kanisius, 2007), hlm 112 -116
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benar-benar pa'rah,_ atau dalam keadaan bahaya, tertib hukum harus memiliki
potensi represif. Kondisi-kondisi yang demi}g/ién rﬁemerlukén persyarétan bagi
efektigzitas benegakan'-hukum, yaitu: menjamin tegaknya 'kéaciilan yang benar-
benar mampu untuk memperkuat nmilai hukum yang menunjukkan alternatif-
alternatif pemaksaan,’ | dan memberikan otoritas kepada penguasa untuk
melakukan tindakan-tindakan hukum dengan sumber daya yang tersedia untuk
mencapai tujuan yang nﬁengunh_mgkan negara. Setiap tindakan yang dilakukan
atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mensyaratkan beberapa kepentingan
di bawah kepentingan yang lamnya. Sebuah keputusan dari sebuah kebijakan yang
merugikan kepentingan lain dan bahkan menyakitkan, bukan merupakan suatu
represi sepanjang keputusan itu dimaksudkan untuk mehghindari timbulnya
bahaya (kerugién negara). Dengan demikian, pembua_tan peraturan perundang-
undangan harus memperhatika_ﬁ prinsip non keséimbangan/sub-ordihat dan
purposing (tujuan). |
1. Prinsip Non Keseimbangan
Prinsip ini diperlukan hanya untuk menghormati hak-hak seseorang atau
mencari caré yang dapat mengurangi atau membatasi akibat yang
membahayakan. Paksaan tidak harus represif demikian juga represif tidak
harus bersifat memaksa secara langsung ketika pemerintah mendapatkan
-legitimasi untuk menegakan ketertiban umum dalam keadaan krisis (krisis
ekonomi/krisis moneter) yang berpotensi merugikan keuangan, maka

tindakan hukum pemerintah harus mengesampingkan asas keseimbangan,

* Philippe Nonet - Philip Selznick, Law and Society: Toward Responsive Law,
Terjemahan, Raisul Muttagiem, Hukum Responsif, (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2007), hlm 52.
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maka yang diperlukan adalah badan khusus_ yang disesuaikan dengan
ketertiban, memiliki otoritas sub o‘rdi_;.ziasi,s- sebégai lembaga superbody,
sehingga deﬁgan’ vdevmikian' tindakan _‘huku_m‘ _pemeﬁntéh ‘dapat dirasakan
bukan sebagai tindakan represi.Bentuk represi yang paling potensial yang
dilakukan oleh lembaga superbody m1 adalaﬁ peﬁggﬁnaan kekuasaan yang
diberikan undang—undang untuk menyidikkan dalam upaya melaksanakan
kekuasaan, misalnya untuk menyita barang jaminan atau menahan seseorang,
menekan pihak yang tidak patuh atau menghentikan protes. Represi yang
dilakukan lembaga penagih ini, yaitu mendorong tahapan-tahapan prosedur
dan menggali isi perjanjian untuk mendapatkan suatu penyelesaian yang
diakibatkan oleh adanya extradionary default.6
Dalam model hukum represif, implementas_ibkebijakan akan menghasilkan
penegakan hukum yang efektif bila memenuhi persayaratan sebagai berikut :
a. Tersedianya alat-alat pemaksa uﬂtuk melaksanakan tindakan hukum
yang dapat memberikan alternatif-alternatif penggunaan paksaan.
b. Dibentuknya institusi hukurh dan prosedur pelayanah.Aturan hukum
memberikan corak otoritas pada kekuasaan.
Sedangkan peraturan perundang-undangan diperlukan sebagai instrumen

kebijakan publik pada sasaran tunggal.7

5 Adalah kedudukan kreditur atau pemerintah lebih tinggi daripada debitur

¢ Substansi hukum represif adalah undang-undang yang mengandung unsur-unsur hukum
materiil dan unsur-unsur hukum formil.

7 Philippe Nonet-Philip Selznick, Hukum...op.cit., hlm 25.
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2. Purposing

Tujuan serta kepentingan yang beragam disingkirkan karerTa program-
prograni publik méngambil alih pola dimensi tuﬁégal dengan lembaga resmi
yang dibentuk sebagai pemegang otoritas dan keputusannya tidak dapat
diganggu gugat (invisibilitas). | ’.

Philippe Nonet dan Philip Selznick juga menepikan bila ketertiban dihasilkan
dari hukum otonom,® yaitu Jegitimasi. Legitﬁnasi berarti orientasi dan
kelekatan yang ketat pada prosedur hukum, ﬁaka ketertiban tidak lagi
dominan dan keadilan menjadi lamban dan tidak efisien. Oleh karena itu,
terhadap kondisi yang sulit atau krisis moneter yang mengakibatkan
banyaknya piu;cang yang macet, penegakan huk@n lebih mengutamakan pada
sasaran-sasaran '(purpusing) yang kongkret harus lebih dominan dibanding
pada orientasi prosedur.

Philippé Nonet dan Philip Selznick juga mengoriehtasikan bahwa hukum
represif sangat diperlukan manakala faktor kedaan krisis dalam suatu negara
begitu mendesak seperti halnya penyelesaian piutang BLBI.- Jadi, menurut Nonet
perbedaan yang nyata dengan penegakan hukum da_llam' hukum responsif yaitu
dalam penegakan hukum responsif selalu dimenangkan .melalui cara-cara
pengampunan (misalnya penyelesaian Release and Discharge). Sedangkan

penegakan hukum dalam hukum represif adalah dimenangkan melalui sub-

¥ Dalam teori Nonet dikenal juga tipe hukum otonom, pada tipe hukum ini tekanan dari
legitimasinya diletakkan pada prosedural.
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ordinasi/non keseimban gan (kedudukan para pihak tidak mempunyai kewenangan
atau hak yang sama dalam perjagilﬁan piutan.gv).9 |

| Menurut Philippe Nonet, mesi(i tertib hukurh daﬁat mengunakan paksaan
- dalam pemenuhan kepentingannya kembali atas ‘sesuatu yang diinginkannya
haruslah Bergantung pada kekuasaan tertinggi untuk melakukan baksaan tersebut.
Dalam piutang negara perbankan BLjBI, misalnya kalau debitur wanprestasy/
default, maka kreditur (dalam Bal ini PUPN) méndapaf kekuasaan tertinggi untuk
ﬁeiakukan apa saja untuk menjual atau melelang tanpa mengikuti aturan
(prosedur) dalam hukum acara perdata.

Tindakan hukum represif yang akan digunakan harus memperhatikan hal-

hal sebagai berikut :

a. Tidak melibatkan penindasan déngan kasar (blatant appréssion) karena harus
tetap dikontrol seperti halnya pénggunaan kekerasan menegakkan perintah
menghentikan proses. |

b. Perlakuan tindakan represif harus berlandaskan doktrin asas-asas yang
otorttatif, misalnya konsep keadilan atau prinsip tidak ada orang yang boleh
mengambil keuntungan dari kesalahannya sendiri."° |

Penyelesaian késus gagal bayar pada piutang BLBI dengan pola MSAA
berdampak terhadap penjualan hartanya karena pengelolaan piutang negara BLLBI
dari sisi biaya penyelesaiannya yang tidak sebanding dengan harta yang

diserahkan (aset). Persesuaian kehendak antara penagihan dan jumlah kerugian

® Pihak kreditur melalui PUPN mempunyai kewenangan yang lebih tinggi dari debitur,
sehingga PUPN dapat menggunakan upaya represif (surat paksa, surat sita, pemblokiran dan
sandera)

% Ibid, him 92.
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melalui penyelesaian di luar pengadilan setlement out of court non litigasi, yang

dilakukan dengan kebijakan Release and Discharge bérgantung pada itikad baik.

Persoalan 'utdma yang timbul adalah makna itikad baik.’im’ mencakup standar
subjektif dan atau standar objektif."!

Perubahan mendasér »peﬁyelesaian BLBI yang menggunakan pola dan
mekanisme perikatan bersumber perjanjian mempunyai visi harmonisasi
kekuasaan-kekuasaan dan dikaburkannya batas-batas institusional. Pembedaan
antara ketentuan undang-undang dan keputusan hukum tidak dihapuskan,
sebaliknya proses hukum bertujuan untuk memperbesar kompentensi institusi
hukum lebih memberi ruang pada pengampunan bagi debitur dan dengan tetap

menggunakan asas keseimbangan di mana kedudukan kreditur dengan debitur

“memiliki hak yahg- sama, sedangkan hak eksekusi yang'melekat pada prinsip-

prinsip hukum piutang negara dikesampingkan. Pényelesaian lebih menguta-
mékan adanya pepyerahan seéara sukarela dengan kompensasi penghapusan
hutang.

Dalam pandangan hukum responsif, penegakan hukum pada penyelesaian
piutang negara perbénkan ini adalah perpaduan hukum antara hukum privat dan
hukum publik bahwa dalam hukum responsif pemerintah bertindak dalam
kapasitas ganda. Pemerintah mengemban tanggung jawab untuk menentukan
tujuan-tujuan yang akan dikejar dan sumber daya yang disiapkan untuk bertindak
dalam menangani permasalahan-permasalahan seperti pengendalian kredit macet

dan penegasan pelaksanaan penjualan obyek jaminannya. Keputusan-keputusan

'! Makna itikad baik di dalam konsep sistem hukum common law menjadi sangat variatif
dan tidak tegas, dalam Ridwan Khaerandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, (Jakarta:
Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2003), hlm 164.
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in1 menyatakan dan menetapkan suatu kehendak 'kebenaran doktrin dan
keputusan-keputusan ini mencerminkan dengan baik perlindungan hukum,
bagaimanapun kekuataﬁ kebenaran 1isi 'kontrrak .itu ' dikendalikan dan
disubstansikan. Akan tetapi, pemerintah harus terus mengkondisikan sebagai aktor
hukum untuk menetapkan badan-badan dan mekanis;ne-mekanisme dalam rangka
memajukan tujuan-tyuan publik.

Masing-masing tipe hukum terikat dengan situasi dan keadaan yang
dibadapi dalam kehidupan bemnegara,'> penegakan hukumnya juga terikat oleh
keadaan yang dihadapi (problem dan konteks tex’rentu).13 Bahwa agar penegakan
hukum berfungsi efektif, bukan dari pelaksanaan kebebasan atau keleluasaan yang
ada pada lembaga-lembaga yang merespon tuntutan-tuntutan yang bersifat reduksi
kekuasaan, tetapi perlu ditegakkannya otoritas padé lembéga yang merupakan
sub-ordinat. |

Dengan demikian meﬁufut Nonet-Sélznick, meskipun model hukum

represif adalah konsep hukum primitif.'* Namun, ketika pemegang kekuasaan

2 Philippe Nonet dan Philip Selznick mengembangkan tiga -tipologi hukum yang

mengatakan bahwa antara otoritas, legalitas dan negositas adalah berdiri sendiri, dengan model
hukum yang tersebut masing-masing mengutamakan kebutuhan atau situasi yang menyertainya,
misalnya tipe hukum represif, yang dipermasalahkan adalah otoritas tunggal, dalam tipe hukum
Otonom yang dipersolkan adalah masalah legitimasi dari tata tertib sosial yakni legitimasi yang
didasarkan atas gagasan bahwa tertib sosial sah apabila penggunaan kekuasaan didasarkan atas
prinsip-prinsip konstitusional, prosedur-prosedur formal, dalam lembaga peradilan yang bebas,
yang merupakan cita-cita “rule of law” yang liberal klasik. Sedangkan tipe hukum Responsif yang
dipermasalahkan adalah tujuan dan tata tertib sosial yang berasal dari hasrat untuk membuat
hukum lebih bertujuan dalam melayani manusia dan institusi-institusi untuk mencapai tujuan
dimaksud, sehingga yang ingin dicapai memberikan kemampuan fasilitasi untuk menentukan atau
merancang kesesuaain badan-badan khusus (institusi-institusi) sebagai elaborasi antara
kepentingan politik dan hukum dan merancang beragam pengawasan.

"> Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum...op.cit

14 Yang membedakan manusia beradab dengan yang primitif terutama adalah prudensi
(dari kata “prudence” sikap yang seksama dan senantiasa penuh pertimbangan), dalam istilah yang
lebih luas, berwawasan ke depan. Ia bersedia menahan penderitaan saat ini demi kesenangan nanti,
bahkan walaupun kesenangan nanti itu masih agak jauh. Bertrand Russell, History of Western
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berada dalam‘sit_uas_i ‘yang sangat s_uht betapapun negara itu superliberal dan
modern, pasti meréka akan berpaling kepada mekanisme-mekanisr;e represi.
Mereka melakuka‘nnya"tidlék harus bemijuan jéﬁat, tetaﬁi karéna mungkin tidak
melihat jalan untuk memenuhi tanggung jawab .mereka. |

Menurut ‘Penda‘pat Philippe_ Nonet - Phili';) Selznick, meskipun hukum
represif menyediakan alat lembaga superbody untuk memaksakan ketertiban, ia
sangat tidak kompeten untuk mengamankan kl.ausula-klausula di dalam perikatan
perdata.'® Oleh karena itu, dalam situasi kondisional, model hukum ini digunakan
bukan dalam kompetensi asas keseimbangan, tetapi dalam kompetensi asas sub-
ordinasi, sehingga penegakan hukum akan efektif bila badan khusus yang
merupakan lembaga s-uperbody tidak melakukan penyelesaian dengan negosiasi.' 6

Pendekatan lainnya untuk dapat memahami tindakan repesif dengan
menerapkan sanksirpidanab terhadap kejahatan adalah dengén Ecénomics Analysis
of Law adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pﬂihan—pilihan rasional
untuk menganalisa persoalan hukum. Teori tersebut berasal dan aliran
utilitarianisme yang mengutamakan asas manfaat, maka muncul perdebatan antara

karakteristik efektivitas dan efisiensi dari penggunaan suatu sanksi pidana dalam

menyelesaikan masalah BLBI. Pendekatan ekonomi terhadap suatu tindak pidana

Filosphy and its Conection with Political and Social Circumtances from the Erliest Times to
Present Day,Sejarah Filsafat Barat (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), him 18.

'3 Kewenangan lembaga superbody adalah melakukan tindakan-tindakan eksekusi, akan
tetapi bila lembaga ini terjebak dalam bentuk perjanjian-perjanjian dengan debitur, maka lembaga
ini tidak akan mampu mengamankan persetujuan jika ada pelanggaran.

1 pada pengertian hukum represif di atas dapat diambil contoh adalah tindakan
hukum BPPN sebagai lembaga superbody terjebak dengan pola negosiasi, sehingga lembaga ini
tidak mampu melakukan tagihan-tagihan macet bank milik para konglomerat yang
direstrukturisasi, walaupun bank-bank itu sudah dinyatkan Bank Dalam Likuidasi (16 bank) Bank
Beko Operasi (10 bank), Bank Beku Kegiatan Usaha (38 bank), dan Bank Take Over. Total
Kerugian Negara adalah Rp. 144,54 triliun —dikutip dari Djony Edward BLBI, Extrordinary Crime
him 412.
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tampaknya dipengaruhi -oleh filsafat utilitarian yang me’nuangka’nnya ke dalam
suatu sudut pandang statistik ter}Tada'p tingkat efektivitas dan efisiensi suatu sanksi
terhéda‘p.sﬁatu‘ tindak pidana, sehingéa | pandangan'-térhadap tindakan hukum
diperlukan suatu pendekatan bersifat .. hukum represif. Pola pendekatan teori
analisis eko‘nomi adalah pendekatan utilitarién, yang mempértanyakan seberapa
efektif sanksi dapat menghentikan perilaku yang dipandang tercela dalam
masyarakat, belum dapat dijawab secara memuéskaﬁ hingga saat ini. Jika hukum
pidané klasik menetapkan sanksi pidana bertujuan menimbulkan efek jera sejalan
dengan filsafat Kantian (Kéntianisme), maka filsafat utilitarian masih memberikan
harapan akan kemanfaatan maksimal bagi masyarakat luas dengan penjatuhan
sanksi pidana tersebut sebagaimana diketahui bahwa penjatuhan pidana terhadap
obligor sekalipun tetap bertumpu padé tujuén penjeraan. Akaﬁ tetapi, penjeraan
harus diterapkan secéra eﬁsim dan-dapat mengembalikan uang negara. Jadi, titik
tolak dari teori ini dikatakan bahwa untuk mencapai tujuan yang dikehendaki,
yaitu pengembalian piutang negara, maka tindakan hukum harus bersifat represif
dan tujuannya adalah menarik kembali vang negara.

Pendekatan “analisa ekonomi atas hukum” menekankan kepada cost-
benefit ratio, yang kadang-kadang oleh sebagian orang dianggap tidak
mendatangkan keadilan. Hal ini tentu dibantah oleh penganut-penganut
pendekatan “analisis ekonomi atas hukum”. Pertama dikatakan, bahwa tidak benar
ekonom tidak memikirkan keadilan. Dalam usaha menentukan klaim normatif
mengenai pembagian pendapatan dan kesejahteraan, seseorang mesti memiliki

filosofi politik melebihi pertimbangan ekonomi semata-mata. Kedua, ekonomi
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menyediakan kerangka di dalam pembahasan di mana keadilan dapat dilakukan.
Pola pendekatan analisis ilmu ekonomi terha@ap kebijakan hukum akan berhasil
dengan baik jika.tidak ada intervensi terhadap pfoses pelaksanaannya.

Oleh karena itu, ancaman paksaan merupakan unsur yang mutlak ada agar
kaidah dapat dikatagorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini pun
erat kaitannya efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika
aturan hukum tidak efektif jsalah satu pertanyaaﬁnya yang dapat muncul adalah
apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya. Mungkin tidak efektifnya hukum
karena ancaman paksaannya kurang berat. Mungkin juga karena ancaman paksaan
itu tidak terkomunikasikan secara memadai. Sehubungan dengan persoalan
efektivitas hukum dengan unsur paksaan sécara represif adalah pendapat Max
V.Veber17 dalam kaitannya dengan ekonomi dan masyafakat. Max Weber
b.erpendapat bahwa hukum adalah si;atu “order” barulah dapat disebut hukum,
i ii(a “order” itu secara-eksternal dijamin melalui kemunkinan penggunaan paksaan
atau kekerasan, baik sccara fisik maupun kej iwaan untuk menghasilkan
persesuaian atau membalas kekerasaan, yang akan diterapkan secara khusus sudah
disiapkan untuk tujuan itu. Tentu saja yang dimaksudkan Max Weber dengan
* orang-orang kKhusus tadi adalah kaum profesional hukum, mencakup hakim, jaksa,
pengacara, notaris dan polisi.

Konsep hukum represif dari Max Weber karena hukum mempunyai tiga

ciri dasar yang membedakan ia dari aturan-aturan lain :

'7 Acmad Ali dan Wiwi Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, (Jakarta:
Kencana, 2012), hlm 135. ‘
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1.» Penekanan untuk tunduk. pada hukum comes externa]ly in the form of
action or treats of ac;tion' by éthers regadless'of weth.er a person wants to
obey the law or does. sé out of habits.

2. Tindakan-tindakan eksternal atau ancaman selalu mencakup paksaan
kekerasan atau kekuatan.

3. Yang mengimplementasikaﬁ ancaman paksaan itu adalah orang-orang
yang berperan sebagai pejabat penegak hﬁkum.

Tampak bahwa definisi Weber mirip dengan -konsep hukum represifnya
Nonet. Keduanya tidak menyandarkan diri pada eksistensi suatu Negara politik
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum dan menggunakan paksaan
kekerasan sebagai unsur efektivitas hukum, akan tetapi Nonet berpandangan
bahwa penegakan hukum represif harus berpinjak pada doktrin-doktrin hukum
yang b¢rprinsip pada tidak boleh ada .orang yang mengambil keuntungan dari

kesalahanya sendiri.
B. Hubungan extraordinary default dan extraordinary crime

Tinjauan tentang kejahatan adalah berkaitan dengan svatu perbuatan yang
berlawanan dengan hukum (onrecthmatige).'® Dalam lapangan hukum pidana,

pengertian melawan hukum ada tiga pendapat:'’

'® Berbagai transaksi perbankan dawali dengan suatu periktan yang menurut pasal 1233
KUH Perdata dilahirkan karena persetujuan atau karena undang-undang, sedangkan perikatan
yang bersumber dari undang- undang dibagi dua yang diperbolehkan (rechimatige) dan yang
berlawanan dengan undang-undang (onrechtmatige). Di dalam perikatan tersebut baik yang
dilahirkan oleh undang-undang atau perjanjian lazim dimuat berbagai klausula bisnis termasuk
diantaranya resiko ,tidak hanya sebatas ingkar janji (wanprestasi) dan kelalaian (ingebreke
steling/default) tetapi dapat juga dikarenakan factor diluat kemampuan debitur berupa force
majour (misalnya, keadaan krisis moneter). Pemahaman dan tolok ukur perbuatan melawan hukum
terhadap transaksi perbankan karena adanya penyimpangan atau diduga merugikan keuangan
Negara tentang kasus piutang BLBI terkait dengan undang-undang perbankan No. 10 Tahun



218

1. bertentangan dengan hukum,

i

2. bertentangan dengan (subjectif recht),
3. tanpa kewéﬁangan atau tanpa hak, hal ini tidék perlu.bertentangan dengan
hukum. |
Dalam pfakték terhadap perkara pidana ,dil(énal pula adanya faktor-
faktor yang dapat menghapuskan unsur melawan hukum dari perbuatan. Arrest
Hoge raad tanggal 28 Juni 1911, bahwa arti melawan hukum adalah tidak
mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuhtugan atau betentangan dengan
hukum, bertentangan dengan hak orang lain. Mengacu pada Arrest ini, maka
kebijakan yang' diambil oleh bank, yaitu melakukan suat perbuatan yang
ditimbulkan oleh hak melakukan suatu perbuatan yang ditimbulkan oleh hak
melakukan pekerjaaan atau beroepsrecht dan dapat dijadikan alasan yang dapat
melenyapkan sifat melawan hukum tindak pidana.
Lebih jauh lagi Putusan Mahkamah Agung dalam putusan perkara Koru_péi
Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 januari 1966 menyatakan :
“suatu tindakan pada umumnya dapat hilang syifamya sebagai melawan hukum
bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan
melainkan juga berdasarkan asas-asas keadlian atau asas-asas hukum yang

tidak tertulis dan bersifat umum,dalam perkara ini, misalnya negara tidak
dirugikan dan terdakwa sendin tidak mendapat untung”.

Makna perbuatan melawan hukum dalam praktek pemidanaan di bidang

perbankan expressis verbis telah terjadi.perluasan terhadap asas legalitas dalam

1998. Sama halnya dengan kredit macet merupakan pelanggaran atau merupakan perbuatan
melawan hukum.

: 19 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi 2, Cetakan 2, (Jakarta: Kantor
Pengacara dan Konsultan Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), him 32.
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buku 1 KUHP,* Mahkamah Agung masih mencantumkan penggunaan unsur
melawan hukum materil,”! yang Tiirﬁaksudk_an dengan sifat melawan hukum
materil yaitu segala perbuétan yang bertentangan dengéﬁ perasaan keadilan di
dalam masyarakat yang secara khusus di dalam tindak pidana korupsi termasuk
termasuk didalam pengertian sifat melawan huk§m dalam arti materil itu segala
perbuatan yang bersifat koruptif ,baik yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang dilakukan
dengaﬁ tindakan-tindakan vang cukup bersifat suatu perbuatan yang cukup
tercela,atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat didalam kehidupan
masyarakat.2 :

Misalnya, putusan dalam kasus penyalahgunaan daha BLBI, yaitu Putusan
Mahkamah Agung No. 1696 K/Pid/2002 tanggal 28 Me‘i‘ 2003 dalam
pertimbangan hukumnya mengacu pada jurisprudensi Mahkamah Agung No. 241

K/pid/1967 tanggal 21 Januari 1989. Karena terdakwa sebagai Presiden komisaris

2 perluasan asas legalitas tersebut nampaknya sejalan dengan draft KUHP baru tahun
2004 sebagaimana tertera dalam pasal 1 angka 3 dan 4, 11 angka 2 dan pasal 12 masing-masing
menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 angka 3 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (tiada
seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah
ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat
perbuatan itu dilakukan, kursif penulis) tidak mengurangi berlakunya hukum yan hidup dalam
masyarakat yang menentukan bahwaa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 4 berlakunya hukum yang hidup dalam
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (dalam menetapkan adanya tindak pidana
dilaraang menggunakan analogi, kursif penulis) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
dan/atau prinsip-prinsip hukum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Pasal 11 angka 2 untuk
menyatakan sebagai tindak pidana ,selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh
peraturan perundang-undangan, harus juga melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran
hukum masyarakat. Pasal 12 dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan hakim
sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum.

2! 1ihat Putusan Mahkamah Kenstitusi No 003/PUU-IV /2006 tanggal 25 Juli 2006 -
Pemidanaan terhadap sifat melawan hukum materil dianggap bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat .

2 Lihat Putusan MA No 24/Pid 1984 tanggal 6 Juni 1985.
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tidak mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan “dana BLBI” oleh
direksinya yang berakibat timbulnya kerugian negafa. Perﬁahaman “kredit”
didaéérkan pada pémahafnan kredit pada umumnya. Penyimpangan penggunaan
kredit yang digunakan dan disalahkan perolehanya adalah dianggap kredit yang
menyimpaﬁg. Walaupun tidak semua kredit macet bemuansa melanggar
instrumen pidana dan dapat dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi karena
melalui proses yang benar, di samping telah mengacu kepada prudential banking,
dan juga jaminan aset yang diberikan nasabah melebihi plafond kreditnya, dan
apabila terjadi suatu keadaan di luar kemampuan nasabah untuk memenuhi
kewajibanya (force majeur 2

Terlepas dari pemahaman perbuatan melawan hukum di atas, yang lebih
penﬁng adalah pemahaman bagaimana kondisi dimana perbuatan itu dapat
dikatakan “kejahatan“ sehubungan istilah extraordinary crime, dalam ilmu
kriﬁindlogi makna kejahatan memunculkan banyak aliran dan teori yang
mempelajari kejahatan dalam art1 yuridis dan _perilaku. lain yang bertentangan
dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Menurut Vauin — Leute,
perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dirumuskan sebagai kejahatan
dalam undang-undang tidak lepas dari pfinsip-prinsip “de minimis non curat
praetor” harus diterima sebagai kejahatan®* Pendapat dalam jalur yang sama

adalah pandangan dari Sutherland dan _Cessey25 mengemukakan tujuh syarat

sebagai suatu perbuatan yang dapat dirumuskan sebagai kejahatan:

23 Lihat Marwan Effendi, op.cit., him 187.

2? J.E. Sahetapiy, Kapita Selekta Kriminologi, (Bandung: Alumni, 1979), hlm 23.

» Edwin H Sutherland dan Donald R Cessey. Prinsciples of Criminology, (New York:
Lippincontt Company, 1974), hlm 12,
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1. Sebelum suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan harus terdapat akibat-
akibat tertentu yang nyata yang berupa kerugian.

2. Kerugian yan ditimbulkan -harus merupakan kerugianyang ‘dilarang oleh
undang-undang dan secara jelas tercantum dalam hukum pidana.

3. Harus ada perbuatan yang membiarkan .terjadi-nya perbuatan yang
menimbulkan léerugian tersebut.

4. Dalam melakukan perbuatan tersebut harﬁs terdapat maksud jahat atau
“means rea”

5. Harus ada hubungan antara perilaku dan “means rea”

6. Harus ada hlubungan kausal anatara kerugian yang' dilarang undang-undang
dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri (taﬁpa adanya unsur
paksaan);

7. Harus éda pidana terhadap perbuatan. tersebut yang ditetapkan oleh undang-
undang. |

Definisi yang lebih tegas tentang “kejahatan” adalah pendapat dari Rafael
Garofalo seorang guru besar dalam hukum pidana pada Universitas Napels,
dalam bukunya “Criminologi” dikatakan bahwa kejahatan dapat dimengerti
dengan jalan mempelajari dengan metode-metode ilmiah. Oleh karena ilmu
pengetahuan berhubungan dengan hal-hal yang bersifat universal, maka ia
mencoba merumuskan deﬁnisi kejahatan yang bersifat sosiologi dan universal.
Dikatakan bahwa kejahataﬁ adalah perbuatan yang oleh setiap masyarakat yang
beradab mau tidak mau harus diakui sebagai jahat dan oleh karena itu, harus

ditumpas oleh hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut secara natural crime karena
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_melanggar dua sifat dasa_r_yang altruitis yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu
rasa kejujuran dan belas kasihan. Pemaparan “kejahatan” inenjadi berbedﬂa'l oleh
karena adanya perbedaan persbektif, terlebih lagi térhédap makna kejahatan luar
biasa yang berdampak luas dan sistemik dikenal dengan istilah “E?ctraordinary
Crime”. |
Istilah kejahatan yang berdami)ak luas dan sistematik (Extraordinary

Crime), dapat diketemukan dalam buku yang diterbitkan oieh Mahkamah Agung
Republik Indonesia tentang Pedoman Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran
Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando dijelaskan
bahwa syarat “meluas atau sistematis” ini adalah syarat yang fundamental untuk
membedakan kejahatan i dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan
- kejahatan internasional. Kata “meluas” tertuju pada “jumlah korban”, istilah ini
mencakup “massive, sering atau berulang-ulang, tindakannya dalam skala yang
besar, dilakéanakan secara kolektif dan berakibat serius”. Sédangkan istilah
“sistematis” merupakan suatu pola atau metode tertentu yang diorganisasi secara
menyeluruh dan menggunakan pola yang tetap.27 '

| Berdasarkan yurisprudensi internasional, sebagaimana dalam putusan
ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda), dalam kaéus Akayesu,

dinyatakan bahwa kata “meluas” sebagai “tindakan massive, berulang, dan

berskala besar, yang dilakukan secara kolektif dengan dampak serius dan

%6 Indah Sri Utari, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, (Semarang: Thafa Media, 2012),
hlm 78.

21 Pedoman Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
dan Pertanggungjawaban Komando, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006), him.
26.
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diarahkan terhadap sejumlah besar korban (multiplicity of v'ict_im)”. Sedangkan
“sistematis” diartikan sebagai: “dio%aﬁisasikan sécara rapi dan mengikuti pola
tertentu yang terus menerus berdasarkan kébijakan yang mélibétkan sumberdaya
publik atau privat yang substansial.” Meskipun kebijakan tersebut bukan
merupakan kebijakan negara secara formal.

Istilah-1stilah di atas mengenai kejahatan yang berdamapak luas dan
sistematik diambil dari sudut pandang terhadap pelanggaran HAM Berat, karena
istilah kejahatan yang berdampak luas dan sistematik (extraordinary crime)
awalnya muncul darn kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) berat, dan sesuai
berkembangnya kondisi hukum istilah ini pun mengalami perluasan. Istilah ini
tidak hanya sebatas dipakai dalam kejahatan terhadap kej ahétan HAM berat saja.

Salah satu istilah mengenai sisfemaﬁs dapat kita lihat juga 'd;clri pengertian
sistemik dalam kejahatan ekonomi yang saat ini sering dibahas dan menjadi buah
pembicaraan karena adanya masalah kasus bank Century. Bank Indonesia
menggunakan aspek untuk menilai apakah suatu bank akan menjadi bank gagal
berdampak sistemik harus menyangkut lima aspek, yaitu :

1. Institusi keuangan;
2. Pasar keuangan;
3. Sistem pembayaran;
4.. Sektor riil dan;
5. Psikologi pasar.
Dari kelima aspek tersebut, tiga memiliki dampak menengah dan tinggi

(medium to haigh impact) dan psikologi pasar. Dua aspek lainya (institusi pasar
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‘dan sektor riil) memiliki dampak rendah sampai menengah (low to medium

-

: pasar saat rentan terhadap berita-berita yang dapat merusak pasar keuangan.

impact). Kemudian dari ketiga aspek kyang memiliki damﬁak sedang sampai tinggi
semuanya mengarah pada befpotensiﬁya berita dan sentimen négatif menyebar
dan akan mengakibatkan krisis keuangan melalui bank runs (bank di-rush
masyarakat); Dari aspek masyarakat misalnya penutupan bank akan menimbulkan
sentimen negatif di pasar keuangan, terutama dalam kondisi pasar yang sangat
.rentan terhadap Berita-berita yang dapat merﬁsak kepercayaan terhadap pasar
keuangan. Kemudian dari aspek sistem pembayaran disimpulkan apabila bank ini
ditutup dikhawatirkan akan terjadinya rush pada per bank dan bank-bank yang
lebih kecil. Terakhir dan aspek psikologi pasar disimpulkan, penutupan bank ini
akan menimbulkan sentimen negatif di pasar keuangan, terutama dalam kondisi
28
Kata sistemik dalam Kamus Besar Bahasa Iﬁdonesia keluaran Depdiknas,
tidak meﬂgmukan definisi _dari kata sistemik. Namun demikian, bahwa kata dasar
dari kata sistemik adalah “sistem”, suatu perangkat unsur yang secara teratur
saling berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas. Turunan berikut dari kata
sistem adalah “sistematis”, “sistematika”, dan seterusnya hingga muncul istilah
baru “sistemik” yang diserap dari kata systemic. Sistemik itu sendiri berarti
“berpotensi mempengaruhi sistem”, atau “berpotensi mengubah jalannya sistem
untuk (cenderung) melenceng dari kondisi normal”.
Dalam ilmu keuangan (finance), sistemik selalu dikaitkan dengan upaya

mengantisipasi risiko yang mungkin timbul. Ukuran dan parameternya selalu

8 Sawidji Widoatmodjo, Mencari Kebenaran Objektif dampak Sistemik Bank Century -
Kajian teoritis dan Empiris, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm 23.
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jelas, tekm's, dan sangat akademik. Oleh karenanya, dalam _ilmu finance sangat
popular dengan teori yang disebut dengan systemic risk. Jadi, jelaslah bahwa
istiiah “sistemnil’” sangét Berhubungan " dengan uba}:/a manusia dalam
méngantisipasi risiko yang timbul. Jika salah satu variabel mengalami anomali
dalam intensitas yang tidak biasa, maka dipastikan kondisi -ini akan berpengaruh
terhadap sistem secara keseluruhan.?’

Sedangkan kata “meluas” lebih mengacu. pada jumlah korban fisik yang
luar biasa secara kuantitatif, baik yang terkena secara langsung maupun secara
tidak langsung. Kemudian Sukardi dalam bukunya illegal logging dalam
perspektif politik hukum pidana (kasus papua), mengartikan extraordinary crime
sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap
sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat
yang ditimbuikap oleh suatu kegiatan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji
bleh berbagai lembaga pemeﬁntahan maupun lémbaga non .pemerintahan,
nasional maupun infcernasional.

Dari pengertian tersebut dapat dikategorikan beberapa kejahatan yang
berdampak h_las dan sistematik (extraordinary crime) seperti kejahatan illegal
logging, tindak pidana korupsi, pencucian uang (money laundring), kejahatan
lingkungan, terorisme, serta kejahatan transnasional. Hal ini disebabkan karena
kejahatan-kejahatan tersebut berdampak lpas dan memberikan dampak, baik

terhadap kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik dan mungkin ekologi serta

2 Lttp/fpolitikana.com/baca/2009/12/22/sistemik.html, diakses 25 Desember 2009 pukul
13.44 WIB. |
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melibatkan korban yang besar, baik secara langsung dirasakan maupun tidak
secara langsung dirasa dirasakan serta korban. fisik dan immateril yang luar l;asa
secara kuantitatif. o ‘

Berkaitan dengan definisi “kejahatan” adalah suatu perbuatan dalam -
pengertian hubungaﬂ hukum dalam kategori perikataﬁ yang bersumber dari
undang-undang karena melawan hukum (<;nrechtmatige) dan karena perbuatan
yang menurut hukum (rechtmatige). Keadaan kedua perbuatan tersebut adalah
karena kelalaian dan menimbulkan kerugian. Kebijakan pimpinan Bank Indonesia
| dalam memberikan persetujuan BLBI pada akhimya menjadi piutang tak tertagih
yang menimbulkan kasus gagal bayar yang berdampak sitemik (extraordinary
default) dan berpotensi merﬁgikan negara.

Darnt beragam pengcﬁian kejahatan di atas, jika ditarik lebih jauh dan
dihubungkan dengan perbankah, berarti kejahatan perbankan adalah suatu
perbuatan ataﬁ pelangéaran yang memenuhi rumusan delik dari suatu produk
legislasi yang mengatur tentang tindak pidana perbankan.™

Menurut Marwan Effendi berpijak dari pengertian kejahatan di atas, maka
deskripsi tentang tipologi kejahatan perbankan dari perspektif hukum pidana
diperlukan karena akan diketahui tipologi masing-masing tindak pidana, sehingga
dapat ditemukan rumusan delik yang tepat dalam penerpanya. Oleh karena itu,
untuk memudahkan penyebutan istilah tindak pidana sebagaimana yang
dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun

*® Marwan Effendy, op.cit., him 10.
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1999 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia disebut
tindak pidana perbankan, sedangkan ti?ldak pidana yang bersangkut paut dengan
tindak pidana laiﬁ yang vtérkait dengan perbani(afn seperti KUHP ‘Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penc;Lcian Uang,
Undang-Undang fentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, serta lain
sebagainya disebut dengan tindak pidana di bidang perbankan.

Selanjutnya sesuai dengan rﬁang lingkup pen.gaturanya berdasarkan
peraturan pérundang—‘undangan yang berlaku tipologi tindak kejahatan perbankan
dikelompokkan sebagai berikut:

1. Tipologi tindak pidana kejahatan perbankan yang dirumuskan di dalam
Undang-Undang tentang Perbankan, meliputi perizinan usaha bank,
masalah pekreditan, masalah rahasia.'banllc dan sebagainya, serta yang
dirumuskan dalam Undané~Undang tenténg Bank Indonesia.

2. Tipologi tindak kejahatan perbankan>yah.g dirumuskan didalam KUHP,
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana
Pencucian Uang (money laundering) dan Undang-Undang lalulintas Devisa
dan istem Nilai Tukar.”'

Oleh karena itu, kejahétan perbankan ini menurut pendapat Marwan
Effendy dapat dikelompokkan dalam White-Collar Crime karena berbagai kasus

mengindikasikanya sebagai kejahatan transnasional, tidak terbatas pada suatu

3! praktek-praktek melawan hukum baik yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah
(know your customer), kejahatan perbankan dan tindak pidana dalam perkreditan dapat dicermati
dari proses pemberian kredit yang diberikan yang tanpa didahului oleh analisis kredit yang
professional dan diragukan ingeritasnya. Tujuan analisis kredit adalah menilai mutu permintaan
kredit yang diajukan oleh calon debitur Jadi, kredit dapat dicairkan harus berpedoman kepada
pedoman perkreditan. Lihat Marwan Effendy, op.cit., hlm 148.
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tempat tertentu, tapi_ dapat me;lcwati batas-batas te;ritoriall suatu negara dan subjek
;ukum biasanya adalah orang-orang yéng ahli di bidang pefbankan.
Istilah White-Collar Crime ‘pertama kali dipopuigrkan oleh Edwin H.
Sutherland pada tahun 1940 yang mempﬁblikasikan tulisannya berjudul White —
" Collar Criminality yang isinya mengupés pengembéngah konsep dan pengaruh
White-Collar Crime terbadap kriminologi, istilah White-Collar Crime menjadi
begitu popular daln.baku.32 Sutherlénd mer_lgguhakan istilah White-Collar Crime
untuk menyatakan bahwa orang-orang yang melakukanya umumnya memiliki
status social yang tinggi (white collar crime commited by respectable persons in
conection with their occupations). Dalam hal ini yang perlu diklarifikasi sebagai
bentuk whife collar crime adalah sebagai berikut:
1. Independent Busiﬁessmén, yaitﬁ mereka yang secara melawan hukum
mengkonversi uang pemilik modal untuk kepg:rluall lain dari tujuan
' -serrllula. |
2. Long ;érm violators: mereka‘ yang secara melawan .hukum mengkonversi
sebagian kecil modal untuk waktu yang lama.
3. Absconders: mereka yaI;g memindahkan seluruh modal atau barang modal
orang lain dengan cara meninggalkan f)embeﬁ modal.
Sementara itu, para politisi atau pejabat pemerintah dapat melakukan
White—Collar Crime dengan menggunakan dana masyarakat, secara tidak

langsung mengakuisi asset publik, memperoleh keuntungan secara tidak wajar,

_ *2 Antonius Sujata, Reformasi Dalam Penegakan Hukum, (Jakarta:penerbit Jambatan,
2000), him 87-90.
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memalsukan izin, menggerogoti pendapa_tan pegawai dan lgin-lain._ Contoh lain
adalah seorang penasehat hukum memalsukan kesaksian -(ambulance chasing).

Memperhatikan bentuk-bt;ntuk White-Collar Crime di atés; pada satu sisi
terdapat perbedaan antara White—Collar Crime dengan Extraordinary Crime,
namun pada sisi lain sering tidak begitu jélas per‘bedaan i_tu.. Dalam . pada itu,
berdasarkan Uniform Crime Report, FBI (Féderal Bereau Investigation) Amerika
Serikat, hanya mencantumkan bentuk-bentuk Whiie—Collar Crime yang melanggar
hukﬁm pidana dan tidak mencantumkan pelanggaran hukum perdata, serta hukum
tata usaha negara. | |

Sedangkan pendapat yang menyatakan White—Collar Crime dan
Extraordinary Crime adalah tidak berbeda, dapat diketemukan _pada buku yang
berjudul Extraordinary Crime BLBI yang ditulis oleh Djony Edward, bahwa
kasus BLBI dikategorikan sebagat Extraora’iha@ Crime dan juga termasuk dalam
White Collar Crime, beralasan karena pefbuatan melav;/an hukuﬁ itu tentu terkait
dengan orang-orang yang terlibat dalam penyaluran penggunaan dana BLBI serta
settlement asset dari para obligor dan pemegang saham. Proses melawan hukum
itu tidak tanggung-tanggung melibatkan banyak orang dengan banyak modus, dan
juga melibatkan likuiditas yang sangat besar, yakni Rp. 144,54 triliun. Oleh
karena itu, penulis memberi judul pada bukunya BLBI extraordinary crime.

Masih menurut Djony Edward, dalam kasus BLBI dia memetik pendapat
Soehandjono bahwa tindakan melawan hukum paling tidak memenuhi lima unsur:
harus ada perbuatan, perbuatan ity melawan hukum, harus ada kesalahan, harus

ada kerugian, dan hams ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan
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kerugian. Kasus BLBI melihat unsur-unsur melawan hukum pada beberapa

indikator: perbuatan penyimpangan dana BLBI sudah terbukti, perbuatan itu tidak

" ‘hanya melawan prinsip-prinsip hukum-perbankan dan hukum perusahaan. Ketiga

kesalahan terjadi pada saat penyaluran, penggunaan dan penyelesaian kewajiban,
Kesalahan dalam penyaluran adalah sebesar Rp. 84;84 triliun, sementara
kesalahan dalam settlement asset sebesar Rp. 52,3 triliun (dari kasus Anthony
Salim dan Syamsul Nursalim). Keempat, ada kefugian negara sebesar Rp. 118,02
triliun (dari selisih nilai recovery rate dengan nilai BLBI). Kelima, besarnya
kerugian itu jelas lantaran perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para

pihak terkait kasus BLBI ters_ebut.33 Hingga sampai sekarang ini belum dapat

diselesaikan.

Penyelesaian kasus 1n1 tidak berjalan lurus, tetapi berbelok pada
persimpangan wilayah hukum, yaitu antara norma hukum administrasi negara dan
norma hukum i:)erdata. rPertar'na, kebijakan BLBI adalah sebagai kebijakan
aparatur negara (overheidsbeleid) karena pimpinan Bank Indonesia adalah subjek
péngertian Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Bank Indonesia, kedua

proses pemberian kredit maupun pasca pemberian kredit yang macet merupakan

- area Hukum Perdata sebagai “privaatrechtelijkeid”’ karena wanprestasi atau

default. Dua area hukum tersebut bila ada unsur pelanggaran yang merugikan,
maka penyelesaiannya menjadi area hukum formil. Dua unsur perbuatan dalam
penyelesaian piutang tak tertagih adalah unsur wanprestasi/default dan unsur

kerugian. Sedangkan dengan istilah Extraordinary Default dan Extraordinary

3 Djony Edward, BLBI...op.cit., hlm 30.
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Crime ‘dapat dipahami sebagai pengertian hukum perdata dan pidana karena

menyangkut atribut khas hukum antara lain :

1.

-

Antara rezim hukum perd‘ata dan rez‘ixﬁ hukum ';‘)‘ida-na' terkait dengan
adagium “qctio non facit reum,nisi mens sit rea” (suatu perbuatan tidak
membuat seorang bersalah kecuali disertai dengan maksud jahat).

Hukum pidana hakikatnya adalah sarana‘ terakhir (Ultimum Remedium),
artinya terhadap tindak pidana teftentu ‘dapat diterapkan menggunakan
instrumen hukum per&ata (out of court settlemenf) yang menyangkut
merugikan keuangan negara, jika persoalannya beraéal dari rezim hukum
perdata, seperti mengenai perbankan (BLBI) harus diteraﬁkan hukum perdata
karena timbulnya kerugian adalah akibat kelalaian (default).

Pemberian fasilitas kredit likuiditas Bank'Indonesia atau manajemen yang
dilakukan dengan itikad baik tidak ada maksud jahat sama sekali, maka hal
itu normal bisnis risk yang masuk dalam _penahganan rezim hukum perdata.**
Perbuatan ini dipandang sebagai perbuatan lalai (default).

Kelalaian mengembalikan BLBI merupakan peristiwa hukum wanprestasi,
tidak dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam kualifikasi
pasal 1365 BW. Eksistensi “kerugian” karena ada pihak yang lalai
memenuhi kewajiban (prestasi) untuk mengembalikan sejumlah uang yang

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga merugikan

3 Sebagai ilustrasi dalam kasus Bank Indover di Belanda yang dibobol oleh Warga

Negara Indonesia di Belanda. Kejaksaan Agung tidak dapat menjerat para pelakunya karena
terbentur sistem hukum di Belanda mengeser persoalannya masuk ranah hukum perdata bukan
hukum pidana. Jadi, ketentuan Pasal 5 ayat 1 ke 2 KUHP tidak dapat diterapkan. Lihat Marwan
Effendy,Diskresi Penemuan Hukum Korporasi &Tax Amnmesty Dalam Penegakan Hukum,
(Jakarta: Penerbit Referensi, 2012), hlm 115.
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pihak lainnya. Kerugian dalam konteks hubungan prestasi atas harta

‘kekayaan yang diperjanjikan adalah ditentukan dalam kesepakatan sesuai

dengaﬁ pasal 132(.)_BW' adalah sifat hukum eva.luatifé5 karena perjanjian
MSAA, kerugian pihak 1a_innya dalam stagnasi sebagai kerugian privattelijk,
negara disémakan dengan swasta.

Implementasi kerugian sebagaimana ditemukan dalam unsur perbuatan

melawan hukum pada norma hukum perikatan bersumber undang-undang

‘bersifat konstitutif.

Pelanggaran Prudential Principles perbankan tidaklah dapat diartikan
sebagai perbuatan koruptif karena berdasarkan asas Systematische

Specialiteit atau Kekhususan yang Sistematis, pelanggaran terhadap prinsip

 kehati-hatian adalah rnénjadi area Tindak Pidana Perbankan, bukan Tindak

Pidana Korupsi, maka semua ini harus menjadi landasén_ legalitas untuk
menghindari  adanya pglanggaran terhadap asas concursus.>®  Kemelut
tentang kasus BLBI memasuki ‘rénah pidana, pada dasarnya bersumber dari
problem hukum yang hingga kini belum tuntas. Problem hukum tersebut
adalah kontradiksi antar ﬁndang-undang, terutama antara UU No. 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No. 49 Prp
Tahun 1960 tentang Penyelesaian Urusan Piutang Negara (PUPN).
Kontradiksi tersebut terletak pada pengertian tentang piutang negara, dengan
unsur perbuatan melawan hukum yang dilegasikan pada ranah pidana.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang menelurkan perbuatan hubungan

3% Sifat hukum evaluatif adalah berdasarkan standar penilaian yang berjenjang
3 Ramli Atmasasmita, op.cit., hlm 30.
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hukum keperdataan. yang menimbulkan pre.'stasi. adalah. bentuk perikatan
yang bersumber dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-
| unda’ﬁg ni ada yang sesuai dengan hukum (rec.htm'atige) dan ada yang tidak
_ sesuai dengan hukum (on rechtmatige daad). Sifat melawan hukum materil
.dalam ranah perdata diakomodasi ke ranah pidané, édalah menyimpang dari
asas legalitas.37
Penyaluran BLBI merupakan perikatan bersumber undang-undang didasan
suatu norma atau aturan hukum yang mengandung makna implementasi asas
kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Artinya apakah
kebijakan Direksi Bank Indonesia sesuai prinsip Algemene Beginselen Van
Behoorlijke Bestuur (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Ternyata
kebijakan Bank Indonesia yang dihasilkan pada rapat tanggal 15 agustus
1997 d_an_ fapat tanggal 20 Agustus bertﬁjuaﬁ meﬁperbaiki likuiditas
perbankan saat itu sesuai dengan asas kecerm“qztan materiil (Kecermatan
Subsz‘ansz‘f).3_8 Ini bermjuan untuk tidak menimbulkan kerugian seseorang

(para nasabah) dan diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat

37 Asas Legalita Nullum delictum, nula poena sine praevia lege poenali ( tiada delik, tiada
pidana tanpa didahului ketentuan pidana dalam perundang-undangan ), asas legalitas asas legalitas
secara historis mencerminkan bahwa, undang-undang harus dalam bentuk tertulis dan undang-
undang pidana tidak dapat berlaku surut terhadap suatu perbuatan. Asas legalitas sebagai mana
diuraikan di atas pada hakikatnya menegaskan bahwa, negara (diwakili oleh jaksa penuntut umum)
dilarang untuk melakukan penuntutan dengan undang-undang yang di perlakukan surat terhadap
suatu oerbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang tersebut di undangkan.

% Apabila tidak ada peraturan dasar ataupun ada peraturan dasar mengenai kebijakan
yang menyangkut penilaian ada tau tidaknya penyalahgunaan kewenangan , maka unsure
penyalahgunaan kewenangan harus memiliki keterkaitan dengan kebiasaan atau kepatutan yang
berkembang dalam masyarakat ,karena kreteria/ukuran untuk menentukan adalah asas kepatutan
dan kecermatan dalam Hukum Administrasi Negara yang dikenal dengan asas Algemene
Beginselen Van Behoorlijk Bestur, yaitu asas Kecermatan Materil ( Kecermatan substatif ) yang
bertuyjuan untuk tidak menimbulkan kerugian seseorang dan diperlukan untuk melindungi
kepentingan Masyarakat dan Negara yang lebih luas. Lihat Indriyanto Seno Aji, Korupsi Dan
Pembalikan Beban Pembuktian, (Jakarta: penerbit Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Prof
Qemar Seno Adji ,SH dan rekan, 2006), him. 34.
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dan negara yang lebih Juas. Resiko kredit mencerminkan potensi kerugian

-

yang timbul akiBat gagal bayar debitur.
. Pengertian gégal béyaf pada’ BLBI bcrbeda. deng.a'n. g‘agal bayar dalam
pengertian kredit macet pada Undang-Undaﬁg Perbankan. Kasus gagal bayar
adalah sebﬁah kesalahan dan betul pﬁla bahwa pelakunyé harué mendapatkan
| hukuman. Namun, perlakuahnya tidak selalu dapat dimasukkan dalam ranah
hukum pidana dan korupsi. Untuk memutuékan apakah kredit macet masuk
ranah hukum pidana dan korupsi atau tidak, semestinya perlu dilihat
bagaimana prosesnya. Sepanjang keputusan kredit (yang akhirnya
“menimbulkan kasus gagal bayar) berdasarkan perikatan baik yang bersumber
dari undang-undang atau bersumber dari perjanjian, semestiﬁya hal itu tidak
dapat dinyatakan salah secara pidana. Pada 'rumusa_n perikatan yang
bersum‘ber dan undang-undang Syarat kondisional adalah mutlak diperlukan.
K_ebijakan séldo debét menurut ahli perbankan Drajat Wibowo dan
Zulkamaen Sitompul,* merupakan satu-satunya yang dapat diterapkan dan
| merupakan jalan yang terbaik waktu itu dalam rangka penyelamatan sistem
perbankan dan pembayaran.ini dilakukan dengan alasan karena keadaan
krisis memerlukan kecepatan dalam bertindak. Tindakan bank Indonesia
melalui kebijakan tersebut masih berada dalam batas-batas kepatutan yang
ada. Artinya perbuatanya adalah materiile tidak wenderiltelijk. Produk

hukum Bank Indonesia adalah implementasi kebijakan pada saat itu dapat

¥ Ibid, him 34
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diterapkan pada krisis saat itu. Bagitu pula fasilitas l;_redi_t likuiaitas melalui
fasilitas Diskonto II (fasdis II) <

8. Namun apablla persoalan ini hanya dilihat berdasarkan hasﬂ bakhlmya (yaitu
gagal b_ayar berpotensi merugikan negara), bukan pada 'prosesnya, tidak
menutup kemungkinan akibatnya adalah bahwa gagal bayar yang luar biasa
(Extraordinary Default) pada kasus BLBI dianggap sebagai bentuk
kejahatan perbankan dan dikategoriican éebagai tindak pidana korupsi
(Extraordindry Crime).%°

0. Dalam kaitan Perikatan bersumber undang-undang persoalan “staatsbeleid *
yang tidak menjadi kompetensi dari peradilan umum. Selain itu, parameter

terbukti tidaknya unsur “menyalahgunakan kewenangan” bersifat alternatif,

dengan tetap memberikan eksistensi kebijakan pada asas kecermatan

40 Beberapa contoh transaksi yang tidak berkaitan/berdampak langsung pada saldo
BLBI(transaksi non-BLBI)namun mengandung unsur penyimpangan yang cukup segnifikan yang
menunjukkan pengelolaan bank yang telah melanggar prinsip prudential banking yang pada
akhirnya juga berdampak pada penggunaan BLBI adala sebagai berikut :

(1) Pengalihan kepemilikan saham pada saat bank-telah menggunakan dana BLBI dalam jumlah
yang cukup kuat prosedur pengalihan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum . tujuan
pengalihan kepemilikan sahamtersebut di maksukan agar pemilik saham dapat menarik
dananya di bank dengan leluasa.

(2) Pemberian kredit kepada perusahaan grup/terkalt yang disalurkan melalui perusahaan multi-
finance dari tanggung jawab apabila kredit yang di salurkan macet

(3) Penempatan dana di perusahaan lain digunakan untuk men-set off kewajiban perusahaan grup
yang berutang kepada perusahaan tersebut

Sedang beberapa contoh permasalahan (pending matters) berkenaan dengan penggunaan BLBI

yang di temukan atas dasar data/dokumen yang relatif minim dapat di uraikan sebagai berikut :

(1) BLBI digunakan untuk membayar kewajiban atas perintah pemegang saham yang diduga untuk
pembayaran untuk pihak terkait

(2) BLBI di gunakan untuk ekspensi kredit atau merealisasikan kelonggaran terkait atas komitmen
kredit yang.sudah asa

(3) BLBI digunakan untuk membayar simpanan pihak ketiga yang sumber penerimaannya berasal
dari warkat inkaso palsu

(4) BLBI digunakan untuk penyetoran modal oleh perusahaan grop

(5) BLBI digunakan untuk menutup kerugian teransaksi valas

Secara keseluruban perbandingan antara outstanding BLBI,mutasi debet netto, jumlah bukti yang

dapat di audit, dan penyimpangan yang ditemukan oleh BPK dianggap sebagai suatu penilaian

perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara. Kontraksi yang cenderung menyalahkan
pejabatnya sebagai faktor adanya perbuatan pidana dalam kategori Extraordinary Crime (lihat

Djony Edward, BLBI...op.cit., hlm 317)
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substansif. Pada tingkat pengadilan, lpengadilan tinggi DKI Jakarta telah
;nelepaskan tiga mantan direktur BI dari segala tuntunan hukum (ontslag

vanalle rechtsvervolging) melalui putusan vrijspradk dari Mahkamah Agung

No. 572K/Pid/2003. Semua ini memisahkan alasan-alasan soal materiile

. wederrechtelijk dengan hukum administrasi negara. -

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berseberangan jauh. Putusan
pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 148/PID/2003/PT DKI tanggal 29
Desember 2003 menyatakan :
“Menimbang bahwa karena terbukti Keputusan Direksi Bank Indonesia
tanggal 15 dan 20 September 1997 adalah sebagai kebijakan Pemerintah
yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai upaya untuk
menyelamatkan sistem moneter dan Perbankan , maka pengadilan Tinggi
berpendapat bahwa pengadilan tidak berhak menilai suatu kebijakan
(beleid) dari Pemerintah Cq Bank Indonesia’ terlepas dari apakah
- kebijaksanaan tersebut berhasil atau tidak menyelematkan sistem moneter
atau perbankan atau negara”.
Selanjutnya dinyatakan péda hal. 62 :
“menimbang, bahwa walaupun_terdakWa terbukti melakukan perbuatan
yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, tetapi karena
perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan pidana, maka

terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle
rechtevervolging)”.

Dari pertimbangan putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta a Quo, terbukti
adanya “matriale feit” berupa rapat pada tanggal 15 dan 20 Agustus 1997
yang menghasilkan suatu discreation/diskreasi atau kebijakan/kebijaksanaan
lsewan Direksi Bank Indonesia bagi pemberian dispensast kliring untuk 18
bank yang mengalami saldo debet yang tidak dapat dianggap sebagai
perbuatan pidana. Artinya, unsur “menyalahgunakan wewenang” sebagai

bestanddeeldelict tidak terbukti sebagai Strafbare Feit, tetapi sebagai suatu
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kebijakannya (beleid). Karena, telah‘ tepat pengadilan tinggi DKI Jakarta
melalui putusannya ményatakan terdal,(‘w.a dilebés dari segala tuntutan
hukum (onslag van alle rechtsvérvolging) berdasarkan alasan pembenar
(rechts vaar-digings-groden). Inkonsistensi Mahkamah Agung muncul
kembali manakala lembaga yudikatif ini memt;ataikan putu‘san pengadilan
tinggi. Proses polemik kebijakan negara sebagai area pada hukum
administrasi negara ataukah hukum pidana ‘dalam kasus Bank Indonesia int
masih terus bergulir searah dengan keterbatasan pemahaman polemik ini
diantara para penegak hukum.*'

10. Tidak terdapat suatu definisi yang seragam tentang kejahatan perbankan. UU
No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) tidak memberikan
definisi tertentu tentang kejahatan perbankén. .Di Amerika Serikat, bank

fraud diartikan sebagai “the criminal offence of knowingly executing, or

! Keputusan Mahkamah Agung No. 979 K/PID/2004 dan No. 981 K/Pid/2004 dalam
perkara pidana dengan terdakwa mantan Petinggi Bank Indonesia. Putusan ini bertentngan dengan
Putusan Mahkamah Agung RI No. 572 /K/Pid /2003 tanggal tanngal 2004 berkaitan dengan kasus
Ir Akbar Tanjung - Dalam kesimpulannya adalah “menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta
yang terbukti di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan terdakwa I,
yaitu menerima dana bugeter sebesar Rp. 40 milliar kemudian diserahkan ke terdakwa II untuk
digunakan dalam pengadaan dan penyaluran sembako untuk masyarakat miskin, bukan merupakan
penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa I, baik selaku
Mensesneg maupun selaku koordinator yang menangani progam pengadaan dan penaluran
sembako tersebut, tetapi merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh seorang
koordinator/Mensesneg dalam keadaan darurat sesuai sesuai dengan kewenangan diskresioner
yang ada padanya untuk melaksanakan perintah presiden sebagai atasannya. Bahwa dalam
keadaan darurat,tentu tidak dapat diharapkan menempuh prosedur dan cara-cara dalam keadaan
normal, terlebih pula penggunaan prosedur dan cara-cara dalam keadaan normal, terlebih pula
penggunaan pengelolaan keuangan negara dalam bentuk dana non budgeter hanya diatur oleh apa
yang disebut “konvensi”, tidak seperti halnya keuangan negara dalam bentuk APBN ang
penggunaan dan prngelolaannya diatur oleh keppres, misalnya untuk pengadaan barang oleh pasal
21 sampai dengan 30 dalam Keppres No. 16 tahun 1999 dan Keppres No. 18 tahun 2000
sebagaimana telah dikemukakan di atas”
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attempting to execute, a scheme or artifice to defraud a financial institution,
or to obtain property owned by or under the control of ﬁnanc_ial institution,
by means of false or fraudulent pretenses, representations or promises’.

Meski tidak memberikan definisi tentang kejahatan perbankan, UU

~ Perbankan menetapkan tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai

dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat

digolongkan ke dalam empat macam, yaitu£ (1) tindak pidana yang berkaitan

* dengan perizinan; (2) tindak pidana yang berkaitan déngan rahasia bank; (3)

11.

tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan; dan (4)
tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.
Pelaksanaan penegakan huk\im wajib mengikuti ketentuan aturan hukum,

penegakan hukum yang dilakukan tidak menurut hukum dapat berakibat

" batal demi hukum. Keharusan _penegakan hukum mengikuti ketentuan

12.

hukum dimaksudkan untuk mencegah aparat penegak hukum berlaku
sewenang-wenang, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan
mencederai rasa keadilan. Ajaran sifat melawan hukum formil mengatakan
bahwa apabila suatu perbuatan telah sesuai dengan semua unsur yang
termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut dianggap sebagai
tindak pidana.*

Ajaran sifat melawan hukum materiill mengatakan bahwa di samping
memenuhi syarat-syarat formil, yaitu sesuai dengan semua unsur yang

tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan

* Romli Atmasasmita .op.cit., him 167.

)
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oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Rumusan
ini 'diakomodasi dari perbuatan mela;aﬁ. hukum ’dalam ranah hukum

~perikatan yang bérsumber dari undang-undaﬁg; | yaitu. ‘pasa'l 1365 KUH
Perdata. Apabila kita mengkaji secara mendalam substansi UU No. 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbéndaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuaﬁgan negara, jelas
dan tegas bahwa aset berupa piutang BLBI masuk dalam lingkup keuangan
Negara, dengan demikian memiliki sifat hukum represif dan penegakannya
harus menggunakan hukum publik. .

13. Apabila perikatan yang bersumber dari’ uhdang-imd.ang seperti BLBI
berdasar SK direksi Bank Indonesia Nom(_)r:. 26/ 1_62/Kep/Dir tanggal 22
Maret 1994 dan menjadi risiko non bisnis, maka pejabat/pegawai terkait
tidak berarti telah melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan,
bilamana dalam penggunaan BLBI oleh si penerima digunakan kepentingan
lain, motif ini sejak semula tidak dapat serta merta dipahami oleh pejabat
dari Bank Indonesia, sehingga prinsip kehati-hatian dalam perikatan
bersumber dari undang-undang yang digunakan sebagai dasar pemberian tak
terutang (pasal 1345 BW) secara pidana tidak dapat dikategorikan sebagai
memperkaya orang lain dengan cara yang tidak benar, tapi orang lain itu

diwajibkan untuk mengembalikan akibat dari perbuatan gagal bayar
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- (extraordinary defaulf), sehingga secara yuridis dapat dikategorikan sebagai

bukan tindak pidana korupsi. Contoh, kasus BLBI tentang pelanggaran

~ ketentuan  perikatan berdasarkan ‘undang-undang ménjadi delik pidana,

antara lain putusan MA bernomor 981 K/PID/2004, ‘tentang permohonan
kasasi dari Jaksa Penuntut Umum Kejakséan Negeri Jakarta Pusat, terkait
tersangka BLBIL, Paul Soetopo 1tu memutuskan: “Bahwa atas dasar
keputusan rapat direksi Bank Indonésia ténggal 15 dan 20 Agustus 1997
yang tidak sah dalam hal ini bertentangan dengan SK direksi Bank
Indonesia Nomor: .26/ 162/Kep/Dir tanggal 22 Maret 1994 tersebut,
terdakwa (Paul Soetopo-red) bersama-sama dengan Boediono dan Drs.
Hendrobudiyanto telah menyalahgunakan kewenangan dengan méngizinkan

dan atau menyetujui pemberian dispensasi kliring, dan atau fasilitas saldo

~debet terhadap bank-bank . yang telah overdraf” Putusan MA ini

membuktikan Boediono terlibat kasus BLBI.. Petisi 28 menemukan 1ndikasi
keterlibatan Wakil Presiden Boediono dalam kasus skandal Bantuan
Likuditas Bank Indonesia (BLBI) berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah
Agung (MA). Dalam surat putusan MA terkait putusan terhadap Direktur
Bank Indonesia Paul Sutopo No. 979 K/PiD/2004, putusan No. 977
K/PID/2004, dan putusan No. 981 K/PID/2004 itu mengungkap keterlibatan
Boediono. Ahmad Suryono mengatakan, pada 15 Agustus 1997, Boediono
bersama-sama dengan anggota Direksi Bl membuat keputusan dalam rapat
Direksi yang intinya menyebutkan mengizinkan membern bantuan likuiditas

dengan memberikan fasilitas kelonggaran berupa fasilitas saldo debet
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kepada kantor pusat _étau cabang’ Baﬁk yang mengélamj kesulitan likuiditas
hingga gejolak rneredé. Artinya, nasabah 'penyimpan Idana Bank dibolehkan
untuk menarik dana _secara. tunai cii Bank BI walau bersaldo negatif.
Kemudian, pada 20 Agustus 1997, Boediono juga bersama anggota Direksi
BI kembali membuat keputusan untuk kembali .m.elakukan bantuan
likuiditas dengan alasan perbankan belum pulih. Bantuan diberikan kepada
Bank Danamon dan bank lainnya, yang diéebut mengalami penarikan dana

cukup besar oleh pihak ketiga.
C. Efektivitas Penegakan Hukum Represif

Pembahasan mengenai efektivitas penegakan hukum secara represif
sebagaimana télah ditegaskan di daiém teorl hukum responsif Philippe Nonet -
Philip Selznick adalah dalam konteks penggunéah Undang-Undang No. 49/Prp/
Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang dalam situasi
krisis diakui telah mendorong penyelesaian lebih efektif karena tidak diperlukan
persyaratan pembaharuan hutang bagi keseimbangan kekuatan yuridiksi pihak
satu dengan pihak lainnya yang berpengaruh terhadap penyelesaian piutang

negara :
1. Unsur-Unsur Efektifitas

Konsep dasar efektivitas adalah untuk mengukur aktivitas kegiatan
manusia yang datangnya dari berbagai peristiwa, pengalaman, tuntutan, kehidupan
dan lain sebagainya apabila dikemas dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan

teknologi sehingga memberikan hasil yang semaksimal mungkin dan bisa
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menciptakan kekuatan organisasi baik_ yang berkaitan dengan pemerintahan

maupun yang berkaitan dengan swasta. Mengkaji berbagai implikasi dari berbagai
kegia;tan manusia | (misalnyé pe.1.1yele.sai;1n .pil.ltang BLBI) agar kita dapat
menentukan apakah dilakukan secara efektif ataukaﬁ dilakukan tidak efektif ?
Kegiatan dilakukan secara efekﬁf dimana dalaﬁ proses pelaksanaénya senantiasa
menampakan ketepatan antara harapan yang kita;inginkan dengan hasil yang
dicapai ,maka dengan demikian dapat dikatakaﬁ efektivitas sebagai ketepatan
harapan, implementast dan hasil yang dicapai. Sedangkan kegiatan yang tidak
efektif adalah kegiatan yang selalu mengalami kesenjangan antara harapan,
implementasi dengan hasil yéng dicapa_i.43

Persoalan efektivitas sebenafnya tak  terbatas pada pada keadaan yang

 bersifat konstitusional saja melainkan terdapat kepada seluruh aspek kehidupan

manusia dengém Berbagai atributnya. Dalam hukum administrasi sebagai ilmu
pengetahuén efektivitas .yang sebénamya tidak dapat dipisahkan deﬁgan kriteria
lainnya yaitu rasionalitas dan efisiensi. Ketiga (efektivitas, rasionalitas dan
efesiensi) ini merupakan satu kesatuan yang saling meléngkapi dalam rangka
keberhasilan daﬁ berbagai ;angkaian kegiatan manusia dalam sebuah organisasi
baik dari segi pémen'ntahan maupun dalam dunia bisnis. Dari segi kriteria unsur-
unsur efektifitas antara lain:*
a. Ketepatan ketentuan waktu. Semua kegiatan penyelesaian BLBI berkaitan
dengan waktu. Oleh karena itu, waktu adalah sesuatu yang dapat

menetukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah

“ Makmur, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, (Bandung: Refika
Aditama), him 6.
*“ Ibid, him 8.

4
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organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan
suatu aktivitas organisasi, penggunaan wal?tu yang tepat. akan menciptakan
efektivitas pehcapaiéﬂ tujuan yang telah ditentukz.:l‘n. éebelumnya. Janganlah
menyia-nyiakan dengan waktu begitulah orang sering mengatakan, apabila

tidak menggunakan dengan tepat akan mengalami kerugian karena waktu

yang berlalu tidak akan kembali pergi selamanya.

. Ketepatan dalam pengukuran. Bahwa sétiap kegiatan yang dilakukan

senantiasa merﬁpunyai ukuran keberhasilan tertentn. Ketepatan ukuran
yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas BPPN yang
dipercayakan oleh pemerintah adalah merupakan bagian dari keefektifan.
Hampir semua kegiatan BPPN dimana dalam pelaksanaannya tidak sesuai
dengan ukuran yang telah ditetapkan sebelu;mnyé'dengan ketepatan ukuran
sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. sebenarnya merupakan
gambaran dari efektivitas kegiatan yang menja&i fénggung jawab setiap
manusia dalam sebuah organisasi.

Ketepatan dalam menentukan pilihan. Kesalahan dalam memilih sesuatu
penyelesiaan dengan metoda atau cara penyelesaian win-win solution yang
dilakukan oleh BPPN adalah gambaran ketidakefektifan serta kemngkinan
menciptakan kerugian yang luar biasa di kemudian hari. Sebaliknya bahwa
ketepan memilih sesuatu pola atau metoda penyelesian yang tepat dengan
penyelesian hukum represif, maka kebutuhan atau keinginan akan
memberikan keberhasilan yang bersangkutan dalam perjalanan tugasnya.

Dalam menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan gampang dan bukan
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hanya tebakan tetapi melalui proses, sehingga dapat menemukan yang

terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau yang

kedua-duanya yang terbaik dan terjujur di antara yang baik dan jujur.

. Ketepatan berfikir. Tentang hal ini, Descrates mengungkapkan cogito ergo

sum (aku ada karena aku berfikir). Dengan demikian, bahwa kélebihan
manusia yang satu dengan yang lainnya sangat tergantung ketepatan
berfikimya karena ketepatan berfikir dari berbagai aspek kehidupan baik
yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun pada alam semesta yang
senantiasa memberikan pengaruh yang sifatnya positif maupun negatif,
ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang

senantiasa yang diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerja sama

~dapaf memberikan hasil yang maksimal.

Ketepatan dalam melakukan perintah. Keberhasilén aktifitas suatu
organisasi saﬂgat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin,
salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah
dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan kepada bawahan yang
tidak dapat dimengerti atau dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut
dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam
pelaksanaanya serta akhimya akan merugikan organisasi yang
bersangkutan.

Ketepatan dalam menentukan twyjuan. Organisasi apapun beﬁtuknya
termasuk BPPN akan selalu berusaha mencapai tujuan yang telah mereka

sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan dalam sebuah
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dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi
pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaaﬁ kegiatan sebuah organisasi,
baik yang dimiliki pemerintah maupﬁn orga'nisas.i'. yang dimiliki olehn
organisasi bisnis. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat
menunjang efektivitas pel’éksanaan kegiatan terutama yéng berorientasi
kepada jangka panjang.

Ketepatan sasaran. Bahwa antara saséran dan tujuan adalah saling
melengkapi, tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya
strategi, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan
lebih bersifat operasioanl, penentuan sasaran yang tepat baik ditetepkan
secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguh_nya
sangét ‘menetukan keberhasilan aktivitas .orgénisasi; Demikian pula
sebaliknya, jika. sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan
megaﬁambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri o

. Ketepatan perbitungan biaya. Setiap pelaksanaan suatu kegiatan yang
melekat pada individu, kegiatan yang melekat pada organisasi maupun
kegiatan yang mel_ekat kepada negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam
pemanfaatén biaya terhadap suatu kegiatan dalam arti bahwa tidak
mengalami kekuarangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan. Demikian
pula sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan itu
dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak yang
terlibat pada kegiatan tersebut. Ketepatan dalam menetapkan suatu satuan

biaya merupakan bagian daripada efektivitas.
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Unsur-unsur yang disebutkan di atas apabila dikemas menunjukkan bahwa
pengertian efektivitas dari suatu kegiatan yang dilakukan dapat dikatakan efektif
apabﬂa ferjadi konfigurasi antaran impleméntasi ketepatan harapéﬁ dan hasil yang
dicapai lebih efisien dengan biaya yang dilfeluarkan ketik_a dibandingkan untuk
mencapai tujuan yang sama. |

Rumusan konsep efektivitas di atas adalah sejalan dengan pendapat James
A. Coporaso and David P Livin:® yang menyatékan bahwa “kalau kita berbicara
tentang masalah efektivitas dari kebijakan, maka kebijakan. efektif ketika ia
berhasil mencapai tujuan. Sebuah kebijakan yang efektif dari segi biaya (cost
effective) adalah kebijakan yang dapat mencapai tujuan dengan biaya yang paling
kecil, ketika dibandingkan dengan kebijakan—kebijakan lain yang berusaha
mencapai tujuan yang sama”. |

Aspek cost .e]j‘ec.tive penyelesaian piutang Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI) telah ményebabkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat
besar. Bagaimana tidak ? Sebesar Rp. 144,5 triliun dana itu disalurkan oleh Bank
Indonesia képada bank-bank penerimanya, biaya penyelesaiannya Iuar biasa besar
Pada tahap penggunaan menelan biaya Rp. 17,76 triliun, pada saat penggunaan
rekening 502 (untuk blanket guarantee), yaitu rekening pemerintah atas nama
Menteri Keuangan di Bank Indonesia sebesar Rp. 247,102 triliun. Di luar itu ada
biaya untuk penymtikan obligasi rekap kepada pihak perbankan sejumlah Rp.
431,6 triliun, kemudiaﬁ ditambah pembayaran sebagai bunga sebesar Rp. 600

triliun. Belum lagi gaji para pejabat BPPN dan konsultan dari dalam dan luar

* James A. Corporaso and David P Livine, Theories of Political Economy, (Cambridge:
Cambridge University Press, 1992), hlm 232.

]
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negeri, bayarannya begitu besar bagai pejabat wall street. Jika itu semua
dijumlah, total kerugian negara mencapai Rp. 1005 tn'iiun lebih. Total semuanya
harus - dikembalikan 'dengéﬁ beban pembayaran utang | délam .APBN setiap
tahunnya mencapai Rp. 40 triliun dan Rp. 50 triliun berjalan yang harus dilakukan
hingga tahun 2021.% Kekacauén penyelesaian piutang'gagal bayér BLBI dengan
mekanisme MSAA yang menelan biaya l'u‘ar biasa besar, justru akhirnya
mengacaukan perekonomian Indonesia®’. Mekaﬁisme MSAA yang dilaksanakan
oleh BPPN untuk menyeiesaikan utang BLBI telah mengabaikan prinsip —prinsip
hukum penyelesaian piutang negara yang telah ditentukan oleh undang-undang
yaitu menegakan asas non keseimbangan dan asas eksekusi.

Asas non keseimbangan dan eksekusi bersumber dan Undang- Undang
No. 49 Prp Tahun 1960. sebagaimana yang ditegas‘kan dalam_penjelasan khusus
_ Pasal 11. Menurut penjelasan Pasal 11, hukum acara- yang dipergunakan PUPN
menjalankan fungsi diberlakukan Undang- Undang NQ.'1l9 Téhun 1959. Undang-
Undang No. 19 Tahun 1959 adalah Undang-Undang Penagi_han Pajak Negara
dengan Surat Paksa yang hampir sama isinya dengan HIR 'St. 1941 No. 44
(terutama Pasal 195 dan seterusnya, yang berkenaan dengan pasal-pasal eksekusi).

Kalau begitu di bidang hukum acara, PUPN memiliki perangkat yang hampir

% Keadaan itu menyebabkan menurunnya kemampuan keuangan negara, khususnya
dalam pembiayaan pelayanan publik seperti kesehatan,pendidikan dan peningkatan kesejahteraan.
Ironisnya sebagian dari pengemplang dana BLBI justru dalam daftar orang terkaya Indonesia
dimana kekayaan 150 orang terkaya (versi Globe Asia 2007 ) mencapai US § 46,6 miliar atau 438
triliun. Lihat Abhe Antara, Teori Konspirasi... op.cit., hlm. 72.

*" Digunakannya proses hukum ini memperlatkan mencari hubungan antara penguasa dan
subjek yaitu “defaulier” (penerima BLBI yang lalai untuk mengembalikan uang yang telah

_ diterimanya sesuai peraturan BI). Cessie merupakan status yang diperoleh dari hubungan utang
piutang yang bersumber dari perjanjian. Konsep cessie adalah hubungan kreditur dan debitur
merupakan suatu hubungan penggantian kedudukan kreditur yang dipergunakan sebagai penjualan
piutang.
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sama dengan aturan executoriale verkoop yang diatur dalam HIR yang menjadi
dasar rujukan— bagi Pengadilan Negeri melaksanakan eksekusi. dalam Pasal 4 dan
5 serta Pasal 2 Keppres No. 11 Tahun 1976, antara lain*®:

a. Membahas pengurusan piutang negara yang harus dibayar kepada instansi-

instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara yang modal atau

kekayaannya sebagian atdau seluruhnya milik negara, baik di pusat maupun

di daerah;

b. Melakukan pengawasan-pengawasan terhadap piutang-piutang, kredit-
kredit yang telah dikeluarkan oleh instansi-instansi Pemerintah dan Badan-
Badan Usaha Milik Negara, baik di pusat maupun di daerah.

- PUPN bukan “mengadili”, tetapi melakukan “pengurusan, penataan, dan

pengawasan”. | Dengan kata lain, tugas 'u;[ama PUPN ialah_ “inkaso”, yakni

“melindungi dan menagih pembayaran” piutang ne_éma _agar‘ segera dapat

dikembalikan debitﬁr ke kas negara yang bersangkufan. Cuma tindakan inkaso

yang dilakukan PUPN memilliki cirl yang hampif sama dengan penagihan grosse
ékta. Dapat menagih langsung tanpa melalui proses dan campur tangan
pengadilan. Undang-undang memberi hak khusus yang berdiri sendiri kepada

PUPN dalam pengurusan, penataan, pengawasan, dan penégihan plutang negara.

Kemudian dalam melaksanakan tugas kewenangan dimaksud, PUPN
dengan kuasa undang-u_ndang” diberi kewenangan untuk:
a. Membﬁat “Pernyataan Bersama” antara Ketua PUPN dengan pihak debitur

tentang:

a8 M.Yahya Harahap,Hukum Acara Perdata,{)akarta:Sinar Grafika,2005),him.316

e
P
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- 1) Jumlah kewajiban (utang) debitur;
2) Wakﬁ pemenuhan pelunasan kewajibaﬁ; dan
~. 3) Sifat Pernyataan Bersama mempunyai nilai seperti putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang eksekutabel (dapat'
dieksekusi), asal Pemyafaan Bersama tersebut berkepala “Démi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
b. Menetapkan dan melaksanakan Surat Paksa, Berupa surat penetapan untuk:
1) Menjalankan sita eksekusi terhadap harta kekayaan debitur; dan
2) Menjalankan penjualan lelang atas hana kekayaan debitur yang telah disita
melalui perantaraan Kantor Lelang Negara.

Dari kewenangan yang disebut di atas, PUPN mempunyai hak “paraté
eksekusi” seperti yang diberikan Pasal 6 UU No. 4/1996 kepad pemegang Hak
‘tanggungan, Pasal 29 UU No._42/1999 kepada Penerima Jaminan Fidusia dan
kepada pemegéng hipotek sebagaimna yang diatur dalam Pasal 1178 ayat (2)
KUH Perdata. Secara analog, parate eksekusi yang dimiliki PUPN serupa dengan
yang yang dimiliki pemegang hipotek, yaitu pelaksanaan eksekusi penjualan
lelang hipotek tidak boleh menyimpang dari ketentuan Pasai 1211 KUH Perdata.
Artinya, walaupun PUPN berhak melaksanakan eksekusi sendiri di luar campur
tangan pengadilan (parate eksekusi), namun cara dan pelaksanaan penjualan
lelang tetap tunduk kepada ketentuan Peraturan Lelang St. 1908 No. 189.

B‘erdasarkan motivasi dan kewenangan PUPN, jangkauan fungsi dan
kewenangannya mengurus, menata, dan mengawasi piutang negara, berdiri dirt

melaksanakan executoriale verkoop, sepertinya kewenangan yang Pengadilan
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Negeri berdasarkan Pasal 197 HIR. Kf_:wenangan exe}cutoriale verkoop yang
dimiliki PUPN bersifat “parate eksekusi”. PUPN dépat melaksanakan sendiri
eksekusi ténpa campur tangan Pengadilan N.egeﬁ. Daian_i bentuk “Surat Paksa”,
PUPN berhak memerintahkan dan melaksanakan sita eksekusi terhadap harta
kekayaan debitur, serta sekaﬁgus berhak memerintahkan penjualan lelang harta
debitur. Hanya penjualan lelangnya tetap tunduk kepada ketentuan Peraturan
Lelang St. 1908 No. 189. Oleh karena itu,’ segala tihdakan dan perintah
executoriale verkoop yang dilakukan dan ditetapkan PUPN adalah:

1) Sah (wettig, lawful),

2) Mengikat kepada semua pihak, termasuk kepada pengadilan; dan

3) Pengadilan Negeri (hakim) tidak berwenang mencampuri (intervensi),

apalagi membatalkannya, kecuali terhadapnya diajukan derden verzet.
c. Vergelijkende Beslég atas sita eksekusi
Di atas sudah ditegaskan,l setiap yaﬁg diperintahkan dan dijalankan PUPN sah

dan mengikat. Pengadilan (hakim) tidak boleh mengintervensi apalagi

membatalkan sita eksekusi yang diperintahkan dan dijalankan PUPN. Oleh '

karena itu, terhadap sita eksekusi yang diperintahkan dan dijalankan PUPN, b'

berlaku sepenuhnya asas sita: “dilarang menyita barang yang sama dalam
waktu yang bersamaan”. Bertitik tolak dari asas sita dimaksud, terhadap sita
eksekusi yang diletakkan PUPN atas harta kekayaan debitur harus diterapkan
asas vergelijkende beslag atau “sita penyesuaian” berdasarkan Pasal 463 Rv
sesuai asas process doelmatigheid. Apabila terhadap barang yang disita

eksekusi PUPN dimintakan lagi sita oleh pihak ketiga melalui Pengadilan

4
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Negeri (hakim), yang dapat dilakukan atas_pennintaan sita pihak ketiga tadi
hanya tindakan vergelijkende beslag, berupa “cat;can"’ dalam berita acara sita
bahwa “barang yang heﬁdék disita sedang berada dalam 51ta eksekusi PUPN”.
Demikian pula éebaliknya, jika ternyata barang debitur yang hendak disita
eksekusi PUPN sudah disita-lebih dulu oleh Pengadilan Negeﬁ, baik berupa
sita jaminan atau sita eksekusi, PUPN dilarang untuk menyitanya selama sita
Pengadilan Negeri masih melekat pada baraﬁg yang bersangkutan. Tindakan
hukum yang dapat diiakukan PUPN, vergelijkende beslag, berupa catatan
dalam berita acara sita yang menyatakan barang yang hendak disita sedang
berada di bawah penyitaan pengadilan.”’

Demikian penerapan hukum yang harus dilakukan, baik oleh pengadilan
maupun oleh PUPN. Dengan memahami asas yang mélaraﬂg sita atas sita pada
waktu yang bersamaan terhadap barang débitur yang sama, péda hakikatnya tidak
akan terjadi saling tabrakan dan saling intervensi. _Masiﬁg—masing dapat
menghindar dari saling berebut secara kompetitif yang keliri. Dengan berpegang
kepada asas sita dimaksud, pihak debitur yang sekongkol dengan pihak ketiga
tidak lagi mempan mengadu domba antara pengadilan dengan PUPN, sehingga
tujuan PUPN untuk menata inkaso piutang negéra lebih mulus jalannya.

d. PUPN sah melaksanakan eksekusi terhadap sita yang lebih dulu

Maksudnya, PUPN sah dan berwenang terus menjalankan executoriale

verkoop atas barang debitur, sekalipun belakangan pengadilan meletakkan sita di

atas barang tersebut. Dengan kata lain, tidak ada halangan dan larangan bagi

** M. Yahya Harahap, ibid, him.318.
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PUPN untuk meneruskan eksekusi penjualan lelang atas harta debitur, kalau sita
eksekusi yang gc'iile'takkan PUPN iebih dulﬁ dan ,sit-a Srang dilakukan Pengadilan
Negert. Sita yang difetakkan Pengaclli.lan' Negeri-afas ;barang' debitur yang lebih
dulu disita eksekusivolgh PUPN tidak menunda dan tidak mengﬁentikan eksekusi
penjualan 1elang5 0 |
e. Pendaftaran sebégai patékan menentukan sita yang sah

Dalam praktik, sering teljadi tabrakan anfafa sita eksekusi PUPN dengan
sita yang dilakukan Pengadilan Negeri. Padahal seperti sudah dijelaskan, asas sita
melarang sita atasv suatu barang debitur pada saat yang befsamaan. Dalam kasus
yang -éeperti itu, sita yang belakangan harus menyesuailan terhadap sita yang
terdahulu. Sita yang terdahululah yahg sah dan mengikat apabila sita tersebut
lebih dulu dida-ﬁarkaﬁ dengan tata cara pendaftaran yéng ditentukan dalam Pasal
198 HIR. Oleh karena itu, jika pada suatu waktu terdapat késus sita yang bertindih
antara sita yang _dilefakka_n PUPN dengan yang dilefakkan Pengadilan Negeri
terhadap barang yang sama_pada waktu yang beréamaan, cara untuk menentukan
sita instansi mana yang sah dan mengikat, “patokannya” ditentukan oleh
“pendaftaran”. Sita mana yang lebih dulu didaftarkan pengumumannya dalam
buku pendaftaran kantor pejabat yang berwenang untuk 1tu Kalau sita eksekusi
yang diletakkan PUPN lebih dulu didaftarkan pengumumannya, sekalipun sita
eksekusinya belakangan diletakkan dari sita Pengadilan Negeri, yang sah dan

mengikat ialah sita yang diletakkan PUPN.

* ibid halm 134
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3 Memang benar sesuai dengan asas _sita dila;ar;g menyita barang yang
sudah disita pada waktu yang befsamaaﬁ. N_axﬁun,' asas .tersebu't .tidak terlepas
kaitannya dengan syarat pendaftaran. Artinya, fnémahg dilaran;g" untuk menyita
~ barang yang sudah disita pada waktu yang bersamaan. Akan tetapi, apabila terjadi
juga pelanggaran terhadap asas tersebut, maka untuk menentukan sita mana yang
sah dan mengikat, patokannya. ditentukan oleh “tindakan pendaftaran”. Asas
larangan menyita barang yang sama pada waktu yang bersamaan hanya “mutlak
berlaku” terhadap sita yang sudah didaftarkan. Kalau sita yang terdahulu belum
didaftarkan menurut tata cara yang ditentukan Pasai 198 HIR, larangan untuk

menyita barang yang telah disita pada waktu yang bersamaan “tidak mutlak”

berlaku. Walaupun suatu sita lebih dulu diletakkan, tetapi belum didaftarkan pada -

saat sita yang kedua diletakkan, hal ini masih dimungkinkan. Sebab pada waktu
diletakkan sita yang kedua, sita yang pertama belum sah dan méngikat. Misalnya,
PUPN meletakkan sita eksekusi atas sebidang tanah m111k debitur. Sita eksekusi
diletakkan béda tanggal 20 Januari 1987. Akan tetapi, PUPN lalai mengumumkan
penyitaan melalui pendaftaran berita acara sita di .Kantor Péndaftaran tanah
sebagaimana yang dikehendaki Pasal 198 HIR. Berarti éita' eksekusi yang
diletakkan PUPN atas tanah tersebut “belum” sah dan “belum” mengikat.
Sekiranya Pengadilan Negeri meletakkan sita terhadap tanah tersebut pada tanggal
1 Agustus 1987, dan sitanya langsung didaftarkan (diumumkan berita acaranya) di
Kantor Pendaftaran Tanah, sita yang sah dan mengikat ialah sita yang diletakkan
Pengadilan Negeri. Walaupun sita eksekusi yang diletakkan PUPN terjadi pada

tanggal 20 Januari 1987, namun sita tersebut belum didaftarkan sampai pada saat
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Pengadjlan Negeri mgndéfta;ka’nnya pada tanggal 1 Aggs_ﬁs 1987, maka sita
eksekusi. yang dilefakkan PUPN belum didaftarkan. Misalkan, PUPN baru
mendaftafkaﬁnya pada tanggal 2 Agﬁstus 1987, -beraﬁi :_ sita .yang diletakkan
Pengadilan Negeri lebih dulu didaftarkan satu hari. Oleh karena sita yang
diletakkan Pengadilan Negeri lebih dulu didaftarkan dari sita yang diletakkan
PUPN, sita yang sah’ dan mengikat ialah sita' yang diletakkan Pengadilan Negeri.
Dalam kasus yang demikian, PUPN tidak boleh menjalankan atau melanjutkan
eksekusi penjualan lelang. Hal itu sesuai dengan asas yang melarang eksekusi atas
barang yang objeknya sedang berada di bawah penyitaan. Demikian pula
sebaliknya. Kalau sita eksekusi yang diletakkan PUPN lebih dulu didaftarkan,
sekalipun Pengadilan Negeri, dan PUPN .dapat terus melaksanakan eksekusi
penjualan lelang terhadap barang dimaksud. Apalagi jika sita yang diletakkan
PUPN jauh lebih duiu, kemudian langsung pula didaftarkan pada hari itu di
Kantor Pendaftaran Tanah, semakin kuat posisi sita yang diletakkan PUPN.
Dalam kasus yang\'seperti itu, Pengadilan Negeri dilarang meletakkan sita apapun
terhadap barang yang bersangkutan, kecuali hanya berupa vergelijkende beslag,
Pengadilan Negeri tidak boleh mengintervensi eksekusi yang akan dijalankan
PUPN apalagi untuk menunda atau membatalkan eksekusi. Karena dalam kasus
tersebut, sepenuhnya berlaku hak Parate Eksekusi berdasarkan “kuasa menurut
undang-undang”. o

Meskipun dikatakan PUPN dapat melaksanakan eksekusi terhadap barang

yang lebih dulu disita eksekusi olehnya dari sita yang diletakkan oleh pengadilan

>} M.Yahya Harhap,Op.cit,him.136

4
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s_e'car_a‘ kasuistik dan eksepsional kewenangan. itu harus memperhatikan dan
dikaitkan dengan alasan penundéan éksekusi_./ Seper‘-;i : sﬁdah dijelaskan pada
' 'pe.r.n'bahas'ah penundaan 'eksekus’i, salah satu alasan yang 'déﬁéf dijadikan dasar
menunda eksekusi, jika _baran_g objek eksc_akusi_ masih menjadi sengketa dalam
.perkara lain, Namun seperti yang‘ dijelaskan, alasan ini bukan apriori menunda
eksekusi. Tergantung pada mendasar atau tidaknya keterkéitan barang objek
eksekusi dengan pokok persengketaan. ﬁntuk mengetahui mendasar atau tidaknya
keterlibatan barang objek eksekusi dengan pokok sengketa dalam perkara yang
sedang berlangsung, Ketua PUPN dapat menjajaki dan melakukan pendekatan
kepada pengadilan Pengadilan Negeri atau hakim yang menyidangkan perkara.
’Yang' paling tepat, apabila PUPN menunggu lebih dulu. sampai perkara yang
bersangkutan diputus oleh Pengadilan Negeri atau meminta égar perkara tersebut
- mendapat penyelesaian yang cepat. Apabila dalém _putusaﬁ tersébut barang objek
eksekusi tetap dipertahankan sebagai milik debitur, PUPN tidak perlu menunda
eksekusi. Tetgpi sebaliknya, jika putusan mneyatakan barang objek eksekusi
berstatus milik orang lain,. sebaiknya PUPN menundz; eksekusi seraya meminta
kepada pihak pengadilan agar penyelesaian perkara mendapat priorités atas alasan
barang yang disengketakan mempunyai kaitan 'képentingan dengan eksekusi yang
hendak dijalankan PUPN.

Uraian ringkas di atas, kiranya memadai sebagai panduan bagi pihak
PUPN dan Pengadilan Negeri untuk memuluskan hubungan kerjasama
menanggulangi masalah eksekusi yang mereka hadapi terhadap barang objek yang

sama. Yang penting ialah sikap kerendahan hati serta memahami batas-batas
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kewenangan masin_g-masi_ng. Dgngan sikap yang demikian penagihan piutang
negara dapat lalflcaf dan fungsi pengadiklan tidak ikut mempersﬁlit upaya
kewenangan parate eksekﬁéi yang diberikan ﬁndangaundang kepada PUPN.

Hak eksekusi adalah pola hukum represif. Pengertién represi tidak berarti
harus melibatkan penindasan kasar (blatan;‘ appre’sion-)‘. Bentuk represi yang
paling potensial dalani penegakan hukum pada lembaga PUPN adalah
penggunaan kekuasaan yang diberikan undang-uhdang untuk menegakkan hak
dalam melaksanakan kekuasaan, menjatuhkan sanski yang tegas, dan menetapkan
aturan-aturan untuk memproses para penghutang negara melalui badan khusus
sebagai lembaga superbody misalnya untuk menyita barang jaminan atau
menahan seseorang, menekan pihak yang tidak patuh, atau menghentikan protes.
Akan tetapi, makna represi yang diadopsi oleh PUPN bisa dilakukan sangat halus
dengan mendorong _tahaﬁan—tahapan prosedur dan menggali isi perjanjian untuk
mendapatkan suatu pgnyelééaian yang diakibatkan oleh gégal bayar.

Dalam pandangan Nonet suatu kondisi "dimana negara dihadapkan
kekacauan atau krisis, kebijakan akan menghasilkan penegakan hukum yang
efektif bila memenuhi persayaratan sebagai berikut:

a. Tersedianya alat-alat pemaksa unuxk melaksanakan tinda.kan bukum yang
dapat memberikan alternatif-alternatif penggunaan paksaan.
b. Dibentuknya institusi hukum dan prosedur pelayanan

¢. Aturan hukum memberikan corak otoritas pada kekuasaan
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d. jM_oralitas hukum®? harqs memenuhi sifat hukum materil dan sifat hukum
formil | |

| ' . Aturan :hukum représif diperlukan dengan diérahkannya 'k(::bijakan publik
_pada sasaran tunggal.. Tujuan’ éer’ta kepentingan yang beragam disingkirkan karena
: program-program publik mengambil alih pola dimensi tu;nggal dengan lembaga
resmi yang dibentuk sebagai pemegang otoritas yang keputuéannya tidak dapat
diganggu gugat (invisibilitas). Tujuan dari hukum represif adalah untuk mencapai
ketertiban. Arti dari tujuan tersebut menjadi lebih jelas dan tajam apabila
dihadapkan kepada tujuan hukum yang ofonom,’’ yaitu legitimasi. Legitimasi
berarti orientasi dan kelekatan yang ketat pada prosedur hukum. Pada ketertiban
séb_agai tujuan orientasi tersebut tidak dominan, sehingga terhadép kondisi yang
'sulit/kris'ié atau misalnya banyaknya piutang yang macet ‘seperti pada piutang
BLBI, tindakan hukum lebih rﬁengutamakan pada sasaran-saéarah yang kongkrit
adalah lebih domihan dibanding pada orientasi kepada Iprosedur. Penyelesaian
kasus gagal- bayar piutang negara memerlukan alat menjalankan kekuasaa
(otoritas). Menurut Nonet, untuk memenangkan keteﬁibén dalam situasi semacam

ini, utang untuk melunasi hutangnya ‘adalah menggunakan paksaan dengan

52 Dalam pandangan teori Nonet yang dimaksud moralitas hukum adalah hukum harus
diundangkan dan kontinuitas undang-undang harus dijaga. Bandingkan dengan pandangan Lon L
Fuller dalam buku The Morality of Law, moralitas hukum mengandung unsur-unsur sebagai
berikut:

a. Semua hukum yang dinyatakan berlaku harus dinyatakan berlaku harus diundangkan.
b. Akibat hukum tidak boleh mencerminkan sebuah pembalasan retroaktif. Isi hukum harus
koheren ,tidak boleh ada pertentangan didalamnya.
¢. Hukum harus memiliki kontinuitas.
~ * Dalam teori Nonet dikenal juga tipe hukum otonom. Pada tipe hukum ini tekanan dari
legitimasinya diletakan pada prosedural.
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tin_dakan represif _d_gar hukum .ditaaati.. Hal ini karena pemerintah sangat sulit
untuk mengontrol kéwajiban f)énghutang untuk melunasi hl.lt_angnya.s4
| l'Faktof .'kondisi dan 'éituééi'negara yang dih'adapk.zm.dalam kondisi yang
darurat/krisis aturan-aturan diterapkan tidak sama dengan kea(iaan normal. Pada
keadaan krisis, dasar hukulﬂ yang dipergunakan seharusnya undang-undang
khusus yang mengatur keadaan krisis, yang dapat memayungi penyelesaian krisis.
Secara teoritis hukuﬁl akan lebih efektif apabila aturan hukum itu dirumuskan
dalam norma-norma yang sesuai dengan kondiin faktual yang dihadapi oleh suatu
masyarakat atau Suatu negara. Dalam kondisi darurat/krisis mode] hukum represif
adalah sangat diperlukan karena hukum represif bertujuan agar ketertiban dapat
dimenangkan dengan cara menerapkan asas sub-ordinat (kedudukan kreditur/
pemerintah lebih -tinggi d.aripada ‘debitur atau para pihak tidak mempunyai
kewenangan atau hak yéng samra).55 _
Pelaksanaan. yang mendérong BPPN untuk mengupayakannya di luar

pengadilan (out of court settlement).>® dalam posisi menjembatani proses antara

> Philippe Nonet and Philip Selznick, Hukum...op.cit., hlm 30 :

55 pihak kreditur melalui PUPN mempunyai kewenangan yang lebih tinggi dari debitur,
sehingga PUPN dapat menggunakan upaya represif (surat paksa, surat sita, pemblokiran dan
sandera). :
¢ BLBI pada awalnya adalah tagihan Bank Indonesia kepada bank-bank yang terjadi
akibat Bank Indonesia meng-exercise kapasitasnya sebagai lender of last resort pada saat terjadi
krisis yang sitemik pada tahun 1997-1998, dalam rangka menanggulangi krisis dan menahan
kehancuran sistem pembayaran dan sitem perbankan Indonesia. Dasar hukum kewenangan Bank
Indonesia tersebut adalah pada Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang
Bank Sentral; dan Keppres No. 26 Tahun 1998 mengenai program penjaminan pemerintah; serta
Keppres No. 120 tahun 1998 tentang pembayaran kewajiban kepada luar negeri berupa interbank
debt arrers dan trade finance. Komitmen Pemerintah yang kemudian dilaksanakan melalui BPPN
tersebut sebenarnya tertuang dalam Letter of Intent tanggal 15 JAnuari 1998 dengan target
penyelesaian berupa pembayaran BLBI bagi 2 bank penerima pada BLBI tanggal 29 Oktober 1998
dan penyelesaian BMPK bagi bank lain tanggal 30 Novemeber 1998. Pihak yang paling
bertanggung jawab untuk menyelesaikan kedua masalah tersebut adalah para pemegang saham
pengendali bank yang bermasalah (PSP bank). PSP bank dengan status bank take over (BTO)
wajib menyelesaikan kredit yang melanggar BMPK sedangkan PSP bank dengan status bank beku

[
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agent dan principal. Komponen negara yang ditentukan oleh undang-undang

)

. dikondisikan menjadi komponen perorangan. komposisi r;egara mendistelasi pada
'Wujﬁd antara negara dan pﬁbadi/pérson. Hubungan hukum antéra BI dengan
" penerima BLBI didasarl;an pada_pexjanj ian yang tertuang dalam Akta Pengakuan
Utahg (APU) diberlakukan terhadap Pemegang Saham Pengendali (subjek
hukumnya berubah menjadi orang sebagai pemegang saham terbesar), dengan
clausula bank yang masih memiliki aset yang dinilai cukup untuk menyelesaikan
“kewajibannya kepada pemerintah.’’ Komponen negara yang tadinya terbentuk
dari perikatan telah dianggap sebagai perjanjian, tentu saja posisi konsep hukum
yang dipakai oleh BPPN sangat jauh dengan prinsip hukum perikatan.
i’enyaluran BLBI yang dilakukan oleh Bank Indongsia pada perbankan
Nasional.sebagai peneﬁxha BLBI adalah perikatan yang bérsurﬁber dari undang-
undang saja, di mana perikatan diciptakan secara langsung karena suatu keadaan
krisis perbankan dalam bentuk pemberian fasilitas khusus, be;désarkan rangkaian
ketentuan dan ketetapan peraturan perundang-undangan tersebut di muka.
Dalam penyaluran fasilitas dana talangan ini, perikatan yang terjadi antara
pihak BI dengan pihak bank penerima bantuan tersebut adalah perikatan yang
bersumber dari undang-undang, sehingga tidak diﬁerlukan perjanjian tertulis. Di

dalam perikatan yang lahir dari undang-undang asas kebebasan mengadakan

operasi (BBO) atau bank beku kegiatan usaha (BBKU) wajib menyelesaikan BLBI dan kredit yang
melanggar BMPK. _
37 Penyelesaian kewajiban PSP bank dibedakan menjadi dua, yaitu:
1) PSP bank berstatus BBO/BBKU (seperti PT. Bank Dagang Nasional Indonesia/BDNI) untuk
menyelesaikan kewajiban BLBI dan kredit yang melanggar BMPK;; dan
2)PSP bank yang berstatus BTO (seperti PT. Bank Central Asia/BCA atau PT. Bank Danamon
untuk menyelesaikan kredit yang melanggar BPMK saja



260

peranjian tidak be‘rla_tku.5 8 _Suatu perbuatan menjadi perikatan adalah karena
kehendak undang-u;daﬁg. Untuk.perikatan yang lahir dari undang-undang dimana
pemb.entuk undang—undaﬁg .tidak memberikan aturan-aturan umum. Artinya
apabilé hendak mengetahui peraturan-peraturan dari beberapa figur perikatan-
perikatan tersebut, maka hal iﬁi harus dilihat dari perafuran—peraturan yang
mengetahui matéri yang bersangkutan sendiri. Misalnya, pengaturan penyaluran
BLBI harus dilihat materi pengaturannya bagaimana pemberian itu dilakukan.
Maka untuk terjadinya perikatan di atas, undang-undang .tidak mewajibkan
dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana ditentukan untuk terjadinya perjanjian
(seperti syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW).*® Oleh
karena perikatan BLBI ini bersumber dari undang-undang, sehingga terlepas dari
kemauan para- pihak. Apabila ada suatu perbuatan hukum yang memenuhi
beberapa unsur tersebut, maka undang-undang lalu menetapkan perbuatan hykum
itu adalah suatu perikata_n.. |

Perikatan yang bersumber pada undang—undan-g dalam pasal 1352 sampai
dengan pasal 1380 BW, yaitu suatu perikatan yang timbul atau lahir atau adanya
karena telah ditentukan undang-undang itu sendiri. Untuk terjadinya perikatan
berdasarkan undang-undang harus selalu dikaitkan dengan suatu kenyataan atau
peristiwa tertentu, maka sesuai dengan pasal 1359 BW, yang menyatakan bahwa
seorang (atau Bank Indonesia) yang membayar tanpa adanya utang (kepentingan

utang perbankan yang dibayar oleh Bl/dana talangan) berhak menuntut kembali

3% Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2010), him 229
. > Titik Triwulan, Hukum Perdata dalom Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Media
Grafika, 2008), him 220.
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apa yang telah dibayarkan, dan-yang me_nerima' tanpa hak_berkewajiban untuk
mengembahkan

Pada perjanjian MSAA dlkenal istilah “ by breach” yaztu bila salah satu
pihak dalam perjanjian gagal melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam
perjanjian, maka pihak lainnya dapat menanggalkan (repudiate) perjanjian
tersebut, dan ia menjadi tidak harus melakukan kewajibannya.untuk memenuhi
II)restasi.61

Kegagalan/kelalaian (defaulf) adalah kegagalan untuk melakukan atau

memenuhi suatu kewajiban sebagaimana tercantum dalam suatu kontrak, sekuritas

akta atau transaksi lainnya. Dalam pengertian “default”, pelaku kegagalan

dinémakan “defaulter”, yaitu orang yang gagal atau lalai memenuhi kewajiban-
nya atau orang yang menyalahgunakan uang yahg dipercayakan kepadanya untuk
disimpan atau dipinjam.* |
Namun, kemudién terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam
penyelesaian di -lﬁar pengadilan ini antara lain sebagai berikut :
a. Release and Discharge (R&D) dalam MSAA diperjanjikan oleh BPPN,
Mentéri Keuangan, dan pe'merintah bahwa tidak akan menuntut seéara pidana
kepada PSP bank daﬁ pengurus serta karyawan bank apabila telah diterima

pembayaran atau pelunasan dari PSP bank, baik berupa kredit yang

melanggar BMPK bagi bank yang berstatus BTO maupun berupa kredit yang

 Maksud dari pembayaran disini adalah setiap pemenuhan prestasi, baik pembayaran
utang vang yang tidak diwajibkan, penyerahan benda tidak diwajibkan ,memberikan kenikmatan
maupun mengerjakan sesuatu pekerjaan
81 Peter Heffey, Principles of Contract Law, (Sydney: Thomson Legal and Regulatory
Limited, 2002), him 293.
82 Elly Erawaty dan J.S Badudu, Kamus Hukum Ekonomi, (Jakarta: Elips 1996), him 32.
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melanggar BMPK dan BLBI sekaligus bagi bagi bank yang berstatus BBO
atau BBKU. Dalam perkembangannya, tidak terdapat kesamaan pendapat

antara BPPN dengan pemerint‘a‘h, yaitu di satu sisi BPPN selaku kreditur yang

mewakili pemerintah menyatakan kewajiban PSP bank telah lunas, di sisi lain
pemernntah tidak sependapat déngan fnengemukakan bahwa sebagian besar
BLBI yang dilaihkan oleh Bank Indonesia dianggap tidak layak untuk
dialihkan kepada pemerintah.

b. Kedua, R&D dianggap kurang pantas untuk dijanjikan dalam MSAA.
Pendapat tersebut mengemukakakan bahwa janji tersebut tidak sah karena
soal pidana tidak dapat dijanjikan. Pendapat yang berlawanan berdalih bahwa
janji tersebut sah karena yang melakukan ﬁexjanjian termasuk Jaksa Agung —
sebagai bagian dari 'pemer.intah.63 Penerintah kemudian mengikuti saran DPR
‘untuk membuat kajiah hﬁkum independen. Kaj.i_an tersebut kemudian dibuat
dengan dasar kebijakan yang bérbeda saét MSAA disusun. Pada saat MSAA
disusun, landasan kebijakan yang dipergunakan adalah semangat untuk
menyelesaikan krisis perbankan agar pemerintah dapat melanjutkan tugas
memulihkan perekonomian, sementara landasan kebijaka;l yang dipergunakan
dalam melakukan kajian hukum tersebut adalah bahwa pemerintah tidak
boleh menanggung kerugian yang disebabkan oleh krisis yang sistemik.®*

Karena terjadi perubahan landasan kebijakan tersebut, konsultan hukum

8 Ibid, hlm. 14, menyebutkan sebagaimana tercermin dalam kedudukannya sebagai
anggota kabinet menurut Pasal 32 huruf ¢ Undang-Undang No. 51 Tahun 1991. Berdasarkan pasal
tersebut, Jaksa Agung memiliki wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan
umum. Hak untuk mengesampingkan inilah yang digunakan dalam MSAA atau dengan kata lain
hak untuk menuntut tersebut dilepaskan.

8 Ibid, hlm. 14. Kajian hukum dimintakan kepada Konsultan Hukum independen, yaitu
Karitor Kartini Mulyadi dan Kantor F. Tumbuan.
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--ind_ependen' yang ditunjuk menyarankan ‘penggunaan’ pola penyelesaian
kewajiban PSP bank dengan Perjanjian Penyelesaian IZewéjiban Pemegang
) Saham atau PKPS. Dengaﬁ derﬁﬂcian, MSAA yaﬁg berdasarkaﬁ kondisi krisis
digantikan oleh PKPS yang berdasarkan c;leh kondisi normal.
oc. Kétiga, penurunan nilai aset yang diserahkan oleh PSP bank yang dapat
mengakibatkan kerugian bagi pemerintah. Oleh kafena itu, juga didorong
untuk merevisi dan/atau membatalkan MSAA atau MRNIA. Mengenai hal ini
- terdapat pendapat bahwa bagi. PSP bank yang pada saat penyerahan aset telah
dinilai oleh konsultan independen dan telah dinyatakan besarnya kewajiban
sama dengan nilai aset, risiko penurunan nilai tidak dapat lagi dibebankan
kepadz;l PSP bank secara sepihak.®’ Dasar pendapat tersebut.adalah tidak adil
~bagi PSP bank sepanjang ia tidak melakukan mark up, mélanggar disclosure,
representation & warranties dalam MSAA daﬁ penilaian oleh konsultan
tefsebut telah dilakukan dengan benar. Dalam praktiknya per_nérintah melalui
Menteri Koordinator Perekonomian kemudian mengusulkan perpanjangan
jangka waktu pembayaran kewajiban kepada PSP bank dan meminta PSP
bank menambah aset yang diserahkan serta personal guarantee. Persoalannya
adalah permintaan tersebut dipandang dari segi. perdata seyogyanya tetap

dalam ranah hukum perjanjian bahwa setiap ada usul perlu disepakati oleh

55 Ibid, hlm 16 — lebih lanjut mengemukakan bahwa usulan pembatalan MSAA atau
MRNIA amat terkait dengan seluruh perbuatan hukum yang mendahului perjanjian tersebut seperti
adanya BLBI oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang kemudian berstatus BTO serta BBO
atau BBKU, pengalihan tagihan BLBI dari Bank Indonesia kepada pemerintah dan penerbitan
obligasi oleh pemerintah serta penagihan BLBI oleh BPPN kepada PSP bank. Dengan perkataan
lain, amat tidak mungkin untuk membalikkan seluruh kejadian menjadi seolah-olah sebelum
perbuatan hukum tadi dilakukan.
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kedua pihak, sehingga sejalan dengan asas konsensus berlaku efektif dan
mengikat para pihie-lk.66 | |

Prinsip Tort/Perbuatan Melawanv Hﬁkum. "Penyalvuran' BLBI yang

dianggap oleh BPK, BPKP maupun JPU sebagai suatu perbuatan rhelawan hukum

yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Hal tersebut dapat

5 Namun terhadap penyelesaian kasus BDNI (SYN) dan BCA (AS) pemerintah memilih
penyelesaian secara keperdataan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun
2002 yang merujuk kepada landasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas.
Kebijakan pemerintah mengeluarkan Inpres ini dilandaskan kepada pertimbangan perlu adanya
kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap obligor yang dinilai koperatif. Atas dasar
pertimbangan tersebut ditetapkan perjanjian MSAA, MRNIA, APU, dan SKL. Keganjilan Inpres
tersebut terdapat pada amar penetapan, khusus Butir Keempat, yang menegaskan dan
memerintahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk menghentikan penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Amar: Inpres butir
keempat bermaksud untuk mencegah penyidik dan penuntut umum melakukan tugas dan
wewenangnya yang diberikan undang-undang kepada kedua instansi tersebut karena model
penyelesaian keperdataan tengah dilakukan. Kelemahan penetapan Inpres dalam kaitan
penyelesaian kasus BLBI, pértama, telah bertentangan dengan -asas-asas hukum umum berlakunya
hukum pidana (Undang-Undang Pidana) dan hukum perdata (Undang-Undang Keperdataan). Asas
hukum umum dimaksud ialah, bahwa jika terhadap suatu perbuatan yang termasuk ke dalam
rumusan unsur suatu delik (tindak pidana korupsi), dan penerapan wewenang proses penyidikan
dan/atau proses penuntutan sedang dilaksanakan, maka proses penyelesaian melalui hukum
keperdataan harus dihentikan dan menunggu proses hukum pidana diselesaikan. Pola penyelesaian
bersamaan dalam pemberlakvan dua model hukum tersebut hanya dapat terjadi dalam sistem
hukum Common Law, sebagaimana telah diterapkan dalam kasus O.J. Simpson yang dituduh telah
melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Berangkat dari penerapan asas hukum umum ini, jelas
bahwa penyelesaian model Inpres 2002 tersebut merupakan penyimpangan terhadap pemberlakuan
asas hukum umum dimaksud atau tidak taat asas. Kelemahan kedua, dari pola penyelesaian Inpres
2002 ialah penempatan Inpres sebagai sarana hukum dalam bentuk Undang-Undang (KUHAP dan

“UU Kepolisian, dan UU Nomor 3 Tahun 1971 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) jelas
bertentangan dengan asas lex superior derogate lege inferiori (undang-undang yang lebih tinggi
menyampingkan UU yang lebih rendah kedudukannya). Asas ini merupakan wujud dari penerapan
teori Stufenbau Theory (Hans Kelsen) yang merupakan asas hukum umum dalam bidang hukum
tata negara dan telah dianut secara universal terutama di dalam negara yang menganut sistem Civil
Law. Oleh karena itu, penerbitan Inpres 2002 untuk penyelesaian kasus BLBI (BDNI dan BCA)
Jjelas bertentangan dengan asas hukum umum tersebut (UU KUHAP dan UU Nomor 3 Tahun
1971), sehingga secara hukum Inpres tersebut sepanjang mengenai amar putusan butir keempat
ialah batal demi hukum (van rechts nieteg) karena bertentangan dengan UU di atasnya, yaitu
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
{(KUHAP) dan Undang-Undang lainnya (UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kepolisian RI, dan UU
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan). Konsekuensi hukum dari bunyi amar Inpres tersebut,
maka pihak kepolisian dan kejaksaan telah menghentikan langkah pro-justisia terhadap kasus
BLBI terhitung sejak diterbitkannya Inpres (2002). Pihak Kejaksaan Agung RI dengan Surat
Keputusan Jaksa Agung RI (MA. Rahman) 14 Juni 2004 telah mengeluarkan SP3 terhadap kasus
obligor, SYN dari BDNI. Penghentian proses penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan
tersebut merupakan bentuk intervensi terhadap langkah pro-justisia di dalam penyelesaian kasus
BLBI.
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dipahami sepenuhnya mengingat penyaluran BLBI d_ilakukan dqngan alasan yang
juga dikenal dalam khasanah ilmu hukum, yéitu kérena séi)éb-sebab yang
dilakﬁkan -dalam'keadaaﬁ krisis dan darurat dan/atéu ka;er;a melakukan ketentuan
Undang-Undang dan atau karena perintah jabatan, beroeprecht dan atau demi
kepentingan umum.

Tindakan yang dilakukan dengan pertimbangan tersebut mempunyai

alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dalam Undang- Undang No. 13 Tahun 1968

tentang Bank Sentral, para Pejabat BI tidak mendapatkan suatu perlindungan-

hukum dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, sehingga rentan

untuk dituntut apabila terjadi adanya penyimpangan. Padahal tidak setiap
penyimpangan yang dilakukan oleh Pejabat BI merupakan suatu perbuatan yang
bersifat mismanajemen dan atau perdata/TUN. Dalam Undang- Undang No. 23

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 45 telah mengatur tentang pemberian

perlindungan hukum bagi Pejabat Bl yang melaksanak';n tugasnya dengan itikad
baik.Krisis serupa'di masa yang akan datang, Pejabat‘BI dapat bertindak tegas
tanpa ragu-ragu untuk melaksanakan tugasnya tanpa | dibayang-bayangi
kehawatiran akan adanya ancaman pidana.

Penyaluran maupun penggunaan BLBI apabila dilaksanakan sesuai dengan
peraturan yang berlaku bukanlah suatu tindak pidana. Akan tetapi, penyimpangan
penyaluran dan penggunaan dengan itikad baik tentunya harus mendapatkan
penilaian yang rasional, obyektif, proporsional dan profesional, sedangkan yang

dilakukan dengan itikad tidak baik kepada pelakunya dapat diminta pertanggung-
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perundang—undangan masih terdapat perbedaaan péﬁdapat' kedudukan dan

ketentuan hukum dari berbagai kebijakan yang digunakan (Ellarﬁ penyelesaian

BLBI, mengingat sebagaian besar kéteh;cuan a’taﬁ peraturan pelaks’ariaan tersebut

~ tidak secara eksplisit dalaﬁl tata wurutan pératﬁran pemndang—undangar.l.67
Rendahnya hirarki dan lemahnya kekuatan hukum beraturan peruﬁdang-undangan
yang menjadi désaf hukum pelaksanaan penyelesaian BLBI ﬁiempakan salah satu
penyebab lamban dan kurang optimalnya upayé-upaya yang telah dilaksanakan
oleh pemerintah. Dengan hirarki yahg rendah dan ketentuan hukum yang relatif
lemah, pemerintah melalui perangkat-perangkat/organ hukumnya tidak
mempunyai kewenangan yang kuat.

Pembentukan svatu badan yang mempunyai tanggung jawab dan
kewenangan yang sangat besar seperti .BPPN hanya “dibentuk berdasarkan
keputusan presiden, yaitu Keputusan Presiden Nomor .27_Tahun 1998. Sebagai
akibatnya, banyak kewenangan BPPN yang tidak efektif karena 'berbenturan
dengan peraturan perundang-undangan yang rlebi_h tinggi. Oleh karena itu, dalam
berbagai kasus di pengadilan, BPPN mengalami kekalahan. Tidak efektifnya
wewenang BPPN selain disebabkan oleh faktor rendahnya hirarki peraturan
perundang-undangan (bandingkan dengan PUPN yaﬁg dibentuk berdasarkan
Undang-Undang No. 49/Prp/1960), juga diperburuk oleh pemahaman beberapa

. kelembagaan penegak hukum mengenai ketentuan yang mendasari pembentukaan
BPPN dan kewenangan bertindak yang dimiliki oleh BPPN berdasarkan prinsip

fries emersen,

87 Kusumaningtuti, Peranan Hukum Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia,

(Jakarta: Rajawali Press, 2009), him 145.
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Pemahaman prinsip hukum penyelesaian piutang negara yang tidakaik itu
menjadi landasan huk:m pendiriannya juga dif)erparah .' déngan kurangnya
kbnsistensi dalam pela.ksan'aaﬁ f)rogram atéu 'kébija.kan -bleh masing-masing
lembaga. Fokus kebijakan BPPN yang tidak konsisten dan cenderung menjadi
kendaraan politik dalam rangka melindungi dan mengakomodasi kepentingan
rezim pada setiap era pemerintahan baik itu pemerintahan .Habibie, Gus Dur,
Megawati dan SBY kebijakan —kebijakan yang dikeluarkaﬁ untuk menyelesaikan
utang BLBI tidak pernah berhasil tuntantas dan akan terus berlanjut pada presiden
mendatang .

Untuk mengetahui gambaran bagaimana para obligor menggunakan BLBI (Lihat
Lampiran I Profil para penerima BLBI bagaimana dan untuk apa saja uang
BLBI digunakan ) . | |

2. Perbandingan Tindakan Represif di Jepang

Penggunaan Hulkum. Represif Pemerintahan Je:pa.l.lg,68 yaitu dengan
mendirikan Badan Khusus Penyelesaian Kredit Bermasaiah Deposit Insurance
Corporotion (DIC) DIC adalah suatﬁ badan yang didirikan pada tahun 1971 untuk
melaksanakan sistem asuransi deposit Jepang sesuai dengan peraturan asuransi
deposit yang dikeluarkan péda tahun yang sama (1971). Sistem deposit asuransi
ini dibentuk sesuai dengan Deposit Insurance Law (UU Asuransi Deposito) yang
-bertujuan untuk melindungi nasabah dan memelihara stabilitas keuangan dalam

menghadapi persaingan yang semakin meningkat akibat dari liberalisasi

88Studi Banding Bank Indonesia dalam Mengurai Benang Kusut BLBI pada tahun 2002
edisi Ke 11, terbitan Bank Indonesia.
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keuangan. DIC sebagai lembaga yang melaksanakan sistem asuransi deposito

4

mempunyai fungsi antaré lain sebagai berikut: |

a. Melékukan pembayafan deposito dan tag_ihan.lainnya Iya.ng diasuransikan,

b. Memberikan bantuan keﬁangan dalam rangka merger transaksi lainnya yang
terkait,

c. Melakukan pembelian deposito dan tagihan lainnya,

d. Mengambil alih kepengurusan oleh admiinistrator keuangan étau wakilnya
untuk mengelola lembaga keuangan yang bangkrut,

e. Mengatur kegiatan operasional bank pendamping (bridge bank),

f. Penyertaan saham sebagai kompensasi dari pemberian bantuan keuangan
dalam bentuk dana talangan (the pay off cost) dan tindakan lainnya dalam
rangka manaj emen krisis keuarigan;

Dalam program ini, DIC bekerja sama dengan badan-badan lain seperti
Bank of Japan, Financial Services Agency dan Minz‘;vter of Finance yang
mempunyai peran pénting dalgm mengatasi krisis ekonomi di Jepang. Pada tahun
1996, Pemerintah Jepang telah mengamandemen UU Asuransi Deposito, yaitu
dengan adanya pemberian blanked guarantee dan pelaksanakan penagihan non
performance loan,serta diikuti oleh pendirian The Housting Loan Administration
Corporation (HLAC) dan The Resolution an Collection Bank (RCB), yang
membantu penagihan aset lembaga keuangan yangditutup. Amandemen ini
memberikan kewenangan dan petunjuk baru bagi DIC dalam melakukan

penagihan kredit bermasalah (Non Performing Loan /NPL). Kewenangan ini
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nampak dari adanya wev_venang untuk melakukan criminal  investigation

(investigasi ‘kriminal). =

a.

d.

- Dalam struktural DIC terd‘apat tiga organisasi, yaitu SR
Policy Board yang berfungsi memberikan keputusan dalam penyelesaian

permasalahan penting yang ditangani DIC, antara lain memutuskan

pembayaran asuransi deposito dan pembayaran lain yang terkait,

memutuskan pemberian bantuan keuangan .dan lain-lain.

Liability Investigation Committee (L.IC) yang berfungsi mengintensifkan
tuntutan hukum terhadap pertanggung-jawaban pengurus yang menyebabkan
kerugian dan kehancuran suatu leﬁbaga keuangan. LIC diketuai oleh
Gubemur DIC dan anggotanya terdiri dari pejaBaUstaff DIC. Committee ini
sangat pénting mengin'gat. banyaknya pengurus. lembaga keuangan yang
melakukan pelanggaran hﬁkﬁm dalam mengelola 1embaga keuangannya.
Purchase Price Exdminitibn Board (PPEB)

PPEB (Dewan Penaksir Harga Pembelian) dibentuk sesuai dengan ketentuan
Pasal 53 UU Penyehatan Leﬁbaga Keuangan (7The Fi indncial Revitalization
Law) yang bertugas membeﬁkém pedoman untuk kegiatan sistem pembelian
aset dari lembaga keuangan yang bangkrut. Semua harga aset harus dinilai
sesuai dengan prosedur yang benar.

Resolution and Collection Corporation (RCC)

RCC didirikan setelah dilakukan amandemen UU Asuransi Deposito dan
UU Jusen pada bulan Oktober 1998. RCC merupakan perusahaan terbatas

dimana 100% modalnya berasal dari DIC 212 milyar Yen) hasil bulan
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Oktober 199_8 yang mergpakan hasil merger HLAC dan RCB pada tanggal
01 Aprl 1999, Tujuén pendirian RCC adalah untuk m:mpercepat dan
mengefisienkan penagihan NPL denéan leﬁih transparan dan wajar, serta
meminimalisir suntikan dana-dana masyarakat, _

DIC. melakukan capital infusion (penambahan modal) terthadap lembaga
keuangan/bank-bank yéng mengalami masalah permodalan dan merancang suatu
sistem penambahan modal dalam bentuk govérnment bonds. DIC tidak terlibat
langsung dalam proses capital injectibn, tetapi mendelegasikan pelaksanaannya
melalui saham (subcribtion of shares) kepada RCC. Ketérlibatan DIC adalah
dalam hal meminjamkan dana untuk RCC dan dengan dana tersebut RCC
melakukan pényertaan modal melalui saham-saham kepada lembaga
keuangan/bank. Untuk memastikan bahwa bank yang menerima tambahan modal
akan mengembalikan dana tersebut.” |

| a. Pem.erintah membentuk Financial Restruction Commission (FRC)

Untuk meméstikan bahwa bank yang menerima tambahan akan
mengembalikan dana tersebut, maka FRC berdasarkan The Financial Function
Early Strengthening Law yang berfungsi sebagai pengawas rencana
pengembangan manajemen (The Management Improvezﬁent Plan) bank-bank
yang diberi dana. FRC meneliti secara teratur rencana manajemen tersebut untuk
mengetahui apakah bank-bank yang diberi dana tersebut tetap konsisten dengan

program yang telah direncanakan.

% Bank Indonesia op.cit, hlm. 164
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Untuk mengatasi kr1515 lcbih lanjut, Peme'rintah Jepang mengeluarkan
beberapa kebijaksanaan ;ang pada intinya menyempumakén kebijaksanaan
sebeiﬁmnyé, antara lain pendh{alih. Brz_'dée. Bdnk (Bank"pendarﬂping), beserta
pe_rangkat administrasinya dan pembentukan Purchase Price Examination Board
(Dewén Penaksir Harga Pembelian) yang merupakan bagian dan DIC.' .

b. Investigasi dan Pertanggung-jawaban (Pursuit of Liability)

Dalam melakukan pengejaran tanggung jawab terthadap pengurus dan
pemilik lembaga keuangan atau para debitur, DIC mempuﬁyai gugus tugas khusus
(Special Task Force) yang bekerja untuk mengungkap semua aset yang
disembunyikan oleh debitur atau pemilik lembaga keuangan tersebut. DIC juga
melakukan investigasi bekerjasama dengan RCC yang juga memiliki gugus tugas
tersendiri dalam struktur o'rganisasinya. Selanju'tnya.RCCl membawa debitur atau
pengurus lembaga keuangaﬁ berdasarkan hasil investigasinya ke lembaga
penyidikan (polisi/kejaksaan) untuk perkara-perkara pidana (c;_ﬁninal) dan ke
pengadilan umum (court of justice) untuk klaim perkara-pefkara perdata (claim
Jor damages civil lawsuit).

c. Pengejaran ” Tanggung Jawab yang men.gandung unsur Pidana

(Pursuit of Criminal Liability)

Untuk pengejaran tanggung jawab yang mengandung unsur pidana DIC
dan RCC telah berhasil menyelesaikan 29 tuduhan (Accusation) dan pengaduan

(Claim) dalam perkara pidana terhadap 64 tersangka di tahun fiskal 2000. Kalau

dihitung secara kumulatif sejak Juni 1996 telah berjumlah 174.
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Perbuatan-perbuatan yang ditﬁduhkan terhadap pengurus atau pemilik
lembaga keuangan yang bangkrut, antara lain sebagai administratur keuangan di
'bawah UU }lsel_lyehatan Kéﬁan’gan (Financial Revitalization) DIC telah
mengajukan dakwaan atas pemberian laporan/data elektromagnetik autentik yang
tidak benar (thé accusation of untrue entry in the original of an officialy
autenticated electromagnetic record) terhadap 6 berkas eksekutif Tokyo Sowa
Bank (Mei 2000), tuduhan atas pelanggaran kepefcayaan (breach of true) terhadap
3 berkas eksekutif Nichinan Shikin Bank (Januari 2001), tuduhan atas pelanggaran
kepercayaan atas 2 berkas eksekutif Niigata Chuo Bank (Februari 2001).
Sedangkan bersama RCC, DIC membawa tuduhan atas pelanggaran kepercayaan
(breach of irust) terhadap 7 berkas eksekutif Shonan Credit 'Coorperatif

Sedangkan i;)erbuatan yang dituduhkan kepada 'para debitur dalam rangka
pengejaran tanggung jawab yang mengandung unsur pidana 11 kasus
menghambat pelelangan, 6 kasus menghambat eksekusi, 5 kasus penipuan dan
beberapa kasus yang lebih khusus seperti membuat keterangan palsu kepada
pejabat pengadilan dalam pelelangan resmi, kecurangan pengalihan aset,
membatalkan jaﬁlinan dengan membuat_ keterangan harga aset di bawah harga
sebenarnya, serta satu kasus unik dimana suatu perusahaan yang hendak
menyembunyikan asetnya dengan cara mengalihkan deposit sebesar 6,5 juta Yen
ke rekening Bogus Bank’”.

d. Pengejaran tanggung jawab yang mengandung unsur Perdata

(Pursuit of Civil Liability)

70 Bandingkan dengan pengejaran kasus Hendarwijaya.
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DIC dalam kapasi_ta_snya‘ sebagai admh;istratur keuangan sementara
meminta pertanggung-jawabaﬁ manajerial darj berkas pengurus/eksekutif bank-
bank yang jatuh, sedéngkan RCC méfninta penéﬁggung-jawébaﬁ tersebut kepada
berkas Perusahaan Jusen. Catatan yang ada mengenai pengejaran tanggung jawab
ini dalam tahun fiskal 2000 RCC meﬁyelesaikan 17 ‘kasus Litigasi yang dilakukan -
untuk klaim kerugian sebesar 11,6 milyar Yen yang berkaitan dengan tanggung
jawab manajerialkepengurusan dari para pengurus lembaga keuangan.
Kebanyakan kasus ini merupakan kasus pelanggaran jabatan dalam mengelola
pinjaman kredit (brache of duty of bonafide care loyalty in managing loans)
separuh dari kasus ini diselesaikan dengan negosiasi di luar pengadilan (ou? of
éourt sttlement) RCC juga meminta pertanggung-jawab:cm para pengurus koperasi
kredit (Credit Cooparative) melalui negosiasi di tuar péngadilan dan mendapat
penyelesaian perkara dengan 13 péngufus déri 5 koperas.i‘ kredit dengan hasil
sebesar 210,28 juta Y.en.71 | |

Dalam kedudukannya sebagai administratur keuangan sementara, DIC
juga meminta pertanggung-jawaban. kepada mantan para péngurus lembéga
keuangan di bawah manajemen publik DIC. mengajukan tuntutan atas klairg
kerugian sebesar 880 juta Yen terhadap Fukutoku Bank yang telah dialihkan
Namihaya Bank, 200 juta Yen terhadap Naniwa Bank (pemegang saham darn
Namihaya Bank), 2,1 milyar Yen terhadap Niigata Chuo Bank, dan 300 juta Yen
terhadap Nichinan Shinkin Bank, dengan dasar gugatan bahwa direktur bank-bank

tersebut telah melakukan pelanggaran jabatan (a breach of duty of bonafide care

"' BI, Mengurai Benang Kusut BLBI edisi 1I, (Jakarta: Katalog dalam terbitan BI,
November 2002), hlm. 156.
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dan atau the duty l_ao_yalily. RCC juga melakukan klaim untuk penjualan jaminan
di bawah tangan (Execution of Diabilyty for underwritten cOlla‘—;eréD dengan
klaim sebésar 18,9 milyar Yen 'tefhadap bekas direktur-direktur Tokyo Sowa Bank.
3. Pengejaran Penghutang BLBI |

Di Indonesia Lemﬁaga yang dikhususkan untuk menyelesaikan piutang
negara dalam pengejaran pertanggung-jawaban terhadap para obligor yang
melarikan diri ke luar negeri tidak dilakukan secara maksimal misalnya
pengejaran terhadap Ateng Latief alias Lauw Tjin Ho dan Hendra Rahaga

tersebut di bawah ini :

1). Atang Latief alias Lauw Tjin Ho

Atang Latief alias Lauw Tjin Ho , lahir pada 1925. Atang pernah menjadi
angg.ota TNI AD namun diberhentikan dengan hormat pada 1950. Posisi
terakhirnya adalah anggota Batalyon K Divisi Siliwangi dengan pangkat Letnan
Dua. Surat pemberhentian dengan hormat ditandatangani oleh Komandan Peleton
K Brigade 13 Divisi Siliwangi Mayor Lucas. Surat pemberhentian itu bernomor
1013/KPTS/K/XIII/1950 tertanggal 5 September 1950.

Atang Latief sudah sejak lama berbisnis di Indonesia. Dia adalah
pengusaha yang sezaman dengan Seodono Salim alias Lim Sie Liong dan dikenal
sebagai pemegang lisensi pertama untuk Suzuki Indonesia sebelum diambil alhi

Indomobil. Selain itu dia juga disebut-sebut memiliki kasina dan gemar berjudi.
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Pada tahun 70-an, Atang Latief pemnah mendapat izin kasion dari
Gubemur DKI Jakarta AlieSadﬂim yang v&_/zaktu itu melega]kéﬁ judi. Atang
m‘eﬁdapat kesempatan menjadi banaaf judi di Djékarté Teatre. Dan sini, Atang
mengembangkan kasino di beberapa daerah. Bisni;nya kemudian beranak pinak.
Ketika izin perbankan diobral peniérintah pada akhir 1988, dia ﬁasuk ke bisnis
perbankan dengan mendirikan Bank Bira. |

Dia kemudian menjadi komisaris utama Bank Indonesia Raya (Bank Bira).
Pada saat itulah dia tersangkut kasus korupsi setelah Bank Bira yang dikelolanya
menyalahgunakan BLBI (Bantuan Likuiditas bank Indonesia) dari pemerintah
senilai Rp. 3,66 triliun. Sebelum kabur pada 12 Maret 2000, dia sempat mencicil
kewajiban utang BLBI sebesar Rp. 155 miliar. Pada tahun itu pula dia dicekal
oleh pihak imigrasi Indonesia namun status cekal t.ersebﬁt kemudian dicabut
karena Atang dianggap kooperatif dengan mencicil utang pada negara. Atang
kemudian menjadi warga negara_Singépura sejak Februari 2001 dan memegang
paspor Singapura bernomor S217325J. |

Selama menjadi pelarian. Atang sakit-sakitan. Tim pengacaranya pernah
menemuoinya di Singapura. Dalam pertemuan itu Atang berjalan tertatih-tatih
dengan ditemani anak dan isterinya. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin
dimakamkan di Indonesia jika meninggal nanti. Dalam pertemuan itu di Singapura
itu, Atang juga sempat menyerahkan salinan dokumen yang menyebutkan dirinya
adalah veteran pejuang kemerdekaan.

Saat meninggalkan Indonesia, Atang diketahui mempunyai beberapa aset

dan harta benda lainnya. Aset-aset yang ditinggalkan olehnya kemudian
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diserahkan kepada pihak luar yang bekerja s‘ama_dgngannya. Namuq, belakang
aset itu status kepemilikannya dipindahtangankaﬁ. Ironisnya, Atang di Singapura
justru hidup. mewah. Di negeri siﬁga tersebut Atang perﬁah t’iﬁggal di apartemen
mewah Frazer Suites di River Valley Road dan di kawasan elite Bukit Timah :
Wing on Life Garden.

Apartemennya di Frazer Suites sangat besar. Halamannya luas, suasana
hijau teduh khas Singapura sangat terasa. Kolam dengan air mancur yang
bergemercik tanpa henti menghadirkan ketenangan khas pegunungan padahal
kompleks hunian itu berlokasi di salah satu pusat bisnis paling sibuk di Singapura.
Pagar besi bercat hitam mengelilingi seluruh kompleks. Satu-satunya akses masuk
adalah pintu besi terkunci yang dijaga oleh dua petugas keamanan berseragam.

Selama tinggai di Frazer Suites. Atas hampir-hampir tidak pernah keluar
dari tempat tinggalnya. Dia hanya berdiam d1r1 di dalam apartemennya yang
hanya berjarak dua blok dari‘ rumah Putera Sampoermna, maﬁtan Bos PT HM
Sampoerna Tbk. Di lantai teratas bangunan berlantai 30 itulah Atang membeli
satu di antara dua penthouse (unit termewah). Setiap kali ke Singapura, dia selalu
tinggal di sana. Harta penthouse itu sekitar 3 juta dollar Singapura atau Rp. 16
triliun,

Atang juga pernah tinggal dan memiliki apartemen Wing On Life Garden
di kawasan elit Bukti Timah, Singapura. Harga penthouse itu sekitar 3 juta dollar
Singapura atau sekitar 16 miliar. Apartemen itu dibeli Atang dari hasil menjual
rumahnya di Swiss yang laku senilai Rp. 60 miliar. Menurut Atang, dirinya tak

bisa menikmati hasil penjualan rumahnya tersebut lantaran dibekukan pemerintah
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Singapura. Alasannya, Atgng _tengah bersengketa _denga_n isteri  keduanya.
Satiawati, yang mengajukan gugatan cefai. Belakangah, Atang mengajukan
permohonan menggunakziﬁ uang tersébﬁt kepada pé_ngadilan Singapura dengan
alasan untuk membeli rumah. Pengadilan mengabulkan dan Atang pun membeli
apartemen di kawasan Bukit Timah tersébut. |

Sebenarnya Atang sudah menetap di Singapura sejak tahun 1999. Di sana
dia punya bisnis bidang properti, alumunium, sefta aneka kimia. Semua usahanya
itu dia naungi dalam gup bisnis bernama Lauw & Sons. Kabarnya dia ingin hidup
tenang di usianya yang sudah uzur, serta menikmati masa pensiun dari dunia
bisnis. Kemudi Grup Law & Sons juga sudah diserahkan kepada salah satu
anaknya yang bermmama Sinta Muchtar. Atang juga sempat_ ditengarai sebagai raja
Kasino.

Atang mengaku bahwa dia éebénamya sangat ingin pulang dan melunasi
utangnya. Tapi selama ﬁenetap di Singapura, dia tak berani ke Indonesia karena
ditakut-takuti anak;analﬂlya sendiri. Atang menilai anak-anaknya menguasai aset
ayahnya yang sebenarnya telah disita negara.

Pada 27 Januari 2006 Atang Latief kembali ke Indonesia. Dia datang untuk
melunasi sisa utangnya senilai Rp. 170 miliar. Salah satu yang dituding kerap
“menggertak” Atang adalah Husni Mukhtar, anak Atang untuk melunasi BLBI
justru digelapkan oleh Husni Mucthar dan anak atang yang lain, Lisa Muchtar.72

Pada 27 Januari 2006 pukul 11.00 WIB Atang Latief kembali ke Indonesia

setelah lima tahun melarikan diri ke Singapura untuk mempertanggung-jawabkan

™ yoww.rakyatmerdeka.co.id/situsberita.
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perbuatannya secara hukum, dalam kasus penyalahgunaan BLBI senilai Rp. 325
miliar. Dia tiba di Indonesia dalam keadaan sakit. Setibanya di Tana}TAir, Atang
Latief yang masiﬁ menggunakan k_ursi foda 1aﬂgsung dilarikan ke sebuah rumah
sakit di Jakarta. Kedatangannya ke. Ind'ones‘ia itu karena peran aktif Polri dan
adanya. kerjasama dengan'k.epolisian negara séhabat. Selain 1tu, juga adanya
keinginan kembali ke Indonesia dari Atang sendin, teﬁnasuk untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya dalalh kasus BLBI. Namun berbeda
dengan mantan Dirut Bank Servitia David Nusa Widjaja, Atang tidak ditahan
karena usia dan kondisi kesehatannya.

Kisah kembalinya Atang Latief ke Indonesia diawali ketika
Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Gories Mere menemuinya di Singapura dan
membujuk pengemplang BLBI Rp. 170 miliar itu untuk kembali ke Indonesia.
Atang dijanjikan clear tidak sebagai tersangka atau te.rdak\.)va.. Kata menantu
Atang Latief, Lukman Hastanto :

Waktu itu Pak Gories menjelaskan status yang bersangkutan clear, bukan
tersangka atau terdakwa. Akhirnya kami minta bantuan Polri. Biar bagaimanapun
| ada rasa kekhawatiran kami akan diperlakukan tidak ac_lil.73

Kata wakil Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Kombes
Pol Benny Mamoto, pertemuan dengan Atang berkaitan dengan kunjungan
Kapolri Jenderal Sutanto ke beberapa negara seperti ke Singapur_a pada Desember

2005.

n “Pengemplang BLB1 Atang Dirayu Gories Clear Bukan Tersangka”,

www.detiknews.com.
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Saya dan Wakabareskﬁm ikut, dan mulai melakukan pendekatan ke pihak
keluarga Atang Latief. Wakt_uf itﬁ kami minta bantuan KBRI untuk bertemu
deﬁgaﬁ kelﬁargai ‘Kami mempertanyakan kepada keluarga tentang persoalan yang
d_ihadapi Atang sehingga meningga]kan Indonesia. Dalam pertemuan selanjutnya;
kami menjelaskah' kepada Atang bahwa yang bersangkutan pﬁnya kewajiban
kepada negara. Memang ada bebrapé yang dikembalikan namun sebagai lagi
belum dikemba.likan. Pada bulan Desember 2005, Pak Atang sempat bersedia
kembali ke Indonesia, tetapi dilarang dokter ke Singapura karena kondisi
kesehatan dan sampai akhirnya dia datang sendiri.”*

Lukman Hastanto juga mengatakan bahwa di usia yang semakin uzur, ada
satu niat baik Atang Latief yang mendorongnya kembali ke Indonesia.
Pengemplang BLBI ini. siap melunasi kewajibannya sebesar R'p.. 170 miliar.

Beliau sudah uzur, dan dari dulu pingin pulang. Dia tidak punya keinginan
apa pun untuk tidak menyelesaikan keWajibannya. Pak Atang punya niat baik.
Aset dan keuangan kami cukup untuk melunasi kewajiban. Keluérga Pak Atang
pada April 2004 sempat mengajukan kembali pada April 2005. Pak Atang tahunya
karena kewajiban uang sebesar itu dia dikenakan denda, fnakanya tidak berani
pulang. Maklum Pak Atang pendidikannya hanya sampai Sekolah Rakyat (SR).
Yang dia tahu waktu itu hanya denda. Jadi apapun yang dihadapi nanti kami siap.
Ada yang bilang ke Papa di Indonesia yang salah bisa menjadi benar, dan yang
benar menjadi salah. Ada orang-orang yang melarang beliau untuk kembali ke

Indoneisa. Yang melarang Atang ke Indonesia adalah orang-orang dekat. Orang

" Ibid,
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te‘rsebut. bila_ng, 'rheI_ldi_ng tidak usah balik dulu daﬁpada ke Indonesia, kamu
ditangkap dan dizalimi dan ménding kita yang men&eleséikannya dulu. Pak Atang
juga sempat ﬁefogdh koceknya ﬁntﬁk kepengurusén,hal tersebut. Yang jelas ada
biaya yang dikeluarkan untuk ke_pengéurusah.75

Kata Lukman, Atang kabur ké Singapura karena tidak ada kepastian
hukum di Indonesia. Awalnya, muncul dugaan Atang juga dikerjai BPPN.
Namun, belakangan dia mengaku ditipu Husni. Setidaknya, orang kepercayaannya
itu telah dua kali menggelapkan asetnya. Pertama, penjualan aset PT Bina Multi
Finance yang bergerak pada bidang leasing (pembiayaan) pada 2004. Aset
tersebut laku sekitar Rp. 40 miliar. Seharusnya dana itu dikembalikan kepada
Atang. Namun, uang tersebut tak pernah sampai kepadanya.

P'enggélapa'n ‘kéciua terkait transfer dana dalam bentuk dollar Singapura
setara Rp. 10 miliar ke rekening milik Hﬁsni. Uang itu dikiim Atang dari
Singgpura. Rencananya, aset-aset tersebut untuk membayar tanggungan Atang,
namun akhimya tidak jelas,.ujar"Anton yang telah membaca laporan Ata\ng.76

Husni Muchtar kemudian ditangkap polisi. Husni dilaporkan oleh Atang
Latief karena telah menggelapkan hasil penjualan aset PT Bina Multi Finansial
milik Atang pada tahun 2004 sebesar Rp. 40 miliar. Husni juga menggelapkan

vang transfer dari Atang dalam bentuk dollar Singapura, yang nilainya setara

dengan Rp. 10 miliar. Padahal, uang tersebut awalnya akan digunakan untuk

s “Atang Latief Siap Lunasi Kewajiban BLBI Rp. 170 miliar”. www.detiknews.con.
78 JawaPos, 10 Februari 2006.
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menyelesaikan utang BLBI Atar‘lrg'_Latief. Hasil penjualan aset itu tidak diberikan
ke Atang. Bahkan .uang transfer juga (.iigelapk'c}n.w. :

Husni lantas membalaényé dengan rhénggugat. Atang Latief yang notabene
adalah ayahnya. Husni juga_ membeberkan dokumen utang ayahnya diberbagai
kasino di mancanegara. Husni juga mengatakan bahwa ayahnya pulang ke
Indonesia pada Januari 2006 bukan hanya untuk membayar dana BLBI yang
dikorupsinya melainkan juga untuk lari dari kejaran debt collector bandar judli
mancanegara.

Dalam masalah ini, kuasa hukum Hunsi Muchtar. Didi I Syamsuddin,
mengatakan :

Kita memang tengah mempersiapkan rencana upa'ya hukum terhadap
Atang Latief, tapi peftama kita akan mengklarifikasi bahwa Husni adalah anak
kandung Atang Latief sendiri, dan tidak permah menggelapkan aSet Ateng yang
mestinya digunakan untuk membéyar BLBL Adé pula dokumen penguat, temasuk
tagihan-tagihan dari kasino di beberapa negara terhadap ayah Husni.”®

Didi juga membeberkan surat pribadi Husni yang akan diberikan kepada
penyidik Polri. Husni dalam suratnya .menyesalkan Atang yang menyebutnya
éebagai “orang dekat” padahal saudara-saudara kandung Husni yang dikonfirmasi
tim kuasa hukumnya mengakui dirinya adalah satu dari tujuh anak Atang. Polisi
menangkap dan menahan Husni dengan tuduhan penggelapan aset Atang di Bina
Multi Finance (BMF) senilai Rp. 40 miliar. Husni memang mengaku dirinya

pernah meminta 1 jutat dollar AS kepada ayahnya. Namun uang tersebut

77 “Husni Muchtar Jadi Tersangka”, Suara Karya, 10 Februari 2006.
78 .
Ibid.



283

ditujukan’ mengganti_ biaya yang dikeluarkan memenuhi kewajiban-kewajiban
Atang Latief di Tanah Air. Dalam surat tertanggal 10 Februari 2006 itu Husni
menyebutkan : -
Beberapa waktu yang lalu sebelum kepulangannya ke Indonesia. Atang Latief
telah menghubungi saya dan menceritakan bahwa dirinya sedang dikejar-
kejar oleh debt collector dari bandar-bandar judi. Tidak benar juga bahwa
Atang Latief memiliki saham di Bina Multi Finance (BMF) Perusahaan saya.

PT Ladangkarya Selaras Buana memiliki 85 persen saham BMF dan s1sanya
oleh PT Adltyawarman Saya berhak menjual saham saya kepada plhak lain.”

Setibar_xya Atang di Indonesia, dia memang langsung melaporkankan
Husni Mochtar ke Mébes Polri dengan tuduhan menggelapkan asetnya di PT Bina
Multi Finance yang sedianya untuk menutup utangnya. Laporan sang ayah inilah
yang membuat Husm nieringkuk di penjara Mabes Polri sejak 8 Februari 2006.

Huéni Mochtar ditangkap polisi. Penyidik Badan Reserse dan Kriminal
(Bareskrim) Polﬁ pada sekitar pukul 13.00 WIB menjemput- Hﬁsni airestoran
cepat saji ﬁliliknya, di daerah Cikini, Jakarta Pusat. Setelah dijemput, Husni
langsung dibawa ke Bareskrim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan intensif
atas pengaduan Atang Latief. Setelah diperiksa 1 x 24 jam, Husni ditetapkan
sebagai tersangka.

Husni sendiﬁ membantahnya. Dia menyatakan, Atang Latief juga sama
sekali tidak mempunyai kepemilikan atas saham PT Bina Multi Finance (BMF). |
Pemilik PT BMF adalah PT Ladangkarya Selaras Buana sebesar 85 persen dan

Aditiyawarman sebesar 15 persen. Dan péda akhir November 2004 telah beralih

7 “Utang Dibayar, Penjara Tetap : Debitur BLBI Atang Latief Akan Digugat Anaknya” ,
Tempo, Edisi 52/XXX1V/20-26 Februari 2006.
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ke PT Batavia Prosperindo Internasional dan PT Batavia PrQSpen'ndo Sekuritas.
Dan dirinya adalah pemegang sahzm mayoritas di PT Ladangkarya Selaras Buana.

.Kafa Huéni; -dana yang diberikan Atang Latief sebesar 1 juta dollar
_S.ingapura adalah atas permintaan dirinya kepada ayahnya _sebagai pergantian
biaya yang dﬂceluarkan olehnya dalam membantu proses penyelesaian kewajiban
Atang Latief. }

Atang Latief meninggalkan Indonesia dengan kewajiban sebesar Rp. 325
miliar ‘kepada negara. Saya sebagai anak kandungnya telah rﬁembantu proses
penyelesaian kewajiban Atang Latief sebesar Rp. 155 miliar. Atang sempat
menelepon saya dan bercerita soal dirinya yang sedang dikejar-kejar dari bandar-
bandar judi di Singapura, Malaysia, Améﬁka Serikat (AS) dan Australia. Atang
minta kepada saya untuk turut mémbayar utang judi itu. Jadi képulangan Atang
Latief ke Indonesia bukan untuk membayar dan menyelesaikan kewajibannya
kepada negara tapi karena menghindar déri kejaran debt collector.™

Husni menyatakan, ;udingan penggelapan dan penipuan terhadap dirinya
sangat tidak berasalan. Makanya dia meminta pros‘es penyidikan dapat dilakukan |
secara proporsional dan netral.

Presiden Direktur PT Cipta Selera Murni, Husni Muchtar yang jﬁga
mengelola Texas Fried Chicken ini menolak tuduhan menggelapkan uang yang
akan digunakan untuk membayar utang ke negara.

Saya tidak pernah tanda tangan menyelesaikan utang Pak Atang. Tapi saya

memang berniat membantu menyelesaikan utang Bapak. Selama Bapak di luar

‘ 89 «Atang Latief Pulang ke RI Karena Dikejar Debt Collector Judi”, www.detiknews.com.
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7 neggri, saya berusaha keras mengurus. Pembayaran Rp. 155 miliar ke negara

(total utang BLBI Atang Rp. 325 miliar — Red). Saya yang ngurus. Sebagai anak,

‘tentu saja saya meras'a‘ilmt'prihatin atas utang yang ditanggung. Karena itu, saya

berusaha keras untuk membantu. Apalagi, saya satu-satunya anak laki-laki Pak
Atang yang tinggal di Indonesia. Saya sedih hanya dibilang sebagai orang dekat
Atang Latief. Saya ini anak kandung Atang Latief... Ibu saya yang sudah sakit-
sakitan pun jatuh sakit karena saya tidak disebut sebagai anak.... Sejak Pak Atang
keluar Indonesia, saya berusaha keras membantunya. Tapi Pak Atang tidak juga
leaps dari kebiasaan lama, berjudi. Di luar negeri, dia berjudi di mana-mana:
Malaysia, Makau hingga Las Vegas, Amerika mainnya tidak bisa kecil. Kalau
main bakarat, taruhan dia paling rendah US$ 100.000... Selama lima tahun
belakangan ini, puluhan jﬁta amblas. Dan dia punya utang dimana-mana. Kalau

sudah begitu. Ibu yang jadi korban. Dicaci maki, jadinya, kan saya mikir. Ini tidak

‘bisa dibiarkan. Saya kan harus berusaha agar keluarga saya bisa terus tumbuh.

Saya juga harus mikir Tbu®
Satiwati Muchtar, Istri Atang, mengakui hal tersebut. Hubungan saya

dengan dia saat ini terpisah. Kami saat ini dalam proses perceraian. Saya sudah

- tidak tahan. Kelakuan dia belakangan ini sangat kasar. Kata-katanya kasar.

Terutama, setelah pulang sehabis kalah man judi dia suka ngamuk... dan dulu
memang dia suka judi. Tapi__ soal judi, dia terus saja. Pernah kami sekeluarga
diajak ke Las Vegas. Sementara kami di kamar hotel, dia main judi. Saya bilang,

janganlah anak-anak diajari hidup begini. Tapi dia terus saja berjudi. Aset-aset

¥! “Wawancara Husni Muchtar: Taruhan Paling Rendah US$ 100.000”, Gatra, No. 15, 20
Februari2006.
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sudah dijual. Semua dijual. Yang d1 dalam negeri, rumah di Bukit Golf PE 10
Pondok Indah juga dijual Rp. 12 miliaf. Itu uahgnya masuk ke mana ? Kalau saja
hasil itu semua dibayarkan ke BPPN, ya, mestinya sudéh lqﬁas. Tapi uangnya ya,
ke kasino. Bayangin saja, dia kalah sampai US$10 tha. Sampai ditagih-tagih gitu.
Kalau kalah, junket dibawa pulang. Ngukuf tanah,. ngukur rumah. Saya jadinya
takut. Ngumpet di kamar. Im bukanya ngomongin orang, tapi begitulah kelakuan
dian. Pernah nih lagi nggap pegang uang. Delapan'bulan dia ngikut saya ke gereja.
Adubh, terima kasih Tuhan, dia menjadi orang baik. Eh, ketika pegang uang, US$ 3
juta. Abis jual apa gitu, empat minggu menghilang, Kemana lagi kalau bukan judi.
Utang lagi sama orang, junket, broker judi gitu-lah. Dia itu memang nggak boleh
pegang uang. Begitu pegang, udah deh menghilang. Jadi, kalau misalnya anak-
-anak bilang, kalau nggak punya uang untuk makan atau ke dokter anak-anak
masih bisa kasih. Tapi kalau untuk judi., tidak. Sebab uang seberapa pun nggak
cukup. Akan habis di meja judi. Tidak ada, sejak lima tahun lalu. Perusahaan-
perusahaan di Jakarta saya tidak tahu. Saya juga tidak pernah tanya. Biarlah itu
urusan dia sama anak-anak. Saya‘tidak ngerti. Yang saya tahu, si Husni yang
ngurusi utang bapaknya ke BPPN.*

Sejak saat itu Husni resmi menjadi tahanan Bareskrim Polri yang berakhir
8 April 2006. Polisi kemudian memperpanjang masa penahanan Husni hingga 8
Mei dengan tuduhan baru, Awalnya, Husni oleh polisi dituduh menggelapkan aset
Atang Latief dengan menjual PT Bina Multi Finance, perusahaan leasing yang

dijual pada 2004 seharta Rp. 40 miliar. Ada bukti transaksi dana dari Gain City

82 « A set Habis buat Judi”, Gatra, No. 18, 13 Maret 2006.
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_ yang berada di Singapura dan beraliansi kepada Husni. Uang senilai RP. 24 miliar
" lebih dikirim ke Gain City pada bukﬁ tanggal 8_Apri1 2005. Dana Rp. ?,Z miliar
tersebut adalah dana dari PT Bina Mulfi Finance yéhg s'ehafunya digunakan untuk
membayar tunggakan BLBI Iﬁilik Atang Latief. Bahkan sejaic 8 April 2006 Husmni
Muchtar resmi dikénakan pasal tambahan oleh penyi&ik. Dia juga lantas dituduh
melakukan penggelapan dana Bantuan Likuiditas Bank I;ldonesia (BLBI), kini ia
dituduh melakukan praktek pencucian uang (monéy laundring).

Anehnya, meski terbelit utaﬁg kepada bemerintah senilai ratusan miliar,
hukum seolah enggan mengusik Atang. Pada awal Februari 2006, Lukman
Astanto (menantu sekaligus juru bicara Atang Latief) bersafna Ulung Bursa
(pemilik Bank Lautan Berh'an), James Januardy (pemilik Bank Namura), dan
. Omar Putihrai (pemilik Bank Tamara) bahkan datang ke Tistana Presiden. Di sana,
péra bbligor BLBI itu bertemu Menteri. Ekénomi, Kepala Polri, dan Jaksa Agung,
Empat hari setelah bertemu para petinggi itu, keluar keputusan pemerintah tentang
Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)._ Pemerintah mewajibkan para
pengutang itu melunasi kekurangan utangnya melalui Departemen Keuangan
sampai akhir 2006. Prosedur penyelesaian PKPS ini dituangkan dalam Keputusan
Menteri Keuangan tertanggal 16_‘ Maret 2006. Salah satu ketentuannya, pengutang
yang diatur dalam skema ini adalah mereka yang menandatangani perjanjian
PKPS dan Akta Pengakuan Utang (APU) atau mereka yang sudah membayar
sebagian utangnya. Mereka inilah yang akan mendapatkan Surat Keterangan
Penyelesaian Kewajiban (SKPK) jika sudah membayar luas. Atang masuk dalam

skema ini.



288

Adapun dia sendiri optimistis bisa menutup utangnya. Dalam taksiran
Lukman, aset” yang dipakai untulj menutupi, ﬁtang Atang bera.sal' dari dana
_ penjualan‘PT. BMI sekitar Rp. 45 miliar.dan 65 pe'rsen. éahéfn Atang di Texas
Fﬂed_Chicken yang nilainya sekitar Rp. 100 miliar. Sisanya, dari beberapa aset
lain, berupa tanah dan pabrik, yang belum bisa ditaksir harganya. Ini memang
Ahitunga di atas kertas. Di lapangan, aset-aset milik Atang itu disinyalir sudah
- berpindah tangan. Bahkan gara-gara .aset itu pula pria 84 tahun yang dikenal gila
judi itu sékarang harus “berkelahi” dengan anak-anaknya.®*

Celakanya, selama apenanganan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN), Atang dianggap debitur yang tidak kooperatif. Sampai batas waktu yang
ditentukan dalam Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), utang
Atang tetap saja belum beres. Hasil .penil.aian Tim Bantuan Hukurﬁ (TBH) yang
pernah dibentuk BPPN juga menyatakan Atang telah menggelapkén BLBI, serta
melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Itg_ sebabnya. TBH
merekomendasikan agar Atang diproses secara pidana.

Kabar terakhir justru menyebutkan bahwa Atang Latief mengancam akan
‘mencomasi Mabes _Polri. Pasalnya, penyidikan kasus penggeiapan 390 saham
yang dilakukan oleh cucuﬂya akan dihentikan Bareskrim Polri. Dia pemaﬁ
mengadukan Lisa Muchtar, cucunya dengan tuduhan memalsukan akta otentik
pada 21 September 1998 berupa hibah 390 saham PT Cipta Selera Murni. Padahal

Atang tak pernah menghibahkan saham-saham itu. Ini menambahi pengaduan

¥ «Seri Perampok BLBI (6): Atang Latief, Uang untuk Lunasi BLBI Diembat Dua
Anaknya”, www.rakyatmerdeka.com.
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Atang pada polisi soal anaknya. Husni Muchtar, dalam kasus penggelapan harta

yang seharusnya digunakan untuk melunasi utang kepada negaré.84.
| Pada 12 Mafet ".2006,'Atang Latief kembali ké_ Sinéapura’xﬁeski belum
lunas_ utangnya. Dia terbang ke -Sihgapura dengan penerbangan SQ161
meninggalkan Jakarta ditemani menantunya, Lukman Astanto. Di Singapura,
Ataﬂg tinggal di apartémen mewah Frazer Suites, River Valley Road. Atang bisa
bebas ‘kembali ke Singapura karena termasuk bengemplang BLBI yang akan
diampuni pemerintah sehingga tidak perlu dicekal. Pemerintah beranggapan
mungkin saja Ateng sedang mengumpulkan aset-asetnya yang ada di luar negeri.
Atang sendiri mengaku sebenarnya telah mengajukan proposal untuk
pelunasan utang-utangnya sebelum BPPN bubar. Tapi karena BPPN keburu
bubar, maka ia belum 'sempat melunasi utang tersebut. Atang diberi waktu
melunasi utangnya hingga akhir 2006. Jika gagal,I bui mengancam mereka. Dari
mana Atang melunasi utangnya 7 Aset yang bisa dipakai untuk menutupi utang
Atang berasal dari dana penjuaian PT Bina Multi Finance (BMF) sekitar Rp. 45
miliar dan 65 persen saham Atang di Texas Fried Chicken yang nilainya sekitar
Rp. 100 miliar. Sisanya, dari beberapa aset lain, _berupa tanah dan pabrik, yang
belum bisa ditaksir harganya. Sejumlah asét Atang memang telah dijual. Di Perth,
Australia, Hyatt, September 222, gedung di Little Tokyo, Los Angeles, Amerika
dia jual US$ 2,6 juta. Tanah di Wilshire/Shatoo dijual US$ 3,5 juta. Juga rumah d1

Beverly Hills, dekat Rodeo Drive, ikut dilego pada 2002.

34 «Ayo Tom, Kejar Terus si Jerry”, Kontan, No. 17, Tahun X, 30 Januari 2006.
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Namun hingga kepulangannya ke Indonesia, mantan bos__Bank Bira itu
belum melaprkan harta kekayaan kepada polisi. Déta itu diperlukan sebagai
jaminan bahwa dia maxﬂpu meﬁgembalikan uang negar.a‘yang dikemplangnya.
Jika kondisi Atang tak kunjung membaik, polisi akan meminta daftar
kekayaannya melalui keluarganya. Sebelumnya, .melalui anak menantunya,
Lukman Astanto. Atang Dberjanji akan memenuhi kewajibannya, yaitu
mengembalikaﬁ sisa utang bantuan likuiditas Bénk Indonesia (BLBI) Rp. 170
miliar dari Rp. 325 miliar yang diterima.

Sejak menerima BLBI dan séjak Bank Bira menjadi pasien BPPN, Atang
baru mengembalikan utang Rp. 155 miliar dari Rp 325 miliar yang dikemplang.
Pengembalian tersebut dilakukan dengan tujuan mendapatkan Surat Keterangan
Lunas (SKL) dari BPPN sperti yang -diterima obligor lain. Karené belum semua
dana BLBI térsebut dibayar, Atang belum bisé meﬁgantongi SKL. Atang bersedia
bertanggung jawab secara hukum, asalkan diperlakukan secafa objektif dan hak-
haknya dilindungi.®’ |

Pada Mei 2006, pihak Atang Latief datang ke Departemen Keuangan
untuk bertemu Tim Pelaksana PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham).
Atang diwakili adiknya, Khaeruddin Latief. Sama hanya dengan James dan Adi
Saputra, basis perhitungan kewajiban yang disodorkan Atang kepada tim adalah
APU (Akta Pengkuan Utang) reformulasi. Term and Condition (persyaratan) APU
Reformulasi kan 30 persen cash plus aset. Skema yang sekarang adalah cash atau

near cash (dengan surat utang).

% “Harus Dijerat Pidana-Perdata, Atang Latief Belum Laporkan Kekayaan”, Jawa Pos,
30 Januari 2006.
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Pemerintah memang ymemberikan‘fasilitas deponering (pengabaian perkara
hukum) terhadap delapan obligor. Mereka adalah Ulung Bursa (Bank L:utan
| Berlian), Atang Latief (Bank Indonesia Raya), 'Jame’is Januardy (Bank Namura
Internusa), Adi Saputra Jamuardy (Bank Namura Internusa), dan Omar Puirai
Marimﬁtu Sinivasan (Bank Putra Multi Karsa), dan Agﬁs Anwar (Bank Pelita dan
Bank Istimarat).¥® Namun hingga hari ini, hampir 10 tahun sejak BLBI diberikan
pada Bank Bira pimpinan Atang Latief, uang teréebut tak pernah kembali kepada

negara. Dan Atang Latief ada di Singapura.
2). Hendra Raharja (Bank Harapan Santosa)

Pemerintah Indonesia menduga aset kekayaan bekas Direktur Utama Bank
Harapan Sentosa Heﬂdra Rahardja di Australia tellah dipindahkan ke negara lain.
Pencatut Rp. 1,95 triliun dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ini
diduga telah memindahkén aset itu ke sejumlah negara sebelum Pemerintah
Australia mengeksekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tefap
dari Indonesia.

Report dari Pemerintah Australia sudah hémpir selesai. Dari laporan itu,
kenyataannya harta (Hendra Rahardja) di Australia tidak ada lagi. Hasil laporan
selama enam bulan penyelidikan Pemerintah Australia menunjukan harta
kekayaan bos BHS yang menjadi terpidana seumur hidup ini besarnya tak seperti
dugaan Pemerintah Indonesia.®’

Pemerintah Indonesia lalu melakukan penelusuran aset milik almarhum

Hendra Rahardja yang ada di Australia dengan mengirim surat resmi kepada yang

8 “Atang Latief Juga Konfirmasi Utang”, Jawa Pos, 3 Mei 200§.
87« set Hendra Rahardja di Australia Raib”, www.tempointeractive.com.
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ada di Australia dengan mengirim surat resmi kepada Menteri Kehakiman dan
Jaksa Agung Australia minggu lalu Tlntuk melacak aset-aset milik mantan bos
BHS itu. Sekaligus pemerintah mengajukan‘i gﬁgatan 'terhédép 'kepemilikan aset
mantan bos BHS itu melalui perkara tindak pidana pencucian uang, Argumennya,
vonis terhadap terpidana itu sudah diputus tetap. Namun, uang hasil korupsi itu
dilarikan ke Australia. Sementara itu, vonis pengadilan di Indonesia yang
berkekuatan hukum tetap tidak dapat diterapkan di sana karena Indonesia
bukanlah negara persemakmuran yang mempunyai perjanjian tersebut dengan
Australia.®

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkum HAM) mengakui
pernah menggunakan uang hasil sitaan aset koruptor Hendra Rahardja di
Australia. Penggunaan uang senilai Rp. 680.322.394 untuk biaya kegiatan dan
honor Tim Gabungan Pengumpul Data Aset Hendra. Rahardja di Australia atas
persetujuan Tim Likuidasi Bank Harapan Sanfosa Dalam Likuidasi (BHS-DL)
pada 2003. .

Penggunaan aset Hendra Rahardja ini dilakukan pada masa Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Thza Mahendra yang rﬁembenmk Tim
Gabungan Pengumpul Data Aset Hendra Rahardja di Australia lewat Kep No.
M.486PR.09.02 tahun 2003 tanggal 14 Mei 2003. Untuk kebutuhan operasional
tim gabungan itu, Depkeh saat itu membuka rekening nomor 11779855 pada BNI
Cabang Tebet atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Depkumham.

88 “Pemerintah Ajukan Gugatan Pencucian Uang atas Aset Hendra”, Sinar Harapan, 16
April 2003.
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Saat itu ditransfer_ ke rekening. 111.7.7855 tersebut sebesar Rp.
;.987.336.784 dari hasil penyitaan aset Hendra -Rahardja senilai 634 ribu dollar
Australia. Adapun, daﬁ ﬁéng yang ditransfer itu éebeéar Rp. .3.303.014.390
dikembalikan ke Tim Likuidasi BHS-DL. Sédéngkan, Rp. 680.322.394 digunakan
Depkumham untuk membiayai kegiatan'dan honor tim gabungan selama bekerja
di Australia. Hingga tahun 2004 saldo yang ada di rekening Depkumham tinggal
Rp. 3.633.600. Padé 8 September 2006 saldo yaﬁg ada di rekening 1177855 yang
digunakan untuk menampung aset Hendra Rabardja itu ditutup dan semua disetor
kembali ke kas negara.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta tetap menyatakan
bahwa mantan komiséri_s PT Bank Harapan Santosa (BHS) harus menjalani
hﬁkunia’m pidana penjara sélamé seumur hidup. Sementara itu Eko Budi Poeiranto
(mantan Direktur PT BHS) dan Sherny Koyong Gyahg (mantan Direktur Kredit
PT. BHS) masing-masing di_ganjar huku_:ﬁan penjara selama dua puluh tahun.

Putusan tertanggal 8 Novenib.er 2002 tersebut memperkuat putusan majelis
hakim tingkat pertama. Dalam amar putusan tersebﬁt dinyatakan bahwa para
terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan mgyakinkan melakukan tindak
pidana korupsi. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya sependapat dengan
mejelis hakim pengadilan tingkat pertama.

Dalam perkara ini, para terdakwa diadili secara in absentia. Dlaam amar
putusannya, para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak
pidana pelanggaran Batas Maksimum Pembenan Kredit (BMPK) terhadap

perusahaan segrupnya. Majelis hakim juga menghukum para terdakwa untuk
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membayar denda sebesar Rp. 30 juta s_ubsider 6 bulan kumngan dan
mengembalikan nang pengganti.seca_lra tanggung renteng sebesar Rp. 1,95 triliun.
Atas putusan ini jaksa pun. menéaicu puas -karné sudah sesﬁai aengan tuntutan
mereka yang dibacakan dalam persidangan sebelumnya.gg B

Sejak tahun 1992 sampai 1996, Hendra berséma dengan térdakwa lainnya
meminta kepada loan committee untuk menyalurkan kredit kepada~ anak
perusahaan PT. BHS. Namun, pemberian ’kredit' sekita-r Rp. 2,6 triliun tersebut
menyalahi peraturan karena tanpa disertai jaminan. Kredit diberikan kepada grup
BHS itu temyata tak semuanya dipergunakan Sebagaimana mestinya. Dana itu
antara lain dipergunakan untuk pembelian 85 bidang tanah, antara lain di Bali,
Jakarta, ujung Pandang (Makassar), Yogyakarta dan Jakarta dengan ﬁenggunakan
nama terdakwa, perusahaan milik terdakwa, dan keluarga terdakwa.

Akibat i)emberian kredit tersebut BHS. méngalami kerugian sebesar Rp. 50
miliar setiap bulannya. Oleh karena itu,I pada tahun 1997 Baﬁk Indonesia (BI)
memberikan bantuan BLBI berupa kredit overdraft sebesar Rp. 1.578 ftriliun
dengan kewajiban harus dikembalikaﬁ. Namun, sampai tanggal 1 November
1997-ketika BHS dilikuidasi-dana itu tidak bisa dikembalikan beserta bunganya.
Bahkan, setelah menerima dana BLBI pun terdakwa tidak mematuhi perintah
Bank Indonesia untuk tak memberikan kredit atau pembayaran kepada perusahaan
grup BHS. Terbukti, selama tahun 1997 pun terdakwa melalui perusahaan

grupnya mampu menarik dana dari BHS sebesar Rp. 305,345 miliar dan 2,305

8 “Hendra Rahardja Tetap Divonis Seumur Hidup”, Media Indonesia, 18 Januari 2003.
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juta dollar Amerika Serikat (AS). Ini yang semakin merugikan keuangan negara

dan mengganggu perekonomian.9° )

Pada 1 Juni 1999, Hendra Rahardja ditangkap don ditahan aparat
keamanan Australia. Ketika itu Hendra dituduh melakukan praktek pencucian
uang. Pada saat yang sama, polisi Indonesia juga sedang_» inemburunya. Saudara
kandung Edy Tansil itu dituduh menilap Rp. 1,95 triliun uvang bantuan likuiditas
Bank Indonesia (BLBI) yang disalurkan ke bank rhiliknya, Bank Harapan Santosa
(BHS). Melalui Interpol, polisi melayangkan  surat permintaan untuk
mengekstradisi Hendra.

Meski perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia sudah diteken
April 1992, tak mudah membbyong pembobol bank kelas wahid itu ke Indonesia.
Pemeritah Australia yang menganut sistem hukum Inggris (British
- Commonwealth System) tidak begitu saja menyerahkan buruan itu. Ditambah
lagi, pihak Hendfa juga méngajukan keberatan melalui pengadilan setempat.

Tiga peﬁgacara andal Australia yang disewa Hendra memaparkan bbukti
bahwa kliennya tidak perlu diekstradisi. Menurut Ron Kessel, salah satu
pengacaré itu, peradilan di Indonesia bobrok, ditambah lagi ada diskriminasi
terhadap warga keturunan Tionghoa. Hakim pengadilan di Sydney pun meminta
waktu untuk mempelajar keberatan Hendra.

Hamir bersamaan, Hendra juga mempraperadilankan polisi Indonesia di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia menuntut pembatalan atas penangkapan

dan penahanan dirinya. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan

 Ibid.
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permohonan ini dan meminta polisi membatalkan penahanan Hendra di Australia
melélui interpol. Aneh bin ajaib. Bagai;ané" bisa hakim Indonesia membatalkan
penangkapan .d.an‘ : pena.héﬁan yéng dilakukan .pcl>lisi Austraiié' ?. kata Alfons
Loemau., pengacara Polri ké‘tika‘ itu.

Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selétah itu seperti melengkapi
senjata Hendra untuk melawan upaya ekstradisi. Menurut Amir Syamsudin-ketika
itu pengacara Polri- meski ada perjanjian ekstradi.si, ada beberapa hal yang bisa
menghambét proses ifu. Salah satunya, jika di Indonesia terbukti proses
pengadilannya masih ada diskriminasi ras dan agama. Selain itu, untuk kasus yang
menyangkut urusan politik, Australia juga sulit meloloskan permintaan untuk
mengekstradisi tersangka.

Brian Lulham, hakim pengadilah di .'Sydn'ey, | menganggap keberatan
Hendra hanya tipu dayé. Pada 24 Se_:ptemb.er 1999. Brian Lulham memutuskan
bahwa Hendra harus dikirim kembali ke Indonesié._Hendra masih melawan. Ia
mengaju__kan banding. Setelah tiga tahun lebih mempelajari kasus itu, hakim
pengadilan tinggi Australia pada Desember 2002 memutuskan Hendra harus
diekstradisi.’"

Soal kaburnya Hendra Rahérdj 0 yang punya utang BLBI pada negara, dulu
Kedutaan Besar Australia menyatakan siap membantu pemerintah RI untuk
mengurus aset Hendra Rahardja yang berada di Australia. Ketika kemudian

Hendra meninggal dan dimakamkan di sana, pemerintah berpendapat bahwa

masalah keperdataanya harus tetap diselesaikan. Jika eksekusi terhadap hukuman

?! “Belajar dari Kasus Hendra Rahardjo”, Tempo. No 52/XXX111/21-27 Februari 2005.
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badan (penjara) tidak bisa dijalankan, tapi tentang hukuman denda atau kewajiban
me;gembalikan kerugian negara tetap bisa dijalankan. Hendra Rahardja sendiri
-m‘eninggal‘ dunia pada '26 -J?muari 2003’ di Sydnéy, Aﬁs_tralié. Jenazahnya
kemudian dikubur sesuai tradisi Cina daﬁ dilakukan secara diam-diam di
Australia.

Upaya Polri mencomot Hendra ternyata masih tersendat. Bukan urusan
hukum, tapi penyakit kanker ginjal yang diderita Hendra. Lalu, pada Januari 2003,
polisi Indonesia kalah cepat dengan malaikat maut yang menj_emputnya.92 Status
hukum yang bersangkutan sebelum meninggal dunia adalah tahanan Pemerintah
Australia, atas permintaan Pemerintah Rl, yang akan diekstradisikan ke Indonesia
karena kasus BLBI. Proses ekstradisi yang bersangkutan sampai sebelum
, -meninggai telah mencapai tahaban akhir dengan diterbitkannya extradition
‘warrant atas nama Hendra Rahardja yang ditaﬂdatangaﬁi Menteri Kehakiman dan
Kepae_b_aﬂan tanggal 14 »Oktober 2002. Pelaksanaan ekstradisi tersebut masih
tertunda karena pengacéra Hendra Réﬁalja mengajukan judicial review terhadap
keputusan tersebut. Namun, Pemerintah Indonesia tetap mengajukan tuntutaﬁ
perdata kepada keluarganya kendati Hendra sudah tiada. _

Hendra Rahardja adalah saudara kandﬁng Edy Tansil, koruptor kelas
kakap yang raib hingga sekarang. Pengusutan atas kasus korupsi kedua saudara ini
telah berlangsung lama. Upaya Kejaksaan Agung menghimpun aset milik Edy

Tansil sendiri baru membuahkan ahsil berupa aset tanah yang disita dengan nilai

10 miliar. Jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan kerugian negara yang

2 Ibid,
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diakibatkan ulahnya. Setali dengan adiknya, Kejag_ling juga baru berhasil menyita
aset tanah milik mendian Hendra Raﬁardj a yang nilainya Rp. 30 miliar.

_ Taﬁah milik Edy Taﬁsil yang disita berada di 'Ke'caina;tan Kalideres,
Jakarté Barat. Di Kecamatan ini tanah Edy ada di 16 lokasi berbeda. Sedangkan
aset tanah di Kecamatan Cengkareng yang disita me:néaf)ai 2.035 meter persegi,
ditambah tiga hektar di tempat lainnya hingga mencapai 80.148,8 meter persegi,
Aset ini masih ditambah tanah milik Edy di déerah Cianjur, Jawa Barat, yang
mencapai 23 hektar. Sedangkan tanah milik kakak kandungnya, Hendra Rahardja,
yang disita Kejagung mencapai 5.770.453 meter persegi. Seluruh tanah ini ada di
Kecamatan Tenjo, Bogor. Kalau dihitung dengan harga Rp. 5.000/meter persegi,
kurang lebih menghasilkan Rp. 30 miliar.”’ Upaya Indonesia memburu harta hasil
~ pembobolan BLBI yang disimpan di Australia juga. tidak sebanding dengan jerih
payah pemerintah. Mente_ri Kehakiman dan Pabean Australia Chris Ellison
mengumumkan bahwar harta Hendra yahg bisa diserabkan i(e pemerintah
" Indonesia hanya A$ 642 ribu (sekitar RP. 4,6 miliar).

Upaya pemerintahan untuk mengéjar pertaﬁggung jawaban perdata dan
pidana pada' para pengutang BLBI adalah out of court settlement bukan
diterapakén suatu kentuan penegasan tanggung jawab tindakan hukum represif
penyelesaian piutang negara dengan kewenagan pengurus piutang negara dengan
menggunakan undang-undang penyelesaian piutang negara melalui badan khusus
(superbody) dan ditegakkan dengan upaya-upaya represif karena setiap keputusan

dari lembaga eksekutor ini memiliki kekuatan paksa (eksekusitorial).

% «pset Edy Tansil dan Hendra Rahardja yang Disita Baru Rp. 40 M~
www.detiknews.com.
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- Selama ini banyak k_n'tik yang dial_amatkan.pada hak eksekusi atas piutang
negara yang pénegakan hukumnya hanya mampu bertindak represif bilaf
berhadapan dengan ‘debit.ur—.de'bitur yang lemah. Akan tetapi, akan bertindak
responsif bila berhadapan denganr debitﬁ; kaya. Berdasarkan penelitian penulis
eksekusi piutang negara, ‘hak eksekusi yang dilaksanakan oieh PUPN sebagian
besar dilaksanakan dalam tingkat represif dan berhasil menarilg;r’embali uang
negara terhadap debitur lemah dengan jumlah Kredit di bawah Rp. 50 juta,

persentasenya bahkan lebih rendah dibandingkan dengan hak eksekusi piutang

negara terhadap debitur dengan jumlah kredit di atas Rp. 50 juta karena pada
umumnya diikat dengan hak tanggungan, sehingga memudabkan pengembalian
kerugian negara. Dan bila teﬁadi penyimpangan proses hukum penyelesaian
piutang’negara di luar PUPN, mé.ka yang terjadi adalah ketidakmampuan litigasi
untuk menyelesaii(an secara cepat dengan biaya murah.

Piutang negara menimbulkan kendala manakala penegak hukum mengikuti

proses hukum yang menyimpang tidak dilaksanakannya eksekusi langsung
sebagaimana karakter dan sifat piutang negara, hal ini dapat diamati dengan
adanya proses gugatan yang berkepanjangan dari penolakan lelang yang diadakan

oleh kantor lelang.94

* Berdasarkan Penelitian disertasi Purnama Tiora Sianturi, pada kantor lelang/PUPN
mengenai Lelang Jaminan barang Tidak Bergerak, banyak lelang yang dibatalkan oleh Pengadilan,
dimana debitur kaya berlindung pada prosedur hukum Acara, hal ini akibat bergesernya
pemahaman Doktrin Parate Eksekusi, pemahaman Gross Akte Pengakuan Hutang oleh MA. Sifat
penegakan hukum yang responsif ini bergerak dari pemahaman yang otonom, sehingga para
penegak hukumnya lebih memeiliki karakter responsif menurut ajaran hukum responsif adalah
dinamakan artificial legitimit, seni membolak-balikkan hukum/seni memutuskan hukum secara
kontradiksi
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Munculnya regulasi-regulasi moneter secara evolusioner yang berorientasi
responsif, seperti kebijakan R & D yang ti(iak dikenél dalam sistem hukum
perdata di Indonesia hanya berlaku sesaat dan tidék memilikil visioner jangka
panjang mengakibatkan tindakan pemerintah menguntungkan obligor yang nyata-
nyata merugikan negara.

Barangkali perlu diden:gér juga nasehat dari manfan gubernur Bank Sentral
Amerika Serikat: “Dugaan atau prasangka bahwa penambaﬁan atau perubahan
peraturan itu bagus. Tetapi terlalu sering peraturan-peraturan semacam itu diubah
membawa konsekuensi yang tidak diinginkan dan akhirmya dapat membantu
menciptakan bencana yang selanjutnya”.’®

Pendirian hukum responsif memberi kontribusi terhadap penambahan dan
perobahan peraturan perundang-undangan karena sifatnya lebih-dari sekedar
merespon terhadap gejala yang ada, sehingga seni pembelaan' hukum menjadi seni
yang memberikan otoritas afirmatif kepada fujuan, yaitu hanya sekedar
memastikan bahwa hukum dilaksanakan sungguh-sungguh di dalam kiﬂexja
lembaga-lembaga pemerintah. Argumen ini lébih sekedar penegasan kembali
kedudukan sentral hukum administratif di dalam tertib hukum modem, hukum ini
dipahami sebagai keturunan hukum otonom (birokratif), yaitu hukum prosedural
atau suatu hukum yang menyediakan dasar-dasar membatalkan kebijakan-
kebijakan adminitratif yang mengendalikan kekuasaan.

Pada kasus BLBI; pengejaran pertanggung jawaban secara perdata

misalnya kebijakan-kebijakan administratif dengan melibatkan institusi-institusi

% Johan Van Overtveldt, Bernankers Test, Terjemah, Sugianto Yusuf, Ben Bernanke
Alam Greenspan dan Drama Bankir Bank Sentral, (Jakarta: PT Gramedia, 2009), hlm 228.
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_ lainnya yang diberikan legitimasi_oleh pemerintah, BPPN, KSSK, LPS, Kejaksaan
Agungg dan Pengadilan Niaga, yang masing-m_asing memiliki dominasi prosedural,
tidak diberikan kewenangah langsung pada satu lembagé khusus ,sehingga tujuan
hukum menjadi kewajiban hukum®®. Dua kepenﬁhgan ini merupakan suatu konsep
efektivitas penegakan hukum.

Penyelesaian piutang negara yang dilakukan pada situasi kondisi tidak
normal karena dihadapkan pada kasus extraor_dinary default, maka diperlukan
peran penagih yang represif, berbeda pada kondisi defaulr biasa,”’ sehingga
pelaksa-naannya juga harus berbeda, bila dalam kondisi biasa dilakukan dengan
hukum formil melalui litigasi dan non litigasi. Sedangkan, penyelesaian piutang
negara luar biasa (extraordinary default) harus dilaksanakan suatu lembaga
penag’ih piutang, dan Jandasan hukumnya menggunakan undang-undang yang
mengan-dung unsur hukum formil dan unsu‘r. hukufﬁ materil sebagai?nana
'ketentuan_ Und.ang—Unda_ng No. 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara, peraturan pelaksanaannya dengén Keputusan Presiden No_. 11 tahun 1976
tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara.

Keberadaan PUPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun
| 1960 yang mengesampingkan pasal 195 dan séterusnya dari HIR, dianggap
merupakan penerobosan terhadap hukum perdata. Hal tersebut sebenarnya
dimungkinkan sejauh yang mengesampingkan memiliki kedudukan yang sama,

yaitu sama-sama undang-undang dan juga bobot yang sama pula. Kedudukan HIR

7 Tujuan hukum adalah memenangkan ketertiban, sedangkan kewajiban hukum adalah
due of proces.

_ °7 Kategori default biasa adalah piutang di bawah satu milyar, sedangkan extraordinary
defaulr di atas satu milyar.
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(Staatblad 1941 Nomor 44) adalah setingkat _dengar_i Undang—Undang, demikian
juga dengan pengaturan. PUPN melalﬁi _Unddré,g-Undahg Némor 49 Prp Tahun
. 1960. | Kemudian dalam " maters muatén keéiua undang~undang tadi, -apakah
_ keduany;a memiliki bobot yang sama ? Undang-Undang Nomor 49 Prp tahun 1960
memiliki unsur hukum material dan juga unsur formai. Unéur hukum materil atau
yang mengatur hubungan antara manusia terdapat pada pasal-pasal awal dari
Undang-Undang 1m, .yaitu yang mengatur siapa yéng bertanggung jawab, bentuk
Panitia Urusan Piutang Negara, tugas yang harus dikerjakan, dan apa yang
menjadi wewenang dari panitia in1. Sedangkan unsur hukum formil atau yang
mengatur tata cara penegakan dari hukum material dari undang-undang ini adalah
menyangkut isi dari tugas yang diurus, dalam bentuk apa dan bagairﬁana cara
pelaksanaan pengurusannya. Demikian pula dengaﬁ pgsal 195 cian seterusnya dari
HIR, yaitu tentang menjalankan putusan, terdapat unsur hukum formal dan unsur-
unsur materialnya, sehingga kedua undang—undang tersébut, yaitu Undang-
Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 dan HIR (Staatblad 1941 Nomor 44)
khususnya pasal 195 dan seterusnya kedudﬁkannya seimbang, yaitu sama-sama
memiliki unsur hukum formil dan unsur hukum rﬁaterial. Dipandang dari segi
pembentukannya, maka Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 memiliki arti
formil, karena dibentuknya oleh Presiden bersama dengan DPR-GR. Selain ifu,
Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 juga mempunyai arti material, yaitu
berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah. Pada HIR, pembentukannya
dilakukan oleh Raja dengan mendengar Raad Van State bersama-sama Staten

General. Dari kenyataan tersebut, maka secara formal kedudukan HIR adalah
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setaraf dengan Unda_ng—Undang Nomor 49 Prp .tah.un 1960. Kemudian HIR juga
memiliki arti untuk urﬁuin-dan bembuatannya Qleh pejabat yang sah, maka HIR
juga memiliki arti mateﬁai. bengan kenyataan di atas _.péﬁg.esampingan yang
dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 49 Prp Téh_un 1960 terhadap beberapa
pasal HIR khususnya padé pasal 195 dan seterusnya dapat dibenarkan karena
keduanya memili__ki bobot yang sama, baik dalam arti material maupun dalam arti
formal.®
Belajar dari penggunaan hukum represif oleh per-nerintah.'lepang dimana
kepufusan—keputusan yang menjadi kewenagan lembaga khusus semacam PUPN
tidak dapat diganggu oleh lembaga lainnya atau dibatalkan dan memiliki kekuatan
hukum mengikat, sedangkan untuk perkara-perkara yang mengandung unsur
pidana, maka pihak yang berwenang, yaitu Kejaksaan atau Kepolisian
(Investigati{ze Authorities) “akan melakukan penyelidikan dan penyidikan
berdasafkan laporan yang diperoleh dari DIC dan RCC, Gugus tugas RCC dan
DIC bertugas melakukan pengumpulan data dan penyelidikan untuk diberikan
kepada pihak yang berwenang.
Perkara-perkara pidana yang terjadi terbagi dalam dua kategori :
1) Perkara-perkara yang menyangkut penerimaan pinjaman (borrowers)
antara lain menghambat pelelangan, penipuan, penghambat eksekusi,
keterangan yang tidak benar dari Surat bukti asli, ancaman/pemerasan,

penipuan kepailitan.

%8 Arifin P. Soeriaatmadja, Laporan Penelitian Aspek-Aspek Hukum dalam Penyelesaian
Piutang-Piutang Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik
Indonesia, Jakarta 1993/1994, hal 67-69.

4
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2) Perkara-perkara yang menyangkut pemberi pinjaman (lenders) berupa
pelanggaran kepercayaan (breach of t:ust)._

" Dalam perkara-perkara yang mengandung unsur perdata, lDIC' dan RCC
membawa klaim untuk kerugian perdata diselesaikan dengan negosiasi di luar
pengadilan seperti perkara -yang menyangkut fanggung jawab pengurus badan
hukum terhadap kredit dan mencapai penyelesaimmya dengan 13 pengurus dari 5
badan hukum dengan tuntutan ganti rugi, séhingga dengan penekanan secara
represif dimungkinkan pelaksanaan paksa supaya bersedia mengganti kerugian .
Dalam hal terjadi kejahatan perbankan DIC melaksanakan proses litigasinya dan
kemudian menyerahkan penuntutatnnya oleh kejaksaan Jepang, sebelum diadakan
sidang ke pengadilan kejaksaan melakukan penahanan.

Pola penyelesaian yang dilakukan oleh PUPN dengan tindakan represif
yaitu menggunakan lembaga penyanderaan befguna untuk melakukan persuasif
dan represif dalam rangka penuntutan ganti kerqg_iaﬁ yéng terjadi karena kelalaian
debitur, kondfsi penyanderaan diterapkan bilamana debitur terindikasi akan
melarikan diri keluar negeri. Beberapa kasus BLBI yang pelakunya kabur keluar
negeri seperti Hendra Raharja. Gugus tugas BPPN tidak melakukaﬂ pengejaran
pertanggung-jawaban perdata, tetapt pengalihan perkara pada lebeling buronan
yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan. Upaya untuk mengejar
pe}aku BPPN tidak melakukannya sendiri, sebagaimana upaya pengejaran yang
difakukan oleh badan khusus pemerintah Jepang yang pelakasanaanya diserahkan

pada DIC, bukan pada kepolisian atau kejaksaan gugus tugas DIC berkordinasi

dengan Interpol melakukan pengejaran terhadap para pelaku kejahatan perbankan,
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dilakukan tindakan represif unmk menuntut penangguhg-jawaban perdata dan
pidanaj DIC mengupayakan penyitaan aset dan membiokir akses perbankén,
sehingga dengan demikién be.laku‘yang melaﬁkan diri kabur keluar negeri, tidak
akan bisa mengakses perbankan karena sumber-sumbér keuangannya ditutup. Para
obligor BLBI yang akhirnya kembali dari pelarian sebagian Ibesar adalah karena
dilakukan dengan upaya negosiasi dan tidak jarang dengan inisiatif sendiri dengan

suka rela pulang ke Indonesia mempenanggung-ja_Wabkan pefbuata_nnya.

D. Tindakan Represif Pada Bank Gagal

1. Pencegahan Bank Gagal

Pencegahan bank gagal adalah tindakan secara terus menerus menjaga
agar bank tidak kehilangan kepercayaaﬁ publik dan terjaga dari penyelewengan
afau moral hazard”® . Tindakan ini dapat dilakukan melalui tiga upaya yang harus
saling mendukung, yakni adanya manajemen risiko dan tata kelola yang baik atau
good corporate governance, disiplin pengaturan atau regulatory discipline dan
disiplin pasar atau market discipline. Adanya penerapan manajemen risiko dan

tata kelola yang baik dapat membantu bank dapat memastikan arah dan

- ¥ Menurut Kant ketentuan umum mengenai pertimbangan moral adalah jika kita dapat
melakukan berdasarkan maksim yang dimilikitetapi maksim itu bersifat universal. Maksim
merupakan suatu prinsip yang mendasari kita bertindak, dan prinsip itu bersifat universal jika
orang lain umumnya dapat menerima prinsip itu. Disinilah letaknya moral hazard, yakni orang
bertindak berdasarkan prinsipnya sendiri yang dapat diterima oleh orang lain umumnya. Lihat
Hendy Herijanto op.cit., him. 120.
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strateginya telah sesuai dan konsistensi dengan yang direncanakan. Hal tersebut
dapat mencegah pengelolé bank melakukan tiﬁdékan yéng melampaui derajat
risiko yang telah digariskaﬁ. Dalaﬁ Merﬁorandum of Under&tandirig on operation
between the Financial Supervision Authority, central baﬁks, and finance ministry
of the Eu.ropean Union on Cross border financial stability. sébuah' protokol yang
mengatur mengenai “cross border banking” di Uni Eropa pada bagian akhir
dokumen tersebut, disebutkan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan otoritas
keuangan Uni Eropa bila terjadi krisis adalah sebagai berikut :

a. Latar belakang kebijakan (policy background)

b. Cakupan penilaian (scope of the assessment)

c. Prioritas penilaian (prioritisqtion on the assessment)

d. Faktor-faktor yang memengaruhi (factors influencing the assessment)

e. Skor dampak sistemik (systemic impact scoré) |

f Rentang skor (range of the score)

' g. Dampak penularan (con_tagion channel)
Semua ini berarti bahwa bilamana téxjadi dalam krisis, maka segala

macam dipertimbangkan akan diberikan skor, lalu diriﬁgk’as ke dalam grafik yang
disebut sebagai “heat map”. Peran lainnya adalah diperlukan lembaga penjaminan

simpanan.
1. Kebijakan Program Penjaminan Pemerintah

Amanat yang dituangkan dalam Keputusan Presiden tanggal 3 September
1997 yang diberikan kepada Menteri Keuangan dan Bank Indonesia menunjukkan

bahwa tanggung jawab pemerintah yang dikepalai oleh presiden dengan Dewan
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Monetef pelaksanaannya diteruskan pada masa _Menten' Keuangan dan Bank
Indonesia. Namun, t1dak ada prosedur dan mekanisme operas1ona1 yang jelas
dalam mengatur hubungan keqa antara DPK-EKKU, Dewan Moneter termasuk
Bank Indonesia, dan Departemen Keuangan terutama mengenai sistem
pengawasan pelaksaﬁaan kebijakaﬁ 100

Pada periode Oktober sampai dengan Desember 1997 dalam rangka
mengatasi kesulitan ekonomi moneter yang melahda Indonesia termasuk dan tidak
terbatas pada restrukturisasi perbankan. nasional, IMF ikut berperan aktif dalam

menentukan langkab-langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah.'®’ Namun

100

2002,hal 34
101

Sitompul, Zulkamaen. Perlind{mgan Dana Nasabah. Jakarta: Universitas Indonesia,

Bantuan IMF ini diikuti dengan pinjaman hampir sebesar 43 miliar dolar AS, 23 miliar
dolar untuk pinjaman awal, sedangkan hampir 20 miliar dolar AS untuk pinjaman cadangan.
 Pinjaman awal terdiri dari 10 miliar dolar AS dari IMF, 4,5 juta dolar AS dari Bank Dunia, 3,5 juta
dolar AS dari ADB dan 5 miliar dolar AS lagi dari sumber-sumber Indonesia lainnya. Sementara
itu, sumber pinjaman cadangan adalah pinjaman dari enam negara (walaupun pinjaman yang
bersumber dari negara-negara yang disebut second line of defense ini tidak pernah direalisasi)

Paket IMF sendiri terdiri dari dua komponen yaitu :

1. Panduan yang berisi garis-garis besar target kebijakan ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi,
tingkat inflasi, defisit neraca berjalan, dan keseimbangan fiskal)

2. Panduan garis besar kebijakan reformasi ekonomi yang mencakup perdagangan, investasi
institusi keuangan dan infrastruktur pasar.

Sementara itu, paket kebijakan perbankan, pemerintah Indonesia dengan IMF
menyepakati beberapa paket kebijakan termasuk di dalamnya kebijakan terhadap lima puluh bank,
yang merefleksikan 34,3% dari sistem perbankan, penutupan 16 bank swasta kecil, yaitu :

a. meningkatkan pengawasan, khuusnya pada elemen-elemen kunci seperti lukuiditas dan foreign
exposure bagi 6 bank swasta terbesar;

b. rencana rehabilitasi, bagi 7 bank swasta kecil dengan pangsa pasar 0,7 persen yang memiliki
permasalahan serius termasuk kebutuhan akan modal;

c. conservatorship bagi 3 bank, yang mengalami kebutuhan modal paling parah (dengan pangsa
pasar hanya 0,1 persen), dan penundaan pembahasan terhadap 6 bank pembangunan daerah
yang tidak solvent dengan pangsa pasar 0,4 persen), yang harus menunggu pembahasan dengan
pemerintah daerah pemilik DPD;

d. mentransfer aset yang baik dari bank pemerintah yang bermasalah (dengan pangsa pasar 9,6
persen) kepada bank pemerintah lainnya serta melakukan merger terhadap kedua bank
dimaksud;

e. mengambil langkah-langkah rehabilitasi terhadap 10 bank swasta yang tidak solvent (dengan
pangsa pasar 3%) yang mendapat bantuan dari bank Indonesia, serta meningkatkan akselerasi
modalnya agar menjadi solvent;

f. melakukan langkah penutupan kepada 16 bank swasta yang sangat tidak solvent (dengan
pangsa pasar 2,5 %) dengan memberikan proteksikepada deposan kecil.
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usul paket kebijakan yang kemudian diimplementasikan itu justru makin

-

memperburuk kondisi perbankan.'® -

- Selanjutnya; pédé‘ténggal 27 Januan 1998 'p’erﬁeﬁntah mengeluarkan tiga
langkah penyélamatén_ darurat perbankan sekaligus memberikan komitmen
pemeriﬁtah untuk membayér ongkos restrukturisasi perbénkan, yaitu sebagai
berikut:

a. Semua deposan dan kreditur bank nasionai dijamin pemerintah.

b. Membentuk - badan khusus bernama Badan Penyehatan Perbankan
Nasional di bawah naungan Menteri Keuangan dengan masa operasi lima .
tahun. Badan ini selanjutnya bertugas mengambil alih dan melakukan

' program penyehatan terhadap bank yang bermasalah dan mengelola kredit

macet dari bank yang masuk ke dalam pro‘gram.'peny’ehatan.

c¢. Mengajukan struktur dan poia pengelolaan restrukturisasi korporasi paket
kebijakan ini membawa dampak positif. Nﬂai Rupiah terus menguat
menjadi Rp. 10.000 per dolar dén terus menguat. Dana pihak ketiga pun -
kembali ke sistem perbankan.

Pada saat yang bersamaan pemerintah pun memutuskan untuk
memberikan batasan terhadap tingkat suku bunga deposit (batas maksimum suku
bunga penjaminan) untuk meminimalkan moral hazard akibat dikeluarkannya
blanket guarantee. Melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.

30/199/KEP/DIR tanggal 12 Februari 1008, 54 bank umum swasta ditempatkan

12 Menurutnya, pengumuman penutupan enam belas bank belum disertai dengan
penyempurnaan kelembagaan, legal, dan kerangka aturan yang pada saat itu juga sedanag dalam
proses penyempurnaan. | Putu Gede Ary Suta, Soebowo Musa, Membedah Krisis Perbankan :
Anatomi Krisis dan Penyehatan Perbankan, 2003,
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dalam program penyehatan di BPPN, tetapi pada saat itu BPPN belum efektif
béroperas?onal, sehingga 54 bank-bank tersebut baru dapat diserahkan tanggal 4
April1998. - | o
- Krisis moneter dan pencabutan izin usaha enam belas bank pada
pertengahan dan akhir. tahun 1997 telah menyebabkan merosotnya kepercayaan
masyarakat dalafn dan luar negeri terhadap mata uang rupiah dan perbankan
nasional yang ditandai dengan penarikan dana fnas_yarakat secara besar-besaran
dari sistem dan tidak diterimanya L/C dari perbankan nasional oleh perbankan
luar negeri. Dalam rangka memulihkan kepercayaan masyarakat dalam dan luar
negeri, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menjamin kewajiban
pembayaran bank umum bagi nasabah dan kreditur dalam dan luar negeri yarig
diwujudkah dalam bentuk pengeluafan ketentuan :
a. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang
Kewaj _ibén Pémbayaran Umum; dan
b. Kepuﬁsan Menteri Keuangan No. 26/K/MK.017/1998 tanggal 28 Januari
1998 tentang Persyaratan dan Tata Cara Jaminan Pemerintah terhadap
Kewajiban Pembayaran Bank Umum. 103
Program penjaminan pemerintah atau blanket guarantee ini dilaksanakan

oleh BPPN dan Bank Indonesia sebagaimana didasarkan pada ketentuan Surat

Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN NO.

183 Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab 11.C.1 Program Penjaminan Pemerintah
(blanket guarantee), kedua ketentuan merupakan bagian yang mengatur penjaminan terhadap
nasabah dan kreditor dalam negeri, sedangkan bagian yang mengatur penjaminan terhadap kreditur
luar negeri dimuat dalam Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1998 tanggal 23 Januari tentang
Jaminan Pembayaran Pinjaman Luar Negeri, dan Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1998 tanggal
12 Agustus 1998 tentang Jaminan atas Pinjaman Luar Negeri dan atau atas Pembiayaan
Perdagangan Internasional yang dilakukan oleh Bank.
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30/270/KEP/DIR dan No. 1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemberian Jaminan ‘Pémerintah terhadap Kewajiban Pembayaran
Bank Umufn. Keikutsertaan bank .dalam program penjéfninan ini bersifat wajib
atau compul;sary, kecuali bank campuran boleh tidak mengikuti program
penja:ﬁinan dengan syarat bank asing pémegang saham bénk yéng bersangkutan
telah memberikan jaminan yang sam;l kepada nasabah atau krediturnya. Peranan
Departémen Keuangan dalam hal ini adalah menyediakan dana program
penjaminan yang semula berasal dari dana talangan Bank Indonesia kemudian
diganti oleh Departemen Keuangan mewakili pemerintah dengan menerbitkan
Surat Utang Negara. Jumlah dana sebesar Rp. 53,8 triliun dimuat dalam Surat
Utang Negara No. SU-004/MK/1999 tanggal 28 Mei 1999. Untuk mengéta'si
kn’é_is yang terjadi, pemerintah mengéluarkan beberapa kebijakan, di antaranya
member jaminén atas _éeluruh kewajibah pembayaran'bar-lk, termasuk simpanan
masyarakat. (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Kebutusan Presiden
Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank
Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan
Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkereditan Rakyat.

Pemerintah juga melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan '
untuk memperbaiki kinerja perbankan dan memperkuat struktur permodalan bank
yang menelan biaya luar biasa besar.

Bergulimya kebijakan blanket guarantee terbukti menumbuhkan kembali
kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Di sisi lain, kebijakan ini

membebani keuangan negara dan menimbulkan moral hazard, yakni insentif bagi
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banker atau nasabah untuk mengambil risiko yang lebih besar karena adanya
penjaminan simpanan'04.

'Muhculnya -pertiinbangﬁri untu.k tetap menjaga képercéjaan masyarakat
dan meminimalkan dampak negatif blanket guarantee _mendqrong pemerintah
menetapkan secara .ber;cah.ap pengurangan lingkup penjaminan dan hanya akan
fnemben'kan jaminan terhadap simpanan dalam jumlah terbatas (limited
guarantee).

Sebagai implementasinya, pada 22 September 2004, ditetapkan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
LPS dirancang sebagai satu unsur penting dalam jarring pengaman sistem
keuangan (financial safety net) yang mérupakan praktek terbaik di banyak negara
_ untuk memelihara sistem perbankan.

LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam
memélihara stabilitas sisfem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Fungsi
penjaminan diejawantahkan dengan melakukan p.émbayaran klaim penjaminan
aats simpanan nasabah bank yang dicabut iziﬁnya dan menupjuk tim lﬂcuidaéi
untuk membereskan aset dan kewajiban bank tersebut.

Sementara itu, fungsi turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan
yang diwujudkan melalui upaya menyelamatkan atau penyehatan bank gagal yang
tidak berdampak sistemik maupun yang _tidak berdampak sistemik (bank
resolution). Keputusan menyelarﬂaﬂcan atau tidak menyelamatkan bank gagal

tidak berdampak sistemik ditetapkan LPS. Salah satu pertimbangannnya

1% ibid hal 54

4



312

didasarkan pada perhitungan biaya yang lebih rcndah (lower cost test) antara
menyelamatkén bank tersebut dengan membayar klZim"penjaminan.

" Selain itu, keputusaﬁ untﬁk menyelamatkan bank .gégal yang berdampak
sistemik ditetapkan dan diserahkan oleh Komite Koordinasi yang terdiri dari
.Menteri Keuangan, Gubermnur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner.
LPS selanjutnya bertindak sebagai pelaksana dalam penyelamatan bank gagal
yang telah diputuskan berdampak sistemik.

Dalam upaya pehyelamatan bank gagal, LPS berwenang mengambil alih
dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk RUPS,;
menguasai, mengelola, dan menjuéUmengalihkan aset bank; melakukan
_ pényertaan modal sementara; serta mengalihkan manajemen pada pihak lain.

LPS mempunyai jangka waktu penyclamafan paling lama empat tahun
untuk bank tidak berdampak sistemik dan lima tahun untuk bank gagal yang
berdampak sistemik. Selanjutnya LPS wajib menjual ‘selun'lh saham bank yang
tidak berdampak sistemik mulai pada tahun kedua, dan tahun ketiga untuk bank
yang berdampak sistemik secara terbuka dan transparan.

Dalam hal LPS telah membayar klaim penjaminan simpanan nasabah bank
yang dicabut izinnya, LPS mempunyai hak untuk menggantikan posisi nasabah
penyimpan tersebut (hak subrogasi) dalam pembagian hasil likuidasi bank.
Pemberian kewenangan dan hak tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan
tingkat pemulihan (recovery }ate) bagi LPS sehingga keberlangsungan program

penjaminan simpanan dapat terus dijaga.
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Keberadaan LPS sejalan dengan Arsitektur Perbank_an Indonesia (API)
yang bertujl-;an menciptakan sistem perbankan nasional yang kuat, bertumbuh, dan
sehat. Fungsi LPS.(.ialam menjarrﬁn simpanan nasabah bank rhaupun melakukan
penyelamatan bank gagal merupakan bagia_n penting d.alam Pilar ke-6 API. Selain
itu, peran LPS dalam mendukung gtabilitas sistem perbankan berkontribusi
mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dan meningkatkan kesej ahteraan

masyarakat.

Sebagian besar negara yang terkena krisis perbénkan menerapkan blanket
guarantee sebagai upaya untuk merestrukturisasi industri perbankannya dengan
cara mempengaruhi sensitivitas risiko bank yang akan memberikan insentif pada
pengelolaan bank secara pruden. Di antara empat negara, seperti Indonesia,

- Thailand, Korea Selatan dan Malaysia yang.r.nelaksanakan blanket guarantee pada
saat krisis perBankan tabun 1997-1998, Thailand dan Korea_Selatan langsung
menunjukkan efek yang positif ketika program tefsebut diterapkan, sementara
Indonesia tidak seketika demikian karena program tersebut baru diterapkan
setelah setengah tahun krisis tersebut berlangsung.'®

Di Indonesia, masyarakat khususnya nasabah penyimpan dana belum
memperoleh kejelasan ketika diumumkan Keputusan Presiden mengenai blanket
guerantee, bagian mana-mana saja yang dijamin dan lembaga mana yang akan
melaksanakannya, sehingga program penjaminan pemerintah tersebut tidak
langsung memperoleh respons yang positif. Hal yang sama terungkap dalam hasil

audit investigasi BPK yang mempermasalahkan bahwa BPPN dan Bank Indonesia

19 Seperti juga digambarkan oleh Kaoru Hosono et.al..Banking Crises, Deposit Insuranse
and Market Dicipline: Lesson from the Asian Crisse, RIETI Discussion Paper Series 05E-029
Thid Draf 27 October 2005, Japan.



314

‘tidak memanfaatkan prograin penjaminan_ dimaksu_d_dalam rangka meng-cover
kewajiban bank yang jatuh tempo dan dibiarkan dibaya.r.melalui proses kliring.!%
Sementara itu, Bank Indbnesia' dan .BPI"N '.mengemukékan bahwa setelah
dikeluarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998, pemerintah belum memiliki
ketentuan pelaksanaan, sehingga pembayaran kewajiban bank dilakukan melalui
proses kliring.

Uraian tersebut di atas, di samping menunjukkan kelemahan yang
ditimbulkan dari dasar kebija.kén yang kurang jelas, tetapi juga menandakan
kurangnya pemahaman atas kondisi teﬁ adinya dan dampak yang ditimbulkan oleh
- krisis serta pemahaman yang kurang luas mengenai mengapa perlu upaya
mempertahankan keberadaan dan kestabilan sistem perbankan dan sistem
pembayaran. |

Undang-Undang Nomor 24 Tahun. 2004 tenfang Lembaga Penjamin
Simpanan kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009
terdapat 'empat pilihan teknis terhadap bank gagal, yakni, pertama, melalui
penanganan bank gagal sistemik dengan melibatkén pemegang saham, kedua,
melalui penanganan bank gagal sistemik tanpa melibatkan pemegang saham,
ketiga melalui penyelamatan bank gagal tidak sistemik dan keempat, dengan tidak
melakukan menyelamatkan pada bank gagal tidak sistemik. Pendefinisi- sistemik
dan non-sistemik mempunyai arti yang penting dalam teknis penutupan bank
gagal terutama dalam hal penyelamatan yang berarti negara melakukan intervensi

pada kelangsungan operasional bank gagal tersebut dan dalam pertemuan G-20

106 Mengurai Benang Kusut, op.cit..h. 83-85.



315

hal ini pernah dibahas m‘engenai_ 'p_e_ndeﬁnisian dan ukuran dampak dari bank
gagal akan tetapi belum. juga terdapat. ke__sepahamén péndapat karena hampir
semua :negara mempunyai pa’ndaﬁgan bahwé definisi méngeﬁai sistemik dan non-
sistemik masih bersifat relatif karena berdasarkan pada ko.ndisi, s¢hingga sampai
saat ini belum ada penetépan deﬁﬁisi sistefnik daﬁ non-sistemik di negara mana
pun—Pada dasarnya sebuah sistem yang bersifat kompleks akan memiliki resiko
sistemik dimana sebuah kegagalan merembet dan merusak seluruh sistem. Oleh
karena itu, yang dapat dilakukan dalam kasus seperti BLBI dan Bank Century
hanyalah méngurangi kompleksitas dari sistem ini. Resiko sistemik tak dapat
terdeteksi dan ia muncul akibat interaksi yang tak terduga antara bagian-bagian
dalam sebuah sistem. Dalam hal resiko I;ada sistem keuangan manaj emen resiko
hanya dapat mengantisipasi masalah keadaan normal dimana prilaku bank-bank
lain dapat diprediksi, menurut pandangan Gedrge Soros mengutip bendapat CEO
City Bénk yang mengatakan; |

“Ketika musik berhenti ,dalam kaitan. dengan likuiditas ,segala hal akan

menjadi rumit. Namun sepanjang musik berlangsung, Anda harus berdiri dan

menari. Kita masih menari’

Pendapat ini menggambarkan keadaan yang berkaitan dengan masalah
redit subprime di Amerika, dimana persoalan timbul ketika kredit berkontraksi
_ yang dise_babkan likuiditas dikurangi untuk tujuan yang sama.'”” Dalam keadaan
kriris perubahan yang terlampau cepat dapat menyebabkan bank-bank berprilaku

diluar kebiasaan. Resiko sistemik dinyatakan kuat bila institusi lain yang secara

197 George Soros The New Paradigm for Financial Markets, 2008, him 84 dlpetlk dari
buku Selamatkan Perbankan Demi Perekonomian Indonesia, hlm. 76.

)
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fundamental kuat tergerus dan terkena dampak signifikan. Dalam keadaan
tersebut sirkulasi uang akan mengalami penurunan,fselﬁentara setiap bank akan
berupayd keras uﬁtuk meningkatkan iikuiditasnya. Untuk rﬁéndapatkan hikuiditas,
bank mendesak deBitur untuk melunasi lebih cepat, dan kondisi tersebut akan
diperparah dengan perilaku nasébah mencairkan tabungan karena panik.

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah dan Bank Indonesia
adalah aspek psikologis pasar pada saat itu. Pénutupan 16 bank yang pangsa
pasamya hanya 2,3 persen dari total aset perbankan ternyata mengakibatkan
dampék berantai yang memicu krisis perbankan. Efek psikologis inilah yang
menjadi salah satu alasan Bank Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan serupa
keﬁka mem-bailout Bank Century. Dalam penjelasannya Bank Indonesia
mengatakan bahwa terdapat lima aspek yang digunakan Bank Indonesia untuk
melakukan analisis bank gagal yang dianggap sistemik,. yaitw: (1) institusi
keuangan, (2) pasar keuangan (3) sistem pembayaran, (4) Sektor riil dan (5)

Psikologis pasar.
2. Perbedaan Bail :Out Indonesia dengan Amerika Serikat

Persoalan bailout yang menimpa pembuat kebijakan di Indonesia, baik
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai
pejabat sejauh ini adalah tidak terlindungi oleh hukum politik terhadap upaya-
upaya kriminilisasi bailout dikarenakan pemahaman terhadap protokol krisis yang
disediakan konstitusi tidak dipahami sebagai hak prerogratif presiden sebagai
kepala negara. Pemahaman protokol krisis yang diatur oleh Undang-Undang

Dasar 1945 bertujuan pencegahan gejolak dimensi krisis yang berdampak pada
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kehidupan perekonomian akhimya memba_wa malpraktik policy yang masuk pada
ranah k'orupsi.gBerbeda dengan pola pencegahan krisis tentang bagaimana negara
‘Amerika Serikat (AS) .membu;at képutﬁsqn untuk bailbuf beberapa lembaga
keuangan pada krisis keuangan tahun 2008, fakta tersebl.lt-menunjukan kebijakan
pemen'ntah AS dan Pemeriﬁtah Indonesi melaksanakan kebijakan bailout mereka
sangat berbeda dimana kebijakan tidak bisa dilepaskan dengan kontelasi politik
akan tetapi: dampak dari kontelasi politik tidak serta merta menimbulkan implikasi
perbuatan-perbuatan politik terhadap tindakaﬁ penyelematan krisis dapat dinilai

sebagai perbuatan-perbuatan melawan hukum.
a. Kebijakan Bail Out di Indonesia

Krisis ekonomi dan‘ perbankan ‘tahun 1997/1998 yang | memaksa
pemeﬁn'té}.l-me.‘:nalangi (bailoz,;t).Rp. 600. triliuﬁ, disusul dengén penutupan 16
bank teﬂikuidasi, seharusnya tak ada lagi kasus serupa, karena biaya penyelesaian
dan penangannya menajadi beban rakyat yang begitu berat. Ternyata dalam masa
pemerintahan presiden Soesilo Bambang Yudoyono, yaitu pada tahun 2008 kasus
serupa terjadi lagi. Kali ini menimpa Bank Century. Waktu itu selain sulit
mendapatkan dana untuk memenuhi rasio kecukupan modal (Ca?ital Adequecy
Ratio/CAR)-nya yang minus, bank tersebut juga tak memiliki dana untuk
pembayaran bunga bagi deposannya. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI)
pun turun tangan menyelamatkannya. Dana talangan dikucurkan ke Bank Century
sebesar Rp. 6,7 triliun melalui Lembaga Penjamin Simpanan.

Alasan penyelamatan waktu itu, kondisi Bank Century telah memburuk

sehingga harus dinyatakan sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. Ujung
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penyelesaian dana -talangan Bank Century hingga k1m tak diketahui. Audit
investigasi terhadap Bank Century yang hasilnya dilaporkan Badan Pemeriksa
Keunangan (BPK) _kepéda DPR. Pada Bulan NO\./ember 2009, menyatakan ada
kesalahan prosedﬁr pehyelaxnatan bank tersebut. Bahkan muncul kecurigaan atas
prosés pengambﬂan keputusanya dan adanya transaksi tak wajar di Bank century.
Akhimya penyelidikan dibentuk' Panitia Khusus (Pansus) DPR, melalui voting,
keluar rekomendasi Pansus DPR yang menyatakan ada kesalahan prosedur dan
kecurigaan di balik pengucuran dana talangan itu. Hasil sidang paripuna DPR
mendukung hasil kerja Pansus Maret 2010. Dikeluarkanlah Rekomendasi Pansus
DPR sebagai berikut :

1) Pansus DPR merekbmendasikan agar penyelidikan kasus Bank Century-
diserahkan kepada - penegak hukum, seperti - Komisi Pembarantasan
Korupsi (KPK).

2) DPR membentuk pula Tim Pengawas (Timwas) pelaksanaan rekomendasi
DPR atas Bank Century tersebut.

Namun hingga berakhirnya masa tugas Timwas pada Desember 2011,
KPK belum menemukan unsur-unsur tindak pidana di balik pengucuran dana
talangan tersebut. Masa tugas Timwas DPR pun diperpanjang setahun lagi dan
KPK diberi waktu hingga Juli 2012. Akhir Desember 2011 lalu, BPK
menyerahkan laporan audit forensik yang dikerjakan BPK sebatas “audit
investigasi lanjutan “Banyak yang menilai ,audit tersebut minim fakta baru dan
menuding BPK terkooptasi, tudingan tersebut dibantah BPK. Dari 15 temuan

yang dilaporkan, hanya tiga temuan baru. Selain aliran dana kepada Budi Mulya
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sebesar Rp. 1 mi_h'ar, PT Media Nusa Perdana sebesar Rp. 100,95 miliar, dan

Hartanto Edi Wibowo sebesar $ US 125 ,000.

Berdasarkan hasil audit Investigasi BPK November 2008, kasus Bank

century akibat lemah dan tidak tegasnya BI selaku pengawas antara lain:

1)

2)

3)

4)

Keputusan Merger tahuh 200 1. dengan Bank CIC , Bank Pikko dan Bank
Danpac, syarat-syarat marger tak bisa dipenuhi .

Marger yang didahului dengan akuisis Bank Danpac dan Bank Pikko serta
kepemilikan saham CIC oleh Chinkara — perusahaan berdomisili di
Bahama yang saham mayoritasnya dipegang Rafat Ali Rizvi (terpidana
dan ststus buron), tak memnuhi persyaran administrasi, yaitu tak adanya
laporan keuangan Cinkara tiga tahuﬂ terakhir dan tak adanya rekomendasi

otoritas moneter negara asal.

‘Sebagi pengaWas Bank Indonesia mengizinkan merger meskipun ada

pelanggaran, diantaranya berupa surat-surat berharga (SSB) fiktif yang
melibatkan Chinkara ‘.‘séharusnya BI membatalkan persetujuan merger tiga
bank tersébut”.

Selanjutnya dalém kurun waktu 2005-2008, pengawasan Bl lemah dan
tidak tegas. Banyak terjadi pelanggaran, diantaranya CAR yang minus
132,5 % pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, dan SSB yang
tidak bisa dijual karena diterbitkan oleh perusahaan terafiliasi. Akibatnya
Bank Century kekuarangan modal , yang seharusnya ditutup oleh pemilik

modal. Akan tetapi, Bank Indonesia mendiamkan dengan pelanggaran-

4
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pelanggaran tersebut, BI cuma menempatkan Bank Century pada
pengawasan insentif. <

Diketemukannya bentﬁréh kepentingan bisnis 'antara-Bﬁdi Mulya sebagai
Deputi Bank .Indonesia selaku pengawas dengan bank-bank yang
diawasinya. Budi Mulya dengan Robert Tantular selaku pemilik Bank
Century. Budi Mulya kekurangan dana, sehingga meminjam uang ke
Robert Tantular, tetapi tidak ada perjanjian pinjamannya. Sementara di sisi
lain, pada periode itu Bank century tengah mengajukan fasilitas pendanaan

jangka pendek (FPJP). Budi Mulya sebagai salah satu pejabat di BJ

memiliki peranan untuk mengucurkan FPJP itu, sehingga pinjaman ijtu

4 berpotensi konflik kepentingan.

Kebijakan Pemerintah terhadap bailout Bank Century yang begim

mencekam itu ternyata didahului dengan kebijakan fmmerintah untuk

merilis satu paket instrumen kebijakan berupa _Péraﬁiran Pengganti

Undang-Undang (Perpu) sebagai antisipasi dan payung hukum kebijakan .

Ada tiga Perpu yang dikeluarkan yaitu :

- a) Perpu Nomor 2 Tabun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

b) Perpu Nomor 3 tahun 2008 Perubahan mengenai Undang-Undang
No. 24 Tahun 2004 tentang  Perubahan Lembaga Penjamin
Simpanan.

c) Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring pengaman Siste

Keuangan KSSK.
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d) Perpu Nomor 2 Tahunv2008vdan Perpu Nomor 3 tahun 2008
disazkaﬁ dalam Sidang paripurna DPR pada tanggal 18 Desember
2008. Dengan - begitﬁ Bank Indonesia diperbolehkan membantu
likuiditas atas jaminan agunan berkualitas dan Lembaga Pejamin
Simpanan, dan méningkatkan nilai jaminan Simpanan nasabah bank
dari Rp. 100 juta menjadi Rp. 2 miliar.

e) Perpu Nomor 4 tahun 2008 tenfang Jaﬁng Pengaman Sistem
Keuangan ditolak DPR, meski tidak dalam bahasa yang tegas. DPR
meminta pemerintah menyempurmakan melalui RUU JPSK.

f) Jaring Pengaman Sistem Keuangan merupakan mekanisme
pengamanan sistem keuangan dari ancaman krisis, yang pencakup

.. pencegahan dan menjaga stablitas sistem keuangan melalui ;
1 Peﬁgaturan dan pengawasan lembaga keuangan dan sistem
pembayafén;
2) Penyediaan fasilitas pembiayaan jéngka pendek;
3) Program penjamin simpanan,;
4) Pencegahan dan penangan krisis.

Tiﬁdakan JPSK bisa meliputi penangan kesulitan likuiditas dan/atau
maslah solvabilitas bank (atau lembaga keuangan bukan bank) yang berdampak
sistemik. Instrumen yang dipakai JPSK meliputi fasilitas pembiayaan darurat dan
penambahan modal melalui penyertaan modal sempurna, yang disesuaikan dengan

tingkat kebutuhan dan tingkat ancaman.
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_Sumber pendanaan untuk pencegahan dan penaﬁ_gan krisis berasal dari
APBN. Perpu yang dirancang menjadi uqdang-undang ﬁxembuat wewenang
Men£eﬁ keuanganl'menjédi amat besar ~ bahkan dinilai melampui wewenang
~ presiden. Alasannya, Perpu itu memang mengaskan adanya lembaga bernama
* Komite Stabilisasi sistem keuangan (KSSK). Ketua_nya adalah Ménteri keuangan
sedangkan anggotanya adalah Gubernur Bank Indonesia. Menurut Rizal Ramli,
bahwa kompdsisi KSSK itu aneh. Menurut Rizal, komite KSSK yang hanya
beranggotakan dua orang itu terlalu sedikit dan berjumlah genap, sehingga sulit
membayangkan jika ada perbedaan pendapat di dalamnya. KSSK juga dinilai
seperti Dewan Moneter di zaman Orde Baru. Adanya KSSK juga membuat
Gubernur Bank Indonesia tidak lagi indepnden, seperti amanat konstitusi. Apalagi
dalam Perpu itu ditegaskan bahwa Menteri Keuangan. dan -Gubernur Bank
Indonesia tidak dap;lt dituntut di muka hukum bila kébijékannya meng-
atasnamakan KSSK. Jadi, sebagai lembaga keuangan Superbody. Perdebatan
tentang Perpﬁ ini yang diajukaﬁ 'ke DPR sangat kental dengan kepentingan politik,
sebelum ditolak DPR, Perpu meor 4 Tahun 2008 ini menjadi landasan hukum
bagi keputusan KSSK dalam mem-bailout Bank Century.

Menurut Bambahg Soesatyo,108 uniknya pemerintah menyatakan Perpu itu
masih berlaku hingga Rapat Paripurna DPR 29 September 2009, ketika paripurna
menyatakan menolak RUU JPSK. Setelah itu, muncul surat presiden kepada DPR
tanggal 11 Desember 2009 tentang Pencabutan Peraturan pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem

‘% Bambang Soesatyo, Skandal Gila Bank Century, (Jakarta: Ufuk Publishing House,
2010), hlm. 130 -141.
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Keuangan (JPSK). Alasan pemerintah ,surat ketua DPR ‘pada tanggal 24
Desember 2008 kepada Presiden republik Indonesia tentang keputusan Sidang
paripurna DPR 18 Desember 2008 hanya meminta pengajuan Rancangan Undang-

Undang tentang Jaring Pengamanan Sistem Keuangan sebelum Januari 2009 .

Tidak ada pernyataan apakah Perpu Jaring Pengam Sistem Keuangan disetujili-

atau tidak menjadi Undang-Undang. Insterprestasi dari isi surat itulah yang
menimbulkan beda pendapat dengan Pemerintah. Surat dari Ketua DPR itu
berbunyi sebagai berikut:

“Undang-Undang. Dengan ini kami sampaikan bahwa rapat Paripurna DPR
Republik Indonesia, tanggal 18 Desember Menindaklanjuti surat Presiden
republik Indonesia Nomor R-63/Pres/10/2008 tanggal 29 Oktober 2008,
perihal Rancangan Undang-Undang Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Jaring Pengaman Sistem keuangan menjadi 2008 menyepakati untuk meminta
kepda pemerintah agar segera mengajukan RUU tentang JPSK sebelum

ytanggal 19 Januari 2009 guna menindaklanjuti sebagaimana mekanisme

Dewan yang berlaku”. ,
Presiden lalu mengajukan —Rahcangan Undang-Undang (RUU) Jaring

Pengamanan Sistem Keuangan (JPSK) Nomor 4 Tahun 2008. Pasal 31 RUU
JPSK yang diajukan pemerintah mengusulkan Perpu No. 4 .Tahun 2008 baru
dinyatakan dicabut apabila RUU disetujui menjadi undang-undang. Pemerintah
secara sepihak menganggap perpu itu belum ditolak DPR dan masih terus berlaku.
Padahal, ketika tidak disetujui DPR, dasar hukum Perpu sudah hilang.

Perdebatan tentang masa berlaku Perpu ini muncul karena menyangkut
dasar hukum KSSK tentang penanganan-bank gagal berdampak sistemik. DPR
melalui Sidang Paripuma tanggal 29 September 2009 sudah berpendapat bahwa
semua kebijakan KSSK atau komife kordinasi terkait penyelematan Bank Century

menjadi tidak sah karena sidang 18 desember 2008 tak memberi persetujuan atas

4
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Perpu nomor 4 tahun 2008. Perbedaan pendapat mengenai sah tidaknya bailour
Bank Century ini sangat serius masing—me_;sing mem?liki legitimasi hukum
berdésarkan ruang daﬁ' waktu. Pihak Pemerintah mengatakan. .Keputusan atés
‘Bank Century. — yang dﬂakukan pada tanggal 21 November 2008 sah karena
kepﬁtusan itu dilakukan pada periodé 15 Oktober — 18 Desember 2008, ketika
Perpu masih berlaku. Menurut pendapat BPK dan DPR kebijakan bailout pasca
18 Desember 2008 tidak memiliki dasar hukum (ilegal). vTidak ada yang mengira,
termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa Perpu Nomor 4 Tahun 2008 akan
dipakai sebagai instrumen kebijakan pemerintah unfuk menyelematan Bank
Century, dan ternyata bailout sudah dilakukan dengan dua tahapan :

1) Pada tanggal 14 sampai dengan 18 Nopember 2008, Bank Century sudah
meﬂdapat bailout dari Bank Indonesia berupa fasilitas Peﬁnbiayaari jangka
Pendek‘(FPJP) senilai Rp. 689 miliar. Padahél sebelumnya sejak tanggal 6
Nopember 2008, Bank century “dalam pengawasan khusus”. Itu artinya
Bank Indonesia sudah menempatkan pengawasnya di Bank Century,
sehingga BI mempunyai akses untuk memperoleh data mutakhir dari bank
tersebut.

2) Pada tanggal 21 Nopember 2008 pukul 05.30 WIB diadakan rapat tertutup
KKSK yang dihadiri oleh Menteri Keuangan (selaku ketua KSSK),
Gubernur Bank Indonesia (selaku anggota KSSK) dan sekretaris KSSK
(Raden Pardede). Rapat tersebut memutuskan Bank Century sebagai bank
gagl yang berdampak sistemik dan menetapkan penanganan Bank Century

oleh LPS dengan pemyataan sebagai berikut:
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a) Untuk membuat CAR Bank Century menjadi 8 % ,diperlukan dana Rp
632 milin . | |

b) Untuk kebutuhén dana likﬁidités _selama. tiga bulan kemudian
diperlukan dana sebesar Rp. 459 miliar.

3) Hasil rapat tersebut memutuékan;

a) Menyerahkan penanganan Bank Century yang merupakan bank gagal
-yang berdampak sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

b) Penanganan bank gagal tersebut dilakukan dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga Penjafnin Simpanan.

¢) Keputusan Rapat tersebut selanjutnya dituangkan dalam keputusan
KK No OI/KK.01/2008 tanggal 21 Nopember 2008.

Kemudian sehari setelah dikeluarkannya keﬁutusan KSSK tersebut pada
tanggal 25 Nopember tahun 2008, Menteri keuangan Sri Mulyéni dan Gubernur
Bank Indonesia Budiono ﬁelapor kepada Wak_il Presiden .Jusuf Kalla. Tatkala
mendengar bahwa pemerintah dan Bank Indonesia memutuskan untuk membantu
Bank Century, ia meradang , ia meradang marah “Apa ? Bantuan ‘7 Kenapa harus
dibantu ? Ini Perampokan.....! katanya dengan suara keras.'” Bailout untuk itu
kurang lebih Rp 6.760. 000.000.000 (US § 677.400.000).

b. Bailout di Amerika Serikat
Sebagai pe{bandingan, pada periode waktu yang sama AS juga

110

menghadapi krisis keuangan. Menurut Richard A. Posner,~ krisis keuangan

menjadi akut pada pertengahan September 2008, saat kebangkrutan Iehman

' Ibid., him. 155.
"% Yang merupakan hakim dari Pengadilan Banding AS dan penulis buku "4 Kegagalan
Kapitalisme Of - The Crisis Of ‘08 dan The Descent Ke Depresi” 2008.
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Brothe'rs,_ penjualan dan _runtuhnya - Merrill Lyngh,_ ,dan berikutnya
pengambilalihan pemerintah terhadap Fannie Mae daﬁ Freddie Mac, dan bailout
terﬁadap Amen'cah Iﬁtematidnal Group, sebagéi p’érﬁ;sahéan asuransi nasional
terbesar, memicu penuruhén tajam di pasar saham dan pembekuan kredit di
seluruh dunia ''!. ‘Pada pertengahan September 2008 George Bush Jr yang saat itu
presiden AS, Dia mendesak Kongres untuk menyetujui $ 700.000.000.000 usulan
bailout pemeﬁﬁfahannya. Bush memperingatkan warganyé bahwa seluruh
ekonomi kita berada dalam bahaya ... kita berada di tengah-tengah krisis
keuangan yang serius, dan pemerintah federal menanggapi dengan tindakan tegas.
Dia mengatakan bagian dari US $ 700 miliar usulan bailout yang dibutubkan
untuk memulihkan kepercayaan di pasar, maka dengan sebuah upaya panik oleh
Federal Resérve, Departemen Keuangan, dan Kongres untuk menyelamatkan
sistem keuangan terj adi. Upaya ini mer;cap’ai puncélknya' pada awal Oktober ketika
kongres memberlak_ukah bailout US $§ 700 miliz;r indu’stri perbankan dan
mendirikan lembéga tunggal yang diberikan kewenangan penuh yang diberi nama
TARP - Troubled Asset Relief Program. Jadi, berbedé. dengan pemerintah
Indonesia di bawah payung protokol krisis pemerintah dalam hal ini presiden
mengeluarkan regulasi daiam bentuk PERPU, yang kemudian digagalkan oleh
DPR. Akan tetapi, di Amerika tindakan pemerintah adalah sangat transparan

dalam membeberkan pelaksanaan kebijakan bailout. Dari awal para pemimpin

"' Bagi perekonomian AS , krisis subprime mortgage harus dibayar sangat mahal
,upaya penyelamatan ini merupakan kerja sama antara the Fed dan Departemen Keuangan AS,
selain Bear Sterns , krisis kredit perumahan juga telah menyeret Merriil Lynch dalam kerugian
amat besar sekitar 8 milyar dollar AS .bencana ruginya perusahaan-perusahaan investasi kelas
dunia menjalar ke Eropa dan Jepang . UBS dan Barclays (Eropa) ,serta Mizuo (Jepang } ,
mengalami kerugian serius , akibat krisis subprime mertgage — lihat - A Prasetyantoko , Bencana
Finansial ,Stabilitas Sebagai Barang Publik , 2008 Penerbit Kompas Jakarta, halm 167
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negara baik itu Presiden maupun Gubernu_r Bank Sentral (Fedefql Reserves/ The
Fed) ,.menginformasikan warga rﬁereka tentang krisis keuangan yang terjadi dan
langkah-langkah '.ap'a.'yang 'dia:mb'il' 'untuk‘ _rrilemecahkan -mésalah. Presidennya
secara terbuka meminta dukungan politik juga dari pihak opo.s_isi, sehingga
Kongres AS bisa segera meloloskah rencana keuangan/ékonominya. Dia juga
kemudian secara resmi meminta Kongres untuk persetujuan program

penanggulangan krisis.

Di Negara Amerika Serikat diman-a konstitusi tidak menyediakan protokol
krisis, mekanisme pencegahannya dilakukan berdasarkan hasil negosiasi
pemerintah dengan kongres yang dituangkan dalam komitmen bersama sebagai
landasan hukum penanggulangan, hal ini dapat dilihat pada protokol krisis yang
dikeluarkan oleh pémerintah AS yéng telah mendapét dukungan dari Kongres ,
dan di bawah peﬂgawasan Dewan Paﬁel di .Kong.res - membentuk sebuah badan
khusus untuk menanggulangi krisis dengan Nama Troubled Asset Relief
Program (TARP). |

TARP diberikan kewenagan unfuk menangani 'Bailout bank dan
menyélamatkan sistem keuangaﬂ Amerika dari kehancuran , sementara itu usaha
penenaggulangan dilakukan dengan dana yang disediakan oleh pemerintah
Amerika serikat Troubled Asset Relief Program (TARP), mendapat kucuran
uang sebesar US $ 700 miliar. Bailout yang menggandeng dan memanfaatkan
Wall Street di Washington. Lembaga ini telah berhasil melaksanakan tugasnya
dengan menghasilkan keuntungan sebesar $ 25 miliar cukup untuk mendanai

Securities and Exchange Commission (SEC) selama 20 tahun.
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The Troubled Asset Relief Program of 2008
& Largest Recipients: 3 Years Later i

- Bankof Amerien 455 $40 Biltion
1o 335 mm

JPREoncAaN Unase &L
$25 Biliien

Sbtrots b9 Rack ¥revs

‘Gambar 3.1. Skema penanggulangan krisis AS pada 2008
- Sumber: Securities New York

Meskipun lembaga TRAP ini dilahirkan pada era pemerintahan Republik
akan tetapi kemudian dilanjutkan oleh pemerintahaﬁ Demokrat Presiden Barak
Obama. Lembaga TARP salah satu program adalah dapét menghindari bencana
ekonomi yang lebih besar dengan penggunaan biaya jauh lebih éedikit dari yang
dicadangkan .

TARP tidak hanya menyediakan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan
inti dari krisis. Para pejabat dalam 7RAP jﬁga memiliki kewenangan yang kuat
sebagal tangan pemerintah unfuk mengambil langkah-langkah luar biasa untuk
menjamin kelangsungan hidup dari sistem keuangan, di antaranya adalah
“program pembelian modal yang merupakan kunci yang diperlukan untuk
menstabilkan sistem keuangan dan ekonomi.” TARP juga mencegah resesi yang

lebih dalam, disamping itu TARP mendorong pelonggaran moneter Federal
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Reserve, sehingga peﬂumbuhan PDB menjadi 4,7 poin dan penurunan tingkat
pengangguran akan ;enjadi 4,0 pérsentase lebih tinggi di. ﬁhun 2010. Dan, dani
'. segi biéya, TARP pada awalﬂyé, perk;raan Bérkisér di ratﬁsan miiiar dolar dengan
Anggaran Kongres yang ditentukan bahwa program ini akan. menelan biaya $
356.000.000.000. Secara signifikan mengurangi biay.a-bia}}a penanggulangan
krisis adalah lebih rendah bila dibal;dingkan dengan penangan krisis keuangan
BLBI, ini dikarenakan tidak hanya dari kinerja yéng lebih efisien di bawah dewan
pengawasan panel Kongres, tetapi juga manajemen Treasury efektif. Antara lain
adalah pembiayaan kredit untuk menurunkan biaya melalui pengelolaan aset
TARP khususnya, restrukturisasi AIG, Chrysler, dan GM.

TARP mengc;lontorkan dana juga untuk melakukan tindakan pencegahan
kebangkrutan Chryslef dan GM, tanpa bantuan TRAP pembuat mobil akan

kehabisan dana dan kekuarangan dilikuidasi untuk membayar kreditur.''?

Chrysler
dan GM telah direstrukuu_‘isési,' membayar kembali dana mereka lebih cepat dari
jadwal, dan sebagai jalan menuju pemulihan. TARP telah mencegah yang terburuk
dari krisis keuangan. TARP memodifikasi model pengembalian dari seluruh asset
- bank da_lam bentuk jaminan rumah melalui House modification Program (Hamp)
mempercepat ﬁenyitaan lainnya dan meningkatkan pinjaman. Bahkan, bagian dari
biaya TARP dengan biaya rendah sebesar $ 50 miliar untuk merestrukturisasi
hipotek dan mencegah 3 sampai 4.000.000 penyitaan rumah. Dan program ini

telah diturunkan dari waktu ke waktu, dan saat ini hanya 1,5 juta modifikasi

percobaan dan 500.000 modifikasi permanen telah dibuat.

'12 Bila terjadi penutupan yang seperti itu dapat menghancurkan, memusnahkan lebih dari
satu’juta pekerjaan di industri kendaraan bermotor .
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Sejak diberikanya Otoﬁsasi TARP itu, sebanyak -7,.1 juta pemilik rumah
telah menerima perhberitahuan penyitaan. Hamp berusaha untuk menyelamatkan
hipoték melalui pengﬁrahgan sementara suku bungé dan ﬁembayaran bulanan.
Tetapi meskipun pembayarah yang lebih rendah, banyak pemilik rumah yang
masih memungkinkan berisiko gagal bayar. Badan khusus TARP dengan
kewenangannya yang -represif akhimya dapat menyelamatkan perbankan dan
perekonomian Rakyat Amerika dari kebangkrutan .

Tindakan represif diperlukan dalam keadaan krisis keuangan, maka perlu
memahami sejarah bailout di Amerika Serikat :

Pada bulan Agustus tahun 1971, Kongres meloloskan UU Jaminan
Pinjaman Darurat, yang dapat memberikan dana untuk setiap badan usaha besar
dalam krisis. Lockheed adalah penerima pertama. Kegagalan akan berarti
kerugian yang signifikan pekerj_aan di California, kerugian Bagi GNP dan
berdampak pada penahénan nasional. Dalam lima bulaﬁ pertarha tahun 1974 bank
kehilangan $ 63.600.000. The Federal Reserve melangkah dengan pinjaman $
1,75 miliar. Selama 1970-an, New York City menjadi over-diperpanjang dan
memasuki | periode krisis keuangan. Pada tahun 1975 Presiden Ford
menandatangani Kota Pembiayaan Act New York musiman, yang dirilis § 2,3
miliar pada pinjaman ke kota. Pada tahun 1979 Chrysler menderita kerugién
sebesar § 1,1 miliar. Tahun itu perusahaan meminta bantuan ”dari pemerintah.
Pada tahun 1980 Undang-Undang Jaminan Pinjaman Chryslef disahkan, yang
memberikan $ 1,5 miliar dalam bentuk pinjaman untuk menyelamatkan Chrysler

dari kebangkrutan. Selain itu, bantuan pemerintah itu harus diimbangi dengan
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bank-bank AS dan .as'ing. Kemudian kgdelapar_l_ bank nasional terbesar ,
Kontinental Illinéis telah ménderita .kerl.lgian yang signifikan setelah membeli § 1
~ miliar dalaﬁx pinjama’n energi dari gagal Penh Sﬁuare, Bank of Oklahoma. FDIC
dan Federal Reserve menyusun rencana untuk menyelamatkan bank yang
termasuk mengganti eksekutif puncak .bank. Sételah kégagaian luas tabungan dan
lembaga pinjaman, Presiden George HW Bush menandatangani dan Kongres
mengesahkan Lembaga Keuangan Pemulihan dan Reformasi Penegakan Undang-
Undang tahun 1989.'"

Serangan teroﬁs 11 September 2001 melumpuhkan industri finansial sudah
bermasalah. Untuk menyelamatkan penisahaan penerbangan, Presiden Bush
menandatangani menjadi undang-undang Udara Keselamatan T ransportasi dan
Stabilisasi Act , yang kompensasi 'penerbaﬁgan untuk landasan wajib pesaWat
setelah serangan. Tindakan dirilis $ 5 miliar kompensasi dan tambahan $ 10 miliar
jaminan pinjamaﬁ atau instrumen krédit federal lainnya. JP Morgan Chase dan
pemerintah federal diselamatkan Bear Stearns ketika raksasa keuangan mendekati
keruntuhan. JP Morgan membeli Bear Stearns untuk $ 236.QO0.000, Federal
Reserve memberikan batas kredit § 30000000000 untuk memastikan penjualan
bisa bergerak maju. Pada 7 September 2008, Fannie dan Freddie pada dasarnya
dinasionalisasi: ditempatkan di bawah conservatorship Badan Keunangan
Perumahan Federal. Menurut ketentuan penyelamatan tersebut, Departemen

Keuangan telah menginvestasikan miliaran untuk menutupi kerugian perusahaan '

. Awalnya, Menteri Keuangan Hank Paulson menempatkan plafon sebesar $§ 100

3 Hall, MIB (2009) Krisis sub-prime, kredit crunch dan bank kegagalan: Sebuah kajian
di Inggris respon otoritas ‘. Jurnal Keuangan dan Peraturan Kepatuhan, dalam pers.
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miliar untuk investasi di masing-masing perusahaan. Pada bulan Februari, Tim
Geithner inengangkatnya menjadi § 200  miliar. Uang 1i.tu | disahkan oleh
Perﬁmahan dan Pemulihan 'Ekonoﬁi Act of 2008. Pada empat kesempatan
terpisah, pemerintah telah menawarkan bantuan kepada A/G agar tidak runtuh,
meningkat dari semula § 85000000000 batas kredit dari Federal Reserve untuk $
180.000.000.000 upaya gabungan antara Treasury (3 70000000000) dan Fed ($
110.000.000.000). ($ 40 miliar komitmen Departemen Keuangan juga termasuk
dalam total TARP.) Pada akhir September 2008, Kongres menyetujui RUU lebih
dari § 630.000.000.000 belanja, yang termasuk ukuran sebesar $ 25 miliar dalam
pinjaman untuk industri otomotif. Ini pinjaman berbunga rendah dimaksudkan
untuk membantu industri dalam mendorong untuk membangun lebih hemat'bahan |
bakar, kendaraan ramah lingkungan. Detroit 3 - General -‘Motor.s, Ford dan
Chrysler - akan menjadi penerima manfaat utama. |

Pada bulan Oktober 2008, Kongres meloloskan Stabilisasi Ekonomi

Darurat Act, yang disahkan Departemen Keuangan untuk menghabiskan $ 700

miliar untuk memerangi krisis keuangan. Treasury telah membagikan uang

melalui sup alfabet program yang berbeda. Berikut penghitungan berjalan

perusahaan mendapatkanﬂ dana TARP Citigroup menerima investasi melalui 74RP

$ 25.000.000.000 pada bulan Oktober dan lain § 20 miliar di bulan November.

~ (Itu $ 45.000.000.000 juga tercakup dalam tarif total T4RP.) Bantuan tambahan
telah datang dalam bentuk jaminan pemerintah untuk membatasi kerugian dari $
301.000.000.000 kolam aset beracun. Selain § 5.000.000.000 komitmen

Departemen Keuangan, FDIC telah berkomitmen § 10 milyar dan Federal Reserve
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sampal $§ 220 miliar Bank _of America telah menerima $ 45.000.000.000 melalui

TARP, yang mencaku; $ 10.000.00.0.000 awalnya dimaksudkan untuk Merrill
Lynch. (Itu § 45000000000 juga tercakﬁp c-ia-lam. tarif total TARP). Selain itu,
pemerintah ';elah membuat jaminan untuk ~membatasi kerﬁgian dari §
118.000.000.000 kolam aset-aset bermasalah. Selain $ 7.500.000.000 komitmen
Departemen Keuangan, FDIC telah berkomitmen $ 2.500.000.000 dan Federal

Reserve sampai $ 87.200.000.000.
3. Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)

Jaring Pengaman Sistem Keuangan merupakan kerangka kerja yang
melandasi pengaturan mengenai skim asuransi simpanan, mekanisme pemberian
fasilitas pembiayaan darurat oleh bank'selntral_ (lender of last resort), serta
kebijakan penyelésaiaﬁ krisis. IPSK. pada dasérnyai lebih ditujukan untuk
pencegahan krisis, namun demikian kerangka kerja ini juga meliputi mekanisme
penyelesaian krisis sehingga tidak menimbulkan biaya. y"ang besar kepada
perekonomian. Dengan demikian, sasaran JPSK adalah menjaga stabilitas sistem
keuangan sehingga sektor keuangan dapat berfungsi secara normal dan memiliki
kontribusipositif terhadap pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.

Pada tahun 2005, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyusun
kerangka Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) yang kelak akan dituangkan
dalam sebuah Rancangan Undang Undang tentang Jaring Pengaman Sektor
Keuangan. Dalam kerangka JPSK dimaksud dimuat secara jelas mengenai tugas
dan tanggung-jawab lembaga terkait yakni Departemen Keuangan, Bl dan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pemain dalam jaring pengaman
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keuangan. Dan ada satu lembaga lagi, yaitu OJK tidak diperankan dalam desain
undang-undang terseﬁﬁt karena -lexﬁbaga ini_/ merupakan lembaga ambivalensi
sistem.mon'eter Inddnesia (ku’r&if ‘dc.t‘ri penﬁlis). Padé'pﬁnsipnya Departemen
Keuéngan bertanggung jawé‘b untuk menyusun perundang-_undangan untuk sektor
keuangan dan menyédiakén dana untuk penanganan krisis. BI sebagai bank seﬁtral
bertanggung-jawab untuk menjaga stabilitas moneter dan kesehatan perbankan
serta keamanan dan kelancaran sistem pembayaran. Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS) bertanggung jawab untuk menjarhin simpanan nasabah bank serta resolusi -
bank bermasalah. Kerangka. JPK tersebut telah dituangkan dalam Rancangan
Undang-Undang JPSK yang pada saat ini masih dalam tahap pefnbahasan Dengan
demikian, UU JPSK kelak akan berfungsi sebagai landasan yang kuat bagi
kebijakan dan peraturan yang' ditetapkan oleh otoritas terkait dalam rangka
memelihara stabiltas sistem keuan_gap. | 7

Dalam RUU JPSK éemua komponen JPSK ditetépkan secara rinci yakni
meliputi: (1) pengafufan dan pengawasan bank yang efektif; (2) lender of the last
resort, (3) skim aéuransi simpanan yang memadai dan .(4) mekanisme
penyelesaian krisis yang efektif. Pengaturap dan pengawasan 1t-)ank yang efektif
merupakan jaring pengaman. pertama dalam JPSK ( first line of defense ).
Mengingat pentingnya fungsi pengawasan dan pengaturan yang efektif, dalam
kerangka JPSK telah digariskan guiding principles bahwa pengawasan dan
pengaturan terhadap lembaga dan pasar keuangan oleh otoritas terkait harus
senantiasa ditujukan untuk menjaga stabilitas sisterﬁ keuangan, serta harus

berpedoman kepada best practices dan standard yang berlaku. Kebijakan lender
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of last resort (LLR) yang baik terbukti sebaga_i s_al_ah satu alat efektif dalam
pencegahan dan .penanganaﬂ krisis. Sejalan dengan itu, BI telah merumuskan
secara lebih jélas l;eﬂijakan the lender of last. réso}t '(LLRj dalarﬁ 'kerangka JPS.I.(
untuk dalam kondisi normal dan darurat (krisis) mengacu pada best practices. -

Pada prinsipnya, LLR untuk délam kondisi ﬂormal hanya diberikan kepada
bank yang illikuia tetapi solven yang memiliki agunan likuid dan bemnilai tinggi.
Sedangkan dalam pemberian LLR untuk kondisi'krisis, potensi dampak sistemik
menjadi faktor pertimbangan utama, dengan tetap mensyaratkan solvensi dan
agunan. Dalam hal mengatasi kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik, Bank
Indonesia sebagai lender of last resort dapat memberikan fasilitas pembiayaan
darurat kepada Bank Umum yang pendanaannya -menjadi be‘ban Pemerintah
berdasarkan Undang-Undang Nomor' 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan.Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 yang telah
disetujui DPR tanggal 15 Januari 2004. Sebagéi peraturan pelaksanaan fungsi
lender of the Za;t resort, telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 136/PMK.05/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan lferaturan Bank
Indonesia (PBI) Nomor 8/1/2006 tanggal 3. Januari 2006. I;endanaan FPD
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengalaman di Amerika serikat menunjukkan bahwa FDIC berbeda
dengan model LPS di Indonesia, FDIC yang memiliki kekuasaan tunggal
merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di
Amerika yang dapat mengadili perjanjian-perjanjian kredit bank yang gagal bayar

(default)y LPS dibentuk sebagai Program penjaminan pemerintah (blanket
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guarantee) yang diberlakukan akibat krisis sejak tahun 1998 memang telah

-

berhasil memulihkan.

Kebijakaﬁ pényelesaian krisis _.yang. eféktif dengan menggunakan kerja
sama eksekutif - legislatif ternyata kepercayaan masyarakat terhadap sektor
perbankan hukum represif gaya US adalah dijalankan oleh suatu badan khusus
dalam kerangka lembaga ini krisis dapat ditangani sécara cepat tanpa
menimbulkan beban yang berat bagi perekononﬁan. Desain kelembagaan JPSK
dibentuk oleh pemerintah seharusnyé hasil kolaborasi antara eksekutif legislatif,
yang substansi undang-undangnya mengandung sifat hukum materil dan formil
eksistensi kelembagaanya memiliki kewenangan tunggal dalam yang berperan
khusus untuk -penanggulangan krisis moneter, sehingga lembaga ini memiliki
tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, diharapkan krisis
dapat ditangani secara efektif, cepat, dan tidak menimbulkan biéya sosial dan
biaya ekonomi yang tinggi. Keberadaan JPSK yang merupakan hasil kolaborasi
pemerintah dan DPR hanya difokuskan pada penanggulan gagal bayar sistemik,
sehingga tentang gagésan kordinasi terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur
Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penj'amin Simpanan
(LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK hanya diperlukan sebagai alat fungsi
informasi data, hasil akhir dari pengolahan data dapat berupa verifikasi atau
falsifikasi. Model kordinasi pada rancangan JPSK tidak sejalan dengan proliferasi
kekuasaan moneter, setelah dikembangbiakan kemudian disatukan lagi menjadi
kekuasan structural. Hal ini rentan terhadap intervensi KPK. Belajar dari negara

lain untuk menyelesaikan bank gagal berdampak sistemik setidaknya mengacu
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pada manajemen .modem yang digagas_ oleh Raine, desain JPSK minimal
mengintroduksi prinsip ;l.oiﬁg it (the justice), yaitu All together, dimana
pemerintah dan lembaga legisl.atif, memEentﬁk'badan. Bétter artinya suatu
lembaga khusus yang memiliki kekuasaan otoriter _me_:nyidik dan mengadili

dengan biaya yang efektif dan efisien (cost effectively and eﬁ’iciently).”4

Dengan
pola ini terhindar dari paradigm proliferasi,115 yaitu “semakin banyak semakin
baik”. Deﬂgan demikian bentuk kebijakan beréama antara Menteri Keuangan,
Gubemur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner LPS dalam bentuk
Forum Stabilitas Sistem Keuangan sebagai wadah koordinasi bagi BI, Depkeu dan
LPS bertujuan memelihéra stabilitas sistem keuangan perlu ditiadakan.

Menurut peneliti lembaga yang akan datang model KSSK adalah
semestinya merupakan pbla -penegakan hukum -reépresif yang dibentuk
berdasarkan péﬁntaﬁ undang—undaﬁg dimana struktur dan komposisi kelembagaan

memiliki kekuasaan tunggal sebagai suatu badan khusus.

"% Manajemen modern yang dilakukan oleh Tony Blair di Inggris yang mengintroduksi 7
Prinsip: ABCDEFG yaitu (Doing it (the justice) All together, Better, Cost effectively,
Demovratically, Efeciently, Faster doing it for Government — dipetik dari disertasi Siti Fatimah
yang diberi judul “Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 45 “UllL
Yogyakarta, 2014.

115 proliferasi dalam bahasa Indonesia padanan kata yang tepat adalah “mengembang-
biakan”, jika diterjemahkan dengan kata “pemekaran” maknanya akan menjadi lebih sempit.
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BAB 1V

o

- PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan dalam bab—Bab
sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini :
| Pertama, dalam rangka penyelesaian piutang BLBI pemerintah melalui
BPPN melalui langkah hukum di luar pengadilan (out of court settlement) dengan
memutasi pemegang saham pengendali untuk melunasi utang tersebut.
Mekanisme yang ditempuh adalah dengan proses hukum responsif, yaitu dengan
negosiasi antara Pemerintah RI yang diwakili oleh BPPN, dibantu oleh konsultan
dan tim profesional, dengan PPS bank, rnénghasilkan 3 (tiga) perjanjian
Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yang disebut dengan
perjanjian MSAA, MRNIA dan APU:

1. Penyelesaian itu timbul sebagai upaya pemerintah untuk membantu -
mempercepat proses pemulihan krisis ekonomi yang sedang dihadapi
melalui pengembalian utang negara berupa BLBI dan atau kredit yang
melanggar BMPK dari pihak terkait bank, terutama di sektor keuangan dan
perbankan yang terjadi sejak medio 1997. Pemerintah telah berupaya keras
untuk menangani dua permasalahan berat dan mendesak berkaitan dengan
perbankan nasional, yaitu masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

(BLBI) dan pemberian kredit yang melanggar Batas Maksimum Pemberian



4

339

Kredit (BMPK), termasuk Non-Pe;for;ning Lban (NPL) yang jumlahnya
éangat besar. | | |

KoﬁiMen pemeﬁﬁtah ﬁhtuk meﬂyeleséikaﬁ kedua. masalah ters‘ebut tertuang
dalam Letter of Intent (LOI) IMF tanggal 15 Januari 1998 dengan target
penyelesaian waktu itu berupa pembayaran BLBI bagi' 2 bank penerima
BLBI pada 29 Oktober 1998 -dan pembayaran BLBI serta penyelesaian

BMPK bagi bank lain tanggal 30 November 1998.

. Karena untuk menyelesaikan kedua masalah tersebut adalah para pemegang

saham pengendali bank yang bermasalah (PPS bank). PPS bank dengan
status Bank Take Over (BTO) menyelesaikan kredit yang melanggar BMPK

sedangkan PPS bank dengan status Bank Beku Operasi (BBO)/Bank Beku

| Operasi (BBKU) menYeleSaikan sekaligus BLBI dan kredit yang melanggar

BMPK.

BLBI tersebut pada awalnya adalah tagihan Bank Inddnesia kepada bank-
bank yang teljadi_ dalam képasitas Bl yang merupakan bagian dari
pemerintah sebagai: Lender of the last resort sesuai Pasal 32 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Seniral menyediakan
dana kepada bank-bank untuk menutup kesulitan likuiditas yang dihadapi.
Pelaksana program penjaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban
bank-bank umum berdasarkan Keppres No. 26 Tahun 1998 dan pembayaran
kewajiban kepada luar negeri berupa interbank debt arreas dan trade
finance berdasarkan Keppres No. 120 Tahun 1998. Tagihan BLBI kepada

bank-bank tersebut selanjutnya dialihkan oleh BI kepada pemerintah
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bersamaan dengan penerbitan obliga_si_pemer_intah sehingga tagihan (BLBI)
BI kepada bank-bank beralih menjadi _t.agihan.(vBLBI). pemerintah kepada
bank;bank yang .diselesaikan deﬁgan melalui iriekanismé' MSAA, MRNIA,
~ dan APU:
a. Master Settlement and Acquisition Ageeﬁeﬁt (MSAA). MSAA ini
diberlakukan terhadap PPS bank yang masih memiliki aset yang cukup
~ untuk menyelesaikan kewajibannya képada pemerintah. Penyelesaian
kewajiban PPS bank ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu: (i) PPS bank
ryang berstatus BBO/BBKU (séperti BDNI), melakukan penyelesaian
BLBI dan kredit yang melanggar BMPK dan (i) PPS bank yang
berstatus BTO (seperti BCA) menyeleséikan kredit yang— melanggar
BMPK saja karena 'penyelesaian. BLBI_pada bank BTO dilakukan
melalui proses rekapitalisasi yaitu dehgaﬁ cafa konversi tagihan BLBI
menjadi penyertaan Pemerintah pada bank. -MSAA juga mengatur
mengenai Release and discharge (R & D). R & D dapat diterbitkan
selama proses penyelesaian ataﬁ setelah f)roses penyelesaian berakhir
(closing). Namun demikian, R & D yang dapat disamakan dengan
kuitansi adalah yang jumlahnya sesuai dengan jumlah yang diterima

sebagai pembayaran. Artinya, kalau jumlah yang dibayar baru 28% maka

R & D juga hanya menyebutkan angka 28%. Aset yang diserahkan

sebagai pembayaran kewajiban PPS bank, dinilai oleh konsultan yang -

. . ., .‘»l
independen dengan menggunakan asumsi "normal economic condztzo__fr_z

Artinya, penilaian dilakukan dengan dasar kondisi ekonomi yangx."
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normal/wajar, bukan nilai. pada w‘aktu krisis. Asumsi pertama ini
digunakan karena setelah aset disé_rahkan, perubahan nilai aset, naik§
‘maupun turun, tidak lagi bergantung bada "p!a'ra pihak yang menyerahkan
dan menerimanya, melainkan berganﬁmg pada kondisi ekonomi dan
politik yahg teljédi. Dengan derﬁikian épabila pemérintah berharap agar
nilai aset tidak turun atau bahkan naik, pemerintah harus berusaha untuk
menciptakan kondisi kestabilan ekonomi dan politik tersebut.

. Mekanisme MRNIA, pada dasarnya dalam MRNIA (misalnya untuk
Bank Danamon) belum terdapat suatu penyelesaian kewajiban PPS bank
secara tuntas. PPS bank telah melakukan pembayaran kewajibannya
sebagian secara tunai.-Namun, sisanya yang akan dibayar dengan cara
" penyerahan asét_ belmﬁ dilakukan. Karena pada waktu dilakukan
penilaian oleh konsultan independen, temyafa aset yang akan diserahkan
tersebut ﬁilainya tidak mencukupi, sehingga tidak diserahkan sebagai
pembayaran. Aset ini kemudian dimasukkan dalam daftar Personnal
Guarantee (PG) dari PPS bank untuk menjainin pelunasan kewajibannya
dengan batas waktu yang ditetapkan. Jadi perb-e‘daan antara MSAA dan
MRNA/MRA antara lain dalam MSAA terjadi pembayaran kewajiban
menggunakan aset. Aset tersebut dapat dijual oleh dan atas perintah -
BPPN melalui Holding Company/AV tanpa memerlukan persetujuan dari
PPS bank yang menyerahkan aset tersebut. Sebaliknya dalam

MRNA/MRA, penjualan aset yang termasuk dalam daftar PG oleh BPPN

harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PPS bank atau dilakukan
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| sendiri oleh PPS b;ink. Master Refinancing and Note Issuance
Agreement (MRNA) atau disebut jﬂuga Master Recognition Arrangement
|(MRA). MRNA ini dibetlakukan terhadap PPS bank yang asetnya tidak
@enpukupi (setelah d_iﬁilai) untuk memenuhi kewajibannya kepada
pemerintah. PPS bank ini mengakui bahwa penyelesaian ke'\-alvajiban PPS
bank belum selesai tuntas karena walaupun telah melakukan pembayaran
sebagian kewajibaﬁnya secara tunai, sisénya belum bisa dibayar penuh
dengan cara penyerahan aset.

Mekanisme melalui penandatanganan Akta Pengakuan Utang (APU).
Penyelesaian Kewajiban Saham Pengendali (PKPS) dalam perjanjian
APU ini menempuh jalur yang mirip MSAA. Perbeda_aanYa dalam PKPS,
Pemegang Saham pengendali tetap ber.tanggung' jawab bila penjualan
aset yang diagungkan/dijaminkan belum mencukupi hutang BLBI-nya.
Tanggung jawab itu dilakukan denga.n cara memberikan personal
guarantee (PG) dan atau corporate guarantee (CG). Model PKPS hahya
berﬁasil menyelesaikan BLBI pada bank-bank Beku Kegiatan Uéaha
(BBKU) menarik uang Rp. 3,3 triliun. Aset ini kemudian dimasukkan
dalam daftar Personal Guafantee (PG) dari PPS bank untuk menjamin
pelunasan kewajibannya dengan batas waktu yang ditetapkan. Pencairan
aset ini hanya dapat dilakukan atas permintaan BPPN. Setelah aset
diserahkan kepada AV dan BPPN melalui AV/Holding Company

menerima penyerahan tersebut (closing), berarti para pihak telah
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melaksanakan kewajiban_ dan menerima haknya. _‘Sehjngga, PPS bank
- dianggap telah menyelesaikan kewajibannya secara tuﬁtas (settlement).
5. Karena‘ pada Vpe'rus;ahaan.-perusahaan go public pertambahan nilainya
ditentukan oleh manajemen yang diangkat oléh RUPS. Pada dasamya
peningkatan .nilai perusahaan lebih bergantung kepgda profesionalitas

pengurus/manajemen perusahaan yang bersangkutan, kondisi ekonomi dan

politik bukan pada masalah besarnya kepeinilikan secara mayoritas atau

minoritas di perusahaan tersebut. Contoh, meskipun PT. Astra Internasional

Tbk dan PT. Statomer merupakan Non-Controlled Acquisition Companies
dalam kenyataannya justru terjadi peningkatan nilai Acquisition Shares
ketika dijual. Dikarenakan penunjukan AV _ selaku perusahaan yang
-rhengelola dan memiliki Acquisition Companiés juga atas dasar penunjukan
oleh BPPN, sehingga adalah menjadi hak sepenuhhya BPPN selaku pihak
yang menerima pembayaran untuk menéntukan apakah pembayaran itu akan
dimiliki dan dikelola sendiri atau oleh pihak lain yang ditunjuk. dengan
adanya gadai saham AV kepada BPPN berikut hak suaranya maka praktis
AV berada di bawah kendali BPPN sebagaimétﬂa diatur dalam Deed of
Pledge of Shares yang menyebutkan bahwa " ... the Shareholders each
hereby constitutes and appoints the Attorney and grants power of attorney to
the Attorney, with full right of substitution, the true and lawfu] attorney for
the purpose of exercising all rights attached to -ahd associated with the

Shares .." The attorney dalam hal ini adalah BPPN.
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6. Release and discharge yang menyangkut tuntutan pidana berkaitan dengan

pelanggaran BMPK, maka release and discharge sebagaimana dimuat dalam

MSAA mencakup pembebasan dari tuntutan pidana atas pelanggaran BMPK.

Ada atau tidak suatu tindak pidana atas pelanggaran BMPK. Tidak ada satu
- pasal pun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998

(Undang-undang Perbankan) dan undang-undang lainnya yang menyatakan
bahwa pelanggaran BMPK otomatis merupakan suatu pelanggaran pidana.
Hanya Pasal 49 dan 50 Undang-undang Perbankan mengatur bahwa
pemegang saham, pengurus dan pegawai bank yang tidak mentaati langkah-
— langkah yang ditetapkan untuk memastikan ketaatan kepada undanf;r—undang
| dén peraturan tentang perbankan. Langkah-langkah yang ditetapkan dalam
hal terjadi pglénggaran BMPK diatur dalam Sufat Keputusan Direksi Bank
Indonesia (SKBI) No.31/177/KEP/Dir  beserta Iperubahannya yang
menyatakan bahwa apabila terjadi pelanggaran BMPK, maka bank diminta
membuat suatu Action Plan untuk memperbaiki pelanggaran yang terjadi.
Apabila Action Plan tersebut dilaksanakan, maka langkah-langkah menurut
Undang-undang Perbankan sudah dipatuhi sehingga tidak ada pelanggaran
BMPK. Namun apabila Action Plan yang dimaksud sebagai langkah-langkah
tersebut sengaja tidak dipatuhi maka Bank _Indonesia akan melaporkannya
sebagai suatu tindak pidana di bidang perbankah.
7. Kewenangan pemerintah cq Jaksa Agung untuk mendeponir (tidak

melanjutkan penuntutan) suatu perkara pidana diatur dalam pasal 32 huruf ¢
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Undang-undang Nomqr 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan yang menyatakan
bahwa Jaksa Agung berwenang untuk menyampingkan suatu perkara demi
kepentingan umum. ';Iadi ﬁqemang benar pendapat yéng menyatakan bahwa
pasal 1853 KUHPerdata menyatakan bahwa perdamaian secara perdata tidak
menghapuskaﬁ hak dari Kejaksaan untuk melakukan tuntutan pidana namun
pendapat ini tidak cermat karena justru hak untuk melakukan pertuntutan
itulah yang di-waive (dilepaskan) dengan MSAA.

. Karena dengan telah terjadinya kesepakatan/persetujuan yang dibuat antara
Shareholders dan BPPN dalam MSAA yang menyebutkan bahwa
kekurangan pembayaran Affiliated Loans sebagai akibat hasil penjualan
Acquisition Shares yang 4 ternyata tidak cukup nantinya menjadi
beban/kerugian négara. Oleh karena itu, untuk melaksanakan suatu
perbual.tan. hukum, negara cq Rakyat Indonesia diwakili oleh pemerintah.
Tihdakan pemérintah ﬁempakan tindakar_l negara cq rakyat Indonesia
sehingga Negara cq Rakyat Indonesia bukanlah pihak ketiga dalam suatu
perbuatan hukum (MSAA) yang dilakukan oleh pemerintah. Contoh apabila
suatu BUMN mengalami kerugian sebagai suatu resiko usaha tentu saja
kerugian BUMN tersebut dipikul dan ditanggung oleh negara cq rakyat
Indonesia melali APBN.

. Karena tindakan BPPN mengenai MSAA bahkan sudah dilaporkan kepada
DPR, sehingga sebenamya wakil rakyat sudah mengetahui adanya MSAA

jauh sebelum masalah ini timbul dan DPR pada waktu itu tidak memberikan

4
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suatu penyangkalan atas MSAA, hal ini berarti secara implisit DPR
menyetujui MSAA. -

10. Délam persoalan MSAA, kalau pihak S};areholders sudah meﬁyerahkan aset
berupa Acquisition Companiés kepada pihak yang ditunjuk oleh BPPN
sebagai bentuk pelunasan kewajiban berarti sudah terjadi "deal", sehingga
resiko penurunan nilai selanjutnya ditanggung oleh BPPN. Persoalan siapa
pihak yang ditunjuk oleh BPPN untuk menerima penyeréhan Acquisition
Shares adalah "out of context" karena BPPN bebas menunjuk siapapun untuk
mewakili kepentingan BPPN. |

) Kedua, penyelesaian utang BLBI seharusnya ditempuh dengan
— ' - menggunakan pola atau model hukum represif. Hal ini perlu dilakukan mengingat:
1. Penyelesaian MSAA, MRNIA, -dan Ai’U dengan pola’ pemberian fasilitas

Release and Discharge (pelépasaﬁ dan penghapusan) dengan diterbitkanya

SKL (Surat Keterangan Lunas), telah- menyebabkan kerugian negara yang

sangat besar dengan pen'nciah sebagai berikut: sebesar Rp. 144,5 triliun dana

pada saat disalurkan dari Bank Indonesia kepada Perbankan kemudian pada

tahapan-tahapan realisasi penggunaaanya antara lain; sejumlah 'Rp. 84,842

triliun diselewengkan, dan pada. tahap penggunaan rekening 502 (untuk

tambahan BLBI dan blanket guarantee), yaitu rekening pemerintah atas nama

- Menteri Keuangan di Bank Indonesia dana itu diselewengkan sebesar Rp.
17,76 triliun pada tahap penyuntikén obligasi rekap kepada pihak perbankan

Rp. 431,6 triliunPembayaran bunga Rp. 600 triliun.Jika semua itu dijumlah,

maka total kerugian negara mencapai Rp.1000 triliun dengan beban
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pembayaran utang APBN setiap tahunnya mencapai Rp 40' triliun .dan Rp 50
triEun yang harus_dilakukan hingga tahun 2021. Keadaan itu menyebabkan
menurunnya kemampuaﬁ keuangan negara, khususnya dalam membiayai
pelayanan publik seperti  kesehatan | peﬁdidikan,dan peningkatan
kesejahteraan.

. Penyalahgunaan penggunaan oleh };enerima BLBI dikarenakan tidak
diikutsertakannya skema pengembalian atas'bantuan yang diberikan oleh BI
kepada bank-bank penerima bantuan tersebut, mengisaratkan adanya norma
hukum yang mengekang dan menindas kreditur yang mengakibatkan
timbulnya gagal bayar yang sangat luar biasa (extraordinary defaulf) yang
berpotensi merugikan negara, maka efektivitas penyelesaian piutang negara
BLBI secara menyeluruh menjadi. sangat penting, yang pada akhirnya dapat
lebih banyak menarik uang negara daripada memberikéﬁ pengampunan pada
debitur secara keseluruhan.

. Penyelesaian piutang BLBI yang g_lilaksangkan oleh BPPN dengan
mekanisme Release and Discharge lebih banyak melindungi debitur dari pada
kreditur (negara) karena berdampak terhadap political-economic resistance,
kebiasaan untuk ketergantungan terhadap lembéga politik dan elite ekonomi.
Dan hal ini adalah tantangan bagi penegakan hukum represif yang bertindak
untuk secara paksa menyelesaikan piutang negara, yang membebaskan

penegakan hukum darn ketergantungan elite politik dan ekonomu.
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. Praktik penyelesaian piut_ang BLBI yéng dila_lksanka'n oleh BPPN tidak efektif
dan telah menguras ribuah triliun eksploitasi terhadap sektor keuangan
negé’ra,pada akhirnya lebth baﬁyak dngkos dibandingkan hasil f)enagihanya. E
. Penyalufan BLBI pada hakikatnya adalah untuk melaksanakan perintah
undang-undang dengan demikian adalah sebuah perikat‘an. bersumber undang-
undang yang memberikan kewenangan pada Bank Indonesia dalam rangka
menjaga stabilitas nilai rupiah dan sebagai leﬁder of last resort untuk menjaga
likuiditas bank sebagaimana diatur pasal 7 dan pasal 12 ayat- (3) UU no 13
tahun 1968 tentang Bank Sentral. Keputusan Direksi Bank Indonesia baik
yang tertulis maupun hasil rapat-rapat Direksi bahwa penyaluran BLBI
dilaksanakan karena terjadinya krisis dan darurat f)ada _kenyataanyé tidak
' didﬁkung oleh suatu protokol pénaggulangan.krisis. -
. BLBI pada hakikétnya adalah kredit likuiditas darﬁrat yang merupakan suatu
alat kebijakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undaﬁg Nomor 13 Tahun
1968 tentang Bank Sentral dan Undang—Undang Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan. Berdasarkan ketentuaﬁ tersebut ;BLBI telah memperoleh
landasan hukum yang kuat sebagai perikatan beréumber dari undng-undang,
Sehingga. Bank Indonesia dapat membantu pemerintah mengatasi krisis.
. Maka atas dasar rangkaian ketentuan dan ketetapan peraturan perundangan-
undangan dalam penyaluran fasilitas dana talangan dari aspek hukum pedata
yang terjadi antara Bank Indonesia dengan penerima bantuan tersebut adalah

perikatan bersumber undang-undang.
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. Tujuan utama pgn'yelesaian piutang negara adalah pengembalian uang
negara,dengan démikian efektivitas penyelesaian harus ditegakan dengan
ﬁilai; kebenérén keadilén dan kemanfaatan bagi képentingan negara, dan
dengan tujuan memenangkan ketertiban dibidang bengelolaan piutang negara
dalam keadaan kriéis. Oleh karena itu, harus didukung déngan protokol
penanggulangan krisis.

. Meskipun BPPN telah melakukan usaha-usaha yang cukup keras dalam

rangka memperoleh kembali dana BLBI melalaui MSAA, MRNIA, APU,

Pengadilan Perdata maupun Pidana dan upaya-upaya lainnya, ternyata tidak

efektif dan tidak menunjukkan hasil yang diharapkan, maka tidak ada jalan

lain kecuali berpaling pada pen&gakan hukum represif yang dilakukan dengan
cara sebagai berikut :

a. Tindal-can. hukum  pemerintah  harus  mengesampingkan  asas
keseimbangan, fnaka diperlukan badan khusus yang disesuaikan dengan
ketertiban, memiliki otoritas sub-ordinasi .

b. Pembentukan badan khusus sebagai lembaga superbody, agar tindakan
hukum pemerintah dapat dirasakan bukan sebagai tindakan: represi.
Bentuk represi yang paling potensial yang dilakukan oleh lembaga
superbody ini adalah penggunaan kekuasaan yang diberikan undang-
undang untuk penyidikan, penuntutan, dalam upaya melaksanakan
kekuasaan, misalnya untuk menyita' barang jaminan atau menahan

seseorang, menekan pihak yang tidak patuh atau menghentikan protes.
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c. Implementasi kebijakan pemerintah dengan menyediakan alat-alat

pemaksa untuk melaksanakan tindakanghukum yang dapat memberikan
alternatif-alternatif penggunaan paksaan. Dibentuknya institusi hukum
dan prosedur pelayanan. Aturan hukum memberikan corak otoritas pada
kekuasaan. Sedangkan peraturan perundang-undangan diperlukan sebagai
instrumen kebijjakan publik pada sasaran tunggal.

- d. Tujuan serta kepentingan yang beragam disingkirkan karena program-
program publik mengambil alih pola dimensi tunggal dengan lembaga
resmi yang dibentuk sebagai pemegang otoritas dan keputusannya final
dan mengikat (invisibilitas).

— — e. Penegakan hukum lebih mengutamakan pada sasaran-sasaran (purposing)
yang kongkret harus lebih dominan dibanding pada orientasi prosedur,
karena pen)}elesaian dengan hukum otonom/orientasi prosedural melalui
pengadilan, mengakibatkan ketertiban tidak lagi rdominan dan keadilan
menjadi lamban dan tidak efisien.

f  Oleh karena itu, terhadap kondisi yang sulit atau krisis moneter yang
mengakibatkan banyaknya piutang negara maéet, penyelesalan harus
membentuk badan khusus 'yz.mg diberikan kewenangan tunggal,
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya

- mengandung unsur hukum materil dan formil.
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B. Saran-saran

-

Pertama penyelesaian pi_utang negera perbankan di masa depan perlu
mempertahankan kons_ep péﬁegakah hﬁkum secara represif dengan .menggunakan
suatu badan khusus yang kedudukannya setara dengan lembaga peradilan karena
sesuai dengan sifat piutang negara yang memiliki hak eksekusi, maka ketentuan-
ketentuan yang merupakan prinsip hukum piutang negara harus
diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan, dimana substansi
undang-undangnya mengandung unsur-unsur hukum materil dan formil.

Pada sisi lain harus dipertegas mengenai ketentuan tugas dan kewenangan
suatu lefnbaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama
dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Kewenangan yang dimaksud
dalam konteks ini adalah kemafnpuan'untuk melakukan tindakan-tindakan hukum
tertentu di bidang publik. Jabatan itu seperti halnya badan hukum merupakan
suafu abstraksi atau.fiksi yang diakui keberadaannya dalam lalu lintas pergaulan
hukum (rechtsverkeer) dan dapat mela@kan perbuatan hukum atas dasar
kewenangan yang bersifat hukum publik (publiekrechtelijke bevoegdheden).
Adanya kewenangan publik inilah yang membedakan subjek hukum publik
déngan subjek hukum privat. Subjek hukum publik itu melakukan perbuatan
hukum atas dasar kewenangan (bevoegdheid), sedangkan subjek hukum privat
bertindak atas dasar kecakapan -(bekwaam). Dengan kata lain, validitas atau
keabsahan perbuatan hukum publik (publiekrechtelijke handelingen) ditentukan
oleh ada atau tidaknya kewenangan, yang secara teoretik dapat diperoleh melalui

atribusi, delegasi, dan mandat. Sedangkan validitas perbuatan hukum perdata
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(privaatrechtelijke handelingen) ditentukan oleh ada atau tidaknya kecakapan
yang dimiliki subyek hukum. Dengan demikian sistem penagihan pilutang negara
dalam - satu struktur lembaga yaﬁg Bekelja secara -.orie_n'tasi' di bawah
pertanggungjéwaban presiden dan kedudukannya setara dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi. Penyelamatan Piutang Negara Perbahkan tak tertagih
pada kredit macet Bantuan. Likuidasi Bank Indonesia harus dilaksanakan setelah
proses penyelesaian bersifat delegatif dari pejabaf penyerah piutang negara Bank
Indonesia kepada badan khusus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip hukum
penyelesaian piutang negara. |

Kedua, badan khusus penyelesaian piutang negara harus difungsikan
secara optimal, undang-undang ini adalah pro kreditur (pemerintah), sehiﬁgga
rs‘et.iap permasalahan yang menyangkut plutang negara -perbankan diselesaikan
oleh lembaga ini, baik rnengenai pengawasan pemberiaﬁ kredit, dan insolvensi
(ketidak mampuan bank membayar hutangnya) diselesaikan rnel;dlui lembaga ini.
Regulasi mengenai penyelesaian piutang perbankan di masa depan harus dapat
digunakan sebagai protokol penaggulangan krisis moneter. Oleh karena itu,
fegulasinya harus berbentuk undang-undang dan keberadaannya harus dilekatkan
pada konstitusi.

Berbeda dengan protokol penanggulangan krisis fisikal/anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN) telah diatur oleh konstitusi, yaitu di dalam
Undang-Undang Dasar 1945 Vyang secara tegas dikatakan bahwa apabila RUU
APBN ditolak oleh DPR, pemerintah diperkenankan menggunakan APBN tahun

sebelumnya. Bandingkan dengan negara Amerika Serikat yang sampai saat ini
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belum memiliki protokol penanggulangan krisis fiskal/APBN. Akibatnya ketika
APBN ditolak kongres, maka pemerintah Amerika ﬁenjadi colaps dan akhirmya
sebagian kegiatan pelayanan publik ditutup (shut dowﬁ)'kéréna pémerintah tidak
mampu membayar gaji para pegawainya. Jika persoa.l‘a_nr shutr down ini tidak
segera diatasi oleh kongres dan pé;herintah Amerika, maka akan berimbas pada
sistem moneter Indonesia.

Namun terlepas dari krisis anggaran secara yuridis konstitusional, protokol
krisis lainnya adalah krisis dimensional (politik, keamanan, ekonomi, sosial dan
hukum) yang secara yuridis konstitusional telah diantisipasi oleh Undang-Undang
Dasar 1945 dalam bentuk peraturan pengganti undang-undang. Akan tetapi,
kekuatan represif kondisional penang.gtilangan krisis diperlemah dengan putusan
Mahkamah Konstitsi Nomor 138/PUU-VII/2009. Norma-norma protokol
penanggulangan kn'sis yang tersedia dalam konstitusi seharusnya bukan menjadi
kewenangan MK karena Bagaimana mungkin dalam kondisi krisis diperlukan
antisipasi prosedural atau responsif.

Ketiga, protokol penanggulangan kn';is moneter/pérbankan harus berpijak
pada perlindungaﬁ keuangan negara. Oleh karena itu, program guantive easing
(program bail out/kemudahan likuiditas) Bank Indonesia dalam pembﬁatan
regulasinya harus secara terintegrasi menganut prinsip-prinsip hukum
penyelesaian piutang negara. Hal ini berkaitan dengan: pertama adalah untuk
menghadapi. resiko kreditur melalui penyediaan jaminan tabungan bank
(deposito), kedua adalah berhubungan dengan penyediaan layanan pembayaran

kliring terhadap saldo giro negatif dalam sistem pembayaran nasional.
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Dua persoalan ini pada situasi krisis moneter dapat menguras cadangan
devisa dan likuiditas Bank Indonesia yang p_adaﬂakiﬁmya dapat menimbulkan
kasus gagal bayar yang luar biasa (extraordinary defait.lt)‘. Piutang negara tak
tertagih penyelesaiannya tidak bisa disémakan dengan penyelesaian gagal bayar
non bank yang bermuara pada Pengadilan Niaga karena dalam UU kepailitan yang
dimaksud bagi para debitur yang sudah tidak mampu lagi membayar utangnya
tidak terdapat satu pasalpun yang merumuskan bahwa debitur yang dinyatakan
pailit adalah debitur dalam kondisi insolven.

Penyelesaian kasus gagal bayar pada piutang perbankan adalah untuk
mencari bagaimana jalan terbaik pengumpulan aset debitur agar dapat keluar dari
belitan utangnya pada kreditur (pemerintah), dan pembayaran utang debitur pada
kreditur juga tergantung pada bagaimana pendekafan hukum mengenai resolusi
kepailitan itu digunakan apakah sebagai pro-kreditur atau pro-debitur.
Penyeleksian kontrak dalam sistem pro-debitur dikenal .der.l.gan sebutan “cherry
picking” yang dalam sistem pro-kreditur sistem tersebut adalah harus dihindari.

Pengumpulan aset debitur yang diakibatkan. oleh ketidakmampuannya
sebagai pihak penerima bantuan likuiditas untuk mengembalikan dana BLBI harus
dianggap sebégai perbuatan wanprestasf berdasarkan perikatan bersumber
undang-undang, sedangkan utang piutang non perbankan adalah perikatan
bersumber perjanjian. Keberadaan badan khusus semacam The Federal Deposit
Insuranée Corporat-ion (FDIC) di Amerika dan di Jepang bernama DIC sangat
efektif dalam penyelesaian piutang perbankan karena lembaga ini diberikan

kewenangan tunggal untuk menyelesikan masalah gagal bayar pada perbankan,
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sedangkan penyelesaian piutang non'pe;bankan diselesaikan melalui pengadilan
kepailitan f;deral. Dalam sistem hukum kepailitan di Amerika dan di Jepang
setiap perjanjian u;caﬁg piutang .harus dilihat - bagaimana suatu surat kontrak
tertentu diperlakukan tidak hanya tergantung- tipe surat vko>ntraknya saja ,akan
tetapi bagaimna tipe perusahaannya yang mengalami gagal bayar.

Untuk itu efektivitas penyelesaian piutang negara perbankan di Indonesia
menjadi sangat penting, sehingga diperlukan suatu badan khusus yang memiliki
kewenangan seperti FDIC dan DIC. Di Indonesia sebenamya telah tersedia dua
lembaga semacam Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun keberadaan
lembaga ini memiliki kewenangan terpisah dengan lembaga keuangan yang telah
dibentuk lainnya seperti PUPN, OJK, dan KSSK. Meskipun bidang pekerjaannya

- adalah. -keuahgan "negara. LPS mengurus blanket guarantee, yaitu program
perlindungan secara menyeluruh, baik terhadap nasabah penyimpan bank maupun
kreditor  bank, | péhagihan premi  anggota | (perbankan) dan  klaim
deposito/tabungan, sedangkan bidang penyélesaian penagihan kredit macet
perbankan seperti FDIC tidak diberi kewenagan. Kasus kredit perbankan
diselesaikan lewat Pengadilan. |

| Kalau kita bandingkah dengan badan khusus yang dibentuk dalam rangka
penyehatan perbankan menganut paradigma profilisasi kekuasaan moneter yang
seharusnya dikendalikan oleh Bank Indonesia akan tetapi dikembangbiakan
menjadi beberapa lembaga, yaitu PUPN, BPPN, LPS, OJK dan KSSK. Masing-
masing mempunyai tugas tanggung jawab terhadap sistem moneter, tapi dalam

pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab berbeda-beda, apakah kepada Menteri
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" Keuangan, ataukah ke Bank Indonesia atau ke Presiden. Padahal, pada aspek
kelembagéan organ LPS ,PUPN; BPPN, dan O.TK, samé—sama diberhentikan oleh
presiden. | |

Salah .sa'tu penyebab perbedaan adalah pertanggung-jawabannya
berdasarkan eksistensi kelembagaan. Akan tetapi, dari aspek yuridis masing-
masing bermuara pada sistem kekuasaan moneter sebagai badan yang bersifat
kbusus menyelesaikan permasalahan keuangan (moneter) yang dikelola oleh
perbankan, kecuali OJK. Terrnasuk di dalamnya adalah lembaga keuanan non
perbankan. Olehb karena itu, ke depan bisa diharapkan adanya amandemen
terhadap Undang- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS, sebaiknya
mengacu pada FDIC dan DIC. Kemudian kewenangan Lembaga Penjanﬁn
Simpﬁnan (LPS) untuk selanjutnya hanya ada satu lembaga pengurusan kredit

- macet dan Bank_Gagal hanya satu lembagam, yaitu LPS,.di iuar i(redit bank yang

diselesaikan rﬁelalui pengadilan. |

LPS harus diberikan kewenangan yang lebih besar, antara lain
merekomendasikan pada lembaga pengawas perbankan pada Bank Indonesia/OJK

(sekarang ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan) tentang l.apo'ran keuangan yang

telah diaudit daﬁ laporan dikirimkan kepada lembaga pengawas. Hal ini

dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dan meminimalkan beban bagi lembaga
yang diawasi. Akan tetapi, apabila badan pengawas gagal melakukan tindakan
sebagaimana direkomendasikan terhadap laporan yang dikirim oleh LPS, maka

LPS dalam jangka 60 hari dapat mengambil alih dan melakukan tindakan tertentu.

Dan LPS mengatur bahwa BI tidak dapat memberikan pinjaman kepada lembaga
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keuangan yang kekurangan modal parah lebih dari 5 hgr_i sejak tanggal dimana
lembaga tersebut ditetapkaﬁ kekurangan modal (kalah Kliring).

-Dir samping itu, jug'a'harus dinyatakan bahwa prbduk ‘hukum LPS adalah
bersifat final dan mengikat, maka secara administratif harus_ diatur dengan jelas
dan tegas, dalam peraturan perundang-undangan dan mengenai biaya yang
dikeluarkan dalam penyeleéaian piutang perbankan harus dapat diprediksikan dan
biaya ini diusahakan serendah mungkin. Dehgan demikian akan terjadi
maksimalisasi pengembalian uang negara di tangan kreditur (pemerintah) dari
debitur yang‘ berpotensi dapat merugikan negara.

Keempat pengalaman menunjukan bahwa tarik ulur penangan politis
penangan Bank Century salah satunya terkait dengan landasan hukum yang absen
dalam tindakan hukum bail out . Undang-Undang .Jan'ng Pengaman Sistem
Keuangan yang masih berbentuk Perppu No 4 Tahun 2008 adalah sangat urgen
untuk segera dijadikan undang-undang karena menyangkut kordinasi ,Perppu ini
lahir sebelum Undang-Undang no 21 Ta}_iun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
(OJK ),meskipup secara otomatis masuk dalam Forum Stabilitas Sistem Keuangan
(FSSK ) . Maka kedepan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
perlu direvisi paska munculnya lembaga Otoritas Jasa Kepangan.

Pada akhirnya diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman prinsip-
prinsip hukum penyelesaian piutang negara dan bidang hukum lainya yang
bekaitan dengan hukum keuangan negara bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan
proses penyelesaian piutang negara perbankan, khususnya hakim pengadilan

maupun hakim MK (Mahkamah Konstitusi), pengacara, jaksa, polisi, dan para

4§
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bankir, serta masyarakat yang potensial bersinggungan dengan proses

penyelesaian piutang negara.
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LAMPIRAN

.DAFTAR NAMA-NAMA _
PARA PENGUTANG ( OBLIGOR ) BLBI -

Kisah setiap sosoknya akan menampakkan pula cara-cara mereka dalam menghédapi kasus extraordinary default
BLBI. Persoalan pokok dalam kasus extraordinary defaultBLBI, yang menggunakan pola responsif, berjalan lamban dan menuju

‘pada never ending cases karena prinsip penegakan hukum penyelesaian yang cepat tidak digunakan bahkan diabaikan tujuan

mengembalikan uang negara secara efektif dan efisien yang akhirnya hanya berkutat pada persoalan pengembalian aset dan

" menghitung kerugian negara, tetapi mengaitkannya dengan sejumlah kebijakan pemerintah yang diduga banyak menimbulkan
g g g g p ) p yang 2 y

penyelewengan, kecurangan dan salah sasaran dalam pengucurannya, untuk mengetahui sampai sejauh manakan sepak terjang
para pelaku extraordinary default mempertanggung-jawabkan perbuatannya dapat digambarkan sebagai berikut !

" Siti Hardijanti Rukmana/Mbak Tutut (Bank Yakin,Makmur)

Putri tersayang mantan Presiden Rl ke 2 yang sangat berkuasa ini lebih popular dipanggil Mbak Tutut dan nama ini
sangat akrab ditelinga rakyat Indonesia dibanding nama aslinya, Ketika rezim ayahandanya masih menguasai Republik ini , dia
adalah pemegang saham Bank Yakin Makmur (Yama). Bank yang kemudian menjadi Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)
menurut BPPN itu menerima dana BLBI sebesar Rp. 155,878 miliar.

Mbak Tutut merupakan salah satu pemegang saham bank yang menyelesalkan perjanjian melalui Penyelesaian
Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) berdasar Akta Pengakuan Utang (APU) Reformulasi. Pada 27 Juni 2002, ia memenuhi
panggilan BPPN untuk melakukan klarifikasi hasil review Tim Bantuan Hukum (TBH) atas pelaksanaan perjanjian PKPS dan
Akta Pengakuan Utang yang telah dibuat BPPN dengan Mbak Tutut selaku pemegang saham Bank Yama.

TBH dalam laporannya menyebutkan bahwa Tutut telah lalai memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian PKPS dan
APU No. 23 tertanggal 29 September 2000. Dari total kewajiban utang sebesar Rp. 213,19 miliar, pemegang saham sampai saat
ini belum membayar sepeser pun.

Pemegang saham Bank Yama dianggap telah lalai dan atau terlambat melakukan pembayaran awal sebesar Rp. 2,5
miliar, sedangkan untuk sisanya sebesar Rp. 210,79 miliar yang seharusnya dibayar dengan cara angsuran 90 persen dari pokok
utang pada akhir tahun pertama, 79 persen pada tahun kedua dan 40 persen pada tahun ketiga sejak penandatangan perjanjian,

"juga belum dibayar oleh pemegang saham. Hal ini terlihat dari tidak diterimanya pembayaran angsuran I yang jatuh tempo 29

September 201 dan’ pembayaran bunga dan denda untuk periode pembayaran bulan Maret 2001, September 2001 dan Maret 2002
oleh BPPN.

Tutut -lalu meminta waktu dua minggu untuk melakukan venﬁka51 Tutut juga menyatakan siap membayar
kewajibannya jika temua TBH sesuai dengan verifikasi yang akan dilakukannya.

Kita berusaha sekuat mungkin membantu BPPN, juga membantu pemerintah. Insya Allah kami akan membayar. Jadi
nanti kami akan mengklarifikasi dulu mana yang betul mana yang tidak selama dua minggu ini. Wis tho.

Mbak Tutut lalu membawa semua utang BLBI yang menjadi kewajibannya kepada BPPN. Akhirnya ia menerima Surat
Keterangan Lunas (SKL) dari BPPN pada 27 Februari 2004. Sebelum memperoleh surat lunas tersebut ia memang telah meneken
Akta Pengakuan Utang (APU), dan dengan SKL maka otomatis ia mendapatkan release and discharge atau pengampunan dari
segala tuntuntan hukum.

Selepas kasus BLBI, Mbak Tutut tetap bertahan di lahan bisnis lamanya, meski bukan pemain utama lagi. Di bisnis tol,
melalui Citra Marga Nusaphala, ia masih punya saham tapi tak lagi mayoritas. Jabatannya sebagai komisaris utama juga sudah

- dilepas. Sedangkan di stasiun televisi TPI, saham Tutut sebagian dialihkan ke Harry Tanoesudibjo, pemilik stasiun RCTI, karena

Tutut tak mampu membayar utang ke Indosat.
2. Sudwikatmono (Bank Surya)

Lelaki berpawakan gempal yang satu ini adalah adik dari presiden Soeharto ,Sudwikatmono adalah konglomerat
nasional yang lahir di Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Dia adalah saudara mantan Presiden Soeharto. Karena kedekatannya
dengan penguasa Orde Baru pula, maka bisnisnya pernah menggurita hingga mencapai sekitar 300-an perusahaan. Selama 30
tahun dia bekerja sama dengan Benny Suherman dalam Grup Subentra untuk memiliki dan mengelola jaringan bioskop Cineplex
21. Dia juga pernah berkongsi dengan Arswendo Atmowiloto untuk berbisnis penerbitan yang antara lain menghasilkan tabloid
Bintang dan Fantasi.

Namun krisis ekonomi membuat bisnisnya berantakan Jaringan bioskop Cineplex 21 yang sempat identik dengan
dirinya lalu dia lepas. Begitu juga dengan PT Indocement Tunggal Perkasa, pabrik semen yang menjadi mesin uang

Data daftar nama-nama obligor ini dan pertanggung jawabanya terhadap utang BLBI dipetik dari Humanika -
Tipu Muslihat Menghapus BLBI, Fakta Sejardh - Yogyakarta: Humanika Publishing, 2012.



Sudwikatmono dan rekan-rekan “Gang of Four”-nya bersama Liem Sioe Liong, Djuhar dan Ibrahim Risjad. Akibat nilai tukar

rupiah merosok hingga tinggal seperempatnya terhadap dollar AS, Indocement tidak mampu membayar utang. Kemudian 62

persen kepemilikan perusahaan itu akhimya terpaksa dijual kepala Kimmeridge Enterprise, anak perusahaan Heidelberger

Zement AG, sebuah perusahaan semen tingkat dunia. Saham Sudwikatmono dkk, pun terdiluasi.

_ Sudwikatmono sempat terlilit utang BLBI sebesar Rp. 1,84 triliun karena Bank Surya yang dimilikinya bersama
Bamba.ng Sutrisno mendapat suntikan 1990-an. Bebannya bertambah berat karena Bambang kabur ke Singapura. Untungiah,
pelanggaran batas maksimal pemberian kredit Bank Suraya dibebankan kepada Bambang sebagai wakil komisaris utama.
Bambang dinyatakan sebagai dalang pengemplang BLBI untuk Bank Surya dan Sudwikatmono sebagai komisaris utama
-dinyatakan tidak tersangkut-paut kasus tersebut.

Sebagian dari saham Indocement yang ter51sa, ditambah sebagian saham PT Bogasan Flour Mills (mesin uang lainnya
dari “Gang of Four™), saham-saham lain dan sejumlah vang tunai, diserahkan kepada BPPN untuk'melunasi utang yang Rp. 1,84
triliun tersebut. Lalu urusan utangnya kepada negara pun selesai. Sudwikatmono dan Ibrahim Risjad tercatat sebagai obligor

" BPPN yang paling kooperatif. Bukan hanya dalam soal melunasi utang, juga dalam hal dipanggil BPPN, Sudwikamtono selalu
datang sendiri.-

Pada akhir tahun 2003, Sudwikatmono menerima Surat Keterangan Lunas (SKL) dari Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN). Eks pemegang saham Bank Surya ini sebelumnya telah menandatangani perjanjian MSAA dan melunasi
utangnya sebesar Rp. 1,9 triliun. BPPN juga memberikan surat jaminan bebas dari proses dan tuntutan hukum yang dikenal
sebagai release and recharge. Namun Sudwikatmono kehilangan sahamnya di Indocement dan Bogasari.

Di usia tuanya, Sudwikatmono justru sakit-sakitan. Dia pernah dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah. Badannya

- sempat lumpuh dan dia sempat pula tak bisa bicara. Sudwikatmono terserang stroke, Namanya pun pelan-pelan menghilang dari

percaturan bisnis nasional.

Sudwikatmono kemudian mencoba bangkit lewat perusahaan yang dikelola anak bungsunya dan mengajukan proposal
untuk membeli PT Petrokimia Nusantara Interindo (PENTI), salah satu perusahaan sebuah perusahaan bahan baku plastik terbesar,
dengan cara menggabungkan PT PENI dengan yang sudah dan masih dimilikinya : Polypet Karyapersada, Polyprima Karyareksa,
Tripolyta dan Patra Polindo.

‘ Sementera menyangkut perusahaan-perusahaan yang lain, Sudwikatmono menugaskan Grup Indika, kelompok usaha

yang dimodalinya dan dijalankan anak bungsunya. Agus Lasmono, untuk melakukan restrukturisasi. Perusahaan yang kondisinya

buruk segera ditutup. Perusahaan ini berencana menfokuskan diri pada bisnis multimedia dan Aospitality (restoran dan hotel).

3. Bob Hasan

Dia adalah dari sekian orang pemegang saham pengendali dari BUN adalah bos besar group Nusamba, dan sempat
menjadi tersangka kasus penyalahgunaan dana BLBI, Berkas perkara BUN sendiri sudah masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta
- Pusat dengan terdakwa yaitu Leonard Tanubrata dan Kaharudin Ongko.

Bob Hasan adaiah debitor BLBI yang kemudian menandatangani perjanjian Penyelesaian Kewa_uban Pemegang Saham
(KPS) melalui skema MSAA. Lalu, eks bos Grup Nusamba itu yang nilainya diklaim sama dengan kewajibannya tersebut. Masuk
di dalamnya adalah 14,5 persen saham Bob Hasan di PT Tugu Pratama Indonesia. Dia juga menyerahkan pabrik pulp dan kertas
yang dimilikinya.

Dengan demikian maka pengusaha yang pemnah mendekam di LP Nusakambangan itu memperoleh Surat Keterangan
Lunas (SKL) pada 26 April 2004. Dengan surat itu pula Bob mendapatkan release and discharge atau pengampunan dari segala
tuntutan hukum. Artinya, apabila dia sudah diproses di Kejaksaan Agung maka akan mendapatkan Surat Penghentian Penyldlkan
Perkara (SP3). Dan kalau kasusnya sudah sampai di pengadilan, maka surat lunas itu akan menjadi novum atau bukti baru.”

Selain terkait dengan kasus BLBI, Bob Hasan juga pernah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi atas dana
reboisasi oleh PT Mapindo Parama. Akibat perbuatannya maka dia divonis hukuman penjara enam tahun, membayar uang
pengganti senilai 243,7 juta dolar AS dan atau denda Rp. 15 miliar. Namun hingga bulan November 2001 proses eksekusinya

_tertunda karena Bob Hasan sedang mendekam di LP Nusa Kambangan. Aset yang dimiliki olehnya tidak memenuhi uang
pengganti sebesar 243,7 juta dolar. Lalu berdasarkan Putusan Kasasi MA tanggal 10 Juli 2001, Bob Hasan terbukti
menyalahgunakan dana reboisasi untuk proyek dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang digarap PT Mapindo Parama.
Bob dinilai merugikan negara 243 juta dolar. Putusan kasasi ini menguatkan putusan banding PT DKI Jakarta.

4. Eka Tjipta Widjaja

BPPN mengizinkan pendiri dan pemilik Sinar Mas Grup ini untuk menggunakan Sertifikat Bukti Hak (SBH) di Bank
Internasional Indonesia (BII) sebagai instrumen pengurangan utang BLBI1. Padahal para obligor penandatangan Akta Pengakuan
Utang (APU), termasuk The The Min (Bank Hastin) yang mempunyai kewajiban kepada BPPN sekitar Rp. 139,79 miliat, yang
juga meminta perlakukan sama justru tidak diperbolehkan. Eka Tjipta diberi keleluasaan karena Sinar Mas Grup tidak termasuk
obligor yang menekan PKPS-APU (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham — Akta Pengakuan Utang).

Dalam kasus ini Eka Jipta justru diuntungkan karena berdasarkan keputusan No. Kep. 02/K. KKSK/06/2002 tanggal 21
Juni 2002, KKSK telah menetapkan recovery rate (tingkat pengembalian) 25 persen dari penjualan sebagai kredit macet milik

? “K ejaksaan Belum Melakukan Eksekusi terhadap Bob Hasan”, Sinar Harapan, 20 November 2001.



BII senilai Rp. 7,2 triliun. Oleh karena itu BPPN harus membayar Rp. 1,4 triliun kepada keluarga Eka Tjipta. Rencananya, dana
tersebut akan digunakan Eka Tjipta untuk meng-offSet utang Sinar Mas grup di BPPN yang mencapai Rp. 12 triliun?

5. Hokiarto (Bank Hokindo)

: ‘Hokiarto dan Hokindo adalah kakak beradik , sang kakak Hokiarto pemilik dan presiden Direktur Bank Hokindo,
Adiknya, Hokianto, merjadi direktur Bank Hokindo. Kedua saudara ini memiliki hutang dana BLBI sebesar Rp. 200 miliar
karena dulu Bank Hokindo menerima dana BLBI walaupun kemudian bank ini menjadi salah satu Bank Beku Operasi (BBO)
menurut BPPN. Dalam sebuah pertemuan dengan Ke_]aksaan Agung, Hokiarto pernah beljan_]l untuk menyelesaikan utang
tersebut paling lambat 15 September 2006.

Kedua bejah pihak juga bersepakat menentukan jumlah utang Hokiarto dengan kewa_ubannya untuk membayar kembali
utang BLBI sebesar Rp. 200 miliar. Penghitungan bersama atas aset Bank Hokindo menunjukkan bahwa aset bank tersebut
ternyata masih lebih besar daripada pinjamannya yaitu Rp. 280 miliar.

Selain terlilit kasus BLBI, Hokiarto juga pernah terlibat kasus-kasus tukar guling antara PT Goro Batara Sakti (GBS)
dengan Bulog yang telah merugikan negara sekitar Rp. 32 miliar. Dia kemudian diadili dengan dakwaan bahwa dia bersama
Beddu Amang telah menerima dana kredit jaminan deposito Bulog melalui GBS sebesar Rp. 16 miliar. Dana yang berasal dari
Beddu Amang itu berupa tiga lembar cek senilai Rp. 32 miliar.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tommy Socharto menjadi salah satu saksi.
Kejaksaan menganggap perlu kesaksian Tommy untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Hokiarto, mengingat
kasus ini juga melibatkan putra kesayangan mantan Presiden Soeharto tersebut. Sedangkan lainnya adalah mantan Kepala Bulog
Beddu Amang, mantan Direktur PT GBS Ricardo Gelael, dan mantan Deputi Kenangan Bulog Ruskandar.*

6. MHusodo Angkosubroto (Bank Sewu Internasional)

Husodo Angkosubroto melalui perusahaannya, yaitu Gunung Sewu Kencana juga pernah bergabung dalam Young
President Organizations (YPO) yang bergerak di bidang perbankan, ritel, perkebunan, pertambangan, perkapalan, pelabuhan serta
otomotif. YPO inilah yang juga pernah membuat konsorsium untuk pengembangan usaha di Kalimantan Tengah. Husodo bahkan
turut mengikuti pertemuan dengan Gubemnur Kalimantan Tengah Teras Narang dalam persiapan proyek tersebut. Dia hadir di
sana bersama para pengusaha selevel presiden direktur yang tergabung dalam organisasi YPO lainnya yaitu Andi Loebis (Java
Motors), Ario Rachmat (PT Adaro Indonesia), Diono Nurjadin (Jasa Angkasa Semesta), Tedy Presiden (Indocement Tbk), Milie
Stephenie (Daya Komunikasi Mandiri), Rudy Suliawan Chandra (Dutanas), Ipung Kurnia (Hero Supermarket), dan Ismail Ning
(Pacto Ltd).?

. Husodo Angkosubroto juga menjadi pr651den direktur PT Duta Buana Permai Development, perusahaan properti yang
antara lain memasarkan 90 unit rumah mewah di Apartemen Pavilion Tower Il di kawasan CBD (Central Business District),
Jakarta, pada Januari 2005. Dalam memasarkan apartemennya itu Duta Buana menggandeng balai lelang internasional MGI
Global Auctions Co. Ltd. Apartemen Pavilion sendiri memiliki empat menara yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi seperti
kolam renang, pusat kebugaran, lapangan tenis, restoran dan butik bertaraf internasional.

Perusahaan lainnya yang dipimpin oleh Husodo Angkosubroto adalah PT Great Giant Pineapple (GGP), produsen
nanas kalengan. Perusahaan yang memiliki perkebunan di Terbanggi Besar 77, Lampung Tengah ini sejak tahun 2004 tercatat
sebagai tiga besar produsen nanas kalengan di dunia. GGP memiliki 12 ribu karyawan termasuk pekerja kebun, dan meningkat
menjadi 16 ribu orang saat permintaan mencapai Seluruh tim manajemen dipegang oleh orang Indonesia di bawah kendali.

Dalam kasus dana BLBI, Husodo Angkosubroto dianggap sebagai pihak yang harus bertanggung jawab
mengembalikan dana tersebut karena Bank Sewu Intemnasional yang dimiliki menjadi penerima dana BLBI. Dia kemudian
berusaha mengembalikannya dan bisa melunasinya.

7. Nirwan D. Bakrie (Bank Nusa Nasional)

Aburizal Bakrie, bos PT Bakrie & Brothers Tbk, adalah saudara kandung Nirwan D. Bakrie kedua kakak beradik
memiliki Perusahaan-perusahaan yang berada dalam Grup Bakrie antara lain PT Bumi Resource Tbk, PT Energi Mega Persada
Tbk, Bakrie & Brothers Tbk, PT Bakrie Telecom Tbk, PT Cakrawala Andalas Televisi, dan PT Bakrieland Development.

Nirwan D. Bakrie sendiri pernah memiliki surat kabar harian Berita Buana, namun dia justru kesulitan mengelelolanya.
Buktinya, pada 11 Juni 2004 puluhan karyawan dan wartawan surat kabar harian Berita Buana mendatangi kantor Komnas
HAM. Mereka mengadukan nasib yang hampir setahun tak digaji perusahaan. Rombongan ini mengadukan nasib mereka yang
jauh dari peruntungan. Sejak bulan Oktober 2003, gaji mereka tidak pernah dibayarkan oleh perusahaan. Gaji karyawan yang
nilainya mencapai Rp. 4,5 miliar, tidak juga kunjung dibayar. Menanggapi pengaduan ini, Komnas HAM berjanji akan

3 “Eka Tjipta Dianakemaskan, Obligor Lain Tak Boleh Gunakan Sertifikat Bukti Hak”, Pontianak Post, 11 Februari
2003.

* Tommy Jadi Saksi Persidangan Hokiarto”, Sinar Harapan, 4 Desember 2001.

5 YPO Rambah Palangka Raya”. Banjarmasin Post, 11 Februari 2007.



melakukan mediasi dengan pihak perusahaan. Komnas HAM kemudian memanggll sejumlah petinggi koran Berita Buana yaitu
Nirwan D. Bakrie, Rahim Sukasah, dan Bambang Hendardi.®
Setelah Aburizal Bakrie mundur sebagai presiden direktur kelompok usaha Bakrie, dia digantikan oleh Bobby Gofur S.

Umar. Aburizal Bakrie sendiri lalu masuk jalur politik. Namun demikian PT Bakrie & Brothers tetap berkibar. Pada 2005, Bakrie

& Brothers meraup untuk Rp. 270 miliar. Padahal, tahun sebelumnya masih merugi. Berbagai proyek besar jatuh ke Bakrie,

misalnya tender jalan tol serta proyek pipa gas bawah laut dari-Labuhan Maringgai ke Muara Bekasi dengan PT Perusahaan Gas

Negara Tbk. Bakrie pun menjadi kontraktor dan pemasok pipa gas untuk Kondur Petroleum S.A. Pada 2006 perusahaan ini

. berani mematok pendapatan sebelum pajak dan depresiasi sekitar Rp. 650 miliar.

: . Kemudian petaka untuk keluarga Bakrie tiba ketika lumpur panas menyembur di kawasan pengeboran gas milik PT
Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo Jawa Timur pada 29 Mei 2006. Kasus lumpur Lapindo ini menempatkan Grup Bakrie
seabgai perusahaan paling disorot di Indonesia.”

Nirwan D. Bakrie lalu mengalokasikan dana sebesar 150 juta dollar AS untuk penanganan lumpur Lapindo, dan Rp. |
hingga Rp. 2 triliun untuk ongkos relokasi dan pemukiman warga. Pemerintah juga kemudian ikut mengamankan tuntutan
tanggung jawab tersebut melalui Keppres No/ 13/2006 yang menyatakan bahwa tanggung jawab pembiayaan terkait dengan
semburan Jumpur panas ada pada Lapindo.

- Selain itu Nirwan dan para anggota keluarga Bakrie lainnya masih harus memperhitungkan biaya-biaya lain yang
menyangkut biaya langsung yang hingga kini masih terus dihitung dan dipilah-pilah oleh banyak pihak terkait. Ada rel kereta api
milik PT KAI, ada pipa gas Pertamina, jalan to! milik PT Jasa Marga Persero, dan juga jaringan listrik milik PT PLN. Jadi,
seandainya semua biaya itu dihitung menjadi tanggung jawab Lapindo, maka Nirwan pun berani mengatakan bahwa Lapindo
cuma selangkah menuju kebrangkutan.

Dalam kasus dana BLBI, Keluarga Bakrie menanggung utang hingga 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp. 10 triliun yang tersebar

-di sejumlah bank yang masuk ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Termasuk dalam hal ini adalah Nirwan D.
Bakrie yang menjadi pemilik Bank Nusa Nasional. Untuk melunasinya maka mereka menjual saham milik keluarganya. Caranya,

" keluarga melakukan pengalihan utang menjadi modal dan pengalihan utang menjadi aset. Memang nilai riil atas aset Bakrie tak
sepenuhnya bisa menutup seluruh utang sesuai nilai buku. Namun itikad Bakrie menyerahkan harta miliknya dihargai oleh
pemerintah. Setahun kemudian, proses pemberesan utang BLBI rampung.

-8.  Hasjim Djojohadikusumo (Bank Papan Sejahtera)

Hasjim Djojohadikusumo adalah salah satu pemilik Bank Papan Sejahtera bersama Honggo Wendratmo dan Njoo Kok
Kiong. Dalam masalah dana BLBI, Hasjim memberi usul pada pemerintah untuk menyelesaikan kewajibannya dengan pola co-
debtor concept. Pola co-debtor consep adalah penggabungan utang terkait Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKXPS)
dengan utang debitor yang terkait AMC (4sset Management Credit) BPPN. Dengan demikian, utang PKPS yang seharusnya
dibayar selama empat tahun bisa dilunasi dengan cara dlperpanja.ng sesuai dengan hasil restrukturisasi utang debitur
bersangkutan di AMC.

Utang Grup Tirtamas milik Hasjim dan rekan-rekannya sebesar Rp. 4,15 triliun telah direstrukturisasi AMC BPPN
dalam bentuk penerbitan obligasi dengan jangka waktu pelunasan selama 10 tahun. Artinya, utang PKPS yang semestinya
dibayar selama empat tahun itu akan dilunasi lebih panjang yakni selama 10 tahun.

BPPN lantas menerima usulan tersebut karena telah membayar 30 persen utang tahap pertama ke BPPN, serta
penggabungan utang PKPS itu tidak mengganggu restrukturisasi utangnya di AMC. Para pemilik saham Grup Tirtamas memang
telah membayar 30 persen utang tahap pertama yakni Hasjim Rp. 216 miliar, serta Honggo dan Njoo Kok Kiong masing-masing
Rp. 108 miliar. Sedangkan sisa utang PKPS yang 70 persen akan direstrukturisasi sesuai dengan uang Grup Tirtamas di AMC.
Penggabungan itu dimungkinkan karena Newco yang telah dibentuk untuk menampung utang Tirtamas masih bisa menutupi
pembayarannya. Usulan semacam itu juga disampaikan oleh Marimutu Sinivasan namum belum bisa diterima karena Sinivasan
belum membayar kewa_]lban tahap pertama sebesar 30 persen dan belum diketahui apakah Newco Texmaco mampu menampung
utang PKPS Sinivasan *Hasjim Djojohadikusumo kemudian menerima SKL (Surat Keterangan Lunas) dari BPPN. Utang dana
BLBI yang harus dibayarnya sudah dinyatakan selesai dan lunas semuanya.

9. Hendra Liem (Bank Budi Internasional)

Hendra Liem adalah pemilik Bank Budi Internasional, bank yang kemudian dikategorikan Bank Beku Kegiatan Usaha
oleh BPPN. Menurut BPPN, Hendra memiliki kewajiban membayar utang BLBI sebesar Rp. 17,6 miliar. Dia lalu membayar lima
persen atau sebesar Rp. 1,6 miliar saja karena dia sebelumnya mengaku telah membayar pokok dan bunga untuk periode pertama
28 September 2000 hingga 27 Agustus 2001. Namun waktu itu Liem belum memberikan perjanjian gadai saham. Hendra Liem
sudah mengantungi SKL (Surat Ketérangan Lunas).

10. Anthony Salim (Bank CentralAsia)

Pengucuran dana BLBI pada Bank Central Asia (BCA) ketika terjadi rush pada April dan Mei 1998 yang hampir saja
menghancurkan bank tersebut. Pemerintah lalu mengeluarkan kebijakan pemberian BLBI guna menyelamatkan BCA. Namun

% Tidak Digaji Setahun, Wartawan Berita Buana Ke Komnas HAM”, www.detiknews.com
7 “Perusahaan Terpanas; Long... Story about LUSI”, www.wartaekonomi.com.
8 Utang Hasjim di BPPN Boleh Diperpanjang”, www, tempointeractive.com.



BLBI yang diterima Grup Salim c.q Anthony Salim dalam jumlah sangat besar itu justru diselewengkan untuk membiayai
sejumlah perusahaan miliknya.

BCA memperoleh BLBI dalam tiga tahap pada Me1 ~ Juni dengan total Rp. 35 triliun. Lalu selama periode Juni-
September 1998 BPPN mengusahakan penyelesaian BLBI melalui MSAA yang kemudian ditandatangani pada 21 September

. 1998. BCA melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp. 8 triliun, sehingga sisanya Rp. 24 triliun, yang tidak mampu dibayar oleh
pemegang sahamnya BCA atau keluarga Salim. Pelunasan utang BLBI dibayar dengan 93 persen saham-sahamnya BCA. Maka
pemerintah pun kemudian memiliki 93 persen BCA. Dengan demikian utang keluarga Salim dalam bentuk BLBI sudah dibayar
lunas dengan kehilangan 97 persen dari kepemilikannya di BCA Kesepakatan akhir yang memuat release and dzscharge dicapai
pada Juni/Juli 1999. .

Anthony Salim sendiri mendapatkan Surat Keterangan Lunas (SKL) dari BPPN Justru setelah lembaga tersebut
d1bubarkan pada Maret 2004. Mantan pemilik PT Bank Central Asia Tbk (BCA) ini dianggap sudah menyelesaikan seluruh
kewajibannya. Grup Salim sendiri telah menyerahkan 108 asetnya kepada BPPN pada 1998 untuk membayar kewajibannya
sebagai eks pemilik BCA. Aset-aset itu ditangani oleh PT Holdiko Perkasa, perusahaan induk yang dibentuk untuk menampung
-aset-aset Grup Salim. Hasil yang diperoleh BPPN dari penjualan seluruh aset Salim sekitar Rp. 20 triliun. Dengan demikian
tingkat pengembalian (recovery rate) yang diperoleh BPPN sekitar 37 persen.

Salim Grup dulunya adalah pemilik Bank Central Asia, salah satu bank penerima dana BLBI. Anthony Salim kemudian
sempat diperiksa Kejaksaan Agung dalam masalah ini. Untuk membayar utangnya dia antara lain melepas dsetnya yakni

- Dipasena, GT Petrochem, dan GT Tire. Namun waktu itu tarik ulur amandemen MSAA belum membuahkan hasil final. Anthony
berusaha bertahan menggunakan skema MSAA sementara BPPN tetap meminta setoran aset tambahan, jaminan pribadi, plus
jadwal pembayaran tunai kewajiban debitur. Negosiasi revisi MSAA antara kedua belah pihak pun kemudian berjalan alot.

Utang Anthony Salim kepada negara awalnya adalah Rp. 52,7 triliun. Tapi perhitungan jumlah kemudian naik menjadi
65 ftriliun. Oleh karena itulah, Anthony berusaha menghambat penjualan aset-asetnya. Dalam hal ini, pula terjadi masalah
lanjutan. Penjualan Indoplantation (paket 24 perusahaan perkebunan sawit milik Salim) yang dimenangi- Kumpulan Guthrie
Berhad (Guthrie) dari Malaysia dengan harga Rp. 3,3 triliun justru diwarnai dengan kisah pengunduran diri 37 dari 38 manajer
lapangan yang loyal pada Liem Sio Liong. Mereka kemudian ditampung sebagai karyawan di Indofood. Padahal, Guthrie sudah
mengalokasikan uang tambahan sebesar 10 persen dari nilai transaksi untuk insentif karyawan Indoplantation, masyarakat sekitar
perkebunan dan tunjangan sosial lainnya.

Kebakaran yang melanda Oleochemichals pun ditengarai merupakan bagian darl gerilya Anthony Salim dalam
menyiasati kewajiban pembayaran utang BLBI. Bahkan muncul dugaan bahwa Salim Grup yang masih menguasai distribusi
penjualan obat nyamuk tidak mau membantu menyalurkan obat nyamuk produksi Mosquito Coil Group, yang sudah dibeli
Reckitt Benckiser. Cara-cara seperti ini tentu saja makin mengurangi minat investor untuk membeli perusahaan Salim Group
sehingga harganya pun kain turun. . '

Pada tahun 2002 mantan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Kwik Kian Gie pernah
membeberkan ihwal penjualan saham BCA terkait pelunasan dana BLBI. Di hadapan anggota DPR RI, Kwik mengatakan :

Satu hari sebelum BCA dijual ada sidang kabinet yang dipimpin Presiden Megawati namun sama sekali tidak

'membicarakan penjualan BCA, tidak ada di agendanya. Tapi setelah sidang kabinet selesai jam 12 adalah Bapak Jusuf Kalla
sebagai orang yang mengetahui ekonomi dan perdagangan dengan inisiatif mengumumkan, saudara-saudara urusan penjualan
BCA merupakan urusan yang penting, oleh karena itu saya sarankan supaya para menteri ini pulang makan dan jam 3 kumpul
lagi Depkes, khusus mengenai masalah ini supaya tidak diketahui wartawan. Terjadilah diskusi, dan tentu terjadi perdebatan satu
lawan semua. Saya tidak setuju bahwa BCA dijual besok dengan harga 5 triliun untuk 51 persen saham, karena di dalamnya ada
tagihan pemerintah senilai 60 triliun.’

Kwik waktu itu menyatakan ketidaksetujuannya, namun dia tidak didukung oleh para menteri lain sehingga akhimya
pemerintah menyetujui untuk melakukan penjualan BCA.

. Argumentasi saya ditentang oleh semua orang yang hadir, termasuk Menteri Keuangan Boediono sebagai Menko
Perekonomian Dorodjatun Kuntjorojati, Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono, dan Menko Kesra Jusuf Kalla. Jam 6 kita
belum selesai rapat, Dorodjatun bilang akhiri. Laksamana (Menneg BUMN) bersama-sama dengan dia ke Megawati bilang
bahwa BCA bisa dijual. Saya tidak mengendalikan emosi saya, dan marah sambil mengatakan kalian bagaimana dan yang
menentramkan saya SBY. Jadi yang menyetujui adalah Megawati dan saya menjadi saksi hidup karena saya waktu itu duduk di
dalam kabinet”."°

Data BPK menyebutkan bahwa nilai penjualan aset Salim Group yang diserahkan ke BPPN hanya Rp. 19,3 triliun atau
63,7 persen dari Rp. 52,726 triliun kewajiban kepada negara. Namun Kejaksaan Agung tidak berani menetapkan Anthony Salim
sebagai tersangka meskipun sejumlah pihak terus mendesak. Sejak awal pemeriksaan hingga ketiga kalinya Anthony datang
memenuhi panggilan Kejaksaan Agung tekait keterlibatan dirinya dalam kasus BLBI, dia selalu tampak yakin dirinya bakal
lepas dari jeratan hukum Kejagung. Dia selalu berdalih bahwa dirinya telah melunasi utangnya dengan jalan menyerahkan
sejumlah aset kepada BPPN.

”Semua telah saya serahkan, jadi kalau Kejaksaan Agung masih membutuhkan keterangan dari saya, akan saya
berikan. :

? “Rwik Buka Kedok di Balik Penyelesaian BLBI BCA”, www.detiknews.com
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Indikasi bakal lepasnya Anthony Salim dalam sejumlah obligor lainnya dalam jeratan kasus BLBI ini makin diperkuat
oleh sikap Kejaksaan Agung yang kian enggan membahas masalah kebijakan yang terkait dengan prosedur pengembalian aset
dari para obligator. Sepertinya yang diincar oleh pemerintah dan Kejaksaan Agung. Dengan adanya SKL di tangan Anthony
maka dirinya sulit untuk dipermasalahkan. Apalagi Inpres No. 8 Tahun 2003 menyebutkan bahwa obligor telah menyerahkan
asetnya akan terbebas dari segala tuntutan hukum. Pemberian SK1. sendiri dilakukan bagi obligor yang telah menandatangani
MSAA (Master of Settelment Aquitition Agreement). Utang obligor dianggap lunas setelah dia menyerahkan aset. Mereka juga

-bisa memperoleh release and discharge alias pembebasan dari segala tuntutan hukum.

Anthony Salim yang sejak awal menyatakan saat melakukan settlement aset tetap saja tidak menunjukan itikad baik.
Meskipun dia bersedia menyerahkan semua asetnya, tetapi ternyata aset-aset tersebut bukanlah merupakan aset yang cepat laku.
Buktinya, untuk saham yang tidak cepat laku, pemerintah diberikan 100 persen saham. Sementara untuk aset yang masih baik,
seperti Indofood, pemerintah hanya diberi 2,5 persen.

Mari kita lihat peliknya urusan BCA dengan BPPN dan pemerintah. Awalnya, Salim Group mendapat kucuran BLBI
sebesar Rp. 35 triliun pada 1998. Saat penandatanganan MSAA, JPKS-nya terdongkrak menjadi Rp. 52,7 triliun. Dari audit
Lehman Brother terungkap bahwa aset-yang diserahkan ke BPPN senilai Rp. 52,6 triliun. Namun, saat diaudit Pricewaterhouse
Cooper (PwC), asetnya turun menjadi Rp. 23 tnllun Dan, puncaknya, dari audit BPK 2006, BPPN hanya meraup Rp. 19 triliun
atas penjualan aset yang diserahkan Salim Group

BPPN memberi waktu tiga bulan bagi keluarga Salim untuk segera membayar klaim BPPN yang telah diakui dan
disetujui sebesar Rp. 729,4 miliar. Pembayaran klaim tersebut wajib dilakukan dalam bentuk tunai dan wajib diselesaikan paling
lambat tanggal 11 Oktober 2002. Selanjutnya BPPN akan mengambil aset-aset Salim yang masih tersisa termasuk yang ada di
Hokaido Perkasa.'® Nah, dari kasus tersebut sekarang kita bisa bertanya : Apakah utang Grup Salim sudah selesai ?

11. The Nin King (Bank Dana Hutama)

The Nin King lahir di Bandung pada 20 April 1931. Dia belajar berbisnis sejak usia 16 tahun dengan mengikuti
ayahnya berdagang tekstil di Bandung. Setahun kemudian mereka pindah ke Jakarta dan membuka toko tekstil di Jalan Pintu
Kecil, Jakarta Barat.

Pada 1961, The bersama sejumlah rekannya mendirikan pabrik tekstil di Salatiga, Jawa Tengah. Nama perusahaan itu
adalah PT Daya Manunggal dan dia menjabat sebagai direkturnya. Pada awal 1984, PT Daya Manunggal memproduksi sekitar
lima juta meter tekstil per bulan. Sasaran ekspornya adalah Inggris, Jerman Barat, Italia, Prancis, Arab Saudi, Irak, AS, Kanada,
dan Australia. Di bidang ini, dia berpatungan dengan Marubeni, Mitsui Toray, Kuraray, dan Kurabo dari Jepang. Jumlah
karyawan yang ditampungnya mencapai 12.000 orang.

Sukses di tekstil, The Nin King mendirikan pabrik seng cap Moon Elephant, dan besi beton (1961-sekarang). Di bidang
ini dia bekerja sama dengan Nippon Steel, Nippon Kokan Marubeni dan Mitsui dari Jepang. Dia juga pernah banyak membantu
usaha koperasi di Tangerang, sebuah sasana tinju, dan membangun beberapa gedung sekolah dan rumah ibadah. The Nin King
bahkan menjadi anggota Yayasan Prasetya Mulya dan Yayasan Tarumanegara.

The Nin King kemudian mendirikan PT Agro Pantes Tbk, dan perusahaan inilah yang kemudian pernah sangat identik

"dengan dirinya. Namun setelah restrukturisasi kepemilikan saham pada 2007, saham keluarga The Nin King di Argo Pantes
terdilusi dari 56 persen menjadi 44 persen, kepemilikan saham kreditur menjadi 8 persen dan publik menjadi 46 persen.’*

Argo Pantes juga pernah memiliki total outsanding utang ke Bank Mandiri pada 2006 sejumlah Rp. 2,4 triliun. Argo
Pantes adalah salah satu debitor kakap Bank Mandiri yang ikut menyumbang kredit macet di bank tersebut di Indonesia itu.
Perusahaan ini kemudian bermaksud menyerahkan “sebagian aset propertinya untuk melunasi sebagian utang serta melakukan
restrukturisasi di akhir tahun.'” Sementara di bidang properti. The Nin King pernah berada dalam kelompok besar konglomerat
properti nasional bersama PT Agung Podomoro (Trihatma), Ciputra, Grup Lippo, Grup Agung Sedayu, PT Duta Pertiwi, Tan
Kian (Grup Mutiara), Alex dan Melinda Tedja (Grup Pakuwon), Gapura Prima, Jan Darmadi, Metropolitan Kencana,
Summerecon, Djarum, Usman Effendy, Jababeka, MS Hidayat, Metropolitan Land, Sjukur Pudjiadi, Grup Wings, Herman
Sudarsono, dan Djan Faridz.'®

Dalam kasus dana BLBI yang diterima Bank Danamon Hutama sebesar Rp. 84 miliar, Kejaksaan Agung pernah
memeriksa para komisaris bank tersebut yaitu The Nin King dan Sofjan Wanandi. Sementara Direktur Utama Bank Dana Utama
Hadi Purnama Chandra sudah ditetapkan sebagai tersangka penyelewengan dana BLBI. Sofjan Wanandi yang diperiksa penyidik
Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus BLBI pernah mengaku dirinya tidak tahu banyak soal pengucuran dana kredit oleh
bank tersebut. Alasannya dia sebagai komisaris utama Bank Hutama hanya bertemu sekali setahun dengan Hadi Purnomo
Chandra.

Kejaksaan Agung sendirni tetap menganggap bahwa perkara pidana dalam kasus tersebut tetap harus diproses karena
yang menjadi fokus-adalah adanya- penyimpangan berupa pancairan dana BLBI kepada perusahaan terkait tatkala Bank Dana
Hutama memiliki saldo negatif. Menurut peraturan yang berlaku, hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan dana BLBI. Sofjan
Wanandi sendiri dinilai mengetahui kondisi keuangan banknya sekaligus menandatangani permohonan pinjaman ke BI berupa

"2 Jawa Pos, 20 Juli 2007.
P Keluarga Salim Wajib Bayar Klaim BPPN dalam Tiga Bulan”, Sinar Harapan, 12 Juli 2002.
' «“Rugi Bersih Argo Pantes Naik”, Republika, 06 Agustus 2007.
15 “Argo Pantes Bayar Utang ke Bank Mandiri Pekan Depan”, www.detiknews.com.
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fasilitas diskonto. Sebagai komisaris utama, Sofjan dituding ikut mengetahui dan menyetujui proses pencairan dana yang
dinilainya di atas Rp. 500 juta. Tapi Sofjan membantahnya dengan mengatakan :

Saya merasa clean, very clean Pengucuran kredit itu urusan bank profesional. Kita cuma pemegang saham, sedangkan
kita cuma sekali setahun ketemunya.!”

Menurut Sofjan, tidak ada kerugian negara dalam kasus Bank Dana Hutama. Semuanya sudah diselesaikan kepada
BPPN. Pengucuran dana=BLBI kepada perusahaan terafiliasi itu sebenarnya tidak termasuk dalam program penjaminan
pemerintah. Ketentuan itu tidak bisa dianggap sebagai penyelewengan karena itu sudah terjadx sebelum keluarnya pelarangan dari
Bank Indonesia.

. . The Nin King yang juga menjadi pemegang saham Bank Dana Utama tentu saja terseret dalam urusan dana BLBI ini.
Sebagal pemilik Bank Dana Hutama, maka dia menanggung utang BLBI sebesar Rp. 18,062 miliar. Dan bank ini sama sekali
belum menyerahkan agunan berkaitan dengan utangnya kepada BPPN.

"BPPN kemudian melakukan pemblokiran, pengosongan, penyitaan, dan pengalihan aset The Nin King. Oleh karena
itulah dia segera membayar pokok kewajibannya sebesar Rp. 18 miliar. The melakukan pembayaran awal sebesar Rp. 1,6 miliar
dan membayar angsuran pokok sebesar Rp. 196,2 juta. Kewajiban membayar bunga dilakukan tepat waktu berturut-turut sebesar
Rp. 1,3 miliar, Rp. 1,5 miliar dan Rp. [,6 miliar.

Kalaupun ada kelalaian The Nin King, maka itu soal cedera janji atas nilai agunan yang seharusnya 150 persen dari
angka utang. Sisa utangnya sebesar Rp. 16,2 miliar, sehingga agunan yang harus diserahkan senilai Rp. 24,4 miliar. Daftar tanah
yang diserahkan sejumlah 76 bidang, tetapi bidang tanah yang telah dipasangi hak tanggungan hanya 72 bidang tanah saja. Dia
juga dianggap lalai karena tidak menyerahkan dokumen yang menyebutkan daftar utang, jaminan, penggunaan dan kewajiban
keuangan lainnya.

Dalam masalah ini The Nin King menyatakan bahwa dirinya sudah tidak ada masalah menyangkut kewajibannya
kepada BPPN.

Dari dulu tak ada masalah, pembayaran juga tak ada masalah. Soal utang sudah selesai. Ini hanya salah paham saja.
Dari 76 jaminan, ada 4 girik yang menurut BPPN harus disertifikatkan dahulu atau mesti diganti jaminan yang lain. Padahal girik
itu sudah disertifikatkan. Itu mungkin BPPN ganti orang dan ada masalah. Kita dulu pernah tanya tapi tak ada jawaban sampai
tiba-tiba begini. Tapi niat saya bayar. Sudah tidak ada kewajiban lagi soal girik jtu.'®

Pada akhir Desember 2003, The Nin King berhasil mengantungi Surat Keterangan Lunas (SKL). Dengan surat tersebut
sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 8 Tahun 2002, maka dia mendapatkan release and discharge atau pengampunan dari segala
tuntutan hukum.

Selain kasus dana BLBI, sebenarnya The Nin King juga pernah berurusan dengan pihak Ke)aksaan Agung dalam kasus
kredit macet Argo Manunggal Grup sebesar Rp. 581 miliar dari BRI. Dalam kasus ini The Nin King harus beberapa kali bolak-
balik ke Kejagung untuk diperiksa, namun sampai saat ini kabar pemeriksaan itu sudah tidak pernah terdengar lagi.

12. The Tje Min (Bank Hastin)

Pemilik Bank Hastin ini telah menunggak . utang BLBI sebesar Rp. 139,791 miliar. Dia kemudian berusaha
menyelesaikan kewajibannya tersebut walaupun sempat memprotes BPPN tentang jumlah kewajiban Bank Hastin yang
menurutnya tidak didasarkan atas bukti-bukti otentik. Dia menyelesaikan BPPN yang menilainya cedera janji terhadap pembelian
gadai saham padahal dalam perjanjian Akta Pengakuan Utang (APU) tidak disebutkan Bank Hastin melakukan gadai saham.
Menurutnya, BPPN telah memasukkan beban yang tidak seharusnya menjadi beban pemegang saham. Dia bahkan pernah hanya
akan mengklaim 30 persen dari kewajiban pembayaran utang sebesar Rp. 196 miliar yang dituntut BPPN. Dia lalu bisa
menyelesaikan utang BLBI tersebut.

13. Usman Admadjaja (Bank Danamon)

Usman Admadjaja adalah pemilik Bank Danamon yang punya kewajiban mengembalikan utang BLBI sebesar Rp.
12,533 miliar. Pengalamannya sebagai pebisnis dan bankir sudah sangat lama. Pada 1976, dia mengambil alih Bank Persatuan
Indonesia. Bank Danamon yang dimilikinya juga sekarang memiliki 11 cabang dan 500 karyawan.

Lelaki yang lahir pada 3 Mei 1946 di Tanjungkarang Lampung ini bisa meraih sukses karena usaha yang sangat keras.
Pada awalnya dia berdagang tekstil kecil-kecilan, lalu menyuplai pakaian ke PD Fadjar Bhakti, tetapi tersendat-sendat. Sebagai
gantinya, dia menyuplai kayu putih pada perusahaan yang sama. Fadjar Bakti lantas memasarkannya dengan merk Cap Singa.

Usman kemudian mendirikan UD Apollo. Ketika Fadjar Bhakti tidak dapat melayani pesanan perusahaan minyak AS,
Shell yang memesan pakaian untuk karyawannya, order itu diteruskan kepada Usman. Inilah awal kabangkitan Usman
Admadjaja. Dia juga kemudian berbisnis melayani suplai bahan makanan dan alat rumah tangga sambil belajar manajemen dari
Shell. Ketika UD Apollo berubah menjadi PT Kaliraya Sari, dia beranjak ke usaha konstruksi pelabuhan, dan pengilangan
minyak lepas pantai.

Usham bahkan menjadi pemilik Wisma Sandang Sarana (Wistek) Bandung, perusahaan tekstil yang memiliki 200
mesin pintal dengan kapasitas 450 ribu yar per tahun. Dengan dukungan Citibank. Usman juga mengoper Pepsi Cola, baik di
Jakarta maupun di Surabaya. Kemudian, pabrik bola lampu Tungsram dan pabrik sepatu tentara PT Bintang Raya Sari.

17 «Sofjan Wanandi Mengaku Tak Tahu Soal Pengucuran Kredit”?, Sinar Harapan, 23 Mei 2002.
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Dalam kasus BLBI, Usman Admadjaja berhasil menyelesaikannya walaupun bukan termasuk rombongan pertama
debitur yang melunasi utang tersebut. Kini dia masih terus mengembangkan semua blsmsnya termasuk Bank Danamon yang
pernah membuatnya dililit masalah besar bernama utang BLBI.

Selain nama-nama obligor yang sudah melunasi utang BLBI, ada juga para pengusaha besar yang menjadi
penandantangan Perjanjian PKPS-APU tapi belum melunasi pembayaran kewajiban mereka pada pemerintah. Meraka antara lain
Dharmono K Lawi, Eddy Junaedi, Ede Utoyo, Harry Mattalata alis Hariram Ramchmand Melwani, Hengky Wijaya, I Made
Sudiarta dan [ Gde Dermawan (Bank Aken), Lesmana Basuki, S. Soemeri, Santosa Sumali (Bank Metropolitan sebesar Rp. 46,9
miliar dan Bank bahari sebesar Rp. 3,2 miliar), Toni Suherman, Tony Tanjung, dan Tn_]ono Gondokusumo (Bank PSP sebesar
- Rp. 3,829 miliar). Selain itu juga nama-nama di bawah ini:

14. Fadel Muhammad (Bank Intan)

Tokoh Golkar dan pernah jadi gubernur dan sekarang tahun 2014 menjadi anggota dewan , lahir di Ternate pada 20
Mei 1952. Dia adalah gubernur provinsi Gorontalo sejak 10 Desember 2001. Bersama wakil gubernur Ir. Hi Gusnar Ismail MM,
ia sukses memimpin Gorontalo sejak 2001-2006. Lalu dalam pemilihan kepala daerah Gorontalo yang diselenggarakan pada 26
November 2006, dia memperoleh 81 persen suara. Ini adalah nilai tertinggi di Indonesia untuk Pilkada sejenis dan tercatat di
MURI (Museum Rekor Indonesia) sebagai rekor pemilihan suara tertinggi di Indonesia untuk pemilihan Gubernur.

Pada 17 Agustus 2007 atau sehari setelah pencanangan Gerakan Peningkatan Produksi Padi Nasional 2 juta Ton,
Menteri Dalam Negeri Ma’ruf melantiknya bersama pasangan wakil gubernur untuk periode kedua. Proses pelantikan
berlangsung secara nasional dari Gedung DPRD, Botu (Gorontalo) melalui siaran TVRI. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden
No. 73/P/2006 yang berlaku mulai 28 Desember 2006, Mendagri mensahkannya menjadi Gubernur untuk masa kerja 2006-2011.

Fadel Muhammad pernah menjadi salah satu pendiri dan pemimpin Grup Bukaka. Dalam kasus dugaan penyelewengan
dana BLBI, Fadel sebagai salah seorang pemegang saham Bank Intan mempunyai kewajlban untuk membayar utang sebesar Rp.
88,154 miliar walaupun bank ini sudah kemudian dilikuidasi.

Masalahnya menjadi pelik ketika BPPN menilai bahwa Fadel mengmgkan janji pelunasan karena tidak menyerahkan
agunan berupa tanah di Cikupa. Tangerang. Pemegang saham Bank Intan ini dinilai lalai untuk memenuhi rasio kecukupan
pemberian agunan sebesar 150 persen. BPPN juga menilai Fadel memberi keterangan yang tidak benar pada saat perjanjian
PKPS ditandatangani. Dia memang telah melunasi pembayaran awal sebesar Rp. 1 milar namun pembayarannya masih lebih
kecil dari 10 persen yang menjadi kewajiban angsurannya. Dia pun lantas terancam dicekal ke luar negeri dan dipenjarakan.
Apalag1 dia bisa dilaporkan ke kepolisian atas dugaan tindakan pidana karena memberi keterangan yang tidak benar.

: Dalam urusan perbankan yang hampir sama, Fadel Muhammad pernah mengalami perkara kepailitan melawan Bank
IFI, ING Barings South East Asia Limited di Singapura, serta BPPN. Pada wakfu itu dia dinyatakan berutang Rp. 40 miliar
kepada Bank IFI, 4,8 juta dollar AS kepada ING Barings, dan Rp. 93,2 miliar kepada BPPN. Dalam putusan Pengadilan Niaga
Jakarta pada 13 Maret 2001, dia dinyatakan pailit, namun secara mengejutkan dibebaskan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah
Agung pada 18 Oktober 2004. Dia diloloskan dari vonis pailit (kebangkrutan) oleh Mahkamah Agung (MA) melalui vonis kasasi.
' Padahal, Fadel sesungguhnya sudah tidak bisa menghindar lagi dari status pailitnya yang telah berkekuatan hukum tetap
(inkracht). Sebenamya, vosnis kasasi itu diputus MA pada 18 Oktober 2004. Tapi kabar sekaligus gunjingan vonis itu baru
menggema pada 2005."”

Baik pihak Fadel maupun lawan-lawannya dalam perkara kepailitan itu (Bank IFI, ING Barings Sout East Asia Limited
di Singapura, serta BPPN) secara resmi belum mengetahui, apalagi menerima salinan putusan yang menenangkan Fadel ini. Ini
merupakan jenis vonis perdana dalam sejarah hukum kepailitan di Indonesia. Sebab, berdasarkan putusan Pengadilan Niaga
Jakarta pada 13 Maret 2001, Fadel dinyatakan pailit. Vonis pailit itu pun tak berubah, mestinya harta kekayaan Fadel disita dan
kemudian dilelang untuk membayar utang kepada tiga lawannya yang menjadi kreditor tersebut.

Tapi, Fadel pantang menyerah. Tokoh Golkar yang juga pengurus Kamar Dagang dan Industri ini melancarkan jurus
baru berupa permohonan pencabutan kepailitan. la meminta pengadilan membedah total perkara kepailitan itu berdasarkan
wewenang hakim untuk menggali dan menemukan hukum, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang
(UU) No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ada tiga putusan perdata dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan ganti rugi sebesar Rp. 1,95 miliar
kepada Fadel. Dalam putusan ini, Bank IFI dianggap melanggar hukum, karena menaikkan suku bunga pinjaman Fadel secara
sepihak setiap tiga bulan dan menyita saham Fadel. Angka Rp. 1,95 miliar berasal dari Fadel kepada Bank IFI sebesar Rp. 17,05
miliar.

Putusan kedua yakni menyangkut kemenangan Fadel melawan ING Barings. Lembaga kevangan asing ini dianggap tak
berkualitas sebagai kreditor terhadap Fadel, karena surat kuasa untuk pengacara ini di Indonesia dibuat di luar negeri dan tak
dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia di Singapura.

Sementara, putusan ketiga menyangkut hukuman ganti rugi sebesar Rp. 23,5 miliar yang harus dibayar BPPN dan Bank
Indonesia (BI) kepada Fadel. Dalam putusan ini, pengadilan menyalahkan BPPN dan BI karena menutup Bank Intan pada tahun
1999. Padahal, Fadel sebelumnya disetujui mengakuisisi Bank Intan dan mengupayakan pemulihan kesehatan Bank itu.

Dengan demikian, berarti Bank IFI, ING Barings, dan BPPN bukanlah kreditor terhadap terhadap Fadel. Sebaliknya,
merekalah yang dianggap berutang kepada Fadel. Jadi, syarat kepailitan terhadap Fadel, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU
Kepailitan, tak terpenuhi. Hal ini menegaskan kepailitan terhadap debitur yang memiliki satu utang telah jatuh tempo dengan dua
atau lebih kreditor.
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PN Jaksel memang memenangkan perkara perdata gugatan Fadel Muhammad terhadap BPPN (tergugat 1) dan Bank
Indonesia (tergugat II) meminta pembatalan perjanjian APU-Bank Intan. Dalam putusan tersebut, hakim juga menghukum BPPN
dan BI untuk membayar secara tanggung renteng kerugian materiil sebesar Rp. 23,5 miliar kepada Fadel Muhammad. Namun
demikian dalam daftar para obligor BLBI yang tidak kooperanf dari pemermtah yang jumlahnya 34 orang obligor, Fadel
Muhammad (Bank Intan) berada di urutan ke-24. : .

15. 1 Gde Dermawan dan I Made Sudiarta (Bank Aken) =

I Gde Dermawan dan 1 Made Sudiarta, pemegang saham Bank Aken lalai memenuhi pembayaran di muka sebesar Rp.
6,8 miliar, atau 10 persennya, dalam waktu 20 hari sejak ditandatangani PKPS-APU. Mereka juga tidak memenuhi sisa
pembayaran pokok sebesar Rp. 100 juta dari sisa kewajiban utangnya.

Bank Aken merupakan penyumbang terbesar berdasarkan persentase Asset Transfer Kit (ATK) Top 200 obligor Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang belum bisa diverifikasi. Sebanyak 93,97 persen atau .berjumlah Rp. 171 miliar
ATK tersebut belum bisa diverifikasi. Urutan berikutnya adalah Bank Prima Express (Primex) yang ATK-nya belum bisa
diverifikasi sebanyak 5067 persen atau senilai Rp. 59 miliar. Di tempat ketiga adalah Bank Universal Tbk sebsar 47,14 persen
dengan jumlah Rp. 640 miliar. Kedua bank ini merpakan bagian dari lima bank yang sedang dalam proses merger oleh BPPN.
Namun BPPN masih menunggu proses kedua bank itu bersama Bank Arthamedia dan Bank Patriot menjadi Bank Dalam
Penyehatan (BDP).

16. Santosa Sumali

Orang ini tidak asing dikalangan pembisnis di Indonsia , dan pernah tersangkut kasusu yaitu pada tahun 1982 dia
- didakwa untuk bertanggung jawab atas peristiwa tragis tersebut, beberapa perwira kapa! dijatuhi hukuman administrasi oleh
Mahkamah Pelayaran. Direktur Utama PT PANN Nuzwari Chatab dan Direktur PT PANN H. Mandagi sudah dijatuhi hukuman
oleh pengadilan. Vonis juga dijatuhkan kepada Santosa Sumali yang pada waktu itu menjadi broker kapal bersama George
Hendra. '

Dalam kasus korupsi dana BLBI, Santosa Sumali sebagai pemilik Bank Metropolitan bertanggung jawab untuk
menyelesaikan kewajiban membayar utang sebesar Rp. 46,55 miliar. Dia pun sudah mengakui jumlah utang tersebut dengan
menandatangani Akta Pengakuan Utang. Namun dia termasuk yang tidak segera menyelesaikannya.

Dari semua nama obligor BLBI yang sudah disebutkan di atas, masih ada nama-nama lainnya yang justru paling
bermasalah. Mereka antara lain sudah divonis penjara oleh pengadilan tapi kabur ke luar negeri. Beberapa di antaranya
tertangkap dan dipenjarakan dan yang lainnya entah berada di mana. Mereka adalah Adiputra Januardy dan James Januardy
(Bank Namura Yosanta), Baringin MH Panggabean dan Joseph Januardy (Bank Namura), Tarunodjojo Nusa (Bank Umum
Servitia), Omar Putirai (Bank Tamara), serta nama-nama berikut ini :

'17. Andrian Kiki Ariawan (Bank Surya)

: " Sungguh luar biasa nama yang satu ini , Andrian Kiki Ariawan, Bambang Sutrisno, dkk dari Bank Surya melakukan
perbuatan tindak pidana korupsi dana BLBI antara tahun 1989 hingga 1998. Mereka telah merugikan keuangan negara sebesar
Rp. 1,9 triliun dengan memakai dana BLBI untuk menyalurkan kredit kepada 166 perusahaan atau debitur kelompok yang
sebenamya tidak melakukan kegiatan operasional (paper company). Dalam sidang tanggal 8 Juli 2002, para terpidana tidak hadir
dalam persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian menetapkan sidang dilanjutkan secara in absentia.
Amar putusan PN Jakarta Pusat No. 899/Pid.B/2002/PN Jkt Pst. Tanggal 13 November 2002, menyatakan bahwa terdakwa
Andrian Kiki Ariawan dan Bambang Sutrisno terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-
sama dan berlanjut. Mereka lalu menjadi buronan hingga sekarang.

Karena Andrian Kiki Ariawan diduga berada di Australia, maka Tim Pembantu Koruptor (TPK) pernah meminta
pemerintah Australia untuk memblokir aset-aset milik Andrian. Pihak Asutralia sendiri sebenarnya bersedia mengekstradisi dan
memulangkan terpidana seumur hidup itu asalkan pemerintah Indonesia memenuhi syarat-syarat dokumen yang diminta.

Sebelumnya, Indonesia telah bekerja sama dengan Australia dalam upaya pengembalian mantan komisaris Bank
Harapan Sentosa, Hendra Rahardja, yang buron bahkan sebelum dia disidang secara in abstentia dan dijatuhi vonis penjara
seumur hidup dalam kasus BLBI senilai Rp. 1,9 triliun. Proses ekstradisi Hendra Raharda yang berstatus tahanan pemerintah
Australia itu mencapai tahapan akhir dengan diterbitkannya extradition warrant atas nama Hendra Rahardja yang ditandatangani
oleh Menteri Kehakiman dan kepabeanan Australia pada 14 Oktober 2002. Pelaksanaan ekstradisi tersebut tertunda karena
pengacara Hendra Rahardja mengajukan judicial review terhadap keputusan tersebut. Hendra kemudian meninggal pada 26
Januari 2003 di Sydney sehingga secara otomatis menggugurkan tuntutan pidana terhadap dirinya.

Andrian merupakan terpidana seumur hidup kasus korupsi BLBI senilai Rp. 1,9 triliun. Dia berada di Australia, negara
yang juga dijadikan tempat pelarian oleh Eko Edi Putranto (Bank Harapan Santosa) yang sudah disidang secara in abstentia dan
dihukum pidana penjara 20 tahun, denda Rp. 30 juta dan membayar pengganti korupsi Rp, 1.950 triliun. Hingga sekarang
Andrian terus diawasi oleh pihak Kepolisian Australia.

18. Agus Anwar (Bank Pelita dan Bank Istimarat)

Pada tanggal 26 Agustus 1951 dia lahir sebagai bocah biasa disebuah desa di Tasikmalaya Jawa Barat , setelah dewasa
dia menjadi bankir dan dia juga sangat berpengalaman di bidang keuangan. Dia pernah mengelola Bank Indover di Hongkong
dan kemudian menjadi direktur utama bank Arya Panduarta, Bank Pelita, dan Bank Istimarat yang sekarang sudah dilikuidasi.
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Bahkan dia adalah orang yang sempat menahkodai Kredit Asia Finance Limited (KAFL) yang dioperasikan dari Hongkong.
Agus adalah sosok yang masih menyisakan masalah korupsi di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) dan kasus BLBI
(Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

- Dalam kasus BPUI, Agus Anwar melakukan korupsi bersama Direktur BPUI Sudjiono Timan sehingga merugikan
. negara senilai lebih dari Rp. 1,2 triliun. Petualangan Agus di BPUI berlangsung antara tahun 1996-1999. Pada waktu ibu BPUI
dipegang oleh Sudjiono Timan, sosok lihai yang telah divonis 15 tahun oleh Mahkamah Agung untuk perkara yang terkait
dengan Agus Anwar. Sudjiono lalu kabur dengan menggunakan paspor palsu meskipun Kejaksaan Agung sudah mencekalnya.

BPUI merupakan perusahaan milik negara yang berdiri sejak tahun 1973. Perusahaan ini bertugas menghimpun dan
menyalurkan keuangan pemerintah. Dalam menarik dana besar dari BPUI, Agus Anwar memakai Kredit Asia Finance Limited
(KAFL), perusahaan jasa keuangan yang dimilikinya (8,7 juta saham) bersama Kingfaith Company Limited (1 saham), dan
Grandfaith Limited (1 saham). Perusahaan ini beralamat di 20/F Euro Trade Center, 21-23 Des Vooux Central, Hongkong.

Modus korupsinya mereka lakukan dengan cara menempatkan dana (placement line) dengan menjual surat utang yang
diterbitkan oleh KAFL. Dana yang diterima Agus Anwar tersebut tidak memerlukan jaminan karena surat utang KAFL diangap
sbagai surat berharga. Dari hasil audit khusus BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), KAFL memperoleh fasilitas pinjaman dalam
bentuk surat utang dari BPUI dengan outstanding per 28 Februari 2001 seniali Rp. 102,5 miliar dan 70,5 juta dollar AS. Pada saat
jatuh tempo diterbitkan surat utang baru. Akibatnya, sejak jatuh tempo diterbitkan surat utang baru. Akibatnya, sejak
diterbitkannya surat utang itu pada 1 Mei 1997 dan 16 Mei 1997, BPUI tidak pernah memperoleh cash inflow dari investasi
tersebut. .

Dalam proses pencairan pinjaman, KAFL merupakan kendaraan yahg menjembatani pembiayaan BPUI kepada Festival
Company Incorporated dan PT Elok Unggul. Sedangkan PT Elok Unggul sebelumnya merupakan debitur langsung BPUI dengan
struktur legal yang dapat dikatakan cukup komprehensif dan baik. Namun karena satu dan lain hal, Elok direkayasa untuk
seakan-akan melunasi utangnya kepada BPUI dan mendapatkan pembiayaan pengganti dari KAFL dengan menggunakan dana
BPUI. Belakangan Agus Anwar menyatakan bahwa pnjaman dalam dollar tersebut seluruhnya dialihkan kepada Elok (40 juta
dollar AS) dan Festival (30 juta dollar AS).

Pada 11 April 2002, ada kesepakatan tertulis antara BPUI, Agus Anwar, dan Elok Unggul. Isinya, Agus mengakui
utang sebesar Rp. 102,5 miliar kepada BPUI, sementara utang dalam dollar AS akan dialihkan kepada Festival dan Elok. Tetapi
Agus lantas membuat surat lagi yang isinya dia hanya mengakui kewajibannya sebesar Rp. 50 miliar, dan bersedia melunasinya
dalam jangka waktu satu tahun. Tentu saja BPUI tidak mau menerima. Hingga Sudjiono Timan dkk. divonis, masalah ini belum
selesai.

Ketika Sudjiono diadili di Indonesia. Agus Anwar justru kabur ke Singapura. Permohonan Agus untuk mendapatkan
kewarganegaraan Singapura melalui surat bernomor 00953536 dikabulkan oleh Immigration and Chekpoints Authority. Surat
tertanggal 23 Desember 2003 tersebut ditandatangani Asisten Pendaftaran untuk Regxstrasx Warga Negara Singapura Kiat Wai
Keong.

Selain karus korupsi di BPUI, Agus juga terlibat dalam penyelewengan BLBI. Agus Anwar adalah orang kepercayaan
Hasjim Djojohadikusumo. Dulu, ketika PT Tirtamas Comexindo yang juga dimiliki oleh Hasjim mengalami kesulitan keuangan,
maka Bank Internasional Indonesia (BII) lewat jaminan pribadi Agus mengucurkan pinjaman sebesar 40 juta dollar AS. Bahkan,
Bank Tamara dan Bank Umum Nasional juga mengucurkan kredit ke PT Tirtamas berkat jaminan Agus. Karena kedekatan itulah
Agus dipercaya menjadi direktur utama Bank Pelita dan komisaris di Bank Istimarat, dua bank milik Hashim. Ketika terjadi krisis
moneter pada 1997, Bank Pelita dan Istimarat terkena dampak kesulita likuiditas. Kedua bank tersebut lalu memperoleh dana
BLBI masing-masing lebih dari Rp. 1,9 triliun, ditambah Rp. 500 miliar pada 1998.

PBBN kemudian membekukan Bank Pelita dan Bank Istimarat, Agus dan Hashim harus menanggung kewajiban yang
pada akhir Desember 2002 sudah membengkak menajdi Rp. 3,2 triliun. Ketika penyelesaian kewajian itu masih diurusi oleh
BPPN, tiba-tiba diketahui bahwa Agus Anwar sudah bermukim di Singapura. Berbeda dengan konglomerat lain yang lebih
terkenal, keberadaannya nyaris tak terendus oleh publik. Ulahnya mulai diramaikan karena pemegang paspor RI dengan nomor K
287626 itu mengajukan permohonan menjadi warga negara Singapura pada 23 Desember 2003. Kasus Bank Pelita dan Bank
Istimarat sendiri baru dilimpahkan ke pengadilan melalui prosedur perdata. Ini dialami juga oleh Bank Deka dan Bank Centris.
Sayangnya, kasus perdata itu sampai sekarang masih berlangsung dan belum menetapkan status apa pun terhadap Agus yang
hingga kini hidup tenang di Singapura.?’

Agus Anwar sebenarnya sudah berniat mengembalikan kerugian negara dalam perkaranya sejak tahun 2003. Namun,
niat tersebut baru disampaikan melalui surat resmi kepada Kejaksaan Agung dan Menteri Keuangan selaku DPA (Panitia
Pemberesan Aset) pada pertengaban tahun 2005 dan Agustus 2005. Kasus korupsi Agus Anwar juga sempat dilimpahkan ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun dia menawarkan untuk membayar kerugian negara, selama tidak dibawa ke
persidangan. Dia harus mengembalikan Rp. 592 miliar dari Rp. 492 miliar yang dikorupsinya. Sementara soal rencana
pengembalian harta yang dikorupsi senilai Rp. 592 miliar, Agus justru mengirimkan surat kepada Kejaksaan Agung yang isinya
meminta penundaan persidangan in abstentia.

Pembayaran senilai tersebut berdasarkan hitungan kerugian negara beserta bunganya. Menurut pengacaranya, itikad
Agus Anwar dilakukan karena dia ingin menjadi warga negara yang baik. Berdasarkan catatan Kejagung, kasus korupsi dana
BLBI terhadap Bank Pelita menimbulkan kerugian negara senilai Rp. 492 miliar. Pada waktu itu Jaksa Agung Tindak Pidana
Khusus Hendarman Supanji mengatakan :

2« Kan Lari ke Singapura”, Trust, No. 27, 2004,
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Agus Anwar mau membayar uang yang dikorupsinya. Itu bukan urusan saya Agus juga meminta jangan disidang dulu
sampai pengembaliannya diselesaikan di BPPN”.!

Kejaksaan Agung memastikan menyidangkan Agus Anwar secara in abstentia pada Agustus 2005. Upaya pengulangan
Agus sendiri sebenamya sudah dilakukan sejak masa Jaksa Agung MA Rachman namun seperti para buron korupsi lain, upaya
itu tidak berhasil.- Agus diduga memegang status kewarganegaraan ganda. Namun dia tidak hanya sekali mengajukan permintaan.
beralih kewarganegaraan Sisgapura. Pihak Departemen Luar Negeri Rl selalu menolak permohonan tersebut kecuali Agus
menuntaskan permasalahan hukumnya di Kejagung, termasuk mengembahkan kewajibannya terkait kasus korupsi BPUI dan
melunasi utang BLBI kepada BPPN.

. * Di Singapura, Agus Anwar justru berhubungan "dengan Eduardus Comelis Wllham Neloe, sosok yang terkait
pengucuran kredit Bank Mandiri senilai Rp. 160 miliar kepada PT Cipta Graha Nusantara. Bersama Wakil Direktur Bank
Mandiri I Wayan Pugeg dan Direktur Corporate Banking M. Sholeh Tasripan, Neloe menjadi terdakwa untuk kasus ini.

Neloe diduga melakukan money laundering dan bethubungan dengan Agus Anwar. Neloe diduga telah memberi kuasa
- kepada Agus untuk melakukan transaksi atas rekening hasil korupsinya. Hubungan antara Neloe dan Agus menarik unfuk
dicermati karena di satu sisi. Neloe adalah seorang pemimpin bank besar milik negara, dan di sisi lain. Agus Anwar adalah
penjahat perbankan yang dicari-cari aparat penegak hukum karena sepak terjangnya selama di Indonesia yang mengakibatkan
kerugian triliunan rupiah.

Neloe tentu paham bahwa Agus Anwar adalah seorang tokoh criminal perbankan. Itulah sebabnya dia meminta Agus
melakukan transaksi atas rekeningnya di salah satu Bank Swiss yang memiliki dana sebesar 5,2 juta dollar AS. Tampaknya
paduan antara pengetahuan dan nyali Agus inilah yang sangat dibutuhkan Neloe untuk mengelola uang yang diduga dari hasil
korupsi tersebut.

Agus Anwar memang berhasil lolos dari pengadilan in abstentia kasus BLBI dan BPUIL Dia bisa mendapatkan
pengampunan, baik melalui deeponering (pengesampingan perkara) maupun SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) jika
hingga akhir tahun 2006 dia bisa memenuhi kewajibannya. Apalagi Agus sebenamya menjadi salah satu di antara pada pemegang
PKPS-APU.

Agus Anwar bersama Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian), Atang Latief (Bank Indonesia Raya), Lidia Muchtar (Bank
Tamara), Omar Putirai (Bank Tamara), Adisaputra Januardy dan James Januardy (Bank Namura Yosanta), serta Marimutu
Sinivasan (Bank Putera) pemah berjanji akan mengembalikan dana BLBI yang menjadi tanggung jawabnya itu hingga akhir
2006. Pengembalian dana BLBI tersebut sebanyak 70 persen kontan dan Bank Indonesia (SBI). Bila hingga akhir 2006 Agus
mampu melunasi Rp. 492 miliar dana BLBI, maka Kejaksaan Agung akan mengampuninya.

Pada akhir 2007, anggota DPR RI dari Fraksi Bintang Reformasi yang juga inisiator interpelasi BLBI. Ade Daud
Nasution, menyatakan melihat Agus Anwar hadir dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim
(UNFCCC) di Nusa Dua, Bali, 3-14 Desember. Kata Ade Daud :

Agus duduk di sebelah seorang menteri, padahal Agus itu masih masuk daftar buruan kejaksaan.

Agus Anwar yang tinggal di Singapura lalu meresponnya santai :

Biarin orang mau bikin berita apa. Yang jelas, semua orang saya dalam waktu dekat akan selesai.

Hingga sekarang Agus Anwar masih tinggal di 15 Ardmore Park, Singapura. Dia harus melunasi kewajibannya
. membayar uang BLBI (Rp. 1,9 triliun) dan BPUI (Rp. 700 miliar (Rp. 298 miliar dan 47,3 juta dollar AS).

19. Atang Latief (Bank Indonesia Raya)

Pria perlente ini banyak menjalani hidupnya dalam berbagai keahlian Atang Latief alias Lauw Tjin Ho lahir pada 1925.
Atang pernah menjadi anggota TNI AD namun diberhentikan dengan hormat pada 1950. Posisi terakhimya adalah anggota
Batalyon K Divisi Siliwangi dengan pangkat Letnan Dua. Surat pemberhentian dengan hormat ditandatangani oleh Komandan
Peleton K Brigade 13 Divisi Siliwangi Mayor Lucas. Surat pemberhentian itu bernomor 1013/KPTS/K/XI11/1950 tertanggal 5
September 1950.

Atang Latief sudah sejak lama berbisnis di Indonesia. Dia adalah pengusaha yang sezaman dengan Seodono Salim alias
Lim Sie Liong dan dikenal sebagai pemegang lisensi pertama untuk Suzuki Indonesia sebelum diambil alhi Indomobil. Selain itu
dia juga disebut-sebut memiliki kasina dan gemar berjudi.

Pada tahun 70-an, Atang Latief pernah mendapat izin kasion dari Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang wakfu itu
melegalkan judi. Atang mendapat kesempatan menjadi bandar judi di Djakarta Teatre. Dari sini, Atang mengembangkan kasino
di beberapa daerah. Bisnisnya kemudian beranak pinak. Ketika izin perbankan diobral pemerintah pada akhir 1988, dia masuk ke
bisnis perbankan dengan mendirikan Bank Bira.

Dia kemudian menjadi komisaris utama Bank Indonesia Raya (Bank Bira). Pada saat itulah dia tersangkut kasus
korupsi setelah Bank Bira yang dikelolanya menyalahgunakan BLBI (Bantuan Likuiditas bank Indonesia) dari pemerintah senilai
Rp. 3,66 triliun. Sebelum kabur pada 12 Maret 2000, dia sempat mencicil kewajiban utang BLBI sebesar Rp. 155 miliar. Pada
tahun itu pula dia dicekal oleh pihak imigrasi Indonesia namun status cekal tersebut kemudian dicabut karena Atang dianggap
kooperatif dengan mencicil utang pada negara. Atang kemudian menjadi warga negara Singapura sejak Februari 2001 dan
memegang paspor Singapura bernomor S217325J.

Selama menjadi pelarian. Atang sakit-sakitan. Tim pengacaranya pemah menemuoinya di Singapura. Dalam pertemuan
itu Atang berjalan tertatih-tatih dengan ditemani anak dan isterinya. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin dimakamkan di
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Indonesia jika meninggal nanti. Dalam pertemuan itu di Singapura itu, Atang juga sempat menyerahkan salinan dokumen yang
menyebutkan dirinya adalah veteran pejuang kemerdekaan.

Saat meninggalkan Indonesia, Atang diketahui mempunyai beberapa aset dan harta benda lainnya. Aset-aset yang
ditinggalkan. olehnya kemudian diserahkan kepada pihak luar yang bekerja sama dengannya. Namun, belakang aset itu status
- kepemilikannya dipindahtangankan. Ironisnya, Atang di Singapura justru hidup.mewah. Di negeri singa tersebut Atang pernah
tinggal di apartemen mewah Frazer Suites di River Valley Road dan-di kawasan elite Bukit Timah : Wing on Life Garden.

Apartemennya di Frazer Suites sangat besar. Halamanya luas, suasana hijau teduh khas Singapura sangat terasa. Kolam
dengan air mancur yang bergemercik tanpa henti menghadirkan ketenangan khas pegunungan padahal kompleks hunian itu
berlokasi di salah satu pusat bisnis paling sibuk di Singapura. Pagar besi bercat hitam mengelilingi seluruh kompleks. Satu-
satunya akses masuk adalah pintu besi terkunci yang dijaga oleh dua petugas keamanan berseragam.

Selama tinggal di Frazer Suites. Atas hampir-hampir tidak pernah keluar dari tempat tinggalnya. Dia hanya berdiam diri
di dalam apartemennya yang hanya berjarak dua blok dari rumah Putera Sampoerna, mantan Bos PT HM Sampoerna Tbk. Di
lantai teratas bangunan berlantai 30 itulah Atang membeli satu di antara dua penthouse (unit termewah). Setiap kali ke Singapura,
dia selalu tinggal di sana. Harta penthouse itu sekitar 3 juta dollar Singapura atau Rp. 16 triliun,

" Atang juga pernah tinggal dan memiliki apartemen Wing On Life Garden di kawasan elit Bukti Timah, Singapura,
Harga penthouse itu sekitar 3 juta doilar Singapura atau sekitar 16 miliar. Apartemen itu dibeli Atang dari hasil menjual
rumahnya di Swiss yang laku senilai Rp. 60 miliar. Menurut Atang, dirinya tak bisa menikmati hasil penjualan rumahnya tersebut
lantaran dibekukan pemerintah Singapura. Alasannya, Atang tengah bersengketa dengan isteri keduanya. Satiawati, yang
mengajukan gugatan cerai. Belakangan, Atang mengajukan permohonan menggunakan uang tersebut kepada pengadilan
Singapura dengan alasan untuk membeli rumah. Pengadilan mengabulkan dan Atang pun membeli apartemen di kawasan Bukit
Timah tersebut.

- Sebenarnya Atang sudah menetap di Singapura sejak tahun 1999. Di sana dia punya bisnis bidang properti, alumunium,
serta aneka kimia. Semua usahanya itu dia naungi dalam gup bisnis bernama Lauw & Sons. Kabarnya dia ingin hidup tenang di
usianya yang sudah uzur, serta menikmati masa pensiun dari dunia bisnis. Kemudi Grup Law & Sons juga sudah diserahkan
kepada salah satu anaknya yang bernama Sinta Muchtar. Atang juga sempat ditengarai sebagai raja kasino.

Atang mengaku bahwa dia sebenarnya sangat ingin pulang dan melunasi utangnya. Tapi selama menetap di Singapura,
dia tak berani ke Indonesia karena ditakut-takuti anak-anaknya sendiri. Atang menilai anak-anaknya menguasai aset ayahnya
yang sebenarnya telah disita negara.

‘'Pada 27 Januari 2006 Atang Latief kembali ke Indonesia. Dia datang untuk meluna51 sisa utangnya Senilai Rp. 170
miliar. Salah satu yang dituding kerap “menggertak” Atang adalah Husni Mukhtar, anak Atang untuk melunasi BLBI justru
dlgelapkan oleh Husni Mucthar dan anak atang yang lain, Lisa Muchtar.

" Pada 27 Januari 2006 pukul 11.00 WIB Atang Latief kembali ke Indonesia setelah lima tahun melarikan diri ke
Singapura untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum, dalam kasus penyalahgunaan BLBI senilai Rp. 325
miliar. Dia tiba di Indonesia dalam keadaan sakit. Setibanya di Tanah Air, Atang Latief yang masih menggunakan kursi roda
langsung dilarikan ke sebuah rumah sakit di Jakarta. Kedatangannya ke Indonesia itu karena peran aktif Polri dan adanya
kerjasama dengan kepolisian negara sahabat. Selain itu, juga adanya keinginan kembali ke Indonesia dari Atang sendiri, termasuk
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kasus BLBI. Namun berbeda dengan mantan Dirut Bank Servitia David
Nusa Widjaja, Atang tidak ditahan karena usia dan kondisi kesehatannya.

Kisah kembalinya Atang Latief ke Indonesia diawali ketika Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Gories Mere
menemuinya di Singapura dan membujuk pengemplang BLBI Rp. 170 miliar itu untuk kembali ke Indonesia. Atang dijanjikan
clear tidak sebagai tersangka atau terdakwa. Kata menantu Atang Latief, Lukman Hastanto :

Waktu itu Pak Gories menjelaskan status yang bersangkutan clear, bukan tersangka atau terdakwa. Akhirnya kami
minta bantuan Polri. Biar bagaimanapun ada rasa kekhawatiran kami akan diperlakukan tidak adil.?

Kata wakil Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol Benny Mamoto, pertemuan dengan Atang
berkaitan dengan kunjungan Kapolri Jenderal Sutanto ke beberapa negara seperti ke Singapura pada Desember 2005.

Saya dan Wakabareskrim ikut, dan mulai melakukan pendekatan ke pihak keluarga Atang Latief. Waktu itu kami minta
bantuan KBRI untuk bertemu dengan keluarga. Kami mempertanyakan kepada keluarga tentang persoalan yang dihadapi Atang
sehingga meninggalkan Indonesia. Dalam pertemuan selanjutnya, kami menjelaskan kepada Atang bahwa yang bersangkutan
punya kewajiban kepada negara. Memang ada bebrapa yang dikembalikan namun sebagai lagi belum dikembalikan. Pada bulan
Desember 2005, Pak Atang sempat bersedla kembali ke Indonesia, tetapi dilarang dokter ke Singapura karena kondisi kesehatan
dan sampai akhirnya dia datang sendiri.3

Lukman Hastanto juga mengatakan bahwa di usia yang semakin uzur, ada satu niat baik Atang Latief yang
mendorongnya kembali ke Indonesia. Pengemplang BLBI ini siap melunasi kewajibannya sebesar Rp. 170 miliar. ‘

Beliau sudah uzur, dan dari dulu pingin pulang. Dia tidak punya keinginan apa pun untuk tidak menyelesaikan
kewajibannya. Pak Atang punya niat baik. Aset dan keuangan kami cukup untuk melunasi kewajiban. Keluarga Pak Atang pada
April 2004 sempat mengajukan kembali pada April 2005. Pak Atang tahunya karena kewajiban uang sebesar itu dia dikenakan
denda, makanya tidak berani pulang, Maklum Pak Atang pendidikannya hanya sampai Sekolah Rakyat (SR). Yang dia tahu
waktu itu hanya denda. Jadi apapun yang dihadapi nanti kami siap. Ada yang bilang ke Papa di Indonesia yang salah bisa
menjadi benar, dan ‘yang benar menjadi salah. Ada orang-orang yang melarang beliau untuk kembali ke Indoneisa. Yang

zi “Pengemplang BLBI Atang Dirayu Gories Clear Bukan Tersangk”, www.detiknews.com.
Ibid.
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melarang Atang ke Indonesia adalah orang-orang dekat. Orang tersebut bilang, mending tidak usah balik dulu daripada ke
Indonesia, kamu ditangkap dan dizalimi dan mending kita yang menyelesaikannya dulu. Pak Atang juga sempat merogoh
koceknya untuk kepengurusan hal tersebut. Yang jelas ada biaya yang dikeluarkan untuk kepengurusan.

Kata Lukman, Atang kabur ke Singapura karena tidak ada kepastian hukum di Indonesia. Awalnya, muncul dugaan
Atang juga dikerjai BPPN. Namun, belakangan dia mengaku ditipu Husni. Setidaknya, orang kepercayaannya itu telah dua kali
menggelapkan asetnya. Pertama, penjualan aset PT Bina Multi Finance yang bergerak pada bidang leasing (pembiayaan) padas
2004. Aset tersebut laku sekitar Rp. 40 miliar. Seharusnya dana itu dikembalikan kepada Atang. Namun, uang tersebut tak pemah
sampai kepadanya. . : . .

] . Penggelelapan kedua terkait transfer dana dalam bentuk dollar Singapura setara Rp. 10 miliar ke rekening milik Husni.
Uang itu dikirim Atang dari Singapura. Rencananya, aset-aset tersebut untuk membayar tanggungan Atang, namun akhimya
tidak jelas, ujar Anton yang telah membaca laporan Atang.

Husni Muchtar kemudian ditangkap polisi. Husni dilaporkan oleh Atang Latief karena telah menggelapkan hasil
penjualan aset PT Bina Multi Finansial milik Atang pada tahun 2004 sebesar. Rp. 40 miliar. Husni juga menggelapkan uang
transfer dari Atang dalam bentuk dollar Singapura, yang nilainya setara dengan Rp. 10 miliar. Padahal, uang tersebut awalnya
akan digunakan untuk menyelesaikan utang BLBI Atang Latief. Hasil penjualan aset itu tidak diberikan ke Atang. Bahkan uang
transfer juga digelapkan.

Husni lantas membalasnya dengan menggugat Atang Latief yang notabene adalah ayahnya. Husni juga membeberkan
dokumen utang ayahnya diberbagai kasino di mancanegara. Husni juga mengatakan bahwa ayahnya pulang ke Indonesia pada
Januari 2006 bukan hanya untuk membayar dana BLBI yang dikorupsinya melainkan juga untuk lari dari kejaran debt collector
bandar judi mancanegara. ' :

Dalam masalah ini, kuasa hukum Hunsi Muchtar. Didi I Syamsuddin, mengatakan :

Kita memang tengah mempersiapkan rencana upaya hukum terhadap Atang Latief, tapi pertama kita akan
mengklarifikasi bahwa Husni adalah anak kandung Atang Latief sendiri, dan tidak pernah menggelapkan aset Ateng yang
mestinya digunakan untuk membayar BLBI. Ada pula dokumen penguat, temasuk tagihan-tagihan dari kasino di beberapa negara
terhadap ayah Husni.

Didi juga membeberkan surat pribadi Husni yang akan diberikan kepada penyidik Polri. Husni dalam suratnya
menyesalkan Atang yang menyebutnya sebagai “orang dekat” padahal saudara-saudara kandung Husni yang dikonfirmasi tim
kuasa hukumnya mengakui dirinya adalah satu dari tujuh anak Atang. Polisi menangkap dan menahan Husni dengan tuduhan
penggelapan aset Atang di Bina Multi Finance (BMF) senilai Rp. 40 miliar. Husni memang mengaku dirinya pemah meminta 1
jutat dollar AS kepada ayahnya. Namun uang tersebut ditujukan mengganti biaya yang dikeluarkan memenuhi kewajiban-
kewajiban Atang Latief di Tanah Air. Dalam surat tertanggal 10 Februari 2006 itu Husni menyebutkan :

. Beberapa waktu yang lalu sebelum kepulangannya ke Indonesia. Atang Latief telah menghubungi saya dan

~ menceritakan bahwa dirinya sedang dikejar-kejar oleh debt collector dari bandar-bandar judi. Tidak benar juga bahwa Atang

Latief memiliki saham di Bina Multi Finance (BMF) Perusahaan saya. PT Ladangkarya Selaras Buana memiliki 85 persen saham

BMF dan sisanya oleh PT Adityawarman. Saya berhak menjual saham saya kepada pihak lain.

Setibanya Atang di Indonesia, dia memang langsung melaporkankan Husni Mochtar ke Mabes Polri dengan tuduhan
menggelapkan asetnya di PT Bina Multi Finance yang sedianya untuk menutup utangnya. Laporan sang ayah inilah yang
membuat Husni meringkuk di penjara Mabes Polri sejak 8 Februari 2006.

Husni Mochtar ditangkap polisi. Penyidik Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri pada sekitar pukul 13.00 WIB
menjemput Husni direstoran cepat saji miliknya, di daerah Cikini, Jakarta Pusat. Setelah dijemput, Husni langsung dibawa ke
Bareskrim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan intensif atas pengaduan Atang Latief. Setelah diperiksa 1 x 24 jam, Husni
ditetapkan sebagai tersangka.

Husni sendiri membantahnya. Dia menyatakan, Atang Latief juga sama sekali tidak mempunyai kepemilikan atas
saham PT Bina Multi Finance (BMF). Pemilik PT BMF adalah PT Ladangkarya Selaras Buana sebesar 85 persen dan
Aditiyawarman sebesar 15 persen. Dan pada akhir November 2004 telah beralih ke PT Batavia Prosperindo Internasional dan PT
Batavia Prosperindo Sekuritas. Dan dirinya adalah pemegang saham mayoritas di PT Ladangkarya Selaras Buana.

Kata Husni, dana yang diberikan Atang Latief sebesar 1 juta dollar Singapura adalah atas permintaan dirinya kepada
ayahnya sebagai pergantian biaya yang dikeluarkan olehnya dalam membantu proses penyelesaian kewajiban Atang Latief.

Atang Latief meninggalkan Indonesia dengan kewajiban sebesar Rp. 325 miliar kepada negara. Saya sebagai anak
kandungnya telah membantu proses penyelesaian kewajiban Atang Latief sebesar Rp. 155 miliar. Atang sempat menelepon saya
dan bercerita soal dirinya yang sedang dikejar-kejar dari bandar-bandar judi di Singapura, Malaysia, Amerika Serikat (AS) dan
Australia. Atang minta kepada saya untuk turut membayar utang judi itu. Jadi kepulangan Atang Latief ke Indonesia bukan untuk
membayar dan menyelesaikan kewajibannya kepada negara tapi karena menghindar dari kejaran debt collector.

Husni menyatakan, tudingan penggelapan dan penipuan terhadap dirinya sangat tidak berasalan. Makanya dia meminta
proses penyidikan dapat dilakukan secara proporsional dan netral.

Presiden Direktur PT Cipta Selera Mumi Husni Muchtar yang juga mengelola Texas Fried Chicken ini menolak
tuduhan menggelapkan uang yang akan digunakan untuk membayar utang ke negara.

Saya tidak pernah tanda tangan menyelesaikan utang Pak Atang. Tapi saya memang bemiat membantu menyelesaikan
utang Bapak. Selama Bapak di luar negeri, saya berusaha keras mengurus. Pembayaran Rp. 155 miliar ke negara (total utang
BLBI Atang Rp. 325 miliar — Red). Saya yang ngurus. Sebagai anak, tentu saja saya merasa ikut prihatin atas utang yang
ditanggung. Karena itu, saya berusaha keras untuk membantu. Apalagi, saya satu-satunya anak laki-laki Pak Atang yang tinggal
di Indonesia. Saya sedih hanya dibilang sebagai orang dekat Atang Latief. Saya ini anak kandung Atang Latief... Ibu saya yang
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_sudah sakit-sakitan pun jatuh sakit karena saya tidak disebut sebagai anak.... Sejak Pak Atang keluar Indonesia, saya berusaha
keras membantunya. Tapi Pak Atang tidak juga leaps dari kebiasaan lama, berjudi. Di luar negeri, dia berjudi di mana-mana:
Malaysia, Makau hingga Las Vegas, Amerika mainnya tidak bisa kecil. Kalau main bakarat, taruhan dia paling rendah US$
100.000... Selama lima tahun belakangan ini, puluhan juta amblas. Dan dia punya utang dimana-mana. Kalau sudah begitu. Ibu

_yang jadi korban. Dicaci maki, jadinya, kan saya mikir. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya kan. harus berusa.ha agar keluarga saya bisa

" terus tumbuh. Saya juga harus mikir Ibu. -

Satiwati Muchtar, Istri Atang, mengakui hal tersebut. Hubungan saya dengan dia saat ini terpisah. Kami saat ini dalam
proses perceraian. Saya sudah tidak tahan. Kelakuan dia belakangan ini sangat kasar. Kata-katanya kasar. Terutama, setelah
pulang sehabis kalah man judi dia suka ngamuk... dan dulu memang dia suka judi. Tapi soal judi, dia terus saja. Pernah kami
‘sekeluarga diajak ke Las Vegas. Sementara kami di kamar hotel, dia main judi. Saya bilang, janganlah anak-anak diajari hidup
begini. Tapi dia terus saja berjudi. Aset-aset sudah dijual. Semua dijual. Yang didalam negeri, rumah di Bukit Golf PE 10 Pondok
Indah juga dijual Rp. 12 miliar. Itu uangnya masuk ke mana ? Kalau saja hasil itu semua dibayarkan ke BPPN, ya, mestinya

~ sudah lunas. Tapi uangnya ya, ke kasino. Bayangin saja, dia kalah sampai US$10 juta. Sampai ditagih-tagih gitu. Kalau kalah,

. junket dibawa pulang. Ngukur tanah, ngukur rumah. Saya jadinya takut. Ngumpet di kamar. Ini bukanya ngomongin orang, tapi
begitulah kelakuan dian. Pernah nih lagi nggap pegang uang. Delapan bulan dia ngikut saya ke gereja. Aduh, terima kasih Tuhan,
dia menjadi orang baik. Eh, ketika pegang uang, US$ 3 juta. Abis jual apa gitu, empat minggu menghilang. Kemana lagi kalau
bukan judi. Utang lagi sama orang, junket, broker judi gitu-lah. Dia itu memang nggak boleh pegang uang. Begitu pegang, udah
deh menghilang. Jadi, kalau misalnya anak-anak bilang, kalau nggak punya uang untuk makan atau ke dokter anak-anak masih
bisa kasih. Tapi kalau untuk judi, tidak. Sebab uang seberapa pun nggak cukup. Akan habis di meja judi. Tidak ada, sejak lima
tahun lalu. Perusahaan-perusahaan di Jakarta saya tidak tahu. Saya juga tidak pernah tanya. Biarlah itu urusan dia sama anak-
anak. Saya tidak ngerti. Yang saya tahu, si Husni yang ngurusi utang bapaknya ke BPPN. %

- Sejak saat itu Husni resmi menjadi tahanan Bareskrim Polri yang berakhir 8 April 2006. Polisi kemudian
memperpanjang masa penahanan Husni hingga 8 Mei dengan tuduhan baru. Awalnya, Husni oleh polisi dituduh menggelapkan
aset Atang Latief dengan menjual PT Bina Multi Finance, perusahaan leasing yang dijual pada 2004 seharta Rp. 40 miliar. Ada
bukti transaksi dana dari Gain City yang berada di Singapura dan beraliansi kepada Husni. Uang senilai RP. 24 miliar lebih
dikirim ke Gain City pada bukti tanggal 8 April 2005. Dana Rp. 24 miliar tersebut adalah dana dari PT Bina Multi Finance yang
seharunya digunakan untuk membayar tunggakan BLBI milik Atang Latief. Bahkan sejak 8 April 2006 Husni Muchtar resmi
dikenakan pasal tambahan oleh penyidik. Dia juga lantas dituduh melakukan penggelapan dana Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI}, kini ia dituduh melakukan praktek pencucian vang (money laundring).

Anehnya, meski terbelit utang kepada pemerintah senilai ratusan miliar, hukum seolah enggan mengusik Atang. Pada
awal Februari 2006, Lukman Astanto (menantu sekaligus juru bicara Atang Latief) bersama Ulung Bursa (pemilik Bank Lautan

"Berlian), James Januardy (pemilik Bank Namura), dan Omar Putihrai (pemilik Bank Tamara) bahkan datang ke Iistana Presiden.

_Di sana, para obligor BLBI itu bertemu Menteri Ekonomi, Kepala Polri, dan Jaksa Agung, Empat hari setelah bertemu para
petinggi itu, keluar keputusan pemerintah tentang Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Pemerintah mewajibkan
para pengutang itu melunasi kekurangan utangnya melalui Departemen Keuangan sampai akhir 2006. Prosedur penyelesaian
PKPS inj dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tertanggal 16 Maret 2006. Salah satu ketentuannya, pengutang yang
diatur dalam skema ini adalah mereka yang menandatangani perjanjian PKPS dan Akta Pengakuan Utang (APU) atau mereka
yang sudah membayar sebagian utangnya. Mereka inilah yang akan mendapatkan Surat Keterangan Penyelesaian Kewajiban
(SKPK) jika sudah membayar luas. Atang masuk dalam skema ini. -

Adapun dia sendiri optimistis bisa menutup utangnya. Dalam taksiran Lukman, aset yang dipakai untuk menutupi utang
Atang berasal dari dana penjualan PT BMI sekitar Rp. 45 miliar dan 65 persen saham Atang di Texas Fried Chicken yang
nilainya sekitar Rp. 100 miliar. Sisanya, dari beberapa aset lain, berupa tanah dan pabrik, yang belum bisa ditaksir harganya. Ini
memang hitunga di atas kertas. Di lapangan, aset-aset milik Atang itu disinyalir sudah berpindah tangan. Bahkan gara-gara aset
itu pula pria 84 tahun yang dikenal gila judi itu sekarang harus “berkelahi” dengan anak-anaknya.

Celakanya, selama apenanganan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Atang dianggap debitur yang tidak
kooperatif. Sampai batas waktu yang ditentukan dalam Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), utang Atang tetap
saja belum beres. Hasil penilaian Tim Bantuan Hukum (TBH) yang pernah dibentuk BPPN juga menyatakan Atang telah
menggelapkan BLBI, serta melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). ltu sebabnya. TBH merckomendasikan agar
Atang diproses secara pidana.

Kabar terakhir justru menyebutkan bahwa Atang Latief mengancam akan mencomasi Mabes Polri. Pasalnya,
penyidikan kasus penggelapan 390 saham yang dilakukan oleh cucunya akan dihentikan Bareskrim Polri. Dia pernah
mengadukan Lisa Muchtar, cucunya dengan tuduhan memalsukan akte otentik pada 21 September 1998 berupa hibah 390 saham
PT Citpa Selera Murmni. Padahal Atang tak pernah menghibahkan saham-saham itu. Ini menambahi pengaduan Atang pada polisi
soal anaknya. Husni Muchtar, dalam kasus penggelapan harta yang seharusnya digunakan untuk melunasi utang kepada negara.2

Pada 12 Maret 2006, Atang Latief kembali ke Singapura meski belum lunas utangnya. Dia terbang ke Singapura
dengan penerbangan SQ161 meninggalkan Jakarta ditemani menantunya, Lukman Astanto. Di Singapura, Atang tinggal di
apartemen mewah Frazer Suites, River Valley Road. Atang bisa bebas kembali ke Singapura karena termasuk pengemplang
BLBI yang akan diampuni pemerintah sehingga tidak perlu dicekal. Pemerintah beranggapan mungkin saja Ateng sedang
mengumpulkan aset-asetnya yang ada di luar negeri.

2 « Aset Habis buat Judi”, Gatra, No. 18, 13 Maret 2006.
» “Ayo Tom, Kejar Terus si Jerry”, Kontan, No. 17, Tahun X, 30 Januari 2006.
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Atang sendiri mengaku sebenarnya telah mengajukan proposal untuk pelunasan utang-utangnya sebelum BPPN bubar.
Tapi karena BPPN keburu bubar, maka ia belum sempat melunasi utang tersebut. Atang diberi waktu melunasi utangnya hingga
akhir 2006. Jika gagal, bui mengancam mereka. Dari mana Atang melunasi utangnya ? Aset yang bisa dipakai untuk menutupi
utang Atang berasal dari dana penjualan PT Bina Multi Finance (BMF) sekitar Rp. 45 miliar dan 65 persen saham Atang di Texas
Fried Chicken yang nilainya sekitar Rp. 100 miliar. Sisanya, dari beberapa aset lain, berupa tanah dan pabrik, yang belum bisa
ditaksir harganya. Sejumlah aset=Atang memang telah dijual. Di Perth, Australia, Hyatt, September 222, gedung di Little Tokyo,
Los Angeles, Amerika dia jual US$ 2,6 juta. Tanah di Wilshire/Shatoo dijual US$ 3,5 juta. Juga rumah di Beverly Hills, dekat
Rodeo Drive, ikut dilego pada 2002.

. Namun hingga kepulangannya ke Indonesia, mantan bos Bank Bira itu belum melaprkan harta kekayaan kepada polisi.

" Data itu dlperlukan sebagai jaminan bahwa dia mampu mengembalikan uang negara yang dikemplangnya. Jika kondisi Atang tak
kunjung membaik, polisi akan meminta daftar kekayaannya melalui keluarganya. Sebelumnya, melalui anak menantunya,
Lukman Astanto. Atang berjanji akan memenuhi kewajibannya yaitu, méngembalikan sisa utang bantuan likuiditas Bank
Indonesia (BLBY) Rp. 170 miliar dari Rp. 325 miliar yang diterima.

Sejak menerima BLBI dan sejak Bank Bira menjadi pasien BPPN Atang baru mengembalikan utang Rp. 155 miliar
dari Rp 325 miliar yang dikemplang. Pengembalian tersebut dilakukan dengan tujuan mendapatkan Surat Keterangan Lunas
(SKL) dari BPPN sperti yang diterima obligor lain. Karena belum semua dana BLBI tersebut dibayar, Atang belum bisa
mengantongl SKIL.. Atang bersedia bertanggung jawab secara hukum, asalkan diperlakukan secara objektif dan hak-haknya
dilindungi.®®

Pada Mei 2006, pihak Atang Latief datang ke Departemen Keuangan untuk bertemu Tim Pelaksana PKPS
(Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham). Atang diwakili adiknya, Khaeruddin Latief. Sama hanya dengan James dan Adi
. Saputra, basis perhitungan kewajiban yang disodorkan Atang kepada tim adalah APU (Akta Pengkuan Utang) reformulasi. Term
and Condition (persyaratan) APU Reformulasi kan 30 persen cash plus aset. Skema yang sekarang adalah cash atau near cash
(dengan surat utang).

Pemerintah memang memberikan fasilitas deponering (pengabaian perkara hukum) terhadap delapan obligor. Mereka
adalah Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian), Atang Latief (Bank Indonesia Raya), James Januardy (Bank Namura Internusa), Adi
Saputra Januardy (Bank Namura Internusa), dan Omar Puirai Marimutu Sinivasan (Bank Putra Multi Karsa), dan Agus Anwar
(Bank Pelita dan Bank Istimarat).”” Namun hingga hari ini, hampir 10 tahun sejak BLBI diberikan pada Bank Bira pimpinan
Atang Latief, uang tersebut tak pernah kembali kepada negara. Dan Atang Latief ada di Singapura.

20. David Nusa Widjaja (Bank Servitia)

_ Pada tanggal 14 Januari 2006 seorang pria berkulit kuning bermata sipit berwarga negara Indonesia tercatat dalam
dokumen penerbangan Bandara San Fransisco terbang menuju Hongkong, ssosok pria itu adalah David Nusa Widjaja, terpidana
8 tahun atas kasus korupsi dana Bantuan Likudiditas Bank Indonesia (BLBJ) sebesar Rp. 1,29 triliun. Di pintu gerbang bandara,
mantan direktur utama Bank Umum Servitia ini dihadang oleh para petugas FBI dan US Marshal. Dan berakhirlah pelarian
seorang koruptor besar yang sekian lama dicari oleh aparat kepolisian dan kejaksaan di Indonesia.

David melarikan diri dari Indonesia dengan menggunakan paspor atas nama Eng Tjuen Wei. Namun red notice yang
diberikan Mabes Polri menyebutkan bahwa paspor David menggunakan nama David Nusa Widjaja alias Eng Tjuen Wei.
Penangkapannya merupakan buah dari hasil kerja sama Polri dengan Intexpol FBI, Diplomatic Security Service, dan Homeline
Security Sherrif Airport.2

David Nusa Widjaja alias Eng Tjuen Wie lahir di Jakarta pada 27 September 1961. Dia merupakan keturunan kedua
dari Dinasty bisnis keluarga Tan Tjin Kok, yang sejaman dengan The Ning King, Liem Sioe Liong, dan lain-lain. Perusahaan-
perusahaan dari keluarga ini berada di bawah bendera Batasan Group yang berada langsung di bawah kendali Tan Tjin Kok.
Perusahaan ini bergerak di sektor kehutanan, pengelolaan hasil hutan, budidaya perkebunan, ritel, perbankan, dan lain-lain.
Perusahaan milik Batasan Group yang paling terkenal adalah PT Batasan yang bergerak di sektor hutan dan PT Bank Servitia
Tbk. Rata-rata perusahaan yang termasuk Batasan Group beralamatkan di J1. Pasar Pagi No. 16 Jakarta Barat.

Dalam bisnis di sektor kehutanan dan pengelolaan hasil hutan (HPH). Batasan Group tercatat mempunyai banyak
tunggakan yang hingga saat ini belum selesai terbayar kepada pemerintah pusat dan daerah (Kalimantan Barat). Tunggakan ini
terutama dalam bentuk pajak Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), juga pajak PBB, PPn, PPh, dan
denda. Menuut data BPPN (Badan Penyehatan Perbangkan Nasional) pada 2002, ada 288 perusahaan HPH (Hak Pengelolaan
Hutan) yang punya utang Rp. 30,28 triliun kepada pemerintah. Salah satu diantaranya adalah Batasan Group dengan hutang
sebesar Rp. 1.55,98 miliar.

. Selain menjadi direktur utama Bank Umum Servitia, David Nusa Widjaja juga menjabat sebagai salah satu komisaris
dari PT Asiana Multikrasi Tbk. Ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur dan perdagangan alat permainan anak-
anak dengan kapasitas produksi lima juta per tahun dan sebagian besar diekspor ke Eropa, AS, serta Asia Pasifik. Presiden
komisaris perusahaan ini adalah Edward Sumarli, sedangkan presiden direkturnya adalah Sutirta Budiman. Status perusahaan ini
adalah penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan jumlah pekerja 1.700 orang.

% “Harus Dijerat Pidana-Perdata, Atang Latief Belum Laporkan Kekayaan”, Jawa Pos, 30 Januari 2006.
27« Atang Latief Juga Konfirmasi Utang”, Jawa Pos, 3 Mei 2006.
2 “David Nusa Widjaja Gunakan Paspor dengan Nama Eng Tjuen Wei”, www.detiknews.com.
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Bank Umum Servitia sendiri didirikan pada 17 Maret 1967 dan tercatat di Departemen Kehakiman dengan nomor
registrasi J.A. 5/71/1967. Tgl.169.1967. Juga terdaftar pada Dinas Pajak dengan nomor NPWP 1.313.654.4-054 dengan bidang
usaha jasa perbankan. Pemiliknya adalah Tan Tjin Kok (ayah David Nusa Widjaja).

Pada 1996 perusahaan ini mengubah statusnya dari perusahaan terbatas menjadi perusahaan terbuka. Perusahaan ini
terdaftar (/isting) pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dengan modal dasar Rp. 800 miliar dan modal disetor Rp.
100 miliar. Harga perdana penjualan saham perusahaan adalah sebesar Rp. 800. Pemegang saham perusahaan sekaligus
pendirinya adalah PT Chandranusa Multi Industries dengan jumlah saham 137.130.000 lembar, dan PT Chandra Multi Kapita
dengan jumlah saham 796.222.000 lembar. Dari laporanm Bursa Efek Surabaya juga diketahui bahwa pemilik saham Bank
Servitia Umum Tbk adalah Hasan Qalbi, Hendita dan Publik yang membeli di bursa efek.?? - -

Bank Umum Servitia juga mempunyai beberapa anak perusahaan dengan berbagai jenis usaha, yaitu PT Servitia
Finance, PT Servitia Land, dan PT Servitia Inti Mulia, Komposisi pengelolaan Bank Umum Servitia adalah Presiden Direktur
David Nusa Widjaja. Direktur Tarunodjojo Nusa, MBA. Direktur Abdul Kohar Koswara. Direktur Soedarso, Direktur
Tarunodjojo Nusa, MBA, Direktur Winarso, SH., MBA, Kepala Divisi Operasional Miming Irawan Jusup, MSc., Kepala Divisi
Hubungan Investor Enny Listyorini, SE., dan Tri Ratna W., SH. David sendiri bertugas untuk bersama-sama dengan para direksi
dan pejabat lain untuk menentukan kebijakan perusahaan, termasuk memberikan persetujuan kredit kepada nasabah sebesar Rp. 3
miliar ke atas.

Di bidang keuangan, perusahaan ini melayani 50.000 konsumen dan mereka berhubungan langsung dengan perusahaan.
Perusahaan melayani kredit untuk 5.388 konsumen dengan rata-rata total kredit setiap konsumen Rp. 154,93 miliar (Juni 1996).
Perusahaan juga mengembangkan teknologi on/ine dan mengadaptasi penggunaan Automated Teller Mesin (ATM). Bank Umum
Servitia bahkan mengusahakan kantor cabang operasional dengan status pertukaran bukan asing menjadi kantor cabang
pertukaran asing untuk memudahkan konsumen yang ingin melakukan transaksi dengan mata uang asing pada kantor cabang
mana pun. Dalam memberikan pelayanan untuk menjalin hubungan baik dengan konsumen, perusahaan terus berusaha
memperbaiki pelayanan perbankan, termasuk dengan memberikan fasilitas layanan pembayaran rekening secara elektronik,
pajak, dan sebagainya, sekaligus mengantisipasi kebutuhan konsumen. Pengembangan SDM juga dilakukan dengan mengadakan
pelatihan pelatihan dari perusahaan maupun pengiriman karyawan pada pusat pelatihan yang terbaik.

Bank Umum Servitia Tbk termasuk salah satu Bank Indonesia yang berhasil masuk dalam daftar 500 bank terbaik di
Asia Pasifik versi majalan Asiaweek.”’ Bahkan pada 1997 bank ini menduduki rangking 462 dan pada 1998 di nomor 460. Bank
Umum Servitia mempunyai jumlah total aset 457 juta dollar AS. Data yang dirilis 4siaweek itu juga menunjukkan penambahan
aset yang cukup besar pada Bank Umum Servitia yaitu mencapai 58 persen. Namun data ini ternyata keliru karena pada saat
krisis, Bank Umum Servitia turut rontok dihantam krisis, Sedangkan besaran jumlah depositor adalah 354 juta dollar AS dan
besaran jumlah pinjaman (utang) adalah 341 juta dollar.

Akibat bertumpuknya utang-utang dari perusahaan yang tergabung . dalam Batasan Group. Badan Penyechatan
Perbankan Nasional (BPPN) kemudian melakukan tindakan restrukturisasi atas perusahaan-perusahaan tersebut. Hingga
berakhimya masa kerja BPPN, beberapa dari perusahaan dari Batasan Group.telah direstrukturisasi dan beberapa lainnya belum.
Yang belum mislanya PT. Batasan, PT Hutan Mas Sari, PT Inti Mekar Sejati dan sebagainya.

Kasus Korupsi David Nusa Widjaja berawal dari pengucuran BLBI kepada Bank Servitia scbagai akibat krisis ekonomi
dan ambruknya perbankan di Indonesia. Pada 14 Februari 1998 Bank Indonesia (BI) melalui Surat Keputusan Direksi BI No.

- 30/218/KEP/DIR menempatkan Bank Servitia dalam program penyehatan dan sehubungan dengan hal tersebut Bl
mendelegasikan tugas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam penyehatan dan restruktuisasi Bank Servitia kepada BPPN.

Program penyehatan terhadap Bank Servitia ini tidak berjalan dengan baik sampai akhimya mengeluarkan keputusan
yang mengkategorikan Bank Servitia sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). Dengan keputusan tersebut Bl menyerahkan
"Bank Servitia kepada BPPN untuk melakukan penyelesaian yang konsisten dengan kebijakan dan prosedur sesuai dengan UU
Perbankan jo PP BPPN dalam rangka penyelesaian aset dan pengembalian uang negara.

David Nusa Widjaja dan Tarunodjojo Nusa dianggap oleh BI sebagai pemegang saham pengendali Bank Servitia, dan
selanjutnya mercka dituntut untuk mengembalikan dana BLBI yang telah dikucurkan kepada Bank Servitia. David dan
Tarunodjojo lalu membuat kesepakatan awal dengan BPPN. Mereka mengakui keberadaan utang mereka kepada BPPN yang
jumlahnya akan ditetapkan kemudian oleh BPPN,

Untuk menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat, maka David menandatangani Akta Pex]anjlan PKPS
dan Pengakuan Utang BBKU (APU) dengan BPPN di hadapan Notaris Martin Reostamy S.H. (Akta No. 28 tanggal 17 Oktober
Tahun 2000). APU ini memuat Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) yang harus dibayar oleh David Nusa Widjaja dan
Tarunodjojo Kepada BPPN.

Seluruh pinjaman yang belum dibayar adalah Rp. 1,55 triliun. Kerugian bank yang disebabkan oleh pembekuan usaha
sebesar Rp. 917,6 miliar. Bunga terhutang sejak BLBI dikucurkan adalah Rp. 900,7 miliar. Biaya yang ditanggung oleh
pemegang saham adalah Rp. 14,22 miliar. Jumlah total yang harus dibayar adalah Rp. 3,34 triliun. David lalu melakukan
pembayaran awal JKPS Bank Servitia sebesar Rp. 325 juta. Kisah berlanjut ketika pada Februari 2002, BPPN menyerahkan
penanganan para obligor BLBI yang tidak kooperatif kepada kepolisian untuk kemudian ditindaklanjuti ke Kejaksaan Agung.

» “David Nusa Widjaja dan Korupsi BLBI”, www.antikorupsi.org/docs/david-nusadanblbi pdf.

*® Danang Widoyoko, M. Affan R Tojeng, Syarifuddin, Hukum Berhenti di Kasus BLBI, Jakarta : Indonesia
Cortuption Watch, 2004.

Nwww.asiaweek.com /asiaweek/financial500the500/451-460.html.
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Salah satu di antaranya adalah bos Bank Umum Servitia. David Nusa Widjaja. Dia didakwa atas perkara korupsi penyimpangan
BLBI yang dikucurkan kepada Bank Servitia berdasarkan hasil audit investigasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ada
penyimpangan dalam penyaluran BLBI kepada 48 bank, termasuk di Bank Servitia. Adapun bentuk-bentuk penyimpangan yang
dilakukan oleh Bank Servitia adalah membayar kewajiban kepada pihak terkait, menghimpun dana dengan menerbitkan sertifikat
- deposito atau Negotiable Certificate Deposit (NCD) pada saat. rekening Bank Servitia dalam keadaan saldo debet di Bank
Indonesia, dan melakukan ekspansi kredit pada saat rekeningnya dalam keadaan saldo debet. '
Dana BLBI itu antara lain digunakan oleh David untuk membayar kewajibannya kepada Bank Sanho sebesar lebih dari
RP. 988 miliar dengan cara menerbitkan 34 nota kredit dan diserahkan kepada Bank Sanho melalui kliring/pemindahbukuan di
‘Bank Indonesia. Perbuatan ini dilakukan melalui kantor cabang KPO (Kantor Cabang Operasi) yang dipimpin oleh Wiryatin
Nusa. Juga dengan menerbitkan sertifikat deposito (NCD) pada saat rekeningnya di Bank Indonesia dalam keadaan saldo debet.
Hal itu dilakukan untuk mendapatkan dana segar sebesar Rp. 277 miliar melalui fasilitas BLBL. Bahkan David ‘melakukan
ekspansi kredit kepada PT Mitra Rona Wana Sejahtera sebanyak Rp. 25,6 miliar padahal saat itu rekening Bank Servitia di Bank
Indonesia bersaldo debet sehingga ralam praktiknya kredit itu diberikan menggunakan fasilitas BLBL

- Akibatnya, Direktur Utama Bank Servitia David Nusa Widjaja dan Kepala Cabang Kantor Pusat Operasi (KPO)

Wiryatin Nusa dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan dana BLBI. Mereka selanjutnya didakwa
atas tindak pidana korupsi penyelewengan dana BLBI. David Nusa Widjaja hanya divonis oleh majelis hakim PN Jakarta Barat
selama ] tahun penjara atau lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu 4 tahun penjara. Ketika vonis PN
dijatuhkan majelis Hakim PN Jakarta Barat tidak langsung menahan terdakwa, tetapi malah menangguhkan. Sementara Wiryatin
Nusa didakwa atas perkara yang sama dengan David Nusa Widjaja, tetapi berkas dakwaannya dibuat secara terpisah
penahanannya.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta pada 21 Mei 2002 memvonisnya dengan empat tahun penjara, disertai
denda dan pembayaran uang pengganti. Kemudian pada 23 Juli 2003, Mahkamah Agung memvonisnya hukuman penjara selama
8 tahun dan denda sebesar Rp. 30 juta serta membayar vang pengganti sebesar Rp. 1,291 triliun. Vonis itu sesuai putusan MA
No. 839.K/Pid/2003 tertanggal 23 Juli 2003.

Pada saat itulah David Nusa Widjaja kabur. Kisah kaburnya David diawali dari lambannya pihak kejaksaan
mengeksekusi dengan alasan salinan putusan MA belum juga dikirim oleh MA. Salinan putusan MA yang seharusnya
dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakbar tidak lama setelah putusan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat hingga lebih dari satu
tahun. Salinan putusan baru diterima Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada 28 Juli 2004, padahal putusan MA yang menolak
kasasi tersebut sudah muncul sejak 23 Juli 2003.

Buronnya Davis Nusa Widjaja adalah akibat ditangguhkannya penahanan oleh pengadilan. Semua terpidana kasus-
kasus besar selalu ditahan oleh jaksa sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Kejaksaan telah dua kali mengirim surat panggilan

" eksekusi atas putusan Mahkamah Agung yang menghukumnya selama delapan tahun penjara karena terbukti korupsi dana BLBI
senilai Rp. 1,2 triliun. Namun, dia tidak memenuhi panggllan tersebut.’? Di sela-sela pe]anannya dia mengajukan gugatan di PN
Jakarta Selatan terhadap BPPN perihal pembatalan perjanjian APU-Servitia. Upaya ini dilakukannya agar bisal lari dari tanggung

- jawabnya mengembalikan dana BLBI yang telah disalurkan ke Bank Servitia, sekaligus juga untuk menunjukkan bahwa dirinya

masih ada di dalam negeri.

David Tarunodjojo pada 2 Juni 2003 menggugat BPPN untuk membatalkan APU-Servitia. Menurut mercka, BPPN
tidak memenuhi komitmennya kepada mereka untuk melakukan audit ulang aias jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS).
Gugatan David dimenangkan oleh PN Jakarta Selatan. Majelis Hakim dalam putusannya pada 20 November 2003 memutuskan
bahwa Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (BBKU) PT Bank Umum Servitia Tbk
batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan dibatalkannya APU tersebut maka negara (BPPN) berpotensi menderita
kerugian sebesar Rp. 3,4 triliun sebagai akibat tidak dikembalikannya dana BLBI yang sudah dipakai oleh David Nusa Widjaja.

Sejak melarikan diri ke Singapura pada 2004, David sering melakukan perjalanan ke Cina, Hongkong, Australia dan
AS. Pihak kepolisian Indonesia berhasil menangkap David setelah bekerja sama dengan polisi negara lain dan Interpol. Polri
akhirnya mendapat informasi bahwa David memiliki masalah imigrasi di San Fransisco, Amerika. Empat hari kemudian dia
dikembalikan ke Indonesia. Setibanya di Jakarta, pihak kepolisian memberikan keterangan Ketua Tim Pemburu Koruptor Basrief
Arief kemudian mengatakan :

Alhamdulillah kami telah menangkap David Nusa Widjaja di AS dan sampai di Indoneisa pukul 12.30 WIB dengan
menggunakan Thai Airways. Penangkapan David diketuai oleh Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Gorries Metre dan saat ini
David sedang dalam pemeriksaan di Mabes Polri. Besok akan dilakukan serah terima dari ketua tim lapangan ke ketua Tim
Pemburu Koruptor dan akan diserahkan oleh eksekutor untuk dieksekusi pada pukul 11.00 WIB di Kejagung. Aset David yang
kini dikuasai negara akan dilelang untuk membayar biaya pengganti dan denda. Aset tersebut berupa tanah, ruko, dan rumah

David sendiri mengaku tak mengetahui menjadi buruan Kepolisian Republik Indonesia. Dia lalu mengadakan
konferensi pers di Markas Besar Polri sehari setelah tiba di tanah air. Dalam acara itu dia mengenakan kaos biru, celana jins
putih, dan sepatu warna coklat. Rambutnya tampak mulai beruban. David Nusa Widjaja saat itu didampingi pengacaranya,
Agustinus, dan penyidik Komisaris Besar Benny Mamoto. Menurut David :

Saya keluar Indonesia sebelum vonis dieksekusi. Selama di luar negeri saya tinggal di Singapura. Hong Kong dan
Amerika Serikat. Sebelum ditangkap selama tiga pekan saya ada di Amerika. Saya hendak menuju Hongkong bersama ibu, kakak
ipar, dan keponakannya saat para petugas menyergap saya. Mereka tanya apaka saya adalah masalah dengan Indonesia. Saya

*2»David Nusa Widjaja Buron Karena Penahannannya Ditangguhkan”, www, tempointeractive.com.
» “David Widjaja: FBI Beri 2 Opsi, Saya Pilih Pulang ke Indonesia”, www.detiknews.com.
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bilang betul, terus mereka memberikan dua pilihan. Satu, apakah ingin diproses di Amerika dan dideportasi ke mana saja saya
pilih, atau kedua, saya ikut ke Indonesia bersama Kanit Cyber Crime Direktorat I Bareskrim Kombes Pol Petrus Goloce. Selama
diskusi, waktu itu masih tanpa Petrus. Kemudian Petrus dihadirkan untuk bicara apa yang harus dibicarakan dari Mabes Polri.
Waktu itu Petrus ngomong ua pilihan tadi, yakni satu, saya memilih AS berarti saya akan kena yurisdiksi kode 1546 E, Aurtikel
16, di mana saya ada bohong dengan AS. Saya dikenakan 5 tahun dan dideportasi. Tapi Petrus mengancam akan dideportasi saya
akan dlcegat di mana saja...** -

- Kejaksaan Agung lantas mengejar aset milik David Nusa Widjaja. Apalagi sebelumnya kejaksaan baru berhasil
menemukan aset David senilai Rp. 20 miliar. Pengejaran aset terus dilakukan sampai menutupi uang pengganti kerugian negara
- Rp. 1,29 triliun. Namun penge_]aran aset tersebut tergantung dengan undang-undang yang didakwakan kepadanya. David sendiri
mengaku demikian.

Saya pulang ke Indonesia “atas inisiatif sendiri” karena jika menjalani proses hukum di Amerika Serikat, maka saya
akan dikenai ancaman hukuman tambahan selama lima tahun karena pelanggaran imigrasi. Saya sama sekali tidak menyuap
* untuk bisa kabur ke luar negeri.*®

Dia mengaku kepulangannya ke Indonesia merupakan sebuah pilihan. Pilihan itu bukan dilatarbelakangi keikhlasan
untuk menyerahkan diri dan merasa bersalah. Dia pulang karena dia menghadapi masalah hukum di AS. Sebenamnya, selama ini
dia tidak pernah mendapatkan masalah ketika singgah ataupun bersitirahat sejenak di negara adidaya itu. Bahkan, selama dalam
status buron itu, dia pernah bepergian ke Singapura, Hongkong, Australia dan AS. Namun nasibnya lalu berkendak lain. Upaya
untuk mendapatkan statuas keimigrasian yang bertujuan untuk menyelamatkan hidup tersebut justru berbuah malapetaka. Dia
menuliskan “no” (tidak) dalam sebuah lembar tanya jawab yang menanyakan apakah ia mempunyai perkara di Indonesia.

-Dia juga mengaku tidak membawa uang negara sebesar Rp. 1,3 triliun dalam pelariannya ke Singapura. Selama kabur,
dia mengaku hanya mengandalkan bantuan dari saudara-saudaranya yang berada di negara tersebut.

Saya kabur bersama keluarga sekitar Maret 2004. Di sana saya tidak bekerja apa-apa. Selama dalam pelarian, saya
sangat bersedih. Sebab, dari berbagai informasi yang diterima, banyak media Indonesia yang memojokkan diri saya. Makanya
saya selalu mencari waktu yang tepat untuk bisa pulang ke Indonesia dan membeberkan apa yang sebetulnya terjadi. Hampir
setiap hari saya berdoa agar segera tiba waktu yang tepat tersebut. Sebab, pemberitaan di media massa tidak benar. Lagi pula
saya sudah kangen dengan masakan Indonesia. Saya di luar negeri merasa tidak betah.3

Pada saat ditangkap, David Nusa Widjaja menggunakan paspor Indonesia dengan nama Eng Tjuen Wei. Soal
penangkapannya di AS, dia mengatakannya demikian.

Saya ditangkap pada saat dicegat biro FBI] di pintu Bandara San Fransisco, saat hendak pulang ke Hongkong. Saat
dicegat, saya diberikan pilihan oleh FBI dan tim dari Mabes Polri, apakah akan berurusan dengan hukum Indnesia atau Amerika.
Saya lantas memilih untuk pulang ke Indonesia dengan pertimbangan masa hukuman akan lebih singkat bila dijalani di
Indonesia.*?

Menurut Kanit Cyber Crime Direktorat I Keamanan dan Trannasmnal Bares]mm Mabes Polri, Kombes Pol Petrus
Goloce, pada saat ditangkap David terkejut. Tim lapangan yang dipimpin Wakil Kepala Bareskrim Mabes Poln Brigjen Gories
Merre berangkat ke AS beberapa waktu lalu. Tim melacak keberadaan buron BLBI itu mulai dari Los Angeles hingga San
Fransisco. Di kota inilah upaya pelarian David berakhir. la harus memilih diadili di AS atau diikutsertakan ke Indonesia.

Kemudian pihak kepolisian yang bekerja sama dengan Interpol, FBI, Diplomatic Security Service, dan Homeline
Security Sherrif Airport, memberikan penjelasan kepada David. Pilihan yang diberikan adalah dia terkena Juridiction Code 1546
E artikel 16, yaitu dia berbohong ketika masuk AS. Sebab, dia sempat ditanya lewat formulir apaka dia memiliki masalah dengan
Indonesia. Dia bilang tidak ada, sehingga apabila nantinya terbukti berbohong maka akan terkena yurisdiksi tersebut. Pihak
kepolisian RI bersama FBI kemudian menawarkan kepada David kalau memilih pilihan itu maka akan dihukum di AS, dan kena
kode yurisdiksi yang ancaman hukumannya lima tahun, kemudian dideportasi.

Tapi saya bilang, jika kamu dideportasi saya tunggu kamu dimana saja. Jadi David kena dua hukuman, di AS terkena
pelanggaran Jurisdiction Code 1546 selama lima tahun, dan di Indonesia menjalani vonis delapan tahun. Jadi dia harus menjalani
hukuman selama 13 tahun. David kemudian memilih dibawa ke Indonesia untuk menjalani vonis delapan tahun.*®

Dari hasil pemeriksaan kepolisian memperoleh bukti bahwa David pergi ke luar negeri dengan menggunakan dua
paspor. Selama dalam pelarian tersebut. David mengunjungi beberapa negara seperti Australia, Macao, China, Singapura dan AS.
Terlebih lagi, dulu ketika masih berstatus buron, David Nusa Widjaja, masih berani unjuk gigi. Melalui pengacara Pamungkas
and Partners, David menggugat Badan Penyehatan Perbangkan Nasional (BPPN) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.*

Pihak kejaksaan Agung sendiri menyebutkan bahwa ada 111 item aset milik David yang tersebar di beberapa daerah,
namun hingga kini belum diketahui berapa nilainya. David pun harus menyelesaikan berbagai urusan berkaitan dengan barang
bukti, pembayaran denda, dan uang pengganti yang belum diselesaikan. Barang bukti berupa rumah, gedung, dan tanah yang
tersebaar di berbagai daerah tersebut adalah Gedung Bank Servitia di Jalan Raya Darmo, Surabaya; dua kantor Bank Servitia
masing-masing di Jalan Dr. Saharjo, Tebet dan Cipulir; serta sebuah rumah di lahan 360 meter persegi di Senopati, Jakarta

MIbid.
% “David Nusa Mengaku Tak Tahu J ad1 Buron”, www.tempointeractive.com.
36 “David Widjaja: FBI Beri 2 Opsi...”, op.cit.
¥ 1bid.
2 bid.
¥ “Kasus David Nusa Widjaja, Sebuah Prestasi yang (Masih) Dipertanyakan”, Sinar Harapan, 23 Januari 2006.
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Selatan. Aset itu juga meliputi tanah seluas 8.000 meter persegi di Kedoya, Jakarta Barat; tanah seluas 500 meter persegi di
Graha Kuningan, Jakarta: tanah seluas 1000 meter di Cikupa, Tangerang serta bangunan dan tanah di Duren Sawit, Jakarta Timur
seluas 84 meter persegi.*® Aset tersebut diperkirakan berjumlah lebih dari Rp. 20 miliar. Namun angka nilai aset tersebut masih
belum mencukupi kewajiban pembayaran pengganti kerugian negara sebesar Rp. 1,291 triliun. Dalam catatan Kejaksaan Agung,
sekitar 58 sertifikat tanah dan gedung milik David Nusa Widjaja sudah dalam status sitaan kejaksaan.

21. Eko Edi Putrante (BanT( Harapan Santosa)

] .- Anak ini dilahirkan dari seorang ibu yang menikah dengan Hendra Raharja (alm ) direktur BHS , anak ini diberi nama
- Eko Edi Putranto lahir pada 9 Maret 1967. Meskipun dari jenjang biologis adalah sebagai anak seorang direktur tapi dia memiliki
kekuasaan sebagai komisaris. Kedudukan Komisaris bukan dalam pendapingan tapi kondisionalitas juridis yang kuat dalam starta
badan hukum, sehingga setelah ayahnya meninggal sudah sepantasnya dia bertanggung jawab . Dalam rilis kejaksaan agung
dideskripsikan bahwa dia mempunyai ciri-ciri tinggi badan sekitar 170 cm, wamna kulit putih, bentuk muka oval, mata sipit dan
rambut hitam lurus.

Dalam kasus korupsi BLBI, dia dipersalahkan karena selaku komisaris atau pemegang saham bersama-sama dengan
ibunya terpidaha Shemy Konjongian, selaku Direktur Kredit, antara tahun 1992-1996 telah memberikan persetujuan kredit
kepada enam perusahaan dalam grup. Dia juga memberikan persetujuan kredit kepada 28 lembaga pembiayaan yang ternyata
merupakan rekayasa karena kredit itu oleh lembaga pembiayaan disalurkan kepada perusahaan grup. Caranya dengan disalurkan
lewat penerbitan giro kepada-perusahaan grup tanpa proses administrasi kredit dan tidak dicatat atau dibukukan. Selanjutnya,
beban pembayaran lembaga pembiayaan kepada BHS dihilangkan dan dialihkan kepada perusahaan grup. Akibatnya negara
dirugikan Rp. 1,95 triliun.

Eko telah divonis 20 tahun penjara, denda Rp. 30 juta, dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 1,95 triliun. Dia
disidang secara in abstentia dan tidak dapat dieksekusi badan sesuai putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta pada 8 November
2002. Namun sampai saat ini statusnya masih buron dan diduga berada di Australia. Status buronnya ditetapkan Kejaksaan
Agung pada tanggal 30 Oktober 2006. Sebelum kabur, dia beralamat di Jalan Widya Chandra V nomor 21, Jakarta Selatan.

22. Hendra Raharja (Bank Harapan Santosa)

Sebagai seorang bos besar dia menduduki jabatan Direktur Utama Bank Harapan Sentosa tapi sangat disayangkan
burunan ini tinggal diAustralia dan meninggal disana , dia kabur keaustralia setelah menilep uang negara sebesar Rp 1,95 , nang
dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ini diduga telah memindahkan aset itu ke sejumlah negara sebelum Pemerintah
Australia mengeksekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dari Indonesia.

. Report dari Pemerintah Australia sudah hampir selesai. Dari laporan itu, kenyataannya harta (Hendra Rahardja) di
Australia tidak ada lagi. Hasil laporan selama enam bulan penyelidikan Pemerintah Australia menunjukan harta kekayaan bos
BHS yang menjadi terpidana seumur hidup ini besarnya tak seperti dugaan Pemerintah Indonesia.*'

Pemerintah Indonesia lalu melakukan penelusuran aset milik almarhum Hendra Rahardja yang ada di Australia dengan
mengirim surat resmi kepada yang ada di Australia dengan mengirim surat resmi kepada Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung
Australia minggu lalu untuk melacak aset-aset milik mantan bos BHS itu. Sekaligus pemerintah mengajukan gugatan terhadap
kepemilikan aset mantan bos BHS itu melalui perkara tindak pidana pencucian uang. Argumennya, vonis terhadap terpidana itu
sudah diputus tetap. Namun, vang hasil korupsi itu dilarikan ke Australia. Sementara itu, vonis pengadilan di Indonesia yang
berkekuatan hukum tetap tidak dapat diterapkan di sana karena Indonesia bukanlah negara persemakmuran yang mempunyai
perjanjian tersebut dengan Australia.*?

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkum HAM) mengakui pemah menggunakan uang hasil sitaan aset
koruptor Hendra Rahardja di Australia. Penggunaan uang senilai Rp. 680.322.394 untuk biaya kegiatan dan honor Tim Gabungan
Pengumpul Data Aset Hendra Rahardja di Australia atas persetujuan Tim Likuidasi Bank Harapan Santosa Dalam Likuidasi
(BHS-DL) pada 2003,

Penggunaan aset Hendra Rahardja ini dilakukan pada masa Menterl Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril thza
Mahendra yang membentuk Tim Gabungan Pengumpul Data Aset Hendra Rahardja di Australia lewat Kep No. M.486PR.09.02
tahun 2003 tanggal 14 Mei 2003. Untuk kebutuhan operasional tim gabungan itu, Depkeh saat itu membuka rekening nomor
11779855 pada BNI Cabang Tebet atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Depkumham.

Saat itu ditransfer ke rekening 11177855 tersebut sebesar Rp. 3.987.336.784 dari hasil penyitaan aset Hendra Rahardja
senilai 634 ribu dollar Australia. Adapun, dari uang yang ditransfer itu sebesar Rp. 3.303.014.390 dikembalikan ke Tim Likuidasi
BHS-DL. Sedangkan, Rp. 680.322.394 digunakan Depkumham untuk membiayai kegiatan dan honor tim gabungan selama
bekerja di Australia. Hingg tahun 2004 saldo yang ada di rekening Depkumham tinggal Rp. 3.633.600. Pada 8 September 2006
saldo yang ada di rekening 1177855 yang digunakan untuk menampung aset Hendra Rahardja jtu ditutup dan semua disetor
kembali ke kas negara.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta tetap menyatakan bahwa mantan komisaris PT Bank Harapan
Santosa (BHS) harus menjalani hukuman pidana penjara selama seumur hidup. Sementara itu Eko Budi Poetranto (mantan

0 «K asus Penyimpangan BLBI Kejagung Inventarisir Aset David Nusa Widjaja”, www.tempointeraktive.com.
' «Aset Hendra Rahardja di Australia Raib”, www.tempointeractive.com.
2 “Pemerintah Ajukan Gugatan Pencucian Uang atas Aset Hendra”, Sinar Harapan, 16 April 2003.
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Direktur PT BHS) dan Shemy Koyong Gyang (mantan Direktur Kredit PT. BHS) masing-masing diganjar hukuman penjara
selama dua puluh tahun.

Putusan tertanggal 8 November 2002 tersebut memperkuat putusan majelis hakim tingkat pertama. Dalam amar
putusan tersebut dinyatakan bahwa para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
korupsi. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya sependapat dengan mejelis hakim pengadilan tingkat pertama.

Dalam perkara ini, para terdakwa diadili secara in absentia. Dlaam amar putusannya, para terdakwa dinyatakan terbukti
bersalah telah melakukan tindak pidana pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) terhadap perusahaan
segrupnya. Majelis hakim juga menghukum para terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 30 juta subsider 6 bulan kurungan
dan mengembalikan uang pengganti secara tanggung renteng sebesar Rp. 1,95 triliun. Atas putusan ini jaksa pun mengaky puas
karna sudah sesuai dengan tuntutan mereka yang dibacakan dalam persidangan sebelumnya.*

Sejak tahun 1992 sampai 1996, Hendra bersama dengan terdakwa lainnya meminta kepada loan committee untuk
menyalurkan kredit kepada anak perusahaan PT. BHS. Namun, pemberian kredit sekitar Rp. 2,6 triliun tersebut menyalahi
peraturan karena tanpa disertai jaminan. Kredit diberikan kepada grup BHS itu ternyata tak semuanya dipergunakan Sebagaimana
mestinya. Dana itu antara lain dipergunakan untuk pembelian 85 bidang tanah, antara lain di Bali, Jakarta, ujung Pandang
(Makassar), Yogyakarta dan Jakarta dengan menggunakan nama terdakwa, perusahaan milik terdakwa, dan keluarga terdakwa.

Akibat pemberian kredit tersebut BHS mengalami kerugian sebesar Rp. 50 miliar setiap bulannya. Oleh karena itu,
pada tahun 1997 Bank Indonesia (BI) memberikan bantuan BLBI berupa kredit overdraft sebesar Rp. 1.578 triliun dengan
kewajiban harus. dikembalikan. Namun, sampai tanggal 1 November 1997-ketika BHS dilikuidasi-dana itu tidak bisa
dikembalikan beserta bunganya. Bahkan, setelah menerima dana BLBI pun terdakwa tidak mematuhi perintah Bank Indonesia

“untuk tak memberikan kredit atau pembayaran kepada perusahaan grup BHS. Terbukti, selama tahun 1997 pun terdakwa melalui
perusahaan grupnya mampu menarik dana dari BHS sebesar Rp. 305,345 miliar dan 2,305 juta dollar Amenka Serikat (AS). Ini
yang semakin merugikan keuangan negara dan mengganggu perekonomian,**

Pada 1 Juni 1999, Hendra Rahardja ditangkap dan ditahan aparat keamanan Australia. Ketika itu Hendra dituduh
melakukan praktek pencucian uang. Pada saat yang sama, polisi Indonesia juga sedang memburunya. Saudara kandung Edy
Tansil itu dituduh menilap Rp. 1,95 triliun uang bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang disalurkan ke bank milikaya,
Bank Harapan Santosa (BHS). Melalui Interpol, polisi melayangkan surat permintaan untuk mengekstradisi Hendra.

Meski perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia sudah diteken April 1992, tak mudah memboyong pembobol
bank kelas wahid itu ke Indonesia. Pemeritah Australia yang menganut sistem hukum Inggris (British Commonwealth System)
tidak begitu saja menyerahkan buruan itu. Ditambah lagi, pihak Hendra juga mengajukan keberatan melalui pengadilan sétempat.

Tiga pengacara andal Australia yang disewa Hendra memaparkan bbukti bahwa kliennya tidak perlu diekstradisi.
Menurut Ron Kessel, salah satu pengacara itu, peradilan di Indonesia bobrok, ditambah lagi ada diskriminasi terhadap warga
keturunan Tionghoa. Hakim pengadilan di Sydney pun meminta waktu untuk mempelajari keberatan Hendra.

Hamir bersamaan, Hendra juga mempraperadilankan polisi Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia
menuntut pembatalan atas penangkapan dan penahanan dirinya. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan
permohonan ini dan meminta polisi membatalkan penahanan Hendra di Australia melalui interpol. Aneh bin ajaib. Bagaimana
bisa hakim Indonesia membatalkan penangkapan dan penahanan yang dilakukan polisi Australia ? kata Alfons Loemau,
pengacara Polri ketika itu.

Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu seperti melengkapi senjata Hendra untuk melawan upaya ekstradisi.
Menurut Amir Syamsudin-ketika itu pengacara Polri~- meski ada perjanjian ekstradisi, ada beberapa hal yang bisa menghambat
proses itu. Salah satunya, jika di Indonesia terbukti proses pengadilannya masih ada diskriminasi ras dan agama. Selain itu, untuk
kasus yang menyangkut urusan politik, Australia juga sulit meloloskan permintaan untuk mengekstradisi tersangka.

Brian Lulham, hakim pengadilan di Sydney, menganggap keberatan Hendra hanya tipu daya. Pada 24 September 1999.
Brian Lulham memutuskan bahwa Hendra harus dikirim kembali ke Indonesia. Hendra masih melawan. Ia mengajukan banding.
Setelah tiga tahun lebih mempelajari kasus itu, hakim pengadilan tinggi Australia pada Desember 2002 memutuskan Hendra
harus diekstradisi.”

Soal kaburnya Hendra Rahardjo yang punya utang BLBI pada negara, dulu Kedutaan Besar Australia menyatakan siap
membantu pemerintah RI untuk mengurus aset Hendra Rahardja yang berada di Australia. Ketika kemudian Hendra meninggal
dan dimakamkan di sana, pemerintah berpendapat bahwa masalah keperdataanya harus tetap diselesaikan. Jika eksekusi terhadap
hukuman badan (penjara) tidak bisa dijalankan, tapi tentang hukuman denda atau kewajiban mengembalikan kerugian negara
tetap bisa dijalankan. Hendra Rahardja sendiri meninggal dunia pada 26 Januari 2003 di Sydney, Australia. Jenazahnya kemudian
dikubur sesuai tradisi Cina dan dilakukan secara diam-diam di Australia.

Upaya Polri mencomot Hendra ternyata masih tersendat. Bukan urusan hukum, tapi penyakit kanker gmjal yang
diderita Hendra. Lalu, pada Januari 2003, polisi Indonesia kalah cepat dengan malaikat maut yang menjemputnya.” ¢ Status
hukum yang bersangkutan sebelum meninggal dunia adalah tahanan Pemerintah Australia, atas permintaan Pemerintah Rl, yang
akan diekstradisikan ke Indonesia karena kasus BLBI. Proses ekstradisi yang bersangkutan sampai sebelum meninggal telah
mencapai tahapan akhir dengan diterbitkannya extradition warrant atas nama Hendra Rahardja yang ditandatangani Menteri

“ “Hendra Rahardja Tetap Divonis Seumur Hidup”, Media Indonesia, 18 Januari 2003.
44, .
Ibid.
‘: “Belajar dari Kasus Hendra Rahardjo”, Tempo. No 52/XXXIII/21-27 Februari 2005.
1bid.
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Kehakiman dan Kepaebanan tanggal 14 Oktober 2002. Pelaksanaan ekstradisi tersebut masih tertunda karena pengacara Hendra
Raharja mengajukan judical review terhadap keputusan tersebut. Namun, Pemerintah Indonesia tetap mengajukan tuntutan
perdata kepada keluarganya kendati Hendra sudah tiada.
Hendra Rahardja adalah saudara kandung Edy Tansil, koruptor kelas kakap yang raib hingga sekarang. Pengusutan atas
" kasus korupsi kedua saudara ini telah berlangsung lama. Upaya Kejaksaan Agung menghimpun aset milik Edy Tansil sendiri
baru membuahkan ahsil berupa aset tanah yang disita dengan nilai 10 miliar. Jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan
kerugian negara yang diakibatkan ulahnya. Setali dengan adlknya Kejagung juga baru berhasil menyita aset tanah milik mendian
Hendra Rahardja yang nilainya Rp. 30 miliar.
Tanah milik Edy Tansil yang disita berada di Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Di Kecamatan ini tanah Edy ada di
16 lokasi berbeda. Sedangkan aset tanah di Kecamatan Cengkareng yang disita mencapai 2.035 meter persegi, ditambah tiga
hektar di tempat lainnya hingga mencapai 80.148,8 meter persegi, Aset ini masih ditambah tanah milik Edy di daerah Cianjur,
Jawa Barat, yang mencapai 23 hektar. Sedangkan tanah milik kakak kandungnya, Hendra Rahardja, yang disita Kejagung
- mencapai 5.770.453 meter persegi. Seluruh tanah ini ada dl Kecamatan Tenjo, Bogor. Kalau dihitung dengan harga Rp.
- 5.000/meter persegi, kurang lebih menghasilkan Rp. 30 miliar.’ Upaya Indonesia memburu harta hasil pembobolan BLBI yang
disimpan di Australia juga tidak sebanding dengan jerih payah pemerintah. Menteri Kehakiman dan Pabean Australia Chris
Ellison mengumumkan bahwa harta Hendra yang bisa diserahkan ke pemerintah Indonesia hanya A$ 642 ribu (sekitar RP. 4,6
miliar).

23. Hendrawan Haryone (Bank Aépac)

Hendrawan Haryono adalah terpidana kasus penyimpangan dana BLBI senilai Rp. 543,4 miliar. Dia dihukum empat
tahun penjara berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung dan segera dieksekusi ke LP Cipinang, Jakarta Timur. Ironisnya,
ketika akan dieksekusi dia tiba-tiba sakit. Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bersama dokter dari Kejaksaan Agung untuk
membuat second opinion atas penyakit yang diderita Hendrawan. 8

Hingga 20 Januari 2002, pihak kejaksaan belum melakukan eksekusi badan terhadap mantan Direktur Bank Aspac
Hendrawan Haryono dalam kasus korupsi penyalahgunaan dana BLBI sekitar Rp. 538,4 miliar, sesuai dengan amar putusan
Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Amar putusan itu menyebutkan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun
dan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan dalam rumah tahanan negara. Pada waktu itu Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta
Selatan Antasari Azhar mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan diskusi dengan jaksa penuntut umum mengenai
penahanan terhadap terdakwa. Dan yang menjadi masalah saat ini adalh kuasa hukum terdakwa, LM Samosir mengajukan kasasi
ke Mahkamah Agung (MA).

Sejak 29 Juli 2004, Hendrawan Haryono berada di dalam sel LP Cipinang blok 3H kamar dua. Dia mendekam di

penjara bersama terpidana kasus Bulog. Dadang Sukandar, dan Winfried Simatupang. Hendrawan ditempatkan di blok itu sesuai -

dengan kasusnya. Alasan lainnya, untuk keamanan, memudahkan pengawasan, dan menghindari pertemuan dengan banyak
orang. Selain sekamar dengan Dadang and Winfried, blok 3H juga dihuni terpldana Pande Lubis, Beddu Amang, dan Abilio
Soarez, mantan gubernur Timor Timur.*

24. Trawan Salim (Bank Glebal)

Direktur utama Bank Global yang terlibat penyalahgunaan BLBI dengan kerugian negara 500 ribu dollar AS. Sejak
masih berstatus tersangka, Irawan sudah melarikan diri ke Singapura sebelum banknya dibekukan Bank Indonesia pada 13
Desember 2004. Pada waktu itu pengacaranya, Juan Felix Tampubolon, berkilaha bahwa Irawan pergi ke Amerika Serikat untuk
mencari investor bagi Bank Global dan bukan untuk menghindar dari tanggung jawab membayar utang BLBI. Nyatanya, hingga
kini Irawan tak tentu rimbanya. Pihak Kepolisian telah menyebarkan red notice untuk mencari tahu keberadaan Irawan.
Kabar terakhir menyebutkan dia memiliki sejumlah aset di Singapura maupun di salah satuy bank di Eropa.
. Sebelumnya, dia juga disebut-sebut sering berpindah-pindah tempat, dari sebuah kota kecil di Kanada Utara hingga ke beberapa
negara di Eropa. Namun, agaknya polisi bakal kesulitan menggelandang Irawan. Konon Irawan sudah mengganti
kewarganegaraan.

25. Kaharudin Ongko (Bank Umum Nasional)

Menduduki jabatan sebagai Wakil komisaris utama Bank Umum Nasional (BUN). Pada Januari 2003 Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat membebaskannya dari dakwaan penyalahgunaan dana BLBI oleh BUN yang dipimpinnya. Hukuman hanya
diberikan pada mantan Direktur Utama BUN Lecnard Tanubrata yang divonis sepuluh tahun penjara. Sebelumnya. Kaharudin
dan Leonard masing-masing dituntut 14 dan 16 tahun penjara. Beberapa pihak mengatakana bahwa seharusnya Kaharudin Ongko
juga diberi vonis hukuman karna, untuk mengeluarkan di atas Rp. 5 triliun harus ada persetujuan komisaris.

Setelah memeriksa 60 saksi, termasuk lima saksi ahli, majelis hakim juga menemukan bahwa Bank Umum Nasional
pernah mengucurkan dana 45 juta dollar AS atau setara dengan Rp. 233 triliun untuk PT Kiani Kertas yang berafiliasi dengan
bank tersebut pada Desember 1998. BUN sendiri menerima dana BLBI sejak 17 November 11997 hingga 3 April 1998.

*7 «Aset Edy Tansil dan Hendra Rahardja yang Disita Baru Rp. 40 M”, www.detiknews.com.
@ “Terpidana Hendrawan Hardjono Sakit”, www.tempointeractive.com.
# «Bos ASPAC Satu Sel dengan Terpidana Kasus Bulog”, www.tempointeractive.com.
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Tanubrata tidak pemah melarang perusahaan yang berafiliasi dengan Bank Umum Nasional untuk menarik dana dari bank itu,
seh]ngga dana BLBI yang harus dikeluarkan negara semakin membengkak.

Namun majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Kaharudin Ongko sebagai wakil komisaris pernah memberikan
‘perintah kepada direksi Bank Umum Nasional untuk melanggar peraturan perbankan. Akibat tindak korupsi yang dilakukan
. terdakwa, majelis hakim menyebut negara dirugikan Rp. 3,5 triliun dan 435 juta dolar AS. Meski begitu, mengutip keterangan
saksi ahli, majelis hakim mengakuji jumlah kerugian negara secara pasti belum bisa ditentukan karena bank itu sampai kini tidak
dilikuidasi. Bank itu hanya berstatus bank take over (BTO) oleh BPPN.*

Vonis terhadap Leonard Tanubrata diputuskan atas pertimbangan bahwa terdakwa terbukti menyalahgunakan dana
* BLBI yang merugikan negara Rp. 6,7 triliun. Dia juga dihukum harus membayar denda Rp. 30 juta, subsider enam bulan
kurungan. Tanubrata dianggap melanggar pasal UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3/1971 dan 31/1999. Namun,
untuk tuntutan melanggar UU Perbankan, Tanubrata tidak terbukti melanggarmya. Karena, wakiu kejadian perkara tersebut, UU
Nomor 10/1998 itu belum diundangkan. Ia pun menurut majelis hakim tidak terbukti memperkaya diri sendiri. Hakim juga
menolak tuntutan JPU untuk menyita barang bukti berupa tanah dan bangunan. Alasannya, hakim menilai bahwa PT BUN
melalui pemegang sahamnya; Bob Hasan yang saat ini tengah menjalani hukuman di Nusakambangan, tengah menyelesaikan
urusan hutangya melalui kebijakan MSAA (Master of Settlement and Acquisition Agreement- perjanjian pengembalian BLBI
dengan jaminan aset) dan kebijakan baru Release and Discharge. Aset-aset itu telah diserahkan kepada negara c.q. BPPN oleh
pemegang saham Bob Hasan melalui MSAA tanggal 9 September 1997 dan oleh terdakwa II Kaharudin Ongko melalui MRA
tanggal 18 Desember 1997.5! Sebaliknya, Kaharudin Ongko dinilai tidak terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak
- pidana. Pasalnya, Kaharudin dalam jabatannya tersebut tidak pernah memerintahkan Leonard untuk mengalirkan dana ke anak
perusahaan BUN,

Sebenarnya Ongko pernah disidik secara ketat oleh Kejaksaan Agung pada 2001 dalam kasus BLBI tersebut. Pada
waktu itu Kejaksaan Agung menahan Ongko namun kemudian mengalihkannya menjadi tahanan rumah. Ongko mendapatkannya
-bersama Samadikun Hartono (Bank Modern) dan David Nusa Widjaja (Bank Umum Servitia). Kaharudin Ongko dan Samadikun
Hartono pengalihan status tahanannya dari rumah tahanan menjadi tahanan rumah tertanggal 2 Mei 2001. Surat perintah
pengalihan tahanan tersebut didasarkan pada alasan bahwa proses penyidikan terhadap masing-masing tersangka dianggap sudah
selesai. Selain itu, pengumpulan alat-alat bukti dari tersangka dianggap sudah cukup, serta tidak menyulitkan pemeriksaan,
proses utang tersangka dalam tahap penyelesaian pada BPPN. Penangguhan terhadap Kaharudin Ongko dilakukan karena selama
beberapa tahun terakhir terdakwa menderia epilepsi (ayan) sesuai keterangan dokter spesialis epilepsi Dr. Wartomo Priosumbodo
tertanggal 30 Juli 2001. Kondisi fisik terdakwa juga memburuk sehingga perlu perawatan intensif. Dalam penetapan
penangguhan oleh PN itu juga diperintahkan agar penutut umum membebaskan terdakwa dari rumah tahanan. Kaharudin Ongko
diduga merugikan negara Rp. 12 triliun.

. Pada tahun yang sama Kejaksaan Agung menangguhkan penahanan Leonard Tanubrata. Penangguhan ite berdasarkan

_penetapan pengadilan No. 1145/B/Tid/C/2001/PN Jakarta Pusat terhitung mulai 13 Agustus 2001. Pertimbangan penangguhan
penahanan atas Leo Tanubrata karena tenaganya diperlukan dalam kedudukannya sebagai direktur utama PT Mitra 72 oleh BPPN
dalam penyelesaian utang-utang PT Giani Wiruda. Selain itu, terdakwa sakit pada tulang belakang yang memerlukan perawatan
secara periodik, namun akan tetap mengikuti jadwal persidangan.

Setelah Kaharudin Ongko dibebaskan di tingkat pengadilan negeri pada 2003 pihak kejaksaan secara resmi
mendaftarkan berkas banding atas putusan majelis hakim yang membebaskan Wakil Komisaris Bank Umum Nasional Kaharudin
Ongko dalam perkara korupsi dana BLBI senilai Rp. 6,7 triliun.*2 Putusan MA tertanggal 1 September 2004 No. 546 K/Pid/2004 -
menyatakan permohonan memori dari permohonan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan mengenai terdakwa 1
Lenonard Tanubrata tentang dakwaan ke-2 dan ke-3 dan putusan mengenai terdakwa 2 Kaharudin Ongko tidak dapat diterima.
Selain itu, Majelis Hakim juga menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan
mengenai terdakwa I Leonard Tanubrata tentang dakwaan ke-1 dan 2 tersebiit. Dengan adanya putusan MA No 546 K/pid/2004
tanggal 1 September 2004 jo putusan PT DKI Jakarta No. 110/PID/2003/PT DKI tanggal 23 Oktober 2003 tersebut, berarti
terdakwa 1 Leonard Tanubrata dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan terdakwa 2 Kaharudin Ongko diputus bebas dari
segala dakwaan. Perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa I Leonard dan terdakwa 2 Kaharudin Ongko telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan kasasi MA ini memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya membebaskan terdakwa
2 Kaharudin Ongko sekaligus memperkuat putusan Pengadilan Tinggi yang melepaskan terdakwa 1 Leonard Tanubrata dari
segala tuntutan hukum dari dakwaan kesatu pertama dan kedua pertama. Kemudian pada 2005, pihak kejaksaan juga
mempertimbangkan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus korupsi BLBI Kaharudin Ongko.>?

26. Leonard Tanubrata (Bank Umum Nasional)

Direktur utama Bank Umum Nasional (BUN), aslah salah satu bank yang mendapat dana BLBI. Dia kemudian diadili
bersama kaharudin Ongko, mantan wakil komisaris utama BUN. Namun dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusta,

j? “Putusan Sidang Kasus BLBI-BUN, Ongko Bebas, Tanubrata 10 Tahun”, Sinar Harapan, 11 Januari 2003.
Ibid.
52 «Berkas Banding Perkara Kaharudin Ongko Didaftarkan”, www.tempointeractive.com.
%3 “MA Bebaskan Leonard Tanubrata dan Kaharudin Ongko, JPU Pertimbangkan PK”, Sinar Harapan, 19 Maret
2005.
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kedua terdakwa dalam kasus penyalahgunaan dana BLBI itu divonis berbeda oleh majelihs hakim yang diketahui Amirrudin
Zakaria. Leonard divonis sepuluh tahun penjara, sedangkan Kaharudin Ongko divonis bebas.

Direktur Utama Bank Umum Nasional (BUN) Leonard Tanubrata dituntut 14 tahun penjara dan Wakil Komisaris BUN
Kaharudin Ongko dituntut 16 tahun penjara. Ini adalah tuntutan tertinggi dibanding para terdakwa lain yang tersangkut kasus
. penyalahgunaan dana BLBI. Pasalnya, jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus BUN sebesar Rp. 6,7 triliun.

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat
pada 3 Oktober 2002, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Untuk itu,
terdakwa juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp. 30 juta subsider 6 bulan kurangan dan membayar uang pengganti
sebear Rp. 6,738 triliun. Dalam tuntutannya, jaksa juga menyebutkan bahwa Kaharudin Ongko dituntut lebih berat karena yang
bersangkutan diduga berperan lebih banyak. Selain menjabat sebagai wakil komisaris, Kaharudm juga merupakan salah satu
‘pemegang saham BUN.

Sedangkan dalam analisis yuridisnya, jaksa mengemukakan bahwa Leonard Tanubrata dan Kaharudin Ongko
" seharusnya menyadari bahwa bank yang dikelolanya harus memiliki dana yang cukup untuk mencegah saldo giro negatif dan

mewaspadai penarikan dana oleh masyarakat. Namun dalam kenyataannya, pada 17 Desember 1997 BUN justru bersaldo negatif
sebesar Rp. 222 miliar. Mengetahui hal tersebut, kedua terdakwa bukannya berusaha menambah modal, tetapi justru menarik
dana yang ada di BUN untuk disalurkan ke perusahaan yang berafiliasi. Bahkan BUN juga meminta fasilitas diskonto I ke Bank
Indonesia.

Dalam kompensasi utang pada 16 Desember 1997, BUN justru melakukan transaksi SWAP dengan PT Indokisar Jaya
yang malah menambah saldo debet BUN. Kemudian pada 13 Desember 1997, Kaharudin Ongko menyetujui pemberian kredit ke
PT Raja Besi Semarang. Transaksi tersebut tak lebih dari sekedar kompensasi utang Kaharudin ke perusahaan tersebut. Demikian
pula halnya dengan transaksi SWAP (pengalihan) lainnya dengan PT Kiani Kertas senilai RP. 233 miliar yang makin
membengkakan saldo negatif BUN.

Meski transaksi dengan PT Kiani pada 3 Juni 1998 di-set off dengan deposito Mohammad Hasan, jaksa tetap
berpendapat bahwa set off tersebut terjadi setelah BUN diambil alih oleh BPPN sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh
kedua terdakwa dianggap telah selesai dilakukan. Selain itu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh
unsur yang didakwakan terhadap dua terdakwa telah terbukti.>*

Sidang perkara dugaan kasus penyalahgunaan dana BLBI oleh BUN juga mendengarkan keterangan dari saksi Deputi
Gubernur BI Miranda Goeltom dan mantan Gubermnur BI Seodrajat Djiwandono. Dalam kesaksiannya, Miranda mengaku ia
menandatangani surat Dir BI No. 177 tahun 1997 yang isinya berupa persetujuan Bl memberikan bantuan SBPUK terhadap
BUN. Untuk itu, Bl menempatkan tiga orang pengawas di BUN. Namun dalam kesaksiannya, saksi mengaku tidak tahu isi dari
surat tersebut mengingat dirinya baru satu hari menjabat sebagai direktur bidang kebijakan moneter dan statistik moneter di BI. la
mengaku hanya menandatangani surat tersebut tanpa membacanya terlebih dahulu, meskipun dirinya menandatangani surat
tersebut, namun ia tidak tahu apakah dirinya bertanggung jawab. Sebab posisi saksi dalam surat itu hanyalah sebagai

- pendamping, sedangkan direktur satu bidang kredit yang menadantangani surat itu adalah Aulia Pohan.

Sementara itu mantan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono mengatakan BUN tidak dapat membayar kewajiban ke BI.
Padahal, seharusnya, bank-bank yang mendapat fasilitas SPBUK wajib mengembalikan dana. Menurutnya, fasilitas SBPUK
merupakan transaksi antara Bl dan bank bersangkutan dengan menyerahkan promes untuk dibeli oleh BI. Fasilitas ini wajib
dikembalikan walaupun dalam pemberiannya tidak disertai uji kelayakan.*

Sidang perkara yang merugikan negara sekitar Rp. 6,8 triliun itu sebelumnya sempat tertunda beberapa kali, karena
adanya ketidakcocokan antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arnlold Angkow dengan majelis hakim yang diketuai Amiruddin
Zakaria mengenai saksi ahli yang diajukan dke muka sidang. Majelis menolak saksi ahli dari BI yang diajukan oleh jaksa karena
BI merupakan lembaga yang bermasalah. Sedangkan jaksa tetap berpedoman saksi ahli tersebut harus didengarkan karena sesuai
dengan yang ada di surat dakwaan.

Ketidakcocokan tersebut bahkan sampai membuat kejaksaan mengajukan pergantian majelis hakim kepada Ketua
Mahkamah Agung Bagir Manan. Namun oleh MA, keberatan jaksa tersebut ditolak karena yang berhak menentukan diganti atau
tidaknya majelis hakim di pengadilan tingkat pertama adalah Ketua Pengadilan Negeri.

Leonard lalu menyatakan banding. Begitu juga Jaksa Penuntut Umum YN. Eddy yang menegaskan akan mengajukan
kasasi atas vonis bebas Kaharudin Ongko. Apalagi seharusnya Ongko Juga diberikan vonis hukuman karna untuk pengeluaran di
atas Rp. 5 miliar, harus ada persetujuan komisaris. Kedua tokoh BUN tersebut sebelumnya masing-masing dituntut 14 dan 16
tahun penjara.

Vonis terhadap Leonard Tanubrata diputuskan atas pertimbangan bahwa terdakwa terbukti menyalahgunakan dana
BLBI yang akibatnya merugikan negara Rp. 6,7 triliun. Ia juga dihukum harus membayar dendan Rp. 30 juta, subsider enam
bulan kurungan. Tanubrata dianggap melanggar pasal UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nomor 3/1971 dan 31/1999.

Namun, untuk tuntutan melanggar UU Perbankan, Tanubrata tidak terbukti melanggarnya karena pada waktu kejadian
perkara tersebut, UU Nomor [0/1998 itu belum diundangkan. Dia juga tidak terbukti memperkaya diri sendiri. Hakim bahkan
menolak tuntutan JPU untuk menyita barang bukti berupa tanah dan bangunan. Alasannya, hakim menilai bahwa BUN melalui
pemegang sahamnya yaitu Bob Hasan yang saat ini tengah menjalani hukumannya di Nusakambangan, tengah menyelesaikan
ururan hutangnya melalui kebijakan MSAA dan kebijakan baru release and discharge. Aset-aset itu telah diserahkan kepada

** “Tuntutan untuk Tanubrata Dinilai Kurang Maksimal”, Sinar Harapan, 5 Oktober 2002.
%3 “Sidang Kasus Korupsi BUN, Miranda Goeltom Ditegur Hakim”, Sinar Harapan, 24 April 2002.
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BPPN oleh pemegang saham Bob Hasan melalui MSAA tanggal 9 September 1997 dan oleh terdakwa II Kaharudin Ongko
melalui MRA tanggal 18 Desember 1997.

Kaharudin Ongko sendiri dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana seperti yang
didakwakan. Kaharudin dalam jabatannya tersebut tidak pernah memerintahkan Leonard untuk mengalirkan dana ke anak

- perusahaan BUN. Tindakan yang mengalirkan dana ke anak perusahaan BUN. Tindakan yang dilakukan direktur utama BUN

juga dinilai bukan menjadi tanggung jawab dari dewan komisaris,*®
27. Lidia Mochtar (Bank Tamara)

. Kuasa hukumnya, Martin T , usai menemui Sekretaris Jenderal Departemen . Keuangan JB Kristiadi untuk
menyesuaikan angka utang yang harus dibayar kliennya di Gedung Depkeu Jakarta. Dia mengatakan, pihaknya memastikan
kliennya akan membayar utang tersebut melalui skema near cash yaitu sebagian menggunakan surat berharga dan sebagian besar
uang tunai. la juga mengatakan meski ada dua obligor dari Bank Tamara, yaitu kliennya dan Omar Putirai, masing-masing akan
membayar sesuai dengan saham yang dimiliki. Sesuai perhitungan BPPN, angka yang menjadi kewajiban Lidia Mochtar adalah
Rp. 202 miliar.

Menurut Martin, nantinya akan ada kesepakatan apakah angka Rp. 202 miliar tersebut sesuai dengan keinginan
pemerintah, Sementara itu, Omar Putirai pada Kamis (4/4) telah lebih dulu memenuhi panggilan tim pelaksana Penyelesaian
Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) di Depkeu. Menurut Kepala Biro HUkum Depkeu Hadiyanto Omar Putirai datang ke
Depkeu untuk menjelaskan utang BLBI versinya, hitung-hitungannya, kemudian ditampung dan dipersilahkan melengkapi
dokumen-dokumennya dalam waktu dua hari.

Waktu itu pengacaranya menolak kabar bahwa Lidia, melainkan berada di Singapura karena ada urusan bisnis. Dalam
pertemuan di Departemen Keuangan itu Lidia menyatakan siap membayar kewajibannya kepada pemerintah dalam bentuk near
cash. Pengacaranya mengatakan bahwa itu semua artinya dengan fakta bahwa kliennya sudah ada niatan baik untuk segera
melunasi utang—utangnya.57

28. Samadikun Hartono (Bank Modern)
Bos Grup Modern yang sudah divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim kasasi Mahkamah Agung karena

" menyelewengkan dana BLBI yang diperoleh Bank Modern. Ketika putusan itu akan dieksekusi oleh jaksa, Samadikun raib.
Sebelumnya, Komisaris Utama Bank Modern ini diputus bebas oleh majelis hakim PN Jakarta Pusat.>®

Cukup aneh memang, karena Samadikun didakwa membobol Rp. 169 miliar uang negara namun Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bos PT Bank Modern itu tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.
Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa satu tahun penjara.

Dalam tuntutannya, jaksa terdakwa terbukti melakukan perbuatan hukum dengan menyetujui direksi membeli surat
utang PT PLN sebesar Rp. 11,9 miliar. Persetujuan Presiden Direktur itu memang diatur secara internal oleh Bank Modern dalam
keadaan saldo debet. Jaksa menilai perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan penggunaan dana BLBI.

Namun majelis berpendapat lain. Menurut mereka, komisaris memang berwenang memberi persetujuan terhadap
tindakan yang dilakukan direksi. Tapi tidak berarti komisaris harus mengetahui semua langkah direksi.” Selain itu majelis hakim
juga menilai bahwa pengeluaran dana sebesar Rp. 11,9 miliar itu terjadi sebelum PT Bank Modern bersaldo debet. Hal lain yang
menjadi pertimbangan majelis hakim, terdakwa juga menandatangani perjanjian penyelesaian utang dengan BPPN.

Di tengah belitan kasus BLBI, Eric Hartono (18), putra bungsu Samadikun Hartono, menjadi salah satu korban pesawat
yang menabrak Gedung World Trade Center pada 11 September 2001. Saat kejadian Eric berada dalam pesawat dari Boston
menuju Los Angeles. Eric yang kuliah di California State University, waktu itu sedang dalam perjalanan pulang ke Los Angeles
setelah mengunjungi temannya di Boston. Eric adalah putra dari Samadikun Hartono, yang saat ini masih menghadapi proses
hukum berkaitan dengan dugaan korupsi dalam kasus BLBI. Eric sudah berada di AS sejak berumur 15 tahun, dan pada saat
kejadian ia pergi seorang diri.*®

Jaksa dalam persidangan juga mempertanyakan surat kuasa yang diberikan Samadikun kepada kuasa hukumnya.
Karna, yang diketahui pihaknya, terpidana tersebut “buron” dari eksekusi yang harus dijalankan kejaksaan. Namun, salah satu
kuasa hukum harus dijalankan kejaksaan. Namun, salah satu kuasa hukum mantan Komisaris Utama Bank Mpdem itu hanya
memberikan selembar foto copy surat kuasa khusus bertandan tangan Samadikun, yang diberikan kepada ketua tim kuasa hukum,
OC. Kaligis, tertanggal 28 Mei 2003. 1a pun mengatakan berkali-kali telah mencoba menghubungi kliennya itu. Namun, hingga
kini pihaknya belum mendapatkan kabar keberadaan Samadikun. Alasannya, surat kuasa itu pun diberikan oleh kliennya setelah

36 “Putusan Sidang Kasus BLBI-BUN, Ongko Bebas, Tanubrata 10 Tahun”, Sinar Harapan, 11 Januari 2003.
>7 Lidia Mochtar Akan Bayar Utang BLBI Pakai Near Cash”, www.detiknews.com.

%8 «10 Orang Paling Dicari 2004”, www. hukumonline.com.

39 “Anaknya Jadi Korban WTC, Keluarga Samadikun Hartono Berduka”, Kompas, 12 September 2001.
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adanya putusan kasasi MA, jauh sebelum yang bersangkutan lari dari eksekusi kejaksaan atas putusan itu. Kata Rico Pandeirot,
anggota tim pengacara Samadikun Hartono :

Pada 28 Mei 2003 itu orangnya ada, tapi kalau sekarang saya tidak tahu. Kami tidak menyarankan untuk dia
(Samadikun) menjalankan pidana. Kami hanya menjalankan apa yang dikuasakan kepada kami. Mengena1 dia lari atau lain-lain,
kami tidak tahu. Nasihat hukum kami adalah hanya mengajukan PK.%0

Samadikun Hartono lahir pada 1948 di Jakarta. Dia adalah pre51den direktur Modern Group (sejak tahun 1965) dan
presiden direktur PT Honoris Industry (sejak tahun 1984). Dari Bekasi, Jawa Barat, pabriknya memproduksi kamera Indonesia
yang pertama. Semula, adalah mendiang ayahnya, Otje Honoris, membuka kios kecil di Pasar Baru, Jakarta, 1965. Ketika itu,
kamera masih merupakan barang mewah dan langka. Sang ayah, yang bermodalkan barang titipan, tidak Cuma menunggu.
Dikerahkannya seluruh keluarga, anak dan isteri, mencani calon pembeli. Akhimya, keluarga Honoris berhasil menguasai
kemampuan menjual. Fuji merebut 70 % pasaran film di Indonesia. Pada 1982, didirikannya PT Honoris Industry. Honoris
Industry lalu menitikberatkan pemasaran produk kameranya ke luar negeri. Kamera buatan Indone51a itu, Fujica MA-1, mulai
unggul di pasar internasional.

Pada 1984, ekspornya mencapai 140 ribu unit, 58% jatuh di Prancis. Setahun kemidian, pabnk yang merupakan satu
dari sepuluh perusahaan Modern Group ini mengeluarkan produk baru: Fuji DL-10. Selama ini telah dijual 500 ribu unit kamera
ke 22 negara, termasuk Jepang - negara asal Fuji.

Dari 24 ribu kamera per tahun dengan nilai investasi Rp. 500 juta tatkala pabrik ini didirikan, kini berkembang menjadi
400 ribu kamera per tahun dengan nilai investasi Rp. 3,5 miliar. Pabrik ini menampung 200 karyawan, dan menggunakan 70%
komponen lokal. Sisanya antara lain lensa dan plastik, masih diimpor dari Jepang.

Pada 2003, Mahkamah Agung memutus perkara korupsi BLBI Bank Modern dengan terdakwa Samadikun Hartono.
Komisaris Utama Bank Modem ini divonis empat tahun penjara dan harus membayar vang pengganti Rp. 169 miliar, lebih tinggi
dari tuntutan jaksa. Putusan MA ini diputuskan oleh majelis hakim yang terdiri dari lima orang dengan ketua majelis Toto
Suprapto. Anggota majelis lainnya adalah Muchsin, Valerine JR Kreiekhoff, Sunardi Padang, dan Suparman. Menurut Toton,
Samadikun terbukti bersalah menyalahgunakan dana BLBI.

Putusan kasasi MA itu membatalkan putusan majelis hakim PN Jakarta Pusat. Majelis hakim PN Jakarta Pusat diketuai
oleh Rusdi As’ad membebaskan Samadikun. Namun di tingkat kasast hukumanya berubah menjadi empat tahun. Ini berarti lebih
tinggi dari tuntutan JPU Yan W. Mere yang hanya menuntut Samadikun satu tahun penjara. Dalam putusan kasasi itu, majelis
hakim kasasi menyatakan bahwa majelis hakim PN Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum karena dana BLBI yang
diterima Samadikun seharusnya digunakan untuk mengatasi dan justru digunakan untuk keperluan lain.

Walaupun jabatan Samadikun adalah sebagai komisaris utama, bukan direksi, Samadikun tetap bertanggung jawab atas
penyalahgunaan dana BLBI itu. Menurut Anggaran Dasar PT Bank Modern, pengeluaran nang yang lebih dari Rp. 10 miliar,
harus mendapat persetujuan dari komisaris. Pada 1996, Samadikun menyetujui pembelian promes PLN senilai Rp. 11,9 miliar
yang kemudian dibayarkan pada 24 November 1997. Walau pengikatan pembelian promes itu dilakukan pada 1996, pengikatan
pembelian promes itu dilakukan pada 1996, pembayaran promes itu dilakukan pada 1997 dengan menggunakan dana BLBI yang
seharusnya dlgunakan untuk menanggulangi rush yang terjadi saat itu.

MA juga menilai majelis hakim pengadilan negeri tampaknya cenderung menganggap perkara itu sebagai sengketa
perdata. Namun majelis hakim kasasi berpendapat, karena kasus itu sudah diajukan ke pengadilan, maka MSAA Bank Modem
menjadi tidak berlaku lagi. Apalagi, Samadikun belum membayar uang pengganti BLBI tersebut.

Putusan kasasi itu sebenarnya bisa langsung dapat dieksekusi. Artinya, Samadikun harus segera masuk bui. Namun
Tim Kejaksaan Negeri Jakarta tidak menemukan Samadikun Hartono, Presiden Direktur Modern Bank, ketika akan melakukan
eksekusi paksa terhadap terhukum penyalahgunaan dana BLBI ini di rumah Samadikun di JI. Jambu No. 8, Menteng, Jakarta
Pusat. Tim Kejaksaan yang didampingi pejabat dari Kelurahan Gondangia dan Polsek Menteng hanya berhasil menemui penjaga
rumabh tersebut.

Di rumah yang kosong itu terdapat mobil Mitsubishi Lancer silver bernomor polisi B 2856 WU yang terparkir di
halaman rumah lengkap beserta kuncinya, dan mobil Honda warna silver bernomor polisi B 2256 LP yang terparkir di garasi.
Tim juga menemukan sebuah tas hitam Prada dengan sebuah surat tertanggal 8 Juli 2003 yang terdapat di sofa. Bunyinya “Bag
ini kata mami suruh kasih Riko. Gunakan untuk tempat surat-surat atau buku-buku cek. Jadi satu supaya tidak berantakan atau
supaya gampang dicari atau ditaruh ke tempat Elisa kalau sudah diisi”.

Selain itu, rumah tersebut kelihatan tidak terawat dan penuh debu. Lemari es tempat penyimpanan makanan hanya
terdapat bumbu-bumbu masakan, minuman ringan dan sejumlah minuman anggur. Samadikun Hartono, dieksekusi paksa karena
tidak melakukan putusan Mahkamah Agung untuk menjalani hukuman yang telah dijatuhkan. Terhukum kasus penyahalgunaan
dana BLBI sebesar Rp. 169,472 miliar ini kabur.®'

Kaburnya Samadikun Hartono dilakukan dengan cara serupa para koruptor BLBI lamnya, yaltu dengan alasan akan
berobat ke luar negeri. Bahkan ada tiga surat jaminan yang meluluhkan hati petinggi Kejaksaan Agung untuk memberi izin
berobat kepada Samadikun. Sang terpidana itu sudah sempat booking pesawat SQ161 untuk penerbangan Jakarta-Tokyo pada 5
April 2003.

Pihak Kejaksaan Agung sendiri telah melakukan pencegahan terhadap Samadikun sebanyak 3 kali. Pertama pada tahun
2000, lalu diperpanjang tahun berikutnya. Terakhir, ia dicegah bebergian ke luar negeri pada 2003. Seiring dengan pengajuan
memori kasasi. Kejaksaan Agung juga membuat surat pencegahan bepergian ke luar negeri terhitung mulai 21 Maret 2003.

80 «Samadikun Hartono Tak Hadir, Sidang PK Ditunda”, Sinar Harapan, 29 Juli 2003.
8! «K ejaksaan Tidak Menemukan Samadikun Hartono”, www. tempointeractive.com.
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Alasannya, jika nanti permohonan kasasi diterima, akan lebih mudah dieksekusi. Belakangan terungkap bahwa sebulan cekal
ketiga itu, tepatnya pada Februari 2003, Kejaksaan sudah menerima tiga surat jaminan. Pertama, surat jaminan yang dibuat Ny.
Nelly Chandra, isteri Samadikun sendiri. Kedua, surat dari R. Awamoto, sekretaris Bagian Kardiologi dan Katarisasi Kamamura
General Hospital, Tokyo. Dan ketiga, surat dari dr. Yamin dan dr. Kunardi Budiharjo dari Rumah Sakit Honoris Tangerang.

Atas dasar jaminan itulah Jampidsus mengeluarkan izin berobat, meskipun Samadikun masih dalam status cekal.
Kejaksaan bersandar pada pasal 33 Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan=Kedua, putusan PN Jakarta Pusat yang
membebaskan Samadikun. Surat izin untuk berobat ke Jepang diterbitkan pada 27 Maret 2003, tetapi hanya berlaku untuk 14
hari.

' Setelah MA menyatakan Samadikun terbukti korupsi dan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara, pihak kejaksaan lamban
melakukan eksekusi. Alasannya, kejaksaan belum menerima salinan putusan. Memang, salinan putusan itu baru diterima Kejari
Jakarta Pusat pada Juli 2003.

Meski sudah menerima salinan putusan kasasi, Kejaksaan tidak langsung eksekusi. Dengan alasan formalitas,
Kejaksaan terlebih dahulu mengirimi Samadikun surat panggilan untuk memenuhi eksekusi. Setelah surat-suratnya tidak lagi
digubris barulah Kejaksaan mendatangi rumah Samadikun di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Begitu didatangi, Samadikun
sudabh raib.

Atas laporan dari Kajari Jakarta Pusat, Kejagung mencoba koordinasi dengan Ditjen Imigrasi. Apakah memegang izin
berobat ity sudah digunakan atau belum. Setelah dilakukan koordinasi, Kedubes Jepang mengakui sudah menerbitkan visa
tertanggal 31 Maret 2003. Kemudian pada 1 April, Ditjen Imigrasi menulis surat ke Bandara Soekarno-Hatta hanya ada satu pintu
keluar bagi Samadikun melakukan pengobatan di Jepang. Pelacakan berikutnya berhasil menemukan fakta bahwa pada
permohonan visa tersebut tercantum bahwa Samadikun sudah booking pesawat SQ161 untuk berangkat ke Tokyo pada 5 April
2003. Setelah dilacak berdasarkan print out penerbangan pesawat dimaksud, ternyata pada tanggal tersebut tidak ada penumpang
bernama Samadikun Hartono berangka ke Jepang.® Di dalam pelariannya, Samadikun Hartono sempat mengajukan Peninjauan
Kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). PK itu diajukan advokat OC Kaligis menyusul adanya putusan kasasi
yang menjatuhkan vonis hukuman empat tahun bagi Samadikun dalam kasus korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
(BLBI).

29. Setiawan Hartono

Setiawan Hartono adalah terdakwa kasus penyalahgunaan dana BLBI oleh Bank Aspac. Kasusnya disidangkan pada
2002 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam dakwaan, Setiawan diduga telah merugikan negara sekitar Rp. 583,5 miliar.
Perbuatannya itu dinilai melanggar ketentuan perundangan yang dikeluarkan Bl dalam menjalankan tugasnya, sehingga
menyimpang dari prinsip praktik perbankan yang sehat. Peristiwa ini terjadi ketika Setiawan masih menjabat sebagai presiden
direktur PT Bank Aspac.

Dia diduga memperkaya diri sendiri dan badan hukum yang terafiliasi dengan PT Bank Aspac, serta kepentingan

" beberapa orang terkait seperti, Aspac Permai, rekening pribadinya dan mantan wakil Presdir PT Bank Aspac Hendrawan
Haryono. Selain itu, terdakwa juga dimintai pertanggungjawabannya mengenai penggunaan fasilitas BLBI, antara lain untuk
peningkatan netto valas sebesar Rp. 33,8 miliar, pencarian dana NCD kepada pihak terkait sebesar Rp. 97 miliar, pemberian suku
bunga swap kepada Bank Sanho, Bank Mega, dan Bank Putra Multi Karsa sebesar Rp. 1,2 miliar. Selanjutnya Setiawan melalui
Bank Aspac juga melakukan penarikan deposito sebesar Rp. 53 miliar, dan pembayaran pokok dan bunga swap sebesar Rp. 86,6
miliar. }tu semua dilakukan Terdakwa dengan cara melakukan penarikan deposito melalui rekening saldo debet yang ada di Bl
Padahal ketika itu terjadi, rekening saldo debet Bank Aspac yang ada di Bl sudah dalam posisi negatif %
Selain Setiawan, terdakwa lain dalam kasus ini adalah mantan wakil presdir Bank Aspac Hendrawan Haryono. Hendrawan oleh
majelis hakim banding divonis lima tahun penjara dan harus segera ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan). Selain itu, PT
Jakarta juga menghukum Hendrawan untuk membayar dengan sebesar Rp. 30 juta, dan uang ganti rugi sebesar Rp. 583,5 miliar.
Namun, oleh Kejaksaan dendan dan ganti rugi itu sampai saat ini belum juga dieksekusi. Akhimmya MA menolak kasasi
Hendrawan dan memvonisnya empat tahun penjara.

Dalam persidangannya, terjadi pergantian jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum (JPU) pengganti yaitu Endang
Rachman hanya menuntut agar majelis hakim menjatubkan hukuman pidana penjara selama enam bulan karena terdakwa telah
mengembalikan uang yang disalahgunakan. Pengembalian uang Rp. 3,662 miliar dilakukan terdakwa karena ia tidak mengetahui
bahwa pencairan dana BLB1 sebesar Rp. 2,54 triliun seperti dalam dakwaan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya
kepada terdakwa. Terdakwa hanya terbukti menyalahgunakan dana BLBI sebesar Rp. 3,622 miliar, sedangkan penarikan lainnya-
yang diduga melanggar ketentuan BLBI- Surat Bank Indonesia No. 30/50/DIR/UK tidak diketahui oleh terdakwa melainkan
dilakukan oleh Hendrawan Harjono selaku wakil presiden direktur Bank Aspac.

* Bahkan, ketika permohonan BLBI dimintakan dan dikucurkan ke Bank Aspac, Setiawan, sudah tidak lagi menjabat
sebagai presiden direktur bank tersebut. Jabatannya berakhir sejak tahun 1989, sedangkan operasional Bank Aspac setelah jangka
waktu tersebut dilakukan oleh Hendrawa. Operasional tersebut juga mencakup pengajuan BLBI dan pengucurannya.

Tuntutan ringan jaksa ini berbeda dengan surat dakwaan sebelumnya oleh JPU Hermut Achmadi yang mendakwa
Setiawan bersama-sama Hendrawan melakukan korupsi di Bank Aspac sebesar Rp. 583 miliar. Dalam perkara ini, Hendrawan
dijatuhi hukuman pidana penjara selama lima tahun dipotong masa tahanan.

62 “Anggota DPR Menduga Kejaksaan Sengaja Membiarkan Samadikun Kabur, www. hukumonline.com.
8 Presdir Bank Aspac Diadili dalam Kasus BLBI”, Sinar Harapan, 24 Januari 2002.
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" Begitu juga dengan pengucuran dana BLBI kepada kelompoknya terkait. Ketika JPU Hermut menaksir, jumlahnya
mencapai Rp. 53 miliar, bukan Rp. 3,66 miliar. Termasuk penyalahgunaan BLBI lainnya, seperti peningkatan aktiva netto valas

- sejumlah Rp. 33,7 miliar, menjadi tanggung jawab Setiawan. Selain itu, Setiawan juga dianggap bertanggung jawab atas
. pinjaman call money dari Bank Putera Multikarsa Rp. 100 miliar dan Bank CIC sebesar Rp. 30 miliar. Cairnya dana Rp. 100

. miliar tersebut dilakukan Setiawan tanpa persetujuan bagian tregsury.*

. Pada 16 Maret 2005 sekelompek massa yang menamakan diri Bngad1 Aksi Tangkap Koruptor menyegel rumah mantan
Presiden Direktur Bank ASPAC Setiawan Harjono yang didakwa menyelewengkan dana BLBI senilai Rp. 583,4 miliar.
Rombongan berjumlah 200 orang itu berangkat dari Tugu Proklamasi menuju kediaman Setiawan di Jalan Agus Salim No. 72,

~ Jakatta Pusat. Rumah tersebut lalu dijaga puluhan polisi dari Polsek Menteng. Aksi ini bertujuan memberi dorongan moral pada
penegak hukum untuk memberantas korupsi, bukan hanya yang kelas teri tapi juga kelas kakap. Puluhan massa yang tampak

" masih remaja sempat berorasi di depan kediaman Setiawan sebelum meninggalkan rumah tersebut. Kertas segel bertuliskan
“rumah ini disegel rakyat” langsung dicabut polisi begitu ditempel di pagar rumah.®

BPPN menyurati Kepala Kepolisian RI Jenderal Da’i Bachtiar berkaitan dengan adanya penangkapan terhadap
sejumlah staf lembaga itu dalam sengketa penjualan gedung Bank Asia Pasific (Aspac). Surat bernomor Prog-865/BPPN/0204 itu
dikirimkan pada 5 Februari 2004 dan ditandatangani Kepala BPPN Syarifuddin A. Temenggung. Isinya BPPN meminta arahan
Kepala Polri mengenai penyelesaian sengketa dalam penjualan gedung Aspac. Di samping itu, Syarifuddin menyampaikan secara
detail kronologi proses pengambilalihan hingga penjualan gedung Bank Aspac oleh BPPN.%

Sebelumnya, tiga staf BPPN telah ditangkap Kepolisian Daerah Metro Jaya. Penangkapan ini buntut dari adanya
pengaduan pemilik lama Gedung Aspac bahwa lembaga pemerintah itu telah menggelapkan Gedung Aspac dengan menjualnya
secara tidak sah ke pihak lain. Untuk menyelesaikan persoalan itu, Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi Turun tangan
menemui Kepala Polri. Ketiga staf BPPN itu pun akhirnya dilepaskan. Menurut Laksamana, kepolisian seharusnya tidak serta
merta menerima laporan dari para pengutang yang tidak senang asetnya dijual BPPN. Apalagi, sudah jelas pemegang saham
Bank Aspac adalah orang-orang yang tersangkut kasus BLBI.

BPPN menegaskan, penjualan Gedung Bank Asia Pasific (Aspac) ke PT Bumjawa Sentosa sah dan sesuai prosedur.
Karena itu, tidak tertutup kemungkinan BPPN justru bakal menggugat balik PT Mitra Bangun Griya, pemilik lama gedung itu,
yang telah melaporkan kasus ini ke kepolisian. BPPN mengatakan bahwa aset properti di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan,
Jakarta Selatan, itu telah menjadi milik BPPN saat dilakukan pengalihan kepemilikan dari pemegang saham Bank Aspac.
Penyerahan aset itu dilakukan pemilik Bank Aspac sebagal bagian dari pemenuhan kewajibannya sehubungan dengan dana BLBI

yang telah diterimanya dari negara sebesar Rp. 2,1 triliun.¢’

Sebelumnya, sejumlah pejabat BPPN yang terlibat dalam proses penjualan Gedung Aspac telah dikenakan status
tersangka oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya. Bahkan Deputi Kepala BPPN Bldang Dukungan Kerja dan Administrasi Junianto
Tri Pujono juga dikenakan status tersangka.

Kasus ini bermula dari rencana penjualan Gedung Aspac oleh BPPN pada pertengahan tahun 2003. Saat itu datang
protes dari PT Mitra Bangun Griya (MBG) dan mengadukan persoalan ini ke pengadilan. Pengaduan ke kepolisian datang dari
Rudy Sulaeman, direktur baru MBG. Ia menduduki jabatan itu setelah secara tiba-tiba pada 10 Desember 2003 terjadi perubahan
kepemilikan saham di MBG dari PT Aspac Land dan PT Aspac Finance selaku pemilik lama ke PT Persada Putra Setia dan PT
Aneka Multi Usaha. )

MBG memprotes rencana penjualan itu karena menurut mereka perjanjian pengalihan (imbreng) tanah dan bangunan
(gedung Aspac) milik mereka ke Bank Aspac pada akhir 1997 lalu telah batal. Karena itu, MBG beranggapan, aset ini sudah

" bukan lagi milik Bank Aspac sehingga tidak bisa dijual BPPN. Perjanjian penyerahan gedung Aspac berikut tanah seluas 4,340

m2 dari MBG ke Bank Aspac diteken pada 1997 lalu. Sebagax imbalannya, MBG mendapat porsi 61,56 persen saham Bank

Aspac.

Kepemilikan atas gedung itu kemudian beralih ke BPPN setelah Bank Aspac ditutup pemerintah dan dialihkan ke

BPPN. Sebelumnya, bank ini pun mendapat suntikan dana BLBI. Dengan pengalihan itu, otomatis aset-aset jaminan Bank Aspac

saat menerima BLBI, termasuk gedung Aspac, beralih ke BPPN.

30. Sjamsul Nursalim (BDNI)

Sjamsul Nursalim alias Liem Tjoen Ho lebih dikenal sebagai industriawan. Tetapi, 1980, ia “menyelamatkan” Bank
Dagang Nasional Indonesia (BDNI), mengambil alhir kepemimpinan Direktur Utama Paulus Wibowo—yang menumpuk utang
sekitar US$ 30 juta, sehingga banyak nasabah menarik diri.

Ada yang menduga, untuk “penyelamatan” BDNI itu ia mendapat dukungan sebuah bank Prancis, Societe Generale
cabang Singapura. Rupanya, sudah terjalin hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara bank tersebut dan_Sjamsul,
yang menjadi nasabah Societe Generale. Dari bank ini, konon, sjamsul berhasil menarik pinjaman US$ 15 juta, yang diperkirakan
digunakan untuk menutup sebagian utang BDNI kepada bank-bank lvar negeri. Nursalim lalu membantahnya. Tetapi darn mana
pun pinjaman itu berasal, saat ia duduk sebagai Direktur Utama BDNI, ia menyetor 50% (Rp. 1,5 miliar) —separuh dari modal

6 “Mantan Presdir Bank Aspac Hanya Dituntut 6 Bulan”, Sinar Harapan, 4 Februari 2003
65 “Massa Segel Rumah Mantan Presdir Bank ASPAC”, www.tempointeractive.com

86 «“BPPN Surati Kepala Polri Soal Kasus Aspac”, www.tempointeractive.com.
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BDNI setelah ditingkatkan. Sisanya yang 50% masih dimiliki PT Nusantour Duta Development Corporation dan Djaya
Development Corporation, keduanya milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Sebagai industriawan, Sjamsul menjadi Direktur Utama PT Gajah Tunggal, pabrik bank patungan untuk menghasilkan
ban merk Yokohama. Ia juga duduk sebagai anggota direksi perusahaan cat Kansai, yang bekel]a sama dengan Jepang, sambil
mengusahakan pabrik tapioka di Lampung. N

Bagi Sjamsul sendiri, memimpin bank devisa seperti BDNI suatu presta51 tersendm Bank ini dijuluki “bank
republikein” karena didirikan oleh para pengusaha pejuang di Medan pada 1945 —yang kemudian lekat pula dengan nama Sri
Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan, jauh sebelum menjadi Wakil Presiden RI, membeli sebagian beasr dari 2.000 sahamnya. Di
BDNI, Sri Sultan masih dianggap sebagai pahlawan dalam sejarah berdmnya BDNI, dan tetap duduk sebagai komisaris utama
kehormatan.

Sjamsul Nursalim alias Lim Tek Siong alias Liem Tek Siong adalah konglomerat besar di Indonesia. Dia pemah
menajdi pemilik BDNI yang sudah dilikuidasi, PT Gajah Tunggal (pabrik ban), dan Dipasena (tambak udang). Dia terlibat
korupsi Rp. 28 triliun dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) yang disuntikan ke BDNL Hingga Juni 1997 dia masih
menerima kucuran dana 600 jutas dolla AS. Jumlah hutang mantan pemilik BDNI Sjamsul Nursalim dalam bentuk BLBI adalah
sebesar Rp. 30,9 triliun.

Setelah BDNI ditetapkan beku operasi pada 1998, hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menyatakan bahwa
uang negara yang disalurkan kepada Sjamsul Nursalim sebesar Rp. 49,189 triliun. Sementara itu jumlah kewajiban pemegang
saham sebesar Rp. 28,4 triliun yang dilakukan perhitungan tanpa audit. Namun setelah auditor PwC menghitung aset perusahaan
yang diserahkan ke BPPN pada 2000 hanya Rp. 1,4 triliun dan setelah dijual aset tersebut hanya seharga Rp. 1,8 triliun,

' Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier pernah mengatakan bahwa Sjamsul Nursalim adalah penjahat BLBI urutan
pertama. Kejaksaan Agung bermaksud memeriksa Sjamsul Nursalim pada pertengahan Februari 2008, namun dia tidak datang.
‘Sjamsul Nuggsahm memang belum pernah datang memenuhi panggilan Kejagung, bahkan sejak kasus korupsi BLBI mencuat
tahun 1999.

Salah satu anak dari Sjamsul Nursalim adalah Susanto Nursalim atau William Liem. Dia se_]ak lama disiapkan oleh
Sjamsul untuk menjadi “putra mahkota” gurita bisnis keluarga Nursalim. Alumnus University of California Berkeley, AS itu
menjadi executive director Tuan Sing Holdings, perusahaan induk yang memayungi 80 anak perusahaan dan tercatat sebagai
emiten di Stock Exchange of Singapura (SSX).

Tuan Sing Holding adalah perusahaan yang cukup disegani di Singapura. Salah satu anak perusahaannya yang bergerak di sektor
properti, Habitat Properties Ltd, adalah developer beberapa proyek prestisius, seperti Century Woods, University Park, Reservoir
Villas, Royal Cour, Anderson Greendan, dan St Martin Residence.

Istri Sjamsul Nursalim, Itjih Sjamsul Nursalim atau Go Giok Lian, tercatat dalam daftar pemegang saham Tuan Sing
yang juga mengendalikan Nuri Holding Ltd. Perusahaan terakhir itu dikendalikan putri Sjamsul Nursalim, Liem Mei Kim. Dari
data laporan keuangan terakhir yang dipublikasikan per Februari 2007, Tuan Sing memiliki total aset SGD 574,6 juta (Rp. 3,4
triliun), total pendapatan SGD 425 juta (triliun), dan laba bersih SGD 14,3 juta (Rp. 85,8 miliar). -

Nursalim menyelewengkan dana BLBI senilai Rp. 24,47 triliun dari total yang diterima BDNI senilai Rp. 30,9 triliun.
Dia pun kemudian memiliki kewajiban pembayaran utang kepada pemerintah senilai Rp. 28.408 triliun. Bahkan, total kewajiban

" Sjamsul sebelumnya (berasal dari total kewajiban BDNI yang dibebankan kepadanya) mencapai Rp. 47,258 triliun. Namun,
- jumlah itu berkurang setelah memperhltungkan nilai estimasi aset BDNI (di luar kelompok bisnis milik Sjamsul) senilai Rp.

18,85 triliun).

Karena utang pada negara itulah Sjamsul lalu menandatangani perjanjian PKPS atau MSAA. Implikasinya, dia harus
menyerahkan asetnya ke BPPN. Namun awalnya Sjamsul enggan menyetor aset tambahan sesuai kesepakatan MSAA. Menurut
Sjamsul, settlement adalah pembayaran utang dengan aset. Dengan menandatangani MSAA, berarti pembayaran sudah dianggap
luasn oleh pemerintah.

Hingga masa pemerintah Presiden Abdurrahinan Wahid, Sjamsul belum mau menerima perhitungan jumlah utang yang
melonjak karena hitungan kewajiban yang lama belum memasukkan denda dan bunga yang harus dibayar selama dua tahun
terakhir. Utang Sjamsul membengkak dari Rp. 28 triliun menjadi Rp. 51 triliun. Jika dikurangi pembayaran tunai Rp. 1 triliun
dan restrukturisasi beberapa perusahaan sebesar Rp. 8,5 triliun, maka utang sekitar Rp. 41,5 triliun. Selain dendan dan bunga,
utang Sjamsul jadi membesar karena wajib memasukkan kewajiban petani udang Dipasena sebesar Rp. 3,5 triliun. Pihak Sjamsul
tentu saja menola hitungan inin. Belum lagi masalah ini beres. Mulyati Silankay yang merupakan tangan kanan Sjamsul malah
dipanggil Kejaksaan Agung untuk urusan BLBI.

Pada 15 November 2001, Sjamsul Nursalim menyerahkan surat kesanggupan untuk menambah setoran aset dan
jaminan pribadi (personal guarantee). Anehnya, dalam pelaksanaan penjualan aset yang dilakukan BPPN, banyak masalah yang
muncul akibat sikap setengah hati Sjamsul. Dalam perundingan dengan BPPN, awalnya Sjamsul minta agar tambak udang’
Dipasena dalam jangka waktu dekat, maka dia berjanji bisa memulihkan produksi udangnya yang tinggal 5 persen di Dipasena
kembali normal dalam waktu 1,5 tahun. Sjamsul juga tidak mau meregistrasi saham-sahamnya ke Bapepam untuk membalik
nama atas nama BPPN. Celakanya, BPPN tak bisa berbuat apa-apa, karena kunci brankas tempat penyimpanan saham- sahamnya
itu masih dikuasai Sjamsul.”’

68 “K eberadaan tidak Diketahui, Kejaksaan Tetap Panggil Sjamsul Nuraslim”, Media Indonesia, 15 Januari 2008.
% “Versi Fuad: Penjahat BLBI Nomor Wahid Sjamsul Nursalim”, Rakyat Merdeka, 01 Februari 2008.
7°Kontan, 18 Desember 2000.
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Namun akhimya aset-aset Sjamsul diserahkan ke BPPN melalui sebuah perusahaan holding yang dibentuk bersama
BPPN dan Sjamsul. Perusahaan holding ini secara khusus menampung dan mengelola aset-aset yang diserahkan Sjamsul sebelum
akhirnya dijual ke pasar. Hal ini dilakukan karena BPPN tidak memiliki unit operasional untuk melakukan pengelolaan sehingga
melalaui pengelolaan perusahaan holding yang bernama Tunas Sepadan lnvestama (TS1) itu maka aset-aset Sjamsul telah
berbentuk uang tunai ketika diserahkan kepada BPPN. Karena utang dana BLBI yang disuntikan di BDNI sebear Rp. 28 triliun
maka keluarga Nursalim harus menyerahkan tiga perusahaan terbaiknya, yakni PT Gajah Tunggal, GT Petrochem Industries

" (produsen bahan kimia dan pelyester) dan Dipasena. Sebuah perusahaan investasi Singapura Garibaldi Ventura Fund Ltd
membeli saham Nursalim di Gajah Tunggal (78 persen) dan GT Petrochem (20 persen) dari BPPN. Uniknya, 100 persen saham
‘TS1 dimiliki oleh Sjamsul Nursalim. = .

Belakangan diketahui bahwa pengelolaan aset-aset obllgor oleh hola'mg yang dlbentuk bersama ternyata menimbulkan

. penyimpangan. Indikasi penyimpangan itu terlihat dari penurunan nilai aset secara signifikan. Dalam kasus Sjamsul, nilai aset
tepangkas hingga 17 persen. Ketika PT Gajah Tunggal dan PT Gajah Tunggal Petrochem Indonesia diserahkan kepada TSI, nilai
asetnya Rp. 7,533 triliun. Namun, penjualan aset kedua perusahaan milik Sjamsul ini hanya Rp. 1,819 triliun. Artinya, BPPN rugi
senilai Rp. 5,7 triliun.

Akal-akalan Sjamsul juga dilakukan dengan mengelabui pemerintah dalam bentuk utang perusahaan Misalnya, PT
Gajah Tunggal, Westford, dan Bank Dewa Rutji ternyata punya tagihan hutang pada Grup Dipasena yang juga dimiliki Sjamsul.
Dengan demikian, Dipasena yang dulu diserahkan Sjamsul ke BPPN untuk pembayaran utangnya senilai Rp. 27,4 triliun justru
kini berutang pada Sjamsul senilai Rp. 773 miliar saat dijual.”” .

Sjamsul juga pernah meminta agar tambak udang Dipasena diserahkan kembali kepadanya. Asal BPPN tidak menjual
Dipasena dalam jangka waktu dekat, ia berjanji bisa memulihkan produksi udangnya yang tinggal S persen di Dipasena kembali

- normal dalam waktu 1,5 tahun. Cara lainnya, Sjamsul tidak mau meregistrasi saham-sahamnya ke Bapepam untuk membalik
nama atas nama BPPN. Celakanya, BPPN tak bisa berbuat apa-apa, karena kunci brankas tempat penyimpanan saham-saham itu
masih dikuasai Sjamsul. _

Karena dinilai kooperatif dan pernah mencicil utang, maka pada 26 Mei 2004 pemerintah mengeluarkan SKL (Surat
Keterangan Lunas) untuk Sjamsul Nursalim. Lalu Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)
pada 13 Juli 2004 dalam kasus BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim. Kejaksaan Agung mengeluarkan SP3 itu berdasarkan
pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui Inpres No. 8 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa terhadap debitur yang beriktikad
baik dan mendapat SKL dari BPPN harus ada jaminan kepastian hukum baik perdata maupun pidana. Dalam hal ini pidananya
dlhentlkan karena telah mendapat SKL karena kalau diteruskan ke pengadilan kemungkinan putusannya bisa bebas.

Pihak Kejaksaan Agung memberikan SP3 pada Sjamsul Nursalim, dan inilah kebijakan pertama walauapun ada tujuh
SKL yang sudah dikeluarkan oleh BPPN. Ketujuh debitur yang telah mendapat SKL antara lain The Nin King, Sudwikamtono,
dan Ibrahim Risjad. Sesudah itu Sjamsul meninggalkan Indonesia dan hingga sekarang tinggal di Singapura.

. Pada Januari 2008 Kejaksaan Agung bermaksud memanggil obligor BLBI Sjamsul Nursalim untuk dimintai
keterangan. Surat panggilan dikirimkan ke alamat Sjamsul di Jakarta. Tentu ini menggelekikan karena Sjamsul tidak ada di
Indonesia. Dia sudah meninggalkan Tanah Air sejak mengaku harus berobat ke luar negeri pada 30 Mei 2001.

Sjamsul awalnya berobat ke Tokyo saat berstatus tahanan kejaksaan daiam kasus BLBI. Dia hanya menginap semalam di Rutan
Kejagung sebelum menjalani perawatan di RS Medistra. Setelah mengantongi izin JAM Intelijen, Sjamsul terbang ke Tokyo.

Kepergian Nursalim ini juga atas permintaan dari dua pengacaranya yaitu Adnan Buyung Nasution dan Eri Hertiawan.
Dalam penjelasannya tersebut. Andan Buyung juga melampirkan surat keterangan dari dr. Shinichi Shirai, asisten dr. Nobuyoshi,
tertanggal 8 Juni 2001. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pada 12 April 2001, dr. Nobuyoshi yang juga Direktur Kardiologi
Kukura Memorial Hospital, mengirim surat yang intinya Sjamsul Nuraslim diminta dengan sangat untuk mendapat penanganan
(perawatan) kembali di rumah sakit tersebut. Mengacu pada hal tersebut, Nursalim minta izin berobat ke Jepang dan ternyata
mendapat izin dari Jaksa Agung.

Di Negeri Sakura, dia mengingap di Hotel Imperial. Dia check-out pada 8 Juni 200t. Kemudian diopname di RS
Kokura Memorial Hospital di Kota Fukuoka, wilayah Jepang Selatan. Dia dirawat di ruang perawatan nomor 916. Ruangan
perawatan yang terletak di lantai sembilang gedung utama rumah sakit tersebut ukuannya hanya sekitar tiga meter persedi namun
biaya perawatan Sjamsul Nursalim sejak 8 hingga 30 Juni 2001 sudah mencapai angka 1.399,430 juta Yen atau lebih dari Rp.
130 juta.

Sebelumnya, dia juga pernah dirawat di sana pada 15 Desember 1999 dan 26 September 2000. Dari Fukuoka, Sjamsul
lanats terbang ke Singapura. Selain berobat, dia diduga mengendalikan bisnisnya di Indonesia dani Singapura.

Pada 2001, Sjamsul Nursalim diminta segera pulang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan pihak Kejaksaan Agung Rl. Dia
menjawabnya dengan mengatakan bahwa dia akan kembali ke Indonesia bila kesehatannya sudah puhh dan dokter yang
menanganinya juga menyatakan kesembuhan atas penyakit jantungnya.

Sebab saya juga kan maunya bekerja lagi seperti biasa. Nanti kalau di sini terus, tidak kerja-kerja justru tambah sakit.
Dan itu berarti saya harus kembali ke Jakarta. Di sini, berat badan saya sempat turun lebih dari lima kilo. Sebab sebelumnya berat
badan saya lebih 80 kilogram, tapi sekarang tinggal sekitar 70-an kilogram saja. Kalau saya sendiri maunya cepat sembuh lah

Nugeri Perampok BLBI (2): “Sjamsul Nursalim, Utak-Atik Uang BLBI di Gurita Holding”,
www.rakyatmerdeka.co.id
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supaya bisa kembali bekerja seperti dulu. Saya pasti kembali. Apalagi selama tiga tahun terakhir saya tetap di Indonesia.
Makanya saya pasti kembali kalau sudah schat.”

Sjamsul Nursalim pernah dipergoki wartawan Indonesia ketika obligor BLBI itu sedang berjalan-jalan di pusat
keramaian Orchard Road, Singapura. Nursalim berbaur dengan puluhan orang yang hendak menyeberang orang menuju hotel
Phoenix. Nursalim ketika itu didampingi seseorang berbaju hitam berjalan di tengah keramaian orang. Pemerintah juga pernah
berusaha menekan Sjamsul melalui Kedutaan Besar RI di Singapura. Kedubes mendasak agar Sjamsul Nursalim segera
menyerahkan paspornya ke KBRI.™

Sjamsul adalah eks pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang mempunyai utang sebesar Rp.
28,4 triliun. Per April 2004 ini ia telah mendapatkan surat lunas dari BPPN. Kepala BPPN Syafrudin Tumenggung mengatakan
Sjamsul dinyatakan pantas menerima surat lunas karena dianggap sudah memenuhi PKPS BDNI sebesar Rp. 28,4 triliun.
Sebelum dinyatakan lunas, ia meneken perjanjian PKPS MSAA dan menyerahkan asetnya ke BPPN. Aset yang diserahkan yakni
Dipasena. GT Petrochem dan GT Tire. Hasil financial due diligence (FDD) atau uji tuntas keuangan kantor audit independent
Ernts and Young Advisory Services (E & Y) sudah menganggap aset yang diserahkan sudah memenuhi syarat. Seluruh
kewajiban pengusaha yang kini bermukim di Singapura itu dipastikan selesai jika utang Dipasena kepada Gajah Tunggal sebesar
Rp. 1,2 triliun dihapuskan.

Pemilik PT Gajah Tunggal ‘Tbk., Garibaldi Venture Fund Ltdk., bersedia meneken perjanjian penghapusan utang PT
Dipasena Citra Darmaja dan Perusahaan Induk PT Tunas Sepadan Investama sebesar Rp. 12 triliun. Rincian utang tersebut,
masing-masing Rp. 30,231 miliar dan US$ 798.908 serta Rp. 860 miliar dan USS$ 63.079 juta.

BPPN sendiri sudah menetapkan Garibaldi sebagai pemenang tender penjualan 78 persen saham PT Gajah Tunggal
Tbk dan 20,4 persen saham GT Petrochem dalam Program Penjualan Aset Investasi (PPAI) tahap ketiga. Garibaldi menawar
dengan harga sebesar Rp. 1,83 triliun. Namun, pembayaran baru 30 persen dari harga penjualan. Sisanya baru akan dibayar
setelah PKPS bekas pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNTI) tersebut rampung.

31. Sukanto Tanoto (Unibank)

Orang terkaya di Indonesia, tapi juutangnya dimana-mana dan macet. Untuk itu, Bank Mandiri harus segera menyeret
bos Raja Garuda Mas (RGM) Sukanto Tanoto ke jalur hukum. Sukanto Tanoto terpilih sebagai orang terkaya di Indonesia versi
majalah Forbes Asia. Sukanto yang ditaksir memiliki kekayaan senilai US$ 2,8 miliar selama ini dikenal sebagai debitur yang
tidak beriktikad baik dan utangnya mandek baik di Bank Mandiri maupun BNL."™

Sukanto Tanoto [ahir di Belawan, Sumatera Utara, pada 25 Desember 1949. Pada usia 18 tahun, ayahnya, Amin

Tanoto, sakit stroke. Sulung dari tujuh bersaudara ini Ialu mengambil alih tanggung jawab keluarga meneruskan usaha orang tua
berjualan minya, bensin, dan peralatan mobil. Pekerjaan yang tak asing baginya karena sepulang sekola ia biasa memabntu
orangtuanya sambil membaca buku. Dan, dari situ Sukanto alias Tan Kang Hoo pertama kali belajar keterampilan bisnis,
termasuk menerima kenyataan dan tidak menyerah dalam keadaan apapun, serta mencari solusi.
’ Pindah dari kota kelahirannya, Belawan, Sumatera Utara ke Medan, ia juga berdagang onderdil mobil, lalu mengubah
usaha itu menjadi general contractor & suplier. Suatu ketika, datang Sjam, seorang pejabat Pertamina dan Aceh. Sukanto ditawari
kerja sama pekerjaan kontraktor. Hasilnya, di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, Sukanto membangun rumah, memasang AC,
pipa traktor dan membuat lapangan golf di Prapat.

Pandai melihat peluang, waktu impor kayu lapis dari Singapura menghilnagn di pasaran, di Medan ia mendirikan
perusahaan kayu, CV Karya Pelita, 1972. Di saat orang lain belum membuat kayu lapis, ia memproduksi kayu lapis dan
mengubah nama perusahaannya menjadi PT Raja Garuda Mas (RGM), dengan ia sebagai direktur utama, 1973. Kayu lapis
bermerk Polypex itu diekspor ke berbagai negara Pasaran Bersama Eropa, Inggris dan Timur Tengah.

Kemudian dia mendirikan PT Inti Indorayon Utama (1TU) yang bergerak di bidang reforestation menghasilkan pulp, kertas, dan
rayon, serta mampu memasok bibit unggul pohon pembuat pulp di dalam negeri. Di Riau, ia membuka Hutan Tanaman Industri
dan mendirikan pabrik pulp yang konon terbesar di dunia, PT Riau Pulp.

Usaha Sukanto yang lain adalah bank. Ketika United City Bank mengalami kesulitan keuangan, pada 1986-1987, ia
mengambil alih mayoritas sahamnya dan bangkit dengan nama baru: Unibank. Sejak 1997, Sukanto memilih bermukim di
Singapura bersama keluarga dan mengambil kantor pusat di negeri itu.

Keterlibatan Sukanto Tanoto dalam kasus BLBI berawal ketika Unibank yang dimilikinya atas nama pribadi dan PT
Persada Upaya Sakti. Sukanto mendapat uang dari B senilai Rp. 1,4 triliun. Sebelum dilikuidasi pada 2001, Sukanto hanya
memiliki saham di Unibank 2,9 persen. Pemegang saham lainnya adalah sejumlah perusahaan yang tidak jelas yang diduga
adalah milik Sukanto sendiri.

Dengan memecah kewajibannya itu ke berbagai perusahaan, Sukanto menjadi bebas melenggang. Padahal total utang
BI yang harus dikembalikan mencapai Rp. 3,1 triliun. Pemilik Raja Garuda Masyarakat ini sempat membayar uang kontan
sebesar Rp. 100 miliar ke pemerintah. Namun sisanya masih nungga hingga kepemimpinan BPPN di bawah Syafrudin

72 «Sjamsul Nursalim: Kalau Sudah Sehat, Pasti Saya Pulang”, Kompas, 5 Juli 2001.
» “Dipanggil, Sjamsul Alasan Sakit: Penyelidikan Kasus BLBI”, Jawa Pos, 17 Januari 2008.
" «Bank Mandiri Harus Seret Sukanto Tanoto ke Jalur Hukum”, www.detiknews.com.
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- Tumenggung. Belakangan total kewajiban Sukanto berkembang dari Rp. 1,4 triliun menjadi Rp. 5,39 triliun. Ini karena Unibank
juga menerima wesel ekspor berjangka Rp 2,399 triliun, Sampai kini sisa tunggakan Sukanto tersebut masih gelap.”

32. Supari Dirdjoprawire dan S. Soemeri (Bank Ficorinvest).

o . Pada pertengahan tahun 2002, keduanya mulai diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Supari dan Soemeri
didakwa telah melakukan tindak pidana kerupsi yang merugikan negara dengan melakukan penyelewengan dana BLBI yang
diberikan kepada Bank Ficorinvest senilai US$ 404.642.7
. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 29 Juli 2003 menunda membacakan vonis kasus penyimpangan
" dana BLBI dengan terdakwa mantan pimpinan Bank Fivorinvest. Penundaan ini dilakukan karena terdakwa II, Presiden Direktur
" Bank Ficorinvest S. Sumeri berhalangan karena sakit.
Dalam tuntutan jaksa penutut umum, kedua terdakwa yang telah menyelewengkan dana BLBI sebesar Rp. 59,3 miliar,
dituntut masing-masing empat tahun penjara. Selain itu, JPU juga menuntut supaya kedua terdakwa membayar dendan masing-
- masing Rp. 30 juta subsider lima bulan kurungan dan uang pengganti Rp. 59,3 miliar.”’

33. Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian)

Salahsatu dari delapan obligor yang diberi kesempatan pemerintah untuk menyelesaikan utangnya di luar jalur hukum.
Berdasarkan data BPPN, total utang 8 obligor tersebut mencapai Rp. 3,079 triliun. Obligor lain yang masuk dalam program
penyelesaian segera ini adalah Marimutu Sinivasan (Bank Putera), Atang Latief (Bank BIRA), Lidia Muchtar dan Omar Putirai
(Bank Tamara), Adisaputra Januardy dan James Januardy (Bank Namura Yasonta), serta Agus Anwar (Bank Pelita dan
Istimarat).

"~ Pada 3 Mei 2006 Ulung menyambangi Dpartemen Keuangan untuk memenuhi panggilan Tim Pelaksan PKPS. Ulung
yang datang memakai batik coklat didampingi dua orang stafnya, langsung menuju lantai empat Gedung Departemen Keuangan
menemui Kepala Biro Hukum Depkeu Hadianto. Pemeriksaan terhadap Ulung yang memiliki utang sekitar Rp. 615 miliar,
berlangsung hingga pukul 11.00 WIB. Kedatangan Ulung untuk menyampaikan posisi angka-angka dan menyatukan persepsi
utang yang dimilikinya dengan pemerintah. Pertemuan berlangsung satu setengah jam. Ulung datang untuk mencocokkan nilai
utangnya dengan perhitungan pemerintah. Pengakuan utang Ulung di bawah perhitungan pemerintah. Mereka menggunakan
angka yang ada di APU Reformulasi. Setelah selesai pemeriksaan, Ulung kabur lewat pintu belakang.™

Adanya perbedaan angka itu akan dicari titik temunya. Misalnya, akan dicek dokumen bahwa mereka pernah
melakukan pembayaran, mengajukan usulan pembayaran, atau dokumen lain. Dokumen itu akan dijadikan fakta yang bisa
menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyelesaikan kewajiban pemegang saham ini secara menyeluruh.”

34. Marimutu Sinivasan (Bank Putera Miltikarsa)

Utang Texmaco sesuai dengan perjanjian MRA (Master Restructuring Agreement) jika ternyata aset-aset perusahaan
miliknya tidak laku terjual. BPPN akan memilih salah satu dari tiga opsi yang terdapat dalam MRA. Ketiga opsi tersebut adalah
eksekusi terhadap saham, eksekusi terhadap aset, atau menerbitkan obligasi yang dapat diganti saham (exchangeable bond)
sesuai dengan jumlah tunggakan utang.

Pada saat itu Texmaco sudah dinyatakan gagal bayar sesuai dengan kesepakatan untuk menyelesaikan utangnya. Tetapi,
sesuai dengan saran Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), sebelum diambil suatu keputusan eksekusi, sebaiknya aset
Texmaco ditawarkan untuk dijual. Jadi, BPPN akan melaksanakan penawaran untuk menjual Texmaco sampai batas waktu yang
ditentukan pekan ini. Jadi, apapun hasilnya, ada yang membeli atau tidak terjual, harus dilaporkan terlebih dulu ke KKSK,
kemudian baru diambil langkah selanjutnya.

Jika pilihan eksekusi aset atau saham sulit dilakukan, kemungkin akan diterbitkan exchangeable bond baru untuk
Texmaco. Hal itu dalam rangka eksekusi jaminan pribadi Sinvasan jika aset itu tidak laku terjual. Exchange Bond baru itu juga
memperhitungkan beban lain yang timbul dari grup Texmaco. Beban Texmaco, antara lain, pembayaran surat kredit (L/C) Bank
Negara Indonesia senilai 6,8 juta dollar AS.%

Dalam masalah Texmaco ini mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwawea pernah mengatakan :
Kesalahan texmaco di masa lalu hendaknya diperbaiki dan bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan itu. Jangan terus curiga dan
kesalahan jangan untuk meng-condermn mereka. Texmaco menampung 4.000 orang tenaga kerja. Jika anda akan melakukan
investasi baru, ribuan perusahaan baru bisa menyamainya. Jadi saya harapkan kepada pers dan siapa saja jangan selalu curigai
orang. Jangan ada coba-coba ada orang yang tuntut Texmaco. Saya sendiri yang akan hadapi.®'

™ “Seri Perampok BLBI” (7): Sukanto Tanoto, BLBI Belum Lunas Eh Nngemplang Pajak”, www.rakyat
merdeka.co.id

76 «“Pembacaan Tuntutan Kasus BLBI Kembali Ditunda”, www. tempointeractive.com

" «Vonis Kasus BLBI Bank Ficorinvest Ditunda”, Republika, 30 Juli 2003.

78 «Utang BLBI, Ulung Bursa Datangi Lapangan Banteng”, www.detiknews.com.
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%0 “Texmaco Membayar Utang Sesuai MRA jika Tak Laku”, Kompas. 14 Februari 2004.

8 “Nuwawea Siap Jadi Tameng Texmaco”, www.tempointeractive.com.
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Sinivasan sendiri membantah kedekatannya dengan Taufik Kiemas, suami Presiden Megawati Soekarnoputri, maupun
pejabat negara lainnya. Sebelumnya diberitakan bahwa bos Texmaco Group ini memiliki kedekatan khusus dengan Taufik
Kiemas dan beberapa kepala negara ini. Akibatnya, perusahaan ini mendapatkan keistimewaan dalam mendapatkan bantuan
liquiditas. Bahkan BPPN rela bertanggung jawab pinjaman Sinivasan ke Bank BNI.

.. pemberitaaan penyelewengan letter of credit dan kelompok tekstil ke enginering itu tidak benar. Berita tempo kan

" sensasi karenanya anda menjadi korban. Jangan bikin sensasi. Seharusnya Indonesia bangga dengan ekspor truk dan bus Perkasa

yang dilakukan Texmaco. Kenapa Texmaco mau jatuhkan-jatuhkan? Saya juga tidak dekat dengan Taufik Kiemas. Tidak ada itu.
Saya saja baru kenal sekarang dia, mukanya kayak apa itu. Dekat apa. Tanya nih sama Pak Jacob. Pak Jacob, katanya saya dekat
dengan pejabat negara.®

Jacob segera menghampiri, untuk membantu menjawab pertanyaan itu. Tidak ada itu. Anda dengar tidak tadi (dalam
sambutan peresmian axport bus dan truk ke Arab Saudl) pada waktu susah dia bersahabat pada waktu senang dia tidak
bersahabat. Jadi artinya, jangan mencurigai seseorang.®

Marimutu Sinivasan merupakan salah satu dari tiga obligator BLBI yang sulit mengembahkan dana tersebut kepada
negara. Di zaman pemerintahan Soeharto, Marimutu adalah pengusaha besar yang dekat dengan kalangan pengusaha. Tidak
heran pula jika Texmaco yang dipimpinannya menjadi perusahaan besar. Marimutu mengenang demikian.

Texmaco itu bukan sekedar industri pembuat mesin, tetapi peralatan untuk membuat mesin. Jadi, mesin-mesin yang
bisa diproduksi di dalam negeri dengan peralatan teknologi yang telah dikuasai oleh Texmaco. Jadi, kalau Texmaco membangun
mobil, maka yang dikembangkan adalah teknologinya. Truk yang dibangun Texmaco, seluruh komponennya dibuat di Indonesia.
Ya.. staternya, motornya, peristiwa dan sebagainya. Dan bukan hanya piston, tetapi mesin untuk membuat piston juga dibangun
oleh Texmaco. Segala peralatan untuk membuat mesin butuh mesin. Kita buat peralatan untuk membuat mesin. Kini, produk
Texmaco banyak diminati di dalam negeri maupun luar negeri. Antara lain, mendapat pesanan dari General Electric dan Hitachi

- untuk produk-produk tertentu. Namun, beberapa pesanan tersebut tidak bisa dipenuhi, karena kendala modal kelja.84

Namun kesuksesan Marimutu berbanding lurus dengan berbagai kasus yang melibatkan dirinya. Dia pernah bertikai
dengan kalangan media massa. Dia menggugat PT Tempo Inti Media Harian (penerbit Koran Tempo) dan Bambang Harymurti
berkaitan dengan pemuatan 64 artikel tentang Marimutu Sinivasan sepanjang Januari sampai Mei 2003. Pada Desember 2003,
pengadilan tingkat pertama mengabulkan gugatan tersebut. Koran Tempo diminta memulihkan nama baik Marimutu dengan cara
memuat permohonan maaf di media massa nasional dan internasional. Namun gugatan materiil dan immateriil sebesar 51 juta
dollar AS tidak dikabulkan hakim. Pengadllan Tinggi Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Selatan tersebut walaupun
kemudin dibatalkan oleh Mahkamah Agung.%

Selain itu Marimutu Sinivasan juga menjadi tersangka kasus Bank Muamalat sejak Agustus 2005. Dia diadukan oleh
Bank Muamalat pada Juni 2005 terkait kredit bermasalah PT Multikarsa Utama, anak perusahaan Texmaco. Kisahnya dimulai
pada Mei 1997 ketika Multikarsa mengajukan kredit Rp. 50 miliar ke Bank Duta. Bank tersebut hanya menyanggupi Rp. 30

~miliar. Untuk menutupi kekurangannya. Bank Duta meminta bantuan kepada Bank Muamalat. Sebelum kredit lunas, Bank Duta

dilukuidasi dan di-fake over oleh BPPN. .

Masalahnya, kredit Bank Muamalat tidak tercantum dalam daftar kredit macet yang ditangani BPPN. Setelah
pendekatan Bank Muamalat dengan debitur gagal, maka bank tersebut melaporkan Marimutu Sinivasan ke Badan Reserse dan
Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dengan sangkaan telah menggelapkan uang milik Bank Muamalat senilai Rp. 20 miliar.
Dasarnya pasal 372 (penipuan) dan pasal 378 (penggelapan) KUHP. Hasilnya, Sinivasan justru kabur. %

Dalam kasus korupsi BLBI, kisa Marimutu Sinivasan dimulai dari zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Pada waktu
itu Bank Putera Multikarsa sebenarnya berada dalam kondisi tidak terlampaui masalah. Bank inj bahkan masih punya piutang .
sebesar Rp. 600 miliar ke Bank Papan Sejahtera. Bank Nusa, dan Bank PDFCI. Perbandingannya, ketiga bank tersebut justru
lebih dulu masuk ke BPPN. Bank Putera lalu menagih piutang tersebut ke BPPN untuk menutup kekurangan likuiditas, tapi tak
dikabulkan. Akibatnya, Bank Putera kalah kliring. Saldonya lantar negatif sebesar Rp. 280 miliar.

Pada 2001 muncullah nilai utang Bank Putera sebesar Rp. 1,3 triliun. Sinivasan menolak untuk mengakuinya.
Alasannya, dia sudah menandatangani MRA yang isinya menyebutkan bahwa segala sumber dana yang dimiliki Marimutu akan
dikerahkan untuk menyelesaikan utang di bagian Asset Management Credit (AMC) BPPN, yakni berupa utang Texmaco yang
Rp. 29 triliun. Namun akhirnya Sinivasan menandatangani Akta Pengakuan Utang (APU),

BPPN kemudian meralat jumlah utang Marimutu Sinivasan menjadi hanya Rp. 1,1 triliun. Rinciannya, 30 persen
dibayar dalam rangka penyelesaian kewajiban pemegang saham di bagian Asset Management Investasi BPPN. Sisanya
diselesaikan di bagian AMC. Dia mengaku sudah membayar Rp. 280 miliar atau bagian yang 30 persen tersebut. Di sisi lain,
utang Sinivasan di Texmaco hingga kini belum jelas penyelesaiannya.

Dengan nilai BLBI mencapai triliunan rupiah, Marimutu sudah menekan PKPS-APU, tap1 dia tetap saja tidak
kooperatif dengan pemerintah. Apalagi kredit yang seharusnya dlgunakan oleh Marimutu untuk impor tetapi ternyata
disalahgunakan untuk membayar utang dan membangun pabrik. Ini semua adalah bukti bahwa dia telah melawan hukum dan

Ibid.

Ibid.

3 «“Marimutu Sinivasan: Bangun Indonesia dengan Teknologi”, Sinar Harapan, 26 Januari 2002.
8 «Koran Tempo Menang Lawan Marimutu Sinivasan”, www. hukumonline.com.

¥ “Marimutu Dilaporkan Gelapkan Rp. 20 Milyar”, Pikiran Rakyat, 11 Agustus 2005.

¥ «Sinjvasan, Setelah Pergi Baru Dicari, Gatra, No. 31, 15 Juni 2006.
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melakukan penggelapan. Perbuatan Marimutu Sinivasan adalah pelanggaran hukum dan merugikan negara. Dari aset senilai Rp.
16 triliun sedangkan selebihnya belum dan hal itu hingga kini belum pernah diperiksa.
Pada 2006, Marimutu Sinivasan berjanji akan kooperatif untuk melunasi kewajibannya. Namun saat membuat
perhitungan jumlah utang, dia hanya diwakili oleh mantan Dirut Bank Putera Multikarsa Masyhud Ali yang menegaskan bahwa
Marimutu punya itikad baik dan akan menyelesaikan kewajibannya. Masyhud Ali menemukan Tim Teknis Penyelesaian BLBI
" yang diketahui oleh JB Kristiadi. Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu. Marimutu diminta menyerahkan
dokumen-dokumen BLBI. Masyhud pun berjanji pihaknya akan segera memberikan dokumen yang diminta itu. Menurut
Masyhud, Marimutu menghitung kewajiban pembayaran BLBI-nya dengan menggunakan skenario APU Reformulasi. Masyhud
juga menolak tuduhan bahwa Marimutu Sinivasan mengemplang BLBI. _
Jumlah yang Rp. 1,3 triliun itu tidak jelas dari mana menghltungnya Bank Putera milik Marimutu Sinivasan tak pernah
“kebanjiran aliran BLBI. Kami hanya menerima uang penjaminan nasabah. Ini pun bukan utang karena banknya sudah ikut
program pernjaminan. Dia mewakilkan ke saya, karena saya yang mcngurus ngurus dulu. Ini hanya klarifikasi biasa. Kalauy Pak
Sinivasan nggak ada itikad baik, dia nggak suruh saya datang. lya kan?.%®
’ Sejak kabur, aset Sinivasan diburu oleh aparat yang berwenang. Namun hasilnya tidak banyak, hanya 16 ruko senilai
Rp. 20 miliar. Itu pun hasil lelang aset jaminan milik bos Texmaco tersebut. Pada akhir Desember 2006 Sinivasan mengontak
pengacaranya, Heri Suryadi. Dia menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah karena niatnya membayar utang tidak
direspon. Kemudian pada Februari 2007, dia kembali mengontak pengacaranya untuk menanyakan soal lelang terhadap jaminan
asetnya. Tapi waktu itu dia tidak menyebutkan lokasi tempat dia menelepon.*
Setelah Sinivasan kabur ke luar negeri, polisi memasukannya dalam daftar pencarian orang, lalu mengirim red notice ke
Markas NCB Interpol di Lyon, Prancis, agar diteruskan ke anggota Interpol seluruh dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati meminta Sinivasan dicekal. Ada kabar yang menyebutkan bawha Marimutu Sinivasan, bos Texmaco, sedang menjalani
pengobatan di negeri asalnya yaitu India. Dia kabur dengan membawa sejumlah kasus tak terselesaikan: dugaan penggelapan

dana dari Bank Muamalat, kasus BLBI, dan utang besar Texmaco.

% «Sinivasan Janji Akan Kooperatif”’, www.detiknews.com.
% «16 Bulan Buru Marimutu, Hasilnya Cuma 16 Ruko”, Rakyat Merdeka, 05 November 2007.
% “Wanted: Marimutu Sinivasan!”, Kontan, No. 36, Tahun X, 12 Juni 2006.
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